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Catatan Perjalanan Lima Belas Tahun 
 

 

Tanpa terasa, dalam rentang waktu lebih 15 tahun, antara 2005-2020, telah 
terkumpul puluhan artikel, baik yang dibuat untuk kepentingan seminar atau 
workshop, sambutan pada acara pembinaan staf, atau bahkan pengantar untuk 
Majalah Jejak Leuser.  

Bisro Sya’bani, yang sejak awal menekuni kerja-kerja desain dan proved reading dari 
hampir semua artikel-artikel saya, memberikan satu buku cetak tebal yang ternyata 
adalah kumpulan artikel baik yang dibuat dalam blog saya maupun diambil dari 
folder makalah dalam laptop saya. Untuk itu, saya sampaikan penghargaan atas niat 
baik dan tulus itu. 

Kumpulan artikel tersebut seperti membuka kembali peta jalan yang tidak sengaja 
dibuat dari ragam pikiran, kegundahan pribadi dan perjalanan yang saya sebut 
dengan “wisata intelektual” tentang kerja-kerja konservasi alam, masa depan 
organisasi pemerintah yang mengelola kawasan konservasi, soal leadership, 
pengkaderan, pembinaan staf, esensi kerja lapangan yang penuh hambatan, 
tantangan dan peluang, bagaimana memulai kolaborasi para pihak karena kita 
tidak mampu bekerja sendiri dan tidak boleh kerja soliter, dan masih banyak sekali 
pernik-pernik lainnya. 

Berbagai perjumpaan dengan figur-figur yang menginspirasi baik di internal staf, 
maupun dalam pertemanan dengan banyak aktivis, pemerhati lingkungan, pakar, 
komunitas, pribadi-pribadi yang mengontak melalui WhatsApp, rasanya 
memperkaya khazanah pemikiran dan membuka ruang-ruang baru tentang fakta 
lapangan, baik terkait dengan masalah maupun peluang ke depan. Habermas, 
seorang filsuf dari German, mengatakan bahwa, “Manusia adalah mahluk 
berkomunikasi. Dan berbagai persoalan di dunia ini lebih dapat diselesaikan 
melalui media komunikasi dan dialog”. 

Ragam artikel yang dirangkai berdasarkan tahun penulisannya, secara tidak sadar 
telah memerankan ruang-ruang komunikasi yang dialogis dan mendorong 
berbagai diskursus, yang mungkin baru. Misalnya, tentang apa yang saya sebut 
sebagai konsep ’extended family’. Sebelumnya, saya juga melontarkan konsep “5K”, 
sebagai spirit untuk mendorong perubahan dan inovasi serta bagaimana 
menemukan jati diri kerja kelola kawasan konservasi versi Nusantara: Kepedulian, 
Keberpihakan, Kepeloporan, Konsisten, dan Kepemimpinan. Sebuah prinsip yang 
masih perlu diuji dalam praktiknya dan harus dilakukan (laku dalam bahasa Jawa), 
agar terjadi proses sensing dan presencing dalam konsep Teori U yang terkenal itu. 
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Akhirnya, selamat ‘menikmati’ catatan perjalanan lebih sepuluh tahun ini, yang 
mungkin perlu dilakukan dengan sikap kritis dan agar dicoba direfleksikan ke 
dalam pengalaman spiritual masing-masing pembaca. Pramoedya Ananta Toer 
mengatakan bahwa,“Menulis adalah bekerja untuk keabadian”. Hanya kepada Allah 
SWT, saya memohon agar selalu diberikan kekuatan untuk terus dapat menuliskan 
pengalaman atas bacaan terhadap alam ciptaan-Nya yang maha luas dan 
menakjubkan.  

 

         Wiratno 

Jakarta, 2020 
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Menggali Sepuluh Butir Falsafah Jawa: Menemukan Jati Diri 
Kelola Kawasan Konservasi 

 

 

Dalam berbagai kesempatan, saya bertemu dengan banyak kolega, teman, 
staf, dan tokoh-tokoh muda di hampir seluruh penjuru tanah air salam hampir 26 
tahun ini. Pada tahun 2004, saya menuliskan tentang pentingnya membaca 
mendalami kembali ‘Hasta Brata’, bagian kecil dari buku ‘Nakhoda: Leadership 
dalam Organisasi Konservasi’, sebagai bekal agar kita menjadi insan Kamil,  bekal 
menjadi pemimpin. Boleh dikatakan ‘Hasta Brata’ itu suatu filosofi hidup yang 
berhasil oleh Ranggawarsita, pujangga terakhir Kraton Surakarta. Hampir 16 tahun 
kemudian, di tahun 2020 yang ditandai dengan meluasnya pandemi Covic-19 di 
seluruh dunia, saya mendapatkan pencerahan dari orang yang masih muda dengan  
bibit DNA Jawa-nya yang sangat kental. Dalam pembicaraan ringan itu saya 
bertanya soal ide menuliskan dan ini memang pencarian lama saya, yaitu apa 
filosofi mengurus alam ini, mengurus kawasan konservasi, mengurus taman 
nasional, yang khas Indonesia. Ia mengajukan sepuluh tahapan hidup dalam 
filosofi orang Jawa. Kesepuluh tahapan tersebut adalah: (1) Maskumambang, (2) 
Mijil, (3) Sinom, (4) Kinanthi, (5) Asmarandana, (6) Gambuh, (7) Dhandhanggula, 
(8) Durmo, (9) Pangkur, dan (10) Megatruh. 

Saya tertarik setelah dijelaskan secara ringkas makna dari setiap tahapan 
tersebut, yang menurut saya sangat koheren dengan mengurus alam dari sudut 
pandang filosofi tersebut atau menggunakannya sebagai ‘pisau analisis’ . Marilah 
kita ulas, dikaitkan, disambungkan, ditautkan dengan sejarah kelola hutan 
konservasi, nilai-nilai luhur atau disebut sebagai kebijaksanaan berbasis 
pengetahuan dan laku masyarakat yang sudah ratusan tahun hidup dari dan 
dengan alam itu, sehingga membentuk peradaban manusia - hutan yang sangat 
menarik untuk dikaji dari berbagai sudut pandang keilmuan masa kini. Uraian dari 
ke seluruh tahapan hidup dalam konteks kelola kawasan konservasi saya coba 
telaah sebagai berikut ini.  

1. Maskumambang 

Tahapan pertama, yang disebut sebagai maskumambang ini bisa diartikan fase 
awal manusia di dalam kandungan sampai ruh ditiupkan oleh Tuhan. Asal mula 
kehidupan. Dalam konteks kelahiran kawasan konservasi, kawasan yang 
dilindungi, bermula dari spirit melindungi alam dari kerusakan. Kerusakan hutan 
dan perburuan satwa liar telah lama terjadi sejak Abad 16. Wiratno, dkk (2001) 
mencatat bahwa pada 1714, seorang anggota Raad van Indie atau lembaga legislatif, 
bernama C Chastelein menyerahkan petak kawasan hutan seluas 6 hektare di 
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Depok. Kawasan ini akhirnya dikukuhkan sebagai cagar alam atau natuur reservaat, 
sebagai perwakilan hutan hujan daratan rendah di Pulau Jawa. Sebenarnya 
undang-undang yang mengatur penetapan cagar alam, baru diterbitkan tahun 
1916, disebut sebagai Natuur Monnumenten Ordonnantie, yang dimotori oleh Dr. S.H. 
Koorders (Yudistira, 2004).  

Di era kemerdekaan, dapat dikatakan pada awal era 1980 menjadi fondasi 
kelahiran kawasan konservasi, khususnya dengan fungsi taman nasional. 
Kelahiran kebijakan konservasi nasional pada era awal ini dipelopori  tiga 
serangkai, yaitu Dr. Herman Haeruman, Drs. Effendy A. Sumardja (Alm), Ir. Lukito 
Darjadi, dan didukung oleh Dr. Ir. Soedjarwo - sebagai Dirjen Kehutanan, 
Kementerian Pertanian di masa itu. Pak Effendy A Sumardja merupakan murid dari 
Prof Otto Sumarwoto - PPLH UNPAD. Saat itu Pak Effendi ditugasi ikut seminar 
di Amerika Serikat dan ketika kembali ke tanah air, beliau diminta kuliah S2 di 
negara tersebut dan sempat menuliskan beberapa kajian awal tentang pentingnya 
Indonesia memiliki taman-taman nasional seperti di Amerika Serikat. Di negara 
tersebut telah dibangun pengelolaan taman-taman nasional  di awal abad ke-19 
yang dimotori oleh Henry David Thoreau, dengan Yellowstone sebagai taman 
nasional pertama di dunia (Wiratno, dkk, 2001). 

2. Mijil 

Tahapan kedua, adalah kelahiran di dunia. Kawasan konservasi yang pertama, 
pada era Jaman Belanda, dimulai abad ke-19, sebanyak 55 lokasi. Pada awal 2020, 
telah terdapat 552 lokasi atau 10 kali lipat jumlahnya dari era penjajahan tersebut, 
dengan luas 27.319.252  hektare atau 6.500 kali lebih luas dari luas kawasan 
konservasi pada saat pertama kali penunjukan dengan luas 4.154 hektare. Dalam 
perkembangannya, saat ini hanya kawasan konservasi dan hutan-hutan lindung 
yang relatif masih ditutupi dengan vegetasi alaminya. Namun begitu, walaupun 
bersatatus sebagai kawasan konservasi, juga mengalami gangguan atau kerusakan, 
karena digarap oleh masyarakat untuk kepentingan ekonomi.  

Pada era tahun 1980, telah ditunjuk melalui Keputusan Menteri Pertanian 
saat itu, sebanyak 5 taman nasional dengan total luas total 1.430.948 hektare,  yaitu 
Taman Nasional Gunung Leuser (seluas 1.094.692 hektare), Taman Nasional 
Gunung Gede Pangrango (15.000 hektare), Taman Nasional Ujung Kulon (122.956 
hektare), Taman Nasional Baluran (5.000 hektare), dan Taman Nasional Komodo 
(173.300 hektare). Suatu langkah yang berani, karena Undang-undang yang 
mengaturnya baru ditetapkan 10 tahun kemudian, yaitu UU No. 5 Tahun 1990 
tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya. 

Tabel berikut menunjukkan periodisasi penunjukan kawasan konservasi, 
dimana pada era  1980-2000 adalah masa paling banyak ditunjuknya kawasan 
konservasi di Indonesia. Ini yang dapat disebut sebagai masa keemasan, berkejaran 
atau adu cepat dengan penerbitan keputusan HPH di masa tahun 1980-an dan HTI 
di masa tahun 2000-an. Sebagian besar atau hampir 60% fungsi kawasan konservasi 
tersebut sebagai taman nasional, mengikuti tren dunia saat ini. 
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Tabel 1. Perkembangan penunjukan kawasan konservasi 

Periode (tahun) Luas (hektare) 

1940 4.154 

1941 - 1950 4.246 

1951 - 1960 2.315 

1961 - 1970 121.223 

1971 - 1980 1.743.633 

1981 - 1990 7.338.229 

1991 - 2000 16.305.498 

2001 - 2020 1.799.969 

Total 27.319.252 

Sumber: Nurman Hakim (PIKA, 2020). 

3. Sinom 

Tahapan ketiga, adalah masa muda, masa sedang berkembang. Masa ini, nyata 
sekali dapat ditelusuri apabila kita memperhatikan pengelolaan kawasan 
konservasi di era tahun 1980-2000. Dimana pendekatan pengelolaannya masih 
sangat polisional (baca: dijaga, dibatasi, dilarang, dihukum ). Kawasan dijaga oleh 
polisi hutan, dan hampir siapa pun tidak boleh memasuki kawasan tersebut kecuali 
dengan izin dan sesuai dengan zonasi atau blok kelolanya. Zona atau Blok Inti 
suatu taman nasional, hampir sama dengan kelola cagar alam. Masa perkembangan 
pengelolaan ini terus berlanjut seperti yang dilakukan oleh beberapa tokoh, 
misalnya Pak Wahjudi Wardojo yang menjadi Kepala Taman Nasional Gunung 
Gede Pangrango dan Halimun pada  periode tahum 1993-1996. Pak Wahjudi yang 
pertama mengembangkan konsep kemitraan bersama para pihak, yang terkenal 
dengan prinsip ‘3M’ nya, yaitu mutual respect, mutual trust, dan mutual benefits. 
Dikembangkan pula di masa itu, Konsorsium Gede Pahala, yang terdiri dari 
Gunung Gede Pangrango dan Halimun Salak. Konsorsium multi pihak, multi 
disipliner yang pertama di Indonesia.  

4. Kinanthi 

Tahapan keempat ini sebagai kelanjutan dari masa perkembangan pengelolaan, 
adalah mencari jati diri. Bagaimana tujuan pengelolaan itu bisa dicapai. Bahkan 
juga mempertanyakan apakah tujuan pengelolaan seperti yang dicantumkan di 
surat keputusan setiap kawasan itu sudah tepat. Mengingat awal penunjukan 
kawasan konservasi hanya dilakukan survei dengan kemampuan dan pengetahuan 
yang sangat terbatas oleh para petugas Direktorat Perlindungan dan Pelestarian 
alam atau PPA saat itu di awal tahun 1980an. Sebagian besar, dengan alasan 
perlindungan spesies satwa liar (badak, gajah, orangutan, harimau, dan berbagai 
jenis burung langka eksotik). Kajian yang cukup komprehensif dilakukan oleh John 
McKinnon, seorang ahli biologi dan ekologi dari Inggris yang kemudian 
menerbikan 8 seri buku berjudul National Conservation Plan (NCP), dengan 
mengusulkan banyak sekali kawasan konservasi baru.  

Pencarian model pengelolaan yang khas Indonesia terus dilakukan. Dan hal 
ini dipengaruhi oleh berbagai event internasional, terutama World Parks Congress, 
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yang diselenggarakan setiap 10 tahun sekali. Momentum paling penting adalah 
pada saat World Park Congress V di Durban, Afrika Selatan tahun 2004, dimana saat 
itu dicanangkan Durban Accord.  Dalam accord tersebut, minimal ada tiga hal kunci, 
yaitu: (1) peranan kawasan konservasi dalam pembangunan yang berkelanjutan, 
(2) peranan kawasan konservasi dalam penanggulangan kemiskinan, dan (3) 
peranan kawasan konservasi untuk menjamin dan memperhatikan hak-hak 
masyarakat tradisional, peladang, dan penduduk setempat (Wiratno dkk, 2013). 
Pencarian jati diri kelola kawasan konservasi itu membentang jauh ke masa 2018 
atau 14 tahun setelah Durban Accord, dengan ditetapkannya Peraturan Dirjen 
KSDAE Nomor 6 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi Pada 
Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, dimana kemitraan 
konservasi dengan masyarakat dimungkinkan secara legal. Ditetapkannya 
zona/blok tradisional di kawasan konservasi, untuk masyarakat seluas 2 juta 
hektare, dan akan terus berkembang. Dan diarahkannya kelola kawasan konservasi 
melalui ‘Sepuluh Cara (Baru) Kelola Kawasan Konservasi’ pada tahun 2018, 
mendorong jalan damai kelola kawasan konservasi dengan memperhatikan hak 
asasi manusia, adat, budaya, dan memosisikan masyarakat sebagai subyek, sebagai 
pelaku utama, sebagai mitra sangat penting. Kelola kawasan konservasi didorong 
masuk ke dalam anasir ‘manusia’-nya, bukan hanya menganalisis ‘alam’-nya. 
Pendekatan yang relatif baru dan mendapatkan banyak tantangan. Manusialah 
yang menentukan apakah ia akan mampu mengembang tugas mulia menjaga alam 
atau justru merusaknya.   

5. Asmarandana 

Tahapan kelima ini inti sarinya adalah pencarian teman hidup. Dalam pengelolaan 
kawasan konservasi, tidak bisa dilakukan sendiri. Harus dapat dibangun sistem  
bertetanggaan yang baik, yang saling menghargai dan saling menjaga. Pengelola 
kawasan konservasi sebaiknya dan seharusnya bermitra dengan siapa pun yang 
menjadi tetangganya, membangun kebersamaan. Mendorong kesadaran kolektif 
agar kerja-kerja konservasi menjadi lebih ringan, dengan berbagi tanggung jawab, 
dan manfaat dalam arti seluas-luasnya. Dalam UU Nomor 5 Tahun 1990 sebenarnya 
sudah disebutkan tentang pentingnya partisipasi masyarakat, keikutsertaan 
masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi, pengembangan daerah 
penyangganya.  Direktorat Jenderal KSDAE saat ini merupakan eselon I yang 
memiliki mitra paling banyak, baik kerja sama bilateral, multilateral, disamping 
NGO seperti Wildlife Conservation Society, Fauna Flora International, 
Conservation International Indonesia, RARE, The Nature Conservancy, The Borneo 
Orangutan Foundation, Jakarta Animal Aid Network, dan ratusan LSM lokal yang 
tersebar di seluruh tanah air.   

6. Gambuh 

Tahapan keenam ini, adalah fase membangun kehidupan berkeluarga dalam 
bentuk ikatan perkawinan nan suci. Dalam konteks kelola kawasan konservasi, fase 
ini dapat diinterpretasikan ke dalam dua hal, yaitu internal dan eksternal. Pada fase 
internal, pertama yang penting adalah membangun sistem kekeluargaan dalam 
suatu UPT, dan antara UPT dengan atasannya di tingkat eselon II dan eselon I 
sebagai satu keluarga besar. Ternyata, ikatan tersebut tidak mencukupi. Harus 
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dibangun pula ikatan dan atau kerja sama lintas eselon I, serta lintas kementerian 
yang terkait. 

Ikatan eksternal perlu dan harus berhasil dibangun dengan siapa pun yang 
menjadi tetangga suatu kawasan konservasi. Apakah itu masyarakat desa, HPH, 
HTI, kebun, pertambangan, dan sebagainya. Demikian pula dengan mitra-mitra 
lainnya, lembaga-lembaga donor, NGO, lembaga swadaya masyarakat, pakar, 
peneliti, pejuang atau aktivis lingkungan, dan bahkan dengan siapa pun yang 
karena kesadarannya bersedia membantu kita, mengurus alam dengan segala 
isinya tersebut.  

 Dalam bahasa regulasi, berbagai bentuk hubungan kerja sama tersebut tetap 
diikat secara legal formal, melalui nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, beserta 
pengaturan lebih detail secara teknis di tingkat lapangan. Dalam hal kerja sama ini, 
tentu berbagai tantangan, hambatan, serta peluang terus terjadi, baik di tataran akar 
rumput maupun di tingkat kebijakan yang lebih tinggi. Kembali semua pihak 
ditantang untuk selalu memperhatikan atau menginterpretasikan prinsip 3M, yaitu 
mutual repect, mutual trust, dan mutual benefits.  

7. Dhandhanggula 

Tahapan ketujuh, yaitu dicapainya puncak kesuksesan hidup, kenikmatan 
duniawi, namun sebaiknya harus mulai diimbangi dengan pendekatan spiritual. 
Kesuksesan kelola kawasan konservasi, harus juga ditinjau dengan seberapa jauh 
kawasan konservasi itu memberikan manfaat bagi publik secara luas. Seberapa jauh 
ia menjadi inspirasi publik untuk menjadi lebih menyadari bahwa manusia itu 
hanya bagian dari komponen alam. Menjauh sikap antroposentrisme - sikap yang 
selalu ingin menaklukkan alam untuk semata-mata memenuhi kepentingan 
manusia.  

Sukses kelola kawasan konservasi harus dicarikan ukurannya, antara 
keseimbangan keberhasilan menjaga nilai ekologi dan lingkungannya dengan 
manfaatnya secara nyata bagi masyarakat di sekitarnya dan publik serta 
masyarakat dunia. Apa yang di-‘rasa’-kan baik oleh pengelola kawasan konservasi 
dan masyarakat di sekitarnya yang telah beberapa generasi berhubungan, 
bersentuhan, dan seolah-olah hidup menyatu dengan alam yang saat ini bernama 
kawasan konservasi itu. Yang utama, selain kepentingan ekonomi, adalah lahir dan 
tumbuhnya kesadaran individu, kelompok, dan komunitas masyarakat tentang 
pentingnya menjaga alam, memanfaatkan secara berhati-hati dan bijaksana, dan 
bersama-sama pemerintah melakukan aksi-aksi kolektif tersebut. Hasilnya adalah 
bagaimana kita mau dan mampu ‘berbagi ruang hidup’ dengan makhluk ciptaan 
Tuhan di dalam hutan-hutan dan lautan itu. Diperlukan kedewasaan dan sikap 
hidup yang benar terhadap alam. Akhirnya mereka menyadari bahwa mereka 
hanya bagian dari komponen alam, bukan penguasa alam. Tahap ini akan semakin 
matang menuju tingkat selanjutnya yang disebut “Durmo”.     

8. Durmo 

Tahapan kedelapan ini diartikan sebagai telah dicapainya kesadaran akan makna 
hidup, kemana hidup akan didermakan bagi sesama manusia dan alam sekitarnya. 
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Kenikmatan dengan memberi, sehingga sekitarnya akan tumbuh kesadaran untuk 
secara aktif turut serta menjaga merawat alam di sekelilingnya. Hal ini sekaligus 
upaya manusia untuk mewariskan keindahan alam. Berarti juga memegang sikap 
hidup yang disebut dalam Bahasa Jawa sebagai “memayu hayuning bawana” artinya 
mempercantik bumi yang sudah cantik. Sikap mental ini menunjukkan kepada kita 
filosofi tentang tujuan hidup manusia di dunia ini yang utama adalah menjaga 
alam. Memanfaatkannya dengan penuh tanggung jawab serta sikap kehati-hatian. 
Dan bahkan berusaha membuatnya lebih cantik, semakin indah, bukan malahan 
merusaknya. Sikap ini hanya bisa kita laksanakan apabila kita memiliki pandangan 
bahwa manusia itu adalah bagian dari alam. Inilah yang disampaikan oleh Ness 
sebagai deep ecology. Pandangan ecosetrism, bukan antroposentrism. Sikap hidup yang 
antroposentris adalah sikap yang selalu ingin menaklukkan alam, mengambil apa 
saja (baca: serakah) yang ada di alam untuk kepentingan manusia itu.  

Greta, wakil dari generasi milenial yang menuliskan seri ceramahnya dalam 
buku mungil berjudul “No One is Too Small to Make a Difference (Pinguin Book, 2019) 
mengingatkan kita agar kita mau bekerja sama dan berbagi sumber daya. Gaya 
hidup negara-negara utara yang super mewah harusnya bisa dikendalikan dan 
diubah. Kerusakan sumber daya alam bukan semata-mata karena pertambahan 
penduduk dan kemiskinan. Tetapi juga disebabkan keserakahan dan gaya hidup 
boros oleh sebagian kecil penduduk bumi ini. Pernyataan tersebut juga didukung 
oleh James Martin - penulis buku “The Wired Society”, menuliskan dalam buku “The 
Meaning of the 21 Century” (2007), menyatakan bahwa 7% penduduk dunia 
mengkonsumsi 80% energi yang tersedia. Pola konsumsi energi, air, dan sumber 
daya alam lainnya setara dengan konsumsi 140 orang Afganistan atau Ethiopia. 
Dinyatakan oleh James Martin tiga macam penyebab kehancuran sumber daya 
alam, yaitu: penurunan kuantitas sumber daya alam, pertumbuhan penduduk, dan 
pola konsumsi. Terbukti pula Amerika adalah negara yang duduk pada peringkat 
teratas yang memberikan kontribusi gas karbon dioksida secara global. 

Maka, kita menjadi mengingat Gandhi (1863-1948), akan quote-nya yang 
sangat terkenal dan pas menggambarkan keadaan sumber daya alam dan ‘tingkah 
polah’ manusia, seperti ini: “Bumi cukup untuk memenuhi kebutuhan setiap orang, 
tetapi bumi tidak cukup untuk memenuhi ketamakan setiap orang”. 

9. Pangkur 

Tahapan akhir, menuju proses kontemplasi, meraih kesadaran dalam seluruh laku 
menjaga dan mengelola alam titipan Tuhan. Tumbuh pula kesadaran lintas 
generasi bahwa “alam ini bukan warisan, tetapi titipan dari generasi mendatang”.  
Penduduk bumi, pengelola alam liar (wilderness)  dan masyarakat tumbuh 
kesadaran dan tanggung jawab akan mengembalikan  pinjaman (alam) kepada 
generasi mendatang. Dalam pengelolaan kawasan konservasi atau membangun 
gerakan konservasi dalam arti yang luas,  bersama siapa saja yang tertambat 
hatinya untuk berkontribusi menyelamatkan alam dan mendorong kesadaran 
manusia, telah sampai pada suatu layer yang tertinggi. Dalam Teori U, dikatakan 
sebagai ‘awareness based collective action’, aksi kolektif didasarkan pada tumbuhnya 
kesadaran para pihak.  
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Apa yang dimaksud dengan ‘kesadaran’ itu? Echart Tolle (2004) mengatakan 
bahwa bekerja dengan sadar berarti bekerja dengan menerapkan tiga prinsip dasar, 
yaitu: (1) bekerja dengan senang (enjoyment), dapat menikmati yang dikerjakan, (2) 
bekerja dengan cara menerima apa yang menjadi tanggung jawabnya (acceptance), 
bisa disebut sebagai ikhlas, dan (3) bekerja dengan penuh semangat (enthusiam). 
Bekerja dengan bekal kesadaran ini bukan hanya menghasilkan output  fisik. 
Bahkan bisa menghasilkan karya yang luar biasa (outcome atau impact), yang 
bermanfaat bagi kepentingan publik, dalam jangka panjang. Ayu Utami (2020) 
mengungkapkan petuah pujangga Ranggawarsito yang menulis puisi bertembang 
sinom, bahwa “kesadaran batin selalu lebih baik dari kesuksesan lahir”. Pentingnya 
batin berhadapan dengan dunia lahir.  

Kawasan konservasi bisa dijaga bersama masyarakat setempat hanya 
apabila ia memberikan manfaat sosial, budaya, religi, spiritual, ekologi, dan 
ekonomi. Pemerintah mendorong lahirnya sistem kelola yang melibatkan hampir 
semua komponen masyarakat, kelompok masyarakat, tokoh agama, swasta, 
peneliti, aktivis lingkungan, bahkan media masa, untuk bersama-sama peduli 
(Bahasa Jawa: rewes) untuk mengurus dengan sebaik-baiknya, dengan kearifan dan 
sikap yang tawadhu’, merendah, bahwa alam memiliki keterbatasan. Ia perlu waktu 
istirahat dan akan menolak dengan caranya sendiri apabila terlalu dieksploitasi. 
Covid-19 ini adalah mekanisme alam dan cara Tuhan untuk memberitahu pada 
manusia, untuk  berhentilah sejenak dari kegaduhan hedonisme dunia yang seolah 
tanpa batas itu. Penulis di-forward pesan dari Dr. Suryo Adiwibowo - Fakultas 
Ekologi Manusia IPB, yang mengatakan juga bahwa Pak Sarwono Kusumaatmadja, 
mempunyai istilah IT yang tepat dalam menggambarkan situasi ini, yaitu bahwa 
hidup manusia di seluruh dunia sedang ‘di-reset’. Yasraf A Piliang, dalam 
artikelnya menyatakan Virus Corona ini telah memaksa ‘budaya perpindahan’ 
sebagai ciri globalisasi menjadi ‘budaya diam di tempat’ atau sedentary culture 
(Virilio, 1991). Postingan yang sangat menarik tersebut dituliskan dalam WhatsApp 
seperti ini :   

We fell asleep in one world, and woke up in another. 
Suddenly Disney is out of magic, 
Paris is no longer romantic, 
New York doesn’t stand up anymore, 
The Chinese wall is no longer a fortress, 
And Mecca is empty 

Hugs and kisses suddenly become 
Weapons, and not visiting parent and friends becomes and act of love. 
Suddenly your realize that power, beauty and money are worthless, and can’t get you the 
oxygen you are fight for. 
The world continues its life and it is beautiful. It only puts humans in cages. I think it is  
sending us a message :  
You are not necessary. The Air, earth, water and sky without you are fine. When you come 
back, remember that you are my guests. Not my masters. 
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Pandemi Covid-19 ini secara terang benderang menunjukkan kepada kita 
bahwa manusia itu hanya bagian kecil dari komponen alam. Ini yang disebut dalam 
konsep deep ecology dan sekaligus mengoreksi paham antroposentrisme, bahwa 
manusia penguasa alam, dimana ilmu pengetahuan digunakan manusia untuk 
menaklukkan alam.   

10. Megatruh 

Tahapan akhir dalam filosofi Jawa ini intinya adalah fase manusia meninggalkan 
kehidupan dunia.  Fase awal menuju keabadian. Dalam setiap laku mengurus 
kawasan konservasi, menyelamatkan satwa yang terjerat (yang menimpa banyak 
harimau sumatera),  atau satwa liar yang ditembak dengan 74 peluruh senapan 
angin masih bersarang dalam badannya sampai matanya buta (kasus orangutan 
bernama Hope yang saat ini dirawat di Pusat Rehabilitasi Orangutan di Sembahe - 
Sumatera Utara), akhirnya diperlukan kepasrahan total (surrender)  kepada Yang 
Maha Empunya Kehidupan.  

Fase ‘megatruh’ saya interpretasikan sebagai kepasrahan total setelah kita 
berusaha sekuat tenaga, sekuat daya, dan setinggi-tingginya semangat, dalam 
menyelamatkan ‘sebagian kecil’ dari alam dan isi ciptaan-Nya. Bukannya tugas 
menjaga alam dan jadi pemimpin di bumi, dititahkan Tuhan kepada Adam? 
Mampukah manusia biasa seperti kita ini mengemban amanat yang sangat berat - 
hampir dikatakan sebagai hal yang mustahil, tetapi mulia itu? Para pengelola alam 
liar tampaknya harus lebih banyak meluangkan waktunya untuk tidak terbius 
dengan kehidupan dunia, tahan menderita, pandai bersyukur atas hidupnya yang 
ditugasi secara khusus menjaga alam, walaupun penuh dengan cobaan, godaan, 
ketidakpastian, kesulitan, dan hambatan pada hampir di sepanjang hidupnya.  

Emha Ainun Najib dalam buknya berjudul Pemimpin yang ‘Tuhan’ (2018), 
pada halaman 18  mengatakan dengan lugas, sambil tetap  sinis, bahwa: “Visi dan 
misi iblis adalah membuat manusia merusak dirinya, menganiaya sesama, menipu dan 
mencuri, membikin bumi luka parah, juga memprovokasi untuk konflik permanen, perang 
dan penumpahan darah”. Semoga manusia-manusia yang pekerjaannya 
menyelamatkan alam dengan isinya, mendapatkan kekuatan dari Tuhan untuk 
tidak terjebak dan dijebak oleh iblis.  

Kombinasi antara bekerja penuh kesadaran, bekerja dengan ‘Rasa’ dan rasa, 
yang diramu dengan keikhlasan dan kepasrahan total, semoga saja akan 
memperingan langkah dan upaya kita berkontribusi menyelamatkan alam liar ini. 
Bukankah  kerja dan  hasil kerja kita untuk kepentingan kelestarian alam yang 
didukung oleh kesadaran kolektif manusianya?.  

Semoga akumulasi dari hasil-hasil kerja kita akan dapat menjadi fondasi dari 
sebuah ‘karya’ , dapat berkontribusi pada kehidupan keseharian masyarakat desa-
desa di pinggir atau di dalam hutan, bagi publik secara luas, dan untuk peradaban 
manusia saat ini dan di masa ke depan.*** 
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Konservasi Berkeadilan untuk Alam dan Masyarakat 
 

 

Benefits Beyond Boundary 

Kawasan konservasi seluas 27,14 juta hektare yang tersebar di seluruh tanah air, 
ditunjuk atau ditetapkan untuk memberikan perlindungan keragaman hayati di 
berbagai tingkat dan ragam tipe ekosistem. Dalam perkembangannya, terbukti 
bahwa di kawasan konservasi ini telah memberikan manfaat nyata, melintasi batas-
batasnya. Hal ini yang saya sebut sebagai benefits beyond boundary atau manfaatnya 
(externality positive) yang melintasi batas kawasan ke berbagai lanskap sampai 
dengan ke daerah hilir ratusan kilometer jauhnya. Kawasan konservasi tersebut, 
dikelilingi oleh lebih dari enam ribu desa dan juga adanya masyarakat hukum adat. 

Ketergantungan secara ekonomi dan ekologi masyarakat terhadap 
kawasan konservasi nyata dan oleh karena itu maka telah banyak dilakukan total 
economic valuation atau analisis valuasi ekonomi. Terbukti, dari nilai air saja luar 
biasa besarnya. Di Taman Nasional Gunung Merapi, banyak desa tergantung pada 
rumput untuk memberikan makanan pada ternaknya. Di taman nasional lainnya, 
seperti di TN Betung Kerihun Danau Sentarum, masyarakat hidup dari memanen 
madu hutan. Di TN Gunung Leuser,  terdapat obyek wisata alam terkenal 
Tangkahan. Sejak tahun 2000, mereka berhenti menebang kayu dan memulai 
ekowisata. Di Sebangau, Pak Sabran mendirikan Forum Masyarakat sejak tahun 
2002 dan membantu pemerintah dalam mendorong lahirnya Taman Nasional 
Sebangau pada tahun 2004 sampai dengan saat ini. 

Socio Spiritual dan Magis  

Namun di sisi lain, hutan-hutan itu bagi masyarakat tertentu, bukan hanya bernilai 
dari aspek ekologi apalagi hanya dihitung dengan nilai-nilai ekonomi. Sumber daya 
alam bisa dinilai dari keterikatan sosial budaya dan penuh dengan spiritual yang 
sakral. Ingat, apabila kita mengunjungi masyarakat Ammatoa Kajang di 
Bulukumba, Sulawesi Selatan.  Juga masyarakat Badui Dalam yang seolah-olah di 
sana waktu berhenti dan kita kembali ke masa ratusan tahun lalu. Begitu 
hormatnya mereka kepada kehendak alam. Seluruh ritme kehidupannya terus 
diselaraskan dengan kehendak alam. Di banyak tempat, masyarakat adat masih 
erat hubungannya dengan alam di  sekitarnya, sebagai hasil interaksi dalam waktu 
yang sangat lama. 

Berbagi Ruang Kelola 

Tantangan ke depan adalah bagaimana menyeimbangkan kepentingan konservasi, 
baik dengan tujuan perlindungan habitat satwa liar, dengan kepentingan 
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masyarakat terutama masyarakat adat dan masyarakat desa-desa di sekitar 
kawasan konservasi tersebut. Dengan lestarinya habitat, maka fungsi-fungsi 
lingkungan seperti peran hidro-orologi, perlindungan tanah dan air, keseimbangan 
iklim mikro, dan masih banyak peran lingkungan lainnya, yang tentu bermanfaat 
bagi masyarakat di daerah penyangga. Oleh karena itu, hidup co-exist antara satwa 
liar dan manusia dapat dilakukan. Dengan catatan, apabila suatu kawasan menjadi 
jalur jelajah satwa, misalnya gajah dan harimau, maka manusia harus mundur. 
Kasus konflik gajah di Kabupaten Tanggamus - Lampung yang ternyata menjadi 
jalur jelajah gajah dan sebagian ditetapkan sebagai hutan kemasyarakatan (Hkm), 
terus menerus terjadi konflik dan merugikan kedua pihak.  

Peran Masyarakat  

Dalam konstelasi perubahan-perubahan kebijakan nasional, terutama dengan 
kebijakan Perhutanan Sosial dan Tanah Obyek Reforma Agraria, maka di kawasan 
konservasi dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Penetapan zonasi/blok tradisional untuk mengakomodir keberadaan 
masyarakat adat dan masyarakat yang tergantung kehidupannya dari hutan 
tersebut. Saat ini, seluas 2 juta hektar zona/bok tradisional telah ditetapkan dan 
dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan. Beberapa usulan wilayah adat, juga 
sementara diakomodir dalam zona/blok tradisional. 

2. Mendorong realisasi Kemitraan Konservasi untuk mengakomodir legalitas 
masyarakat dalam bentuk kelompok-kelompok yang telah menggarap 
kawasan konservasi dan terbukti karena kepentingan ekonomi subsisten - 
pasar, serta dengan memberikan kewajiban kepada penerima izin kemitraan 
dengan cara membantu patroli, menjaga, melapor, mencegah kebakaran, 
konflik satwa, perdagangan satwa. 

3. Mendorong solusi secara dialogis terhadap konflik-konflik sosial yang terjadi, 
dengan skema kemitraan konservasi, dengan pendampingan yang intensif, 
bermitra dengan Ditjen PSKL, Bumdes, LSM, KSM, dan mitra lainnya.   

Spirit “5K” 

Spirit yang terus didorong untuk menjadi semangat dalam menempatkan 
masyarakat sekitar atau di dalam kawasan konservasi sebagai subyek, sebagaimana 
dimandatkan dalam “Sepuluh Cara (Baru) Kelola Kawasan Konservasi, adalah 
Spirit 5K, yaitu (1) Kepedulian, (2) Keberpihakan, (3) Kepeloporan, (4) Konsistensi, 
dan (5) Kepemimpinan. Tanpa spirit kepedulian pada persoalan masyarakat kita 
pasti akan memprioritaskan hal lain yang lebih mudah dilaksanakan. Tanpa spirit 
keberpihakan, kita pasti cenderung untuk lebih mengutamakan pihak-pihak lain 
yang mungkin lebih dekat dan menguntungkan kita. Tanpa spirit kepeloporan, kita 
akan menjadi yang terakhir dalam menginisiasi pembaharuan, inovasi, dan 
terobosan. Tanpa sikap mental konsisten, kita tidak akan cukup sabar dan persisten 
untuk menyelesaikan berbagai persoalan berat terkait dengan masyarakat atau 
kerusakan alam. Kesemua hal tersebut, sebenarnya menjadi sifat utama para 
pemimpin. Maka, hanya dengan kepemimpinan yang berintegritas saja, keempat 
“K” tersebut dapat dilakukan dan menjadi marwah dari kita semua, manusia-
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manusia yang peduli pada alam dan mereka yang hidupnya masih sangat 
tergantung pada alam tersebut.  

Renungan 

Apabila kita mau dan sempatkan diri untuk merenungkan berbagai perjalanan 
hidup manusia, khususnya mereka yang sebagian besar kehidupannya 
bersentuhan langsung dengan fenomena alam liar atau wildersness, kita akan 
merasakan rengkuhan, sapaan,  dan banyak sekali wisik atau pesan yang ingin ia 
sampaikan kepada kita semua. Sayangnya, semua pesan alam itu hanya bisa kita 
baca melalui kalbu dan hati kita.  Maka, mengasah indera kalbu dan jiwa kita 
dengan cara sesering mungkin menyapa alam liar, adalah cara terbaik untuk 
membuat kalbu kita peka dan lebih mudah membaca gejala alam liar itu. Salah satu 
yang paling mudah adalah pancaran keindahannya, estetikanya yang membuat 
jiwa kita menjadi teduh dan semakin menunduk jatuh tersungkur karena 
mengagumi ciptaan-Nya yang Agung.  

Hanya manusia, satu-satunya ciptaan-Nya yang mampu memaknai alam 
raya hasil karya Agung Tuhan. Tetapi manusia juga-lah yang terbukti mampu 
menghancurkannya. Akhirnya, kita semua seharusnya bertanya tentang apa arti 
hidup ini. Kemana hidup kita mau dibawa. Bagaimana membangun hidup yang 
bermakna itu. Semua pertanyaan filosofis itu adalah pertanyaan seluruh umat 
manusia. Apa capaian tertinggi kebudayaan manusia modern? Saya menjawabnya 
dengan quote seperti ini : 

“Pencapaian tertinggi kebudayaan manusia modern adalah kemampuan dan kemauannya 
untuk mewariskan ‘keindahan alam’ kepada anak cucu sebagai perwujudan dari keadilan 
lintas generasi….” 

Bukan mewariskan kerusakan alam, kehancuran lingkungan. Maka untuk 
melaksanakannya, manusia sebaiknya meyakini bahwa tugas hidupnya adalah 
‘memayu hayuning bawana’ - mempercantik bumi yang sudah indah ini. Hal ini dapat 
berhasil, menurut Otto C Scharmer dalam The Essentials of Theory U (2018), apabila 
kita mampu mendorong situasi yang disebut sebagai ‘awareness-based collective 
actions’. Aksi kolektif yang didasarkan pada kesadaran. Inilah yang disebut sebagai 
suatu gerakan.  

Maka, kemampuan dan kemauan manusia mencapai keseimbangan antara 
mekanisme alam dengan kebutuhan manusia menjadi faktor kunci, agar manusia 
mampu mewariskan keindahan alam, yang artinya, mewariskan alam yang masih 
relatif utuh,  kepada generasi mendatang.*** 

 

Makalah ini disampaikan pada Sarasehan Menuju Pengakuan Wilayah Adat dan Kontribusi 
Masyarakat Adat dalam Konservasi dan Pembangunan Post 2020 – AMAN di Ende, 17 
Maret 2020. 
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Komunitas Wana Paksi 
 

 

Jatimulyo 

Kalau kita menuju Kabupaten Kulon Progo di Bulan Maret, kita akan menyaksikan 
hamparan hutan rakyat yang didominasi pepohonan jati yang sedang berbunga 
menguning sangat indah. Apabila kita mendekat, kita akan menyaksikan sistem 
wana tani, bercampur antara jati, sengon, mahoni, sonokeling, sonokembang, 
kaliandra bunga merah, sangat rapat dengan di bawah tegakan itu tumbuh sumber 
empon-empon yang menjadi ekonomi warga.  

Kelik, seorang pemuda yang tumbuh di Desa Jatimulyo, menceritakan 
tentang perubahan penggunaan lahan dari sawah tadah hujan di tahun 1970 
menjadi kebun kopi, dan akhirnya kini berubah menjadi wana tani yang sangat 
beragam tetumbuhannya yang memberikan nilai ekonomi sangat layak. Kita bisa 
menyaksikan rumah-rumahnya yang kokoh modern tanpa meninggalkan keunikan 
arsitektur Jawa-nya. Jalan aspal hotmix yang mulus mengular di seluruh pelosok 
desa-desa di Kabupaten Kulon Progo ini telah memberikan nilai tambah ekonomi 
dan lahirnya desa-desa wisata yang luar biasa.  

Wana Paksi  

Wana Paksi adalah perkumpulan pemuda yang peduli pada burung. Sebelum 
tahun 2014, banyak sekali pemburu burung di kalangan pemuda di Desa Jatimulyo. 
Setelah disepakati, melalui proses selama kurang lebih satu tahun, akhirnya 
dilahirkan Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2014 yang salah satu isinya adalah 
bahwa secara bertahap hidupan liar khususnya burung dapat mulai dilindungi. 
Binatang itu sepertinya memiliki kesadaran. Mereka tahu Desa Jatmulyo sekarang 
bebas dari perburuan, maka menclok-lah mereka di berbagai pepohonan dengan 
rasa aman. Kata Mas Kelik, saat ini sudah ada lebih dari 100 jenis burung yang 

meramaikan suasana pedesaan 
nan adem itu. Komunitas Wana 
Paksi ini semakin menjadi daya 
tarik seperti medan magnet baru, 
sehingga mulai berdatangan para 
mahasiswa yang melakukan 
penelitian, anak-anak sekolah, 
tamu-tamu volunteer Yayasan 
Konservasi Alam Yogya yang 
umumnya volunteer berbayar dari 
luar negeri juga berkunjung ke Mas Kelik dengan stup lebahnya 
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Jatimulyo, terutama berpusat di Kopi Sulingan yang dikelola Mas Kelik. Saat ini 
sedang dikembangkan juga ternak madu dan taman bacaan untuk anak-anak. 

Menarik mengamati perkembangan kesadaran yang tumbuh dimulai dari 
personal awareness dan secara perlahan mampu membangun small group awareness 
dan akhirnya semakin membesar menjadi community awareness.  Menjadi  suatu 
gerakan bersama, gerakan kolektif. Dalam Theory U, yang ditemukan dan 
dikembangkan oleh Otto C Scharmer (2007), di MIT Boston, model gerakan ini 
disebut sebagai Awareness Based Collective Action. Suatu cara baru membangun aksi 
kolektif yang by design.  Didasari dari suatu kesadaran (awareness), bukan sekedar 
karena adanya proyek. Bekerja dengan kesadaran adalah bekerja dengan tiga 
prinsip, yaitu : (1) bekerja dengan senang atau gembira (enjoyment), (2) bekerja 
dengan antusias (enthuiasm), penuh semangat, passion, penuh daya; dan (3) bekerja 
dengan sikap penerimaan total (acceptance) atau ikhlas. Demikian kata guru 
spiritual Eckhart Tolle (2005). 

Gerakan bersama itu dapat dikatakan sebagai kemenangan bersama 
gerakan penyelamatan lingkungan. Dalam kumpulan tulisannya di 2018, Emha 
Ainun Nadjib  mengatakan bahwa kemenangan autentik terletak pada kemauan, 
kerelaan, dan kemantapan untuk menjadi diri sendiri.  

Prinsip “5K” 

Membedah  laku penggerak Wana Paksi dan banyak komunitas lain seperti: Kang 
Dayat di Gerakan Bersih mandiri Ciliwung (saya interview di 8 Maret 2020 di 
Senggigi). Ada juga Pak Sabran yang membangun kesadaran masyarakat berhenti 
dari illegal logging di Sebangau jauh di tahun 2002, sebelum akhirnya menjadi 
Taman Nasional Sebangau di tahun 2004. Pak Sabran saya temui dalam keadaan 
berduka dua hari setelah terjadi kecelakaan yang merenggut nyawa anak 
mantunya, Pak Abdi, seorang Polhut TN Sebangau yang tangguh. Selanjutnya 
sosok Wak Yun di Tangkahan. Di era sekitar tahun 1997 atau 1998, dia menemukan 
‘surga dunia’ di pinggir TN Gunung Leuser yang menanjak reputasinya mulai 2002 
sampai dengan saat ini - juga mengubah laku merusak alam menjadi penjaga, 
pelestari dan pemanfaat alam yang bijaksana. Selanjutnya ada penggerak Hutan 
Kemasyarakatan (Hkm) Kalibiru – Kulon Progo sejak tahun 2013, yang akhirnya 
berkembang menjadi wisata selfie sampai dengan saat ini. Ini hanya beberapa 
contoh saja dari sekian ratus figur yang sering saya sebut sebagai local champion, 
local hero. Pak Padmo, yang dalam tiga tahun dapat mendorong gerakan ekologis 
dan ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan ekologi di sebagian besar dari 64 
desa penyangga Taman Nasional Gunung Ciremai.    

Saya mengajukan suatu pisau analisis untuk memahami lahirnya local 
champion dan tumbuh kembangnya komunitas pelestari lingkungan seperti itu, 
dengan mengajukan suatu gagasan bahwa mereka hampir pasti menerapkan sikap 
mental yang saya sebut sebagai “5K”, yaitu sikap dan laku: (1) kepedulian, (2) 
kepeloporan, (3) keberpihakan, (4) konsistensi, dan (5) kepemimpinan. Sikap peduli 
pasti tumbuh dari hati nuraninya tentang suatu hal. Di Jatimulyo, persoalan nasib 
burung yang ditembaki oleh para pemuda yang sering kali tanpa alasan. Dengan 
bekal sikap peduli itu, ia akan mulai merancang, mengawali, memelopori suatu 
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langkah awal dan terus-menerus sampai tercapai apa yang telah ia impikan. Ia-lah 
sang pelopor itu, melakukan perubahan dari awal, dan pastinya penuh dengan 
kerikil dan cobaan. Yang ketiga adalah sikap mental untuk berpihak. Berpihak pada 
penghuni alam, juga kondisi alamnya. Suatu sikap yang langka kita temukan di 
tengah-tengah banyak orang mengejar materialisme di dunia  yang sudah menggila 
yang disebut oleh Emha sebagai Mad-Soc (Najib, 2018). 

Sikap keempat, mereka yang memiliki ketiga sikap tersebut di atas pasti 
penuh dengan istiqomah, selalu konsisten dan persisten dalam mendorong 
gelombang perubahan yang diyakininya sebagai suatu kebenaran dan pilihan 
hidupnya. Situasi ini sering kali saya sebut bahwa ia telah  personal calling-nya. 
Istilah yang disampaikan oleh Setyo Hajar Dewantoro dalam bukunya ‘Suwung’ 
(2017), halaman 274, adalah perlunya kita menyelami relung jiwa untuk 
berhubungan dengan Sang Guru Sejati dan menemukan visi terindah  untuk 
kehidupan pribadi.  Selanjutnya sering-seringlah tenggelam dalam keheningan 
agar terpancar vibrasi yang menarik energi tertinggi semesta untuk merealisasikan 
visi terindah itu. Dalam Theory U, hal ini disebut sebagai connecting to universal 
intelligent. Dan akhirnya, keempat laku tersebut di atas memberi bekal penting dan 
akan membentuknya menjadi seorang pemimpin. Seorang leader dalam kelompok 
dan komunitasnya. Bekal bagi seorang pemimpin menurut filosofi Jawa, adalah 
dengan laku Hasta Brata, ditemukan oleh Ranggawarsita-pujangga terakhir Kraton 
Solo (Wiratno, 2004) dan laku dari ajaran Ki Hajar Dewantara - ing ngarsa sung 
tuladha, ing madya mbangun karsa, tut wuri handayani”  

Sikap Birokrasi 

Aparat Sipil Negara harus mampu mendeteksi, menemukenali vibrasi atau 
frekuensi dari para local champion tersebut, untuk selanjutnya memfasilitasi, 
mengawal, dan mendorong mereka ke dalam garis edar yang lebih besar dalam 
bangun network multipihak multidisiplner dan multilevel. Inilah sebenarnya yang 
diperlukan dalam melakukan reformasi di jajaran birokrasi pemerintah. Dan 
menemukan vibrasi tersebut hanya dapat dilakukan ketika kita turun ke lapangan 
yang disebut sebagai proses seeing dan sensing. Sensing adalah seeing from your heart. 
Akhirnya, inilah jawaban mengapa mengurus hutan, lautan, dalam berbagai 
macam fungsinya, harus sering ke lapangan. Agar kita menemukan fakta-fakta riil 
tentang problem atau potensi-potensi yang dapat dikembangkan. Juga sangat 
penting untuk mengetahui hubungan-hubungan (sosio-budaya, sejarah, spiritual) 
antara masyarakat dengan sumber daya hutan di sekitarnya. Dalam ilmu 
kehutanan di kampus, penguasaan lapangan ini disebut sebagai kapasitas untuk 
‘memangku’ kawasan hutan.***   

 

Rujukan: 

Najib, E Ainun, 2018. Pemimpin yang “Tuhan”. Penerbit Bentang. Yogyakarta, 
2018. 
Dewantoro, S Hajar. 2017. Suwung. Ajaran Rahasia Leluhur Jawa. Javanica.2017. 
Wiratno. 2004. Nakhoda - Leadership dalam Organisasi Konservasi. Conservation 
International Indonesia. 
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Mewariskan Keindahan Alam 
 

 

Presiden Joko Widodo dalam Kenduri Kebangsaan di Bireun - Aceh, 
mengingatkan bahwa pembangunan sebuah peradaban tidak ditentukan 
banyaknya materi yang dimiliki. Yang jauh lebih penting ialah kualitas dan sikap 
orang-orang yang ada. Pikiran-pikiran yang besar dan terbuka itulah yang akan 
membawa sebuah bangsa mencapai kemajuan. Pernyataan tersebut diungkapkan 
oleh Suryopratomo - Dewan Redaksi Media Group dalam kolom Podium, berjudul 
Aceh Baru (Media Indonesia, 25 Februari 2020). 

Pernyataan tersebut di atas sangat relevan apabila kita kaitkan dengan 
judul di atas, Mewariskan Keindahan Alam. Yang dimaksud di sini adalah estetika 
atau keindahan yang dipancarkan oleh kondisi alam yang masih utuh seperti 
hutan-hutan, laut, pantai, sabuk bakau, ngarai, dan sebagainya. Bumi ciptaan 
Tuhan. Apabila saat ini kita dapat menikmati keindahan yang menakjubkan, ketika 
kita mengamati terbitnya matahari di lokasi selfie bernama Penanjakan, Taman 
Nasional Bromo Tengger Semeru. Di sana kita dapatkan rona alam yang luar biasa, 
dengan Gunung Batok, Gunung Tengger, dan Gunung Semeru dalam satuan garis 
lurus. Atau menikmati lanskap hutan alam yang ‘dilapisi’ dengan gelombang 
pucuk  hijau pepohonan hutan hujan tropis dengan tebing jurang dan lembah 
sungai mengular sepanjang Dataran Tinggi Kappi, apabila kita terbang dari Medan 
ke Takengon, Aceh di pagi hari yang cerah. Tempat ini merupakan habitat gajah, 
badak, harimau terpenting selain Lawe Mamas, dan Lawe Bengkung di mana salt 
lake nya mampu mengundang hampir semua mamalia besar menikmatinya. 
Bagaimana kelembaban berlumut Hutan Ketambe, research station orangutan yang 
tahun depan akan berulang tahun ke-50. Semuanya di Taman Nasional Gunung 
Leuser. Indonesia masih memiliki 53 taman nasional lainnya yang juga tidak kalah 
unik dan menakjubkan.  

Mewariskan Keindahan 

Akankah kita mampu mewariskan “keindahan” seperti itu 100 tahun mendatang? 
Tanggung jawab dan keadilan lintas generasi yang sungguh berat. Pertanyaan 
hipotetis dan filosofis yang mestinya kita mampu menyiapkannya dari sekarang. 
Seperti Greta Turnberg anak muda 16 tahun yang telah memikirkan tentang 
dampak perubahan iklim global dan berjuang dengan cara-cara yang sangat 
mencengangkan. Juga caranya mengkritik kehidupan mewah-mahal yang 
dilakukan oleh warga negaranya di Swedia. Pernyataannya yang terkenal dan 
menyindir banyak pemimpin dunia adalah sebagai berikut, “The political system that 
you have created is all about competition. You cheat when you can, because all that matters 
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is to win, to get power. That must come to an end, we muust stop competing with each other, 
we nee to cooperate and work together and to share resources of the planet in fair way” (No 
One is Too Small to Make a Difference, Pinguin Book, 2019). Jelas, suatu sindiran yang 
tajam dan tepat sasaran terhadap semua politikus yang sebenarnya hanya 
mementingkan diri dan kelompoknya untuk mendapatkan pengaruhnya melalui 
power yang di tangannya.   

Merenungkan hal-hal abstrak tetapi sebenarnya nyata tersebut, mengusik 
kita pada pertanyaan mendasar: mau dibawa kemana peradaban manusia? 
Modernitas yang seperti apa yang akan kita raih? Mencontoh negara-negara Utara? 
Atau kita memiliki cara sendiri? Menemukan cara sendiri untuk menentukan arah 
pembangunan manusia dan cara melestarikan alam yang sangat indah 
sebagaimana sebagian kecil, telah diungkapkan di atas. 

Bahagiakah manusia modern saat ini? Masyarakat Adat Ammatoa Kajang, 
di Bulukumba, Sulawesi Selatan, memilih hidup dalam rangkulan dan rengkuhan 
erat dari hutan adatnya seluas 300 hektare, dengan cara mereka sendiri. Demikian 
dengan masyarakat Badui Dalam. Selaras dengan irama nafas yang dialunkan oleh 
alam semesta. Menyatu dengan alam adalah puncak dari kebahagiaan mereka. 
Waktu seolah berhenti berdetak di Ammatoa Kajang dan Baduy Dalam. Mungkin 
juga di banyak komunitas adat yang hidup di dalam hutan warisan nenek 
moyangnya. Pilihan mereka harus kita hormati dan hargai, sebagaimana pilihan-
pilihan hidup dari manusia modern di Abad digital saat ini, yang penuh dengan 
materialisme dan keriuhan komunikasi tanpa batas.    

Natural Capital 

Istilah yang sedang ramai diperbincangkan oleh pakar dan pemerhati lingkungan. 
Adalah kapital alami yang tidak mungkin dibuat oleh manusia. Hutan hujan tropis 
yang memiliki tajuk pepohonan berlapis-lapis, dengan tingkat keragaman   
spesiesnya yang sangat tinggi, telah mampu membangun iklim mikro dan 
mengawal pembentukan  material tanah yang subur untuk tumbuh kembangnya 
banyak mikroba, jasad renik, dan semua asosiasi di antara  mereka. Sekali siklus 
atau rantai makanan tertutup itu terputus atau sengaja diputus  karena intervensi 
(eksploitasi) manusia pada skala yang besar, sehingga menyebabkan perubahan 
asosiasi dan keterhubungan di antara semua unsur rantai makanan yang sangat 
rumit dan tali temali, flora, fauna, mulai dari top predator sampai ke binatang melata 
di lantai hutan yang akan meremukkan sisa-sisa makanan hancur menjadi pupuk 
dan bunga tanah di lantai hutan.  

Bagaimana cara mengelola natural capital tersebut agar kelestariannya 
dapat terus dijaga? Sungguh suatu pertanyaan yang sulit. Cara kelola natural capital, 
pertama harus menggunakan prinsip kehati-hatian (precautionary principle). Yang 
paling mudah adalah tidak mengambil pepohonan yang besar, karena ia berfungsi 
membangun iklim mikro  kehidupan di bawahnya. Silakan ambil hasil hutan bukan 
kayunya secara sangat terbatas, untuk mengetahui tingkat recovery nya. Sehingga 
diketahui, seberapa banyak yang bisa digunakan, sampai pada titik sumber daya 
itu mampu memulihkan dirinya ke ekuilibrium awalnya. Pengalaman dan 
pengetahuan ini berabad diturunkan oleh peramu, pengumpul, peladang, 
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masyarakat adat pedalaman menjadi basis lahirnya kearifan lokal. Tantangannya 
adalah kecenderungannya yang over exploitation karena permintaan pasar dan 
pertambahan jumlah penduduk. Hal inilah yang kemudian mengabaikan prinsip 
kehati-hatian yang telah diterapkan menjadi tradisi hormat pada alam. Sumber 
daya akan mengalami penurunan kualitas dan kuantitasnya yang pada titik 
tertentu tidak akan pernah pulih kembali, gone forever, termasuk keindahannya 
yang luluh lantak. Tentu saja bila kondisi ini terjadi, kita tidak akan pernah bisa 
mewariskannya kepada generasi mendatang. Bahkan generasi saat ini akan 
menerima dampak negatif dari penurunan atau kerusakan sumber daya tersebut.  

Mewariskan keindahan alam berarti juga memegang sikap hidup yang 
disebut dalam Bahasa Jawa adalah memayu hayuning bawana. Artinya mempercantik 
bumi yang sudah cantik. Sikap mental ini menunjukkan kepada kita filosofi tentang 
tujuan hidup manusia di dunia ini yang utama adalah menjaga alam. 
Memanfaatkannya dengan penuh tanggung jawab serta sikap kehati-hatian. Dan 
bahkan berusaha membuatnya lebih cantik, semakin indah, bukan malahan 
merusaknya. Sikap ini hanya bisa kita laksanakan apabila kita memiliki pandangan 
bahwa manusia itu adalah bagian dari alam. Inilah yang disampaikan oleh Ness 
sebagai deep ecology. Pandangan ecosetrism, bukan antroposentrism. Sikap hidup yang 
antroposentris adalah sikap yang selalu ingin menaklukkan alam, mengambil apa 
saja yang ada di alam untuk kepentingan manusia itu.  

Greta sang wakil dari generasi milenial itu mengingatkan kita agar kita 
mau bekerja sama dan berbagi sumber daya. Gaya hidup negara-negara utara yang 
super mewah harusnya bisa dikendalikan dan diubah. Kerusakan sumber daya 
alam bukan semata-mata karena pertambahan penduduk dan kemiskinan. Tetapi 
juga disebabkan keserakahan dan gaya hidup boros oleh sebagian kecil penduduk 
bumi ini. Maka, kita menjadi ingat Gandhi pernah mengatakan bahwa sumber daya 
di bumi ini sebenarnya cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia di bumi, 
namun tidak akan pernah cukup untuk melayani keserakahannya. 

Agar kita, manusia abad melinial ini, bisa mewariskan keindahan alam 
kepada generasi mendatang, maka cara hidup kita harus segera diubah, untuk lebih 
hemat, less waste, less plastic, menggunakan green energy sebisa mungkin, berwisata 
alam yang bertanggungjawab, dan selalu menyadari bahwa sumber daya alam itu 
terbatas. Akhirnya kita masuk ke dalam wilayah kesadaran (consciousness), untuk 
selalu bersyukur atas nikmat keindahan alam di Indonesia, yang tidak habis-
habisnya ditunjukkan oleh Tuhan kepada kita umat manusia penghuni bumi ini. 
“Verba volant scripta manent”.*** 
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Menjadi Teduh 
 

 

Manusia modern saat ini rasanya sulit mampu bertahan hidup tanpa 
smartphhone. Dengan teknologi maju di bidang IT sejak 2013 itu, terus menanjak 
grafik pemilik smartphone. Bahkan, saat ini hampir setiap orang yang mampu atau 
karena tuntutan pekerjaannya, bisa memegang dua telefon pintar itu. Saya bisa 
membayangkan betapa gegap gempitanya kehidupan manusia itu. Sejak bangun 
tidur sudah mencari HP-nya. Selanjutnya sampai larut malam, mereka diperbudak 
oleh semua hal dalam Facebook, Twitter, Instagram, Line, dan entah media connecting 
people apa lagi, beberapa tahun ke depan ini.  

Dalam suasana model komunikasi seperti itu, saya kira tidak sempat lagi 
kita membaca koran, buku, atau merenungkan semua yang telah dilakukan atau 
apa yang telah terjadi dalam hidupnya, hari itu. Atau bahkan, untuk mengamati 
atau bertegur sapa dengan orang-orang di sekitarnya. Pecandu HP hidup soliter 
dalam imajinasi virtual dalam genggaman tangannya. Seolah-olah itu kasunyatan, 
kenyataan atau fakta. Dalam suatu keluarga yang sedang menikmati makan malam 
dengan anak-anaknya, terpaksa sang ayah mengatakan, “Nak, coba kumpulkan HP 
kalian dalam satu keranjang”, tentu termasuk HP ayah dan ibunya, lalu mereka 
mulai berbicara, ngobrol berbagi tentang hal-hal keseharian secara face to face, gayeng 
dan ramai sekali dengan bercandaan yang saling meledek. Hiduplah kembali 
keluarga itu, sayangnya, hanya  untuk beberapa saat. 

Betapa kita telah diperbudak dengan teknologi. Namun demikian, untuk 
beberapa hal, teknologi informasi ini memang mendorong lahirnya banyak 
kemungkinan yang sangat baik untuk tumbuh kembangnya ekonomi lokal berbasis 
wisata alam. Seperti kisah Kalibiru, suatu desa wisata yang menjadi pelopor foto 
selfie, sejak 2013 sampai dengan saat ini.  Apabila kita mau bertanya dimana Kali 
Biru itu, tinggal googling sebentar, muncullah semua hal pernik-pernik Kalibiru. 
Kelahiran IT itu juga telah menelorkan anak-anak barunya di ekonomi kreatif 
seperti GoFood, GoJek, GoogleMap, yang semuanya memudahkan kita dalam 
berkomunikasi, bahkan secara realtime. Strategi promosi dagang maupun public 
campaign, sudah berubah total, dari yang berbasis  billboard stasioner ke video 
display, dalam YouTube, TedEx, PotCast, dan lainnya.  

Dalam dunia pelestarian alam, perlindungan binatang dan hidupan liar 
lainnya, kita sudah menggunakan video trap, dari yang semula kamera trap. Kita 
sudah menggunakan GPS Collar untuk ketua kelompok gajah, sehingga pergerakan 
kelompok gajah itu bisa dipantau secara langsung menggunakan smartphone 
berbasis android. Apabila rombongan sudah mendekati kampung, dapat segera 
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dilakukan pencegahan atau early warning system kepada masyarakat. Indahnya 
teknologi apabila kita dapat menggunakannya  dengan tepat. Sangat bermanfaat. 

Ada sebuah artikel menarik di SindoWeek (23 Februari 2020) yang ditulis 
seorang pakar komunikasi digital, Dr. Firman Kurniawan berjudul Senjakala Media 
Sosial dan Energi Negatif. Energi negatif medsos, dinyatakan ada empat kelompok. 
Pertama, energi negatif dalam bentuk perundungan, yaitu serangan pribadi oleh 
pihak yang tidak dikenal. Kedua, energi negatif oleh keluh kesah pengguna medsos. 
Ketiga, energi negatif yang disebabkan oleh exposure audio-visual kekerasan fisik,  
dan keempat, energi negatif akibat hoaks atau disinformasi.    

“Menjadi Teduh” sebagaimana judul artikel ini, adalah himbauan kepada 
manusia untuk menggunakan teknologi secara pas, secara tepat, sesuai dengan 
fungsi dan kebutuhan kita. Janganlah kita diperbudaknya. Ego kita harus kita 
kendalikan agar tidak ngoyo woro, kemana-mana tidak ada batasnya. Menggunakan 
Facebook atau media yang lainnya tentu ada etika dan batasnya. Mengeksplorasi 
kehidupan pribadi atau kecantikan fisik di IG misalnya, sebenarnya adalah 
‘makanan’ ego yang meminta pengakuan publik atau minimal para followers-nya, 
dengan komentarnya yang sebenarnya sangat sering membuat si pengunggah 
menjadi mabuk kepayang, mabuk puja-puji yang tentu saja semu dan artifisial. 
Karena sekedar penilaian fisik. Semakin banyak follower semakin bangga akan 
dirinya. Banyak sekali manusia modern yang sangat sibuk dengan smartphone 
namun kosong terlihat dalam sorot matanya, lalu ia menjadi manusia yang berjalan 
tanpa ruh. Manusia tanpa makna karena sebagian aktivitas hidupnya terjerembap 
dalam virtual life yang tentu saja imajiner dan menyesatkan. 

“Menjadi Teduh” adalah perjalanan ke dalam diri, memeriksa ego kita yang 
tanpa batas itu, untuk dikontrol oleh kesadaran yang ada dalam suara hati nurani 
kita. Dalam proses menjadi teduh itu, adalah bagaimana akhirnya kita bisa 
kontemplasi dalam kepasrahan secara total. Melakukan laku yang saya sebut 
sebagai ‘surrender’ kepada Sang Pemilik Kehidupan. Kehidupan batin dan jiwa kita 
semoga menjadi lebih  tenang, adem, hening, karena kita selalu berusaha 
mendekati-Nya, dengan sepenuh kesadaran yang kita miliki, menjauhi dunia yang 
riuh rendah dalam jeda waktu yang walau sebentar namun dapat kita repetisi 
secara rutin. Tidak tunggang langgang dengan semua model komunikasi dan 
hubungan antar manusia yang semu. 

Manusia modern akhirnya tetap merindukan face to face communication, 
karena hanya dengan cara itu, kita bisa melihat gesture tubuh atau bagian dari 
tubuhnya serta sorot matanya yang ‘hidup’, atau yang berbohong, atau yang 
celingukan, atau mungkin kosong, karena ingatannya melayang ke tempat lain. Saya 
kira face to face communication tidak tergantikan dengan media apapun. Habermas, 
mengatakan : “Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang berkomunikasi”.  

Kita bukan budak teknologi, kitalah yang menciptakannya, maka kita yang 
jadi tuan atas ego dan kesadaran dalam diri secara utuh, menyeluruh, dan total, 
dalam kaitannya dengan sikap kita terhadap hasil produk manusia bernama 
teknologi informasi itu. Agar kita tidak sampai terjebak pada proses dehumanisasi 
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atau halusinasi menjadi manusia karena terlalu banyak menelan virtual unrealistic 
products. *** 

 

Special Topic, GA.265, 13.15-14: 29  
Banyuwangi - Jakarta  
 

  



Catatan Wisata Intelektual (2005-2020) 

22 
  

 

 

 

Growth Mindset dalam Transisi Organisasi 
 

 

Satu abad yang lalu, Charles Darwin seorang naturalis terkenal dengan 
Teori Evolusinya, sudah menyatakan peringatannya seperti ini, “It is not the 
strongest of that survives, nor the most intelligent, but the one most responsive to change”. 
Pernyataan yang dibuatnya berdasarkan pengamatannya terhadap kehidupan 
spesies di alam itu, rasanya sangat relevan juga dalam konteks saat ini. Era 
keemasan teknologi informasi, zaman digital, yang membuat kita hidup tanpa 
batas jarak dan waktu. Tidak terbayangkan kita hidup tanpa smartphone saat ini. 
Manusia modern hidup dan data pribadinya diserahkan mentah-mentah dalam 
genggaman ‘Profesor’ Google. Namun demikian, di Indonesia ragam tingkat 
perkembangan kebudayaan manusianya sangat tinggi. Masih terdapat masyarakat 
yang hidupnya masih bergantung pada alam, berburu dan meramu. Di saat yang 
sama, di bagian lain, manusia hidup di era sangat modern dan hidup 
berkelimpahan.  

Yang pasti, kita bersama merasakan dan semakin menyadari bahwa kita 
hidup di kepulauan dengan lempeng benua dan dasar samudera aktif. Negara 
dalam lingkaran sabuk gunung api dan ancaman tsunami. Kesadaran ini tidak akan 
kita pahami pada 20 - 30 tahun yang lalu.  Termasuk di dalam fenomena yang 
semakin mengglobal tentang ancaman sea level rise akibat pemanasan global. 
Bagaimana nasib dan suara dari 43 negara kepulauan kecil di forum global COP 
Climate Change?  

Hujan dengan tingkat curahnya mencapai 310 mm/hari selama 10 jam di 
dini hari 1 Januari 2020, telah melelehkan perbukitan di sebagian TN Halimun Salak  
dan bukit-bukit di sekitarnya yang menyapu ratusan hektar pemukiman di 
bantaran sungai dan daerah lembah persawahannya, mengakibatkan lebih dari 
4.000 jiwa mengungsi. Jembatan banyak yang putus anak-anak sekolah harus 
meniti jembatan kayu yang sangat riskan rontok diterjang banjir bandang yang bisa 
saja terjadi tiba-tiba seperti di sungai Kecamatan Cigudeg. 

Perubahan-perubahan adalah keniscayaan. Demikian pula dalam semua 
organisasi, baik di birokrasi pemerintah, swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan 
juga termasuk The Nature Conservancy. Darwin sudah mengingatkan kita, yang 
survive adalah mereka yang paling cepat merespons perubahan. Kita ingat di era 
1998, sangat terkenal HP mungil ber-merk Ericsson. Tidak sampai 10 tahun ia harus 
bergabung dengan Sony menjadi Sony-Ericsson untuk bisa bertahan di pasar. Era 
tahun 2000-an, mereka tersapu oleh HP sejuta umat si Nokia. Akhirnya Korea 



Catatan Wisata Intelektual (2005-2020) 

23 
  

muncul dengan Samsung yang sangat fenomenal dengan sistem android-nya dan 
sampai saat ini menjadi pesaing berat Iphone produk Amerika. 

     *** 

Pada artikel sebelumnya, saya pernah menuliskan sebagai berikut: “Growth 
Mindset” saya baca dalam artikel  berjudul Hiring for Attitude oleh Eilen Rachman 
& Emilia Jakob (Kompas 26 Maret 2016). Kedua pakar tersebut menyatakan bahwa 
mereka yang memiliki “growth mindset” akan memfokuskan energi positif mereka 
dan mengambil langkahlangkah yang diperlukan untuk mengatasi keterbatasan 
mereka. Mereka tidak takut bangun lebih pagi, berjalan lebih jauh, berusaha dua 
kali libat dibandingkan dengan rekan-rekannya dan bahkan bangun lagi dengan 
cepat bilamana mereka mengalami kegagalan.   

Mereka yang memiliki “growth mindset”  bukanlah mereka yang tidak 
pernah merasa takut akan keterbatasan mereka, akan tetapi semata-mata lebih 
karena mereka tidak membiarkan rasa takut itu menguasai mereka. Nelson 
Mandela mengatakan, “I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph  
over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear”. 

Menarik memperdalam konsep ini, seperti yang diulas oleh Carol Dweck 
dalam artikelnya berjudul “What Having a “Growth Mindset” Actually Means, yang 
dimuat dalam Harvard Business Review Special Issue, Winter 2019. Ia menyatakan 
banyak orang rancu bahwa growth mindset  itu sama seperti menjadi fleksibel atau 
open minded atau memiliki pandangan ke depan yang positif. Ini ia sebut sebagai 
kerancuan pertama. Yang kedua, dinyatakan bahwa growth mindset adalah bukan 
sekedar hanya “praising and rewarding efforts”. Sangat krusial memberikan reward 
bukan hanya terhadap usaha yang telah dilakukan tetapi juga terhadap learning and 
progress. Menekankan pada proses yang menghasilkan uji coba strategi baru,dan 
mengkapitalisasi setback untuk maju lebih efektif. Mengadopsi  growth mindset saja 
tidak serta merta hal-hal baik akan terjadi. Organisasi yang akan mewujudkan 
suatu growth mindset harus bisa mendorong pengambilan resiko yang tepat, 
mengetahui bahwa beberapa resiko tidak bisa diatasi. Mereka memberikan reward 
pada staf yang banyak mengambil pelajaran walaupun suatu kegiatan atau proyek 
belum bisa mencapai tujuannya. Akhirnya ia mengatakan bahwa suatu company 
yang memainkan “talent game”  membuatnya lebih keras untuk orang 
mempraktikkan pemikiran dan laku growth mindset, misalnya dalam (1) berbagi 
informasi, (2) kolaborasi, (3) inovasi, (4) mencari feedback, atau (5) mengakui 
kesalahan. 

*** 

Pemikiran dari Carol Dweck rasanya cukup relevan bila kita sedang dalam 
proses transisi organisasi, seperti yang saat ini sedang terjadi dengan TNC di 
Indonesia atau organisasi lainnya termasuk organisasi pemerintah di era yang 
berubah dengan cepat, dengan cara kerja yang sama sekali berubah. Namun 
demikian, tidak mudah melaksanakan “laku” growth mindset dengan 5 jurus yang 
dikemukakan itu.   
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Pada era 1912 ketika komodo ditemukan pertama kali, berlanjut pada era 
1970-an, eksplorasi alam fokus pada spesies karismatik. Badak Jawa di TN Ujung 
Kulon yang mulai populer mulai tahun 1822. Lalu di era 2020 ini, 40 tahun 
kemudian, isu-isu konservasi alam berubah sama sekali ke bioprospecting, biopiracy, 
konservasi lanskap. Juga isu-isu hak asasi manusia, hak masyarakat hukum adat.  
Isu tata kelola, leadership, mainstreaming biodiversity ke dalam kebijakan nasional, 
perdagangan karbon, semua yang berbau ‘hijau’, mulai dari ecocampus, eco and smart 
city, pemanasan global, kabupaten atau provinsi konservasi, kolaborasi multi pihak, 
dan lain sebagainya. Banyak bermunculan proposal riset yang mungkin juga 
dipengaruhi kepentingan berbagai negara maju, yang terus berubah. Salah satu 
contohnya 3P: People, Planet, Profit atau Prosperity. Maksudnya apa? Siapa yang 
diuntungkan dari semua visi baru atau mungkin juga bisa dikatakan sebagai jargon 
tersebut. Akhirnya membuat kita sering kali disorientasi atau bahkan dislokasi. 
Where to go and why?  

Saya kira transisi organisasi adalah hal yang biasa. Yang tidak biasa adalah 
bagaimana kita menyikapinya secara kritis, melakukan autokritik atau bahkan 
menyediakan diri untuk dievaluasi secara terbuka. Tetapi bagi saya juga akan 
sangat sulit untuk memberikan pendapat apabila tidak diberikan cukup ruang dan 
waktu untuk ‘menengok’ ke dalamnya atau paling tidak mengetahui dan 
mempelajari output yang pernah dihasilkan selama ini, dengan melakukan dialog 
terstruktur dengan target group nya. 

Saya beruntung pernah diskusi di lapangan dengan beberapa pelaku, 
dalam program SIGAP dan Hutan Desa Merabu di Berau. Beberapa tokoh lokalnya 
kebetulan teman-teman saya dalam waktu yang cukup lama. Value  yang dibangun 
oleh tokoh pelaku di lapangan mendorong terbentuknya kristalisasi nilai-nilai 
kekuatan TNC. Saya tahu ada proses yang panjang dalam uji coba suatu approach 
itu. Ketika saya menjadi policy analist Conservation Indonesia pada tahun 2001-2004, 
saya memahami bahwa pemerintah daerah harus didukung suatu pendampingan 
dalam waktu yang cukup lama untuk menyusun rational (development) planning. 
Rational berarti data dan informasi tidak boleh dipalsu. Koleksi dan analisis data 
harus menggunakan the method and the best science yang ada. Maka, Pak Wahjudi 
Wardojo - penasihat senior TNC, mengatakan bahwa rational planning itu tidak 
cukup. Pak Wahjudi seringkali menekankan perlunya menerapkan konsep 
“Development by Desain” dengan tahapan: (1) Avoid – membangun di kawasan yang 
masih utuh (prestine habitat), (2) Minimize - pembangunan pada wilayah hutan 
sekunder, HCV, koridor, APL yang masih utuh tutupan vegetasinya,  (3) Restore - 
daerah yang hutan yang terdegradasi, sempadan sungai, dan danau. 

Konsep ini sedang diusulkan untuk mendesain tata ruang calon Ibukota 
Negara (IKN) di Kalimantan Timur tersebut. Konsep tersebut sangat bagus dan 
menurut penulis diperlukan energi dan spirit yang disebut sebagai spirit “5K”, 
yaitu: (1) Kepeloporan - menjadi yang pertama atau pionir untuk memberikan 
contoh nyata suatu metode baru, (2) Kepedulian - sikap mental yang pro 
perlindungan environment, (3) Keberpihakan - sikap mental melindungi 
mengayomi dan berpihak pada yang miskin, yang tidak bisa berbicara membela 
dirinya sendiri - para binatang dan hutan serta laut itu,  (4) Konsistensi - istiqomah 



Catatan Wisata Intelektual (2005-2020) 

25 
  

dalam memperjuangan spirit 1-3, dan (5) Kepemimpinan - ialah yang mengawal 
perubahan dengan spirit 1-4 tersebut.  

Ini hanyalah pendapat pribadi, mengamati dan mengalami sendiri 
mengurus kawasan konservasi, mulai dari Siberut, Leuser, NTT, dan sepanjang 4 
tahun menjadi direktur pada perhutanan sosial. 

Development by Design yang kata Pak Wahjudi telah dilontarkan pertama 
kali oleh Bapak Bangsa kita - Bung Karno ini patut untuk kita renungkan, terutama 
oleh TNC dalam masa berbenah diri, menentukan arah organisasi dan cara yang 
akan dipakai untuk mengarungi samudera perubahan di Indonesia. Political will 
pegurus TNC, untuk meminta masukan, kritik, evaluasi ringkas, adalah suatu bukti 
‘laku’ growth maindset yang tentu positif untuk kesehatan organisasi. Alangkah 
bagusnya bila dalam menyusun nilai-nilai organisasi dan perencanaan ke depan, 
para pihak juga dilibatkan untuk mengkritisi dan memberikan pendapatnya.  
Rational Planning berarti juga mengandung nilai-nilai keterbukaan, transparansi 
dan untuk itu diperlukan sikap mental legawa dalam menerima kritik dan sikap 
kritis. Untuk itu, keterbukaan penting itu bukan hanya pada tahapan perencanaan, 
tetapi sepanjang pelaksanaannya dapat menerima masukan. Konsep Adaptive 
Collaborative Management atau ACM, mungkin dapat diujicobakan.  

Semoga pendapat yang ringkas ini dapat memberikan insight bagi para 
pendiri, adviser, direktur, dan semua staf yang bekerja di TNC. Menambah 
semangat pentingnya proses pembelajaran organisasi untuk menjadi organisasi 
pembelajar. Organisasi yang semua unsurnya melakukan laku belajar dari 
pengalaman di masa lalu untuk melahirkan inovasi, terobosan, sambil 
mengembangkan nilai-nilai baru yang dapat merespons dengan cepat atas 
perubahan-perubahan yang terjadi. Menjadi organisasi yang memiliki nilai-nilai  
proactive, adaptive, dan growth mindset, mungkin menjadi pilihan cerdas 
mempertimbangkan perubahan di tanah air yang penuh dengan kejutan ini. *** 

 

Tulisan disampaikan pada Diskusi “Partnership for a Brighter Future” – Yayasan 
Konservasi Alam Nusantara, Jakarta 29 Januari 2020.  
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“Growth Mindset” 
 

 

“Growth Mindset” saya baca dalam artikel  berjudul Hiring for Attitude oleh 

Eilen Rachman & Emilia Jakob (Kompas 26 Maret 2016). Kedua pakar tersebut 

menyatakan bahwa mereka yang memiliki “growth mindset” akan memfokuskan 

energi positif mereka dan mengambil langkahlangkah yang diperlukan untuk 

mengatasi keterbatasan mereka. Mereka tidak takut bangun lebih pagi, berjalan 

lebih jauh, berusaha dua kali libat dibandingkan dengan rekan-rekannya dan 

bahkan bangun lagi dengan cepat bilamana mereka mengalami kegagalan.   

Mereka yang memiliki “growth mindset”  bukanlah mereka yang tidak 

pernah merasa takut akan keterbatasan mereka, akan tetapi semata-mata lebih 

karena mereka tidak membiarkan rasa takut itu menguasai mereka. Nelson 

Mandela mengatakan, “I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph  

over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear”.   

Menarik memperdalam konsep ini, seperti yang diulas oleh Carol Dweck 

dalam artikelnya berjudul “What Having a “Growth Mindset” Actually Means, yang 

dimuat dalam Harvard Business Review Special Issue, Winter 2019. Ia menyatakan 

banyak orang rancu bahwa growth mindset  itu sama seperti menjadi fleksibel atau 

open minded atau memiliki pandangan ke depan yang positif. Ini ia sebut sebagai 

kerancuan pertama. Yang kedua, dinyatakan bahwa growth mindset adalah bukan 

sekedar hanya “praising and rewarding efforts”. Sangat krusial memberikan reward 

bukan hanya terhadap usaha yang telah dilakukan tetapi juga terhadap learning and 

progress. Menekankan pada proses yang menghasilkan uji coba strategi baru,dan 

mengkapitalisasi setback untuk maju lebih efektif. Mengadopsi  growth mindset saja 

tidak serta merta hal-hal baik akan terjadi. Organisasi yang akan mewujudkan 

suatu growth mindset harus bisa mendorong pengambilan resiko yang tepat, 

mengetahui bahwa beberapa resiko tidak bisa diatasi. Mereka memberikan reward 

pada staf yang banyak mengambil pelajaran walaupun suatu kegiatan atau proyek 

belum bisa mencapai tujuannya. Akhirnya ia mengatakan bahwa suatu company 

yang memainkan “talent game”  membuatnya lebih keras untuk orang 

mempraktikkan pemikiran dan laku growth mindset, misalnya dalam berbagi 

informasi, kolaborasi, inovasi, mencari feedback, atau mengakui kesalahan.   
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Growth Mindset dan Leadership   

Walaupun sebagian besar uraian Carol Dweck di atas ditujukan untuk private sector 

atau company, namun saya yakin bahwa organisasi publik atau organisasi 

pemerintah sebaiknya dapat mengakomodasi banyak hal dari pemikirannya. 

Perubahan yang cepat yang terjadi saat ini menuntut perubahan dalam birokrasi 

pemerintah. Inilah yang sering dikatakan sebagai reformasi birokrasi. Dalam proses 

melakukan reformasi birokrasi diperlukan seorang leader dengan kapasitas 

leadership yang memiliki modal sosial berupa growth mindset tersebut. Misalnya 

kemampuan dan keberanian membuat inovasi, membangun jejaring kerja dan 

kolaborasi multistakeholder baik di internal kementerian maupun dengan publik. 

Keberanian mengambil risiko dalam melaksanakan terobosan baru dan inovasi 

yang tentu saja belum ada regulasinya, menjadi ciri dari seorang leader yang 

memiliki growth mindset.    

Saat ini, perubahan besar-besaran sedang terjadi misalnya ditempatkannya 

seorang Nadiem Makarim lulusan Sekolah Bisnis Harvard Founder GoJek menjadi 

Menteri Pendidikan adalah suatu contoh terobosan Presiden Joko Widodo. Saya 

menduga akan terjadi perubahan sangat mendasar dari sistem pendidikan di tanah 

air.   

Inovasi yang besar terjadi sebenarnya sejak 2015, dengan diubahnya 

kebijakan mengurus hutan di Indonesia, dengan melibatkan masyarakat secara 

luas, yang disebut sebagai Perhutanan Sosial. Saat ini telah diberikan akses kelola 

kepada masyarakat desa-desa pinggir hutan seluas lebih dari 3 juta hektar, dengan 

periode 35 tahun. Diterapkan di hutan produksi dan hutan lindung. Dalam hal 

desa-desa di pinggir atau di dalam hutan konservasi, dapat diberikan akses yang 

disebut sebagai Kemitraan Konservasi. Masyarakat desa-desa hutan yang dahulu 

hanya menjadi penonton, kini mereka menjadi pelaku utama atau subyek dalam 

kelola kawasan hutan negara yang telah diberikan aksesnya. Kiblat kelola hutan 

negara yang dulu diutamakan untuk perusahaan besar, diubah total arahnya 

kepada “wong cilik”. Perubahan ini tentu telah diperjuangkan dalam waktu yang 

lama, namun inilah salah satu wujud dari “growth mindset”. Rheinald Kasali 

mengatakan bahwa perubahan besar-besaran seperti ini disebut totally innovation 

atau disruption.   

Potensi perhutanan sosial telah ditetapkan 12,7 juta hektar yang 

diharapkan dapat mengubah nasib lebih dari 10 juta jiwa petani di seluruh tanah 

air. Sedangkan di kawasan konservasi, potensi kemitraan konservasi, apabila 

didasarkan pada wilayah kawasan konservasi yang telah digarap masyarakat, 

maka tidak kurang dari 1,8 juta hektar.  Perubahan model kelola kawasan 

konservasi yang sangat eksklusif di masa lalu, sejak tahun 2018 telah saya rubah 

menjadi lebih inklusif, dengan menyodorkan apa yang disebut sebagai “Sepuluh 

Cara (Baru) Mengelola Kawasan Konservasi,  Membangun Learning Organization”. 

Terobosan ini sedang diujicobakan di 74 Balai TN/KSDA di seluruh Indonesia, 
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dengan cara menguji Role Model. Masyarakat harus menjadi bagian dari solusi 

kelola kawasan konservasi. Masyarakat menjadi subyek.  

Memanusiakan manusia sebagai makhluk sosial, sehingga komunikasi dan 

dialog asertif menjadi faktor kuncinya. Saya yakini berbagai konflik kelola sumber 

daya hutan dapat diselesaikan melalui proses dialog membangun kesepahaman 

dan kesepakatan untuk dilaksanakan secara bersama. Proses pembelajaran 

menyertai di sepanjang pelaksanaan kerja bersama seperti ini, melalui proses yang 

disebut sebagai “adapative collaborative management”, yang berlangsung cyclic dan 

terus menerus.*** 
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Manusia Unggul 
  

 

 

Kerja ilmiah pada dasarnya adalah politik pembebasan dari doktrin dan dogma. 

(Goenawan Muhamad, Catatan Pinggir 4 Februari 2018: Daoed Joesoef). 

  

Siapa yang dimaksud dengan manusia-manusia unggul? Apabila dikaitkan 

dengan manusia-manusia yang bergerak di bidang pengelolaan dan penyelamatan 

lingkungan, akan sangat menarik membicarakan jenis manusia ini. Berbagai pakar 

menyampaikan mendapatnya, sebagaimana diuraikan dalam artikel dan pemikiran 

ringkas di bawah ini.  

Pertama. Manusia unggul adalah pribadi-pribadi yang selalu berusaha 

mengisi setiap jengkal kerja konservasi dengan spirit yang tinggi. Sebagai pegawai 

negeri, mereka bekerja beyond tupoksi tugas pokok dan fungsi, “working with their 

heart and passion” - dengan hati, dengan semangat. Bukan sekedar memenuhi target 

laporan kegiatan fisik, target laporan keuangan administrasi. Mereka biasa bekerja 

di luar batas-batas legal-formal seperti itu. Mereka tidak puas hanya sekedar 

melaksanakan pekerjaan konservasi yang dituangkan dalam tugas-tugas 

formalnya. Mereka inginkan adanya perubahan (change) terjadi di mana mereka 

bekerja. Mereka ingin merespon perubahan yang cepat dengan respon yang setara.  

Uraian Herry Tjahjono dalam bukunya: Manusia Matahari (2012), 

dikatakan bahwa bekerja saja tidak cukup. Jadilah ‘Manusia Matahari’ adalah 

manusia yang bekerja dengan antusias, bukan hanya bekerja dengan keras dan 

cerdas. Ia memberikan hati dan jiwa dalam melakukan tugas dan kewajibannya. 

Antusias berasal dari kata “entheos”  , yang berarti “Tuhan di dalam” atau “Tuhan 

bersama kita”. Sehingga apabila manusia memiliki “entheos”, maka ia akan 

mempunyai energi istimewa yang meluap melalui jiwa raganya. Antusiasme 

mempunyai pengaruh yang luar biasa bukan hanya terhadap diri kita, tetapi juga 

kepada orang yang ada di sekitar kita. Hasil kerja ‘manusia matahari’ sudah layak 

disebut sebagai “karya”, dan bukan sekedar output atau outcome. Mungkin manusia-

manusia unggul yang bekerja luar biasa di bidang konservasi alam itu adalah 

manusia sebagaimana yang digambarkan oleh Herry Tjahjono tersebut. 

Eckhart Tolle (2005) dikutip oleh Wiratno (2011), dalam bukunya A New 

Earth – Awakening to Your Life’s Purpose, memperluas pendapat Herry Tjahjono, 

bahwa kalau ingin tersambung ke ‘atas’, sebaiknya bekerja bukan hanya secara 
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antusias atau ‘entheos’ (enthusism), tetapi juga harus memiliki sikap mental 

acceptance atau ikhlas dan bisa selalu menikmati atau enjoyment dalam proses 

membangun karyanya itu. 

Dalam teori tentang “Growth Mindset” (Hiring for Attitude oleh Eilen 

Rachman & Emilia Jakob, Kompas 26 Maret 2016) dinyatakan bahwa mereka yang 

memiliki ‘growth mindset’ akan memfokuskan energi positif mereka dan 

mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi keterbatasan 

mereka. Mereka tidak takut bangun lebih pagi, berjalan lebih jauh, berusaha dua 

kali lipat dibandingkan dengan rekan-rekannya dan bahkan bangun lagi dengan 

cepat bilamana mereka mengalami kegagalan. Mereka yang memiliki ‘growth 

mindset’ bukanlah mereka yang tidak pernah merasa takut akan keterbatasan 

mereka, akan tetapi semata-mata lebih karena mereka tidak membiarkan rasa 

takut itu menguasai mereka. Nelson Mandela mengatakan,“I learned that courage 

was not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not he who does not 

feel afraid, but he who conquers that fear”.  

Kedua. Manusia unggul adalah jenis manusia dengan kemampuan 

membangun jaringan atau network. Selanjutnya memelihara jejaring tersebut 

dalam bentuk komunikasi asertif yang mencerahkan, memerdekakan, dan 

membuat lahirnya nilai-nilai baru berjaringan, bekerja sama, kolaborasi, dan 

dalam bergotong royong menegakkan modal sosial bersama. Kepribadiannya 

yang terbuka bagi setiap orang dan kesempatan baru untuk maju, berkembang, 

dan membuatnya dapat masuk ke dalam wilayah-wilayah pengalaman baru yang 

luar biasa dan sering kali mencengangkan. Membicarakan networking tidak dapat 

dilepaskan dari pembahasan kelahiran ‘Generasi C’ atau ‘Gen-C’.  

Rhenald Kasali menguraikan dalam bukunya berjudul “Cracking Zone” 

(2010), bagaimana sikap kita dalam mengelola lingkungan hidup dalam dunia 

yang sudah berubah dengan cepat, dimana lahir generasi yang disebutnya 

sebagai ‘Gen-C’, istilah yang pertama kali diperkenalkan oleh seorang peneliti 

dari Australia, Dan Pankraz. Gen ‘C’ dapat berarti content, connected, digital 

creative, cocreation, customize, curiousity, dan cyborg. C bisa berarti juga cyber, 

cracker, dan chameleon atau bunglon. Saya ingin memperluas interpretasi ‘Gen-C’ 

juga dapat disebut sebagai carrier, sang pembawa pesan yang didalamnya 

mengandung sifat-sifat tertentu yang berisi kesadaran tertentu akan pentingnya 

melindungi lingkungan, pola hidup hemat dan berbagai macam sikap mental 

yang pro-lingkungan menjadi content yang ditularkan dan disebarkan dengan 

sangat cepat, yang akhirnya mempengaruhi sikap mental, cara berpikir dan 

berperilaku yang mencerminkan kepeduliannya akan kelestarian habitat manusia 

di bumi, dalam arti seluas-luasnya.  
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Gen-C adalah generasi yang lahir di era teknologi informasi super canggih 

atau teknologi 4.0. Kasali menguraikan bahwa menurut survei Yahoo!, 

penggunanya di Indonesia pada akhir tahun 2008 telah mencapai 24,5 juta orang 

dan 15 juta di antaranya mengakses lewat mobile device. Sekarang ketika handset 

dapat digunakan untuk mengakses dan menggunakan internat, pengguna 

internet bertambah berlipat-lipat. Operator XL sepanjang tahun 2009, pengguna 

internet broadband meningkat 269%; Telkomsel melonjak 165% dan Indosat naik 

100%. Pada akhir tahun 2009, Indonesia menempati urutan ke-5 dunia pengguna 

Facebook dan blog. Pada bulan Agustus 2010, pengguna Facebook di Indonesia 

telah naik di posisi ketiga, menggeser Prancis dan Italia. Blogger Indonesia 

berjumlah 600 ribu di tahun 2008 dan kini telah mencapai 1 juta. Saat ini pengguna 

smartphone diperkirakan 170 juta orang di seluruh Indonesia, dengan tren baru 

penggunaan Instagram dan Line selain Facebook dan Twitter, sejak 2013 sampai 

dengan saat ini.  

Box: ‘Knowledge Bank’ tentang Siberut  

  

Terdapat persoalan knowledge bank yang ada di kepala manusia-manusia peneliti di luar 
negeri, yang belum tentu bisa kita ambil ‘bunga’-nya secara cuma-cuma. Seorang Darmanto, 
perlu waktu lebih dari tujuh  tahun tinggal di Siberut untuk dapat ‘tiket’ kuliah S2-nya di 
Perth Australia di taun 2014 dan akan dilanjutkan dengan program doktor di Leiden - 
Belanda.  

Knowledge tentang Siberut dan Mentawai ada di Gerard A Persoon dan Reymor Schefold, 
dalam 20-30 tahun terakhir ini.  Koen Meyers hadir di periode akhir tahun 2000. Darmanto 
kemungkinan satu-satunya orang Indonesia yang akan mendapatkan kesempatan ‘mengambil 
kembali’ dan bahkan menemukan hal-hal baru tentang kajian-kajian antropologi atau sosiologi 
Mentawai dari hasil disertasi doktornya. Selain Darmanto, Tulius putra Mentawai yang juga 
telah lama tinggal di Belanda untuk menempuh doktornya tentang Mentawai juga.  

Penjelasan tentang perkembangan Mentawai kontemporer seharusnya kita dapatkan dari 
kedua calon doktor tersebut. Darmanto mendapatkan kesempatan dan dapat membuktikan 
kerja keras, kerja cerdasnya di Siberut, yang  didukung oleh Koen Meyers-UNESCO, yang 
telah lebih dahulu tinggal di Siberut.  

Darmanto menemukan momentum dan mendapatkan dukungan dari network Koen Meyers, 
bahkan ia masuk ke dalam  proses live-in di Siberut dalam jangka 10 tahun secara konsisten. 
Suatu pergulatan intelektual, spiritual, dan emosional yang total.  

Temuan-temuan Darmanto yang diungkapkan dalam bukunya: Berebut Hutan Siberut 
(UNESCO, 2013) sangat memberikan pencerahan tentang banyak mitos tentang orang 
Mentawai. Perencana pembangunan, baik di tingkat nasional, maupun Pemkab Kepulauan 
Mentawai, akan berhutang banyak kepada Darmanto, apabila mereka ingin mengetahui 
bagaimana cara- cara yang efektif untuk ‘membangun’ masyarakat Mentawai.  

‘Bank pengetahuan’ tentang Siberut kontemporer juga ada di kepala Rahmadi, dimana sejak 
periode 1990-an sampai dengan saat ini ia konsisten mengawal berbagai perkembangan 
Siberut atau Kabupaten Mentawai. Salah satu aktor pejuang menentang kehadiran HPH era 
tahun 2000-2004 di Siberut adalah Rahmadi yang didukung oleh Walhi Sumatera Barat,Korta, 
Boyce, Koen, Yudas (saat ini menjadi Bupati Kepulauan Mentawai).  

Puailiggoubat, tabloid yang lahir awal 2000-an telah mengawal berbagai perkembangan 
Mentawai dan kritik terhadap kabupaten yang baru dibentuk tahun 1999 itu juga dimotori 
oleh Rahmadi. 
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Namun demikian, networking di antara manusia-manusia unggul 

konservasi bukan saja perlu dikaitkan dengan ‘Gen-C’ yang serba cepat, digital-

minded, dan globally connected itu. Ini juga soal koneksitas secara emosional-

spiritual. Koneksi di antara mereka karena satu “koridor frekuensi”, satu visi, satu 

impian, satu harapan. Setiap simpul manusia unggul itu, menyimpan knowledge 

dan experiences yang sangat kental, sangat spesifik dan tersimpan dalam memori 

DNA-nya tentang tematik tertentu. Mereka tersimpan di dalam apa yang penulis 

sebut berada di ‘knowledge bank’ di kepala mereka masing-masing. Syukur apabila 

mereka sudah menuliskannya dalam blog, Twitter, Facebook atau dalam bentuk 

buku. Namun, tetap saja spirit utamanya ada di dalam isi kepala dan memori 

pelaku-pelaku tersebut. Oleh karena itu, membangun network dengan manusia-

manusia unggul seperti ini secara personal menjadi suatu prioritas.  

Ketiga. Manusia unggul pada umumnya memiliki panggilan hidup yang 

relatif sama, yaitu apa yang disebut dalam bahasa Jawa sebagai“ memayu hayuning 

bawana” - mempercantik bumi atau alam yang sudah cantik ini. Untuk memiliki 

panggilan hidup ini, mereka itu bekerja berdasarkan ‘kesadaran’ - bekerja dengan 

‘sadar’. Seseorang yang sadar akan  sangkan paraning dumadi, sadar akan asal 

usulnya, niscaya punya semangat progresif untuk melakukan sesuatu melampaui 

egonya. Ia berkarya untuk kepentingan bersama. Hidup bukan hanya proses 

memurnikan jiwa tetapi juga merealisasikan talenta untuk menghasilkan 

mahakarya. Tubuh kita menjadi sarana Sang Suwung untuk membangun 

peradaban yang harmonis dan indah (Dewantoro, 2017).  

Konsep yang digali dari khazanah kebudayaan Jawa ini selaras dengan 

manusia matahari, dan manusia yang memiliki sikap mental yang diuraikan oleh 

Echart Tolle, yang bekerja berdasarkan keikhlasan, semangat dan bisa menikmati 

menjiwai setiap proses pekerjaannya dalam menghasilkan karya untuk 

kepentingan bersama, untuk peradaban manusia.***  
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Extended Family 
 

 

 

Apa itu Extended Family? 

Mungkin banyak pihak akan bertanya apa itu “Extended Family” (EF) atau dapat 
disebut pula sebagai “Keluarga Batih”? Secara definisi, EF adalah satuan sosial yang 
terdiri dari keluarga inti dan saudara sedarah, sering kali mencakup tiga generasi 
atau lebih. Saya tidak mencari teori di konsep tersebut. Tetapi dalam pemahaman 
saya, EF adalah keluarga yang lebih luas dari sekedar hubungan darah keluarga 
kita, istri dan anak sampai beberapa generasi kemudian.  

Dalam hal Direktorat Jenderal KSDAE, anggota EF-nya minimal adalah 
6.681 stafnya sebagai pegawai negeri sipil ditambah 3.480 pegawai pemerintah non 
PNS yang tersebar di seluruh tanah air. Karena Ditjen KSDAE beserta 74 UPT di 
seluruh tanah air mendapatkan mandat  mengelola kawasan konservasi yang 
luasnya 27,14 juta hektar, maka anggota keluarga besar KSDAE dapat bertambah 
dengan masyarakat di 6.203 desa-desa di 1.592 kecamatan, dam 355 kabupaten  
yang berbatasan dengan kawasan konservasi, yang pada tahun 2016, berpenduduk 
9,5 juta jiwa. Jumlah ini masih ditambah dengan mitra-mitra Ditjen KSDAE yang 
membantu bekerja bahu membahu dalam kelola kawasan konservasi, para peneliti, 
praktisi, dan mereka yang peduli pada pelestarian kawasan konservasi dengan 
semua isi dan manfaatnya. Bahkan, satwa liar di mana pun berada dan ribuan jenis 
flora juga menjadi bagian dari “keluarga besar” kita.   

Sistem Nilai dalam Extended Family  

Nilai-nilai yang dibangun dalam EF sebenarnya hampir sama dengan nilai-nilai 
dalam keluarga kecil. Nilai-nilai tersebut harus disemai, ditanamkan, dipelihara 
dan dikembangkan secara partisipatif – dialogis - inklusif sehingga secara bertahap 
dapat menjadi bagian dari skema “bawah sadar” semua anggota keluarga dalam 
EF tersebut. Nilai-nilai tersebut adalah : (1) kerja sama dan kebersamaan, (2) 
kegotongroyongan, (3) kekompakan, (4) saling mengingatkan dan mengajak, (5) 
saling percaya, (6) “no one left behind” (7) kesadaran kolektif, (8) aksi kolektif, dan 
(9) saling belajar, (10) komunikasi asertif, dan (11) membangun sistem 
bertetanggaan yang baik. 

Nilai-nilai tersebut tentu dibangun dengan sikap mental seorang pemimpin 
yang menyadari akan semakin tinggi dan beragamnya persoalan yang dihadapi 
dalam kelola kawasan konservasi. Namun juga disadari banyaknya peluang untuk 
bisa mengembangkan berbagai potensi kawasan konservasi maupun modal sosial 
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yang dimiliki baik oleh keluarga besar atau Extended Family Ditjen KSDAE, mitra, 
dan masyarakat.  

Untuk membangun EF yang sangat besar tersebut, di mana pun kita  
berada, sebaiknya mempertimbangkan prinsip “5K”, yaitu: (1) Kepeloporan, (2) 
Keberpihakan, (3) Kepedulian, (4) Konsistensi, dan (5) Kepemimpinan. 
Kepeloporan adalah sikap mental menjadi yang pertama, menjadi seorang pionir 
dalam memulai sesuatu yang baru untuk kepentingan EF. Keberpihakan adalah 
sikap mental memperhatikan dan memprioritaskan bagi anggota yang tertinggal, 
terbelakang, terabaikan, untuk ditemani agar maju bersama sama anggota yang 
lainnya. Kepedulian adalah spirit peduli terhadap mereka yang memerlukan 
dukungan, bantuan, atau pendampingan dari kita. Konsistensi adalah sikap 
pantang menyerah, bekerja dengan antusiasme yang tinggi, dan persisten untuk 
terus bekerja sampai berhasil mencapai tujuannya. Kepemimpinan yang memiliki 
integritas akan mampu melaksanakan keempat sikap mental tersebut di atas.   

Fenomena drh. Rosa 

Saya akan sampaikan  contoh nyata nilai-nilai dalam EF tersebut dalam kisah nyata 
dari lapangan dalam bentuk foto yang sangat menyentuh hati nurani kita, apabila 
kita memakai cara pandang yang disebut “sensing”. Sensing adalah seeing from your 
heart dalam Theory U-nya C. Otto Scharmer (2007). Contoh kali ini saya sampaikan 
adalah salah satu dari 3.480 pegawai pemerintah Non PNS, yaitu drh. Rosa. 

 

Drh. Rosa adalah contoh warga dari EF Ditjen KSDAE yang bukan hanya 
sekedar bekerja. Ia membangun karya, tentang “penyelamatan satwa liar” 
kebanggaan Indonesia, karena kepunahan. Dari foto itu telah menunjukkan kepada 
kita, betapa sayangnya drh. Rosa itu kepada “pasien” istimewanya. Ia termasuk 
kelompok apa yang saya sebut sebagai “manusia unggul” atau “manusia 
matahari”. Manusia yang bekerja dengan antusiasme yang tinggi. Artinya ia 
bekerja dengan hatinya. Ia juga bersikap peduli terhadap nasib satwa liar yang 
tidak bisa langsung berbicara kepada manusia, tetapi drh. Rosa mengerti 
penderitaan gajah tersebut. Akan banyak contoh lainnya dalam keluarga EF yang 
membuat kita semakin yakin bahwa “we never feel alone”. Spirit dan “virus” 
kebaikan dan kemuliaan drh. Rosa itu menjalar dengan cepat ke seluruh keluarga 

Drh. Rosa Rika Wahyuni seorang dok-

ter hewan yang mengabdikan sebagian 

besar hidupnya,  menyembuhkan 

gajah-gajah di Provinsi Aceh,  yang ter-

luka karena jerat atau diburu. Ia 

bekerja tanpa kenal lelah sejak tahun 

2008 sampai dengan saat ini, walaupun 

statusnya masih sebagai pegawai 

pemerintah Non PNS.  
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besar EF. Mendorong meluasnya cahaya dan energi positif ke hampir semua 
penjuru dunia dengan cepat melalui kendaraan canggih bernama medsos.  

Contoh lainnya ditunjukkan oleh Pak Kasim Wijaya, Syukur ‘Sugeng’ 
Alfajar, dan Biksu Nyanaprathama Mahasthavira yang bahu membahu 
membangun Lembaga Konservasi Barumun Nagari, yang mengedepankan animal 
rights, dimana satwa liar seperti gajah bisa hidup bebas, dijaga, dan terjaga. 
Fenomena baru yang membuat kita bangga. Karena tumbuh kesadaran kolektif dan 
akhirnya melahirkan aksi-aksi kolektif di tingkat lapangan, di tingkat tapak. Ditjen 
KSDAE hanya mendorong terbangunnya iklim yang sehat untuk meluasnya 
inisiatif tersebut.  

Lahirnya kebijakan kemitraan konservasi, dimana apabila masyarakat 
desa-desa sekitar kawasan konservasi, terpaksa menggarap lahan di dalam 
kawasan konservasi, mereka diperlakukan lebih manusiawi. Dibentuk kelompok-
kelompok tani, dimitrakan dengan Balai TN/KSDA dengan disepakatinya hak dan 
kewajiban kelompok. Mereka wajib membangun agroforestri, membantu patroli, 
melapor bila ada satwa terjerat, menghentikan perburuan satwa, dan sebagainya. 
Mereka dibantu dan difasilitasi untuk membangun pertanian yang sehat dan 
memasarkan hasilnya. Pertanian sehat tanpa pupuk kimia telah dikembangkan di 
daerah penyangga TN Gunung Ciremai. Pak Padmo Wiyoso dan Dr. Suryo Wiyono 
dari Lab Proteksi Tanaman IPB yang memulai upaya mulia ini. Telah ditemukan 
tiga kelompok mikroba yang berguna bagi tanaman. Pertama, cendawan patogen 
serangga hama, yaitu cendawan Hirsutella sp dan Lecanicillium sp. Kedua, isolat 
bakteri pemacu pertumbuhan, yaitu C71 yang mampu meningkatkan panjang akar 
bibit tomat 42,3% dan meningkatkan daya kecambah sebesar 178%, tomat tahan 
penyakit bercak daun. Ketiga, bakteri yang dapat menekan dampak frost  yaitu 
PGMJ 1 (dari kemlandingan gunung), dan A1 (dari Anggrek Vanda sp.), keduanya  
dengan tingkat keefektifan 66,6%. Mereka adalah anggota kehormatan  dalam 
Extended Family Ditjen KSDAE. 

Selamat Datang di Extended Family Ditjen KSDAE. 

 

*** 
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Sepuluh Etika Rimbawan 
 

 

 

Menurut Yundahamasah (2013), lingkungan adalah segala sesuatu yang 
ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan 
kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lain baik secara langsung maupun 
secara tidak langsung. Jadi, etika lingkungan merupakan kebijaksanaan moral 
manusia dalam bergaul dengan lingkungannya. Etika lingkungan diperlukan agar 
setiap kegiatan yang menyangkut lingkungan dipertimbangkan secara cermat 
sehingga keseimbangan lingkungan tetap terjaga.  Adapun hal-hal yang harus 
diperhatikan sehubungan dengan penerapan Etika Lingkungan sebagai berikut: (a) 
Manusia merupakan bagian dari lingkungan yang tidak terpisahkan sehingga perlu 
menyayangi semua kehidupan dan lingkungannya selain dirinya sendiri, (b) 
Manusia sebagai bagian dari lingkungan, hendaknya selalu berupaya untuk 
menjaga terhadap pelestarian , keseimbangan dan keindahan alam, (c) 
Kebijaksanaan penggunaan sumber daya alam yang terbatas termasuk bahan 
energi, (d) Lingkungan disediakan bukan untuk manusia saja, melainkan juga 
untuk makhluk hidup yang lain.  

Di samping itu, Etika Lingkungan tidak hanya berbicara mengenai perilaku 
manusia terhadap alam, namun juga mengenai relasi di antara semua kehidupan 
alam semesta, yaitu antara manusia dengan manusia yang mempunyai dampak 
pada alam dan antara manusia dengan makhluk hidup lain atau dengan alam 
secara keseluruhan. Etika Lingkungan disebut juga Etika Ekologi. Etika Ekologi 
selanjutnya dibedakan dan menjadi dua  yaitu “Etika Ekologi Dalam”  dan “Etika 
Ekologi Dangkal”. Selain itu Etika Lingkungan juga dibedakan lagi sebagai Etika 
Pelestarian dan Etika Pemeliharaan. Etika Pelestarian adalah etika yang 
menekankan pada mengusahakan pelestarian alam untuk kepentingan manusia. 
Sedangkan Etika Pemeliharaan dimaksudkan untuk mendukung usaha 
pemeliharaan lingkungan untuk kepentingan semua makhluk.  

Etika Ekologi Dangkal adalah pendekatan terhadap lingkungan yang 
menekankan bahwa lingkungan sebagai sarana untuk kepentingan manusia, yang 
bersifat antroposentris. Etika Ekologi Dangkal ini biasanya diterapkan pada filsafat 
rasionalisme dan humanisme serta ilmu pengetahuan mekanistik yang kemudian 
diikuti dan dianut oleh banyak ahli lingkungan. Kebanyakan para ahli lingkungan 
ini memiliki pandangan bahwa alam bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup 
manusia.  Secara umum, Etika ekologi dangkal ini menekankan: (a) manusia 
terpisah dari alam, (b) mengutamakan hak-hak manusia atas alam tetapi tidak 
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menekankan tanggung jawab manusia, (c) mengutamakan perasaan manusia 
sebagai pusat keprihatinannya, (d) kebijakan dan manajemen sumber daya alam 
untuk kepentingan manusia, (e) norma utama adalah untung rugi, (f) 
mengutamakan rencana jangka pendek, (g) pemecahan krisis ekologis melalui 
pengaturan jumlah penduduk khususnya di negara miskin, (h) menerima secara 
positif pertumbuhan ekonomi. 

Etika Ekologi Dalam adalah pendekatan terhadap lingkungan yang melihat 
pentingnya memahami lingkungan sebagai keseluruhan kehidupan yang saling 
menopang, sehingga semua unsur mempunyai arti dan makna yang sama. Etika 
Ekologi Dalam ini memiliki prinsip yaitu bahwa semua bentuk kehidupan memiliki 
nilai bawaan dan karena itu memiliki hak untuk menuntut penghargaan karena 
harga diri, hak untuk hidup dan hak untuk berkembang. Premisnya adalah bahwa 
lingkungan moral harus melampaui spesies manusia dengan memasukkan 
komunitas yang lebih luas. Komunitas yang lebih luas disini maksudnya adalah 
komunitas yang menyertakan binatang dan tumbuhan serta alam. Secara umum, 
Etika Ekologi Dalam ini menekankan hal-hal berikut: (a) manusia adalah bagian 
dari alam, (b) menekankan hak hidup makhluk lain, walaupun dapat dimanfaatkan 
oleh manusia, tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang, (c) prihatin akan 
perasaan semua makhluk dan sedih kalau alam diperlakukan sewenang-wenang, 
(d) kebijakan manajemen lingkungan bagi semua makhluk, (e)  alam harus 
dilestarikan dan tidak dikuasai, (f) pentingnya melindungi keanekaragaman hayati, 
(g) menghargai dan memelihara tata alam, (h) mengutamakan tujuan jangka 
panjang sesuai ekosistem. (i) mengkritik sistem ekonomi dan politik dan 
menyodorkan sistem alternatif yaitu sistem mengambil sambil memelihara. 

Revolusi mental para rimbawan dalam mengemban tugasnya menurut 
penulis memerlukan pemahaman tentang “etika” dan menerapkannya menjadi  
“laku”  dalam tanggung jawab profesionalnya sebagai rimbawan. Rimbawan 
seharusnya mendalami, memahami Etika “Ekologi Dalam” ketika mengemban 
tugasnya, baik di lapangan maupun dalam tataran perumusan dan pelaksanaan 
kebijakan. 

Penulis mengajukan Sepuluh Etika Rimbawan, untuk kita bahas dan 
renungkan bersama sama, sebagai bagian dari “Revolusi Mental Rimbawan 
Indonesia”. Kalau para rimbawan mampu melaksanakan beberapa etika saja dari 
kesepuluh etika tersebut, Insya Allah, akan terjadi perubahan perubahan sikap 
mental yang mendasar di tingkat pengambil kebijakan dan juga berdampak nyata 
di tataran masyarakat terutama yang tinggal di pinggiran hutan yang 
kehidupannya sangat tergantung dari sumber daya hutan tersebut. Di kawasan 
hutan negara yang luasnya 120 juta hektar, dikelilingi oleh lebih dari 27.000 desa. 
Sedangkan di 27,14 juta hektare kawasan konservasi,  terdapat lebih dari 5.800 desa 
dengan penduduk 9.5 juta jiwa yang tergantung langsung kehidupannya. Oleh 
karena itu sangat penting para pengelola hutan konservasi, yang sebagian besar 
rimbawan dapat menerapkan semua prinsip-prinsip dalam etika tersebut.  
Kesepuluh Etika Rimbawan Indonesia yang penulis usulkan untuk menjadi bahan 
renungan dan diskusi kita bersama diuraikan sebagai berikut:   
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Pertama: “Memanusiakan” Manusia 

Etika ini menempatkan “masyarakat sebagai subyek”, dan mengupayakan 
melibatkannya dalam seluruh siklus manajemen pengelolaan hutan dan 
lingkungan.  Apabila kita memiliki cara pandang masyarakat di sekitar hutan itu 
sebagai subyek, maka kita akan memiliki empati yang kuat. Kita akan 
“memanusiakan” mereka dan memandang mereka sebagai aktor yang bisa diajak 
bicara berkomunikasi berdialog, dan menjadi  bagian dari solusi dari persoalan-
persoalan yang dihadapi dalam membangun hutan, menjaga hutan, atau 
memanfaatkan potensi hutan dengan penuh rasa tanggung jawab. Masyarakat 
sebagai subyek juga berimplikasi bahwa manfaat hutan diupayakan sebesar-
besarnya untuk masyarakat, khususnya yang tinggal di sekitar hutan itu, dengan 
tetap berpegang pada keseimbangan antara kepentingan ekonomi, 
ekologi/lingkungan/kelestarian hutan dan sosial-budaya. Mengambil manfaat 
dari hutan itu ada aturannya, ada batas-batasnya. Maka, perlu manajemen dan 
pengetahuan serta pengalaman, agar kualitas hutan itu tidak mundur atau semakin 
terdegradasi.  Apabila benar bahwa 48 juta masyarakat tinggal dan 
menggantungkan hidupnya dari hutan, maka itu berarti suatu jumlah yang sangat 
besar hampir 25% dari penduduk Indonesia. Menempatkan masyarakat sebagai 
subyek juga mendorong kita untuk melibatkan mereka sejak awal dari siklus 
manajemen pengelolaan hutan yang lebih manusiawi. Mulai dari identifikasi 
masalah, merumuskan tujuan, merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan, 
pemantauan dan evaluasi, dan merevisi kembali (apabila memang diperlukan) 
tentang pernyataan masalah, dan tujuan-tujuan selanjutnya. Amartya Kumar Sen, 
begawan ekonomi dari India, menyatakan bahwa persoalan pengentasan rakyat 
dari kemiskinan, hanya bisa diatasi jika pembangunan dilandaskan pada 
“memanusiakan manusia”. Manusia tidak dianggap sebagai obyek pembangunan, 
tetapi di setiap lapisan masyarakat, manusia adalah subyek dari pembangunan itu 
sendiri (Kompas, 19/01/14).  

Kedua:  Hargai Hak Mahluk Hidup Lain.   

Ini adalah penerapan konsep “Etika Ekologi Dalam”, dimana manusia adalah 
bagian dari seluruh komponen alam semesta. Lingkungan biotik, binatang, 
serangga sebagai polinator, tumbuhan, jazad renik, air, sistem perakaran, udara; 
lingkungan abiotik, geologi, bebatuan, dimana semuanya berinteraksi dalam sistem 
hubungan timbal balik yang saling memberi,  saling bergantung, dan saling 
menguntungkan, termasuk pengaruhnya bagi kehidupan manusia.  

Konsep ini selaras bila dikaitkan manusia sebagai wakil Tuhan di bumi. 
Manusia sebagai Khalifah. Manusia sebagai pembawa risalah, dan manusia sebagai 
pembawa rahmat seru sekalian alam.  Ini saya sebut sebagai “Tri Tugas Rimbawan”. 
Keseimbangan alam tersebut telah mulai runtuh ketika manusia bersikap 
eksploitatif terhadap alam, terutama sejak revolusi industri berlanjut sampai saat 
ini dimana penduduk bumi telah mencapai 6 milyar manusia. Kerusakan alam telah 
terjadi di berbagai belahan bumi dan hal ini akan terus memburuk apabila manusia 
tidak mengubah sikap dan gaya hidupnya (lifestyle) yang boros akan penggunaan 
sumber daya alam untuk mendukung pola kehidupannya, terutama mereka yang 
hidup di negara-negara belahan bumi bagian Utara. Mulai Konferensi Lingkungan 
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Hidup pertama kali di Stockholm 1972 sampai Protokol Kyoto 1992 dan 
berkembang terus mengerucut di Climate Summit di Paris 2015, menunjukkan 
perubahan kualitas lingkungan dan perubahan iklim serta suhu bumi yang sangat 
mengkhawatirkan, yang berdampak luas bagi kehidupan manusia dengan upaya 
mitigasi dan adaptasi luar biasa besar.  

Ketiga : Lakukan “Ahimsa”.   

Berbagai persoalan kehutanan, konflik lahan, perambahan, illegal logging, 
kebakaran lahan, perburuan dan perdagangan satwa, yang ternyata terbukti 
dilakukan atas motif-motif untuk memenuhi kebutuhan dasar, karena mereka 
miskin, maka upaya penyelesaiannya haruslah tidak dengan kekerasan, tidak 
dengan pemaksaan, tidak dengan senapan, tetapi dengan solusi kesejahteraan. 
Hukum harus tegak bagi cukong, pemodal, oknum-oknum yang dengan sengaja 
memanfaatkan masyarakat miskin tak bertanah di sekitar hutan, untuk melakukan 
tindakan-tindakan yang menyalahi hukum. Sekali lagi, “Forum Dialog” itulah 
kendaraan yang seharusnya dibangun dan dipakai untuk mencari solusi bersama, 
dengan mempertimbangkan berbagai masukan, pendapat, dan aspirasi dari 
masyarakat.   

Masyarakat harus bisa merasakan kehadiran “pemerintah” di halaman 
rumah mereka, di kehidupan keseharian mereka, ketika mereka menghadapi 
persoalan-persoalan konkrit, seperti masalah kayu bakar, makanan ternak,  layanan 
kesehatan, sekolah bagi anak-anaknya, akses jalan, pemiskinan oleh rentenir, 
pengijon, middleman, mendapatkan perlindungan dan keadilan, dan banyak 
persoalan riil lainnya. Maka, penyelesaian masalah mereka juga memerlukan 
keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dalam arti luas. 
Kehadiran pemerintah yang tidak “sangar”, tidak menakutkan, dan layaknya 
sebagai “orang tua” sangat ditunggu masyarakat pinggir hutan.   

Pemerintah yang mau duduk dengan mereka dan mendengarkan berbagai 
kesulitan, harapan, dan pendapat atau pemikiran mereka.  Reformasi Birokrasi 
harus menyentuh sampai ke wilayah-wilayah seperti ini. Sikap mental aparat 
pemerintah yang santun dan lebih banyak turun ke bawah menyerap-memotret 
persoalan nyata. Masyarakat yang hidupnya serba sulit tinggal di daerah terpencil 
di tepi-tepi hutan, adalah kekuatan nyata bagi pembangunan hutan dan kehutanan 

Box 1. “Ahimsa”untuk Masyarakat Penyangga TN Gunung Palung 

Alam Sehat Lestari adalah Yayasan di Kayong Utara yang sejak 2007 mendirikan 
Rumah Sakit, dimana pasien-pasiennya dari desa-desa terpencil sekitar Taman 
Nasional gunung Palung, boleh membayar biaya kesehatan dengan bibit tanaman, 
pupuk kandang, kerajinan tangan, dan sebagainya. Saat ini telah 80.000 pasien yang 
dilayani. Illegal logging berhenti karena dulu, mereka harus membayar dengan uang 
tunai untuk kesehatan keluarganya. Pendekatan non violence, no harm, atau ahimsa 
seperti ini lebih efektif. Saat ini terlah terkumpul 100 chainsaw milik warga yang 
dibeli Yayasan ASRI, dan uangnya digunakan petani untuk membangun kebun 
organik. Masyarakat tidak perlu melakukan illegal logging lagi dan akhirnya menjadi 
petani menetap dengan tingkat kesehatan, kesejahteraan, dan kesadarannya yang 
semakin membaik. 
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serta lingkungan hidup masa depan. Hal ini dapat terjadi apabila pemerintah 
melakukan tindakan yang tepat. Pemerintah dengan jajaran mesin birokrasinya 
sudah seharusnya berpihak pada yang lemah, bukan kepada yang kuat. Inilah 
model “blusukan”nya para rimbawan. “Ahimsa” atau non violence adalah sikap 
mental dan ajaran yang telah didalami dan ditunjukkan oleh Mahatma (Guru) 
Gandhi, dan akhirnya menjadi inspirasi bagi Nelson Mandela yang membawa 
Afrika Selatan menuju zaman pencerahan.  

Keempat: Hormati Hak Masyarakat Adat dan Nilai Budayanya.   

Kita perlu terus menguatkan merevitalisasi nilai-nilai adat dan budaya yang masih 
hidup dan nyata memiliki unsur-unsur penghargaan terhadap alam, spirit menjaga 
dan melestarikan alam, ke dalam berbagai aspek pembangunan kehutanan. Banyak 
kawasan hutan yang secara adat masih dikuasai dan dijaga untuk kepentingan 
kehidupan kelompok-kelompok masyarakat adat. Manajemen kelola hutan kita 
harus menggali dan mendorong nilai-nilai ini masuk ke dalam bagian dari spirit 
kelola hutan bersama masyarakat. Di TN Kayan Mentarang, Provinsi Kalimantan 
Utara, dimana secara adat, kawasan taman nasional itu dimiliki oleh 11 Suku Daya 
Besar, dikelola dengan konsep yang melibatkan lembaga-lembaga adat setempat. 
Dibentuk Dewan Pertimbangan Pengelolaan, di mana berbagai persoalan dan 
perencanaan kelola taman nasional didiskusikan dan disepakati. Ini suatu contoh, 
bagaimana etika mengelola hutan kita saat ini dan menjadi harapan ke depan. 
Model ini bisa dicontoh di banyak kelola hutan produksi baik di HPT, HTI, 
Restorasi Ekosistem , Hutan Tanaman Rakyat, dan kawasan hutan lainnya. Menuju 
pengelolaan hutan yang lebih manusiawi dan aspiratif. Demikian pula dengan 
Suku Anak Dalam di TN Bukit Duabelas, Jambi, yang diajak menyusun zonasi 
wilayah kelola adat, melanjutkan pendidikan anak-anaknya untuk menata masa 
depan yang lebih baik, dan contoh-contoh lainnya.   

Keragaman budaya dari masyarakat di seluruh Indonesia, semestinya 
menjadi pertimbangan penting dalam kita merumuskan langkah-langkah dalam 
mengelola hutan di tingkat tapak, di lapangan yang adaptif disesuaikan dengan 
kondisi dinamis dan kekhasan di masing-masing lokasi. Kita perlu mengoreksi 
pandangan bahwa kawasan hutan adalah laksana “kertas putih” tidak ada 
pemiliknya dan tidak ada sejarah penguasaannya yang diklaim oleh negara. 
Mungkin dari pola pendekatan etika seperti ini ada harapan kita bersama 
mewujudkan motto Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “Hutan 
Lestari Masyarakat Sejahtera”.  Di hutan produksi Kabupaten Bulukumba, Sulawesi 
Selatan, terdapat Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang, yang telah terbukti 
melestarikan hutan adatnya secara konsisten dan penuh tanggung jawab, 
walaupun luasnya hanya 301 hektar.   Mereka menempatkan hutan adat sebagai 
warisan yang harus dilestarikan, dijaga, dirawat, dan bahkan tidak pernah diambil 
apa pun darinya. Mereka sudah mensyukuri keberadaan hutan warisan nenek 
moyang itu sebagai hutan keramat atau sacred forest, yang berkah manfaatnya telah 
dirasakan oleh masyarakat Ammatoa Kajang setiap hari sejak dahulu sampai saat 
ini. Sungguh sikap penghormatan kepada alam yang patut ditiru. Mereka sudah 
menerapkan Etika Ekologi Dalam. Hutan Adat mereka saat ini telah diakui secara 
resmi oleh Pemerintah.   
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Kelima:  Padukan  Local Wisdom dengan Scientific Knowledge.  

Etika menghormati kearifan tradisional dari masyarakat, masyarakat adat yang 
khususnya yang tinggal di sekitar hutan atau bahkan tinggal di dalam hutan, adalah 
modal utama. Memadukannya dengan scientific knowledge atau ilmu pengetahuan 
modern, adalah kekuatan yang besar. Pada kondisi tertentu, kearifan tradisional 
mampu menjawab berbagai persoalan pelestarian hutan, pengelolaan lahan 
pertanian tradisional, yang telah dipraktikkan masyarakat sejak nenek moyangnya.   

Pada kondisi yang lain, masukan dari IPTEK diperlukan untuk menggali 
lebih jauh  nilai-nilai kemanfaatan plasma nutfah untuk obat-obatan modern, 
sebagaimana yang dicontohkan dari TWA Teluk Kupang, yang ternyata potensi 
sponge-nya atau karang lunak (soft coral)  memiliki prospek untuk materi 
penyembuhan kanker. Jamur tertentu dari hutan tropis yang telah diteliti oleh calon 
doktor dari Pusat Konservasi dan Rehabilitasi, Litbang Kehutanan, mampu 
menguraikan dampak lingkungan pencemaran minyak. Pembangunan hutan 
dengan menggunakan teknologi Silvikultur Intensif (SILIN) yang dikembangkan 
oleh Prof Soekotjo (Alhm) dan Prof Na’iem dari Fahutan UGM, juga membuktikan 
bahwa percepatan pembangunan hutan-hutan baru (tanpa mengganggu 
keragaman hayati) nyata bisa dilaksanakan. IPTEK yang mendapatkan dukungan 
kebijakan Direktur Jenderal BPK Nomor SK.226/VI-BPHA/2005 tangal 1 
September 2005 tentang TPTI Intensif,  perlu terus diupayakan untuk dilaksanakan 
dalam skala yang lebih luas. Hal-hal  tersebut di atas membuktikan bahwa IPTEK 
harus dimanfaatkan untuk membangun hutan Indonesia. Bukan hanya untuk 
hutan Indonesia. Hasil-hasil riset di kawasan hutan akan berguna untuk 
kepentingan kemanusiaan dalam arti  luas. Upaya-upaya itu masih harus terus 
ditingkatkan dan didukung oleh kebijakan nasional yang komprehensif, terpadu, 
dan berkelanjutan serta konsisten.  

Keenam: Bangun Jejaring Kerja Multipihak – Multidisipliner 

Etika ini muncul dari kesadaran bahwa untuk mengelola hutan dengan segala 
karakteristiknya itu, tidak akan pernah mampu dikelola oleh hanya kelompok 
rimbawan. Mengurus hutan  (di Indonesia) tidak cukup hanya oleh rimbawan saja. 
Ciptaan Tuhan ini, sangat luar biasanya karena ia tumbuh  di muka bumi sebagai 
hasil dari proses asosiasi yang panjang dari aspek geologi, gerakan lempeng, 
aktivitas kegunungapian,  pembentukan dan pergerakan tanah, iklim, kelerengan, 
posisinya di permukaan bumi, yang berakibat pada pembentukan pola sebaran 
flora dan fauna yang beragam karena keterisolasian yang panjang. Kondisi ini 
masih ditambah dengan pola-pola ketergantungan manusia pada awal 
kehidupannya kepada sumber daya hutan beserta seluruh isinya, yang membentuk 
kebudayaan manusia dan pola-pola pembentukan hutan, ragam dan sebaran flora 
dan faunanya. Maka, dalam mengurus hutan, kawasan hutan, kita perlu 
mendapatkan dukungan dari berbagai disiplin keilmuan, berbagai pengalaman 
empiris pakar, praktisi, pengamat, pemerhati, pejuang lingkungan baik individu 
maupun lembaga, kaum agamawan dengan lembaga pesantren, gereja,  perencana 
pembangunan, kelompok-kelompok pengajian, pramuka, pencinta alam, kader 
konservasi, dan lain sebagainya.  Rimbawan dengan ilmu kehutanan tidak akan 
cukup mampu dalam merespons berbagai persoalan hutan dan kehutanan yang 
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bukan sekedar persoalan silvikultur, teknologi kayu, tetapi juga masalah sosial, 
budaya, antropologi, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, dinamika 
geopolitik global, politik nasional, dan lokal dan lain sebagainya.  

Jejaring multipihak pemerintah pusat-pemprov-pemkab,  swasta, 
perguruan tinggi dengan multidisiplin Ilmunya,  merupakan suatu keharusan, 
apabila kita ingin mendapatkan manfaat dari banyaknya “rahasia” yang masih 
terkandung di dalam perut hutan belantara tropis dan kawasan konservasi di 
bawah lautan di satu sisi,  dan upaya meningkatkan kecerdasan, keberdayaan, dan 
kemandirian masyarakat di sisi lainnya. Masyarakat seharusnya menjadi bagian 
dari jejaring ini dan mendapatkan manfaatnya baik secara langsung maupun tidak 
langsung. Resep manjur dari Pak Wahjudi dalam membangun jejaring kerja adalah 
“3M”, yaitu (1) Mutual Respect, (2) Mutual Trust, dan (3) Mutual Benefits. Mari kita 
sama-sama praktikkan untuk membuktikan kemanjurannya.  

Ketujuh: Terapkan Prinsip Kehatoi-hatian 

Kecerobohan adalah sikap yang sejauh mungkin kita hindarkan. Terapkan prinsip 
kehati-hatian (precautionary principle) dalam pengelolaan sumber daya alam, 
termasuk hutan. Kebijakan seharusnya disiapkan dengan matang didasarkan pada 
data dan informasi yang valid. Pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan 
berbagai kebijakan, yang dilakukan dengan benar dan jujur menjadi modal dasar 
dalam memperbaiki kebijakan ke depan. Pengalaman kerusakan hutan-hutan 
produksi dengan skema HPH dengan pola monopoli dan dampak negatifnya di 
masa lalu menjadi bahan koreksi kita bersama. Konsistensi dan pengawasan yang 
ketat tanpa negosiasi, semestinya dapat menyelamatkan hutan-hutan tersebut. 
Apabila sistem  

Tebang Pilih Indonesia (TPI) dilaksanakan dengan konsekuen, maka masih 
ada harapan akan tumbuhnya hutan untuk siklus tebangan berikutnya. 
Pengalaman itu, kini menjadi pelajaran berharga agar dalam mengusahakan hutan, 
dilakukan dengan prinsip-prinsip kelestarian dan dengan penawasan yang ketat. 

 Kebijakan Presiden RI melakukan Moratorium Hutan (INPRES No.10 
tahun 2011.Penundaan izin baru  di hutan primer dan gambut yang berada di hutan 
konversi, hutan lindung, dan hutan produksi, adalah langkah-langkah kehati-
hatian tersebut. Moratorium ini diperpanjang lagi dengan terbitnya INPRES Nomor 
6/2013  tentang  Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola 
Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Dilanjutkan dipertegas oleh Presiden 
Jokowi dengan diterbitkannya INPRES Nomor 5 tahun 2019 tentang Penghentian 
Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam dan Lahan 
Gambut.   Mengapa perlu menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian? Selain aspek 
kerusakan hutan di masa lalu, tekanan dunia internasional untuk menurunkan 
emisi Gas Rumah Kaca (GRK), juga karena kita dengan IPTEK yang ada banyak 
belum mampu mengungkapnya “manfaat” dari isi hutan-hutan alam tersebut bagi 
kepentingan kemanusiaan. Apabila tidak dicegah, maka tingkat kerusakan hutan-
hutan alam akan terus meninggi, karena kemampuan kita untuk melakukan 
pemantauan dan cek lapangan akan ketaatan pengusaha masih perlu terus 
ditingkatkan cakupannya. Prinsip kehati-hatian ini bukan hanya berlaku di hutan-
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hutan produksi, tetapi juga dalam pengelolaan seluruh fungsi hutan, termasuk di 
kawasan konservasi. Pemerintah yang telah mengalokasikan dan menetapkan 27,14 
juta hektar  hutan  konservasi, juga dalam mengemban etika kehati-hatian tersebut. 
Kawasan konservasi tersebut adalah bagian dari 64 juta hektar hutan yang masih 
utuh atau 42,5 persen. Porsi yang cukup besar dari hutan konservasi ini perlu 
dukungan kebijakan terpadu untuk mendorong peningkatan efektivitas 
pengelolaannya dengan berpegang pada etika-etika yang diusulkan tersebut di 
atas.   

Kesadaran: Bangun Kesadaran “Kolektif” 

Kesadaran adalah tindakan yang dilakukan dengan sadar. Ciri dari tindakan sadar 
dilandasi oleh tiga hal, yaitu bahwa setiap tindakan dilakukan dengan : (1) ikhlas, 
(2) senang, dan (3) semangat. Tindakan yang dilakukan secara sadar secara individu 
tidaklah mencukupi dalam melakukan perubahan yang besar dalam mengelola 
atau menyelamatkan lingkungan hidup, mengelola hutan. Ia harus berhimpun 
dalam tindakan secara bersama, terpadu, kolektif.  Kesadaran bersama (collective 
awareness) yang dilakukan secara multipihak inilah yang menjadi cikal bakal dan 
modal dasar untuk melakukan perubahan dan perubahan yang nyata dirasakan di 
tingkat tapak, di lapangan, secara masih, dan terus menerus.   

Kesadaran bersama ini menjadi cikal bakal dapat dilakukannya aksi 
bersama (collective action) atau aksi kolektif. Aksi kolektif inilah yang dapat disebut 
sebagai “gerakan”. Kampanye yang terus menerus dilakukan dalam Penanaman 
Satu Miliar Pohon, misalnya sebenarnya dimaksudkan sebagai salah satu contoh 
upaya membangun suatu Gerakan Kesadaran Bersama Multipihak. Kini bukan saja 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saja, banyak pihak yang 
mendukung program satu miliar pohon tersebut. From collective awareness to 
collective action. Dari gerakan di Indonesia akan berkontribusi pada tataran global, 
sehingga, menanam pohon menjadi kesadaran kita bersama. Program penghijauan 

Box 2. Tiga Syarat Bekerja dengan Sadar 

Tiga modal yang diperlukan untuk dapat melakukan “tindakan dengan sadar”, yaitu 
(1) “penerimaan” atau acceptance,(2) “senang, menikmati, enjoyment,dan (3) “antusias” 
atau bersemangat. Masing-masing mewakili frekuensi vibrasi  tertentu dari kesadaran. 
Kita harus waspada untuk meyakinkan bahwa salah satu modal tersebut berjalan 
kapan pun kita melakukan sesuatu, mulai dari yang sederhana sampai yang sangat 
kompleks. 

Acceptance berarti bahwa saat ini, pada situasi ini, memerlukan kita untuk melakukan 
sesuatu, dan kita melakukannya dengan sukarelaatau ikhlas. Enjoyment - kedamaian 
yang datang dengan berbagai tindakan berbalik ke “ perasaan hidup” sense of aliveness,  
ketika kita menikmati apa yang kita lakukan. Enjoyment akan menggantikan “wanting” 
yang muncul dari Ego manusia. Melalui enjoyment, kita akan terhubung dengan 
“tenaga universal kreatif”  itu sendiri. 

Menurut Emha Ainun Najib (1985), tenaga universal kreatif ini tidak lain adalah 
ketakterbatasan (baca-Tuhan). Jika manusia ajeg menyentuhkan tangannya ke 
ketakterbatasan, maka ia akan menjadi kabel dari ketakterbatasan, meski tak bakal 
pernah ia akan menjadi ketakterbatasan itu sendiri. Ketakterbatasan adalah puncak 
dari segala ilmu pengetahuan (Wiratno, 2008: Solusi Jalan Tengah). 
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dan reboisasi sejak akhir periode 1970, telah menghasilkan kesadaran membangun 
hutan di lahan milik masyarakat.  

Saat ini, telah lahir hutan rakyat di Jawa dan Madura, hampir seluas 2,7 juta 
hektar. Hasil kajian BKPH Wilayah XI bekerja sama dengan MFP II ini menganalisis 
data tutupan hutan rakyat pada tahun 2003. Potensi kayunya pun telah dihitung 
dan mencapai 78 juta m3. Berkembangnya hutan rakyat ini tidak dapat dilepaskan 
dari pionir rimbawan dari Petak 5 Wanagama, seperti Almh. Prof Oemi Haniin 
Soeseno, Prof Soedarwono H, Pak Pardiyan, dan Pak Tri yang memulai mengubah 
ekosistem karst sejak tahun 1964 menjadi hutan seperti saat ini dan menjadi contoh 
nyata bagi masyarakt Kab.Gunung Kidul dan meluas ke seluruh Jawa.      

Kesembilan: Libatan Perempuan.  

Ialah sikap mental dan etika kita untuk mempertimbangkan dan 
memperluas peran-peran kaum perempuan dalam  setiap langkah atau siklus 
manajemen kawasan hutan. Kerusakan lingkungan berdampak langsung pada 
kaum perempuan di pedesaan. Berbagai upaya konstruktif menyelamatkan hutan, 
inovasi baru memperbaiki lingkungan, dilakukan oleh perempuan. Pendidikan 
anak-anak agar cinta pada lingkungan diemban kaum perempuan.  Banyak di 
antara perempuan tangguh tersebut telah menerima Kalpataru, karena 
pengabdiannya yang luar biasa pada penyelamatan lingkungan dan menginspirasi 
masyarakat luas.  

Seorang perempuan bernama Tri Mumpuni-Pendekar Lingkungan Hidup 
2008 adalah contohnya. Ia mampu menggerakkan masyarakat dan menjadi  motor 
pembangunan mikro (mini) hidro yang menghasilkan listrik di 60 lokasi tersebar di 
seluruh Indonesia. Usahanya membentang   dalam tempo tidak kurang dari 17 
tahun (Berita TransTV 17 Agustus 2010; jam 21:48). Puluhan penghargaan 
diterimanya dari berbagai kalangan, antara lain sebagai Climate Hero dari WWF.    

Pada tanggal 20 Agustus 2010, harian Kompas memuat berita tentang orasi  
Eny Sudarmonowati, sebelum dikukuhkan sebagai Prof Riset. Ia sejak 1992 
melakukan penelitian intensif pemuliaan pohon hutan. Salah satu yang dipilih 
adalah sengon-salah satu jenis pohon cepat tumbuh (fast growing spesies) yang 
penting untuk rehabilitasi hutan atau dikembangkan sebagai penghasil kayu 
perkakas ringan. Hasil rekayasa genetik yang dilakukannya telah membuat 
pertumbuhan sengon 1,5 kali lebih cepat dari sengon bukan hasil rekayasa. 
Diprediksi, panen yang semula menunggu 15 tahun bisa diperpendek menjadi 7 
tahun saja. Yang bersangkutan juga mengungkapkan bahwa ia melakukan 
penelitian juga tentang Acacia mangium transgenik. Ada sengon mutan hasil radiasi 
sinar gamma, yang tahan  hidup di lahan ex tailing, jadi kemungkinan besar bisa 
untuk bioremediasi. Ribuan hektar lahan eks pertambangan dapat segera 
dihijaukan dengan hasil riset ini.   

Aleta Baun  aktivis perempuan dari Timor Tengah Selatan, mendapatkan 
penghargaan dari Goldman Environmental Prize 2013 di San Fransisco, Amerika 
Serikat, pada 15 April 2013, atas upayanya yang gigih mempertahankan hutan dan 
Gunung Batu di lereng Gunung Mutis (Kompas, 20 April 2013). Ketiga contoh 
tersebut membuktikan peranan perempuan dalam perbaikan lingkungan hidup 
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terbukti nyata. Kebijakan pemerintah ke depan harus mempertimbangkan 
keterlibat kaum perempuan lebih besar dalam setiap proses pembangunan dan 
dengan niat yang baik untuk mendorong peran mereka semakin besar dan 
menentukan.   

Kesepuluh: Rangkul Kaum Muda 

Mempertimbangkan tujuan jangka panjang dari pengelolaan hutan dan lingkungan 
secara luas, maka isu kunci yang harus dipertimbangkan dalam kebijakan nasional 
adalah tentang pendidikan lingkungan dan peran kamu muda. Mereka kelompok 
potensial untuk terlibat dalam berbagai upaya dan gerakan penyelamatan 
lingkungan. Sudah sewajarnya dibangun strategi pengelolaan hutan dan 
penyelamatan lingkungan dengan melibatkan kaum muda.  Mereka yang akan 
mengambil tongkat estafet dari generasi tua saat ini, untuk dilanjutkan ke depan. 
Skala waktu yang dipakai dalam pengelolaan hutan dan isu-isu lingkungan bukan 
hanya lima tahun, atau 10 tahun, tetapi 50-100 tahun ke depan. Skala generasi, antar 
generasi, dan lintas generasi. Investasi pendidikan lingkungan saat ini akan 
menentukan hasilnya 20-30 tahun ke depan. Bonus demografi yang dialami 
Indonesia, dengan lebih dari 40% penduduknya dalam usia produktif, merupakan 
modal dasar untuk melakukan pewarisan best practices dalam pengelolaan sumber 
daya alam dari generasi saat ini kepada generasi muda tersebut. Praktik kelola 
sumber daya alam dan pemikiran pemikiran serta inovasi baru tentang pengelolaan 
sumber daya alam harus didokumentasi dan diwariskan kepada generasi muda 
untuk terus dilanjutkan dan bahkan dikembangkan. Penemuan spesies baru, 
spesies hasil rekayasa genetik, harus terus dipacu untuk diujicobakan di lapangan.   

Generasi Z yang lahir di tahun 2000an-lah yang akan memainkan peran 
kesejarahan besar di masa depan, bukan generasi tua era 1960an atau era 1970an. 
Generasi yang lahir pada periode akhir 2000an akan membawa tongkat estafet 
pembangunan lingkungan dan kehutanan di Indonesia sampai melewati tahun 
2050 dimana penduduk dunia sudah mencapai 9 milyar jiwa.  

Epilog 

Etika semestinya menjadi spirit dari para rimbawan. Menjadi modal dasar dalam 
menyusun visi bersama untuk membangun lingkungan dan hutan Indonesia. 
Namun demikian, rasanya semakin lama kita semakin tidak memandang perlu 
bicara  tentang “Etika” atau lebih fokus lagi “Etika Rimbawan”. Atau bahkan kita 
telah melupakannya.    

Sepuluh Etika Rimbawan yang diajukan oleh penulis ditujukan untuk  
membangunkan kembali mimpi bersama tentang spirit kelola hutan dan 
lingkungan hidup di Indonesia. Mulai dari “Deklarasi Kaliurang” tahun 1967 
sampai ke “Deklarasi Cangkuang” 1999, dan kemudian setelah 17 tahun, Deklarasi 
Cangkuang pun tinggal menjadi kenangan, apabila kita tidak menerjemahkannya 
ke dalam strategi dan aksi nyata yang harusnya dilakukan secara konsisten dan 
persisten.      

  Kebijakan Perhutanan Sosial,  yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 
seluas 12,7 juta hektar kawasan hutan negara atau 10% dari luas hutan di seluruh 
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tanah air untuk masyarakat pinggir hutan, semoga akan berhasil apabila 
menerapkan Sepuluh Etika Rimbawan tersebut di atas. Demikian pula dengan 
kebijakan Kemitraan Konservasi atau Perhutanan Sosial di Hutan Konservasi, yang 
menyusul ditetapkan tahun 2018. Dengan kedua program ini, masyarakat pinggir 
hutan diberikan kepercayaan untuk mengelola dengan menempatkan masyarakat 
sebagai subyek, sebagai pelaku utamanya. Kebijakan yang sebenarnya telah 
diperjuangkan sejak tahun 1978 dalam Kongres Kehutanan se Dunia ke VIII, 
dengan tema sentralnya “Forest for People”.    

Semoga tulisan pendek tentang Etika Rimbawan ini dapat mengusik “tidur 
nyenyak” para rimbawan Indonesia, dan para pencinta lingkungan, untuk bangkit 
dan menemukan kembali spirit dan jati diri serta panggilan profesionalnya sebagai 
seorang rimbawan Indonesia.  Tentu dengan tugas yang semakin berat pasca 50 
tahun sejarah eksploitasi hutan skala komersial sejak tahun 1970.   

Semoga kita belum terlalu terlambat untuk memperkuat dan memperteguh 
Etika Rimbawan Indonesia sebagai fondasi yang lebih kuat dalam konteks dan 
situasi kekinian kondisi hutan dan lingkungan hidup di tanah air. Juga demikian 
kita  masih bisa dengan bangga dan riang bersemangat bersama-sama 
menyanyikan “Seruan Rimba”. *** 
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Kontribusi Forestry Private Sectors dalam Mitigasi Perubahan 
Iklim: Tantangan dan Peluang 

 

 

 

keywords: common pool resource, kolaborasi, networking, collective leadership, Generasi 
Z, mitigasi perubahan iklim. 

  

Mengapa? 

Mengelola hutan, mengurus lingkungan hidup dan perubahan iklim tidak akan 
pernah mampu dan berhasil apabila dilakukan oleh pemerintah (state), atau pihak 
swasta (private), oleh masyarakat atau CSO secara terpisah-pisah. Bukti-bukti 
lapangan menunjukkan hal tersebut. Mengurus sumber daya hutan, lautan, yang 
luasnya jutaan hektar adalah mission impossible (press comm., Wahjudi Wardojo, 
2014). Sifat sumber daya itulah yang tidak akan berhasil dikelola secara sepihak 
oleh siapa pun. Sumber daya yang tergolong ke dalam common pool resources (CPR) 
inilah yang semestinya dikelola secara kolaboratif, dengan berbagai model 
kemitraannya. Keterbatasan pendanaan, sumber daya manusia, sarana dan 
prasarana pengelolaan, teknologi, tingkat kesulitan, aksesibilitas, skala luas, dan 
berbagai bentuk hubungan kesejarahan antara masyarakat dengan sumber daya 
CPR tersebut menjadi alasan utama dan paling penting, mengapa kita harus 
melakukan kolaborasi. 

Maka, tidak ada satu pihak pun yang berani melakukan klaim bahwa dia-
lah yang berhasil melakukan kelola CPR, tidak perlu dukungan dan bantuan pihak 
lain. Keberhasilan kelola CPR adalah hasil kerja kolektif, yang tentu dimulai dari 
membangun kesadaran bersama, membangun visi dan strategi bersama. 

Ada proses pembelajaran multipihak yang hal ini memungkinkan apabila 
dikawal dengan kemampuan leadership multipihak dan multilayer yang kuat dan 
konsisten. 

1. Kolaborasi 

Definisi yang penulis ajukan tentang  “kolaborasi”  sebagai berikut. Kolaborasi adalah 
suatu hubungan kerja sama yang saling menguntungkan  dalam mencapai tujuan bersama 
dengan saling memberikan tanggung jawab, berbagi otoritas, saling menguatkan, 
bertanggung gugat, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama”. 

Dengan demikian kolaborasi bukan sekedar bekerja sama atau sama-sama 
bekerja., tetapi didalamnya terkandung  disepakatinya common vision atau tujuan 
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bersama. Hal ini dapat dilakukan melalui proses shared vision, yang dalam 
praktiknya tidak mudah dilakukan. Tujuan tersebut juga  saling menguntungkan 
bagi para pihak yang bekerja sama. Dalam konteks kerja sama tersebut harus ada 
kejelasan pembagian tanggung jawab, kewenangan, dan tanggung gugat. 

Dalam pembangunan dan pengembangan organisasi, maka kolaborasi ini 
menjadi satu langkah yang sangat strategis, khususnya untuk membangun “Visi 
Bersama” tersebut. Banyak organisasi yang secara internal menghadapi perbedaan 
pendapat, pandangan, prioritas, ukuran keberhasilan, dan bahkan  ke mana 
organisasi harus dibawa. Kolaborasi ini hanya bisa dibangun melalui proses kerja 

sama yang menumbuhkan situasi saling percaya  (mutual trust) atau sebaliknya, 
dengan adanya trust, maka kerja sama akan meningkat dan selanjutnya 
menumbuhkembangkan tingkat-tingkat kepercayaan yang semakin tinggi. Grafik 
di bawah ini menunjukkan hasil resultan antara semakin tingginya kerja sama 
dengan semakin dalamnya tingkat kepercayaan.  

Pada tahap awal, dimana tingkat kerja sama rendah dan menghasilnya 
rendahnya tingkat kepercayaan akan membuahkan situasi defensif (atau sering kali 
disebut sebagai situasi “menang” – “kalah” atau “kalah”-“menang”). Pada tahapan 
berikutnya ketika situasi kerja sama membaik dan mulai menumbuhkan rasa saling 
menghargai (mutual respect), dan ketika situasi semakin membaik akan mengarah 
pada tumbuhnya rasa saling percaya (mutual trust), dan akhirnya tercapai tujuan 
bersama dalam situasi “menang-menang”  sebagai hasil akhir dari kerja sama yang 
sinergis. 

2. Networking 

Disamping kolaborasi dalam rangka membangun kemitraan, suatu cara yang 
ditempuh adalah  dengan membangun jaringan kerja atau network. Network dalam 
konteks konservasi alam dan lingkungan mungkin memang belum didefinisikan 
secara konkrit. Apalagi, bila network itu merupakan multilevel dan/atau multi 
stakeholders, seperti antara Pemerintah-CSO-Masyarakat-Swasta. 

https://2.bp.blogspot.com/-eeOPklrpmAI/XA5ty6jfYUI/AAAAAAAAAY8/_KIwc-V9BeghO6b8ruWB9j0nwSP0vfaqgCLcBGAs/s1600/gambar%2B11.jpg
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Sampai kinipun masih dalam tahapan trial and error, dan tahapan mencari 
identitas bersama. Suatu yang tidak pernah terbayangkan dapat terjadi di masa 
lalu. Jaringan ini dapat dipakai sebagai kendaraan oleh organisasi dalam 
melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah disepakati dalam rencana strategis 
yang telah disusun bersama tersebut. 

Namun demikian, kita perlu mulai mendefinisikan apa yang 
disebut network itu. Dalam konteks konservasi sumber daya alam dan 
lingkungan, network didefinisikan sebagai berikut: 

“Sistim kolaborasi multi-level dan multidisipliner yang didasarkan pada kesamaan 
titik pandang tentang tujuan bersama yang hendak dicapai dan  cara mencapainya, 
atas dasar kesadaran kolektif, dengan bertumpu pada semangat kebersamaan, 
saling pengertian, kesetaraan peran, saling menghormati dan menghargai, untuk 
mendapatkan kemanfaatan bersama”.  

2a. Mengapa Network? 

Banyak alasan kita perlu mulai membangun network, terutama mereka yang 
bergerak di bidang konservasi alam dan lingkungan. Beberapa latar belakang dan 
alasan dapat dikemukakan di sini sebagai berikut: 

a) Terbukti bahwa di masa lalu, upaya konservasi sumber daya alam dan 
penyelamatan lingkungan gagal dilakukan secara parsial oleh pemerintah, 
lembaga swadaya masyarakat, swasta, perguruan tinggi, aktivis lingkungan, 
dan masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah kompleksitas permasalahan 
konservasi alam di satu pihak, dan segala keterbatasan (sumber daya manusia, 
teknis, dana, sistim perencanaan, strategi pencapaian tujuan, sistim kerja, 
komitmen) lembaga pemerintah yang ditugasi pengelola sumber daya alam. 
Akibat dari kegagalan itu, masyarakat yang paling dekat dengan sumber daya 
alam itulah yang pertama menanggung akibatnya (banjir, tanah longsor, 
pencemaran air, tanah, eksplosi hama dan penyakit, kebakaran lahan dan 
hutan), dan masyarakat luas baik nasional maupun internasional-punahnya 
berbagai spesies satwa liar yang dilindungi, habitat alami yang rusak dan tidak 
bisa dipulihkan, dan sebagainya. 

b) Pemerintah di masa lalu sering meragukan kemampuan masyarakat akan 
upaya konservasi sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup. Dari 
sebagian besar pemenang Kalpataru, adalah para individu anggota masyarakat 
biasa. Seringkai korelasi antara tingkat pendidikan dengan kesadaran 
lingkungan tidak selalu linear. 

c) Permasalahan konservasi sumber daya alam dan lingkungan terlalu kompleks 
untuk ditangani secara parsial, baik di tingkat bawah maupun di level 
advokasi. Penanganan di tataran policy  maupun di level lapangan perlu 
melibatkan multidisipliner dan multi-level stakeholders. Pengalaman melakukan 
sistim kerja seperti  ini belum pernah dilakukan oleh pihak pemerintah, namun 
pada skala tertentu telah dimulai justru dari lembaga swadaya masyarakat. 

d) Dengan menggunakan kendaraan bernama network, maka dapat mulai 
dibangun kesadaran kolektif yang nantinya diarahkan pada membangun 
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agenda bersama yang menjadi komitmen untuk collective actions. Yang 
diharapkan adalah terbangunnya sinergi antar stakeholder dalam 
menyelesaikan masalah maupun mengembangkan potensi-potensi yang ada 
untuk kesejahteraan masyarakat di level akar rumput. 

e) Secara tidak langsung, proses pencerahan atau enlightment dapat dilakukan di 
dalam simpul-simpul network. Hal ini dapat dilakukan karena keran 
komunikasi asertif dikembangkan oleh fasilitator dalam network. Pencerahan 
perlu dilakukan karena dalam menangani isu-isu lingkungan banyak terjadi 
distorsi informasi, manipulasi informasi, sehingga masyarakat secara perlahan 
mengalami proses pembodohan. 

f) Tidak pernah memperoleh informasi yang benar dari pihak-pihak yang 
berkompeten. Dengan demikian, proses “penyuluhan yang mencerahkan” 
secara terus menerus berlangsung di dalam network, dalam rangka membangun 
tingkat kesadaran baru dengan tata nilai baru, yang merupakan awal dari 
tahapan “tangga koneksi”, untuk menuju pada tingkatan “komitmen”. 

g) Dalam perspektif ekonomi, maka dengan keberhasilan membangun network, 
maka biaya dan waktu akan dialokasikan sangat efektif dan efisien. Namun 
demikian, diperlukan komitmen,  semangat yang tinggi, konsistensi, dan 
persistensi untuk melakukannya sampai berhasil. Demikian juga, diperlukan 
waktu yang cukup lama agar proses interaksi dan komunikasi asertif  itu 
berlangsung. 

2b. Langkah Membangun Network 

Dalam membangun network, dapat ditempuh berbagai cara dan tahapan. 
Pengalaman penulis membangun network  kerja konservasi alam di Yogyakarta, 
selama dua satu tahun (1999-2000),  sebagai analis kebijakan pada Conservation 
International Indonesia (2001-2004), sebagai Kepala Balai TN Gunung Leuser (2005-
2007), sebagai Kepala Balai Besar di KSDA NTT (2012-2013), dan sebagai Direktur 
Penyiapan Perhutanan Sosial (2014-2017),  memberikan beberapa pelajaran yang 
sangat berharga. Tahapan yang dapat dipertimbangkan untuk dilalui adalah 
sebagai berikut: 

2c. Mengidentifikasi Simpul Network 

Yang dimaksud dengan simpul sebenarnya adalah para stakeholder kunci. 
Identifikasi dapat dilakukan secara internal oleh organisasi di mana kita bekerja. 
Data dan informasi sekunder akan sangat membantu pada tahapan awal ini. Data 
dan informasi sekunder dapat diperoleh dari beberapa stakeholder yang telah 
dikenal, baik melalui forum formal maupun informal. Dari daftar stakeholder itu, 
maka mulai dilakukan sortir untuk mengelompokkan ke dalam beberapa 
kelompok, berdasarkan minat dan pengalaman. Dapat pula berdasarkan level 
kepentingannya, misalnya ada yang aktif di grass-root, ada yang membatasi diri di 
tingkat advokasi, ada yang keduanya. 

Pengelompokan awal ini kemudian dilakukan pendalaman dengan cara 
membangun dialog awal dengan mereka. Pengalaman menunjukkan bahwa dialog 
tidak mudah. Kita hanya bisa membangun komunikasi setelah beberapa kali 
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pertemuan. Seminar, lokakarya, diskusi-diskusi perlu diikuti karena pada forum-
forum seperti itu kita dapat mencatat banyak hal dari calon simpul 
dari network yang akan kita bangun. Terkadang banyak terjadi bahwa figur CSO 
maupun pencinta alam/aktivis sangat tergantung pada pimpinannya. Kesulitan 
kadang timbul karena interest yang sangat beragam dan berubah-ubah, sehingga 
kita sulit mengelompokkannya. Modal awal untuk mendapatkan informasi adalah 
hanya mendengarkan (listening skill). Namun hal ini sering sulit, karena secara tidak 
sadar kita ingin menunjukkan eksistensi kita di forum dengan banyak bicara. 
Penyakit lama birokrat adalah dalam hal-hal seperti ini. 

Hasil pengelompokan ini penting dalam hubungannya dengan 
kemungkinan kita akan masukkan mereka pada simpul primer dalam network yang 
akan dibangun itu. Simpul-simpul mana yang sekiranya cukup strategis dalam 
mendukung gagasan kita itu. Sangat sering terjadi, hasil interpretasi kita ternyata 
tidak benar dan harus dikoreksi ulang. Diperlukan kemampuan melakukan banyak 
dinamika, review, dan seterusnya sampai kita menemukan simpul-simpul yang 
sudah cukup mengkristal dan berperan strategis.  

2d. Membangun Komunikasi Asertif Antar Simpul 

Setelah melakukan identifikasi simpul-simpul mana yang potensial dan strategis 
untuk bersama-sama membangun network, langkah selanjutnya adalah mencoba 
mengetahui lebih dalam tentang kiprah dan potensi-potensi yang dimiliki masing-
masing simpul. Melalui komunikasi yang asertif, yang saling menghargai dan 
mendorong berkembangnya dialog yang setara dan mendalam, maka potensi 
dan  pokok perhatian masing-masing simpul itu akan terdata. Komunikasi dapat 
dikembangkan melalui forum-forum dialog bulanan atau berdasarkan topik-topik. 
Tidak selalu pihak pemerintah yang mengundang. Setiap kesempatan di mana 
berbagai simpul berkumpul, kita dapat secara tidak langsung melakukan 
identifikasi, pendekatan, dan dialog secara terbuka tetapi intens dengan beberapa 
simpul yang potensial. Dalam mengembangkan dialog asertif itu, diperlukan 
kemampuan komunikasi dalam hal listening skill, dan yang lebih penting adalah 
membangun iklim dialog yang kondusif untuk tumbuhnya saling percaya 
atau trust building. 

Membangun kepercayaan ini merupakan modal awal berkembangnya 
hubungan yang lebih mendalam. Tanpa adanya kepercayaan dan frekuensi 
komunikasi yang sama dan semakin meningkat dalam bekerja sama, maka tidak 
akan pernah tercapai situasi  menang-menang. 

3. Kesadaran Kolektif 

Melalui komunikasi yang asertif dan penuh dengan empati, akan dibangun suatu 
kesadaran kolektif, yaitu kumpulan dari kesadaran-kesadaran individu, kelompok, 
atau institusi sebagai hasil dari komunikasi asertif tersebut, yang 
telah  berakumulasi dan mengkristal. Kesadaran kolektif adalah kesadaran 
bersama dari berbagai komponen masyarakat di berbagai level. Kesadaran tentang 
apa? Yaitu kesadaran tentang kerusakan lingkungan hidup, kerusakan kawasan-
kawasan konservasi, mitigasi perubahan iklim, kerusakan hutan, kriminalisasi dan 
kemiskinan atau pemiskinan masyarakat pinggir hutan atau masyarakat adat. 
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Kesadaran tentang perlunya usaha bersama dalam mengatasinya, kesadaran 
bahwa bila dilakukan secara parsial terbukti tidak akan membawa manfaat yang 
substansial dan cukup signifikan. 

Kesadaran kolektif ini merupakan awal dari berkembangnya 
suatu collective actions, suatu gerakan bersama yang tentunya akan memberikan 
dampak yang sering luar biasa dan dampak bergandanya juga sering tidak terduga. 
Kesadaran kolektif ini juga dipicu dan didorong oleh suatu fakta bahwa di mana-
mana ternyata banyak orang yang merasakan hal yang sama, dan melakukan hal 
yang sama pula, tetapi belum ada sinergi dan efek dari usaha-usaha yang parsial 
itu sangat kecil. Sehingga, di sana-sini mulai timbul kekecewaan. Banyak dicetak 
sarjana, pasca sarjana, doktor, semakin banyak dibangun pusat-pusat studi, namun 
juga diketahui tidak ada relevansinya dengan peningkatan kesadaran masyarakat, 
perbaikan kualitas lingkungan hidup dan konservasi alam, dan membaiknya 
kesejahteraan masyarakat pinggir hutan.  

4. Sinergi 

Salah satu hasil dari proses kolaborasi dan networking tersebut adalah sinergi. 
Sinergi adalah suatu keadaan dimana secara keseluruhan lebih besar daripada 
jumlah bagian-bagiannya penyusunnya. Sinergi merupakan intisari dari 
kepemimpinan yang berpusat pada prinsip. Ia juga merupakan jalan tengah atau 
jalan yang lebih tinggi, seperti puncak dari sebuah segitiga. Perbedaan merupakan 
intisari dari apa yang disebut sebagai “sinergi”. 

Ternyata, sinergi merupakan situasi menang-menang. Dalam konsepsi 
tingkatan komunikasi seperti yang disajikan dalam diagram tersebut di atas, posisi 
„sinergi“ menduduki peringkat paling atas. Sinergi ini suatu keadaan yang 
ditimbulkan dari resultante tingginya tingkatan kerja sama (saya lebih menyukai 
‘tingkatan kolaborasi’) yang secara bertahap meningkatkan rasa saling menghargai 
(mutual respect), rasa saling percaya (mutual trust), yang memberikan kemanfaatan 
bersama (mutual benefit). Intisari dari kolaborasi adalah dari ketiga situasi ini yang 
telah ditemukan oleh Pak Wahjudi Wardojo sejak menjabat menjadi Kepala Balai 
TN Gunung Gede Pangrango periode pertengahan 1990an. 

Dalam pengembangan organisasi, shared vision hanya bisa dibangun 
apabila pemimpin dalam organisasi itu mampu mendorong tumbuhnya kerja sama 
di antara komponen dalam organisasi itu atau dengan pihak luar sehingga minimal 
dapat menumbuhkan situasi saling percaya.  Tetapi  fakta menunjukkan tidak 
mudah membangun situasi yang seperti itu. Diperlukan seorang yang memiliki 
kapasitas leadership yang cukup untuk dapat melakukannya.  

5. Tantangan  

Secara teoritis membangun kolaborasi dan jaringan  seakan-akan mudah. Namun 
dalam kenyataannya, banyak sekali hambatan dan tantangan yang harus 
diatasi.  Pertama, sering kali tahapan membangun kolaborasi tidak dilakukan 
dengan benar. Mitra menyusun proposal untuk suatu proyek tertentu tanpa 
melakukan cukup konsultasi dengan pengelola kawasan konservasi. Ketika 
proposal telah didanai dan baru dilakukan pertemuan dengan pengelola kawasan 
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konservasi, terjadi perbedaan pandangan atau prioritas investasi.  Dalam kasus 
ini, common vision atau common goal tidak dibangun bersama, dan kemudian pihak 
pengelola kawasan seolah-olah ditodong untuk bekerja sama. Akibat lanjutan dari 
pola ini, tentu saja dukungan menjadi sangat minimal. Pengelola enggan 
mengalokasikan pendanaan sebagai dana pendamping. Ketika mitra kehabisan 
dana, kegiatan yang mungkin sangat bagus akan berhenti sama sekali atau stagnan. 
Apabila sejak awal sudah dibangun kesepahaman, maka dana dan staf dapat 
dialokasikan secara bertahap, sehingga terjadi transfer of knowledge, skill, and 
attitude dari mitra ke para pengelola kawasan atau pihak lainnya yang berkerja 
sama. Ketika mitra telah menghentikan proyeknya, pengelola sudah siap 
melanjutkan kegiatan-kegiatan tersebut secara mandiri. Kedua, kolaborasi 
dibangun dalam kondisi antara mitra dan pengelola hutan atau kawasan 
konservasi tidak dalam posisi yang seimbang-sejajar. Pengelola hutan atau 
kawasan konservasi dalam kondisi lemah dan mati suri, dengan berbagai 
alasannya. Dalam kondisi seperti ini, mitra sebaiknya menarik dan memberikan 
motivasi agar pengelola “bangun dari tidur” panjangnya. Hal ini  tentunya sangat 
tidak mudah. Diperlukan sikap persisten, sikap pantang menyerah, yang 
memerlukan energi dan waktu yang tidak sedikit. 

Biasanya mitra tidak sabar dan meninggalkannya. Dalam kondisi ini 
kemitraan atau kolaborasi hanya lip service saja, dan hanya sekedar  kerja sama di 
atas kertas. Faktanya, mitra bekerja sendiri dan pihak pengelola hutan, pengelola 
kawasan konservasi atau masyarakat hanya menjadi sekedar penonton. Sekedar 
menjadi obyek, belum diposisikan sebagai subyek. Akibat lanjutannya, dan 
seringkali hal ini lebih parah adalah bahwa seolah-olah mitra yang berkibar 
benderanya dan pengelola hutan atau pengelola kawasan konservasi tenggelam 
dalam ketidakjelasan peran dan otoritas. 

Salah satu dari upaya untuk menjawab tantangan ini antara lain adalah 
dengan memilih leader pengelola hutan, pengelola kawasan konservasi yang 
memiliki kapasitas leadership yang cukup, sehingga mampu membangun 
komunikasi dan proses belajar yang terus menerus. Leader yang kuat juga akan 
mampu membangun kinerja staf pada tingkatan kedua atau second layer 
staff.  Kebuntuan kolaborasi dapat disiasati dengan mendorong kolaborasi pada 
tataran teknis staf level kedua, khususnya staf teknis dan fungsional.  Upaya lain 
adalah dengan mendorong upaya kolaborasi menjadi bagian dari penilaian kinerja 
pengelola hutan atau pengelola kawasan konservasi. 

6. Peluang 

Iklim demokrasi yang berkembang sejak Reformasi 1998, telah mendorong 
birokrasi di pemerintahan membangun “budaya kerja” baru, yaitu budaya kerja 
multipihak, lebih membuka diri dan berorientasi pada outcome bukan 
sekedar output. Untuk dapat mencapai outcome diperlukan kerja multipihak 
sehingga di lapangan dapat terjadi perubahan (change) yang cukup berarti. 

Banyak sekali lembaga donor bilateral maupun multilateral yang ingin 
membantu Kementerian LHK baik terkait dengan perubahan iklim, 
persoalan wildlife, kerusakan habitat, penegakan hukum lingkungan, tenurial, adat, 
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mitigasi perubahan iklim, dan sebagainya. Hal ini merupakan peluang besar 
dilakukannya kolaborasi multipihak. Kerja sama lintas kementerian juga menjadi 
semakin penting sehingga dapat diminimalkan ego sektoral yang jelas tidak 
bermanfaat di tingkat lapangan. Nawacita Presiden Joko Widodo mensyaratkan 
antara lain paradigma pembangunan Indonesia dari pinggiran dan membangun 
kekuatan dan kemandirian masyarakat. 

7. Peranan Generasi Z 

Generasi yang lahir di antara 1995-2012 yang jumlahnya sudah mencapai 72,8 juta 
jiwa ini, menurut Stillman D dan Stillman J (2018)  dalam bukunya yang berjudul 
"Generasi Z", memiliki 7 ciri. (1) Figital, setiap aspek fisik (manusia dan tempat) 
mempunyai ekuivalen digital. Sejumlah 91% Gen Z mengatakan bahwa 
kecanggihan teknologi suatu perusahaan akan berdampak terhadap keputusan 
mereka bekerja di perusahaan tersebut. (2).Hiper-Kustomisasi. Gen Z berusaha 
keras mengidentifikasi dan melakukan kustomisasi atau penyesuaian identitas 
mereka sendiri agar dikenal dunia. Sejumlah 56% Gen Z memilih membuat uraian 
pekerjaan mereka sendiri daripada diberikan deskipsi yang sudah aman. 
(3) Realistis. Gen Z. Berfikir realistis dalam membentuk masa depan mereka, 
berpikir pragmatis sejak dini. (4) FOMO. Gen Z sangat takut melewatkan sesuatu. 
Mereka selalu dalam barisan terdepam dalam tren dan kompetisi. Sejumlah 75% 
Gen Z cenderung ingin memiliki peran ganda dalam suatu kantor, 
(5). Weconomist. Gen Z hanya mengenal dunia dengan ekonomi berbagi. Gen Z 
menekankan "kami" dalam peran mereka dalam filantropis. Sejumlah 93% Gen Z 
mengatakan kontribusi perusahaan pada masyarakat menentukan pilihan mereka 
bekerja pada perusahaan tersebut. (6). DIY. Gen Z merupakan generasi do it 
yourself. Bertumbuh dengan Youtube yang bisa mengajari mereka apa pun. Jika 
ingin melakukan dengan benar, lakukanlah sendiri. (7) Terpacu. Gen Z lebih 
kompetitif serta tertutup daripada generasi terdahulu. Sejumlah 72% Gen Z 
mengatakan mereka kompetitif terhadap orang yang melakukan pekerjaan yang 
sama. 

Dalam dunia konservasi alam, berbagai kecanggihan teknologi dengan 
kelahiran Generasi X di era 1980an, mendahului Gen Z,  telah masuk ke dalam 
pembaruan pola-pola kerja perlindungan dan monitoring wildlife di seluruh dunia. 
Di era Gen Z, semua masuk ke dalam aplikasi gadget, seperti yang dikembangkan 
dalam monitoring  species burung yang dikembangkan Swiss Winasis, dengan 
"birdnesia", yang bisa diunggah  di playstore, yang mendorong ribuan orang untuk 
aktif memantau keberadaan burung di alam dan melaporkannya, yang kemudian 
kita sebut sebagai "citizen science". Pemasangan GPS collar pada gajah betina di tiga 
kelompok gajah di Aceh, dan satu kelompok di Kabupaten Tanggamus Lampung, 
dan penggunaan drone telah membantu pelestari gajah memantau pergerakan 
kelompok-kelompok gajah tersebut sehingga bisa dicatat pola pergerakannya serta 
dapat dicegah masuknya kelompok tersebut ke kampung-kampung yang dapat 
menimbulkan konflik. Pemasangan Satellite Collar untu hiu paus di TN Teluk 
Cenderawasih, membuktikan efektivitas pemantauan pergerakannya di sepanjang 
hidupnya. Dan masih banyak lagi aplikasi dalam playstore, seperti CarryMap, 
avenza map, memento dan lain sebagainya, sangat bermanfaat. 
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Dalam waktu yang tidak terlalu lama, Gen Z akan merubah pola-pola 
komunikasi dan kerja sama dalam konservasi alam. Peranan "citizen science" yang 
mandiri, bisa menjadi mitra pemerintah atau menjadi "musuh" dengan segala 
kritikannya sebagai hasil dari model monitoring mandiri yang dilakukannya. 

Ditjen KSDAE telah membuka diri, dengan melemparkan nomor Call 
Center di setiap UPT kepada publik agar merangsang publik secara aktif 
melaporkan kepada Ditjen KSDAE dan 74 UPT di seluruh Indonesia, tentang 
berbagai persoalan lingkungan dan berbagai pelanggaran hukum. Setelah lebih 
dari 1 tahun penerapan keterbukaan dan respons tersebut, mulai tampak animo 
publik semakin meningkat, misalnya dengan pelaporan problem satwa liar. 
Penggunaan aplikasi WhatsApp dan Instagram juga membantu proses komunikasi 
Pusat-UPT termasuk model reporting baru dengan kecepatan dalam hitungan detik 
atau second, dimana 5 tahun yang lalu hal ini tidak dapat dibayangkan bisa terjadi. 

Selamat Datang Generasi Z dalam Konservasi Alam di Indonesia.*** 

 

*) Makalah disampaikan pada COP 24 UNFCCC, Katowice-Poland; 10 Desember 2018. 
Indonesia Pavilliun. D.6. Forestry Private Sector Contribution to Climate Change 
Mitigation.  
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Jalan Damai Kelola Hutan (Konservasi) di Indonesia 

 

 

"Forestry is not about trees, it is about people. And it is about trees only in so far as trees 
can serve the needs of the people" (Jack Westoby, 1967) 

 

Kawasan hutan dunia termasuk di Indonesia tidak dapat kita anggap 
sebagai ‘kertas putih’. Interaksi masyarakat dengan hutan telah berlangsung 
berabad-abad lamanya, yang juga membentuk relasi sosial dan kebudayaan dengan 
pengetahuan tradisionalnya yang kaya dan sangat penting bahkan sampai saat ini 
dimana kita menghadapi perubahan iklim secara global. Oleh karena itu 
pernyataan Jack Westoby di atas, mengingatkan kita bahwa mengurus hutan itu 
sebenarnya bukan saja mengurus pepohonan atau habitat satwa liar. Tetapi pada 
dasarnya langsung dengan manusia atau masyarakatnya yang tentu akan lebih 
rumit daripada sekedar tentang pepohonan. 

Laporan FAO tahun 2014 yang berjudul State of the World 
Forest menunjukkan antara lain bahwa kontribusi utama dari hutan untuk 
ketahanan pangan dan kesehatan dalam menyediakan kayu bakar untuk memasak 
dan mensterilkan air. Diperkirakan bahwa 2,4 milyar orang memasak dengan kayu 
bakar, atau kira-kira 40 persen dari populasi di less developed countries. Sekitar 764 
juta dari kelompok ini memasak air dengan kayu bakar. Pemungutan hasil hutan 
bukan kayu yang bisa dimakan mendukung ketahanan pangan dan menyediakan 
nutrisi esensial bagi banyak orang. Kayu bakar sering kali sebagai satu-satunya 
sumber energi di wilayah pedesaan di negara kurang berkembang dan khususnya 
sangat penting bagi kelompok miskin. Diperkirakan 27 persen dari suplai energi 
primer di Afrika, 13 persen di Amerika Latin dan Karibia, dan 5 persen di Asia dan 
Oseania. Namun demikian, kayu bakar juga digunakan secara meningkat di 
negara-negara maju dengan tujuan untuk mengurangi konsumsi bahan bakar fosil. 
Misalnya, sekitar 90 juta orang di Eropa dan Amerika Utara sekarang 
menggunakan kayu bakar sebagai sumber utama mereka untuk pemanasan 
domestik. Data tersebut menunjukkan bukti bahwa hutan memberikan kontribusi 
nyata dalam ketahanan pangan dan menjamin keberlangsungan kehidupan 
masyarakat terutama tentu yang berada di pinggir hutan atau di dalam hutan. 
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Kelola Hutan secara Damai 

Bagaimana dengan Indonesia? Ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya 
hutan masih sangat signifikan. Dari 74.954 desa di Indonesia, lebih dari 25.600 desa 
atau 34,1% adalah desa yang di pinggir hutan. Sedangkan di Hutan Konservasi 
seluas 27,1 juta hektare terdapat 6.381 desa di sekitarnya yang kehidupannya sangat 
tergantung pada kondisi sumber daya hutan tersebut. 

Dokumen RPJMN 2015-2016 mengamanatkan seluas 12,7 juta hektare 
hutan negara, yaitu di hutan lindung dan hutan produksi, dapat dikelola oleh 
masyarakat pinggir hutan atau di dalam hutan. Luasan 12,7 juta hektare tersebut 
sebenarnya hanya 10% dari total luas hutan negara. Namun bila dibandingkan luas 
suatu negara di Eropa, hampir seluas negara Inggris. 

Suatu program nasional yang luar biasa besar dan bukan program yang 
biasa, karena selama 71 tahun Indonesia merdeka, baru kali inilah pemerintah 
menyiapkan program dengan mengalokasikan kawasan hutan negara untuk 
dikelola rakyat dengan ukuran yang sangat besar, walaupun perjuangannya telah 
dimulai sejak Kongres Kehutanan Sedunia ke-8 di Jakarta yang bertema "Forest for 
People". Pada masa pemerintahan Presiden SBY tahun 2010-2014, program ini telah 
mulai digulirkan dengan target 2,5 juta hektare. Sampai akhir Oktober 2016 total 
kawasan hutan negara yang telah diberikan dalam program perhutanan sosial 
dalam bentuk hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, dan 
kemitraan kehutanan mencapai luas 1,4 juta hektare, dimana sekitar 1.000.000 jiwa 
yang mendapatkan manfaatnya. 

Dengan dilaksanakannya program perhutanan sosial ini, pada umumnya 
masyarakat merasa ‘di-wong-ke’ oleh negara, merasa ‘dimanusiakan’, didengar 
aspirasinya, dilindungi, dan tidak lagi dikejar-kejar sebagai aparat keamanan 
karena menggarap lahan di hutan negara. 

Di Provinsi Lampung, seluas 110.000 hektare kawasan yang umumnya 
hutan lindung telah lama dikelola masyarakat dengan menanam kopi, telah 
mendapatkan hak kelola hutan kemasyarakatan - salah satu skema program 
perhutanan sosial. Pada tahun 2015, tidak satu pun kejadian kebakaran di areal ini. 
Masyarakat yang telah mendapatkan hak kelolanya selama 35 tahun ternyata 
terbukti bertanggung jawab menjaga lahan garapannya dari berbagai gangguan, 
termasuk api. 

Hutan-hutan desa, sebagai skema perhutanan lainnya. Di Jambi juga 
menunjukkan bukti-bukti bahwa di kawasan perhutanan sosial, tidak terbakar 
karena karena dijaga. Di Sumatera Barat telah terjadi gerakan mengusulkan Hutan-
hutan Nagari di kawasan hutan lindung untuk dikelola oleh masyarakat. Mereka 
merasakan bahwa telah diberikan kepastian hak mengelola oleh negara. Secara 
psikologis, masyarakat mulai merasakan bahwa negara percaya pada rakyatnya 
untuk mengurus hutan dengan benar. 

Model kelola perhutanan sosial, sebenarnya solusi adanya peningkatan 
ketimpangan penguasaan lahan yang kemudian menimbulkan konflik sosial. 
Banyak sekali kelompok masyarakat yang terpaksa menggarap lahan di dalam 
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kawasan hutan negara karena memang lahan garap di desanya semakin sempit. 
Solusi melalui pemberian akses kelola ini sebenarnya sudah lama ditunggu oleh 
masyarakat desa-desa pinggir hutan. Konflik fisik antar aparat dan penggarap 
dapat dihindarkan, sekaligus masyarakat merasakan kehadiran negara di desa-
desa mereka yang umumnya terpencil jauh dari akses jalan maupun infrastruktur 
pendukung lainnya. 

Pilar Sosial di Hutan Konservasi 

Hutan konservasi seluas 27,1 juta hektare (dimana 5 juta hektare adalah kawasan 
perairan), dikelilingi oleh 6.381 desa dan terdapat usulan wilayah adat seluas 1,6 
juta hektare, dimana seluas 1,1 juta hektare berada di dalam taman nasional. 
Dengan demikian, hutan konservasi juga tidak dapat dilepaskan dari persoalan 
sosial, di samping juga menghadap berbagai persoalan kerusakan habitat satwa 
liar, perburuan satwa, perambahan yang diprediksi telah mencapai 2,2 juta hektare 
atau 8% dari luas hutan konservasi daratan. 

Saat ini, upaya untuk mengakomodir keberadaan dan ketergantungan 
masyarakat dengan hutan konservasi adalah dengan penetapan zona tradisional, 
khususnya di taman nasional. Dari kawasan taman nasional seluas 16.232.132 
hektare, telah ditetapkan Zona Tradisional seluas 1.280.062 hektare atau 7,8%. Ke 
depan, zona tradisional tersebut dapat diperluas sesuai dengan kondisi dan 
kebutuhan setempat. 

Tanpa pelibatan masyarakat setempat, maka sudah dapat dipastikan 
bahwa berbagai persoalan di hutan konservasi tidak dapat diselesaikan dengan 
tuntas. Dengan perubahan penggunaan di luar hutan konservasi, menjadi 
monokultur sawit seperti yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan, maka tekanan 
ke dalam hutan konservasi semakin tinggi. Hal ini disebabkan semakin 
bertambahnya jumlah penduduk dan tingginya mobilitas penduduk ke kawasan 
hutan, termasuk hutan konservasi, yang kurang dikelola secara intensif di tingkat 
lapangan. Perambahan sawit di Taman Nasional Tesso Nilo, Taman Nasional 
Gunung Leuser, Taman Wisata Alam Holiday Resort, Suaka Margasatwa Balai Raja, 
dan perambahan kopi di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, adalah beberapa 
contoh terjadinya fenomena ‘open access’. Yang dimaksud dengan ‘open 
access’ adalah suatu sumber daya yang tidak dimiliki oleh siapa pun, namun 
sekaligus bisa jadi milik setiap orang. Mereka yang kuat dan bermodal akan 
menguasai kawasan hutan tersebut. 

Perhutanan Sosial atau kemitraan konservasi perlu segera diterapkan di 
kawasan konservasi yang mengalami kerusakan tersebut. Penegakan hukum hanya 
diberlakukan pada aktor intelektual yang biasanya memberikan modal kepada 
masyarakat mistik yang terpaksa menjadi perambah hutan. 

Pengembangan ekowisata di Tangkahan, Desa Namo Sialang dan Sei 
Serdang, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera 
Utara, merupakan bukti yang sahih tentang manjurnya model pendekatan baru, 
untuk melibatkan masyarakat desa pinggir hutan, untuk dapat manfaat dan 
sekaligus menjadi penjaga hutan yang militan dan konsisten. Sejak dibangun kerja 
di Tangkahan tahun 2000, pengembangan ekowisata telah sangat maju. Hasil PNBP 
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berturut-turut sebagai berikut: tahun 2013 (Rp 372.247.500,00), 2014 (Rp 
491.091.500,00), 2015 (Rp 749.375.000,00), 2016 (Rp 1.090.240.000,00), dan tahun 2017 
(Rp 2.129.177.500,00). Kegiatan ekowisata tersebut telah mendorong perputaran 
ekonomi setempat sebesar 5 sampai 10 milyar per tahun. Ribuan turis mancanegara 
menikmati eksotisme Tangkahan, sekaligus Hutan Leuser yang aman dan lestari. 

Mandi bersama gajah di Tangkahan (@bisro) 

Tangkahan merupakan contoh nyata. Apabila kebijakan pengelolaan 
kawasan konservasi melibatkan masyarakat desa di sekitarnya, maka berbagai 
peluang ekonomi berupa ekowisata, hasil hutan bukan kayu, dan jasa lingkungan, 
dapat dimanfaatkan dan dikelola oleh masyarakat untuk menggerakkan ekonomi 
setempat. Pendampingan yang konsisten dari Balai (Besar) TN Gunung Leuser, 
beserta mitra kunci, terutama FFI menjadi salah satu faktor yang membantu 
keberhasilan Tangkahan. 

Pekerjaan Rumah ke Depan 

Di tingkat lapangan, program perhutanan sosial, termasuk di hutan konservasi ini 
tidak berjalan dengan mulus. Masih banyak pekerjaan rumah yang seharusnya 
dapat dikerjakan bersama secara terpadu berkesinambungan. 

Pertama, berbagai persoalan muncul ketika program tidak kena sasaran, 
yaitu mereka yang memang memerlukan lahan. Pemasaran produk yang dikuasai 
oleh pengijon, persoalan hama- penyakit, pupuk, pasca panen, lemahnya 
pendampingan dari penyuluh maupun dari LSM, baik sejak pengusulan sampai 
pasca menerima izin, menjadi pekerjaan rumah yang masih terjadi di berbagai 
daerah. 

Kedua, dukungan pemerintah kabupaten dan provinsi, pihak swasta, 
perguruan tinggi setempat, kerja sama lintas kementerian, terutama dengan 
kementerian terkait, misalnya Kemendes dan Kemendagri, masih memerlukan 
dorongan dan kerja bareng yang sinergis. Persoalan perambahan di taman nasional 
atau kawasan konservasi lainnya, dapat diselesaikan melalui kemitraan masyarakat 
dengan pengelola kawasan tersebut. Intinya adalah memberikan akses kelola 
kepada masyarakat yang memang memerlukannya. 

https://1.bp.blogspot.com/-TP6WQfwoQfg/WqnsetcpqvI/AAAAAAAAAX4/Dx5kYzdOHZoe-2HfhonkebmIE2FN_AztACLcBGAs/s1600/IMG20170917171615.jpg
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Ketiga, penegakan hukum hanya ditujukan kepada aktor intelektual dan 
pemodalnya, agar dapat memberikan efek jera. Sinisme yang berkembang di publik 
tentang ‘hukum tumpul ke atas tajam ke bawah’ tidak berlaku dalam konteks 
pelaksanaan program perhutanan sosial ini. Hukum tajam ke atas seharusnya 
ditujukan bagi para cukong, pemodal, dan aktor intelektual; ke bawah masyarakat 
miskin yang terpaksa menggarap lahan di kawasan hutan negara justru dirangkul 
untuk turut serta menjaga dan mendapatkan manfaatnya dengan tetap berpegang 
pada prinsip-prinsip kelestarian lingkungan, sosial, dan ekonomi. 

Keempat, kunci keberhasilan program ini terletak pada proses 
pendampingan dari hulu sampai ke hilir diprosesing hasil panen dan 
pemasarannya. Oleh karena itu sangat penting untuk membangun keterpaduan 
program, yaitu antara pemerintah dengan lembaga swadaya masyarakat, pihak 
swasta, tokoh masyarakat atau local champion seperti Ritno Kurniawan, seorang 
sarjana pertanian lulusan UGM yang kembali ke kampung dan membangun 
gerakan wisata alam dengan melibatkan masyarakat yang semula menjadi 
perambah hutan atau penebang liar di Hutan Nagari Lubuk Alung, Sumatera Barat 
(Sosok, Kompas, 11/10/16). Puluhan local champion telah lahir dan melahirkan 
gerakan akar rumput di seluruh Indonesia, melalui pelaksanaan hutan 
kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, hutan adat, kemitraan 
kehutanan, dan ke depan kemitraan di kawasan konservasi. 

Kelima, perhutanan sosial diharapkan menjadi gerakan baru 
pembangunan kehutanan dari pinggiran, termasuk di hutan konservasi, bukan 
hanya tugasnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saja, tetapi 
menjadi tugas lintas Kementerian/KL, pemerintahan di provinsi dan di kabupaten, 
dalam mewujudkan kehadiran negara di pinggir-pinggir hutan negara, mendorong 
terciptanya model kelola hutan secara damai, memandirikan, dan mendorong 
meningkatnya perekonomian lokal berupa hasil hutan kayu, hasil hutan bukan 
kayu, jasa lingkungan, dan wisata alam. 

Penutup 

Kita diingatkan oleh Francis Fukuyama dalam bukunya berjudul "Memperkuat 
Negara" (2005). Ia menyatakan bahwa: "Suatu negara yang kuat ditandai dengan 
kemampuannya menjamin bahwa hukum dan kebijakan yang dilahirkannya ditaati 
oleh masyarakat, tanpa harus menebarkan ancaman, paksaan, dan kecemasan 
berlebihan. Elemen dasar yang ada pada negara yang kuat adalah otoritas yang 
efektif dan terlembaga". 

Program Perhutanan Sosial ini semoga dapat memenuhi harapan akan perwujudan 
dari Nawacita Presiden Joko Widodo, tentang kehadiran Negara di tingkat akar 
rumput. Untuk itu diperlukan kapasitas leadership dan komitmen para pihak di 
semua level, mulai dari ‘Jakarta’, provinsi, kabupaten. Negara yang kuat, seperti 
digambarkan oleh Francis Fukuyama, rasanya tepat untuk memenuhi harapan 
tentang model kelola hutan Indonesia, yang diselenggarakan secara damai dan 
memenuhi rasa keadilan masyarakat desa-desa pinggir hutan.*** 
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“Smart Investment”  Sebagai Strategi Pemanfaatan di 
Kawasan Konservasi Indonesia 

 

 

Potensi kawasan konservasi seluas 27,2 juta hektar (22,2 juta  hektar di 
terestrial dan 5 juta hektar di perairan), sangat hebat dan luar biasa seperti wisata 
alam - outdoor recreation, ekowisata,  wisata minat khusus, wisata pendidikan, 
wisata religi, wisata nostalgia, wisata keheningan – meditasi – healing, 
mengembangkan potensi daya air dan alirannya, serta hasil hutan nir kayu yang 
sangat beragam. Diantara berbagai potensi tersebut, potensi biomedik baik dari 
flora terrestrial maupun dari terumbu karang sangat menjanjikan. Namun 
demikian, potensi tersebut hanya bisa diungkap  dengan keahlian yang khusus.  

Ada dua contoh terkait hal tersebut, yaitu: potensi soft coral dari TWA Teluk 
Kupang - untuk pengobatan anti cancer dan tumbuhan berpotensi obat di TWA 
Ruteng, Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur. Maka, membangun jejaring 
kepakaran dengan para peniliti baik di internal Kementerian LHK maupun dengan 
LIPI atau jaringan universitas di seluruh Indonesia menjadi suatu keniscayaan.  
Sejak tahun 2009, Balai Besar KSDA NTT telah memulai  kerjasama penelitian anti 
cancer dengan Universitas Diponegoro, Universitas Lampung dan Universitas 
Ryusyhu, Jepang. Temuan awal di kedua taman wisata tersebut telah menunjukkan 
hasil yang menggembirakan dan seharusnya dilanjutkan beberapa tahapan lagi 
menuju pada produk komersial. 

Ada tiga contoh inovasi yang penulis alami sendiri dalam penugasan di 
Yogyakarta dan Kupang, dan satu artikel hasil riset LIPI bekerjasama dengan 
Conservation International Indonesia, penulis sebut hal ini sebagai “smart 
investment”. Investasi yang dilakukan dengan tujuan untuk  menggali potensi 
terpendam di kawasan konservasi atau mencari solusi dari persoalan ancaman 
kepunahan.  

Smart investment ini mensyaratkan digunakannya IPTEK. Diterapkannya 
science and high technology tentu saja tidak dapat dilakukan oleh pengelola kawasan 
konservasi saja; smart investment mensyaratkan kerja sama, kolaborasi dengan 
lembaga penelitian, pakar di bidangnya, serta para praktisi lapangan. Dan memang 
itulah yang semestinya dilakukan, kalau kita tidak mau terjebak hanya mengurusi 
“kulit luar” kawasan konservasi, seperti pembangunan gedung untuk kantor, 
mobil, dan segala macam sarana dan prasarana penunjang pengelolaan kawasan 
konservasi. Atau hanya mengurusi  berbagai persoalan lapangan, seperti 
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perambahan yang tidak pernah diselesaikan secara “smart” pula, yang saat ini telah 
mencapai mendekati angka satu juta hektar. 

Berikut adalah pengalaman mengungkap potensi kawasan konservasi di 
bidang yang terkait dengan persoalan ancaman kepunahan suatu spesies di Taman 
Nasional Gunung Merapi, penemuan awal  materi obat-obatan dari tumbuhan di 
dalam kawasan konservasi: 

Pertama - Pengalaman penulis pada rentang tahun 1999-2000 ketika menjadi Kepala 
Unit KSDA DI Yogyakarta, melestarikan Vanda tricolor, anggrek pandan endemik 
Merapi bersama enam kelompok tani di penyangga Merapi - saat itu belum menjadi 
taman nasional - dari kepunahan akibat perburuan masif di habitatnya, serta karena 
erupsi Merapi. Beberapa kelompok pelestari anggrek bertahan sampai saat ini, 
setelah 17 tahun inisiatif tersebut dimulai. Bahkan pada tahun 2000, sempat 
dilakukan pembiakan melalui kultur jaringan dengan Litbang Kehutanan di 
Purwobinangun.  

Kedua - Pengalaman penulis meneruskan dan mempertajam pelaksanaan program 
riset anti cancer di TWA Teluk Kupang pada periode 2012 - 2013 yang upaya 
awalnya telah dimulai pada tahun 2009 yang bekerja sama dengan Ir. Agus 
Triyanto, M.Sc., Ph.D, seorang pakar marine biologi dari UNDIP yang didukung 
seorang staf PEH BBKSDA NTT handal yang bernama Isai Yusidarta.  

Ketiga - Kajian fitokimia lebih dari 60 jenis tumbuhan berpotensi sebagai obat yang 
telah diidentifikasi oleh masyarakat lokal di TWA Ruteng, pada tahun 2013. Hal ini 
menarik karena pengetahuan masyarakat adat yang tinggal di sekitar TWA Ruteng 
tentang manfaat tumbuhan obat menjadi relatif tepat dengan kajian fitokimia yang 
dilakukan oleh Laboratorium Farmaka - Institut Pertanian Bogor.  

Keempat - Penelitian yang dilakukan oleh Tim dari Bioteknologi LIPI yang 
didukung oleh Conservation International Indonesia di Taman Nasional Batang 
Gadis, Kabupaten Mandailing Natal - Sumatera Utara, tentang pencarian sumber 
obat baru dapat dilakukan dengan menskiring secara umum mikroba endofitik di  
taman nasional tersebut terhadap kemampuannya menghasilkan senyawa 
antibakteri yang diperuntukkan melawan serangan infeksi bakteri Salmonella thypi 
dan Staphylococcus aureus. Mikroba tersebut ditemukan pada pohon medang, family 
Lauraceae yang hidup subur di dalam Taman Nasional Batang Gadis. 

Vanda tricolor  vs Kepunahan Species 

Pada tahun 2000, penulis sebagai Kepala Unit KSDA DI Yogyakarta 
mengembangkan model perencanaan yang berbeda dari arahan ‘Pusat’. Penulis 
sebut sebagai Perencanaan Strategis; pperencanaan yang dikonsultasikan kepada 
publik secara luas untuk mendapatkan masukan. Dialog intensif dilakukan dengan 
Kabid Kantor Wilayah Kehutanan Yogyakarta, Ir. RB. Wiyono dan Ir. Gunawan, 
sebelum ide besar tersebut dilaksanakan. Maka lahirlah Rencana Strategis Unit 
KSDA DI Yogyakarta. Sebagian besar bekerja dengan petani, dengan kelompok 
tani. Seperti breeding rusa timor di Bunder – Gunungkidul dengan kelompok tani 
rusa. Penyelamatan anggrek Merapi yang dinilai sudah hampir lenyap karena 
perburuan bersama 6 kelompok tani pelestari anggrek. Penyelamatan penyu di 
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Pantai Pandansimo, Bantul dengan Kelompok Nelayan pimpinan Pak Rudjito. 
Bertahun kemudian, sampai dengan saat ini berarti sudah 17 tahun, berbagai 
kegiatan konservasi yang melibatkan masyarakat tersebut masih eksis. Salah 
satunya adalah pelestarian anggrek Merapi, Vanda tricolor, sp. Anggrek pandan 
yang warnanya kuning sudah punah (komunikasi pribadi dengan Ir. Sulistyono, 
M.Si - aktivis Mapala Biogama saat itu, yang penulis jumpai, 23 Juli 2015 di rumah 
Pak Musimin, Turgo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Persoalan ancaman kepunahan suatu spesies harus dijawab dengan 
breeding, sekaligus proses penyadaran kepada masyarakat luas oleh masyarakat di 
sekitar habitat spesies tersebut. Apabila kultur jaringan yang diinisiasi tahun 2000 
tersebut dilanjutkan, maka akan lahir ribuan tangkal Vanda tricolor, dan sekaligus 
menjawab persoalan kepunahan karena over exploitation di habitatnya untuk 
kepentingan pasar, seperti yang terjadi Vanda tricolor sp yang berwarna kuning yang 
kini sudah tidak dapat ditemukan. Namun demikian, diperlukan konsistensi 
kebijakan, dukungan, dan pendampingan kepada kelompok-kelompok pelestari 
tersebut. Kelompok Pelestari Anggrek ALAMI, yang diketuai oleh Pak Musimin di 
Dusun Turgo tersebut juga didampingi oleh seorang aktivis lingkungan, yaitu Sdr. 
Sulistyono, M.Si, seorang sarjana Biologi UGM yang menjadikan kelompok 

Foto atas: Koleksi anggrek 
spesies greenhouse lereng 
Merapi di Turgo yang dik-
umpulkan oleh Pak Musi-
min. Didampingi oleh  Sdr. 
Sulistyo, kini telah terkum-
pul 70 jenis; bunga Vanda 
tricolor warna putih, pink, 
dan  ungu, yang mampu 
bertahan selama 1 bulan. 
 
Foto bawah: Penulis; dan 
Sdr Sulistyono, M.Si - pen-
damping setia kelompok 
lebih dari 12 tahun, di de-
pan rumah Pak Musimin, 
di Turgo. 
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pelestari anggrek ALAMI itu sebagai rumah keduanya. Selalu ada local champion 
yang menentukan keberlanjutan suatu program pelestarian berjangka panjang, 
apabila pola perencanaannya tepat. 

Sulistyono, M.Si (2015) menyatakan bahwa permasalahan utama anggrek 
alam di Merapi adalah status Gunung Merapi yang selalu aktif. Beberapa kali 
erupsi telah menghancurkan habitat dan mengurangi populasi anggrek di alam. 
Perbanyakan melalui kultur in-vitro di awal tahun 2000 gagal pada saat aklimatisasi. 
Kultur in-vitro dilakukan lagi pada tahun 2011 dengan bekerja sama dengan 
anggota Perhimpunan Anggrek Indonesia Yogyakarta. Dihasilkan bayi-bayi 
anggrek yang berjumlah ratusan yang sudah diaklimatisasi di greenhouse di Turgo.  

Koleksi anggrek di greenhouse membawa manfaat lain yaitu sebagai tempat 
studi keragaman anggrek di Merapi. Beberapa mahasiswa dari UGM, UNY, UIN 
dan INSTIPER Yogyakarta melakukan penelitian anggrek dan magang budidaya 
anggrek di Kelompok Pelestari Anggrek ALAMI. Sudah dilakukan inisiasi untuk 
kegiatan ekowisata berbasis anggrek alam di Merapi oleh LSM lokal Yogya yang 
melibatkan Kelompok Pelestari Anggrek ALAMI dan juga anggota masyarakat 
sekitar Turgo. 

Kerja sama lebih luas dilakukan antara Kelompok Pelestari Anggrek 
ALAMI, Balai TNGM dan Yayasan Kanopi Indonesia untuk kegiatan Adopsi 
Anggrek yang telah dimulai pada bulan Maret 2015. Upaya konservasi tidak hanya 
berbasis konservasi jenis saja namun juga berbasis kawasan dan disinergikan 
dengan masyarakat di sekitar kawasan. Diperlukan riset-riset dasar yang 
kolaboratif dengan lembaga penelitian ataupun perguruan tinggi untuk 
menghimpun data dasar. Data inilah yang menjadi basis untuk menentukan 
kebijakan dan juga basis untuk menentukan pola kegiatan yang sebaiknya 
dilakukan oleh pemangku wilayah atau pengelola kawasan konservasi bekerja 
sama dengan para pihak kunci.  

TWA Teluk Kupang: Sponge Sebagai Materi Anti Cancer 

Pengelolaan kawasan konservasi tidak hanya mengatasi masalah. Kelola kawasan 
konservasi harus mampu mengungkap rahasia di balik keindahan kawasan-
kawasan konservasi tersebut. Hanya dengan penguasaan ilmu dan teknologi atau 
science, serta membangun jejaring kerja kepakaran, maka rahasia yang terpendam 
di dalam kawasan konservasi itu dapat diungkap secara bertahap: Riset sponge 
sebagai bahan anti kanker dimulai pada tahun 2009 - 2010, dimana Tim Peneliti dari 
Universitas Diponegoro (Ir. Agus Triyanto, M.Sc., Ph.D), Universitas Lampung 
(Prof. Andi Setiawan, Ph.D dan Idam Setiawan, ST.,M.Sc.) dan Universitas Ryusyhu 
- Jepang (Prof. Kobayashi – Dekan Kimia Bahan Hayati Laut, Prof. Junichi Tanaka 
dan DR. Arai) bekerja sama dengan Balai Besar KSDA NTT.  
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Tujuan kerja sama tersebut adalah mengeksplorasi jenis-jenis sponge di TWL 
Teluk Kupang. Dan telah berhasil dikumpulkan 80 sampel sponge dengan satu jenis 
di antaranya belum dapat diidentifikasi, yang kemungkinan adalah spesies baru.  

Pada tahun 2011 dengan menggunakan  sampel sponge dengan tagging K09-
02 yang diidentifikasi sebagai Candidaspongia sp yang merupakan endemik perairan 
Teluk Kupang hasil koleksi tahun 2009 yang dibekukan, berhasil didapatkan 
ekstrak kasar senyawa yang mampu menghambat sel NBT-T2 (sel kanker kandung 
kemih tikus putih) dengan lC50 sebesar 0,1/mL. Pemurnian ekstrak tersebut 
menghasilkan senyawa candidaspongiolide beserta dua derivat baru yang sangat 
kuat menghambat sel kanker dengan IC50 sebesar 37,0; 4,7 dan 19,0 ng/mL 
(nanogram/mililiter). Keunikan dan potensi candidaspongiolide tersebut membuat 
grup NCl (National Cancer Institute, AS) terus menerus mengembangkan senyawa 
tersebut. 

Tahun 2012 dilakukan marine culturesecara in-situdan ex-situ untuk 
memperbanyak sampel stok dari senyawa Candidaspongiolide. Diperoleh 
kesimpulan bahwa hasil budidaya di Teluk Kupang (in-situ) lebih banyak daripada 
yang non budidaya (langsung diambil dari alam). Secara ex-situ, di perairan Pulau 
Panjang Jepara, budidaya tidak berhasil. Hal ini menunjukkan Candidaspongia sp 
adalah diduga kuat tergolong endemik di TWL Teluk Kupang. 

Tahun 2013, dilakukan tiga kegiatan, yaitu: (1) koleksi sampel mikroba 
simbion di TWA 17 Pulau (11-15 Oktober 2013), dan telah diperoleh 19 sampel 
sponge yang berbeda jenis pada kedalaman 10 sampai 20 meter. Koleksi sampel 
tersebut digunakan untuk bahan inokulasi mikroba simbion yang bertujuan untuk 
mendapatkan isolat murni mikroba yang bersimbiosis pada sponge. Isolat murni 
tersebut nantinya akan dikembangkan sebagai bibit kultur massal mikrosimbion 
dan akan digunakan untuk bahan analisis kandungan senyawa anti kanker, (2) 
penyerahan bahan dan peralatan laboratorium dari Balai Besar KSDA NTT kepada 

Candidaspongia, sp Sponge yang kemungkinan spesies baru 
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Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UNDIP dalam rangka  kerja sama eksplorasi 
sponge di TWL Teluk Kupang sebagai bahan anti cancer, yaitu Malt Extract Agar 
(MEA), Malt Extract Broth (MEB), Nutrient Agar (NA), Nutrient Broth (NB), Bacto Agar 
(BA), Peptone, Yeast Extract, Aceton Hexane, Methanol, Ethylacetate, dan Asam sulfat, 
sebagai bahan laboratorium untuk kultur simbion sponge. Sedangkan peralatan 
yang diberikan berupa petri disk, magneting stiring rod, pasteur pipet, filter paper 
watham, vanilin, serta rak kultur, dimana barang-barang tersebut mendukung 
ekstraksi sponge hasil eksplorasi  di TWL Teluk Kupang, dan (3) kegiatan lapangan 
eksplorasi sponge di TWL Teluk Kupang berupa monitoring kultur sponge 
Candidaspongia sp yang telah dilakukan tahun 2012 di sekitar Dermaga Polair NTT 
di dalam TWL Teluk Kupang, dengan didukung monitoring parameter perairan 
berupa suhu, pH, salinitas, nitrat, fosfat, silikat, densitas, keanekaragaman bakteri 
dan plankton.   

 

 

 

 
Smart Staff - Smart Investment 

 

Menurut Isai Yusidarta (komunikasi pribadi, 23 Juli 2015), dinyatakan 
bahwa investasi selanjutnya adalah "produksi massal" untuk uji efikasi in vivo 
dan uji pra-klinis sebelum bermuara pada hak paten dan produksi obat. Secara 
teori produksi massal dilakukan dengan: kultur, rekayasa genetik, semi sintetis 
dan sintetis total. Kita telah melakukan kultur dengan teknis marikultur secara 
eksitu di perairan Panjang Panjang, Jepara (hasilnya mati). Upaya  in-situ (hasil-
nya tumbuh optimal pada kedalaman 20 m ke bawah dan berarus deras; 
Marikultur kedalaman 5 m, 10 m dan 15 meter hasilnya kerdil). Sedangkan kul-
tur dengan teknis semi-enclosed system, close system/bioreactor dan jarin-
gan/primmorph belum pernah dilakukan. 

Saya sampaikan, pada akhir Mei – awal Juni 2014 dengan biaya BBKSDA 
NTT, saya dan Dr. Agus telah melakukan penyelaman pada areal marikultur un-
tuk mendapatkan mikrosimbion pada Candidaspongia sp. Mikrosimbion adalah 
mikroba yang bersimbiosis pada sponge Candidaspongia sp sebagai hostnya, yang 
mampu menghasilkan senyawa candidaspongiolide dan turunannya. Sewaktu 
dilakukan kultur potongan Candidaspongia sp pada media tanam yang sudah 
diberi antibiotik di hotel tempat menginap, hasilnya tumbuh cendawan.  

Isai menegaskan bahwa Ekstrak kasarnya mampu menghambat sel NBT-
T2 (sel kanker kandung kemih tikus) dengan IC50 sebesar 0.1 μg/mL. Pemur-
nian ekstrak sponge tersebut menghasilkan senyawa candidaspongiolide beserta 
dua derivat baru yang sangat kuat menghambat sel kanker dengan IC50 sebesar 
37.0, 4.7 dan 19.0 ng/mL (nanogram/mililiter).*** 
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Struktur derivat baru anti kancer Candidaspongiolide : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Isai Yusidarta, 23 Juli 2015. 

 

TWA Ruteng: Uji Fitokimiawi Tumbuhan Obat 

Riset S2 dengan tema tumbuhan yang memiliki potensi obat yang dimanfaatkan 
oleh masyarakat, telah dilakukan oleh Elisa Iswandono pada tahun 2007. Terdapat 
paling sedikit 60 jenis tumbuhan yang berkhasiat untuk berbagai jenis penyakit. 
Pada tahun 2013, BBKSDA NTT mengirimkan sampel 40 jenis tumbuhan dari TWA 
Ruteng dan 26 jenis tumbuhan dari TWA Camplong ke Laboratorium Farmaka IPB, 
untuk dilakukan uji fitokimia. Fitokimia merupakan studi mengenai tumbuhan 
yang berkaitan dengan kandungan senyawa kimia aktif farmakologis. Penelitian 
dasar ini penting untuk mengetahui khasiat dan kegunaan tumbuhan yang 
meliputi ekstraksi, isolasi dan skrining fitokimia. Tujuannya untuk mengetahui 
senyawa kelompok obatnya. 

Hasil uji fitokimia tersebut diharapkan dapat dijadikan dasar untuk 
pengembangan lebih lanjut penangkaran di tingkat masyarakat, sebagai bagian 
dari pengembangan daerah penyangga dalam upaya peningkatan pendapatan 
masyarakat sekitar TWA Ruteng. Upaya-upaya pengembangan daerah penyangga 
ini akan ditempuh melalui pendekatan Tiga Pilar, sehingga peran Gereja, dan 
pemerintah kabupaten dengan SKPD-nya akan semakin jelas dan dapat dipadukan 
dengan program-program yang dikerjakan oleh BBKSDA NTT 
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Secara kimia, tumbuhan mengandung berbagai bahan kimia aktif yang 
berkhasiat obat. Komponen-komponen tersebut berupa senyawa-senyawa 
golongan alkaloid, steroid dan triterpenoid, flavonoid dan saponin. Hasil kajian 
dari Lab Biofarmaka IPB terhadap tumbuhan obat di TWA Ruteng adalah sebagai 
berikut : 

 Alkaloid pada kegiatan Biofarmaka di TWA Ruteng ditemukan dalam: (1) Kulit 
kayu dan akar boto (Tabernaemontana sphaerocarpa) yang dalam pengobatan 
tradisional Manggarai digunakan dalam pengobatan malaria dan juga demam, 
(2) Kulit kayu wuhar (Cryptocarya densiflora) yang dalam pengobatan tradisional 
Manggarai digunakan dalam pengobatan TBC, disentri dan sakit pinggang. 
Suatu kebetulan yang menakjubkan bahwa orang Manggarai seakan mengerti 
ada kesamaan manfaat untuk pengobatannya. 

 Steroid pada kegiatan Biofarmaka di TWA Ruteng ditemukan pada 36 sampel 
atau 90% dari sampel tumbuhan obat kecuali pada kulit kayu redong (Trema 
orientalis), rebak (Macaranga tanarius), ajang (Toona sureni), garit (Canarium sp).  
Banyaknya sampel yang mengandung steroid ini mungkin dalam pengobatan 
tradisional berdampak pada pereda nyeri atau sakit sehingga memberikan efek 
perasaan cepat sembuh. 

 Flavonoid merupakan senyawa fenolik alam yang potensial sebagai 
antioksidan dan mempunyai bioaktifitas sebagai obat. Flavonoid pada manusia 
berfungsi sebagai antioksidan sehingga sangat baik untuk pencegahan kanker. 
Manfaat flavonoid adalah melindungi struktur sel, meningkatkan efektivitas 

Landscape Kota Ruteng dengan latar belakang TWA Ruteng (BBKSDA NTT, 2015) 
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vitamin C, anti inflamasi, mencegah keropos tulang dan sebagai antibiotik. 
Sebanyak 23 dari 40 sampel atau lebih dari 50% sampel mengandung flavonoid. 
Beberapa sampel yang mengandung flavomoid adalah kulit kayu puser, waek, 
kenda lagkok, redong, ndingar, ara, garit, sita; daun cawat, wua, menangis, kampel, rao, 
karot diong, cigir, mulu, nangker, renggong, ngelong, sandal urat, cangkar, 
randiawang, ntila, puser, wase wanger, sensus, tongkak, rukus, garit; akar boto. 

 Kegunaan tanin dalam pengobatan modern adalah  sebagai anti septik pada 
jaringan luka, misalnya luka bakar yaitu dengan cara mengendapkan protein, 
campuran obat cacing dan anti kanker. Sebanyak 31 dari 40 sampel biofarmaka 
TWA Ruteng mengandung tanin, yaitu: kulit kayu puser, waek, kenda langkok, 
redong, ndingar, ara, mulu, garit; daun cawat, wua, menangis, kampel, rao, karot diong, 
cigir, nangker, renggong, ngelong, sandal urat, randiawang, ntila, puser, wase wanger, 
sensus, tongkak, rukus, garit, tepotai, laso ular, ta’i ntala, legi. 

 Saponin mempunyai aktivitas farmakologi yang cukup luas diantaranya 
meliputi: immunomodulator, anti tumor, anti inflamasi, anti virus, anti jamur, 
dapat membunuh kerang-kerangan, hipoglikemik, dan efek hypokholesterol. 
Saponin juga mempunyai sifat bermacam-macam, misalnya: terasa manis, ada 
yang pahit, dapat berbentuk buih, dapat menstabilkan emulsi, dapat 
menyebabkan hemolisis. Dalam pemakaiannya saponin bisa dipakai untuk 
banyak keperluan, misalnya dipakai untuk membuat minuman beralkohol, 
dalam industri pakaian, kosmetik, membuat obat-obatan, dan dipakai sebagai 
obat tradisional1. Dalam kegiatan biofarmaka di Ruteng, sebanyak 36 dari 40 
sampel atau sebanyak 90% mengandung tanin yang ditemukan dalam kulit 
kayu puser, lui, waek, redong, ndingar, boto, teno, rebak, wuhar, ara, mulu, ajang, 
garit, sita; daun cawat, wua, menangis, kampel, rao, karot diong, cigir, nangker, 
cangkar, randiawang, ntila, puser, wase wanger, sensus, tongkak, rukus, garit, tepotai, 
laso ular, ta’i ntala, legi; akar boto. 

Selain terbukti ditemukannya beragam tumbuhan obat di lantai hutan yang 
lembab, TWA Ruteng ini bukan saja indah, tetapi juga menjadi sumber air bagi 
kehidupan masyarakat di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur. Ia menjadi 
bagian dari landscape budaya Manggarai, dan landscape alam, termasuk keragaman 
hayati, yang sangat penting dan berfungsi sebagai penyangga kehidupan ummat 
manusia, bukan saja di NTT tetapi juga bagi kemaslahatan masyarakat Indonesia 
dan dunia.   

Potensi Tanaman Obat di TWA Ruteng, Kabupaten Manggarai dan Manggarai Ti-
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Manfaat Mikroba dari TN Batang Gadis - Sumatera Utara 

Oleh: Harmastini I. Sukiman 

Taman Nasional Batang Gadis di Kabupaten Mandailing Natal – Sumatera 
Utara, semula adalah hutan lindung yang memiliki potensi tambang emas yang 
besar. Namun demikian, Bupati Mandailing Natal dan Kepala Dinas Kehutanannya 
didukung oleh Conservation International Indonesia sangat antusias 
menjadikannya sebagai taman nasional. Pada masa itu, belum diketahui 
kandungan mikroba di dalam kawasan taman nasional tersebut, dan selanjutnya 
dilakukan riset oleh LIPI. Saudari Harmastini I. Sukiman menyampaikan hasilnya 
dalam uraian berikut ini. 

 

Keanekaragaman mikroba endofitik asal Taman Nasional Batang  Gadis 
sudah berhasil dikumpulkan dan  menghasilkan sejumlah besar koleksi 
mikroba  diantaranya berkhasiat sebagai anti bakteri. Koleksi mikroba yang 
dikumpulkan dari kawasan tersebut terdiri dari kapang dan bakteri endofitik. 
Mikroba endofitik adalah mikroba yang hidupnya di dalam jaringan tanaman, 
khususnya xylem dan phloem, dan mempunyai hubungan khusus yang dapat 
bersifat saling menguntungkan dan pathogenesis dengan tanaman induknya. 
Biodiversitas mikroba tersebut dikumpulkan dari sejumlah tanaman hutan yang 
dinilai mempunyai peran dalam keseimbangan ekosistem hutan. 

Koleksi mikroba endofitik dengan kode MSCI (Micro Save Conservation 
Indonesia) ini disimpan dengan baik di Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI dan secara 
bertahap dilakukan skrining terhadap berbagai potensi yang dimilikinya. Salah 
satu yang menarik adalah kemampuannya dalam menghasilkan senyawa 
antibakteri. Mengantisipasi perkembangan kualitas obat di Indonesia sejalan 
dengan berkembangnya resistensi bakteri pathogen terhadap sejumlah obat 
antibiotika mendorong kita untuk menggali berbagai macam sumber penghasil 
senyawa bioaktif yang berpotensi sebagai antibakteri. 

Sumber: Harmastini I. Sukiman, Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI (1 Maret 2011)  
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Bakteri patogen Salmonella thypi  dan Staphylococcus aureus  merupakan 
bakteri penyebab penyakit yang berbahaya bagi kehidupan manusia. Salmonella 
thypi menyebabkan penyakit thypus yakni demam tifoid yang dapat menyerang 
semua organ tubuh manusia secara sistemik. Deman tifoid dapat menyebabkan 
perdarahan intestinal, komplikasi jantung, paru, dan lain-lain. Penanganan 
penyakit thypus dilakukan dengan cara memberikan antibiotika yang dapat 
membunuh bakteri tersebut secara khusus maupun antibiotika dengan spektrum 
luas. Demikian pula halnya dengan Staphylococcus aures yang menyebabkan 
penyakit infeksi pada manusia seperti pneumonia, meningitis, osteomyelitis, 
endocarditis, infeksi saluran kemih, dan lain sebagainya. 

Pencarian sumber obat baru dapat dilakukan dengan menskrining secara 
umum mikroba endofitik asal TN Batang Gadis terhadap kemampuannya 
menghasilkan senyawa antibakteri yang diperuntukkan melawan serangan infeksi 
bakteri Salmonella thypi dan Staphylococcus aureus. Skrining dilakukan terhadap 
sepuluh jenis bakteri endofitik secara kualitatif maupun kuantitatif. Hasil skrining 
menunjukkan bahwa beberapa isolat yang diuji menunjukkan adanya produksi 
senyawa bioaktif yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri pathogen. Dari 10 
isolat yang diuji, 5 di antaranya menunjukkan hasil positif yang dapat 
menghasilkan senyawa bioaktif terhadap Staphylococcus aureus. Satu diantaranya 
yakni MSCI 87.4 menunjukkan hasil yang superior dibandingkan dengan keempat 
isolate lainnya MSCI 53.1, MSCI 16.1, MSCI, 37.3, MSCI 46.5. 

Sementara itu tidak satupun dari kesepuluh isolat yang diuji menunjukkan 
kemampuan dalam menghambat pertumbuhan bakteri Salmonella thypii. MSCI 
87.4 adalah bakteri yang diambil dari tanaman Beilschemeidia sp Ness, famili 
Lauraceae yang tumbuh di TN Batang Gadis, Sumatera Utara. Di Indonesia 
tanaman ini dikenal dengan nama ‘huru” sedangkan di Filipina dikenal dengan 
nama “bagaoring”. Beilschemedia  terdiri dari 200 species yang tersebar di negara 
subtropical seperti China Taiwan Afrika dan Amerika. Tanaman ini dikenal sebagai 
tanaman obat yang kayunya apabila direbus dapat digunakan sebagai obat 
antimalaria selain obat sakit perut. Beranjak dari kegunaannya sebagai obat 
tradisional maka sangat memungkinkan bahwa  senyawa antibakteri yang 
berperan menangkal bakteri pathogen itu dihasilkan oleh bakteri endofitik yang 
berasosiasi dengan tanaman di dalam jaringan batang. Tanaman ini dikenal dengan 
nama medang karena kayunya ringan dan atau kayu keras medium,  furnitur 
ukiran, atau bahan kayu konstruksi ringan. 

MSCI 87.4 adalah bakteri Gram negatif berbentuk batang yang mempunyai 
bentuk koloni putih bening dan apabila ditumbuhkan di media Nutrient Agar, 
warna media akan berubah dari kuning menjadi ungu muda. Perubahan warna 
media tersebut diduga disebabkan karena adanya sekresi senyawa bioaktif. Hasil 
pengujian kualitatif terhadap kemampuannya menghasilkan senyawa bioaktif 
pada media agar menunjukkan bahwa bakteri MSCI 87.4 mampu menghambat 
pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus yang ditunjukkan dengan terbentuknya 
zona hambat di sekitar koloni bakteri MSCI 87.4 yang cukup besar ( 24 -32 mm). 
Senyawa bioaktif tersebut mulai diproduksi pada jam ke 23 yakni pada awal fase 
pertumbuhan stasionari dimana sel bakteri tidak lagi membelah dan tetap stabil 
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hingga masa kematian. Hasil penelitian  ini menunjukkan bahwa ekstraksi senyawa 
bioaktif sebaiknya  dilakukan pada saat bakteri sudah berumur 23 jam. 

Ekstraksi senyawa bioaktif dapat dilakukan dengan menggunakan pelarut 
organik chloroform karena chloroform dapat menyerap senyawa bioaktif  secara 
optimal. Hasil pengujian Khromatografi Lapis Tipis (KLT) menunjukkan bahwa 
ekstrak senyawa bioaktif yang dihasilkan dengan pelarut chloroform dapat 
melakukan penghambatan pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus secara 
optimal. Hal ini ditunjukkan  dengan terbentuknya luas zona hambat 13.66 cm2 
sementara ekstrak yang dilarutkan dengan air menunjukkan luas zona hambat 4.83 
cm2.  

Kegiatan skrining ini menghasilkan informasi bahwa bakteri MSCI 87.4 
mampu menghasilkan senyawa bioaktif yang berpotensi membunuh bakteri 
pathogen Staphylococcus aureus. Senyawa tersebut dapat diekstrak dengan cara 
memperbanyak biomasa bakteri MSCI 87.4 dan selanjutnya mengekstraknya 
dengan pelarut organik, chloroform. Data ini ditunjang dengan batasan daya hambat 
bakteri terhadap senyawa bioaktif yang dilarutkan dalam air adalah 6.25 % 
sementara senyawa bioaktif yang dilarutkan dengan chloroform adalah 1.56 %. 
Skrining terhadap kemampuan mikroba endofitik dapat pula dilakukan dengan 
tujuan yang berbeda untuk menghasilkan suatu target tertentu. Dalam hal ini 
keberadaan koleksi mikroba endofitik menjadi sangat penting. 

Koleksi mikroba endofitik asal TN Batang Gadis hasil program Rapid 
Assesment Program yang dilaksanakan oleh Conservation International Indonesia 
beberapa waktu silam membuka tabir kekayaan alam Indonesia akan penemuan 
sumber obat baru yang sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia. 
Harapannya adalah bahwa kelestarian hutan Taman Nasional Batang Gadis akan 
terus terjaga sehingga sumber obat dari mikroba alam juga akan tetap lestari. 

Kesimpulan 

Dari pengalaman-pengalaman di atas, kita bisa lihat bahwa pemanfaatan kawasan 
konservasi memiliki peluang yang sangat besar di masa depan untuk kepentingan 
pembangunan nasional dan kepentingan kemanusiaan secara luas. Beberapa hal 
yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut: 

a. Pengembangan kebijakan yang menggali nilai-nilai manfaat biomedik perlu 
dukungan pendanaan dan strategi network kepakaran, termasuk dengan seluruh 
universitas dan pusat-pusat kajiannya. 

b. Setiap pengelola kawasan konservasi diwajibkan untuk membangun program 
unggulan atau role model, sesuai dengan potensi dan peluang yang spesifik di 
setiap lokasi kawasan konservasi. Saat ini telah dimulai penyusunan ToR Role 
Model di seluruh UPT Ditjen KSDAE. UPT akan dibantu oleh suatu Flying Team 
multipihak dalam melaksanakan uji coba dan inovasinya. 

c. Perlu segera diidentifikasi second layer staf di Ditjen KSDAE untuk 
mempersiapkan SDM handal, berintegritas, dan memiliki kompetensi di 
bidangnya. Banyak second layer staf yang telah menempuh jenjang pendidikan 
sampai tingkat doktoral, namun belum berkontribusi nyata untuk 
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organisasinya. Salah satu penyebabnya adalah lemahnya leadership di sebagian 
UPT,  tidak konsistennya penjenjangan karier tenaga fungsional yang telah 
memiliki spesialisasi dan pengalaman di bidang tertentu, dan investasi di 
pengembangan SDM, mulai dari proses rekrutmen, penempatan, dan  
pembinaan. 

d. Perlu dibangun refreshing (short) course untuk Kepala Balai, dan second layer staff, 
untuk memberikan pembekalan secara komprehensif dan cerdas, bagaimana 
membangun model pengelolaan kawasan konservasi. Case study dan shared 
learning merupakan model pembelajaran yang tepat. Seorang kepala balai akan 
belajar kepada kepala balai lain yang telah terbukti berhasil membangun Role 
Model. Telah lebih dari 10 tahun tidak pernah ada proses pembelajaran bagi 
kepala-kepala balai, dengan materi yang mempertimbangkan perubahan 
geopolotik, perubahan pola penggunaan lahan di daerah penyangga, 
tumbuhnya  kota-kota baru dengan seluruh infrastruktur,  dan perubahan sosial 
ekonomi yang sangat besar selama ini, yang terjadi di sekitar kawasan 
konservasi. 

e. Khusus terkait dengan pengembangan biomedik yang berasal dari kawasan 
konservasi, seperti di TWA Teluk Kupang, TWA Ruteng, dan di TN Batang 
Gadis, ruang lingkup tugasnya ada pada Ditjen KSDAE, Direktorat 
Keanekaragaman Hayati, dimana terdapat Subdit Sumber daya Genetik. Subdit 
ini akan segera inventarisasi riset-riset yang telah pernah dilakukan oleh 
Kementerian atau Lembaga Riset, sebagai dasar untuk menyiapkan kebijakan 
ke depan. Sedangkan terkait pembelajaran penyelamatan anggrek Vanda tricolor, 
melalui penangkaran bersama kelompok tani lereng TN Gunung Merapi, Subdit 
Pengawetan Jenis - Direktorat KKH, bertanggungjawab untuk: (1) 
menyebarluaskan keberhasilan penyelamatan anggrek tersebut dari 
kepunahan, melalui shared learning lintas UPT dan kepada publik, dan (2) 
merevisi berbagai aturan baru terutama terkait dengan mekanisme 
perdagangan dari hasil penangkaran.*** 

 

Rujukan: 

Rencana Strategis Unit KSDA Yogyakarta 1999-2003. 
Kaleidoskop Balai Besar KSDA NTT 2012-2013. 
Press Release Rakernis Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam, September 2017. 
 

*) Makalah disampaikan pada Seminar Biologi dan Pengelolaan Sumberdaya Berbasis 
Konservasi Sumberdaya Alam Tropis - Fakultas Biologi UGM - Yogyakarta, 9 Oktober 
2017 
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Cara Baru Membangun Learning Organization 
 

 

 

Tanggal 26 - 28 September 2017 Direktorat Jenderal KSDAE menggelar 
Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Bidang KSDAE Tahun 2017 di Royal Kuningan 
Hotel. Rakornis Bidang KSDAE ini merupakan salah satu "kendaraan" untuk 
membangun budaya komunikasi asertif dan inklusif untuk kepentingan menyusun 
Visi Bersama multipihak. 

Cara Baru Kelola Kawasan Konservasi dilakukan melalui pelibatan 
masyarakat di ± 5.860 Desa yang berada di pinggir atau di dalam kawasan 
konservasi seluas 27,2 Juta Ha. Masyarakat diposisikan sebagai subyek atau pelaku 
utama dalam berbagai model pengelolaan kawasan, pengembangan daerah 
penyangga melalui ekowisata, pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), jasa 
lingkungan, patroli kawasan, penjagaan kawasan, restorasi kawasan, pengendalian 
kebakaran, budidaya dan penangkaran satwa. Ditjen KSDAE hanya akan bekerja 
sama dengan kelompok masyarakat karena hanya dalam kelompok dapat 
dibangun nilai - nilai kelompok, misalnya kegotongroyongan, kebersamaan, kerja 
sama, tanggung renteng, dalam rangka membangun tujuan kelompok dan 
pembelajaran bersama. Secara tidak langsung model ini dapat didorong 
dilaksanakannya prinsip - prinsip demokrasi di tingkat lokal sebagaimana yang 
dicita-citakan oleh para pendiri bangsa 72 Tahun yang lalu. 

Cara Baru Kelola Kawasan Konservasi harus mempertimbangkan prinsip - 
prinsip penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. Berbagai permasalahan yang 
menyangkut hubungan masyarakat atau masyarakat hukum adat di dalam 
kawasan konservasi diselesaikan melalui pendekatan non litigasi dan 
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mengutamakan dialog. Berbagai produk hukum Kementerian LHK sebenarnya 
telah mengakomodir berbagai kepentingan masyarakat, yaitu antara lain: 1) 
Permenhut Nomor 64 tentang Pemanfaatan Air untuk masyarakat; 2) Permenhut 
Nomor 48 tentang Keberpihakan Pelaku Usaha Jasa Wisata untuk masyarakat 
setempat; 3) Permen LHK Nomor 83 tentang Perhutanan Sosial tahun 2016. 

Cara Baru Kelola Kawasan Konservasi akan dilakukan dengan 
membangun kerja sama lintas Eselon I Kementerian LHK antara lain dengan Ditjen 
PSKL, yang dapat memberikan akses kelola hutan selama 35 tahun kepada 
masyarakat Desa di sekitar Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang menjadi 
penyangga kawasan konservasi; Ditjen PDASHL untuk dukungan pembibitan; 
Ditjen PKTL untuk sinkronisasi batas kawasan; Balitbang Inovasi untuk dukungan 
riset. 

Cara Baru Kelola Kawasan Konservasi juga akan segera dilakukan melalui 
kerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi, Kemendagri dan Kemenkoinfo, agar dapat dicapai sinergitas dan 
keterpaduan program sejak dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan 
evaluasi. 

Cara Baru tersebut semoga menjadi salah satu jawaban dari Nawacita 
Bapak Presiden RI Joko Widodo yaitu Menghadirkan kembali Negara, Membangun 
Indonesia dari Pinggiran, dan Mewujudkan Kemandirian Ekonomi. 

Cara Baru tersebut juga sebagai upaya untuk menemukan Model Kelola 
Kawasan Konservasi yang didasarkan pada Nilai - nilai Adat dan Budaya Setempat, 
Perubahan Geopolitik, Sosial Ekonomi yang terjadi di sekitar kawasan konservasi 
sebagai dampak dari pembangunan di berbagai bidang selama 47 Tahun terakhir. 
Oleh karena itu, Cara Baru Kelola Kawasan Konservasi dilakukan melalui 
pendekatan berbasis lansekap, atau berbasis daerah aliran sungai atau berdasarkan 
kondisi ragam ekosistem, habitat, sebaran satwa liar dan keberadaan ekosistem 
esensial dan dengan mempertimbangkan perubahan penggunaan lahan akibat dari 
pembangunan dan keberadaan serta aspirasi masyarakat dan masyarakat hukum 
adat, terutama yang kehidupannya masih tergantung pada sumber daya hutan dan 
perairan. 

Cara Baru Kelola Kawasan Konservasi mensyaratkan kemampuan 
leadership dengan dukungan dukungan manajemen di semua level, mulai dari 
Jakarta, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa, Dusun dan di tingkat 
tapak. Leadership yang kuat harus membuktikan mampu membangun kerja sama 
multipihak dengan berpegang pada prinsip mutual respect, mutual trust, dan mutual 
benefits. Kerja sama atau kemitraan merupakan keniscayaan dalam pengelolaan 
kawasan konservasi, dan oleh sebab itu keberhasilan kelola kawasan konservasi 
adalah keberhasilan kolektif. Untuk itu harus dibangun kesadaran 
kolektif (collective awareness) sebagai dasar dimulainya aksi kolektif (collective 
action). Para pihak yang bekerja sama harus mampu menerapkan empat 
prinsip governance yaitu: 1) partisipasi; 2) keterbukaan; 3) tanggung jawab kolektif; 
dan 4) akuntabilitas. 
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Cara Baru Kelola Kawasan Konservasi harus berbasiskan science dan 
penerapan teknologi tinggi dalam rangka menemukan nilai manfaat nyata sumber 
daya genetik untuk kemanusiaan, misalnya terkait dengan pengembangan obat-
obatan modern seperti, pengembangan riset soft coral Candidaspongia sp. untuk anti 
cancer di TWA Teluk Kupang, obat obatan tradisional dari TWA Ruteng yang 
diinisiasi oleh BBKSDA NTT tahun 1999 - 2013; jamur morel atau Morchella sp. oleh 
Balai TN Gunung Rinjani tahun 2016. 

Cara Baru Kerja Kawasan Konservasi berpegang pada prinsip 
"pemangkuan" kawasan. Untuk itu UPT Balai TN/KSDA harus bekerja di tingkat 
lapangan. Cara kerja ini disebut sebagai Resort Based Management (RBM), dimana 
staf menjaga kawasan di lapangan dengan menerapkan sistem aplikasi RBM 
sebagai dasar untuk menerapkan perencanaan spasial. 

Dalam melaksanakan Cara Baru tersebut Ditjen KSDAE menugaskan 74 
Unit Pelaksana Teknis untuk menerapkan Role Model sebagai prototype, yang 
disiapkan secara partisipatif dan hasilnya akan dievaluasi pada akhir tahun 
2018. Role Model tersebut juga akan didokumentasi prosesnya, sehingga 
keberhasilan dan kegagalannya dapat dipelajari agar keberhasilannya dapat 
direplikasi dan potensi kegagalannya dapat diantisipasi. Ditjen KSDAE 
membentuk Flying Team Multipihak yang bertugas membantu UPT 
melaksanakan Role Model. 

Dengan cara seperti ini, diharapkan Ditjen KSDAE mampu membangun 
apa yang disebut sebagai "Learning Organization". Sebenarnya telah banyak 
pembelajaran yang dapat dipetik dari kerja lapangan di banyak UPT TN/KSDA, 
namun belum ada sistem yang memastikan proses pembelajaran didokumentasi, 
difasilitasi penyebarannya untuk dipetik hikmahnya. Misalnya keberhasilan 
ekowisata Tangkahan dan Restorasi Ekosistem Cinta Raja oleh Balai Besar TN 
Gunung Leuser dan didukung oleh UNESCO pada tahun 2000 - sekarang; Restorasi 
SM Paliyan tahun 2000 - sekarang oleh BKSDA Yogyakarta dan Sumitomo; 
Budidaya Edelweis berbasis masyarakat oleh Balai Besar TN Bromo Tengger 
Semeru tahun 2016; Pengembangan Ekowisata di Batu Luhur dan Bukit Seribu 
Bintang oleh Balai TN Gunung Ciremai tahun 2016; Penyelamatan Vanda 
tricolor oleh Balai TN Gunung Merapi tahun 2000 - sekarang; Restorasi berbasis 
masyarakat di Pesanguan oleh Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan dan didukung 
oleh Konsorsium Unila-PILI dan TFCA-Sumatera; Model Penegakan Hukum 
Perdagangan Ilegal TSL oleh Balai KSDA Aceh tahun 2017; Model Penanganan 
Konflik Gajah di TN Way Kambas - TN BBS tahun 2017 yang didukung oleh WCS; 
Penanganan Orangutan di kebun oleh Balai KSDA Kalimantan Tengah didukung 
Yayasan BOS; Kemitraan Pengelolaan Madu Hutan oleh masyarakat difasilitasi 
Balai Besar TN Betung Kerihun dan Danau Sentarum tahun 2017; Kemitraan 
Masyarakat di Gunung Honje oleh Balai TN Ujung Kulon tahun 2017 dan 
sebagainya. 

Salah satu indikator organisasi yang sehat dan mampu merespons 
perubahan yang cepat adalah kemampuan dan kemauan organisasi tersebut - 
Ditjen KSDAE untuk memberikan reward bagi UPT yang berhasil dan memberikan 
bimbingan serta memfasilitasi bagi yang belum berhasil. Organisasi yang maju 
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adalah organisasi yang mampu mengantisipasi terjadinya potensi kerusakan dan 
mampu membangun jejaring kerja multipihak berbasis science dan teknologi untuk 
kepentingan kemaslahatan umat manusia terutama bagi kesejahteraan masyarakat 
Indonesia yang saat ini dalam proses menemukan kembali jati dirinya dalam 
pergulatan global. 

Organisasi seperti itulah yang dicita -citakan terjadi pada Ditjen KSDAE 
saat ini dan ke depan. Ditjen KSDAE yang mendapatkan mandat oleh Undang-
undang untuk mengelola kawasan konservasi seluas 27,2 Juta Ha atau 380 kali luas 
Negara Singapura. Pengelolaan kawasan konservasi ditujukan untuk kepentingan 
generasi saat ini dan akan diserahkan generasi mendatang dalam tempo 100 - 200 
Tahun ke depan dalam keadaan yang insyaAllah "baik". Ditjen KSDAE 
mendeklarasikan 27,2 Juta Ha kawasan konservasi sebagai " National Treasure"*** 

Resources is limited but Innovation is Unlimited 
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Kawasan Konservasi Indonesia sebagai National Treasure 
 

 

Pelestarian hutan-hutan alam di Indonesia telah dimulai jauh kembali ke awal Abad 19, 
tepatnya tahun 1916 dengan terbitnya Natuure Ordonantie dan dilanjutkan dengan 

ditunjukkan 55 kawasan hutan milik Pemerintah pada tahun 1919 
sebagai  naturemonumenten. Gerakan 101 tahun yang lalu ini tidak dapat dipisahkan dari 

peranan Dr.S.H. Koorders, Sang Pelopor 

(Panji Yudistira, 2012) 

 

Perubahan landscape tanah air telah mulai dirasakan sejak dimulainya 
pembangunan nasional di segala bidang pada tahun 1970-an. Hal ini tentu terjadi 
juga pada kawasan-kawasan hutan yang saat itu mempunyai luas mencapai 120 
juta hektar. Namun demikian, warisan kebijakan masa kolonial tentang 
perlindungan alam atau natuurmonumenten itu masih tetap dilanjutkan. Setelah 100 
tahun, kita memiliki apa yang disebut sebagai kawasan konservasi seluas 27,2 juta 
hektar. Akankah kita mewariskan kawasan itu kepada generasi 100 tahun ke 
depan? 

Tutupan hutan dan kawasan perairan pantai, rawa gambut, padang lamun, 
dan perairan laut serta terumbu karang di kawasan konservasi itu masih ‘lumayan 

https://1.bp.blogspot.com/-4s34n7doa5U/WhZNaUhqOcI/AAAAAAAAAWk/3_ugXFqnNw84Yofp29OLOkWJD5f5mV_IgCEwYBhgL/s1600/IMG20170829134445.jpg
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baik’ dan menjanjikan untuk dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Pada 
hakikatnya sumber daya alam kita sebenarnya bukan warisan, tetapi titipan dari 
generasi mendatang kepada kita untuk menjaganya. 

Nature and Culture 

Mengelola sumber daya alam termasuk kawasan konservasi harus dilakukan 
bersama masyarakat sekitar dan dengan berpegang pada tata nilai serta budaya 
setempat. Masyarakat telah membangun pola hubungan-hubungan dengan 
sumber daya dimana mereka hidup dalam jangka ratusan tahun, yang melahirnya 
pengetahuan dan praktik-praktik kelola sumber daya yang terbukti tetap menjaga 
kelestarian. Sistem Tembawang di Kalbar, Sasi di Maluku, Sacred Forest di 
Komunitas Ammatoa Kajang Bulukumba Sulawesi Selatan, Leweung Tutupan di 
Masyarakat Adat Baduy, adalah sebagian kecil bukti nyata bahwa kultur budaya 
masyarakat Indonesia harus dihargai dalam semua proses kelola sumber daya alam 
termasuk di kawasan konservasi.  Sebanyak 5.600-an desa-desa di sekitar kawasan 
konservasi seluas 27,2 juta hektar menjadi bagian yang tidak dipisahkan dan 
terpisahkan dalam pengelolaan kawasan konservasi sebagai ‘national  treasure’. 

Tantangan terbesar adalah bagaimana Pemerintah membangun kebijakan 
pengelolaan hutan termasuk kawasan konservasi dengan menempatkan 
masyarakat sebagai  subyek, sebagai pelaku utama. Pengalaman pribadi penulis 
dalam mendorong pengelolaan sebagian kecil dari Taman Nasional Gunung Leuser 
di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, untuk pengembangan ekowisata pada 
periode  2005-2007 yang dikelola oleh masyarakat telah membuahkan hasil. 
Tangkahan adalah salah satu ikon ekowisata berbasis masyarakat yang kini sangat 
dikenal (Wiratno, 2013). 

Desa sebagai Mitra 

Pengelolaan kawasan konservasi, termasuk taman-taman nasional yang luasnya 
lebih dari 16 juta hektar atau 223 kali lipat Singapura, ke depan akan dikelola 
dengan prinsip-prinsip keterbukaan dan pelibatan kelompok masyarakat, dan 
pemerintahan desa-desa di sekitarnya atau di dalamnya. Inilah yang disebut 
sebagai “membangun socio culture and economic buffer dalam pengelolaan taman 
nasional”. Sebenarnya bukan hanya taman nasional saja, namun seluruh model 
pengelolaan hutan di tanah air harus menerapkan prinsip ini. Jack Westoby 
mengatakan pada tahun 1967 sebagai berikut : 

“forest is not about trees. It is about people. And it is about trees as along as trees can serve 
the needs of the people”.   

Kasus Tangkahan membuktikan apa yang telah diperingatkan oleh 
Westoby kepada para pengelola hutan di seluruh dunia. Maka, pendekatan “people 
center development” yang telah lama gaungkan oleh Soedjatmoko (alm) pada awal 
1970 tentang konsep pembangunan di Indonesia, menemukan momentumnya saat 
ini. 

Membangun hutan Indonesia sebaiknya berpegang pada prinsip ‘5K’, 
yaitu: Keberpihakan, Kepedulian, Kepeloporan, Konsistensi, dan Kepemimpinan. 
Tanpa sikap ‘berpihak’, maka yang selalu diutamakan adalah mereka yang kuat, 
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yang lemah cenderung diabaikan; tanpa sikap peduli, tidak akan diurus semua 
yang berkaitan dengan problem yang dihadapi masyarakat; tanpa sikap 
kepeloporan, maka kiat cenderung mengerjakan ‘business as usual’. Mengerjakan 
yang mudah dan meninggalkan berbagai problem yang sulit, misalnya 
menyelesaikan konflik masyarakat dengan taman nasional, tuntutan hak adat di 
dalam taman nasional, wildlife human conflict gajah dan harimau di Sumatera; 
semua itu memerlukan kemampuan leadership yang  tahan banting, konsisten, 
persisten, dan memiliki enduransi yang tinggi. Leadership di semua layer, mulai dari 
‘Jakarta’ sampai ke tingkat tapak. Leadership di jajaran pemerintah, swasta, lembaga 
swadaya masyarakat, dan di masyarakat. 

New Discovery 

Upaya menggali nilai manfaat hutan untuk kepentingan kemanusiaan sudah mulai 
membuahkan hasil. Riset soft coral (Candidaspongia sp) untuk menyembuhan kanker 
mulai membuahkan hasil. Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur telah 
melakukan riset di Taman Wisata Alam (TWA) Laut Teluk Kupang tahun 2009-
2013, bekerja sama dengan pakar marine biologi dari UNDIP (Wiratno, 2013). 
Demikian pula dengan hasil studi etnobotani tumbuhan obat di TWA Ruteng di 
Kabupaten Manggarai. Di Taman Nasional Merapi ditemukan minyak biji Acacia 
decuren sp., yang kemungkinan besar bisa menjadi bahan pelumas untuk 
pemboran offshore. Biji ini tahan pada kondisi panas yang sangat tinggi 
akibat wedhus gembel letusan Gunung Merapi. Beberapa jenis rumput di TN 
Gunung Merapi juga sedang diteliti kandungannya untuk manfaat obat. Tim 
Litbang dan Inovasi Kementerian LHK bersama Balai TN Rinjani baru saja 
ditemukan jamur morel (Morchella crassipes sp.) yang memiliki antioxidant yang 
tinggi, dan enak dimakan serta mahal harganya. Jamur ini biasa tumbuh di 
daerah temperate yang hanya berkembang selama empat bulan (Laporan Kepala 
Balai TN Rinjani, via Whatsapp, 24 Agustus 2017). 

Untuk Kita Renungkan 

Semua penemuan baru tersebut sangat membanggakan karena dilakukan oleh 
putra-putra terbaik bangsa yang menjaga titipan anak cucu, yaitu sumber daya 
hutan dan laut. Semua penemuan baru tersebut masih harus ditindaklanjuti dengan 
investasi sehingga dapat bermanfaat bagi kepentingan kemanusiaan seluruh 
masyarakat Indonesia, dan yang utama adalah masyarakat setempat dan 
masyarakat hukum adat. Mereka adalah penerima manfaat yang pertama dan 
utama, karena mereka turut aktif menjaga dan mengelola sumber daya itu di 
tingkat tapak.*** 

 

Makalah disampaikan pada Diskusi Pelestarian Pusaka Indonesia: Kearifan Tradisi dan 
Budaya Lokal untuk Kelestarian Lingkungan. Kompas dan Badan Pelestarian Pusaka 
Indonesia, Bentara Budaya 29 Agustus 2017. 
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Kalibiru yang Mendunia 

 

 

Sejarah 

Pada tahun 1999, saat perubahan paradigma pengelolaan sumber daya alam 
berbasis masyarakat mulai terjadi, Yayasan Damar mencoba untuk menggali 
kembali sejarah pengelolaan hutan desa di Kabupaten Kulonprogo, termasuk 
Kalibiru. Semangat masyarakat membangkitkan kembali sejarah hutan desa 
awalnya mendapat dukungan politik dari Pemerintah Provinsi dan Departemen 
Kehutanan (saat itu). Kemudian dibangunlah relasi kerja kolaboratif antar berbagai 
pihak yang berkepentingan di tingkat desa dengan dibentuknya Forum Desa Hutan 
Desa. Forum ini memberikan jaminan akan keterlibatan desa sebagai struktur 
pemerintahan terdekat dengan pengelola hutan atau kelompok tani hutan (KTH), 
untuk keberlanjutan pengelolaan hutan desa. Akan tetapi dukungan yag mereka 
berikan ternyata belum cukup, diperlukan legalitas pengelolaan hutan atau 
surat kekancingan sebagai bentuk kepastian hukum terhadap hutan negara yang 
dikelola masyarakat. 

Surat kekancingan diharapkan dapat diberikan oleh Sultan 
Ngayogyakarta Hadiningrat kepada masyarakat di Kabupaten Kulonprogo, 
sebagaimana Sultan-sultan sebelumnya yang memberikan surat kekancingan bagi 
masyarakat untuk mengelola tanah-tanah milik Kesultanan Yogyakarta, misalnya 
magersari, ataupun Sultan Ground. Selanjutnya, secara teknis pengaturan akan 
pengelolaan hutan desa, akan diserahkan kepada KTH dengan menempatkan desa 
sebagai lembaga yang mengaturnya atau dalam bentuk Peraturan Desa. 
Implikasinya, dengan pengelolaan hutan desa melalui KTH tersebut, maka dapat 
dijadikan salah satu alternatif sumber pendapatan bagi desa yang bersangkutan 
tanpa harus menggantungkan pada pemerintah pusat ataupun kabupaten. 

Namun demikian, peta politik telah berubah. Sejak kemerdekaan 
RI, maka tanah-tanah di wilayah Yogyakarta secara otomatis masuk dalam wilayah 
RI. Demikian pula dengan hutan negara di Kulonprogo, sehingga kebijakan-
kebijakan tentang kehutanan di wilayah ini harus tunduk dan diperankan oleh 
birokrasi di bawah Departemen Kehutanan. 

Diakui bahwa pada saat itu skema hutan desa belumlah secara detail 
menjabarkan teknis pelaksanaannya sebagaimana kebijakan Hutan 
Kemasyarakatan atau HKm. Sehingga proses untuk memperoleh legalitas tersebut 
terganjal oleh prosedur hukum yang berlaku. Sementara itu masyarakat sudah 
tidak sabar untuk memperoleh legalitas tersebut, sehingga ditempuhlah langkah 
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pragmatis untuk menggunakan skema HKm dalam memperoleh akses atas hutan 
negara dengan tetap menerapkan model Hutan Desa dalam implementasinya di 
lapangan. Selanjutnya, strategi pragmatis tersebut harus diikuti dengan 
konsekuensi-konsekuensi lainnya yang mengacu kebijakan Hutan 
Kemasyarakatan. Akhirnya pada tanggal 15 Februari 2002, sebanyak 7 KTH telah 
mengantongi izin sementara HKm selama 5 tahun. Ketujuh kelompok tersebut 
adalah KTH Hutan Mandiri, Suko Makmur, Rukun Makaryo, Nuju Makmur, 
Taruna Tani, Sido Akur, dan Mangger Rejo yang kemudian bergabung dalam 
“Paguyuban Kelompok Tani Mandiri”. 

 

Posisi Hutan Kemasyaratan “Kalibiru” dari Yogyakarta  

Para Pendamping 

Dengan dukungan dari Ford Foundation, Yayasan Damar kemudian melakukan 
pendampingan masyarakat di kawasan-kawasan HKm di Kulonprogo, termasuk 
lokasi yang kemudian dikenal sebagai ”Kalibiru”. Pendampingan difokuskan pada 
penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas masyarakat. Selain itu 
pendampingan juga diarahkan untuk memperkuat jaringan dengan para pihak di 
berbagai tempat, tidak terkecuali kalangan media yang dipandang memiliki peran 
strategis dalam mendorong proses pengarusutamaan kepentingan publik. 

Terbitnya Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.437/Menhut-II/2007 
tanggal 11 Desember 2007 seluas 197 hektar,  yang terdiri dari Hutan Lindung 
seluas 144 ha dan Hutan Produksi seluas 83 ha untuk para pengelola HKm di 
Kulonprogo tidak bisa dilepaskan dari kerja-kerja jaringan tersebut di atas. 

https://1.bp.blogspot.com/-FtKaB0ZE_4Y/WYAnwN515sI/AAAAAAAAAU0/jF6fuf-QQT0j3q6ZeRkw8m22o-3x0X5qQCEwYBhgL/s1600/kalibiru6.jpg
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Penerbitan keputusan tersebut tidak bisa dipisahkan dari kesepakatan-kesepakatan 
para pihak, termasuk Kementerian Kehutanan, yang dituangkan dalam 
rekomendasi Pekan Raya Hutan dan Masyarakat Tahun 2006, yang 
diselenggarakan oleh Java Learning Centre (JAVLEC) di Yogyakarta, dengan 
dukungan luas dari berbagai kalangan. Terbitnya keputusan tersebut  menandai 
babak baru pengelolaan hutan berbasis masyarakat di Indonesia. Karena sejak itu 
usulan pengelolaan hutan oleh masyarakat dalam bentuk  HKm semakin 
meningkat dari tahun ke tahun. 

Kalibiru 

Publik lebih mengenal obyek wisata Kalibiru daripada Hutan Kemasyarakatan 
Kulonprogo. Hal ini karena begitu terkenalnya Kalibiru yang sebenarnya dimulai 
dari dibangunnya tempat selfie  atau Selfie Spot berupa sebuah platform kayu yang 
ditempatkan pada sebatang pohon pinus. Seorang pengunjung harus naik di atas 
platform itu dengan pemandangan yang indah landscape Waduk Sermo dengan 
hutan rakyat  yang menghijau jauh di bawah sana. 

Dengan berkembangnya teknologi gadget dengan kamera selfie nya mulai 
tahun 2013 yang didukung pula dengan media sosial seperti Facebook, Twitter, 
Instagram, Path, Line, dan lain-lain, maka promosi Kalibiru seakan-akan terangkat 
tanpa dapat dikendalikan lagi. Anak muda, orang tua, dari berbagai provinsi di 
anah air dan bahkan turis dari manca negara, bersedia antri untuk dikerek naik 
dan “berfotoselfieria” . Pada waktu penulis berkunjung ke Kalibiru beberapa bulan 
yang lalu, menemui seorang ibu dari Sorong, Papua Barat. Ia ternyata sedang 
mengantarkan putrinya yang ingin sekali berfoto di Spot Selfie Kalibiru. 

Ide siapa yang mampu mengangkat sebuah desa Pegunungan Menoreh, 
bernama Hargowilis, yang semula sepi nyenyet itu menjadi terkenal menjadi Desa 
Wisata Kalibiru-nya itu? Pak Parjan - Ketua Paguyuban, mengatakan bahwa pada 
suatu saat di pertengahan tahun 1999, ia kedatangan seorang sarjana ISI, bernama 
Harjianto, warga Kalibiru yang menemukan titik yang kini dikenal sebagai ‘Spot 
Selfie Kalibiru’ dan lokasi flying fox, bersebelahan dengan prasasti “Batu Chris 
Bennet”. Sebelum Spot Selfie ini, yang pertama kali dibangun adalah sebenarnya 
adalah flying fox, enam buah pondok wisata, joglo yang berfungsi sebagai aula 
pertemuan, empat gardu pandang dan jalan setapak. Pembangunan sarana-sarana 
tersebut medapat dukungan biaya dari dana Community Development Kabupaten 
Kulonprogo. 

Belajar di Kalibiru 

Saat ini telah banyak yang belajar membangun model wisata kreatif ini, antara lain 
pengelola HL Sungai Wein, Sungai Manggar-Kalimantan Timur, kelompok 
masyarakat dan Dishut Bangka Belitung, BPDAS Mamberamo Raya yang bersama 
kelompok tani magang selama 1 minggu, serta Dishut Kabupaten Mikika. Mereka 
belajar bagaimana Kalibiru dikembangkan, dimana hutannya bisa di lestarikan dan 
masyarakat dapat manfaatnya. Umumnya, mereka yang telah mendapatkan izin 
bingung, mau mengembangkan apa di hutan desa atau HKm-nya? 
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Keindahan landscape alam ciptaan Tuhan dan kisah sukses hutan rakyat di Kabupaten 
Kulonprogo, sudah seharusnya kita syukuri, jaga, dan lestarikan, karena itu titipan generasi 
mendatang yang berhak menikmatinya. [Wiratno: Keadilan Lintas Generasi, 26 Februari 
2017] – Sumber foto: internet 

Nama Kalibiru 

Pak Parjan bercerita tentang asal muasal nama Kalibiru. Sebuah nama yang 
terkesan ‘aneh’ di tempat itu, karena di lokasi tersebut tidak ditemukan aliran 
sungai atau anak sungai, apalagi icon wisata di lereng Merapi. 

Dampak Kalibiru 

Karena hutannya dijaga, pohonnya tidak ditebang di sekitar lokasi dusun-dusun 
sekitar Kalibiru, maka yang dirasakan oleh masyarakat adalah ketersediaan air dari 
Anak Sungai Ngrancah mengalir sepanjang tahun, yang sebelumnya sering kali 
kekeringan. Hal ini diiringi dengan semakin tumbuhnya kesadaran masyarakat 
menjaga lingkungan, menanam, dan pepohonan. Fenomena sosial lainnya yang 
menarik adalah beberapa rumah tangga yang semula “mboro” atau mencari 
penghidupan di luar Kalibiru mulai kembali dan ingin ikut mendapatkan berkah 
ekonomi wisata Kalibiru, yang kini juga disebut sebagai Desa Wisata. 

Tentu perubahan tersebut menjadi fenomena yang menarik. Kalibiru bisa 
menjadi ‘magnet’ ekonomi kreatif di tingkat desa dan dusun-dusun terpencil 
pinggir hutan. Dampak ekonomi sebenarnya baru dirasakan sejak tahun 2010, 
dengan bertambahnya jumlah pengunjung. Jadi, memerlukan waktu sebelas tahun 
dari tahun 1999 pertama kali Kalibiru dibangun. Grafik berikut menunjukkan daya 
tarik tersebut. 

https://4.bp.blogspot.com/-5Fd7eoENLjE/WYAnuhgu6aI/AAAAAAAAAU0/NCUV6FjI8c4SqQd0IjDrOQYhMEIyvS59QCEwYBhgL/s1600/kalibiru2.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-SQEVvDJBiWo/WYAnucUc4hI/AAAAAAAAAU0/NXjQq4Cb7O8HE6mHtcSdHTsSR3HvxwdUACEwYBhgL/s1600/kalibiru3.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-hJkB1rikfIk/WYAnvvJDVsI/AAAAAAAAAU0/BI00m4fdjPcQBAHBLJwCyzmhYx5GiAl1wCEwYBhgL/s1600/kalibiru4.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-qpzj-rGdcY4/WYAnv_SaDvI/AAAAAAAAAU0/ng7GvkPrejssPC5niYG_DpjwM9NyI8mJwCEwYBhgL/s1600/kalibiru5.jpg
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Jumlah pengunjung yang semakin meningkat juga perlu diperhatikan, 
antara lain dampak negatif yang timbul, seperti sampah plastik, areal parkir yang 
semakin penuh, keselamatan pengunjung khususnya foto selfie, flying fox, dan 
sebagainya. Memang perlu direncanakan paket-paket baru di luar kompleks 
Kalibiru tersebut, yang dapat berupa Paket Belajar Pembibitan di Kebun Bibit Desa 
dan Menanam Pohon, Paket Belajar Sejarah Pembangunan Hutan Rakyat, Paket 
Menginap dan Tinggal di Dusun, Paket Adopsi Pohon, dan sebagainya 

Pada tahun 2014, Pengelola Hutan Kemasyarakatan Kalibiru diganjar 
sebagai Pemenang I Wana Lestari oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan, dan rombongan diterima Presiden Susilo Bambang Yudoyono di Istana 
Negara pada tanggal 17 Agustus 2014. Tahun 2016, Rp 5 milyar yang dihasilkan 
oleh Pengelola Hutan Kemasyarakatan Mandiri sebagai pendapatan kotor, 
dengan  9 orang pengelola dan 53 karyawan tetap. Kalibiru saat ini mampu 
menciptakan tenaga kerja  sebanyak 176 orang, mulai dari penjaga jalan masuk (28 
orang), pekerja bangunan (46 orang), karyawan warung (49 orang), jasa foto (17 
orang), parkir (16 orang), dan ojek (20 orang). Ditambah dengan pekerja dari luar, 
secara total, tidak kurang dari 238 orang atau keluarga hidup dari Wisata Kalibiru 
ini. 

https://4.bp.blogspot.com/-L6Os6BRtf3o/WYAnumDuF3I/AAAAAAAAAU0/75WwqOjDa7YQoSIkGflGcHF3IoQ5vkN8QCEwYBhgL/s1600/kalibiru%2Btabel.JPG
https://4.bp.blogspot.com/-rdwgYzdzjMs/WYAp-_L3aWI/AAAAAAAAAU0/H12rZmlVQPQFvzMIvIIwo2vrTnEJarQawCEwYBhgL/s1600/Untitled-1.jpg
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Pengembangan 

Dalam beberapa bulan ini, Kelompok Sukomakmur dan Menggerejo yang 
lokasinya berada di bawah Kalibiru, mulai merintis pengembangan paket-paket 
wisata, untuk disatukan dengan Kalibiru, Misalnya dengan Paket Camping 
Ground dan Susur Sungai Ngrancah – Sub DAS Seram, bagian dari DAS Serayu 
Opak Progo. Adopsi Pohon juga merupakan paket yang menarik anggota 
kelompok untuk tidak menebang pohon tetapi justru menjaga pohon dengan 
menghasilkan dana masuk. Demikian pula dengan penjualan karbon hutan, yang 
skemanya sedang disiapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan***. 

Kontak: Parjan (Ketua HKm -  081 392 023 122), Sumarjana (Ketua 2 Pengelola 
Wisata Kalibiru - 081 392 947 249), Facebook: wisata.alam.kalibiru 
 

Ucapan Terima Kasih 

Terima kasih dan penghargaan disampaikan kepada Ibu Menteri LHK, Pak Dirjen PSKL, 
Pak Dirjen Planologi, Pak Dirjen PDASHL,  dan jajaran Pemprov DIY dan Pemkab 
Kulonprogo yang telah melakukan kunjungan pada tahun 2016. Sebuah kunjungan yang 
lebih memberikan semangat dan dukungan konkrit pada kelompok. Terima kasih juga kepada 
Pak Bupati yang mendukung pemasangan tower penunjang internet, sehingga hasil selfie 
dapat langsung dikirim via medsos dalam hitungan detik; Dishub Provinsi DI Yogyakarta 
yang memasang CCTV tahun 2015 sehingga Kalibiru dapat dipantau dari Yogyakarta; Tim 
Subdit Hutan Kemasyarakatan - Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial, di 
bawah koordinasi Bu Niniek Irawati, yang telah secara konsisten mengawal pengembangan 
program hutan kemasyarakatan sejak tahun 2010. Pak Parjan Ketua Kelompok Paguyuban 
Tani Mandiri dan Mas Suhaemi salah satu pendamping yang konsisten; Yayasan Damar 
(yang didukung oleh Ford Foundation) yang mengajak penulis ke lokasi calon HKm tahun 
1999 ketika penulis menjadi Kepala Unit KSDA DI Yogyakarta; JAVLEC yang mengawal 
proses lanjutan, dan semua pihak yang telah membantu membuktikan satu fakta bahwa 
“masyarakat mampu mengurus hutan”. Motto “Masyarakat Sejahtera Hutan Lestari” 
bukan lagi jargon kosong tanpa bukti. Pengelola Hutan Kemasyarakatan Kulonprogo 
dengan icon “Wisata Kalibiru” telah mampu mewujudkannya. Para Penyuluh Kehutanan 
di Dinas Kehutanan Provinsi DIY, Dinas Kehutanan dan Dinas Pariwisata, Dinas 
Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kulonprogo yang membimbing kelompok. 
Pengembangan obyek wisata di Kabupaten Kulonprogo perlu segera bersiap, karena Bandara 
Internasional di Kulonprogo tentu akan segera beroperasi dan berdampak besar pada 
kemudahan akses wisata di seluruh Kabupaten Kulonprogo. 

 

Factsheet ini semula disiapkan oleh Pak Agung Pambudi, sarjana sosiologi staf Subdit HKm 
saat itu, yang kemudian penulis perkaya dengan data dan fakta baru serta dialog dengan 
Pak Parjan dan Pak Suheimi di Biduk-biduk, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, pada 
acara Dialog “Lingkar Belajar Masyarakat” yang dikoordinasikan oleh TNC pada tanggal 
23-24 Februari 2016. Tanggung jawab kebenaran tulisan ini sepenuhnya ada pada Direktur 
Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial. 
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Solusi Alang-alang dan Peranan Perhutanan Sosial Provinsi 
Kalimantan Selatan 

 

 

Struktur Perizinan 

Provinsi Kalimantan Selatan yang luasnya 3.753.052 Ha (BPS, 2015), seluas 1.779.982 
Ha atau 47,4%-nya merupakan kawasan hutan. Bagaimana struktur izin di dalam 
kawasan hutan tersebut? Berdasarkan data Direktorat Inventarisasi dan PSDH, 
Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan (2015), secara berurutan dari yang terluas 
adalah sebagai berikut: (1) IUPHHK-Hutan Tanaman Industri  seluas 586.647 Ha 
(32,96%), (2) IUPHHK-Hutan Alam seluas 240.101 Ha (13,49%), (3) Kawasan Hutan 
Konservasi, Hutan Lindung, Hutan Produksi yang belum dibebani izin seluas 
388.824 Ha (21,84%), (4) Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial seluas 216.800 
Ha (12,18%), (5) Perubahan Peruntukan untuk kebun seluas 215.659 Ha (12,12%), 
(6) Pinjam Pakai Kawasan seluas 53.606 Ha (3,01%), (7) Perubahan Peruntukan 
untuk Transmigrasi seluas 26.076 Ha (1,46%), (8) Pencadangan Hutan Tanaman 
Rakyat seluas 29.758 Ha (1,62%), (9) PAK Hutan Desa seluas 11.465 Ha (0,64%), dan 
(10) PAK Hkm seluas 11.045 Ha (0,62%). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa 
dominasi perizinan di Provinsi Kalimantan Selatan masih didominasi oleh 
perizinan skala sedang-besar, untuk IUPHHK HTI dan hutan alam, yaitu seluas 
826.748 Ha atau 46,65% dari luas total kawasan hutannya. 

Apabila ditinjau dari segi fungsinya, terkait dengan biodiversitas dan 
hidroorologi, terdapat hutan konservasi seluas 213.285 Ha atau 12%, serta hutan 
lindung seluas 526.425 Ha atau 29,6%. Sehingga dari total kawasan hutan seluas 
1.779.982 Ha, hampir seluas 739.710 Ha atau 41,6% berfungsi sebagai kawasan 
lindung. 

Tutupan Hutan Alam 

Berdasarkan kajian Forest Watch Indonesia (2014; halaman 110), stok hutan alam di 
Provinsi Kalimantan Selatan seluas 752.891 Ha atau tinggal 42,29% dari luas total 
kawasan hutannya. Pada tahun 2013, luas hutan alamnya  tersisa 705.527 Ha. 
Dengan demikian tingkat deforestasi 2009-2013 seluas 47.365 Ha atau rata-rata telah 
terjadi deforestasi seluas 11.841 Ha per tahun pada periode 2009-2013. 

Alang-alang dan Solusinya 

Lahan alang-alang di Indonesia seluas 1.085.529 Ha, dimana 228.274 Ha atau 21,0% 
berada di Pulau Kalimantan. Alang-alang di Kalimantan Selatan seluas 147.877 Ha 
atau 64,78% dari luas total alang-alang di Pulau Kalimantan (Mulyani, 
2005).  Walaupun apabila dibandingkan luas kawasan hutan di Provinsi 
Kalimantan Selatan, luas alang-alang tersebut hanya 8,3% dari luas kawasan 
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hutannya, namun alang-alang selalu menjadi sumber api. Oleh karena itu solusi 
untuk secara terus menerus mengurangi luasnya menjadi tantangan sampai dengan 
saat ini. 

Hutan Kemasyarakatan Tebing Siring dan Hutan Rakyat Telaga Langsat 

Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Tebing Siring, Kecamatan Bajuin di 
kawasan Hutan Lindung Gunung Langkaras seluas 400 Ha dan Hutan Rakyat di 
Telaga Langsat, Kecamatan Takisung seluas 160 Ha telah membuktikan bahwa 
persoalan alang-alang dapat diselesaikan dengan cara membangun agroforestry 
(dalam hal Hkm Tebing Siring dengan karet dan saat ini telah berhasil ditanam 
sebanyak 40.000 batang berumur 4 tahun oleh dua Kelompok Tani Hutan, yaitu: 
KTH Ingin Maju dan KTH Suka Maju), dan di HR Desa Telaga Langsat,  dengan 
berbagai kombinasi jenis tanaman cepat tumbuh seperti kaliandra bunga merah, 
mahoni, gliricidea, beringin, sekaligus dengan pengembangan lebah madu. 

Kedua contoh di atas menunjukkan bahwa intensifikasi penggarapan lahan 
tanpa bakar, dan dengan memberikan pelatihan serta pendampingan yang tepat 
serta kontinyu dapat menghasilkan penguatan kelompok tani dan keberhasilan 
membasmi alang-alang sekaligus membuat lahan menjadi jauh lebih produktif dan 
semakin membaiknya tata air tanah terutama ketersediaannya di musim kemarau. 

Sosialisasi dan pendampingan di Hkm Tebing Siring dimulai sejak tahun 
2011, didukung oleh JIFFRO - Jepang, Bridgestone - untuk bibit karet, dan Dinas 
Kehutanan setempat. Sedangkan pembangunan Hutan Rakyat di Telaga Langsat 
telah dimulai sejak tahun 2008 melalui Kelompok Usaha Produktif, Departemen 
Kehutanan 2008, dilanjutkan dengan dukungan dari Balai Perbenihan Tanaman 
Hutan Kalimantan, melalui kegiatan “Seed for People”, dengan pengembangan 
tanaman mahoni, tahun 2009, dan didukung oleh BPDAS setempat untuk bantuan 
bibit dan pembinaan teknis penanaman termasuk budidaya lebah madu, dan 
berkembang dengan berbagai jenis ternak lainnya.  Di kedua lokasi 
tersebut,  dengan kondisi lahan semula berupa padang alang-alang yang tidak 
produktif karena selalu terbakar. 

Kedua percontohan tersebut dapat diperluas atau direplikasi untuk 
menyelesaikan lahan kritis berupa alang-alang baik di dalam kawasan hutan 
melalui skema hutan kemasyarakatan dan di luar kawasan hutan melalui skema 
hutan rakyat sebagaimana telah berhasil dilakukan di Tebing Siring dan Telaga 
Langsat. Pemberian berbagai pelatihan dilanjutkan dengan pendampingan yang 
kontinyu berjangka panjang (lebih dari5 tahun) serta jaminan pemasaran produk 
merupakan kunci suksesnya. Para pendamping baik dari unsur masyarakat 
maupun dari UNLAM dapat diberikan insentif berupa demplot untuk 
percontohan, yang sekaligus dapat digunakan sebagai praktik mahasiswa, dan 
sekolah lapangan bagi kelompok tani dari tempat lain yang sedang memulai 
bekerja di lahan alang-alang. *** 
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Ucapan terima Kasih dan penghargaan ditujukan untuk Tim di Pusat Perhutanan Sosial 
dan Agroforestry, Fahutan Universitas Lambung Mangkurat yang dipimpin oleh Dr. 
Mahrus Aryadi,  telah memulai inisiatif pendampingan di calon Hutan Kemasyarakatn 
Tebing Siring sejak 2011 dengan sosialiasi pentingnya membuat lahan alang-alang menjadi 
lebih produktif dan mendorong kelompok-kelompok masyarakat untuk mengusulkan skema 
hutan kemasyarakatan. Skema Agroforestry dalam Perhutanan Sosial dapat menjadi solusi 
persoalan alang-alang di Kalsel, dan kemungkinan besar di provinsi lainnya. Restorasi lahan 
kawasan hutan yang tidak produktif sudah dimulai dan diberikan contohnya di Hkm Tebing 
Siring dan Hutan Rakyat Telaga Langsat. Keduanya di Kabupaten Tanah Laut, Provinsi 
Kalimantan Selatan.  

 

Rujukan: 

Direktorat Inventarisasi dan PSDH, 2015. Buku Basis Data Kehutanan. Ditjen 
Planologi dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 

Forest Watch Indonesia., 2014. Potret Keadaan Hutan Indonesia 2009-2013. Forest 
Watch Indonesia, 2014. 

Mulyani, Ammy, 2005. Teknologi Menyulap Lahan Alang-alang menjadi Lahan 
Pertanian dalam Tabloid Sinartani. Edisi 30 Maret 2005. 

 

 

 

  



Catatan Wisata Intelektual (2005-2020) 

92 
  

 

 

 

Etika Rimbawan 
 

 

Menurut Yundahamasah (2013), lingkungan adalah segala sesuatu yang 
ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan 
kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lain baik secara langsung maupun 
secara tidak langsung. Jadi, etika lingkungan merupakan kebijaksanaan moral 
manusia dalam bergaul dengan lingkungannya. Etika lingkungan diperlukan agar 
setiap kegiatan yang menyangkut lingkungan dipertimbangkan secara cermat 
sehingga keseimbangan lingkungan tetap terjaga.  Adapun hal-hal yang harus 
diperhatikan sehubungan dengan penerapan Etika Lingkungan sebagai berikut: (a) 
Manusia merupakan bagian dari lingkungan yang tidak terpisahkan sehingga perlu 
menyayangi semua kehidupan dan lingkungannya selain dirinya sendiri, (b) 
Manusia sebagai bagian dari lingkungan, hendaknya selalu berupaya untuk 
menjaga terhadap pelestarian, keseimbangan dan keindahan alam, (c) 
Kebijaksanaan penggunaan sumber daya alam yang terbatas termasuk bahan 
energi, (d) Lingkungan disediakan bukan untuk manusia saja, melainkan juga 
untuk makhluk hidup yang lain. 

Di samping itu, Etika Lingkungan tidak hanya berbicara mengenai perilaku 
manusia terhadap alam, namun juga mengenai relasi di antara semua kehidupan 
alam semesta, yaitu antara manusia dengan manusia yang mempunyai dampak 
pada alam dan antara manusia dengan makhluk hidup lain atau dengan alam 
secara keseluruhan. Etika Lingkungan disebut juga Etika Ekologi. Etika Ekologi 
selanjutnya dibedakan dan menjadi dua  yaitu “Etika Ekologi Dalam” dan “Etika 
Ekologi Dangkal”. Selain itu Etika Lingkungan juga dibedakan lagi sebagai Etika 
Pelestarian dan Etika Pemeliharaan. Etika Pelestarian adalah etika yang 
menekankan pada mengusahakan pelestarian alam untuk kepentingan manusia. 
Sedangkan Etika Pemeliharaan dimaksudkan untuk mendukung usaha 
pemeliharaan lingkungan untuk kepentingan semua makhluk. 

Etika Ekologi Dangkal adalah pendekatan terhadap lingkungan yang 
menekankan bahwa lingkungan sebagai sarana untuk kepentingan manusia, yang 
bersifat antroposentris. Etika Ekologi Dangkal ini biasanya diterapkan pada filsafat 
rasionalisme dan humanisme serta ilmu pengetahuan mekanistik yang kemudian 
diikuti dan dianut oleh banyak ahli lingkungan. Kebanyakan para ahli lingkungan 
ini memiliki pandangan bahwa alam bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup 
manusia.  Secara umum, Etika ekologi dangkal ini menekankan : (a) manusia 
terpisah dari alam, (b) mengutamakan hak-hak manusia atas alam tetapi tidak 
menekankan tanggung jawab manusia, (c) mengutamakan perasaan manusia 
sebagai pusat keprihatinannya, (d) kebijakan dan manajemen sumber daya alam 
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untuk kepentingan manusia, (e) norma utama adalah untung rugi, (f) 
mengutamakan rencana jangka pendek, (g) pemecahan krisis ekologis melalui 
pengaturan jumlah penduduk khususnya di negara miskin, (h) menerima secara 
positif pertumbuhan ekonomi. 

Etika Ekologi Dalam adalah pendekatan terhadap lingkungan yang 
melihat pentingnya memahami lingkungan sebagai keseluruhan kehidupan yang 
saling menopang, sehingga semua unsur mempunyai arti dan makna yang sama. 
Etika Ekologi Dalam ini memiliki prinsip yaitu bahwa semua bentuk kehidupan 
memiliki nilai bawaan dan karena itu memiliki hak untuk menuntut penghargaan 
karena harga diri, hak untuk hidup dan hak untuk berkembang. Premisnya adalah 
bahwa lingkungan moral harus melampaui spesies manusia dengan memasukkan 
komunitas yang lebih luas. Komunitas yang lebih luas di sini maksudnya adalah 
komunitas yang menyertakan binatang dan tumbuhan serta alam. Secara umum, 
Etika Ekologi Dalam ini menekankan hal-hal berikut : (a) manusia adalah bagian 
dari alam, (b) menekankan hak hidup makhluk lain, walaupun dapat dimanfaatkan 
oleh manusia, tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang, (c) prihatin akan 
perasaan semua makhluk dan sedih kalau alam diperlakukan sewenang-wenang, 
(d) kebijakan manajemen lingkungan bagi semua makhluk, (e)  alam harus 
dilestarikan dan tidak dikuasai, (f) pentingnya melindungi keanekaragaman hayati, 
(g) menghargai dan memelihara tata alam, (h) mengutamakan tujuan jangka 
panjang sesuai ekosistem. (i) mengkritik sistem ekonomi dan politik dan 
menyodorkan sistem alternatif yaitu sistem mengambil sambil memelihara.   

Revolusi mental para rimbawan dalam mengemban tugasnya menurut 
penulis memerlukan pemahaman tentang “etika” dan menerapkannya 
menjadi  “laku”  dalam tanggung jawab profesionalnya sebagai rimbawan. 
Rimbawan seharusnya mendalami, memahami Etika “Ekologi Dalam” ketika 
mengemban tugasnya, baik di lapangan maupun dalam tataran perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan.  

Penulis mengajukan Sepuluh Etika Rimbawan, untuk kita bahas dan 
renungkan bersama sama, sebagai bagian dari Revolusi Mental Rimbawan 
Indonesia. Kalau para rimbawan mampu melaksanakan beberapa etika saja dari 
kesepuluh etika tersebut, Insya Allah, akan terjadi perubahan perubahan sikap 
mental yang mendasar di tingkat pengambil kebijakan dan juga berdampak nyata 
di tataran masyarakat terutama yang tinggal di pinggiran hutan yang 
kehidupannya sangat tergantung dari sumber daya hutan tersebut. Apalagi kalau 
mampu menerapkan semua prinsip-prinsip dalam etika tersebut.  Kesepuluh Etika 
Rimbawan Indonesia yang penulis usulkan untuk menjadi bahan renungan dan 
diskusi kita bersama diuraikan sebagai berikut:  

Pertama: “Memanusiakan Manusia“ 

Etika ini menempatkan “masyarakat sebagai subyek”, dan mengupayakan 
melibatkannya dalam seluruh siklus manajemen pengelolaan hutan dan 
lingkungan.  Apabila kita memiliki cara pandang masyarakat di sekitar hutan itu 
sebagai subyek, maka kita akan memiliki empati yang kuat. Kita akan 
“memanusiakan” mereka dan memandang mereka sebagai bagian dari solusi dari 
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persoalan-persoalan yang dihadapi dalam membangun hutan, menjaga hutan, atau 
memanfaatkan potensi hutan dengan penuh rasa tanggung jawab. Masyarakat 
sebagai subyek juga berimplikasi bahwa manfaat hutan diupayakan sebesar-
besarnya untuk masyarakat, khususnya yang tinggal di sekitar hutan itu, dengan 
tetap berpegang pada keseimbangan antara kepentingan ekonomi, 
ekologi/lingkungan/kelestarian hutan dan sosial-budaya. Apabila benar bahwa 48 
juta masyarakat tinggal dan menggantungkan hidupnya dari hutan, maka itu 
berarti suatu jumlah yang sangat besar hampir 25% dari penduduk Indonesia. 
Menempatkan masyarakat sebagai subyek juga mendorong kita untuk melibatkan 
mereka sejak awal dari siklus manajemen pengelolaan hutan yang lebih manusiawi. 
Mulai dari identifikasi masalah, merumuskan tujuan, merencanakan kegiatan, 
melaksanakan kegiatan, pemantauan dan evaluasi, dan merevisi kembali (apabila 
memang diperlukan) tentang pernyataan masalah, dan tujuan-tujuan selanjutnya. 
Amartya Kumar Sen, begawan ekonomi dari India, menyatakan bahwa persoalan 
pengentasan rakyat dari kemiskinan, hanya bisa diatasi jika pembangunan 
dilandaskan pada “memanusiakan manusia”. Manusia tidak dianggap sebagai 
obyek pembangunan, tetapi di setiap lapisan masyarakat, manusia adalah subyek 
dari pembangunan itu sendiri (Kompas, 19/01/14). 

Kedua:  Menghormati Mahluk Hidup Lain 

Ini adalah penerapan konsep “Etika Ekologi Dalam”, dimana manusia adalah 
bagian dari seluruh komponen alam semesta. Lingkungan biotik, binatang, 
serangga sebagai polinator, tumbuhan, jazad renik, air, sistem perakaran, udara; 
lingkungan abiotik, geologi, bebatuan, dimana semuanya berinteraksi dalam sistem 
hubungan timbal balik yang saling memberi, saling bergantung, dan saling 
menguntungkan, termasuk pengaruhnya bagi kehidupan manusia. Konsep ini 
selaras bila dikaitkan manusia sebagai wakil Tuhan di bumi. Manusia sebagai 
Khalifah. Manusia sebagai pembawa risalah, dan manusia sebagai pembawa 
rahmat seru sekalian alam.  Keseimbangan alam tersebut telah mulai runtuh ketika 
manusia bersikap eksploitatif terhadap alam, terutama sejak revolusi industri 
berlanjut sampai saat ini dimana penduduk bumi telah mencapai 6 milyar manusia. 
Kerusakan alam telah terjadi di berbagai belahan bumi dan hal ini akan terus 
memburuk apabila manusia tidak merubah sikap dan gaya hidupnya (lifestyle) yang 
boros akan penggunaan sumber daya alam untuk mendukung pola kehidupannya, 
terutama mereka yang hidup di negara-negara belahan bumi bagian Utara. 

Ketiga: No Harm, “Tidak Melukai”, “Ahimsa”.  

Berbagai persoalan kehutanan, konflik lahan, perambahan, illegal logging, yang 
ternyata terbukti dilakukan atas motif-motif untuk memenuhi kebutuhan dasar, 
karena mereka miskin, maka upaya penyelesaiannya haruslah tidak dengan 
kekerasan, tidak dengan pemaksaan, tidak dengan senapan, tetapi dengan solusi 
kesejahteraan. Hukum harus tegak bagi cukong, pemodal, oknum-oknum yang 
dengan sengaja memanfaatkan masyarakat miskin tak bertanah di sekitar hutan, 
untuk melakukan tindakan-tindakan yang menyalahi hukum. Sekali lagi, Forum 
Dialog itulah kendaraan yang seharusnya dibangun dan dipakai untuk mencari 



Catatan Wisata Intelektual (2005-2020) 

95 
  

solusi bersama, dengan mempertimbangkan berbagai masukan, pendapat, dan 
aspirasi dari masyarakat.  

Masyarakat harus bisa merasakan kehadiran “pemerintah” di halaman 
rumah mereka, di kehidupan keseharian mereka, ketika mereka menghadapi 
persoalan-persoalan konkret, seperti masalah kayu bakar, makanan 
ternak,  layanan kesehatan, sekolah bagi anak-anaknya, akses jalan, pemiskinan 
oleh rentenir, pengijon, middleman, mendapatkan perlindungan dan keadilan, dan 
banyak persoalan riil lainnya. Maka, penyelesaian masalah mereka juga 
memerlukan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dalam arti 
luas. Kehadiran pemerintah yang tidak “sangar”, tidak menakutkan, dan layaknya 
sebagai “orang tua” sangat ditunggu masyarakat pinggir hutan.  

Pemerintah yang mau duduk dengan mereka dan mendengarkan berbagai 
kesulitan, harapan, dan pendapat atau pemikiran mereka.  Reformasi Birokrasi 
harus menyentuh sampai ke wilayah-wilayah seperti ini. Sikap mental aparat 
pemerintah yang santun dan lebih banyak turun ke bawah menyerap-memotret 
persoalan nyata. Masyarakat yang hidupnya serba sulit, tinggal di daerah terpencil 
di tepi-tepi  hutan, adalah kekuatan nyata bagi pembangunan hutan dan kehutanan 
serta lingkungan hidup masa depan. Hal ini dapat terjadi apabila pemerintah 
melakukan tindakan yang tepat. Pemerintah dengan jajaran mesin birokrasinya 
sudah seharusnya berpihak pada yang lemah, bukan kepada yang kuat. Inilah 
model “blusukan”nya para rimbawan. “Ahimsa” atau non violence adalah sikap 
mental dan ajaran yang telah didalami dan ditunjukkan oleh Mahatma (Guru) 
Gandhi, dan akhirnya menjadi inspirasi bagi Nelson Mandela yang membawa 
Afrika Selatan menuju zaman pencerahan.   

Keempat: Menghormati Hak-hak Masyarakat Hukum Adat dan Nilai Budayanya 

Ialah upaya kita untuk mempertimbangkan dan lebih menguatkan nilai-nilai adat 
dan budaya yang masih hidup dan nyata memiliki unsur-unsur penghargaan 
terhadap alam, spirit menjaga dan melestarikan alam, ke dalam berbagai aspek 
pembangunan kehutanan. Banyak kawasan hutan yang secara adat masih dikuasai 
dan dijaga untuk kepentingan kehidupan kelompok-kelompok masyarakat adat. 
Manajemen kelola hutan kita harus menggali dan mendorong nilai-nilai ini masuk 
ke dalam bagian dari spirit kelola hutan bersama masyarakat. Di TN Kayan 
Mentarang, Provinsi Kalimantan Utara, dimana secara adat, kawasan taman 
nasional itu dimiliki oleh 11 Suku Daya Besar, dikelola dengan konsep yang 
melibatkan lembaga-lembaga adat setempat. Dibentuk Dewan Pertimbangan 
Pengelolaan, di mana berbagai persoalan dan perencanaan kelola taman nasional 
didiskusikan dan disepakati. Ini suatu contoh, bagaimana etika mengelola hutan 
kita saat ini dan menjadi harapan ke depan. Model ini bisa dicontoh di banyak 
kelola hutan produksi baik di HPT, HTI, Restorasi Ekosistem , Hutan Tanaman 
Rakyat, dan kawasan hutan lainnya. Menuju pengelolaan hutan yang lebih 
manusiawi dan aspiratif.  

Keragaman budaya dari masyarakat di seluruh Indonesia, semestinya 
menjadi pertimbangan penting dalam kita merumuskan langkah-langkah dalam 
mengelola hutan di tingkat tapak, di lapangan yang adaptif disesuaikan dengan 
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kondisi dinamis dan kekhasan di masing-masing lokasi. Kita perlu mengoreksi 
pandangan bahwa kawasan hutan adalah laksana “kertas putih” tidak ada 
pemiliknya dan tidak ada sejarah penguasaannya yang diklaim oleh negara. 
Mungkin dari pola pendekatan etika seperti ini ada harapan kita bersama 
mewujudkan motto Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: “Hutan 
Lestari Masyarakat Sejahtera”.  Di hutan produksi Kabupaten Bulukumba, 
Sulawesi Selatan, terdapat Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang, yang telah 
terbukti melestarikan hutan adatnya secara konsisten dan penuh tanggung jawab, 
walaupun luasnya hanya 301 hektar. Mereka menempatkan hutan adat sebagai 
warisan yang harus dilestarikan, dijaga, dirawat, dan bahkan tidak pernah diambil 
apa pun darinya. Mereka sudah mensyukuri keberadaan hutan warisan nenek 
moyang itu sebagai hutan keramat atau sacred forest, yang berkah manfaatnya telah 
dirasakan oleh masyarakat Ammatoa Kajang setiap hari sejak dahulu sampai saat 
ini. Sungguh sikap penghormatan kepada alam yang patut ditiru. Mereka sudah 
menerapkan Etika Ekologi Dalam. Hutan Adat mereka saat ini sedang dalam proses 
pengakuan secara resmi oleh Pemerintah.  

Kelima:  Memadukan Tradisional Wisdom dengan Scientific Knowledge 

Etika menghormati kearifan tradisional dari masyarakat-masyarakat khususnya 
yang tinggal di sekitar hutan atau bahkan tinggal di dalam hutan, adalah modal 
utama. Memadukannya dengan scientific knowledge atau ilmu pengetahuan modern, 
adalah kekuatan yang besar. Pada kondisi tertentu, kearifan tradisional mampu 
menjawab berbagai persoalan pelestarian hutan, pengelolaan lahan pertanian 
tradisional, yang telah dipraktikkan masyarakat sejak nenek moyangnya.  

Pada kondisi yang lain, masukan dari IPTEK diperlukan untuk menggali 
lebih jauh  nilai-nilai kemanfaatan plasma nutfah untuk obat-obatan modern, 
sebagaimana yang dicontohkan dari TWA Teluk Kupang, yang ternyata potensi 
sponge-nya atau karang lunak (soft coral)  memiliki prospek untuk materi 
penyembuhan kanker. Jamur tertentu dari hutan tropis yang telah diteliti oleh calon 
doktor dari Pusat Konservasi dan Rehabilitasi, Litbang Kehutanan, mampu 
menguraikan dampak lingkungan pencemaran minyak. Pembangunan hutan 
dengan menggunakan teknologi Silvikultur Intensif (SILIN) yang dikembangkan 
oleh Prof Soekotjo (Alm) dan Prof Na’iem dari Fakultas Kehutanan UGM, juga 
membuktikan bahwa percepatan pembangunan hutan-hutan baru (tanpa 
mengganggu keragaman hayati) nyata bisa dilaksanakan. IPTEK yang 
mendapatkan dukungan kebijakan Direktur Jenderal BPK Nomor SK.226/VI-
BPHA/2005 tanggal 1 September 2005 tentang TPTI Intensif,  perlu terus 
diupayakan untuk dilaksanakan dalam skala yang lebih luas. Hal-hal  tersebut di 
atas membuktikan bahwa IPTEK harus dimanfaatkan untuk membangun hutan 
Indonesia. Bukan hanya untuk hutan Indonesia. Hasil-hasil riset di kawasan hutan 
akan berguna untuk kepentingan kemanusiaan dalam arti  luas. Upaya-upaya itu 
masih harus terus ditingkatkan dan didukung oleh kebijakan nasional yang 
komprehensif, terpadu, dan berkelanjutan serta konsisten. 
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Keenam: Jejaring Kerja Multipihak - Multidisipliner 

Etika ini muncul dari kesadaran bahwa untuk mengelola hutan dengan segala 
karakteristiknya itu, tidak akan pernah mampu dikelola oleh hanya kelompok 
rimbawan. Mengurus hutan  (di Indonesia) tidak cukup hanya oleh rimbawan saja. 
Ciptaan Tuhan ini, sangat luar biasanya karena ia tumbuh  di muka bumi sebagai 
hasil dari proses asosiasi yang panjang dari aspek geologi, gerakan lempeng, 
kegunungapian,  pembentukan dan pergerakan tanah, iklim, kelerengan, posisinya 
di permukaan bumi, yang berakibat pada pembentukan pola sebaran flora dan 
fauna yang beragam. Kondisi ini masih ditambah dengan pola-pola 
ketergantungan manusia pada awal kehidupannya kepada sumber daya hutan 
beserta seluruh isinya, yang membentuk kebudayaan manusia dan pola-pola 
pembentukan hutan, ragam dan sebaran flora dan faunanya. Maka, dalam 
mengurus hutan, kawasan hutan, kita perlu mendapatkan dukungan dari berbagai 
disiplin keilmuan, berbagai pengalaman empiris pakar, praktisi, pengamat, 
pemerhati, pejuang lingkungan baik individu maupun lembaga, kaum agamawan 
dengan lembaga pesantren, gereja,  perencana pembangunan, kelompok-kelompok 
pengajian, pramuka, pencinta alam, kader konservasi, dan lain 
sebagainya.  Rimbawan dengan ilmu kehutanan tidak akan cukup mampu dalam 
merespons berbagai persoalan hutan dan kehutanan yang bukan sekedar persoalan 
silvikultur, teknologi kayu, tetapi juga masalah sosial, budaya, antropologi, 
pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, dan lain sebagainya. 

Jejaring multipihak, multidisiplin Ilmu merupakan suatu keharusan, 
apabila kita ingin mendapatkan manfaat dari banyaknya “rahasia” yang masih 
terkandung di dalam perut hutan belantara tropis dan kawasan konservasi di 
bawah lautan di satu sisi,  dan upaya meningkatkan kecerdasan, keberdayaan, dan 
kemandirian masyarakat di sisi lainnya. Masyarakat seharusnya menjadi bagian 
dari jejaring ini dan mendapatkan manfaatnya baik secara langsung maupun tidak 
langsung. 

Ketujuh: Prinsip Kehati-hatian 

Kecerobohan adalah sikap yang sejauh mungkin kita hindarkan. Terapkan prinsip 
kehati-hatian dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk hutan.  Kebijakan 
seharusnya disiapkan dengan matang didasarkan pada data dan informasi yang 
valid. Pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan berbagai kebijakan, yang 
dilakukan dengan benar dan jujur menjadi modal dasar dalam memperbaiki 
kebijakan ke depan. Pengalaman kerusakan hutan-hutan produksi dengan skema 
HPH dengan pola monopoli dan dampak negatifnya di masa lalu menjadi bahan 
koreksi kita bersama. Konsistensi dan pengawasan yang ketat tanpa negosiasi, 
semestinya dapat menyelamatkan hutan-hutan tersebut. Apabila sistem Tebang 
Pilih Indonesia (TPI) dilaksanakan dengan konsekuen, maka masih ada harapan 
akan tumbuhnya hutan untuk siklus tebangan berikutnya. Pengalaman itu, kini 
menjadi pelajaran berharga agar dalam mengusahakan hutan, dilakukan dengan 
prinsip-prinsip kelestarian dan dengan penawasan yang ketat.  

Kebijakan Presiden RI melakukan Moratorium Hutan (INPRES No.10 
tahun 2011. Penundaan izin baru di hutan primer dan gambut yang berada di hutan 
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konversi, hutan lindung, dan hutan produksi, adalah langkah-langkah kehati-
hatian tersebut. Moratorium ini diperpanjang lagi dengan terbitnya INPRES Nomor 
6/2013  tentang  Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola 
Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.  Mengapa perlu menerapkan prinsip-
prinsip kehati-hatian? Selain aspek kerusakan hutan di masa lalu, tekanan dunia 
internasional untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), juga karena kita 
dengan IPTEK yang ada banyak belum mampu mengungkapnya “manfaat” dari isi 
hutan-hutan alam tersebut bagi kepentingan kemanusiaan. Apabila tidak dicegah, 
maka tingkat kerusakan hutan-hutan alam akan terus meninggi, karena 
kemampuan kita untuk melakukan pemantauan dan cek lapangan akan ketaatan 
pengusaha masih sangat rendah. Prinsip kehati-hatian ini bukan hanya berlaku di 
hutan-hutan produksi, tetapi juga dalam pengelolaan seluruh fungsi hutan, 
termasuk di kawasan konservasi. Pemerintah yang telah mengalokasikan dan 
menetapkan 27,2 juta hektar kawasan hutan sebagai kawasan konservasi, juga 
dalam mengemban etika kehati-hatian tersebut. Kawasan konservasi tersebut 
adalah bagian dari 64 juta hektar hutan yang masih utuh atau 42,5 persen. Porsi 
yang cukup besar dari kawasan konservasi ini perlu dukungan kebijakan terpadu 
untuk mendorong peningkatan efektivitas pengelolaannya dengan berpegang pada 
etika-etika yang diusulkan tersebut di atas.  

Kedelapan: Membangun “Gerakan” 

Kesadaran adalah tindakan yang dilakukan dengan sadar. Ciri dari tindakan sadar 
dilandasi oleh tiga hal, yaitu bahwa setiap tindakan dilakukan dengan : (1) ikhlas, 
(2) senang, dan (3) semangat. Tindakan yang dilakukan secara sadar secara 
individu tidaklah mencukupi dalam melakukan perubahan yang besar dalam 
mengelola atau menyelamatkan lingkungan hidup, mengelola hutan. Ia harus 
berhimpun dalam tindakan secara bersama, terpadu, kolektif.  Kesadaran bersama 
(collective awareness) yang dilakukan secara multipihak inilah yang menjadi cikal 
bakal dan modal dasar untuk melakukan perubahan dan perubahan yang nyata 
dirasakan di tingkat tapak, di lapangan.  

Kesadaran bersama ini menjadi cikal bakal dapat dilakukannya aksi 
bersama (collective action) atau aksi kolektif. Aksi kolektif inilah yang dapat disebut 
sebagai “gerakan”. Kampanye yang terus menerus dilakukan dalam Penanaman 
Satu Miliar Pohon, misalnya sebenarnya dimaksudkan sebagai salah satu contoh 
upaya membangun suatu Gerakan Kesadaran Bersama Multipihak.  Kini bukan 
saja Kementerian Kehutanan saja, banyak pihak yang mendukung program satu 
miliar pohon tersebut.  From collective awareness to collective action. Dari gerakan di 
Indonesia akan berkontribusi pada tataran global, sehingga, menanam pohon 
menjadi kesadaran kita bersama. Program penghijauan dan reboisasi sejak akhir 
periode 1970, telah menghasilkan kesadaran membangun hutan di lahan milik 
masyarakat.  

Saat ini, telah lahir hutan rakyat di Jawa dan Madura, hampir seluas 2,7 juta 
hektar. Hasil kajian BKPH Wilayah XI bekerja sama dengan MFP II ini menganalisis 
data tutupan hutan rakyat pada tahun 2003. Potensi kayunya pun telah dihitung 
dan mencapai 78 juta m3. Berkembangnya hutan rakyat ini tidak dapat dilepaskan 
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dari pionir rimbawan dari Petak 5 Wanagama, seperti Almh Prof Oemi Haniin 
Soeseno, Prof Soedarwono H, Pak Pardiyan, dan Pak Tri yang memulai mengubah 
ekosistem karst sejak tahun 1964 menjadi hutan seperti saat ini dan menjadi contoh 
nyata bagi masyarakat Kabupaten Gunung Kidul dan meluas ke seluruh Jawa.    

Kesembilan: Pelibatan Perempuan 

Ialah sikap mental dan etika kita untuk mempertimbangkan dan memperluas 
peran-peran kaum perempuan dalam  setiap langkah atau siklus manajemen 
kawasan hutan. Kerusakan lingkungan berdampak langsung pada kaum 
perempuan di pedesaan. Berbagai upaya konstruktif menyelamatkan hutan, 
inovasi baru memperbaiki lingkungan, dilakukan oleh perempuan. Pendidikan 
anak-anak agar cinta pada lingkungan diemban kaum perempuan.  Banyak di 
antara perempuan tangguh tersebut telah menerima Kalpataru, karena 
pengabdiannya yang luar biasa pada penyelamatan lingkungan dan menginspirasi 
masyakarat luas. 

Seorang perempuan bernama Tri Mumpuni-Pendekar Lingkungan Hidup 
2008 adalah contohnya. Ia mampu menggerakkan masyarakat dan menjadi  motor 
pembangunan mikro (mini) hidro yang menghasilkan listrik di 60 lokasi tersebar di 
seluruh Indonesia. Usahanya membentang   dalam tempo tidak kurang dari 17 
tahun (Berita TransTV 17 Agustus 2010; jam 21:48). Puluhan penghargaan 
diterimanya dari berbagai kalangan, antara lain sebagai Climate Hero dari WWF.   

Pada tanggal 20 Agustus 2010, harian Kompas memuat berita tentang orasi 
Eny Sudarmonowati, sebelum dikukuhkan sebagai Prof Riset. Ia sejak 1992 
melakukan penelitian intensif pemuliaan pohon hutan. Salah satu yang dipilih 
adalah sengon-salah satu jenis pohon cepat tumbuh (fast growing species) yang 
penting untuk rehabilitasi hutan atau dikembangkan sebagai penghasil kayu 
perkakas ringan. Hasil rekayasa genetik yang dilakukannya telah membuat 
pertumbuhan sengon 1,5 kali lebih cepat dari sengon bukan hasil rekayasa. 
Diprediksi, panen yang semula menunggu 15 tahun bisa diperpendek menjadi 7 
tahun saja. Yang bersangkutan juga mengungkapkan bahwa ia melakukan 
penelitian juga tentang Acacia mangium transgenik. Ada sengon mutan hasil 
radiasi sinar gamma, yang tahan  hidup di lahan ex tailing, jadi kemungkinan besar 
bisa untuk bioremediasi. Ribuan hektar lahan eks pertambangan dapat segera 
dihijaukan dengan hasil riset ini.  

Aleta Baun aktivis perempuan dari Timor Tengah Selatan, mendapatkan 
penghargaan dari Goldman Environmental Prize tahun 2013 di San Fransisco, 
Amerika Serikat, pada 15 April 2013, atas upayanya yang gigih mempertahankan 
hutan dan Gunung Batu di lereng Gunung Mutis (Kompas, 20 April 2013). Ketiga 
contoh tersebut membuktikan peranan perempuan dalam perbaikan lingkungan 
hidup terbukti nyata. Kebijakan pemerintah ke depan harus mempertimbangkan 
keterlibatan kaum perempuan lebih besar dalam setiap proses pembangunan dan 
dengan niat yang baik untuk mendorong peran mereka semakin besar dan 
menentukan.  
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Kesepuluh: Pelibatan Kaum Muda 

Mempertimbangkan tujuan jangka panjang dari pengelolaan hutan dan lingkungan 
secara luas, maka isu kunci yang harus dipertimbangkan dalam kebijakan nasional 
adalah tentang pendidikan lingkungan dan peran kamu muda. Mereka kelompok 
potensial untuk terlibat dalam berbagai upaya dan gerakan penyelamatan 
lingkungan. Sudah sewajarnya dibangun strategi pengelolaan hutan dan 
penyelamatan lingkungan dengan melibatkan kaum muda.  Mereka yang akan 
mengambil tongkat estafet dari generasi tua saat ini, untuk dilanjutkan ke depan. 
Skala waktu yang dipakai dalam pengelolaan hutan dan isu-isu lingkungan bukan 
hanya lima tahun, atau 10 tahun, tetapi 50-100 tahun ke depan. Skala generasi, antar 
generasi, dan lintas generasi. Investasi pendidikan lingkungan saat ini akan 
menentukan hasilnya 20-30 tahun ke depan. Bonus demografi yang dialami 
Indonesia, dengan lebih dari 40% penduduknya dalam usia produktif, merupakan 
modal dasar untuk melakukan pewarisan best practices dalam pengelolaan sumber 
daya alam dari generasi saat ini kepada generasi muda tersebut. Praktik kelola 
sumber daya alam dan pemikiran pemikiran serta inovasi baru tentang pengelolaan 
sumber daya alam harus didokumentasi dan diwariskan kepada generasi muda 
untuk terus dilanjutkan dan bahkan dikembangkan. Penemuan spesies baru, 
spesies hasil rekayasa genetik, harus terus dipacu untuk diujicobakan di lapangan. 

Generasi mudalah yang akan memainkan peran kesejarahan besar di masa 
depan, bukan generasi tua. Generasi yang lahir pada periode akhir 1990an akan 
membawa tongkat estafet pembangunan lingkungan dan kehutanan di Indonesia 
sampai melewati tahun 2050 dimana penduduk dunia sudah mencapai 9 milyar 
jiwa. 

Epilog 

Etika semestinya menjadi spirit dari para rimbawan. Menjadi modal dasar dalam 
menyusun visi bersama untuk membangun hutan Indonesia. Namun demikian, 
rasanya semakin lama kita semakin tidak memandang perlu bicara  tentang “Etika” 
atau lebih fokus lagi “Etika Rimbawan”. Atau bahkan kita telah melupakannya.   

Sepuluh Etika Rimbawan yang diajukan oleh penulis ditujukan 
untuk  membangunkan kembali mimpi bersama tentang spirit kelola hutan dan 
lingkungan hidup di Indonesia. Mulai dari “Deklarasi Kaliurang” tahun 1967 
sampai ke “Deklarasi Cangkuang” 1999, dan kemudian setelah 17 tahun, Deklarasi 
Cangkuang pun tinggal menjadi kenangan, apabila kita tidak menerjemahkannya 
ke dalam strategi dan aksi nyata yang harusnya dilakukan secara konsisten dan 
persisten.     

Kebijakan Perhutanan Sosial,  yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 
seluas 12,7 juta hektar kawasan hutan negara atau 10% dari luas hutan di seluruh 
tanah air untuk masyarakat pinggir hutan, semoga akan berhasil apabila 
menerapkan Sepuluh Etika Rimbawan tersebut di atas. Dengan program ini, 
masyarakat pinggir hutan diberikan kepercayaan untuk mengelola dengan 
menempatkan masyarakat sebagai pelaku utamanya. Kebijakan yang sebenarnya 
telah diperjuangkan sejak tahun 1978 dalam Kongres Kehutanan se-Dunia VIII, 
dengan tema sentralnya “Forest for People”.   
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Semoga tulisan pendek tentang Etika Rimbawan ini dapat mengusik “tidur 
nyenyak” para rimbawan Indonesia, dan para pencinta lingkungan, untuk bangkit 
dan menemukan kembali spirit dan jati diri serta panggilan profesionalnya sebagai 
seorang rimbawan Indonesia.  Tentu dengan tugas yang semakin berat pasca 46 
tahun sejarah eksploitasi hutan skala komersial sejak tahun 1970. Semoga kita 
belum terlalu terlambat untuk memperkuat dan memperteguh Etika Rimbawan 
Indonesia dalam konteks dan situasi kekinian kondisi hutan dan lingkungan hidup 
di tanah air.*** 
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Growth Mindset Pilar Perhutanan Sosial: Catatan Kritis 
Menyambut Terbitnya Permen LHK tentang Perhutanan 

Sosial 
 

 

 

Dalam teori tentang mindset, sikap dan perilaku Wahjudi Wardojo seperti 
tersebut di atas, disebut bahwa ia membangun “Growth Mindset” (Hiring for 
Attitude oleh Eilen Rachman &  Emilia Jakob, Kompas 26 Maret 2016). Kedua pakar 
tersebut menyatakan bahwa mereka yang memiliki ‘growth mindset’ akan 
memfokuskan energi positif mereka dan mengambil langkah-langkah yang 
diperlukan untuk mengatasi keterbatasan mereka. Mereka tidak takut bangun lebih 
pagi, berjalan lebih jauh, berusaha dua kali lipat dibandingkan dengan rekan-
rekannya dan bahkan bangun lagi dengan cepat bilamana mereka mengalami 
kegagalan. 

Mereka yang memiliki ‘growth mindset’  bukanlah mereka yang tidak 
pernah merasa takut akan keterbatasan mereka, akan tetapi semata-mata lebih 
karena mereka tidak membiarkan rasa takut itu menguasai mereka. Nelson 
Mandela mengatakan, “I learned that courage was not the absence of fear, but the 
triumph  over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that 
fear”. 

Sang ‘Ground Breaker’ 

Wahjudi Wardojo pada periode 1993-1997, mampu membuktikan bahwa dengan 
semua keterbatasan yang ia miliki sebagai Kepala Taman Nasional Gunung Gede 
Pangrango dan Halimun, menyatakan bahwa tugasnya adalah mission impossible. 
Namun  berbagai keterbatasan, hambatan, dan persoalan yang dihadapinya, dapat 
diatasi dengan berbagai terobosan dan inovasi. Inovasi yang paling valid antara 
lain dibentuknya model kemitraan multipihak - multidisiplin yang pertama kali di 
Indonesia, yaitu: Konsorsium Gedepahala, program volunteer taman nasional, 
dibangunnya Pusat Pendidikan Konservasi Alam Bodogol,  Pusat Rehabilitasi Owa 
Jawa di Bodogol; penyelesaian perambahan PETI di TN Halimun pada tahun 1993 
dengan cara yang damai, cerdas dan tuntas,  penerapan reward and 
punishment kepada stafnya,  dan masih banyak yang lainnya.  Setelah 20 tahun 
kemudian, inovasinya masih valid dan justru semakin menemukan konteks dan 
momentumnya. 

Dalam perkembangan pengalaman kemitraan tersebut, 
muncul icon tentang prinsip kemitraan yang penting yaitu “3M”, yaitu mutual 
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respect, mutual trust, dan mutual benefits.  Suatu tagline yang ngetrend dipakai oleh 
pejabat Departemen Kehutanan (sekarang Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan), sampai dengan saat ini. Namun demikian, banyak pihak yang 
sebenarnya kurang memahami esensi dan spiritnya serta siapa yang 
mempopulerkan pemikiran tersebut. Dengan menerapkan “3M” untuk 
membangun kemitraan multipihak - multidisipliner, ia menemukan fakta bahwa 
dari mission impossible dapat diubah menjadi possible mission. Yang tidak pernah 
muncul secara langsung dari berbagai pengalamannya adalah tentang pentingnya 
sumber daya manusia dalam konteks kapasitas leadershipnya. 

Perhutanan Sosial Bagaimana? 

Program perhutanan sosial yang telah dicanangkan seluas 12,7 juta Ha atau hampir 
seluas negara Inggris adalah mission impossible, apabila kita mempertimbangkan 
keterbatasan anggaran, UPT yang hanya lima dari yang semula 36 UPT, dan 
kemampuan capaian per tahun yang hanya 200.000-300.000 Ha. Luasan 12,7 juta Ha 
yang dialokasikan dalam RPJMN 2015-2019, yang berarti setiap tahun seharusnya 
dicapai 2,5 juta Ha kawasan hutan negara yang dikelola oleh masyarakat pinggir 
hutan. 

Bagaimana konsep: growth mindset ini bisa diterapkan dalam pelaksanaan 
perhutanan sosial dengan target yang sangat luas itu? 

a.    Perubahan Paradigma dan Kebijakan Kehutanan 

Perhutanan sosial adalah alat untuk menyelesaikan konflik secara damai dan 
(lebih) beradab. Perubahan kebijakan, sikap mental, dan paradigma yang 
ditindaklanjuti dengan perubahan struktur organisasi kementerian LHK, dimana 
lahir Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan pada tahun 2015. 
Perjuangan yang sangat panjang dari tokoh-tokoh perhutanan sosial sejak Kongres 
Kehutanan Sedunia ke VIII 1978, dengan tema “Forest for People”, baru muncul 
proyek social forestry tahun 2007, dan struktur organisasi Eselon I yang diberi nama 
“Perhutanan Sosial”, memerlukan waktu 37 tahun (sejak 1978), atau  29 tahun (sejak 
2007). Sangat amat terlambat sebenarnya. Kerusakan hutan dalam tempo 30 tahun 
itu sudah sungguh luar biasa, sebagaimana kita saksikan saat ini.  Maka, diperlukan 
proses percepatan, kerja bareng yang terpadu sinergis, serta memiliki sikap 
konsisten dan persisten. 

b.   Inovasi Pokja PPS 

Pokja Percepatan Perhutanan Sosial di setiap provinsi  yang telah mulai dibentuk 
dan direspons dengan antusias di banyak provinsi merupakan salah satu 
perwujudan dari growth mindset tersebut. Pokja PS di Sumatera Barat dan yang 
lebih tua lagi Forum Hutan Kemasyarakatan di Lampung merupakan contoh nyata 
inovasi yang berani dan tepat sasaran. Berbagai persoalan yang menyangkut 
masyarakat dengan sumber daya hutan dibicarakan, didiskusikan, dan 
diperdebatkan dalam forum-forum Pokja tersebut. Yang sangat menarik adalah 
munculnya fenomena “mencairnya” kebekuan komunikasi birokrat kehutanan di 
provinsi, kabupaten, dengan CSO, tokoh masyarakat, perguruan tinggi, karena 
mereka menjadi anggota Pokja. Tentu hal ini karena sumbangan leadership dari 
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beberapa champion di Pokja tersebut. Muncul secara perlahan tetapi pasti nilai-
nilai governance, seperti keterbukaan, partisipasi,  kegotongroyongan, yang selama 
ini mati suri. 

c.    Fenomena WhatsApp Group 

Memanfaatkan keandalan dan kecerdasan IT, seperti WhatsApp ini  untuk 
kelancaran komunikasi dalam hitungan detik, telah dengan nyata 
memperlancar  aliran data, informasi, pembelajaran, inspirasi, provikasi, yang 
berakibat pada meningkatnya pemahaman,  kebersamaan, kesalingterhubungan 
antara pusat-daerah dan juga lintas stakeholder. Laporan perkembangan, laporan 
adanya masalah, temuan real time adanya pelanggaran di lapangan, atau 
ditemukannya potensi yang ada dapat langsung diketahui siapa pun yang ada 
dalam WAG tersebut. Inovasi yang tidak ada pada masa Pak Wahjudi Wardojo jadi 
Kepala TN Gunung Gede di 1993 saat ini. WAG powerful bila digunakan dengan 
bijak. Saya bisa menyaksikan hiruk pikuknya komunikasi di WAG Sumbar dengan 
nama CBFM-Sumatera Barat; Pokja PPS Sulteng, Lampung (Konservasi Lampung, 
PERSAKI Lampung, Rimbawan Lampung), Pokja PS Kalsel, Perhutanan Sosial 
Kaltim, Pokja PS Nasional dan sebagainya. 

d.    Local Champion 

Perhutanan sosial dilahirkan, dihidupi, dan sekaligus melahirkan banyak local 
champion (LC) di tingkat lapangan. Para LC inilah contoh dari figur-figur yang 
memiliki growth mindset. Ada Mas Heri Santoso dan Mas Yayan, yang memulai 
bekerja berdiskusi tentang hutan desa di Kulonprogo pada tahun 1999, saat penulis 
jadi Kepala Unit KSDA Yogya dan ikut dilibatkan dalam diskusi dan kunjungan 
lapangan ke calon hutan desa yang kini terkenal dengan Kalibiru. Mas Wito dan 
timnya yang banyak bergerak di Repong Damar Krui, yang sangat terkenal karena 
akhirnya menjadi KHDTK masa Menteri Pak Djamaludin itu. Ritno Kurniawan, 
sarjana Pertanian UGM yang kembali ke desanya dan akhirnya mampu merubah 
sikap mental para pembalak kayu menjadi pelaku ekowisata di Hutan Nagari 
Lubuk Alung di 2015. Mas Rudi Syah, Mas Rahmat dan tim WARSI yang menjadi 
pendamping setia kelompok minoritas Orang Rimbo yang terisolir dan 
termarginalkan akibat sistem eksploitasi hutan skala besar dan masif. Mbak Nurka, 
Om Buyung,  dan Tim Peneliti pendamping di Hkm Sumberjaya periode 2005. 
Edison Watala, Pak Warsito tokoh penggerak perubahan kelola hutan di Lampung, 
Mbak Christine Wulandari yang intensif melakukan penelitian di bidang 
perhutanan sosial,  Pak Makhrus dan tim di Pusat Perhutanan Sosial dan 
Agroforestry UNLAM, yang turun langsung fasiitasi Hkm di Kabupaten Tanah 
Laut,  Pak Gusti - pengawal Gubernur Kalbar, dan salah satu pendorong PS di 
Kalbar,  Pak Lejie Taq tokoh Dayak di Berau yang mengawal HL Wehea, Stanley 
Kepala Kampung HD Merabu, Taufik, Niel Makinudi, Iwan Wibisono-
pengawal Multilayer Policy Intervention di program Green Growth Compact-Kaltim, 
Bu Herlina-tokoh pembangun skema SIGAP, bottom up planning di tingkat 
kampung TNC, dan masih banyak lagi figur-figur yang memiliki growth mindset. 
Perhutanan sosial di lapangan dihidupi dan dihidupkan oleh mereka.  Tokoh 
penggerak lahirnya gerakan masyaraat adat, Abdon Nababan, Dahniar-
Perkumpulan HUMA, dan masih banyak tokoh-tokoh adat di seluruh Nusantara. 
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Belum lagi adanya komitmen  para senior yang saya kira connecting baik 
langsung maupun tidak langsung dengan perhutanan sosial dan ranah 
perjuangannya, seperti Prof Suryo Adiwibowo yang jadi Nakhoda Fakultas Ekologi 
Manusia IPB, Prof San Afri Awang - penjuang PS sejak lama, Prof Didik Suhardjito, 
Prof Hariadi K yang terus mendorong policy reform dan stream lining researchàpolicy 
reviewàplanningàaction,  di bidang perhutanan sosial dan lingkungan secara umum. 

e.    Trust Fund Perhutanan Sosial 

Ketika 12,7 juta hektar tidak bisa kita selesaikan sampai 2019, maka perlu energi 
besar untuk mendukungnya pasca 2019. Energi itu berupa pendanaan jangka 
panjang.  Saya mengusulkan  dibangunnya Trust Fund (TF) Perhutanan 
Sosial.  Semestinya TF ini digarap dan menjadi agenda mendesak untuk mulai 
dibicarakan sekarang. Perlu didorong siapa pun yang menjadi pengguna  lahan 
terbanyak ia yang juga menjadi penyumbang terbesar. Semakin luas lahan hutan ia 
kuasai atau di bawah kontrolnya, semakin banyak ia menyumbangkan CSR atau 
Dana Lingkungannya  kepada TF Perhutanan Sosial. Misalnya provinsi Riau yang 
60% kawasan hutannya dikuasai oleh HPH, HTI, dan Perkebunan, semestinya 
mereka penyumbang terbanyak untuk TF Perhutanan Sosial ini. 

Optimisme untuk Perhutanan Sosial 

Dari berbagai persoalan yang dihadapi kehutanan Indonesia dikaitkan dengan 
masyarakat pinggir hutan selama 46 tahun, terhitung sejak 1970,  masihkah ada 
optimisme? Masihkah ada spirit yang dikonsolidasikan sehingga dari mission 
imposible menjadi possible mission, seperti yang telah dicontoh-nyatakan oleh Pak 
Wahjudi Wardojo 23 tahun yang lalu? Kemampuan Dijen PSKL dan Dit PKPS 
hanya 1/10 dari target nasional 12,7 juta hektar. 

Pertanyaan ini rasanya menjadi pertanyaan dan renungan kita bersama. 
Para penggerak, pemikir, intelektual, pemerhati, praktisi, tokoh, dan semua yang 
merasa terpanggil untuk membantu dan aktif terjun langsung di lapangan maupun 
yang bekerja di ranah kebijakan, policy reform. Diperlukan leadership yang konsisten 
dan persisten  di semua layer (pusat-provinsi-kabupaten-site level) serta yang 
memiliki growth mindset. Kita sebenarnya memiliki modal itu semua hanya belum 
terkonsolidasi dengan cermat dan tepat. 

Di setiap pixel pekerjaan manusia, termasuk di perhutanan sosial,  memiliki 
muatan keilahian, karena kita dimandatkan sebagai ‘khalifah di bumi’. Maka, niat 
menjadi sangat amat penting. Niat yang ikhlas, rasanya menjadi yang pertama 
perlu kita ingat, teguhkan, tanamkan, dan ucapkan sebelum memulai pekerjaan 
besar perhutanan sosial. So much to do so little time. 

Tidak ada pilihan lain: sekarang atau tidak sama sekali.*** 
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Pengelolaan Bentang Alam Kolaboratif: Perspektif 
Perhutanan Sosial 

 

 

 

Pengelolaan “Bentang Alam” menjadi wacana yang semakin mendapatkan 
respon  menarik beragam. Mungkinkah birokrasi pemerintah mampu melakukan 
model pengelolaan  lintas batas-multistakeholder? Pada umumnya pemerintah 
bekerja berdasarkan sistem penganggaran yang sektoral. Di Kementerian LHK, 
masing-masing Eselon 1 telah merencanakan kegiatan tahunannya sesuai dengan 
tugas dan fungsinya, yang kemungkinan besar tidak (sempat) secara intensif saling 
dikomunikasikan. Direktur Kawasan Konservasi - Ditjen  KSDAE  di satu sisi, yang 
mengelola kawasan konservasi dan Ditjen PSKL, dimana terdapat 
Direktorat  Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial (PKPS), yang mendapatkan 
tugas memberikan akses kelola hutan lindung dan hutan produksi untuk 
masyarakat setempat, bisa bekerja sendiri dan terpisah. Sementara kondisi di 
lapangan, sangat dimungkinkan dan menuntut kerja-kerja terpadu dan saling 
bersinergi. Berbagai persoalan yang dihadapi pengelola kawasan konservasi dapat 
dibantu dicarikan solusinya dengan penerapan perhutanan sosial di daerah 
penyangganya. 

Pendekatan keterpaduan ini juga dapat diperkuat dengan kehadiran para 
mitra yang bekerja di tingkat lokal, baik swasta, LSM, dan yang tidak kalah 
pentingnya adalah pemerintah daerah dan masyarakat yang tinggal di desa-desa 
sekitar kawasan konservasi, dan bahkan di dalam kawasan hutan negara. Para 
mitra itu dapat berupa individu, para local champion, penggerak lingkungan, 
perkumpulan di kampung dan desa-desa, tokoh adat, tokoh informal, maupun 
lembaga-lembaga keagamaan dan lembaga informal lainnya. Semua pemain lokal 
sangat penting dan merupakan stakeholders kunci dalam kerja-kerja kolaboratif 
berskala bentang alam. 

Salah satu kunci keberhasilan awal dari inisiatif kerja multipihak ini adalah 
adanya pihak yang menjadi “motor penggerak” yang mampu mendorong para 
pihak lainnya untuk “duduk bersama”, membangun komunikasi lintas batas. 
Mereka ini disebut sebagai local champion. Bisa berasal dari kalangan pemerintah 
(birokrasi), LSM, masyarakat, dan pihak lainnya. 
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1. Pembelajaran dari TWA Ruteng 

Pengalaman penulis ketika memulai kerja seperti ini di TWA Ruteng, Kabupaten 
Manggarai pada periode pertengahan 2012  sampai dengan akhir 2013 
membuktikan pentingnya peran “motor penggerak” yang memungkinkan semua 
pihak untuk “duduk bersama”. Motor Penggerak ini sebaiknya menempatkan diri 
sebagai pihak yang tidak memiliki kepentingan atau agenda tersembunyi. 
Kepentingan yang harus diutamakan adalah kepentingan bersama. Prinsip yang 
penulis kembangkan adalah “3A” (Ahimsa, Anekanta, Aparigraha), yang dipelopori 
oleh Gandhi (baca: TWA Ruteng Menuju Penerapan Kerjasama Berbasis TIga Pilar; 
www.konservasiwiratno.blogspot.com). Dalam kasus di Ruteng tersebut, yang 
dimaksud dengan “Tiga Pilar” adalah “Gereja”, “Masyarakat (Hukum) Adat”, dan 
“Pemerintah Kabupaten”. Model pendekatan yang penulis kembangkan adalah 
yang disebut sebagai “psyco-socio culture”. Model komunikasi asertif face-to 
face dengan para tokoh kunci, dengan melakukan penelusuran sejarah masyarakat 
dalam hubungannya dengan TWA Ruteng.  Termasuk di dalamnya adalah “sejarah 
pengelolaan”.  Model pendekatan ini langsung penulis pimpin dan diikuti oleh 
sebagian besar staf di Ruteng, Kabupaten Manggarai. Pendekatan “psyco-socio 
culture” ini akan menghasilkan “personal trust” yang selanjutnya  harus didukung 
dengan proses pelembagaannya di tingkat paling bawah. Kalau di Manggarai, 
di  rumah gendang - di rumah adat, dimana  masyarakat berkumpul untuk 
memutuskan berbagai persoalan kemasyarakatan, termasuk dalam hubungannya 
dengan hutan. Secara adat,  model duduk bersama ini disebut sebagai “lontoleuk”. 
Menggali atribut dan praktik-praktik budaya yang masih hidup menjadi unsur 
utama dalam proses komunikasi selanjutnya dalam skala yang lebih luas dan 
semakin kompleks, namun justru tambah menarik. 

2. Masa Depan Rimbang Baling 

Kita beruntung bahwa di Sumatera, khususnya di Riau masih terdapat suatu 
kompleks hutan alam yang sangat luas untuk ukuran saat ini, lebih dari 130.000 Ha 
atau bahkan bentang alam di sekitarnya sampai 200.000 Ha. Pembelajaran dari data 
yang ada, tingkat okupasi atau perubahan tutupan vegetasi alami kawasan hutan 
di Sumatera yang tidak dikelola dengan intensif adalah 4-5 Ha per hari. SM Balai 
Raja, TN Tesso Nilo (kajian WWF Riau), TN Gunung Leuser wilayah Besitang 
(Kajian UNESCO), TWA Holiday Resort, dan lain sebagainya. Munculnya pulau-
pulau ekosistem yang terfragmentasi dengan akibat lanjutannya pada hancur dan 
“koyaknya” habitat satwa liar yang diprediksi oleh penulis sejak tahun 2001 sudah 
terbukti sekarang (baca Wiratno, dkk: “Berkaca di Cermin Retak”, Refleksi Konservasi 
dan Implikasinya bagi Pengelolaan Taman Nasional, Gibbon Foundation, 2001). Kondisi 
ini diperkuat dengan kehancuran lowland tropical rainforest akibat meluasnya small 
holders perambahan sawit sejak 1990 (baca Wiratno, dkk 2013 “Tersesat di Jalan yang 
Benar”, Seribu Hari Mengelola Leuser, UNESCO, Jakarta Office 2013). 

Tanpa keterlibatan masyarakat, swasta, LSM, pemerintah kabupaten dan 
provinsi, penyelamatan kawasan konservasi hanya omong kosong belaka. 
Kawasan konservasi dengan luasan yang sempit (5.000-10.000 Ha) di Sumatera, 
tidak akan pernah mampu bertahan, terutama di kawasan dataran 
rendah, mangrove di pantai atau wetland yang telah terbuka akses jalan dan 
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dikelilingi oleh pusat-pusat pertumbuhan. Apalagi bila pengelolaanya tidak pernah 
sampai di tingkat tapak. Pengelolaan kawasan konservasi hanya menjadi 
pembicaraan dan perbincangan para pakar saja dan menjadi bahan kajian yang 
menghasilkan banyak “orang pintar”. 

Maka pengelolaan kolaboratif SM Rimbang Baling akan berkejaran dengan 
waktu yang melezat cepat, dengan perubahan-perubahan socio-kultur dan 
perkembangan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa besarnya. Masa depan SM 
Rimbang Baling sangat ditentukan oleh hasil workshop saat ini dan pengawalan 
tindak lanjutnya 5-10 tahun ke depan. 

3. Peran Perhutanan Sosial 

Perpres No 16 tahun 2015 yang disusun lebih dari tiga bulan proses dialog 
multipihak, telah berhasil mengangkat “perhutanan sosial”  ke tingkatan Eselon 1 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Struktur Organisasi Ditjen 
Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan ini adalah sebagai berikut : 

 

Dengan struktur baru tersebut, seluruh urusan yang menyangkut 
masyarakat dalam hubungannya dengan hutan, akan menjadi tanggung jawab 
Ditjen PSKL ini untuk mengkoordinasikannya. Kasus-kasus tenurial, konflik lahan, 
klaim wilayah adat, akan diselesaikan oleh Direktorat Penanganan Konflik 
Tenurial, dan Hutan Adat. Pemberian akses kelola hutan kemasyarakatan, hutan 
desa, hutan tanaman rakyat, dan kemitraan kehutanan ada pada Direktorat 
Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial. Pengembangan, penguatan kelembagaan, 
peluang usaha pada Hkm, HD, HTR, dan Hutan Adat menjadi tanggung jawab 
Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat. Direktorat Kemitraan 
Lingkungan akan membantu mendukung kolaborasi multipihak, dukungan 
komunikasi lintas batas, dan pemberian penghargaan atas berbagai inisiatif lokal 
pro lingkungan. 
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Program “Hutan Kemasyarakatan” atau “Perhutanan Sosial” ini 
merupakan program yang secara resmi dimulai pada tahun 2010, sebagai respons 
terhadap masyarakat yang tinggal di desa-desa sekitar hutan menggarap di dalam 
kawasan hutan tanpa izin, yang didorong oleh faktor kemiskinan, kepemilikan 
lahan di desa yang sangat sempit dan bahkan tidak memiliki lahan garapan. Jumlah 
desa-desa di sekitar hutan di seluruh Indonesia pada tahun 2007-2008, sekitar 
25.863 desa atau 26,6% dari  total desa di Indonesia. Jumlah penduduk desa-desa 
hutan tersebut adalah 37.197.508 jiwa atau 9.211.299 kepala keluarga, dimana 18,5% 
atau 1.704.090 kepala keluarga, atau 6.881.539 jiwa tergolong miskin  (Kemitraan, 
2014). Merekalah yang menjadi sasaran Program Perhutanan Sosial ini. 

Target 2015-2019, Ditjen PSKL harus mampu memberikan izin Perhutanan 
Sosial seluas 12,7 juta Ha, melalui hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan 
tanaman rakyat,  legalisasi hutan adat, dan kemitraan kehutanan. Program yang 
sangat besar ini tentu dapat dijadikan peluang bagi para pihak, khususnya 
pengelola kawasan konservasi para mitra. Sementara itu, capaian perhutanan sosial 
pada periode 2010-2015 masih sangat rendah. Total izin yang diberikan dalam 
bentuk Hkm, HD, dan HTR seluas 1.403.753 Ha dari target 2.750.000 Ha. Demikian 
pula dukungan dari gubernur dan bupati untuk penerbitan IUP-nya baru mencapai 
20-25%. 

4. Daerah Penyangga dan Perhutanan Sosial 

Pengembangan Daerah Penyangga di sekitar Kawasan Konservasi dalam tataran 
bentang alam yang lebih luas, penulis yakini sebagai solusi konkret dari  meluasnya 
konflik tenurial baik di kawasan konservasi, di hutan lindung, maupun di hutan 
produksi. 

Salah satu model pengelolaan melalui pendekatan bentang alam adalah 
melalui  Tiger Conservation Landscape, yang dikembangkan oleh WWF di Sumatera. 
Model ini menggunakan  kriteria lainnya, antara lain  (1) pendekatan lansekap, (2) 
nilai konservasi, (3) potensial mitra yang akan dan telah bekerja, (4) tingkat 
kerusakan. Dua contoh yang penulis ajukan lebih detil, adalah di SM Barumun dan 
SM Rimbang Baling. 

a.         SM Barumun-BBKSDA Sumatera Utara. 

1) Pendekatan Lansekap. Memposisikan kawasan yang ditetapkan sebagai 
KPHK sebagai “core”, dengan mempertimbangkan pola penggunaan 
lahan di daerah penyangga dan lansekap yang lebih luas. Misalnya, SM 
Barumun seluas 40.330 Ha di Kabupaten Tapsel, Kota Sidempuan, Kab. 
Padang Lawas, dan Padang Lawas Utara. SM Barumun ditambah 
dengan kawasan hutan lindung dan hutan produksi terbatas seluas 
309.000 Ha,  berbatasan dengan Lansekap Rimbo Panti-Batang 
Gadis.  Lansekap Rimbo Panti-Batang  Gadis dengan luas 437.600 Ha, 
merupakan hamparan lansekap yang dinilai penting sebagai “Lansekap 
Konservasi Harimau” (Rencana Strategi dan Konservasi Harimau 2007-
2017, Ditjen PHKA dan Mitra). 

2) Nilai Konservasi Species dan Daerah Aliran Sungai. SM Barumun 
merupakan salah satu dari habitat harimau sumatera, tapir, dan berbagai 
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jenis burung. Masih diperlukan eksplorasi detil untuk menemukan 
berbagai jenis satwa liar yang disebutkan dalam keutusan Menteri 
Kehutanan Nomot 70 tahun 1989. Berdasarkan daerah aliran sungai, SM 
Barumun masuk DAS Asahan Barumun (4,1 juta Ha), Sub DAS Batang 
Sihapas, yang merupakan daerah tangkapan air sangat penting dan 
penyangga kehidupan bagi jutaan masyarakat yang tinggal di beberapa 
kabupaten di bawahnya. Saat ini termasuk DAS Kritis yang harus 
direhabilitasi.  Terdapat kawasan “terbuka” seluas 4.000 Ha atau 10% 
dari luas SM Barumun (catatan: keterangan Kepala BPDAS Asahan 
Barumun, cek lapangan 28-29 Agustus 2014). 

3) Daerah Penyangga. Dalam konteks pengembangan daerah penyangga, 
dan dengan menggunakan pendekatan lansekap, di sekitar SM 
Barumun, maka dapat diidentifikasi berbagai pola penggunaan lahan, 
antara lain hutan produksi, hutan lindung, areal penggunaan lain yang 
dapat berupa kebun campur, ladang, berbagai sistem agroforestry, dan 
sebagainya. Sebanyak 54 desa yang berada di daerah penyangga suaka 
ini, yang terdiri dari  4 desa (Kab.Tapsel), 12 desa (Kab.Padang Lawas), 
27 desa (Kabupaten Padang Lawas Utara), dan 11 desa (Kota 
Sidempuan). Skema Hkm, HD. HTR sementara ini baru dapat 
diterapkan di kawasan HP dan HL. Dalam kasus khusus, dapat 
diterapkan di Hutan Produksi Konversi (catatan : kasus Hutan Desa di 
Sorong Selatan). 

4) Kolaborasi Multipihak. Berdasarkan pendekatan lansekap, kita juga bisa 
mengidentifikasi para mitra yang berpotensi diajak kerja sama, mulai 
dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, LSM, pihak swasta, dan 
sebagainya. Misalnya, di sekitar SM Barumun telah aktif sebuah lembaga 
Perkumpulan Biksu Budha, dengan nama Yayasan Bodhicita Mandala 
Medan, yang mengembangkan ekowisata. Kawasan ini juga berpotensi 
untuk didukung berbagai lembaga donor atau skema pendanaan, seperti 
TFCA, atas dasar nilai konservasi dan dukungan para pihak yang sudah 
ada saat ini. Yang telah aktif selama ini terkait dengan konservasi 
harimau adalah Forum Harimaukita, yang anggotanya terdiri dari 
individu-individu yang aktif bekerja untuk konservasi harimau.  

b.         SM Rimbang Baling-BBKSDA Riau 

(1)      Pendekatan Lansekap 

SM Rimbang Baling seluas 136.000 Ha, merupakan inti dari Lansekap Konservasi 
Harimau Bukit Rimbang Baling. Sedangkan total  luas lansekapnya sekitar 439.500 
Ha. Berdasarkan survai WWF, terdapat 25 individu harimau. Suaka ini menarik 
karena bentuknya yang kompak membulat dan sampai dengan saat ini dalam 
kondisi relatif tidak mengalami kerusakan.  

(2)      Nilai Konservasi dan Daerah Aliran Sungai 

Merupakan salah satu kantung habitat harimau terpenting di Sumatera bagian 
tengah. Berdasarkan survei WWF, terdapat 25 individu harimau. WWF juga baru 
membangun Stasiun Lapangan Sungai Sebayang, di Desa Tanjung Belit, Kecamatan 
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Kampar Kiri Hulu. Selain habitat harimau Sumatera, SM Rimbang Baling penting 
secara tata air karena merupakan hulu Sub DAS Kampar Kiri, DAS Kampar. DAS 
Kampar juga termasuk klasifikasi DAS Kritis, antara lain dengan menjaga wilayah 
hulunya di kawasan suaka ini. 

(3)      Daerah Penyangga 

Daerah penyangga di sekitar SM Rimbang Baling adalah kompleks Hutan 
Produksi, Hutan Lindung Terbatas,  Hutan Lindung (termasuk yang berada di 
wilayah  Sumatera Barat). Apabila kawasan HP belum ada izin dari pihak lain, dan 
apabila masyarakat memerlukan lahan, dapat mengajukan skema hutan 
kemasyarakatan (Hkm) atau Hutan Desa kepada Menteri Kehutanan, melalui Dit 
Bina Perhutanan Sosial. Pengembangan daerah penyangga di kawasan ini perlu 
dilakukan melalui mekanisme pelibatan masyarakat adat di sekitarnya. 
Pembelajaran dari pola “Tiga Pilar” di TWA Ruteng, mungkin dapat diujicobakan 
di SM Rimbang Baling (catatan: baca konsep Tiga Pilar di 
www.konservasiwiratno.blogspot.com). 

(4)      Kolaborasi Multipihak 

WWF Riau Program merupakan salah satu mitra kunci, di samping Forum 
Harimaukita. Sedangkan masyarakat yang potensial menjadi mitra adalah desa-
desa adat di sekitar kawasan ini. Sekitar empat komunitas Aliansi Masyarakat Adat 
Nusantara Wilayah Riau berada dalam kawasan SM Bukit Rimbang Bukit Baling, 
yaitu: Kekhalifahan Batu Sanggan (terdiri 8 desa), Kekhalifahan Ludai (terdiri 13 
desa), Kekhalifahan Ujung Bukit  (terdiri 4 desa) dan Kekhalifahan Kuntu (terdiri 4 
desa) secara administratif berada di Kabupaten Kampar (WWF, 2012). Masyarakat 
ini merupakan mitra utama dalam konsep KPHK yang dikelola multipihak, maka 
mereka perlu dilibatkan dalam setiap tahapan kelola suaka alam ini. Salah satu 
aktivitas kunci adalah bagaimana memastikan tata batas kawasan dilakukan secara 
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benar dan partisipatif melibatkan tokoh-tokoh adat setempat. Termasuk juga 
bagaimana menjaga kawasan ini tetap lestari, sekaligus dapat memberikan manfaat 
nyata bagi dan bersama masyarakat. 

Penutup 

Pengalaman penulis mengelola kawasan konservasi di TN Gunung Leuser (2005-
2007) dan Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur (2012-2013), memberikan 
pelajaran berharga sebagai berikut: 

1) Membangun kerja sama multipihak sebaiknya dimulai dari membangun visi-
misi-strategi-langkah langkah yang kuat di internal Balai. Rencana Strategis 
Balai sebaiknya sejak awal disusun secara partisipatif multipihak, sekaligus 
membuka ruang komunikasi dan dialog asertif dengan semua pihak kunci, 
termasuk dengan Pemkab dan Pemprov. 

2) Renstra dibangun berdasarkan kajian lapangan melalui RBM, analisis dan kajian 
data dan informasi sekunder, dan konsultasi dengan resource person di semua 
lini, termasuk expert dan pelaku konservasi di lapangan. 

3) Membangun jejaring kerja multipihak dan kepakaran dengan lembaga 
penelitian di tingkat nasional dan universitas setempat menjadi kunci 
dimulainya discovery potensi kawasan, pemetaan sosial budaya, dan 
membangun strategi komunikasi, kerja sama, dan network yang dimulai dari 
small scale untuk diuji proses dan kemanfaatannya dengan berpegang pada 
prinsip mutual respect, mutual trust, dan mutual benefit (pers comm Wahjudi 
Wardojo, 2014). Seri penelitian 2009-2014 tentang kemanfaatan soft coral untuk 
anti cancer di BB KSDA BTT membuktikan hal tersebut (baca: Kalaidoskop 
BBKSDA NTT 2012-2013). 

4) Membangun organisasi pembelajar atau “learning organization” di tingkat Balai 
(Besar), Bidang Wilayah, sampai ke tingkat resort penting untuk mengangkat 
berbagai persoalan dan potensi kawasan kepada publik, untuk mendapatkan 
respons dan  dukungan. Referensi bisa dibaca dalam buku “Leadership dalam 
Organisasi Konservasi” dalam Wiratno (Conservation International Indonesia, 
2004). 

5) Menyelesaikan berbagai persoalan kawasan dengan melakukan pendekatan 
yang lebih soft, dengan menganalisis sejarah hubungan masyarakat dengan 
kawasan konservasi, memetakan tokoh-tokoh kunci, membangun jejaring kerja 
dengan aparat penegak hukum, SKPD setempat sebagai tahap awal dari proses 
konsolidasi biofisik kawasan dan potensi sosial budaya masyarakat di daerah 
penyangga atau di tataran lansekap yang lebih luas.*** 

 

“Hatta mengingatkan kita bahwa hidup di dunia hanya sementara. Karena itu, bumi 
haruslah dipelihara, ditinggalkan dalam keadaan yang lebih baik dari di masa kita hidup” 

Deliar Noer (Hatta, Jejak yang Melampaui Zaman, 2010). 

 

* Tulisan ini isampaikan Pada Rakernis KSDAE tanggal 28 September 2016 di Solo 
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Pengelolaan Kolaboratif Sumberdaya Alam Sebagai 
Alternatif Pencegahan dan Resolusi Konflik 

 

 

Latar Belakang 

Menurut data dari BPS dan Kementerian Kehutanan tahun 2007 dan 2008, sebanyak 
25.863 desa berada di dalam dan di sekitar kawasan hutan Negara (Kemitraan, 
2015). Pada umumnya, masyarakat desa hutan ini kondisi sosial ekonominya 
sangat bergantung pada sumber daya hutan. Menurut Prof. Didik Suharjito (2014), 
jumlah penduduk miskin yang bertempat tinggal di desa hutan sekitar 12 juta jiwa 
atau 32,4% dari penduduk pedesaan sekitar hutan, atau 66,3% dari penduduk yang 
tergolong miskin. Tampaknya hutan-kemiskinan berkorelasi langsung. Dan ini 
menjadi salah satu sumber konflik. 

Pasca reformasi 1998, konflik tenurial di sekitar kawasan hutan semakin 
meningkat dan semakin kompleks.  S Rahma Mary H (Huma) dan Noer Fauzi 
Rachman (Fakultas Ekologi Manusia - IPB; saat ini bekerja di Kantor Staf Presiden) 
dalam artikelnya berjudul: “Mesuji, Cermin Konflik Agraria yang Kronis” (Media 
Indonesia, 26 Desember 2011) menguraikan berbagai persoalan konflik agraria 
antara masyarakat dan pengusaha, yang cenderung direspon represif oleh aparat 
negara da perusahaan. 

Kedua penulis mengungkap bukti-bukti bahwa selama 10 tahun terakhir 
terjadi 108 konflik agraria di 10 provinsi yang didominasi konflik tenurial di 
kawasan hutan (69 kasus), dan konflik perkebunan (23 kasus); BPN mencatat 8.000 
konflik agraria. Sawit Watch mencatat konflik tanah di perkebunan kelapa sawit 
mencapai 663. Konflik agraria ini melibatkan perusahaan perkebunan swasta dan 
BUMN, perusahaan pertambangan, taman nasional, dan Perhutani. 

Situasi ini juga dipertegas oleh pendapat pakar, misalnya dalam Kompas 9 
April 2014, dimana Direktur Pusat Studi Antropologi, Fakultas Sosial Politik, 
Universitas Indonesia, menyatakan bahwa, ”Kebijakan Negara lebih mudah 
memberikan tanah kepada perkebunan besar. Terjadi ketimpangan penguasaan 
lahan oleh perusahaan-perusahaan skala besar yang belum tentu menyerap tenaga 
kerja. Pengabaian petani juga menimbulkan ancaman krisis pangan dan 
kemiskinan”. Koordinator Hukum dan Politik, Rukka Sombolinggi, Aliansi 
Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menghujat agar Kementerian Kehutanan 
dibubarkan, dengan merujuk kasus penggerusan lahan milik masyarakat Muara 
Tae di Kaltim oleh perusahaan besar yang justru didukung oknum aparat 
keamanan (Kompas, 7 Mei 2014). 
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Senge, P (2008) menguraikan bahwa saat ini lebih dari 50 juta manusia 
setiap tahun bermigrasi ke kota-kota, yang disebabkan oleh ekonomi tradisional 
yang hancur dan kondisi lingkungan yang terdegradasi, khususnya lahan dan 
perikanan.   Kita mengetahui secara global terjadi ketimpangan dalam distribusi 
sumber daya dan sekaligus dalam “gaya hidup”. James Martin-penulis buku “The 
Wired Society”, menuliskan dalam buku “The Meaning of the 21 
Century” (2007), menyatakan bahwa 7% penduduk dunia mengkonsumsi 80% 
energy yang tersedia. Pola konsumsi energi, air, dan sumber daya alam lainnya 
setara dengan konsumsi 140 orang Afganistan atau Ethiopia. Dinyatakan oleh 
James Martin tiga macam penyebab kehancuran sumber daya alam, yaitu: 
penurunan kuantitas sumber daya alam, pertumbuhan penduduk, dan pola 
konsumsi. Terbukti pula Amerika adalah negara yang duduk pada 
peringkat teratas yang mengkontribusi gas carbon dioksida secara global. 
Pernyataan James Martin tersebut mungkin dapat mengoreksi pernyataan dari Club 
of Rome yang menerbitkan buku The Limits to Growth pada tahun 1972, 
diterjemahkan ke dalam 30 bahasa dan terjual lebih dari 30 juta copy. Dinyatakan 
dalam buku tersebut tentang semakin menipisnya sumber daya alam di dunia yang 
mereka asumsikan sebagai akibat negatif dari pesatnya pertumbuhan penduduk 
dunia. Tiga puluh enam tahun kemudian, asumsi itu dipatahkan: 80% sumber daya 
alam dunia dihabiskan oleh 7% atau segelintir penduduk dunia-mereka yang hidup 
“sangat” boros di negara-negara Utara. Senge, P (2008) menambahkan bahwa 
Komisi yang dibentuk oleh pemerintah US, dan industri minyak US melaporkan 
bahwa suplai minyak dan gas dunia tidak akan mampu menyuplai permintaan 
global 25 tahun ke depan, yang akan mendorong naiknya harga minyak dari $ 
25/barrel menjadi $ 100/barel antara tahun 2000 sampai akhir 2007. 

Karakteristik Sumber daya Hutan 

Banyak pakar mengelompokkan sumber daya hutan ke dalam sumber daya alam 
yang dapat diperbaharui (renewable resources). Ia memiliki ciri-ciri atau karakter 
yang berbeda dengan sumber daya alam lainnya. Sifat-sifat hutan yang menjadi 
karakteristiknya itu adalah: (irriversible-sulit dipulihkan kembali seperti kondisi 
semula apabila telah mengalami kerusakan pada titik tertentu (2) kemanfaatannya 
yang lintas batas, (3) tergolong sebagai common pool resources, (4) long-term goal, 
bertujuan jangka panjang-lintas generasi, dan (5) multipurpose benefits - 
kemanfaatannya yang beragam. Penjelasan tentang sifat-sifat sumberdaya hutan 
tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Irreversible – Sulit dipulihkan kembali seperti kondisi semula 

Sebagian besar pakar di bidang botani dan konservasi biologi percaya bahwa 
sumber daya hutan tropis merupakan sumber daya yang tidak dapat atau sulit 
sekali pulih ketika telah mengalami kerusakan atau degradasi. Dr. Kuswata 
Kartawinata, pakar hutan tropis, yang telah pernah membuat plot permanen di 
TN Gunung Leuser, khususnya di Besitang, Kabupaten Langkat, Sumatera 
Utara, menyatakan bahwa diperlukan waktu tidak kurang dari 170 tahun untuk 
mengembalikan kerusakan hutan tropis dataran rendah di Besitang. Ini suatu 
contoh bahwa sangat sulit untuk memulihkannya (Baca: Recovery of a lowland 
Dipterocarp forest twenty years after selective logging at Sekundur, Gunung Leuser 
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National Park-Reinwardtia Vo.12, Part 3, PP: 237-255). Bahkan, secara ekstrem, 
beberapa pakar menyimpulkan hutan hujan tropis termasuk yang berada di 
dataran rendah layaknya seperti minyak bumi. sumber daya alam yang tidak 
dapat diperbaharui (nonrenewable resource). Kecepatan kerusakan hutan hujan 
dataran rendah laksana deret ukur, sedangkan kemampuan merehabilitasi 
hanya mengikuti deret hitung. Ciri ini nantinya akan berimplikasi pada prinsip 
pengelolaannya yang harus menerapkan prinsip kehati-hatian (precautionary 
principle). 

2. Benefit beyond boundary-Manfaat lintas batas 

Ciri khas yang kedua dari sumber daya hutan hujan tropis ini adalah nilai 
manfaatnya yang mengalir jauh sampai di luar batas-batas hutan, ke lansekap 
yang lebih luas. Oleh karena itu, kita mengenal konsep hulu-hilir dalam 
pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS). TN Gunung Gede Pangrango yang 
luasnya hanya sekitar 21.000 Ha., ternyata melindungi 3 tiga hulu DAS penting, 
yaitu Citarum, Ciliwung, dan Cimandiri. Tidak kurang dari 150 desa di 
Kab.Sukabumi, Bogor, dan Cianjur bergantung pada kawasan taman nasional ini 
untuk suplai air. Belum termasuk penyerapan carbon, faktor pendorong utama 
berkembangnya wisata alam di wilayah Puncak, sumber air kemasan, air 
konsumsi, pencegahan bahaya banjir, longsor, dan kesuburan tanah pertanian, 
perkebunan, dan sebagainya.  Lebih lanjut bisa baca hasil kajian Wiratno, dkk 
(2004) dengan judul: Valuation of Mt Gede Pangrango National Park. Information 
Book Series 2. Balai TN Gunung Gede Pangrango. Untuk mengetahui manfaat lintas 
batas ini, maka dilakukan valuasi ekonomi. Hal ini sudah pernah dilakukan di 
beberapa taman nasional, seperti TN Gunung Leuser (Bekkering - DHV 
Belanda); TN Batang Gadis (Conservation International Indonesia); TN Bunaken 
(NRM Project), dan sebagainya. 

Agus Purnomo (2012) mengutip penelitian World Bank (2004) menyebutkan 
bahwa lebih dari 2 miliar orang atau sepertiga penduduk dunia, menggunakan 
kayu bakar untuk memasak dan menghangatkan rumah mereka; lebih dari 1,2 
miliar orang di dunia tergantung pada hutan sebagai sumber mata pencaharian. 
Ratusan juta orang bergantung pada obat-obatan tradisional yang diperoleh dari 
dalam hutan. Di 60 negara berkembang, berburu satwa dan mengambil ikan di 
lahan berhutan memberikan sumbangan lebih dari seperlima terhadap total 
kebutuhan protein masyarakat.  

Di Indonesia, lebih dari 48 juta orang yang hidupnya tergantung pada hutan 
(Kemenhut, 2009). Maka, hutan mengemban amanat sosial - ekonomi yang 
sangat besar. Kerusakan hutan akan berakibat pada penurunan kondisi sosial, 
ekonomi, dan budaya bagi masyarakat khususnya yang bergantung hidupnya 
dari hutan. 

3. Common Pool Resource 

Sumber daya hutan tergolong ke dalam common pool resource (CPR). Ia seperti 
sumber daya lainnya misalnya lautan, padang pasir, gurun, yang karena luasnya 
(jutaan hektare), maka manusia (pemerintah, masyarakat, swasta, LSM, 
individu) kesulitan dalam mengelolanya secara eksklusif untuk mencapai 
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kondisi yang lestari. Upaya privatisasi terhadapnya sangat mahal. Memagari 
kawasan hutan dengan panjang batas ratusan kilometer adalah usaha yang 
mustahil, karena akan sangat mahal dan tidak ada alasan yang cukup bagi 
pemerintah untuk melakukan hal tersebut. Pencurian sumber daya laut 
Indonesia oleh nelayan asing juga bukti lain yang memperkuat fakta-fakta ini. 
Implikasi dari ciri khas atau sifat-sifat ini adalah perlunya negosiasi, kolaborasi, 
atau penjagaan dan pemanfaatan bersama para pihak itu. Perlu aksi kolektif 
sehingga beban dan tanggungjawab dibagi bersama agar lebih ringan. Sifat ini 
tidak dimiliki sumber daya lain, seperti bahan tambang, minyak bumi, yang 
bersifat non renewable.  Yaitu sumber daya yang tidak bisa diperbaharui oleh 
manusia. Mereka kelompok sumber daya yang hanya Tuhan yang 
menciptakannya. Hutan, masih bisa dibangun manusia. Minyak bumi, emas, 
perak, tembaga, uranium, dan lain sebagainya, tidak akan pernah dibuat oleh 
manusia. 

4. Long-term Goals-Tujuan jangka panjang 

Pengelolaan kawasan hutan dan kawasan konservasi memiliki perspektif dan 
tujuan-tujuan jangka panjang, lintas generasi, 100-200 tahun yang akan datang. 
Sementara itu, kepentingan manusia cenderung pendek. Harian, bulanan, 
tahunan, dan maksimal lima tahun (Pilkada). Tujuan jangka panjang ini juga 
dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi manusia, agar dengan 
ipteknya, mampu mengungkap berbagai manfaat kawasan hutan atau kawasan 
konservasi itu. Berbagai jenis jazad renik, jamur, mikroba di dalam hutan hujan 
tropis, yang saat ini belum kita ketahui manfaatnya, karena keterbatasan iptek 
dan kebijakan yang tidak berpihak pada research and development, suatu saat di 
masa depan dapat diungkapkan untuk kemanfaatan kemanusiaan.  Cara 
pandang jangka pendek menyebabkan penilaian yang rendah terhadap hutan 
dan kawasan hutan. Antara lain, dengan investasi yang tidak sepadan dengan 
manfaat yang didapatkan oleh publik. Hal ini menjadi tantangan bagi seluruh 
pegiat konservasi, dosen, pakar, LSM, pemerintah, swasta, dan masyarakat. 
Nafsu antroposentrisme - manusialah yang berkuasa dan menguasai alam dan 
sumber daya alam, dengan sikap yang ingin selalu menghabiskan secepat-
cepatnya menjadi kecenderungan yang umum terjadi, apabila kita berhubungan 
sumber daya alam. 

5. Multipurpose Benefits-Beragam manfaat 

Kawasan hutan dan kawasan konservasi memiliki manfaat yang sangat 
beragam. Sebagian kecil yang mampu diungkap oleh manusia. Sebagian besar 
lainnya masih menjadi rahasia, bahkan oleh kemampuan manusia dengan ilmu 
pengetahuan yang ada saat ini. Kesalingterhubungan antara komponen biotik, 
abiotik, membentuk beragam asosiasi, pola ketergantungan, saling memberi dan 
menerima, dalam situasi yang sangat rumit dan dinamis, mulai dari lantai hutan 
sampai ke tingkatan tajuk tertingginya; dari hutan pegunungan tinggi, rajutan 
sungai-sungainya hingga kawasan pantai, rawa, lautan. Salah satu rantai 
keterhubungan itu putus atau diganggu, akan mengganggu pola-pola 
pertumbuhan, dinamika dan keseimbangan pada seluruh rangkaian baik pada 
tingkatan spesies sampai ke tingkat ekosistem/habitat, dan akibatnya pada 
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menurunnya kualitas lingkungan hidup yang akan merugikan manusia.  Emil 
Salim dalam bukunya ratusan ‘Bangsa Merusak Satu Bumi’ (Penerbit  Kompas, 
2010), menyatakan bahwa daya dukung alam dapat ditingkatkan melalui 
pendekatan eco-development. Dalam rangka eco-develompent tersebut, Indonesia 
yang pada tahun 2000 saja sudah berpenduduk 206 juta, Indonesia menghadapi 
tiga masalah lingkungan hidup yang pokok, yaitu air, tanah, manusia. 

Perebutan Ruang Kelola 

Dalam perjalanan pengelolaan kawasan hutan sejak tahun 1970, telah terjadi 
perubahan-perubahan kebijakan yang mendasar. Misalnya di masa lalu, izin 
pemanfaatan hutan alam untuk kayu atau hutan tanaman, dapat mencapai luasan 
ratusan ribu hektare per pemegang izin, saat ini sangat dibatasi hanya 50 ribu 
hektare, kecuali di Papua masih dimungkinkan luasan 100.000 Ha.  Namun 
demikian, secara kumulatif, di seluruh provinsi telah terjadi ketimpangan alokasi 
ruang, antara pemegang izin pemanfaatan skala menengah besar dengan ruang 
kelola untuk masyarakat. Hal ini juga terjadi karena program Perhutanan Sosial, 
secara keproyekan dimulai 2007 dan secara nasional baru dilaksanakan melalui 
target yang tercantum dalam RPJMN 2010-2014, dengan target 1,5 juta hektare dan 
pada 2015-2019 ditetapkan target 12,7 juta hektare. 

Kondisi alokasi ruang di dua provinsi contoh di Pulau Sumatera, yaitu Riau 
dan Sumbar dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut: 

a. Provinsi Riau 

Provinsi ini menarik untuk dipelajari karena beberapa hal yang menjadi latar 
belakangnya. Pertama, model penggunaan lahan skala besar oleh pengusaha besar 
di masa lalu dan berlanjut sampai dengan saat ini. Kedua, Riau merupakan provinsi 
dengan luas ekosistem gambut paling besar se Sumatera (4 juta hektare) dari total 
ekosistem gambut Sumatera seluas 7,2 juta hektare. Ketiga, provinsi dengan tingkat 
pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi dibandingkan dengan rata-darat 
nasional akibat in migration, bukan karena kelahiran. Dengan total luas kawasan 
hutannya 5.449.963 hektare, terbagi ke dalam alokasi HTI seluas 1.638.635 hektare 
atau 29,8%; peruntukan untuk kebun seluas 1.558.534 Ha atau 28,3% dan PIAPS 
seluas 1.093.964 hektare atau 19,9%.  Tipologi alokasi lahan seperti ini juga 
menunjukkan dominasi pemegang izin skala besar dan dominasi perkebunan. 
Potensi perhutanan sosial di Riau, walaupun cukup luas, namun untuk 
implementasinya akan menghadapi situasi dimana kawasan tersebut sudah 
diklaim, diduduki, digarap, dan dikuasai oleh berbagai bentuk mafia. Ini yang 
menjadi salah satu tantangan pengembangan perhutanan sosial. 



Catatan Wisata Intelektual (2005-2020) 

118 
  

Alokasi Pemanfaatan Kawasan Hutan di Provinsi Riau: 

Infografis tersebut menunjukkan bahwa ruang di Provinsi Riau, 
didominasi oleh hutan tanaman industri (29,8%) dan perubahan peruntukan untuk 
kebun (28,3%). Sedangkan ruang kelola untuk masyarakat secara riil baru mencapai 
19.949 hektare berupa hutan desa atau hanya 0,4%. 

Pertumbuhan penduduk di Provinsi Riau sangat tinggi. Pada tahun 2010, 
angka pertumbuhan penduduk di Riau mencapai angka 4,46 % dengan 5.543.031 
jiwa. Pertumbuhan penduduk ini tergolong tinggi dan di atas standar nasional di 
angka 1,3 %. Hanya saja, tingginya pertumbuhan penduduk di Provinsi Riau 
disebabkan faktor lain selain angka kelahiran dan kematian, yakni angka migrasi 
dan perpindahan penduduk 
(sumber: http://riaupos.co.id/news/2011/06/pertumbuhan-penduduk-riau-di-
atas-standar-nasional). Apakah kondisi ini berkorelasi langsung dengan 
meningkatnya konflik penggunaan lahan, kebakaran lahan dan hutan? Potensi 
perhutanan sosial cukup luas di provinsi ini, yaitu seluas 1 juta hektare, 
berdasarkan PIAPS. Namun demikian, kondisi di lapangan belum tentu semudah 
yang diprediksi dari peta. Kawasan di PIAPS yang dinyatakan bebas dari izin dari 
Kementerian LHK, belum tentu bebas dari penguasaan spekulan lahan. Kondisi 
Sumatera Utara Jambi, dan Sumatera Selatan adalah mirip dengan Provinsi Riau. 

b. Provinsi Sumatera Barat 

Dari total luas kawasan hutan seluas 2.380.058 hektare, didominasi dengan 
kawasan hutan konservasi seluas 806.939 hektare (33,9%), dan kawasan hutan 
lindung seluas 791.671 hektare (33,3%). Dengan demikian, seluas hampir 67,2% 

https://2.bp.blogspot.com/-_itiN3-_wuc/V9o0harB1_I/AAAAAAAAARk/hCDT9fnWbUYWqr_EGnrUpyNs3GaLAKvowCLcB/s1600/gb1.jpg


Catatan Wisata Intelektual (2005-2020) 

119 
  

didominasi oleh kawasan lindung. Struktur alokasi pemanfaatan ruangnya adalah 
sebagaimana digambarkan dalam infografis berikut ini. 

 

Provinsi Sumbar telah mendeklarasikan 200.000 hektare kawasan hutan 
lindung untuk diproses menjadi Hutan Nagari (Hutan Desa) untuk target 2016. 
Bahkan visi pembangunan kehutanan di Sumatera Barat dilandasi dengan 
Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat atau PHBM.  Alokasi ruang untuk kebun 
juga sangat sedikit (164.385 Ha atau 6%), jika dibandingkan dengan Provinsi Riau 
yang mencapai 28,3% dari total kawasan hutannya. Kekuatan yang dimiliki 
Sumatera Barat, terutama adalah modal sosial di tingkat paling bawah dalam sistem 
kelola kawasan hutan di tingkat Nagari. 

Prinsip Penyelesaian Konflik:  3A + Gakkum 

Pengalaman selama beberapa tahun mengurus konflik dan perambahan kawasan, 
di TN Gunung Leuser (2005-2007), TWA Ruteng (2012-2013), dan kasus-kasus 
perambahan di berbagai perusahaan pemegang izin (HTI, Restorasi Ekosistem) di 
Sumatera 2015-2016, memperteguh pandangan dan keyakinan saya bahwa dalam 
menyelesaikan konflik, seberapa berat dan besarnya konflik tersebut, kita harus 
memiliki sikap dan laku yang tepat, yang didasari pada tiga prinsip dasar yang 
saya sebut sebagai “3A”. Nilai penting yang dicontohkan oleh laku Mahatma 
Gandhi. 

Pertama:  Ahimsa, jangan melukai baik dalam ucapan maupun perbuatan. 
Hentikan cara-cara kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Dalam 
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menyelesaikan berbagai persoalan dengan masyarakat, kita wajib melakukan 
pendekatan yang manusiawi, dan lebih mengutamakan dialog, kalau bisa dengan 
mengedepankan nilai-nilai budaya setempat, bagaimana berkomunikasi dan 
membangun kesepahaman. Mengapa dialog? Karena manusia adalah mahluk 
berkomunikasi kata filsuf Habermas. Dengan kemampuan komunikasinya, 
manusia berpotensi besar dalam menyelesaikan berbagai persoalan hidupnya, 
termasuk konflik. 

Kedua: Anekanta, yaitu melakukan perundingan dan perujukan 
tanpa  menyeragamkan sifat keanekaan yang ada dalam masyarakat manusia. 
Kerukunan dan persatuan dalam masyarakat harus tetap menghormati keanekaan 
kepentingan-kepentingan yang ada di dalamnya. Dalam perundingan yang 
menghormati keanekaan apa yang dibangun bersama adalah aturan main yang 
menguntungkan semua pihak. Inilah dinamika dari “maksud baik” dalam 
perundingan yang menjaga dan menghormati aneka kepentingan. 

Ketiga: Aparigraha, ialah kesadaran semua pihak untuk datang berunding 
sebagai seakan-akan tak punya rumah, tak punya atribut. Artinya dengan 
kemurnian kalbu, secara bersama-sama, merenungkan nilai-nilai universal yang 
membedakan mana yang benar dan salah, yang baik dan yang buruk, yang 
berfaedah dan tidak berfaedah. 

Ketiga prinsip tersebut perlu dibarengi dengan proses penegakan hukum 
yang tepat sasaran. Penegakan hukum yang ditujukan kepada aktor intelektual, 
yang biasanya kelompok pemodal, actor politik, pedagang, spekulan lahan, dan 
sebagainya. Peta pemain dan permainan hanya dapat digambarkan secara 
komprehensif melalui pekerjaan intelijen dan kajian alur sejarah. Tahapan 
prosesnya adalah sebagai berikut: 

1) Sejarah penunjukan/penetapan kawasan hutan, sejarah perubahan tutupan 
lahan, yang hal ini seiring dengan penguasaan lahan secara illegal; 

2) Sejarah pemukiman, mobilisasi penduduk, aktor pemodal yang bermain-
keterkaitan dengan politik, oknum penegak hukum sampai ke level desa, 
lapangan; keterkaitan dengan aparat dusun, desa, Babinda, Babinmas, 
kecamatan, kabupaten; 

3) Sejarah manajemen kelola kawasan dalam kaitannya dengan pengembangan 
daerah penyangga khususnya dengan masyarakat di dalam dan di sekitar 
kawasan hutan yang menjadi konsesinya atau wilayah kelolanya. 

4) Dinamika tipologi ketergantungan masyarakat-hutan, tipologi ekonomi 
subsisten-pasar; dinamika perubahan tutupan lahan, dan dinamika 
kependudukan; dan mencari solusi bersama. 

Berdasarkan keempat tahapan tersebut di atas, dicari solusi legalnya. 
Misalnya untuk kelompok masyarakat miskin, kelompok tuna lahan, kelompok 
pengembara sementara, harus diajak berembug dan dialog dan diberikan pilihan: 

a) Masuk dalam program Perhutanan Sosial-Hkm, HD, HTR, Kemitraan. 
b) Dikembalikan ke desa aslinya bagi kelompok pengembara sementara. 
c) Masuk menjadi penduduk baru pada desa atau pemekaran desa baru. 
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Proses tersebut memerlukan pra kondisi, dimana pemerintah daerah baik 
di provinsi dan khususnya di kabupaten beserta jajaran penegak hukumnya 
(hakim, jaksa, polres) bersatu dan bersepakat menegakkan hukum secara konsisten-
tepat sasaran. Tanpa komitmen dari mereka, akan sangat sulit dilakukan 
penegakan hukum yang tepat sasaran dan menyelesaikan persoalan bagi kelompok 
miskin. Sementara itu, pemegang izin juga harus legawa untuk secara serius 
melakukan perubahan-perubahan pendekatan manajemen yang tidak selalu 
mengedepankan represif tanpa strategi yang jelas dan komprehensif bagaimana 
solusi pasca penegakan hukum, misalnya sampai melakukan penggusuran, dan 
apalagi bila perambahan telah terjadi dalam waktu yang lama. 

Penulis berpendapat perlu dibentuk Kelompok Kerja Penyelesaian 
Perambahan Kawasan Hutan. Pokja dapat dibentuk di tingkat provinsi maupun 
kabupaten yang anggotanya terdiri dari para pihak, yaitu unsur dinas kehutanan, 
perkebunan/pertanian, transmigrasi, aparat penegak hukum, lembaga swadaya 
masyarakat, dan pemegang izin. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
bekerja dengan Pokja dan model ini akan lebih efektif daripada model penyelesaian 
saat ini yang bersifat ad hoc. Pokja juga dapat memantau lebih awal apabila terjadi 
berbagai persoalan tindak pidana di dalam kawasan hutan Negara di provinsi 
tersebut, sehingga persoalan dapat dipecahkan mulai dari awal pada skala yan 
masih dapat ditangani oleh daerah. Kerja sama lintas provinsi menjadi penting 
karena telah terjadi fenomena mobilitas penduduk secara terorganisir dari satu 
provinsi ke provinsi lain atau dari kabupaten ke kabupaten lainnya, dengan tujuan 
untuk menguasai lahan-lahan yang mereka anggap telantar atau tidak dikerjakan, 
untuk dikelola dan ditanami dengan komoditi seperti singkong (kelompok dari 
Lampung, keturunan jawa), sawit/karet (kelompok dari medan), yang 
menggunakan modus perluasan dusun pada desa-desa yang telah definitif. 

Bahan Diskusi 

Dari berbagai latar belakang dan fakta-fakta yang diungkap tersebut, dapat 
diajukan beberapa pemikiran sebagai bahan diskusi dalam sesi berbagi 
pengalaman ini, sebagai berikut: 

1. Kolaborasi pengelolaan kawasan hutan, kawasan konservasi merupakan suatu 
keharusan, karena pemerintah, pemegang izin (swasta), pengelola (TN, KSDA), 
dan LSM tidak mampu melakukan pengelolaan secara soliter. 

2. Kolaborasi pengelolaan kawasan hutan, kawasan konservasi menghadapi 
berbagai tantangan, baik internal maupun eksternal. Keduanya memerlukan 
kemampuan “leadership” untuk mengawal proses kolaborasi multi pihak, multi 
sektor, multi disipliner. 

3. Kolaborasi adalah kendaraan (means) bukan tujuan (ends).  Untuk itu 
diperlukan keberanian melakukan uji coba skala kecil, dengan melakukan 
inovasi, diskresi kebijakan, pengawalan proses, pembelajaran bersama, dan 
dokumentasi proses pembelajaran.*** 
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Keberpihakan, Kepedulian, Kepeloporan, Konsistensi, 
Kepemimpinan Masa Depan Perhutanan Sosial di Indonesia 

 

 

Prolog 

Tanpa sikap Keberpihakan, sulit kita bisa membayangkan terjadinya “change”. 
Suatu perubahan nyata dan bukan hanya wacana. Perubahan dalam cara berpikir, 
cara bertindak, dan cara kita bersikap dalam mengurus, mengelola sumber daya 
hutan di Indonesia.  Tanpa kerja nyata Kepeloporan untuk menjadi yang terdepan 
berani melakukan berbagai inisiatif, inovasi,  uji coba, “trial and error” di 
lapangan,  di tingkat tapak, kita akan terjebak dalam pusaran wacana, atau terbatas 
hanya pada ranah kebijakan, rencana, regulasi, kegenitan intelektual-keilmuan atau 
hanya mampu memproduksi kebijakan-kebijakan yang tidak membumi, 
yang “tasteless”. Kebijakan yang menjadi “macan kertas” belaka yang jauh dari apa 
yang menjadi harapan masyarakat di lapangan. Tanpa Kepemimpinan, perahu 
kebijakan berputar tanpa arah yang jelas dan tidak kemana-mana, karena tidak jelas 
mau kemana perahu akan dibawa oleh seorang nakhoda. 

Perhutanan Sosial = ‘Bayar Hutang’ 

Kebijakan satu-satunya sejak 71 tahun Indonesia merdeka, yaitu dialokasikannya 
ruang kelola masyarakat seluas 12,7 juta hektar atau 10% dari luas kawasan hutan 
negara, hanya akan menjadi “macan kertas” apabila semua pihak tidak memiliki 
sikap atau spirit “5K” tersebut.  Betapa besar skala program PS ini, hampir seluas 
negara Inggris di Eropa (luas Inggris: 13,04 juta hektar), atau sepertiga luas 
Malaysia (luas Malaysia: 33,08 juta hektar), atau lima kali lipat luas negara 
Singapura (luas Singapura: 0,719 juta hektar). Dengan kemampuan Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, merujuk pengalaman 2010-2014 dan berlanjut 
pada 2015 - Juli 2016, yang hanya mampu menyerahkan hak kelola kepada 
masyarakat desa pinggir hutan negara seluas 200.000-300.000 hektar, maka target 
12,7 juta hektar tersebut atau rata-rata 2,5 juta hektar per tahun pada periode 2015-
2019 sudah pasti tidak akan tercapai. Target yang sepuluh kali lipat lebih besar 
daripada kemampuan pemerintah, dengan struktur kelembagaan, regulasi, dana, 
dan kekuatan jaringan kerja multi pihak yang telah dimiliki saat ini. 

Namun demikian, masuknya angka “sakti” 12,7 juta hektar dalam Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019, sebagai alokasi wilayah 
kelola masyarakat untuk masyarakat menjadi minimal pernyataan politik. Politik 
Ruang Kelola, yang sudah dideklarasikan oleh pemerintahan Presiden Joko 
Widodo, yang sangat penting dan mungkin akan dicatat dalam sejarah kelola hutan 
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di tanah air. Semoga akan terus dilanjutkan pasca 2019, apabila target tersebut tidak 
tercapai pada akhir tahun 2019. 

 

 

Pelaksanaan program Perhutanan Sosial (PS) ini seolah-olah kebijakan 
“bayar hutang”. Kepada siapa? Kepada masyarakat desa-desa pinggir kawasan 
hutan negara atau bahkan di dalam kawasan hutan negara, yang jumlahnya 25.800 
desa dari 72.000 desa di seluruh tanah air saat ini atau 35,8%. Hasil identifikasi 
sementara, luas pencadangan 12,7 juta hektar tersebut diidentifikasi akan meliputi 
9.800 desa atau hanya 37,9% dari total desa-desa di pinggir/di dalam kawasan 
hutan negara. Hasil cek pada citra resolusi tinggi, dari 12,7 juta hektar tersebut yang 
masih berhutan alam hanya 10 %. Sedangkan yang berhutan sekunder 28%. 
Pertanian lahan kering (di Sumatera sudah dapat dipastikan didominasi oleh sawit 
ilegal) lebih dari 11%. Artinya alokasi ruang kelola untuk masyarakat ini memang 
tinggal ruang yang tersisa saja. Boleh dikatakan, program ini hampir saja terlambat 
dimulai. Secara nasional memang baru dimulai tahun 2010, dengan target 2,5 juta 
hektar.  Apabila program ini dimulai setelah Kongres Kehutanan Sedunia ke VIII 
di Jakarta pada tahun 1978, maka keterlambatan itu telah mencapai 32 tahun. Kita 

https://4.bp.blogspot.com/-0NQLjUHDloo/V9pc246iTFI/AAAAAAAAASA/YzpoPysOdgs28W7n31yz3Ei96FBxo4sHACLcB/s1600/gb4.jpg
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paham apa artinya rentang waktu 32 tahun tersebut dikaitkan dengan perubahan-
perubahan tutupan hutan. 

Banyak sekali sinisme tentang keberhasilan program ini. “Benarkah 
masyarakat mampu mengurus hutan secara lestari? Apakah pemberian akses 
kelola yang sampai 35 tahun itu mampu meningkatkan pendapatan masyarakat 
penerima izin/hak? Bagaimana memastikan bahwa yang menerima izin/hak 
adalah mereka yang memang berhak mendapatkannya (kelompok masyarakat 
yang sebagian besar hidupnya tergantung pada hutan, kelompok masyarakat yang 
hanya memiliki lahan sangat sempit atau bahkan tidak memiliki lahan garapan 
sama sekali)? 

Nilai strategis yang pertama dan utama dari program PS adalah “sikap 
politik” pemerintah yang memandang masyarakat desa pinggir hutan sebagai 
bagian dari unsur utama atau subyek dalam pengelolaan hutan di Indonesia. 
Mereka harus diwongke (bahasa Jawa: dimanusiakan). Diposisikan sebagai salah 
satu subyek dalam pembangunan hutan dan kehutanan di Indonesia.  Sikap politik 
pemerintah ini sebenarnya merupakan akumulasi dari perjuangan tokoh-tokoh PS 
Indonesia sejak periode 1980 yang salah satu pelopornya adalah Alm. Prof Hasanu 
Simon Ketua FKKM pertama, Prof San Afri Awang, dan terus diperjuangkan oleh 
banyak tokoh pemikir, pejuang, praktisi, yang memiliki sikap “5K” tersebut di 
atas.  Tanpa kelima sikap tersebut rasanya sulit program PS ini akan berhasil, 
walaupun telah didukung oleh struktur kelembagaan di Kementerian LHK 
setingkat Eselon I dengan nama Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan 
Lingkungan. Namun demikian hanya didukung oleh Unit pelaksana Teknis (UPT) 
Balai PSKL yang berskala regional di Sumatera, Kalimantan, Bali-Jawa Nusa 
Tenggara, Sulawesi dan Maluku-Papua. 

Kita sedang membayar “hutang” kepada masyarakat desa hutan yang 
selama tiga dekade ini seolah dipandang sebelah mata. Mereka sering kali memiliki 
stigma “ilegal” karena menggarap kawasan hutan negara tanpa izin. Sering mereka 
berhadapan dengan aparat penegak hukum. Konflik horizontal pun sering kali 
tidak dapat dielakkan. Jumlah dan skala konflik tenurial menjadi semakin besar 
dan kompleks. Hal ini juga dihadapi oleh masyarakat hukum adat di banyak 
tempat di seluruh tanah air. 

Di berbagai kesempatan, kelompok masyarakat yang telah menerima izin 
Hutan Kemasyarakatan atau Hak Pengelolaan Hutan Desa, menyatakan 
kegembiraannya. Mereka merasa dihargai oleh pemerintah. Merasa diwongke, 
dianggap bagian dari unsur masyarakat yang diperbolehkan secara legal mengelola 
sebagian kawasan hutan negara, yang selama ini tabu dan dianggap daerah 
terlarang.   

Mungkin situasi psikologis seperti inilah yang terutama harus menjadi 
perhatian atau tolok ukur keberhasilan PS oleh para pemikir, akademisi, 
penggerak, pelopor, dan pengkritik program perhutanan sosial. Kita tidak boleh 
melupakan sejarah bahwa hampir 90% izin kelola kawasan hutan di tanah air jatuh 
pada kelompok menengah ke atas. Ini bagian dari sejarah pengelolaan hutan 
Indonesia yang saat ini sedang dikoreksi melalui program PS. Dalam perspektif 
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inilah, PS dapat dikatakan sebagai politik “bayar hutang” kepada masyarakat desa 
hutan di seluruh Tanah Air. Ada ruang kelola untuk masyarakat yang disediakan 
secara sah oleh negara. Ini merupakan langkah strategis dan menorehkan sejarah 
baru, Berbagai sinisme pasca pemberian izin harus dijawab dengan kerja-kerja 
nyata di lapangan. 

Dari Kesadaran Kolektif  menuju  Aksi Kolektif 

Walaupun masuk ke dalam RPJMN, perhutanan sosial sebenarnya tidak 
diberlakukan hanya sebagai program pemerintah.  Penggodokan program ini 
sebenarnya telah dilakukan di “Rumah Transisi” yang melibatkan banyak pihak, 
termasuk CSO, akademisi, praktisi dan pemerintah. Oleh karena itu, PS seharusnya 
bisa menjadi suatu program yang dibangun atas kesadaran kolektif para pihak 
tersebut (collective awareness). Dari munculnya kesadaran kritis secara kolektif 
tersebut, maka pelaksanaan program PS ini tentunya harus dikawal secara bersama 
dan secara bertahap menjadi aksi bersama secara kolektif (collective action). 

Gotong royong dan bahu membahu antara pemerintah, CSO, dan bahkan 
pihak swasta. Untuk mampu mentransformasikan dari kesadaran kolektif menuju 
aktif nyata secara kolektif, diperlukan sikap mental “5K”, Keberpihakan, 
Kepeloporan, Kepedulian, Kepemimpinan yang istiqomah, yang Konsisten. 
Memperkuat dan mendampingi kelompok pinggiran, terpinggirkan, dan 
dipinggirkan,  dengan variasi sosial ekonomi dan budaya yang beragam terpencar 
di berbagai daerah terpencil, bukanlah pekerjaan yang mudah. Diperlukan suatu 
proses panjang. Maka, konsistensi merupakan syarat penting. Konsistensi dalam 
mengawal proses perubahan atau transformasi dari ketidakberdayaan ke situasi 
kesadaran akan ketidakberdayaannya dan mulai bangkit bersama, mengembalikan 
kepercayaan dirinya. People center development yang sudah dicetuskan 
oleh  Soedjatmoko (Alhm) dan Arief Budiman di awal dekade 1980  tetap dan 
semakin sangat relevan saat ini. 

Kisah kebangkitan masyarakat Kampung Merabu di Berau, Kalimantan 
Timur, yang mendapatkan hak kelola Hutan Desa seluas 8.000 Ha di kawasan 
ekosistem karst bagian dari Karst Sangkulirang - Mangkulihat; kisah ribuan petani 
di Hutan Lindung  Lampung yang telah mendapatkan izin hutan kemasyarakatan 
seluas 110.000 Ha dari 300.000 Ha hutan lindung, yang saat ini telah dengan tenang 
bekerja mengelola kopi hutannya; ribuan hektar kawasan hutan lindung di 
Sumatera Barat yang saat ini dikelola sebagai Hutan Nagari. 

Kultur (Baru) Kerja Multipihak 

Aksi kolektif bukan saja perlu dilakukan di jajaran pemerintah, tetapi justru yang 
perlu dikembangkan adalah aksi kolektif multipihak. Kerja sama pemerintah 
dengan LSM, swasta, perguruan tinggi, aktivis lingkungan, praksisi perhutanan 
sosial menjadi sangat penting. Namun hal ini tentu tidak mudah. Kerja-kerja 
multipihak merupakan kultur baru, walaupun cikal bakalnya sudah cukup lama 
diinisiasi oleh banyak figur, baik di birokrasi maupun di luar 
lingkungan  masyarakat sipil. Berbagai kelompok kerja multipihak telah tumbuh 
subur dan menginspirasi tumbuhnya kelompok-kelompok sejenis di berbagai 
provinsi. Pokja Community Based Forest Management (CBFM) di Sumatera Barat 
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tumbuh dengan cepat dalam waktu dua tahun terakhir ini. Pokja Hutan 
Kemasyarakatan di Provinsi Lampung merupakan Pokja yang pertama dan yang 
semakin mengakar mulai dari provinsi ke banyak kabupaten. Menyusul di 
kemudian hari Pokja Perhutanan Sosial di Sulawesi Tengah, Sumatera Utara, 
Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, NTT, dan akan masih terus bermunculan ke 
depan adalah Aceh, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, 
Sulawesi Tenggara, dan seterusnya.  Bahkan Pokja di Lampung dan Sumatera Barat 
telah diinisiasi oleh kekuatan collective awareness di daerah, jauh sebelum Jakarta 
mendorong kebijakan kelahiran Pokja Percepatan Perhutanan Sosial pada awal 
2015.  Pokja di kedua provinsi ini telah berjalan efektif. 

Kultur kerja multipihak di Pokja Lampung dan Sumatera Barat merupakan 
bukti keberhasilan  memecah “kebekuan” komunikasi, koordinasi, dan kerja sama 
pemerintah-civil society. Di dalam Pokja terjadi komunikasi yang cair  dan saling 
memberikan data informasi.  Yang lebih penting dari proses di dalam Pokja adalah 
tumbuh suburnya kesalingpahaman tentang banyak hal termasuk berkembangnya 
model “pertemanan” baru dari banyak figur pemerintah-civil society, termasuk di 
dalamnya tokoh/penggerak/aktivis LSM, dosen perguruan tinggi, pihak swasta, 
asosiasi.  Kultur baru hubungan pemerintah-civil society dimulai dari program 
Perhutanan Sosial. Hubungan yang bukan saling berhadap-hadapan atau saling 
menyerang tetapi sudah mulai dibangun komunikasi dan kerja sama. 

Keberhasilan Kolektif 

Perhutanan Sosial adalah kerja kolektif. Kolektif antar sektor pembangunan di 
tingkat pusat. Kerja kolektif antar SKPD di provinsi, kabupaten, kecamatan, desa. 
Oleh karena itu, keberhasilannya juga merupakan keberhasilan kolektif. 
Keberhasilan bersama. Situasi inilah yang disebut sebagai “sinergi”. Situasi 
“menang-menang” atau  “everybody happy”. Tidak ada salah satu lembaga yang bisa 
mengklaim sebagai pihak yang paling berjasa dalam pengembangan suatu kerja 
Perhutanan Sosial. Tantangan kerja lintas kelembagaan inilah yang paling 
dirasakan sebagai yang paling berat. Dengan basis atau titik temu “desa pinggir 
hutan”,  sebagai program nasional, semoga kerja-kerja lintas kementerian, lintas 
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program, lintas disiplin keilmuan, dan lintas pendanaan dapat mulai diwujudkan 
di bumi Indonesia. Keberhasilan awal telah mulai ditunai: 

 Hutan Kemasyarakatan Kulonprogo, yang lebih dikenal dengan icon Wisata 
Alam Kalibiru, telah menghasilkan pendapatan bersih Rp 100-200 juta/bulan 
dengan jumlah kunjungan 25.000 orang per tahun. Geliat semangat masyarakat 
Kampung Merabu, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur yang mengelola Hutan 
Desa di kawasan Karst Sangkulirang - Mangkulihat, potensi Hutan-hutan Nagari 
di Sumatera Barat di kawasan Hutan Tropis Pegunungan yang menghasilkan air 
melimpah untuk irigasi persawahan, air konsumsi, dan puluhan potensi wisata 
alam serta hasil hutan bukan kayu .   

 Berdasarkan penelitian LIPI pada Hkm di Kabupaten Lampung Barat tahun 
2009, membuktikan bahwa HKm mampu mengurangi tingkat kemiskinan 
rumah tangga petani antara 10%-90%, antara lain tergantung dari 
teknik agroforestry yang diterapkan oleh kelompok petani,  kelembagaan HKm 
di setiap lokasi. Disarankan agar model Perhutanan Sosial dalam mengurangi 
kemiskinan dilakukan melalui sinergi dengan  kebijakan nasional 
penanggulangan kemiskinan. Kopi menyumbangkan 44% dari total pendapatan 
rumah tangga  (Aji, G.B. dkk, 2014). 

 Di lokasi HKm Sesaot, rata-rata sumbangan dari pengelolaan lahan HKm untuk 
rumah tangga berkisar antara Rp 500.000 - 1,5 juta per bulan.  Petani HKm di Aik 
Berik berkisar antara Rp 0,5 – 1 juta per bulan.  Sedangkan untuk petani HKm 
Santong berkisar antara Rp 1,5 – 3 juta per bulan.  Pendapatan utama petani 
HKm Santong bersumber dari panen kakao, kopi dan pisang. Dari hasil survai 
di tiga lokasi studi terlihat bahwa sistem penanaman dengan beragam jenis 
karakteristik tanaman ternyata mampu mendukung dan menciptakan kondisi 
lingkungan yang baik bagi pertumbuhan tanaman lainnya. Salah satu 
keberhasilan kelompok tani HKm Sesaot, Santong dan Aik Berik dalam 
mempertahankan fungsi kawasan adalah dengan tetap menjaga kerapatan 
tanaman, dengan jumlah diatas 900 pohon tiap ha. Hasil-hasil penelitian 
sebelumnya (Markum et al., 2012; SCFBWM, 2011), juga menunjukkan bahwa 
limpasan permukaan pada berbagai pola agroforestri di Sesaot menunjukkan 
limpasan permukaan yang kecil yaitu di bawah 5 %. 

 Berdasarkan penelitian hutan rakyat di Wonogiri, Gunung Kidul, Kebumen, 
Lumajang, Konawe Selatan, telah bersertifikat ekolabel. Hal ini membuktikan 
bahwa hutan rakyat dikelola secara lestari. Pengetahuan dan pengalaman 
masyarakat tersebut dapat menjadi landasan dalam pengembangan kapasitas 
masyarakat desa hutan dalam pengelolaan hutan lestari dalam situasi sosial, 
ekonomi, dan politik yang dinamis. Peran pemerintah sebagai pendukung, 
fasilitator sangat penting dalam pengelolaan hutan oleh masyarakat desa, 
daripada melakukan tindakan-tindakan dominasi. Pemerintah - Dinas 
Kehutanan Provinsi, Kabupaten, penyuluh kehutanan lapangan, harus siap 
melayani dan memfasilitasi masyarakat (Suharjito, 2014). 
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Epilog 

Perhutanan Sosial adalah kebijakan nasional  sebagai upaya menguji haluan baru 
model pengelolaan hutan di Indonesia. Yang menempatkan masyarakat pinggir 
hutan sebagai salah satu pelaku utama. Berbagai contoh keberhasilan tersebut di 
atas mulai memberikan kita harapan dan sekaligus keyakinan. Inilah jalan yang 
benar. Menempatkan masyarakat desa pinggir hutan sebagai subyek kelola hutan. 

Pengelolaan oleh masyarakat (hukum) adat, seperti yang telah ditunjukkan oleh 
MHA Ammatoa Kajang, membuktikan kepada kita bahwa masih ada kelompok 
masyarakat yang mempertahankan hutannya dalam perspektif yang bukan hanya 
sekedar nilai sosial, budaya, dan ekonominya saja, tetapi lebih dalam dari aspek-
aspek tersebut. Masyarakat Adat Kajang memiliki sikap hutan adat sebagai warisan 
yang harus dijaga sebagaimana adanya. Tidak boleh ada gangguan sehingga hutan 
tetap utuh. Walaupun hanya 313 hektar luasnya, hutan mereka terbukti utuh dan 
dapat memberikan penghidupan secara tidak langsung bagi masyarakatnya. Hutan 
membentuk struktur dan relasi sosial masyarakatnya. Kebijakan perhutanan sosial 
juga menjangkau kelompok-kelompok masyarakat seperti Ammatoa Kajang ini, 
yang ada tersebar di seluruh tanah air. Sekarang atau tidak sama sekali.*** 

 

* Makalah disampaikan pada Semiloka  Nasional Hutan Indonesia, Reposisi Tata Kelola 
Hutan Indonesia untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kelestarian Lingkungan, dan 
Kesejahteraan Rakyat, Hotel Sahid, Jakarta,  1-2 September 2016 
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Perhutanan Sosial dan Politik Keberpihakan: Kebijakan 
Provinsi Sumatera Barat Bisa Menjadi Contoh 

 

 

Latar Belakang 

Definisi tentang “hutan” sudah seharusnya dirubah total. Definisi “hutan” 
sebagaimana tercantum dalam UU No.41/1999 tentang Kehutanan dan dalam 
berbagai literatur, yang menyatakan “hutan” hanya sekumpulan pohon-pohon, 
menjadikan banyak kebijakan nasional yang misleading. Ini pandangan 
konvensional yang akhirnya memang hutan dieksploitasi kayunya. 35 tahun 
kemudian, hutan-hutan produksi di Indonesia lenyap dan hanya menyisakan 30-40 
juta hektare kawasan open access. Sesungguhnya hutan di Indonesia dan bahkan di 
berbagai negara lainnya, bukan hanya sekadar “kertas putih”. 

Prof San Afri Awang, dalam pengukuhannya sebagai Guru Besar 
Perhutanan Sosial (Social Forestry) - UGM ternyata sejalan dengan pandangan 
bahwa hutan bukan “kertas putih”. Hutan bukan sekedar kumpulan flora dan 
fauna. Ontologi (hakikat ilmu hutan/ kehutanan) atau OH konvensional sebagai 
fungsi flora, fauna dan ekosistem atau OH = f (flora, fauna, ekosistem). Ontologi 
pengetahuan kehutanan ini dibentuk dan dikonstruksikan oleh asupan substansi 
yang terkait dengan flora, fauna, dan ekosistemnya saja. Selanjutnya dinyatakan 
bahwa pengertian hutan (forest) sebagai satu ekosistem yang ditandai oleh tutupan 
pohon padat atau kurang padat dan menempati areal yang luas, sering terdiri dari 
tegakan yang variatif di dalam karakternya seperti komposisi jenis, struktur, kelas 
umur, dan secara bersama-sama berasosiasi dengan padang rumput, sungai, ikan, 
dan hewan-hewan liar (Helms, 1998 dalam Awang, 2013).  

Pengertian seperti itu juga dikembangkan di perguruan tinggi kehutanan 
di Indonesia, dan menghasilkan lulusan yang bekerja di instansi 
pemerintah.  Akibat dari ontologi tersebut, maka epistemologi (proses 
pembentukan pengetahuannya) dan metodologi yang terbangun memposisikan 
manusia (masyarakat) berada di luar konstruksi pengetahuan/ilmu pengetahuan 
kehutanan dan kebijakan kehutanan. Semua ini menghasilkan model 
pembangunan dan tindakan manajemen hutan dalam semua fungsinya yang tidak 
pro rakyat dan tidak pro-poor. Prof San Afri Awang mengajukan konsep Eco-
Friendly Forest Management (EFFM).  EFFM adalah pengetahuan hutan yang 
menjadi alternatif, yang didasarkan pada perubahan ontologi baru hutannya 
menjadi OH = (flora, fauna, manusia, ekologi). Ontologi hutan seperti ini sangat 
realistik dan dapat lebih diterima oleh pengetahuan lokal masyarakat Indonesia. 
Konstruksi pembangunan hutan seperti ini secara pasti dapat menjamin eksistensi 
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manusia, rakyat, dan masyarakat yang bergantung pada sumber daya hutan yang 
didasarkan atas pengetahuan ekologi bersahabat antar sub sistemnya, sebagai 
proses kebudayaan masyarakat. Prinsip-prinsip bio etik, bio ekonomi, dan bio 
ekosistem, merupakan sumber pengetahuan sosial yang layak dan wajib diadopsi 
oleh pemerintah/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan institusi 
pendidikan yang menyelenggarakan pembangunan hutan dan pengembangan 
ilmu kehutanan (Awang, 2013). Aliran pemikiran Prof San Afri Awang ini 
sebenarnya sama dengan pemikiran dan konsep Arne Naess tentang Deep 
Ecology atau “Ekologi Dalam”. 

Pandangan baru tentang ekologi yang digagas oleh Arne Naess, yaitu Deep 
Ecology atau “Ekologi Dalam”, yang berseberangan dengan pandangan Swallow 
Ecology atau Ekologi Dangkal. Ekologi Dangkal bersifat antroposentris, atau 
berpusat pada manusia. Memandang manusia berada di atas atau di luar alam, 
sebagai sumber nilai, dan alam dianggap bersifat instrumental atau hanya memiliki 
nilai “guna”. 

Ekologi Dalam tidak memisahkan manusia atau apapun dari lingkungan 
alamiah.  Benar-benar melihat dunia bukan sebagai objek-objek yang terpisah 
tetapi sebagai suatu jaringan fenomena yang saling berhubungan dan saling 
tergantung satu sama lain secara fundamental. Sedangkan ekologi sosial membahas 
tentang ciri-ciri kultural dan pola-pola organisasi sosial yang telah mengakibatkan 
krisis ekologi dewasa ini (Capra, 2001). 

Dalam konteks Ekologi Dalam inilah program perhutanan sosial 
menemukan landasan teoritiknya yang sahih. Dan memang demikian adanya 
kondisi di Indonesia. Ruang kelola masyarakat yang sangat sedikit dari kebijakan 
nasional pengelolaan hutan di Indoensia menjadi faktor penyebab meningkatnya 
konflik-konflik lahan sepanjang sejarah pengelolaan hutan di Indonesia. Apabila 
93% perizinan pengelolaan hutan ternyata dialokasikan untuk pengusaha 
menengah-besar, maka masyarakat sekitar hutan atau yang kehidupannya 
tergantung dari sumber daya hutan dan lahan, semakin dimiskinkan secara 
struktural. 

Latar belakang inilah yang melahirkan program perhutanan sosial 12,7 juta 
hektar atau 10% dari seluruh luas kawasan hutan di Indonesia. Termasuk lahirnya 
Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, pada tahun 2015 dalam 
struktur Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.  

Politik Alokasi Ruang 

a. Kebijakan alokasi 12,7 juta hektare perhutanan sosial atau 10% dari total luas 
kawasan hutan di Indonesia, memiliki nilai strategis yaitu terjaminnya alokasi 
ruang kelola untuk masyarakat pinggir hutan di seluruh tanah air. Alokasi ruang 
yang tidak pernah terjadi sejak kemerdekaan RI. Kebijakan ini merupakan 
“Politik Keberpihakan” satu-satunya, dan mendapatkan apresiasi dari berbagai 
Negara. 

b. Pada periode 2010-2014, telah diterbitkan SK Menteri untuk Hkm (328.452 Ha) 
dan HD (318.024 Ha), atau dengan total seluas 646.476 Ha yang dikelola oleh 
212.684 kepala keluarga petani pinggir hutan atau sebanyak 1.063.430 jiwa. 
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c. Ke depan, pencapaiannya melalui proses “percepatan dan tepat sasaran”, untuk 
memastikan sebagian besar yang menerima manfaat adalah petani miskin, 
petani berlahan sempit, dan keluarga tani yang karena lokasi desanya berbatasan 
atau berada di dalam kawasan hutan negara, baik mereka termasuk masyarakat 
(hukum) adat atau masyarakat setempat atau pendatang. 

d. Instrumen untuk alokasi ruang tersebut adalah Peta Indikatif Areal Perhutanan 
Sosial (PIAPS), yang disiapkan secara partisipatif dan dievaluasi secara berkala 
setiap enam bulan. 

Politik Pemberdayaan 

a. Kebijakan alokasi 12,7 juta hektare, ke depan diperluas sebagai “Politik 
Pemberdayaan Masyarakat”. Hal ini sesuai dengan Nawacita ke-3, yaitu 
membangun dari pinggiran, membangun kemandirian masyarakat melalui 
berbagai skema dukungan dan pendampingan berbasis kelompok, dalam 
rangka: 

 penguatan kelembagaan dan tata kelola dan perencanaan kawasan dan 
potensinya. 

 penguatan kelembagaan keuangan mikro berbasis koperasi. 
 penguatan kemampuan kewirausahaan sosial. 

b. Strategi yang perlu dilakukan adalah dengan model perencanaan partisipatif 
dari bawah, dengan sasaran: 

 memulai terbangunnya komunikasi yang lebih intens dan substansial 
dengan SKPD di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten, KPH, melalui 
revitaliasi Rakorbang. 

 penguatan kemitraan dengan berbagai pihak di sekitar lokasi perhutanan 
sosial, dengan uji coba skala kecil yang “doable” dan “manageable” oleh 
kelompok. 

 pembelajaran yang didokumentasi sebagai dasar dibangunnya shared 
learning antar kelompok, kelompok dengan pihak SKPD, LSM, penyuluh, 
KPH, dan pegiat perhutanan sosial. 

 keterpaduan program perhutanan sosial di tingkat Kementerian LHK (lintas 
Eselon I), dan lintas Kementerian, misalnya dengan Kementerian Desa, 
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Kemendagri. 

 dukungan kebijakan pendanaan melalui skema Dekon Perhutanan Sosial, 
APBD, DAD. 

 dukungan dan sinergitas program dan pemerataan dukungan mitra LSM, 
dukungan kerja sama baik bilateral maupun multilateral. 

Resolusi Konflik secara Damai 

Kebijakan perhutanan sosial ini, apabila dilaksanakan tepat sasaran, tepat 
pendampingan, dan dapat dijadikan sebagai agenda bersama pemerintah dan 
pemerintah provinsi dan kabupaten, merupakan upaya untuk: 

a. menyelesaikan berbagai konflik sosial yang berkepanjangan yang tidak dapat 
diselesaikan melalui proses penegakan hukum karena inti masalahnya adalah 
kemiskinan dan minimnya penguasaan lahan untuk dikelola. 
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b. penyelesaian konflik secara damai tidak menghapuskan upaya penegakan 
hukum, khususnya terhadap aktor intelektual akibat tingginya permintaan pasar 
dunia akan komoditi tertentu, khususnya sawit untuk di Sumatera dan 
Kalimantan, yang telah masuk ke dalam hutan produksi, hutan lindung atau 
hutan konservasi. 

c. Selain pemberian akses kelola perhutanan sosial, skema kemitraan antara 
masyarakat dengan pemegang izin (HPH, HTI, RE) merupakan upaya konkrit 
untuk resolusi konflik dan pengelolaan hutan secara damai dan lebih beradab, 
sekaligus meningkatkan ragam pendapatan masyarakat dan masyarakat merasa 
“dimanusiakan” atau di-wong-ke dalam bahasa jawa, dengan berpegang pada 
prinsip 3 M, menurut Pak Wahjudi Wardojo, yaitu Mutual Respect, Mutual Trust, 
dan Mutual Benefit. 

Politik Keberpihakan 

Tanpa sikap mental yang berpihak pada masyarakat pinggir hutan, program 
nasional yang telah dicanangkan dalam RPJMN ini tidak akan berhasil. Hal ini 
sesuai dengan Nawacita ketiga, yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan 
memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”. Suatu 
pemerintahan Presiden Jokowi yang jelas sikapnya berpihak pada mereka yang 
berada di pinggiran kawasan hutan yang selama ini hampir belum tersentuh 
pembangunan. Komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk 
mengalokasikan kawasan hutannya seluas 500.000 Ha selama lima tahun ke depan 
dan 200.000 Ha untuk tahun 2016, merupakan wujud “Politik Keberpihakan” yang 
nyata. Sikap ini diikuti oleh Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, NTB, NTT, 
dan diharapkan diikuti oleh Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan sebagainya. 

Masyarakat Mampu Menjaga Hutan 

Banyak bukti telah dikumpulkan yang menunjukkan bahwa masyakat pinggir 
hutan termasuk masyarakat hukum adat, mampu mengelola hutan dengan 
berbagai macam teknologi tepat guna, teknologi sederhana, teknologi wanatani 
atau agroforestry, pengelolaan mikrohidro, pengembangan wisata alam, yang dapat 
meningkatkan ragam pendapatan rumah tangganya sekaligus meningkatkan 
kebanggaan mereka bahwa mereka diberikan kepercayaan oleh pemerintah. 

Beberapa contoh, misalnya kelompok Hutan Kemasyarakan di Kali Biru, 
Kulonprogo, Yogyakarta dengan pengembangan wisata alam, hutan 
kemasyarakatan di Beganak, Kabupaten Sekadau dengan mikrohidronya; hutan 
kemasyarakan di Provinsi Lmpung dengan agroforestry kopi; kelompok masyarakat 
di Kecamatan Cidaun - Kabupaten Cianjur yang menjaga Cagar Alam Gunung 
Simpang dengan “pasukan” Raksa Bumi-nya yang didukung oleh YPAL; 
masyarkat adat Kajang di Kabupaten Bantaeng yang juga terbukti menjaga 
kawasan hutan adatnya secara turun temurun; serta Masyarakat Adat Daya’ Wehea 
di Berau yang menjaga Hutan Lindung Wehea secara adat dan mendapatkan 
dukungan dari TNC. 
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Sumatera Barat sebagai Role Model 

Kunci keberhasilan program perhutanan sosial antara lain kemampuan leadership, 
keterpaduan program pembangunan pusat-daerah dan lintas provinsi-kabupaten, 
pendampingan yang konsisten, dan peranan local champion atau tokoh 
lokal. Konsistensi dalam membangun komitmen pendampingan para pihak untuk 
mendukung pencapaian target 500.000 Ha dalam empat tahun ke depan, di Provinsi 
Sumatera Barat menjadi sangat strategis dan dapat dijadikan contoh untuk seluruh 
Indonesia. Diyakini para pihak bahwa Provinsi Sumatera Barat akan menjadi salah 
satu Role Model Pembelajaran Perhutanan Sosial di Indonesia.*** 
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Co management and Livelihood: Challenges and 
Opportunities 

 

 

“Forestry is not about trees, it is about people. And it is about trees only insofar as trees 
can serve the needs of people” (Westoby, 1967). 

 

Overview 

It is important to have common understanding that forest is not only trees or habitat 
of wildlife. In Indonesia, or mostly in Asia, Africa, and Latin America, if we talk 
about forest as an ecosystem or landscape, we have to include  communities living 
inside or nearby forest area or event for those who live far away but their livelihood, 
their food, health, and quality of life depend upon forest resources and its 
environmental services. Timber, water supply for consumption, agriculture, and 
estate, water balance, micro climate; prevention from erosion, landslide, the role of 
pollination processes, nontimber forest products such as rattan, honey, medicinal 
plants, materials for roof, clothing, housing, canoes, ropes; river system in the forest 
are part of important transportation system, and so on. More than 2.4 billion people 
or 40 percent of people live in less developed countries still used firewood for 
cooking (State of the World’s Forest 2014). 

Forest dependent communities (FDC) who live for hundreds of years create 
their own adaptation to be able to survive and this creates knowledge, shaping, and 
crafting their own culture for hundreds of years. Their tacit knowledge about forest 
resources are very important to be documented and to be considered in any phase 
of (rural) development planning. Development planning has to be participatory in 
approach and put them as a subject. People centered development is one of the key 
success in dealing with them. 

In the past, FDC were not fully considered as part of development planning. 
Impact of commercial forest exploitation, large scale palm oil 
plantation, uncontrolled fire and haze, mining operation, to them are so huge with 
the negative incremental effect to their livelihood due to degradation and rapid loss 
of forest resources where they used to rely their daily life upon them. 

In Indonesia, 48.8 million people live inside or near state forest land and 
10.2 million are classified as poor. Based on Ministry of Forestry and National 
Bureau of Statistic (2007 and 2009), there are 25,863 villages or 26.6% of the total 
villages in Indonesia located inside or nearby state forest land. 



Catatan Wisata Intelektual (2005-2020) 

136 
  

During 2010-2014, Social Forestry Program has delivered 646,476 Ha state 
forest land to 212,684 households of FDC or 1,063,420 farmers. In the next five years 
(2015-2019), Ministry of Environment and Forestry should have delivered 12.7 
million Ha or 10% of total state forest land in the country for FDC. 

Delivering legal access right of state forest land to be managed by 
appropriate FDC is the first phase. It is very important to reduce conflict or as 
solution for those who are landless and poor. Putting FDC as a subject in forest or 
agroforestry management is in fact the key factor in improving their trust to 
government. Facilitation to strengthen their local institution in managing their area 
and initiating social entrepreneurship, forest product processing and marketing are 
among the most crucial efforts as the second phase. In this matter, the role and their 
leadership of local government at the district and at the province, CSOs, as well as 
private sectors to develop integrated programs determine the right direction for 
gaining success of social forestry program which is a long term in process and 
multidisciplinary in approach. That is why there is a need to guarantee consistent 
policy back up and strong commitment of multi stakeholders at all levels; from 
collective awareness to collective action. 

Livelihoods and Co-management 

We should consider co-management as a means. It is not an end in natural resource 
management. For decades government in many countries is an epicentrum of 
decision making process for natural resource management including forest 
resources. Local government and communities are not considered as part of 
planning cycle as well as part of decision making process in forest management. 
Domination of government has proven hinder any participation of local 
communities. In most cases, local communities is only object and there was very 
small window for assertive dialogue. Co-management requires many changes in 
government culture and bureaucratic system. Distrust about government behaviour 
with respect to many development projects in their villages had happened for years. 
It had increased frustration and in some cases raise even more horizontal conflict, 
between the speechless groups and newly born local elites that getting the most 
benefit from top down government projects. Small scale activities involving local 
communities started from problem identification, in depth discussion about 
possible solutions is a healthier phase to build mutual trust among local 
communities members and with government. Co-management should start from 
small scale and designed in participatory stepwise from below. As long as local 
communities has seen that there are opportunities to get (direct) benefits from 
forest, they are willing to be part of dialogue and new initiative. Dealing with local 
communities who live in a very remote or isolated near forest or inside forest area, 
we should consider local values or their way of thinking in the local cultural context. 
Along the way, we should find local champions. Local champion is the person who 
have leadership capacity and vision to make substantial innovation to solve their 
problems. They are driven by their passion and have proven their work without 
any outside intervention. They are the spirit that can help co-management become 
more effective vehicle to sustain forest healthiness and at the same time increasing 
awareness at local level and getting benefits from the forest to fulfil their daily 
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needs. Community based ecotourism in Tangkahan, Leuser National Park in North 
Sumatera, initiated since 2000 until now is the real example of effective co 
management (Wiratno, 2013). 

Conceptual Thoughts         

In principles, based on Habermas school of thoughts, human was created to 
communicate. They are exist due to their social connection through communication. 
With their capacity in communication there is wide open windows for possible 
(smart) solution of any humanity problems in the world. Civil conflicts, 
misunderstanding, distrust, frustration or growing speechless groups are among 
the major factors in community level that contribute to worsen the situation leading 
to more complex and unresolved conflicts. In some cases, due to inappropriate 
policies, there were many direct conflicts between (Adat) communities and law 
enforcers that resulted a human right problem. For example, conflict in Colol 
community, Ruteng, Manggarai District, East Nusa Tenggara, March 11, 2004 
(Wiratno, 2013). 

Multi stakeholders dialogue through assertive communication is one of the 
key and effective vehicle to build better understanding for initial stage of mutual 
trust. It is also very crucial to comprehend historical context of human-forest 
relationship as a basis to construct their typology. From fully shifting cultivation, 
gradually practicing short period of fallow cultivation by starting mixed farming, 
to sedentary agriculture and permanent settlement. They adapt to environmental 
dynamic and adopt new agricultural techniques for years for their survival. It 
become their traditional knowledge and wisdom. However, their traditional and 
cultural values degraded due to  fast commercial forest exploitation for export that 
shorten their fallow period of shifting cultivation, massive land use changes, and 
wide impacts of  many development intervention across the country. In this 
situation, people centered development approach is a key factor to understand 
problems faced by FDCs.  Assertive communication and dialogue is the effective 
vehicle to build common understanding, common agendas to solve the problems 
and develop opportunities in conserving forest resources and at the same time 
getting benefits in a more sustainable way. They need long term and committed 
facilitation from neutral partners. CSOs could be potential facilitator or partner for 
local communities in strengthening their institution and capacity for more bottom 
up planning, participatory at the implementation, monitoring and evaluation 
processes. In the future, the role of private sectors such as forest concession holders, 
forest plantation holders, estate holders are also very important. There is a 
promising policy with regard to access rights for landless or poor communities. 
Plantation forest holders has to allocate 20% of their concession area for local poor 
communities or for those already occupied the concession area.   However, in 
establishing co management between poor or landless groups with concession 
holders need strong facilitation process to make better bargaining position of 
community in setting up many collaborative work or working contracts. Mostly, the 
communities have no bargaining power. They has limited power to make fair deals. 
Guidance, monitoring, and evaluation from local and central government is 
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normally weak and it has to be strengthened.  Strong and consistent leadership at 
all levels is the main factors for potential success. 

Challenges 

There are many challenges in building co management in natural (forest) resource 
management. Several of them are identified as follow: 
1. Lack of data and information about socio culture and economic condition of 

FDCs are common situation. 
2. Short term policy back up, inconsistency policy support from central, province, 

and district. 
3. Weaknesses in monitoring and evaluation are among the obstacles for us to 

learn from mistakes. 
4. Remoteness and complexity of FDCs is also the factor that only few CSOs and 

local government are willing to facilitate and work with them. 
5. Local government neglect the FDCs in many development planning stages.  
6. There are many programs for FDC at national in many ministries but are not 

integrated from planning into implementation stages. 

Opportunities 

Opportunities to implemented social forestry programs for poor communities 
located near or inside state forest land are widely open: These are four opportunities 
that need to be achieved. 

1. Support and commitment from many national and local CSOs to jointly work 
with DG. of Social Forestry and Environmental Partnership are growing 
rapidly. 

2. Support from provincial and district government and head of district to social 
forestry program is promising, for examples governor of West Sumatera that 
already propose 500,000 Ha of protection forest for hutan nagari. Lampung, 
West Nusa Tenggara, Central Sulawesi, South Sulawesi, Aceh, Jambi Provinces, 
Pasaman, Bulukumba, Bantaeng, Sigi, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok 
Utara districts  are among the strong and consistent supporter. 

3. Revision of regulations related to social forestry and Proposed Map for Social 
Forestry that involving key stakeholders in preparation now is in the final 
correction and it is targeted to be signed by Ministry of Environment and 
Forestry in the end of October 2015. 

4. Cooperation across Ministries for instant with Ministry of Village and 
Development of Backward Area, and Ministry of Home Affair is in the process 
in order to integrate the programs to increase the prosperity of remote villages 
close or inside forest areas. *** 

 

* Articles is prepared for “Regioal Conference on Co-Management of Natural Resources 
2015 (COMACON 2015); 27th-30 th –Bangkok, Thailand. 
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Putting Spirit into Your Work 
 

 

Apakah kita mampu menanamkan spirit pada setiap pekerjaan kita? 
Mengapa penting kita memberikan spirit pada pekerjaan kita? Kita sering kali 
merasakan bedanya pekerjaan yang dilakukan oleh staf dengan serius, penuh 
semangat, atau dikerjakan hanya untuk memenuhi tugas atau perintah atasan. 
Dikerjakan sesuai dengan ‘arahan’ dari atasannya - tidak kurang dan tidak lebih. 

Demikian pula ketika harus melakukan pekerjaan yang langsung di 
lapangan. Apakah itu ke hutan, menemui masyarakat, melakukan kegiatan di 
lapangan bersama dengan masyarakat, menghadapi masalah yang terjadi, maupun 
menyiapkan laporan hasil kerjanya. Semua itu sebenarnya memerlukan proses 
pengamatan langsung, pemahaman, pemaknaan, dan interpretasi. Mencari tahu, 
‘pesan’ apa kira-kira yang disampaikan oleh ‘Yang Punya Kehidupan’ kepada kita 
dengan hasil temuan atau dengan semua hal yang muncul ketika berkunjung dan 
mendalami persoalan tersebut. Banyak hal ternyata tidak cukup dijelaskan melalui 
laporan tertulis, kalau kita hanya menuliskan apa yang tampak atau seolah-olah 
muncul yang tertangkap oleh panca indera kita. Mungkin juga karena di lapangan 
banyak sekali ‘frekuensi’ yang tidak bisa atau tidak mampu kita tangkap. 
‘Frekuensi’ kebenaran, ‘frekuensi’ penanda penyebab terjadinya sesuatu, 
‘frekuensi’ yang menjadi jawaban dari persoalan yang mengemuka, dan masih 
banyak ‘frekuensi’ lainnya, bertebaran yang juga akan membuat kita kebingungan 
atau terjebak pada interpretasi yang salah tentang apa yang sebenarnya terjadi. 

Yang sering kita tangkap ternyata hanya sebatas gejala-gejala (symptom) dari 
inti persoalan yang sebenarnya terjadi (core problem). Memang karena tali temalinya 
yang rumit sulit untuk langsung dikenali dan dipahami. Dalam banyak kejadian, 
dari banyak pengalaman, ternyata yang tampak bukanlah apa yang sebenarnya 
terjadi. Yang tampak hanya ‘pesan-pesan’ pendek berkelindan, timbul tenggelam, 
seolah-olah ingin menyampaikan kepada kita atau bermain teka teki. Karenanya 
interpretasi kita menjadi sangat temporal. Memang apa yang kita yakini sebagai 
kebenaran menjadi sangat relatif. Hari ini benar besuk bisa saja dijungkirbalikkan 
sebagai bukan satu-satunya yang diyakini lagi dan bahkan ditolak sama sekali. 
Yang kita yakini sebagai jawaban atas persoalan, ternyata justru kebalikannya. 
Jawaban kita dapat menimbulkan persoalan yang lebih besar dan selanjutnya 
semakin menjauhkan kita dari apa yang sebenarnya terjadi. 

Potret kebenaran atau mozaiknya tidak dapat kita afdruk, kita cetak, untuk 
dipelajari secara utuh. Di kemudian hari, kita tidak menemukan catatan (baca: 
dokumentasi) atas kejadian-kejadian di masa lalu. Kalau hal ini terjadi terus-
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menerus, maka kita tidak akan pernah belajar dari masa lalu. Kebijakan atau praktik 
dari suatu kebijakan tidak pernah kita ketahui perkembangannya. Sementara itu, 
persoalan lingkungan hidup berskala ‘generasi’ dan berdurasi ‘lintas generasi’. 
Walaupun dalam buku Jared Diamond, yang berjudul “The World Until Yesterday” 
(2015),  dinyatakan bahwa bila diukur dengan skala waktu 6.000.000 tahun evolusi 
manusia, ciri-ciri modern itu baru muncul 11.000 tahun terakhir di beberapa daerah 
saja di dunia, dari berburu-mengumpul menjadi pertanian. Pada dasarnya 
masyarakat - masyarakat manusia mengalami perubahan-perubahan besar baru-
baru ini saja secara cepat. Alat-alat logam pertama dan tulisan pertama baru 
muncul sekitar 5.400 tahun lalu (Hal. 8-9). 

Catatan atau dokumentasi, dalam hal ini tentang lingkungan 
hidup,  menjadi sangat relevan untuk dilakukan. Dokumentasi ini juga tidak lepas 
dari pentingnya ‘putting the spirit into your documentation’, ‘putting spirit into your 
work’. Sehingga mempelajari dokumentasi tersebut dapat menginspirasi dan 
menumbuhkan semangat untuk melanjutkan pekerjaan yang belum selesai, 
mungkin dengan berbagai solusi baru, pendekatan inovasi dan teknologi yang 
lebih canggih. 

Spirit menjadi media penghubung lintas generasi. Hal ini sangat penting 
agar dapat dikelola proses diskoneksitas antar simpul antar generasi (long-term 
goals). Tujuan jangka panjang yang bersifat visioner itu selalu tidak popular atau 
kalah pamor dan pasti kalah bersaing dengan tujuan  berjangka pendek (short-term 
goals). 

Why? 

Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan istilah yang penulis ajukan sebagai 
‘putting spirit into your work?’. Intisarinya adalah setiap akan melakukan suatu 
pekerjaan, harusnya dibekali dengan niat yang jelas, fokus, serta tulus dan ikhlas. 
Niat tersebut didasari pada suatu kesadaran bahwa manusia tidak akan pernah 
mampu menyelesaikan paket pekerjaannya itu tanpa bantuan atau selalu ada 
campur tangan dan peranan dari ‘the universal intelligent’. 

Tahap selanjutnya adalah bagaimana cara melakukan pekerjaan 
itu.  Merujuk  pengalaman penulis sendiri, selama kerja mengurus Mentawai di 
tahun 2003 sampai 2004), di Leuser (tahun 2005-2007), dan di NTT (tahun 2012-
2013), di seluruh “pixel” pekerjaan dan tugas-tugas itu, selalu ada  campur tangan 
Tuhan, baik yang langsung dan (kebanyakan) tidak langsung, yang tersembunyi 
maupun yang terang benderang, melalui rangkaian kejadian-kejadian, tali temali 
antar kejadian atau peristiwa.  

Dalam seluruh fragmen kejadian itu, muncul banyak figur-figur yang 
berperan dalam menggoreskan penanda, sekuel sejarah dan arah dari plot 
peristiwa.  Mereka melalui berbagai level frekuensinya, sebenarnya memberikan 
wisik (bahasa jawa: ‘bisikan’) kepada penulis, tentang kemungkinan solusi dari 
persoalan, jawaban dari banyak pertanyaan, dan sebagainya. Mereka secara acak 
atau dengan pola tertentu, memberikan tambahan ‘makna’ dari kejadian-kejadian. 
Memberikan spirit pada peristiwa atau bagian dari peristiwa-peristiwa.  Kita bisa 
saja salah mengerti, curiga, tidak paham, atau bahkan menolak  terhadap wisik yang 
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disampaikan, karena wisik tersebut tidak saja berwujud kita lakukan. Bahkan sikap 
antipati itu juga berasal dari internal staf.  

Setelah bertahun, penulis merefleksikan dan memutar ulang ‘pixel’ dan ‘pita’ 
perjalanan kerja dan kejadian-kejadian di Leuser (kasus illegal logging di Aceh 
Tenggara dan  keberhasilan Tangkahan), dan di NTT (memahami kasus 
pelanggaran HAM yang terjadi pada masyarakat adat di Colol), “pesan-pesan” itu 
begitu nyata dan riil serta terangkai dengan logic dalam ukuran  kesadaran penulis. 
Pada masa-masa itu, dengan kesadaran yang terbatas, atau by insting, penulis selalu 
bersikap yang mungkin dapat digolongkan sebagai sikap yang naif. Sikap yang apa 
adanya, tidak ada kepentingan lain kecuali untuk menyelesaikan 
masalah.  Berbagai pesan itu ‘ditangkap’  oleh mata batin, mata hati, dan hati 
nurani. 

How to Do It? 

Sebelum melakukan tugas atau pekerjaan, sebaiknya niatnya ditetapkan dahulu 
karena mencari keridhaan-Nya, sekecil apapun jenis pekerjaan itu – “innamal a’malu 
binniyat” (potongan hadist riwayat Bukhari dan Muslim). Apalagi suatu pekerjaan 
besar yang dapat dikategorikan sebagai ‘mission impossible’, istilah yang seringkali 
disampaikan oleh Mas Wahjudi Wardojo untuk kerja-kerja di bidang kehutanan 
dan lingkungan.. Bagaimana misalnya mengurus kawasan konservasi seluas 27,2 
juta hektar, dimana 5 juta hektar di antaranya adalah kawasan perairan?  

Setiap pekerjaan ada peranan Tuhan di dalamnya, ada bagian atau porsi-
Nya. Ini yang harus selalu kita sadari dan camkan dalam hati. Maka, suatu saat 
apabila kita berhasil menyelesaikan pekerjaan itu, sesungguhnya ada banyak 
bagian yang bukan bagian dari urusan manusia atau manusia tidak akan mampu 
memikul dan menyelesaikannya. Dengan tingkat kesadaran seperti itu, maka tidak 
akan ada ruang klaim pribadi atas suatu keberhasilan, sekecil apapun pekerjaan itu. 
Karena di banyak bagian suatu pekerjaan atau tugas, terdapat muatan yang tak 
kasat mata, ada ‘hidden agenda’. Porsi itulah sebenarnya merupakan hak prerogatif 
Tuhan. Porsi tersebut akan diambil-Nya, hanya ketika  manusia menetapkan niat 
dan sikap ikhlas (kerja ikhlas), atas tanggung jawab yang sedang diembannya. 
Selanjutnya diupayakan tanggung jawab suatu pekerjaan itu dikerjakan dengan 
sebaik-baiknya, dengan segala kemampuan yang dimilikinya (kerja cerdas), dan 
dilakukan dengan kerja keras. 

Setelah ketiga tahapan tersebut dilalui masih belum tercapai target, maka 
pada tahap akhir adalah apa yang disebut dengan kerja pasrah, yaitu 
memasrahkan kerja kita kepada Tuhan, untuk menuntaskan. Pasrah adalah suatu 
sikap manusia dimana atas kesadarannya ia memohon pertolongan Allah SWT, 
untuk membantunya, setelah ia berusaha sekuat tenaga atas suatu perkara atau 
tugas yang ditanggungnya. Banyak terjadi, sudah menyerah sebelum pada batas 
akhir kekuatannya – ‘pasrah bongkokan’, pasrah total kepada Tuhan. Hal ini menurut 
penulis yang tidak benar, tidak tepat bersikap seperti itu. Biasanya banyak 
kepentingan yang hadir dan membuat masalah semakin rumit dan pada tingkatan 
tertentu, atau sudah tidak ada titik balik lagi. Masalah sudah sedemikian besar dan 
tidak bisa diselesaikan. 
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Masalah seperti ini diwariskan dari satu rejim ke rejim, bahkan dari satu 
generasi kepemimpinan ke pemimpin berikutnya, berlanjut bertahun-tahun 
kemudian. Dikatitkan dengan kawasan hutan, kawasan hutan yang seperi ini 
disebut sebagai ‘open access’. Sumber dayanya dikategorikan sebagai ‘no body 
property - everybody access’, suatu sumber daya yang tidak dimiliki oleh siapapun 
tetapi bisa dikuasai siapa saja. Tentu siapa saja yang kuat yang akan menguasai. 
Hukum yang berlaku adalah hukum yang ditentukan oleh pihak yang kuat, bukan 
hukum negara. Inilah yang disebut sebagai ‘negara tidak hadir’. 

 

Network sebagai Means 

Tidak boleh bekerja sendiri. Kerja berjaringan (network) menjadi kunci keberhasilan 
kerja-kerja mengelola hutan dan lingkungan. Kekuatan network ada pada ketepatan 
memilih simpul (node), kekompokan kerja sama lintas simpul network, baik 
horizontal maupun vertikal, yang menghasilkan trust yang tersebar merata di 
seluruh simpul jaringan. Membangun network bukanlah perkara yang mudah, 
karena beragamnya ruang kerja, mandat, tujuan, visi, ditambah lagi dengan 
keterbatasan dana, tata waktu kerja, sistem kerja, dan sebagainya. Maka network 
hanya mungkin dibangun berbasiskan kesamaan cara pandang, visi, tujuan, atau 
skala prioritas. 

Sementara pada skala landscape yang sangat luas, hulu-hilir, diperlukan 
keterpaduan perencanaan yang meliputi seluruh bentang alam tersebut. Wilayah 
atas berhutan yang mengalami kerusakan akan memotong umur hydropower sampai 
50% dari yang ditargetkan. Banyak waduk yang sudah tidak berfungsi lagi karena 
persoalan sedimentasi yang tidak terkendalikan dari daerah aliran sungai di 
atasnya yang bertugas men-suplai air untuk waduk tersebut.  Maka ego sektor 
harus bisa ditembus dan dilubangi sehingga kerja sama hulu-hilir dapat mulai 
dikerjakan dengan semangat kebersamaan, sinergitas, dan keterpaduan lintas 
simpul dalam jaringan tersebut. Network akhirnya hanya means atau tool collaborative 
management suatu landscape, untuk mencapai tujuan yang telah kita tetapkan. 
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Pada skala individu, kesadaran diperlukan. Pada skala landscape, perlu 
dibangun collective awareness  di seluruh simpul jaringan. Keberhasilan membangun 
collective awareness dapat dijadikan modal dasar terbangunnya suatu gerakan 
bersama, yang disebut sebagai collective action. Dalam jangka panjang, aksi kolektif 
ini akan menumbuhkembangkan layer baru di tingkat masyarakat, yang disebut 
sebagai social buffer. Untuk membangun kerja cerdas yang seperti ini, diperlukan 
kepemimpinan (leadership) yang kuat dan konsisten.  
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Bahan Diskusi 

1. Sangat penting untuk memastikan bahwa kita melakukan tugas atau pekerjaan 
kita dengan ‘sadar’.  Yang dimaksudkan dengan ‘putting spirit into your work 
adalah melakukan bekerjaan dengan sepenuh kesadaran (awareness). Echart 
Toolle, dalam bukunya “A New Earth”, menyatakan tiga syarat agar kita dapat 
melakukan tindakan dengan sadar, yaitu: acceptance - menerima atau 
ikhlas;  enjoyment - menikmati dengan apa yang kita lakukan, yang akan 
berbalik menjadi sense of aliveness, dan enthusiasm - yaitu kita bekerja dengan 
penuh semangat.  

2. Tantangan dari kerja secara individu ke tingkat kerja berjaringan pada skala 
yang lebih luas (landscape) adalah bagaimana membangun kesadaran kolektif 
itu, mengembangkan mutual trust antar simpul dari jaringan, dan sebagainya. 
Prof Yohanes Surya menyatakan apabila kita bekerja dengan kesadaran maka 
terjadilah apa yang ia sebut sebagai  mestakung atau semesta mendukung. Ide, 
kerja, dan niat baik kita akan mendapatkan dukungan dari semesta alam, 
sebagaimana diuraikan oleh Eckhart Tolle, akan connected to universal 
intelligent,  akan mendapatkan berkah dari Tuhan, yaitu  bekerja dengan modal 
tiga hal: acceptance, enjoyment, dan enthusiasm. 

3. Bagaimanakah kerja-kerja yang kita lakukan selama ini. Apakah hanya sekedar 
menyelesaikan tugas? Apakah kita mengerjakannya dengan ‘sadar’? 
Bagaimanakah pernyataan Prof Yohanes Surya bisa kita praktikkan? Bagaimana 
kita mengetahui bahwa ‘semesta’ mendukung kerja besar kita. Masih banyak 
pertanyaan yang jawabannya hanya melalui laku, dengan praktik langsung 
mengerjakan pekerjaan 

4. Menurut Emha Ainun Najib (1985), universal intelligent atau tenaga universal 
kreatif ini tidak lain adalah ketakterbatasan (baca: Tuhan). Jika manusia ajeg 
(jawa: rutin) menyentuhkan tangannya ke ketakterbatasan, maka ia akan 
menjadi kabel dari ketakterbatasan, meski tak bakal pernah ia akan menjadi 
ketakterbatasan itu sendiri. Ketakterbatasan adalah puncak dari segala ilmu 
pengetahuan. 

5. Mari kita coba melakukan kerja-kerja dengan ‘sadar’ untuk mendapatkan 
frekuensi ‘ketakterbatasan’ yang sebenarnya ‘ia’ tidak jauh dan ada di sekitar 
kita, dan keseharian hidup kita. Kerja menyelamatkan lingkungan, merawat 
hutan adalah kerja-kerja yang harusnya dikerjakan dengan kesadaran. Diawali 
dengan niat ikhlas, dilakukan dengan cara yang cerdas, yang selanjutnya 
diserahkan kepada universal intelligent, kepada ‘ketakterbatasan’ untuk 
merampungkannya. Selamat mencoba dan menemukan banyak hal yang terjadi 
dan tak terduga: kehadiran “invisible hands”.*** 
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Jatna Supariatna: The Living Legend in Nature Conservation 
 

 

 

 
 

Suatu kehormatan bagi saya yang diminta memberikan masukan dan 

(barangkali) kritik terhadap sebuah buku  langka berjudul “Berwisata Alam di 

Taman Nasional”, diterbitkan oleh Buku Obor. 

Pertama, saya ucapkan selamat kepada Dr.Jatna Supriatna, atas terbitnya buku 

ini. Draft buku ini sebenarnya telah disiapkan di awal tahun 2000, saat saya baru 

bergabung dengan Pak Jatna Supriatna di Conservation International Indonesia. 

Buku hasil karyanya yang terbit tahun 2007 “Biologi Konservasi” dan tahun 2010 

berjudul ”Melestarikan Alam Indonesia” (terbitan Yayasan Obor), juga menjadi 

rujukan masyarakat luas dan telah mendorong pemahaman yang lebih baik tentang 

pentingnya upaya-upaya konservasi alam Indonesia dengan melihat dan 
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memahami nilai pentingnya melestarikan sumberdaya alam, baik di daratan 

maupun di perairan laut, untuk kepentingan lintas generasi. 

Sebagaimana kita ketahui, Dr. Jatna Supriatna adalah pakar di banyak 

bidang lingkungan, mulai dari ahli primata, juga banyak mendalami berbagai 

inisiatif konservasi, seperti “konsesi konservasi”, conservation education, ecotourism, 

mendorong penerapan konsep bioregion, dan sebagainya dengan rentang waktu 

hampir 40 tahun. Bersama-sama antara lain dengan Pak Wahjudi Wardojo (saat itu 

Kepala TN Gunung Gede Pangrango), beliau menjadi salah satu pendiri 

konsorsium pertama di Indonesia, yaitu Konsorsium Gede Pahala di TN Gunung 

Gede Pangrango. Dr. Jatna juga aktif mendorong pendirian stasiun riset di taman-

taman nasional Indonesia, sekaligus juga melakukan banyak riset  dan eksplorasi 

keragaman hayati flora dan fauna di dalamnya. 

Selain bekerja di jurusan Biologi UI, Dr Jatna Supariatna menjadi Country 

Director Conservation International selama 15 tahun, yang membawanya melalang 

buana ke lebih dari 60 negara di dunia yang memiliki sumberdaya alam penting, 

untuk melakukan workshop, riset, dan sekaligus  melakukan wisata penikmati 

keindahan alam taman-taman nasional yang dikunjungi. 

Buku ini sangat menarik dan unik, karena tiga hal. Pertama, buku tentang 

wisata alam atau ekowisata di taman nasional, yang ditulis oleh seorang pakar-

praktisi di banyak bidang, khususnya biologi konservasi, pengelolaan taman 

nasional, pendidikan lingkungan, ekowisata, pakar primata, dan sebagainya. Sejak 

1992 menjadi kepala editor jurnal international Tropical Biodiversity, Chief Editor 

Asian Primate (2008), Dewan Redaksi jurnal international Wildlife Policy and Law, 

Dewan Redaksi Tropical Conservation Science, konsultan editor Biosphere 

Conservation, Dewan Penasihat Earthwatch Institute (2002), dan Editor Asian 

Biodiversity Journal (2014), dan  menjadi dewan redaksi jurnal international, 

“Park”. Kedua, dan oleh karena itu penulis juga memberikan pemahaman 

tentang basic theory kelola taman nasional apabila akan dikembangkan ekowisata di 

dalamnya (hal 22), efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, prioritas 

penetapannya, melalui tiga kriteria (keunikan, kepunahan, dan kegunaan - hal 

25).  Ketiga, maka penulis dengan lugasnya memberikan paparan dan saran-saran 

praktisnya tentang bagaimana kita melakukan perjalanan wisata diramu dengan 

analisisnya yang tajam tentang “perencanaan destinasi wisata”, mulai dari wildlife 

watching, wisata lansekap, wisata ilmiah, summer camp, penangkaran biologi, 

kerjasama dalam showcasing-display, wisata olahraga, kearifan lokal, wisata kuliner 

dan keragaman pangan, paket wisata perajinan dn produk local, paket wisata 

bersama petani (hal 11-19). 
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Dr. Jatna Supriatna juga menguraikan pengalamannya melakukan 

perjalanan wisata di banyak negara yang  semestinya juga bisa dilakukan di taman-

taman nasional di tanah air yang jumlahnya kini mencapai 50 tersebar di seluruh 

biogeografi Indonesia. Bagaimana teori biogeografi pulau dipakai untuk 

menyediakan wisata alam hidupan liar secara lestari, pemilihan lokasi, dan 

pengelolaan kawasannya (hal 22; paragraf 4). Oleh karena itu, buku ini sangat 

penting bagi pengelola taman-taman nasional, pengambil keputusan, mahasiswa, 

dosen, LSM, guru, peminat dan praktisi bisnis wisata alam, serta masyarakat luas.    

Di samping banyak hal-hal yang sangat menarik yang diuraikan dalam 

buku ini, beberapa kesalahan ketik atau kesalahan informasi  ditemukan, yang 

apabila tidak dilakukan  dapat menganggu kenyamanan pembaca atau misleading 

information. Beberapa hal tersebut antara lain: 

1. Pengetikan nama taman nasioanal, misalnya  tertulis “Taman Nasional 

Hasanudin”, yang benar adalah “ TN Bantimurung Bulusaraung”, di Sulawesi 

Selatan (hal 16; paragraf 4).  Nama taman nasional “Lorentz”, tertulis “Lorenz” 

(hal 29 paragraf 2); 

2. Data pengunjung di TN Komodo (kotak 1, hal 19), masih tertulis dikunjungi 

32.354 wisatawan yang sebagian besar wisman (tidak disebutkan tahunnya, 

berdasarkan cek, angka tersebut kondisi tahun 2008). Data 2009, pengunjung TN 

Komoso sudah mencapai 36.534 dan pada November 2010 mencapai angka 

42.574 dengan peroleh PNBP sebanyak  Rp.1.320.896.500,- 

3. Melengkapi hasil-hasil riset terakhir, akan menambah lengkapnya informasi 

yang disajikan dalam buku ini, misalnya di TN Gunung Leuser (hal 68 tentang 

keragaman hayati). Berdasarkan hasil riset Dr. Agus Susatya - dosen Universitas 

Bengkulu, di Bukitlawang telah ditemukan jenis rafflesia baru dan telah diberi 

nama: Rafflesia lawangensis. Ia juga menemukan jenis baru di Talang Tais 

Bengkulu, Rafflesia bengkuluensis. Dari destinasi wisata alam di TN Gunung 

Leuser (hal 70-71), daerah tujuan ekowisata  Tangkahan di Kabupaten Langkat 

yang sempat diuraikan. Sejarah pengembangan konflik Tangkahan diuraikan 

oleh Saiful Bahri dalam Wiratno (2013) dan dinamika pengembangan ekowisata 

Tangkahan ditulis oleh Wiratno (2014). 

4. Pengelola TN Gunung Leuser bukan Unit Management Leuser (UML), tetapi 

Balai Besar TN Gunung Leuser (hal 72; paragraf 1). UML saat itu mendapatkan 

mandat dari Kepres 33/1998, yang saat ini sudah tidak beroperasi lagi. Demikian 

pula dengan pengelola TN Bukit Barisan Selatan, sudah menjadi Balai Besar 

(Eselon IIb) dan bukan Balai (Eselon III) lagi (hal 121). Demikian pula dengan TN 

Kerinci Seblat, telah menjadi Balai Besar TN Kerinci Seblat. 
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Dari pengalaman saya bekerja di TN Gunung Leuser (2005-2007) dan di 

Balai Besar KSDA NTT (2012-2013), pengembangan paket-paket wisata alam yang 

telah ada saat ini perlu disambungkan dengan destinasi baru yang menarik 

berdasarkan temuan mutakhir. Diversifikasi obyek ini juga dalam rangka 

menambah length of stay wisatawan manca negara. Misalnya wisman di 

Bukitlawang, yang selama ini hanya melihat orangutan di feeding ground dapat 

dibawa ke lokasi mekarnya Rafflesia lawangensis pada musim berbunganya, yang 

tidak jauh dari Bukitlawang. Wisman di TN Komodo, dapat  ditawari destinasi 

baru, di Mbeliling yang tidak jauh dari Labuan Bajo, terutama yang tertarik 

dengan local tradition  and wisdom dan birds watching. Wilayah ini dikembangkan 

oleh Yayasan Burung Indonesia dalam 7 tahun terakhir ini. Simpul destinasi baru 

bisa ditarik ke CA Wae Wuul, yang luasnya hanya 5.000 Ha, khususnya untuk 

wisata terbatas, wisata riset, dan sebagainya (Wiratno - BBKSDA NTT, 2013). 

Above all, kita patut bangga memiliki seorang Jatna Supriatna yang 

mendedikasikan hampir seluruh hidupnya untuk pemikiran dan tindakan nyata di 

bidang konservasi alam dan lingkungan di Indonesia. Pemikirannya yang 

cemerlang melewati batas-batas biogeografi, melintasi beberapa benua di puluhan 

negara. Tidak heran kalau Dr. Jatna Supriatna akhirnya menerima berbagai 

penghargaan, seperti Golde Ark Award dari Kerajaan Belanda di Bidang 

Konservasi Alam (1999), Habibie Award (2009) di Bidang Sains, Achmad Bakrie 

Award di bidang Sains (2010), dan Terry McMannus Award dari Conservation 

International  atas jasanya di Bidang  Konservasi dan Bisnis. Dan kemungkinan 

akan menyusul penghargaan lainnya di masa depan. 

Buku adalah legasi lintas generasi: “Verba volant, scripta manent” *** 

 

*Disampaikan pada Bedah Buku “Berwisata di Taman Nasional”, Balai Sidang Kampus 

Universitas Indonesia - 5 September 2014 
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Menemukan dan Menguji Strategi dan Terobosan 
Penyelesaian Perambahan di Kawasan Konservasi 

 

 

 Tidak Ada Solusi Tunggal 

Tidak ada solusi tunggal untuk menyelesaikan berbagai persoalan pengelolaan 
kawasan konservasi. Solusi tidak terbatas persoalan teknis dan legal formal semata-
mata. Solusi akan sangat bervariasi, dinamis, multidimensional, unpredictable, 
sangat local specific, dan melampaui berbagai scientific approach. Solusi seringkali 
didasarkan pada asumsi, prediksi, atau perkiraan yang tidak dapat 
dipertanggungjawabkan. Solusi meleset, dana ‘terbakar habis’, perambahan masih 
saja ada di lapangan. Di Jakarta, tidak ada tim khusus yang ditugasi 
hanya untuk mengawal penyelesaian perambahan. Semua sibuk dengan ‘DIPA’-
nya masing-masing. Pada tahun 2014, luas open area yang diduga kuat sebagai 
perambahan di kawasan konservasi terrestrial sudah mencapai besaran ± 2,7 
juta hektare atau 12,2% dari total luas kawasan konservasi. 

Reposisi peran ‘Pusat’ adalah sangat strategis untuk memfasilitasi dialog 
lintas UPT (TN dan KSDA) yang telah berhasil maupun yang gagal dalam 
menyelesaikan persoalan kelola kawasan konservasi. Policy dialog yang 
berdasarkan fakta-fakta lapangan akan membantu proses saling belajar di antara 
UPT, sehingga formulasi new policy, atau new direction benar-benar berdasarkan 
pembelajaran dari lapangan, bukan atas dasar asumsi atau “pendapat” pakar yang 
seringkali bias teori. Keterlibatan LSM mitra UPT sangat strategis dalam membantu 
menjelaskan berbagai solusi dari persoalan-persoalan yang dihadapi UPT. 

Temukan Core Problem-nya 

Solusi yang efektif sangat bergantung pada seberapa tepatnya kita menemukan core 
problem-nya, bukan sympton atau gejalanya. Hal ini dapat dilakukan analisis 
sejarah  atau time series approach, FGD dengan staf senior atau bahkan yang sudah 
pensiun untuk menggali tacit knowledge mereka. Sehingga dapat digambarkan 
hubungan dinamis-rumit antara masyarakat dengan kawasan konservasi, 
masyarakat dengan staf lapangan, masyarakat dengan pemodal, 
pengumpul, middle man, dan berbagai jaringan ke pasar lokal, regional, dan global. 
Untuk dapat mengidentifikasi dan menetapkan core problem, perlu dibentuk tim 
khusus  yang ‘bersih’ dari keterlibatan-nya dengan persoalan yang sedang 
dihadapi. 

Selanjutnya tim khusus ini lebih banyak bekerja secara ‘intelijen’. Menjadi 
‘tim operasi senyap’ yang mampu memetakan 'sisik melik’ (baca: detil 
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kesalingterhubungan antar pemain, pemodal, kordinator lapangan, pekerja, pem-
back up, baik dari kalangan sipil maupun militer, dan sebagainya). Pada umumnya, 
mekanisme seperti ini jarang dilakukan oleh manajemen. Maka, data dan informasi 
tentang peta persoalan bisa sama sekali tidak ada atau ada namun dimanipulasi, 
sehingga operasi bisa salah sasaran dan bahkan menjaidi bumerang bagi tim 
penegakan hukum yang sedang bekerja. 

Fenomena Fatigue 

Fenomena ini sering kali menghinggapi staf dan seluruh tim penegakan hukum. 
Kelelahan yang berulang-ulang yang berlangsung bertahun-tahun karena 
persoalan perambahan yang tidak pernah selesai. Di banyak kasus di lingkup Asia, 
konon persoalan perambahan di kawasan konservasi bisa diselesaikan dengan 
tuntas 10-15 tahun dan bahkan melewati angka 15 tahun. Di Indonesia, waktu 15 
tahun bisa terjadi pergantian 5 kepala balai suatu UPT. Tanpa jaminan 
keberlanjutan penanganan persoalan perambahan, maka akan terjadi situasi yang 
saya sebut sebagai ‘reinventing the wheel’ - kembali ke titik nol atau bahkan titik 
minus. Perambahan semakin meluas, staf tidak berani masuk ke lapangan. 

Kasus Besitang di Taman Nasional Gunung Leuser menunjukkan 
fenomena itu. Sudah 15 tahun sejak persoalan pendudukan warga eks pengungsi 
Aceh di Besitang, sampai dengan saat ini belum dapat diselesaikan dengan tuntas. 
Upaya yang penulis lakukan 2005-2007, kandas setelah 4 tahun kemudian tidak ada 
keberlanjutan penegakan hukum dan penjagaan day-to-day di lapangan 
(silahkan baca: Tersesat di Jalan yang Benar 1000 Hari Mengelola Leuser oleh Wiratno 
dkk - UNESCO, 2013). 

Network Penegak Hukum 

Di dalam jejaring ini harus dibangun dan dipelihara komunikasi yang asertif, 
termasuk di dalamnya adalah rencana operasi bersama, pelaksanaan operasi, 
tangkap tangan, pengamanan barang bukti, gelar perkara, pengawalan ketika 
proses persidangan, sampai putusan pengadilan. Jejaring ini harus dikawal dan 
disediakan pendanaannya untuk mendukung seluruh komunikasi, kerja bareng, dan 
hal-hal non teknis lainnya. Komunikasi informal sangat penting karena akan 
mampu mencairkan kebekuan komunikasi yang biasanya bersifat sangat legal-
formal. 

Polres dan Polda misalnya, perlu tahu apa implikasi suatu kawasan 
konservasi ditetapkan sebagai world heritage - bukan sekedar kawasan konservasi 
biasa. Hal-hal seperti ini  akan menaikkan ‘nilai’ kawasan konservasi tersebut yang 
dampak dari gagalnya penyelesaian persoalan dapat mendunia dan dibahas 
dalam sidang-sidang World Heritage, yang pasti cukup mempermalukan bangsa di 
forum global. Seperti kondisi TRHS saat ini yang masuk daftar world 
heritage yang  terancam (endangered list) sejak Sidang ke 35 World Heritage di Paris, 
19-29 Juni 2011.  Penulis sempat menjadi delegasi di World Heritage Convention ke-
33 di Sevilla - Spanyol tahun 2009 dan Sidang ke-34 di Brasilia – Brazil tahun 2010, 
yang pada saat itu delegasi Indonesia masih mampu mempertahankan 
argumentasi agar TRHS tidak dimasukkan ke dalam daftar World Heritage yang 
terancam tersebut. 
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Penegakan hukum, penulis yakini, hanya kepada aktor intelektualnya saja. 
Mereka adalah pemodal yang biasanya memanfaatkan kelompok masyarakat 
miskin yang tidak punya pilihan kecuali merambah. Para aktor yang di belakang 
layar inilah yang sebaiknya dijadikan target penegakan hukum. Kelompok 
masyarakat miskin harus diposisikan sebagai mitra kunci yang akan turut menjaga 
kawasan konservasi, dengan  pengaturan bersama bagaimana mereka 
mendapatkan manfaat dari kerjasama penjagaan kawasan tersebut.   

Jaga di Lapangan 

Menjaga lapangan adalah ‘obat lama’ yang telah dilupakan oleh banyak pihak. 
Yang sekarang dilakukan hanya sekedar patroli kawasan. Kalau ketemu tangkap 
tangan dilakukan proses hukum tanpa ada keberlanjutan analisis tentang motif 
dibalik pelanggaran itu. Apa artinya patroli 2-3 hari dan kembali lagi ke 
kantor resort atau ke kantor seksi wlayah? Pak Keleng Ukur membuktikan dengan 
jaga di lapangan (beliau tinggal di pondok restorasi Sei Serdang, selama 3 tahun penuh), 
hutan yang hancur bisa kembali menghijau dan suara satwa liarpun kembali 
bergema di sana. 

Pak Keleng bisa sharing apa rahasianya bisa merubah Sei Serdang menjadi 
hutan kembali. Pak Keleng adalah staf biasa dengan kerja yang luar biasa (paling 
tidak di mata saya dan banyak sahabat yang mengamati proses yang berkembang 
di Sei Serdang, dan saat ini sedang diupayakan pendekatan yang simpatik di 
wilayah Pantai Buaya). Sekali lagi Pak Keleng bisa membuktikan bahwa 
pendekatan yang dilakukannya hampir setengah tahun dapat mulai membangun 
suasana yang kondusif di Pantai Buaya. 

Ke depan menjaga kawasan konservasi di lapangan harus dilakukan secara 
bersama dengan berbagai kelompok masyarakat desa di pinggir kawasan 
konservasi tersebut, dengan berbagai 
bentuk ‘kompensasi’ yang bisa dinegosiasikan dan disepakati bersama.  

‘People Center’ 

People Center adalah cara pandang yang menempatkan  masyarakat sebagai subyek 
dalam kepengurusan hutan. Dalam kelola kawasan konservasi, masyarakat di 
sekitar kawasan hutan, atau bahkan yang tinggal di dalam hutan (misalnya: Suku 
Anak Dalam dan masyarakat Mentawai di TN Siberut), dan bahkan kelompok 
minoritas yang hidupnya masih sangat bergantung pada hutan, hasil hutan, sistem 
sungai sebagai alat transportasi utama, dengan segala kerumitan ekosistem di 
dalamnya, adalah mitra utama para pengelola hutan, apakah itu HPH, HTI, taman 
nasional, KSDA, dan banyak pihak lainnya. Mereka harus dilibatkan dalam seluruh 
proses kelola hutan itu. 

Hutan bukan hanya kumpulan pohon-pohon sebagaimana scientific 
forestry mendefisikannya, yang (hanya berorientasi) menghasilkan kayu dan 
seterusnya - yang telah digugat oleh banyak pakar. Hal ini dapat dibaca dalam 
buku :”Kembali ke Jalan Lurus, Kritik Penggunaan Ilmu dan Praktik Kehutanan 
Indonesia” yang diterbitkan oleh FORCI Development (tahun 2012), khususnya 
hal.661-690. Dengan menggunakan pendekatan ‘people center’, maka akan merubah 
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seluruh model perencanaan, yang akan beorientasi pada pelibatan mereka (baca : 
masyarakat desa-desa di dekat kawasan konservasi) sejak dari awal. Arogansi 
kekuasaan yang seolah-olah menjadikan kepala balai TN/ KSDA beserta 
jajarannya sampai ke tingkat seksi wilayah, dan resort adalah ‘penguasa’ kawasan 
konservasi, harus ditinggalkan. Bangun komunikasi asertif dengan masyarakat 
karena mereka bagian dari solusi kelola kawasan konservasi. Mereka adalah mitra 
utama pengelola kawasan konservasi. 

Agenda Bersama 

Agenda bersama adalah strategi yang mendorong agar persoalan yang timbul di 
kawasan konservasi dijadikan kepentingan bersama. Pihak pemerintah daerah, 
baik di kabupaten dan provinsi adalah mitra utama untuk dibangun kesepahaman 
dan series of dialogues. Logikanya sangat sederhana; Masyarakat yang tinggal di 
sekitar kawasan konservasi yang seringkali dianggap lebih 
sebagai ‘penganggu’ atau ‘musuh’ adalah masyarakat yang secara administratif 
adalah warga atau penduduk kabupaten tersebut. Maka tidak ada jalan lain, apabila 
terjadi berbagai persoalan menyangkut masyarakat, pengelola kawasan konservasi 
walaupun merupakan UPT dari pusat, tetap harus duduk bersama. Mantra-nya 
adalah ‘duduk bersama’ dengan semua SKPD untuk menggelar, bukan saja 
persoalan kawasan konservasi tetapi juga harus bisa menawarkan berbagai potensi 
yang dapat dikelola dan dikembangkan dalam rangka meningkatkan perekonomi 
masyarakat desa-desa di pinggir hutan tersebut. Masukkan berbagai persoalan dan 
potensi ke agenda Rakorbangda, mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi. 

Pengelola kawasan konservasi harusnya  meleburkan  diri ke dalam skema 
perencanaan pembangunan yang sudah ada. Mewarnai dan memberikan masukan, 
sehingga secara bertahap ‘agenda bersama’ dapat dibangun, dan solusi akan 
menemukan momentumnya tanpa harus memunculkan konflik sosial yang tidak 
perlu. Spirit konservasi adalah mengajak, membujuk, dan merayu agar secara 
bertahap para pihak menyadari pentingnya menjaga hutan untuk kepentingan 
jangka panjang mereka sendiri, kebutuhan akan air bersih, air pengairan untuk 
sawah, udara bersih, keseimbangan hulu-hilir, iklim mikro yang sangat penting 
untuk keseimbangan siklus panen, tata air, kesuburan tanah pertanian, kebun, 
fungsinya sebagai habitat berbagai satwa liar, dan lain sebagainya.  

Dialog Multipihak 

Dialog yang seperti ini adalah upaya untuk keluar dari kebuntuan solusi 
perambahan. Identifikasi problem, dan solusi yang disusun berdasarkan persepsi 
sepihak oleh balai (besar) TN/KSDA tidaklah mencukupi. Banyak hal harus 
dikonfirmasi ke beberapa pihak, sehingga peta lengkap tentang sejarah 
perambahan, perubahan peta pemain, trend ke depan, dapat digambarkan secara 
lengkap berdasarkan data dan informasi yang cukup valid. Dalam kondisi tertentu, 
dialog bahkan dikembangkan dengan melibatkan para parambah, tokoh-tokoh di 
balik layar, dan sebagainya. Namun hal ini hanya bisa dilakukan apabila sudah 
dapat dibangun suasana yang kondusif dan rasa saling percaya (mutual trust) di 
antara pengelola dengan para perambah. Pendekatan ini juga hanya bisa dilakukan 
bila penegakan hukum dihentikan terlebih dulu, mulai pembicaraan dengan semua 
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perambah, jangan ada satupun yang ketinggalan. Biaya untuk proses dialog yang 
mungkin memerlukan waktu yang lama harus disiapkan dalam DIPA pengelola. 
Biasanya diperlukan seorang atau beberapa fasilitator yang mengawal proses dan 
dibangunnya suasana yang kondusif agar mulai tumbuh rasa percaya bahwa 
persoalan mereka akan diselesaikan dengan cara-cara yang baik, yang tidak 
melukai perasaan, dan menghargai mereka sebagai ‘manusia’, bukan sekedar dicap 
sebagai ‘perambah’ sebagai kelompok pelanggar hukum. Mereka perlu diposisikan 
sebagai manusia yang bisa diajak berunding. 

Kesepakatan-kesepakatan tertulis tentang tahapan solusi harus difahami 
dan ditaati secara bersama serta menjadi modal untuk melakukan langkah-langkah 
konkrit ke depan, secara bersama-sama, dan tidak ada satu pihakpun yang 
berkhianat. 

ada tahap ini diperlukan kelonggaran, keterbukaan hati semua pihak, 
membangun komunikasi asertif dan kesefahaman tentang solusi yang baik dan 
damai. Tidak terjebak pada pendekatan legal formal dan penegakan hukum yang 
terbukti tidak pernah memberikan solusi tuntas terhadap core problem-nya. Kelola 
kawasan konservasi masuk wilayah-wilayah yang lebih luas terkait isu-isu 
pembangunan pedesaan dalam arti luas, seperti persoalan keterpencilan, minimnya 
infrastruktur dasar pedesaan, kemiskinan, keberpihakan, kemanusiaan, hak azasi 
manusia, dan bukan hanya berputar-putar pada isu-isu keragaman hayati, 
perlindungan satwa, habitat, dan lain sebagainya.   

Peran Pemerintah Daerah 

Pemda mempunyai peranan yang sangat penting dalam kelola kawasan 
konservasi. Apapun kondisi birokrasi dan leadership di suatu kabupaten, 
membangun komunikasi dan kerjasama dengan pemerintah daerah adalah menjadi 
kewajiban pengelola kawasan konservasi. Pengelola kawasan harus proaktif 
datang dan beranjangsana, duduk bersama, dan bahkan aktif mengikuti irama kerja 
pemerintah daerah. 

Menyampaikan persoalan-persoalan kelola kawasan konservasi di depan 
SKPD dan DPRD suatu kabupaten  adalah langkah awal yang sangat simpatik. 
Mendengarkan pendapat mereka, dan mengintegrasikan sebagian dari 
perencanaan kelola kawasan dengan rencana kegiatan di SKPD adalah sangat 
penting agar ada kebersamaan langkah dalam menyelesaikan berbagai persoalan 
atau dalam mengembangkan banyak potensi kawasan untuk kemaslahatan dan 
kesejahteraan masyarakat desa-desa di tinggir kawasan konservasi tersebut. 
Termasuk dalam program kerjasama ini adalah 
pembangunan daerah penyangga kawasan konservasi, yaitu desa-desa yang 
berbatasan dengan kawasan konservasi, sehingga program-program bersama 
dapat dilakukan secara terpadu dan sinergis. Bahkan, banyak persoalan yang 
terjadi dapat dibicarakan dan diprogramkan dalam ‘Program Daerah 
Penyangga’ tersebut. Solusi persoalan konservasi ditanggung bersama dengan 
pemerintah daerah, yang memiliki rakyat di sana. 
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Smart Breakthrough 

Smart Breakthrough dapat dilakukan dan harus dapat dilakukan  dengan 
membangun keterpaduan program lintas Eselon 1 di KemenLHK. Misalnya, 
apabila di dekat kawasan konservasi  yang dirambah tersebut terdapat kawasan 
hutan produksi dan atau hutan lindung, maka Ditjen Perhutanan Sosial dan 
Kemitraan Lingkungan dapat diminta oleh Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam 
Hayati dan Ekosistemnya, agar mengalihkan perambahan yang terjadi dan 
diberikan hak kelola dalam skema Hutan Kemasyarakatan atau Hutan Desa, 
dengan jangka waktu 35 tahun dan dapat diperpanjang. Dengan skema Hutan 
Kemasyarakatn atau Hutan Desa, mereka legal mengelola suatu kawasan hutan 
negera, sambil dibebani kewajiban turut serta menjaga kawasan konservasi 
tersebut dari perambahan pihak lain. Kolaborasi yang saling menguntungkan 
seperti ini adalah salah satu bentuk ‘smart breakthrough’ yang secara aturan 
dimungkinkan. 

Berbagai persoalan perambahan yang sangat khusus yang disebabkan oleh 
konflik politik harus ditangani secara khusus yang melibatkan Menko Kesra dan 
Menko Polhutkam. Misalnya kasus perambahan di SM Kateri di Kabupaten 
Malaka - NTT adalah kasus-kasus perambahan kawasan konservasi yang 
disebabkan oleh persoalan politik di Timor Timur, pada tahun 1999. Solusinya akan 
sangat berbeda dengan perambahan biasa yang disebabkan faktor kemiskinan. 
Perambahan di Besitang, TN Gunung Leuser di wilayah kabupaten Langkat, sejak 
1999 sebenarnya adalah hasil dari konflik bersenjata di Aceh Timur. Perambah di 
Besitang adalah warga Aceh Timur (transmigran yang berasal dari Jawa) yang 
terpaksa melarikan diri dan masuk ke wilayah Besitang di TNGL 
Kabupaten Langkat  karena terusir dari tempat tinggalnya karena konflik 
bersenjata di sana. Kasus perambahan ini juga tergolong kasus khusus yang harus 
ditangani secara khusus pula. Pendekatan melalui ‘Smart Breakthrough’ adalah lebih 
tepat untuk kasus-kasus khusus seperti ini, bukan dengan penegakan hukum.*** 

 

* Bahan disampaikan pada Pelatihan Penyelesaian Perambahan di Tropical Rainforest 
Heritage of Sumatera (TN Gunung Leuser, TN Kerinci Seblat, dan TN Bukit Barisan 
Selatan), Hotel Grand Kemang – Jakarta, 21 Mei 2015. 
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Mengurus Hutan dengan Jalan Damai dan Beradab: 
Masukan untuk Membangun KPH Konservasi 

 

 

 “Forestry is not about trees, it is about people. And it is about trees only in so far as trees 
can serve the needs of the people” 

(Jack Westoby, 1987) 

 

Fakta 

a. Kawasan hutan, kawasan konservasi (KK) bukan “kertas putih”. Interaksi 
masyarakat setempat ke dalam kawasan hutan dan KK, pada berbagai tingkatan 
dan dampaknya harus dipertimbangkan dalam pengelolaan. 

b. Banyak KK yang tidak dikelola di tingkat tapak dalam waktu yang lama, kecuali 
hanya patroli rutin dan apabila ketemu masalah dilakukan tindakan sepihak 
(menangkap, menyita, memusnahkan barang bukti). Hal ini menimbulkan citra 
bahwa pengelola KK cenderung “melarang” yang menimbulkan ketakutan. 
Semua serba dilarang, namun di sisi lain terjadi “transaksi” yang dilakukan oleh 
“oknum” pengelola KK. 

c. Akibat tidak dikelolanya KK dalam waktu yang lama, maka perambahan, 
pendudukan, klaim lahan, dan illegal logging menjadi semakin tidak dapat 
diselesaikan karena skalanya yang membesar dan masif (sebagai contoh: di 
TWA Holiday Resort, SM Karang Gading - Sumut; SM Balai Raja-
Riau; dan perambahan kopi di TNBBS - Lampung). 

d. Hampir tidak ada upaya/ investasi untuk melakukan dialog, duduk bersama 
antara pengelola KK dengan masyarakat, khususnya desa-desa di sekitar KK. 
Hal ini menimbulkan banyak kesalahpahaman tentang konsep kelola KK, 
makna batas kawasan, manfaat, peran masyarakat setempat, serta potensi kerja 
sama dengan masyarakat dalam menjaga KK. 

e. Komunikasi dengan pemerintah kabupaten dan provinsi sangat terbatas, 
sehingga yang tidak paham tentang kelola KK bukan hanya masyarakat tetapi 
juga sektor/ dinas/ SKPD di daerah, media massa, PAKAR, PT, 
LSM, dan kelompok keagamaan. 

Strategi 

Mempertimbangkan kondisi tersebut diatas, maka dalam membangun KPH 
Konservasi sebaiknya mempertimbangkan strategi sebagai berikut: 
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a. Bangun Teamwork Internal 

Sangat penting untuk membangun teamwork di internal Balai (Besar) 
TN/KSDA, agar disepakati visi, misi, dan strategi kerja membangun KPH 
Konservasi. Dukungan leadership yang kuat dan konsisten menjadi kunci 
keberhasilan dan kekompakan tim kerja ini. 

b. Kembalikan Investasi ke Lapangan 

Caranya adalah dengan menerapkan Resort Based Management (RBM). Staf 
“dipaksa” ke lapangan dengan menerapkan sistem koleksi data secara ketat 
didukung aplikasi yang dapat mendukung perencanaan spasial. Tool RBM 
telah diperkenalkan sejak 2010 oleh Subdit Pemolaan - Direktorat 
KKBHL dan telah dipraktikkan dengan sangat bagus antara lain di TN Alas 
Purwo, TN Karimunjawa, TN Komodo, BBKSDA NTT, TN Ujung 
Kulon, dan BKSDA Sulawesi Tenggara. Pola ini masih harus dilengkapi 
dengan model pendekatan “landscape sosial dan kultural” sehingga tidak 
terjebak ke dalam data collection semata. Data tidak dipalsu, dianalisis menjadi 
informasi, diolah menjadi pengetahuan bersama, akhirnya dijadikan input 
untuk perencanaan yang terbuka dan memiliki skala prioritas. 

c. Perencanaan Partisipatif 

Hasil data baik spasial maupun non spasial hasil dari kegiatan RBM, ditambah 
dengan kajian dari berbagai riset, dijadikan dasar untuk membuat suatu 
perencanaan kelola KK secara terbuka, partisipatif dan multistakeholder. Penulis 
sudah mempraktikkan model ini di Unit KSDA Yogyakarta (1999-
2000), Balai TN Gunung Leuser (2005-2007), dan di BBKSDA NTT (2013-2013) 
dengan hasil yang cukup mendapatkan respon dan trust para pihak. Aktivitas 
ini mendorong ketemunya para pihak, meningkatnya komunikasi asertif, serta 
merupakan awal dari dibangunnya jaringan multi pihak. Perencanaan di Unit 
KSDA Yogyakarta telah menghasilkan kelompok pelestari anggrek Merapi 
(Vanda tricolor) yang bertahan sampai 14 tahun (inisiatif tahun 2000, dan 
bertahan sampai dengan saat ini); serta pelestari penyu di Pantai Samas - 
Bantul yang dimotori oleh Ketua Kelompok Nelayan Rujito. Reformasi 
birokrasi yang tepat akan menumbuhkan “social capital” dan people power, 
dimana kerja konservasi dapat bermetamorfosa menjadi “gerakan” 
bersama. “From collective Awareness to Collective Action (Nakhoda, 2004). 

d. Kriteria Kawasan Konservasi dan Perubahan Landscape Ekologi dan Sosial 

Penunjukan KK pada periode 1980an, didasarkan pada kajian MacKinnon 
(baca: National Conservation Program/NCP yang terdiri dari 8 jilid). Dalam 
NCP telah dikaji penunjukan KK berdasarkan kriteria kuantitatif di aspek 
biologi, ekonomi, dan sosial. Namun demikian, perubahan-perubahan yang 
telah terjadi selama lebih dari 25 tahun terakhir ini seharusnya juga diikuti 
dengan perubahan kebijakan, pendekatan investasi, kerja sama, dan 
sebagainya. Melalui pendekatan landscape, koridor atau apapun namanya, 
mensyarakatkan perubahan perencanaan, kolaborasi, dan jejaring kerja 
multipihak. Di Sumatera telah terjadi fenomena “island ecosystem”, yaitu suatu 
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kawasan konservasi yang dikelilingi oleh penggunaan lahan pola monokultur 
sawit yang menyebabkan fragmentasi dan isolasi habitat satwa dan mendorong 
meluaskan konflik manusia-satwa, seperti gajah dan harimau (baca: Berkaca di 
Cermin Retak, Refleksi Konservasi dan Implikasinya bagi Pengelolaan Taman 
Nasional – Wiratno dkk, 2001). 

e. Musyawarah (Besar) Multipihak 

Sangat penting untuk berinvestasi pada suatu musyawarah besar (mubes) yang 
melibatkan tokoh-tokoh formal, informal, dan LSM yang tinggal di sekitar KK. 
Perencanaan partisipatif dapat digelar ulang pada mubes ini untuk 
mendapatkan tanggapan dan bahkan komitmen. Mubes di TWA Ruteng yang 
mempunyai luas 32.000 Ha serta dikelilingi lebih dari 50 desa, bertujuan 
membangun komunikasi, saling kenal, dan bagaimana “membangun” sistem 
bertetangga yang saling menghormati, saling percaya, dan saling 
menguntungkan (Wahjudi Wardojo, 2015). 

f. Network Multi pihak 

Membangun jaringan kerja multi pihak merupakan modal awal dari 
terbangunnya pengelolaan KK secara kolaboratif. Unsurnya terdiri dari SKPD 
di Pemda, LSM, kelompok masyarakat, perguruan tinggi setempat, lembaga 
keagamaan, dan sebagainya. 

g. Membangun Prototipe Kolaborasi 

Jejaring multi pihak perlu didorong untuk membuat “area model” atau prototipe, 
misalnya dengan fokus terbangunnya model penjagaan KK secara partisipatif, 
pengembangan HHBK atau jasa lingkungan di daerah penyangga. Berhasil 
atau gagal, proses pembelajarannya tetap dapat diadopsi dan disebarkan ke 
desa-desa lain, sehingga secara bertahap, dapat dibangun “social buffer”. KK 
dijaga oleh kelompok masyarakat atau para pihak dengan penuh kesadaran 
dan tanggung jawabnya. Tangkahan di TN Gunung Leuser - Kab.Langkat 
merupakan contoh social buffer yang diinisiasi sejak 1999 dan kegiatan 
ekowisata berbasis masyarakat terus konsisten dikawal sampai saat ini 
(baca: Dari Penebang Liar ke Konservasi Leuser – Wiratno, 2013) 

h. Sarpras Minimal 

KPH Konservasi dapat berhasil dibangun bukan karena kelengkapan sarana 
dan prasarananya, tetapi lebih pada ketepatan dan keseriusan dalam 
menerapkan strategi dan pendekatannya. sarpras hanyak faktor pendukung. 
Siapkan sarpras minimal sesuai dengan kebutuhan setempat. 

Pendekatan 

Di beberapa wilayah, pendekatan budaya menjadi cukup efektif untuk 
membangun komunikasi, trust, dan mencari titik temu apabila timbul berbagai 
persoalan di dalam KK dalam hubungannya dengan masyarakat setempat. Penulis 
memperoleh pengalaman ketika mengelola 29 KK di wilayah kerja BBKSDA NTT, 
periode 2012-2013. Pengalaman ini dapat dibaca dalam e-
booklet yang berjudul “TWA Ruteng: Menuju Penerapan Kerjasama Berbasis Tiga 
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Pilar” - Tim BBKSDA NTT, 2013. Meningkatnya (spirit) kelola KK, juga dapat 
dibaca dari beberapa publikasi, antara lain di Kalaidoskop BBKSDA NTT 2013 
(silahkan baca di  www.konservasiwiratno.blogspot.com). 

Masyarakat sebaiknya diposisikan sebagai “subyek”, pendekatannya 
dengan memahami “masyarakat sekitar hutan”, atau “manusia” bagian dari solusi 
pengelolaan KK atau pengelolaan hutan. Masyarakat sebagai “asset”, masyarakat 
bukan “masalah” tetapi solusi dari persoalan yang ada di masyarakat dan pada 
pengelola kawasan (baca: Tersesat di Jalan yang Benar, Seribu Hari Mengelola 
Leuser - Wiratno, 2013). 

Persoalan tuna lahan, kemiskinan, ketergantungan masyarakat pada hutan 
harus diselesaikan melalui pemberian akses kelola (bukan kepemilikan) dan 
pendampingan bagaimana masyarakat bisa bangkit, berkelompok, mandiri dan 
meraih peluang usaha agroforestry dan peluang pasarnya. Kalau pengelola kawasan 
tidak melakukan hal ini, atau dengan istilah Pak Jokowi “negara tidak hadir”, maka 
yang hadir di lapangan para tengkulak, pemodal, pengijon, yang terus menerus 
“mengakali” atau membujuk masyarakat, agar menjarah hutan negara. 

Reformasi ini sudah digulirkan dengan terbitnya Perpres No 16 tahun 2015 
tentang organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dimana 
berdiri Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. Ditjen ini akan 
menangani pemberian akses melalui hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan 
tanaman rakyat, di kawasan hutan produksi dan hutan lindung, penyelesaian 
konflik tenurial, serta penyelesaian status wilayah adat dan pendampingannya. 
Sayang sekali, di kawasan konservasi yang sudah telanjur dirambah atau 
masyarakat sangat tergantung pada kawasan konservasi itu, belum dapat 
diselesaikan melalui skema perhutanan sosial ini.  

Kawasan konservasi yang di sekitarnya ada hutan produksi atau hutan 
lindung, skema pemberdayaan masyarakatnya dapat melalui hutan 
kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, atau kemitraan, sehingga 
masyarakt tidak perlu masuk kawasan konservasi, tetapi ditampung dalam 
program Ditjen PSKL ini. Sinergi antar eselon I bahkan dengan kementerian lain 
sangat penting, karena dapat saling membantu mencari “solusi damai” persoalan 
kemiskinan dan ketergantungan akan lahan dan hasil hutan, dengan pendekatan 
penyelesaian akar masalah bukan gejalanya saja. Hapuskan penyelesaian konflik 
dengan cara kekerasan, penangkapan, terhadap masyarakat miskin tuna lahan. 
Utamakan dialog, dengan berpegang pada “Prinsip 3A: Ahimsa, Anekanta, 
Aparigraha” yang diinisiasi oleh Mahatma Gandhi (baca: TWA Ruteng, Menuju 
Kerjasama Berbasis Tiga Pilar, sebagai solusi pelanggaran HAM di Colol pada 2004 
dan Kelola TWA Ruteng ke depan bersama 53 desa di sekitarnya yang didukung 
Pemkab Manggarai dan Manggarai Timur). 

Hentikan penangkapan-penangkapan terhadap masyarakat sekitar atau 
yang tinggal di dalam kawasan hutan, di dalam kawasan konservasi. Ajak mereka 
bicara dan dialog konstruktif mencari solusi bersama secara damai, bertahap, dan 
untuk kepentingan bersama. Penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten 
terhadap cukong, pemodal, dan master mind pelanggaran dan pengrusakan hutan. 
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Bukan terhadap masyarakat yang hanya dipakai sebagai “kendaraan” oleh mereka 
yang bermodal, yang “berdasi” dan tinggal di kota.*** 

 
Catatan: 
Dalam perkembangan pemikiran kelola hutan di Indonesia, telah terbit beberapa 
buku atau artikel berisi kompilasi dan analisis dari pendapat pakar, praktisi, 
penggerak lingkungan, individu, birokrat, peneliti yang sebaiknya dibaca dan 
dikritisi sebagai bentuk intellectual exercises bagi kita bersama. Di antaranya adalah 
sebagai berikut: 

1. Awang., S.A., 2013. Deforestasi dan Konstruksi Pengetahuan Pembanguan 
Hutan Berbasis Masyarakat. Artikel Utama. Jurnal Rimba Indonesia Volume 51, 
Mei 2013. 

2. Capra, F., 2001. “Jaring-jaring Kehidupan” Visi Baru Epistemologi dan 
Kehidupan. 

3. Darmanto dan A Setyowati., 2012. Berburu Hutan Siberut. Orang Mentawai, 
Kekuasaan, dan Politik Ekologi. UNESCO-Kepustakaan Popular Gramedia. 

4. De Santo., J., 2015. Sekolah Perdamaian. Harian Kompas, tanggal 2 Januari 2015. 
5. Gutomo B Aji., dkk. 2014. Poverty reduction in villages around the forest : the 

development of social forestry model and poverty reduction policies in 
Indonesia. Research Center for Population. Indonesian Institute of Sciences. 

6. Ismatul H dan R Wibowo (Ed).,2013. Jalan Terjal Reformasi Agraria di Sektor 
Kehutanan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan 
Kebijakan, Litbang Kehutanan. 

7. Kartodihardjo., 2013. Kembali ke Jalan Lurus. Kritik Penggunaan Ilmu dan 
Praktek Kehutanan di Indonesia. Hariadi Kartodihardjo (Editor). 

8. Sarong. F., 2013. Serpihan Budaya NTT (Kumpulan Ficer di Harian Kompas). 
Tony Kleden dan Maersel Robot (Editor). Penerbit Ledalero. Cetakan I-Mei 
2013. Eman., J.E &amp; R.Mirse. (Ed)., 2004. Gugat Darah Petani Kopi 
Manggarai. Penerbit Ledalero. Cetakan I 2004. 

9. Suharjito, D., 2014. Devolusi Pengelolaan Hutan dan Pembangunan Masyarakat 
Pedesaan. Orasi Ilmiah Guru Besar IPB. IPB, 03 Mei 2014. 

10. Wiratno, 2012. Tipologi Konflik-konflik Sosial di Kawasan Konservasi dan 
Upaya Solusinya. www.konservasiwiratno.blogspot.com. 

11. Wiratno, 2013. Pendekatan Budaya dalam Menjaga Lingkungan: Kontribusi 
Kerja Jurnalisme dan Pemikiran Frans 
Sarong. www.konservasiwiratno.blogspot.com. 

12. Wiratno, 2013. Mengelola TWA Ruteng dalam Perspektif Alternatif Ketiga. 
www.konservasiwiratno.blogspot.com. 

13. Wiratno, 2014. Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa: Solusi Konflik, 
Pengentasan Kemiskinan  dan Penyelamatan Habitat  dan Perlindungan 
Keragaman Hayati. Direktorat Bina Perhutanan Sosial. Ditjen BPDASPS, 
Kementerian Kehutanan. 
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Time for Local People’s Involvement in Managing Forests 

 

 

 

The legacy of Guru Mahatma Gandhi for humanity are Three ”A”. Ahimsa-stop using 
violent to achieve our goals; Anekanta-the goodness and dynamic of dialogue should 

consider and respect difference interest , and Aparigraha-awareness of every participant to 
develop dialogue that consider universal values of humanity, human rights, goodness and 

badness. This 3A is still relevant for us if we intend to solve conflict in forest management. 
Local community, traditional community  should be put as a subject and they should 

involve and actively participate from the first  phase in forest management cycle. The Three 
”A” is the most basic important principles to be imlemented in any dialogues facilitated by 

government, CSOs, or private sectors. 

 

Result from research led by Indonesia’s geographical expert, Belinda 
Margono, who is at the moment pursuing her PhD at the University of Maryland 
USA, is quite striking for many of us. She stated that the destruction of natural forest 
in Indonesia throughout the period of 2000-2012 has affected 5.02 million-hectare 
forest areas or altogether almost in the same size of Sri Lanka. The area of degraded 
forest in Indonesia in 2012 reached 840,000 hectares or twice of the area of degraded 
natural forest in Brazil (460,000 hectares), of the same year (National Geographic 
Indonesia, 1 July 2014). As such, towards which direction will we bring the Forestry 
of Indonesia? 

Discussions and the long debate among the government, forest experts, 
practitioners, thinkers, and the NGOs have been revolving the issues on whether 
the local people could be entrusted in managing the forests sustainably. Since the 
New Order in Indonesia, the large scale of commercial forest exploitation has 
proven to be unsuccessful in sustaining the resources of production 
forests, although it had its role as largest contributor to national income after 
petroleum during the era of 1980s-1990s. During that time, it seems that local 
community was not provided sufficient access rights to forest management and 
their access was limited to their activities as labors or workers at forest 
concessions. This policy has been reformed in these past five years, among others 
by limiting the number of forest utilization permits issued and the limiting 
production forest areas for forest concessions or for industrial plantation forest 
purposes. 
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Preview of Other Countries 

Result from study on the abovementioned forest degradation has portrayed the 
accummulation of problems from forest management pattern for commercial scale 
since the 1970s. Such pattern that at this moment has been corrected with limitation 
of forest management concessions for timber production as well as or industrial 
plantation forest, has not been able to prove to be sustainable forest management 
(SFM). How about the position and role of local community in this forest 
management. 

Such provision of management rights to local community has turned out to 
develop through movements in most Countries in Asia and Latin 
America. In 2012, the Government of Nepal has provided access rights 
over 1.2 million-hectare area or 21 percent of its forest area, to 15,000 local users 
groups and community forest users groups; in the same year, the Government of 
the Philippines has allocated 6 million hectares (38 percent of forest area) with 
pattern of community based forest management (CBFM) involving 700,000 farmers 
households, valid for period of 25 years; in India, although the joint forest 
management endeavors to involve the community, it was only in 2006 the Law was 
issued on the Rights towards Forests that acknowledges the rights for the local 
community and established traditional forest dwellers, cooperatives for 
management and tree planting were formed independently without external 
support and until year 2007 there have been 548 cooperatives for tree planting 
established; the Law on Agrarian Reform in Bolivia in year 1996 acknowledges the 
collective lands and the form of communal property assets for the rural (inland) 
community that is recognized as Original Community Land (Ismatul 
Hakim and Lukas R Wibowo; Editor, 2013).  

Forests for People 

In Indonesia, the impetus for the development and issuance of forest development 
policy that enables benefit for the local community was first declared in the Eighth 
Forestry Congress in Yogyakarta in 1978 that has launched the big theme of “Forest 
for People”.  Nevertheless, the policy on providing access to forest management for 
the local community with no lands, poor community with marginalized lands, 
through the social forestry movement was started with the thinking and the concepts 
only in the early 1980s. 

Various studies and supports have continued generating, and after the 
reform, the Law No.4/1999 on Forestry was enacted, followed with the 
Government Regulation (PP) No.6/2007, clearly mandating on the provision of 
access rights for the local community to participate in forest management, in order 
to directly access the benefits. Finally in year 2007, the Minister of Forestry of 
Indonesia had issued the very strategic decision on community forest and in 2008 
on village forest. This provision of management rights for community forest 
(HKm) and village forest (HD) is for duration of 35 years. Moreover, the policy for 
smallholder plantation forest is providing access rights for a duration 
of 60 years. With this relatively long period, it is expected to guarantee for the 
permit holders to gain certainty for timber harvesting with this access rights. 
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Target that has been proclaimed by the Minister of Forestry is throughout 
the years of 2010-2014 there will be provision of access rights to cover 2.5 million 
hectare production and protection forest areas to be managed (by the community) 
in the form of community forest (Hutan Kemasyarakatan/HKm) and Village Forest 
(Hutan Desa/HD). Although the coverage of this access rights is only 3 percent of 
the total areas of production forest and protection forest in Indonesia, this is 
considered policy that is bold and a breakthrough that is long awaited by the 
community of customary forests and local community living in the surrounding 
forests whose activities were previously considered illegal when they were utilizing 
the forest areas without permit from the authorities. Up until February 2014, the 
coffee farmers of the protection forests in Lampung Province had obtained 
community forest (Hkm) permit from the Minister of Forestry for forest land 
covering 110,139 hectares. Since their participation in this HKm scheme, the coffee 
farmers are no longer considered as illegal forest dwellers. The potential for social 
conflict can be minimized with this kind of policy that provides access rights as 
such, and at the same time the local community can peacefully continue 
their agroforestry management activities in order to improve the welfare of their 
families. Certainly, this program needs to continue be facilitated and assured that 
relevant forest management patterns such as agroforestry, combination of coffee 
plantations with various tree species as shelter trees that may later generate timber 
products continue be enhanced in ensuring the hydrological function of the 
protection forests to sustain. 

Remaining Tasks (Homeworks) going Forward 

Having learned from the various developments in other Countries, we see the 
tendency for the increasing provision of access rights to the local community in 
managing the state forest. The area of production forest in Indonesia at this moment 
is approximately 75.4 million hectares whereas the 36.9 million hectares of these are 
not yet designated with permits. The 5.9 million-hectare area that has not been 
designated with permits has been indicated towards the development of forest 
concessions and industrial plantation forests. At this moment, the permits that have 
been issued for forest concession and industrial plantation forest have covered 
10.32 million hectares (Sinar Harapan, 10 July 2014). As such, the remaining 
production forest that have not been designated for permits still cover 20.68 million 
hectares. The Ministry of Forestry of Indonesia is implementing the development 
program of Forest Management Unit (FMU) in the production forest and protection 
forest. In these FMU areas (it is expected that) the community will be able to directly 
partner and collaborate with the FMU managers in order to improve their 
welfare. The remaining tasks for all of us are still piling-up, particularly in relation 
to: 

1) Management at the grassroots level in the production forests in the format of 
FMU management both in production forest and protection forest that at the 
same time promote the enhancement of partnership with local community as 
solution for the community dependency on resources of the forest that has 
developed with an FMU. Out of 600 FMU units, there have been only 120 units 
developed as model. 
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2) Providing management rights for local community through the schemes of 
community forest (HKm), village forest (HD), and smallholder plantation 
forests (HTR) in the production forests (that have not been designated with 
management permits), protection forests, and with possibility to expand to 
conservation areas. This provision of management rights is a solution to 
tenurial conflicts that were caused by the structural poverty of the local 
community, particularly the ones with limited or no land ownership. 

3) Encourage the district and provincial governments to support community 
forest programs, for which the Ministry of Forestry has boosted the provision 
of management rights towards the state forest for improvement of community 
welfare with duration of 35 years that can be extended. Up until 
August 2014, out of the size designated for Determined Working Area (In 
Bahasa Indonesia: Penetapan Areal Kerja/ PAK) that covers 327,077 Ha for 
Community Forest (HKm) and 288,016 Ha for Village Forest (HD) designated 
by the Minister of Forestry. There have been only approximately 20-25% of 
these designated areas that are supported with follow-up action through the 
issuance of community forest (HKm) management utilization permits by the 
Regents of the respective Districts, and village forest (HD) management 
utilization permist by the Governors of the respective Provinces. In total, there 
are 615,093 Ha of state forest land for Hkm and HD. This size is about  8.8 times 
of Singapore (size of Singapore is 71,610 Ha or 716,1 SqKm). 

4) Facilitation for: (i) prior to the Working Area Determination (or “PAK” in 
Bahasa Indonesia), for (ii) process of “IUP/HD” (Village Forest Management 
Utilization Permit), and for (iii) post provision of “IUP/HD” is still needed by 
the local community in order to develop their capacity in strengthening 
the “Three M” (In English: “Three M” for Management and In Bahasa Indonesia: 
“Tiga K” for Kelola), namely the “Institutional Management”, “Forest Area 
Management”, and “Entrepreneuship Management”. The roles of the Technical 
Implementation Unit – Watershed Management Agency (In Bahasa 
Indonesia: UPT BPDAS for “Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan Daerah 
Aliran Sungai”), District Government, Provincial Government, CSOs, and the 
local community leaders will really determine whether this pro-
poor program can further be enhanced in raising the awareness and self-
sufficiency of the local community as well as in improving their welfare and 
restoring the quality of the environment.*** 

 

**  The Bahasa Indonesia version of this Paper was presented during the Seminar-Workshop 
on “Optimizing Role of Local Government in Accelerating Community Based Forest 
Management Programmes” IPB ICC, 22-23 July 2014. Collaboration between the Ministry 
of Forestry of Indonesia and the Partnership for Governance Reform (Kemitraan). This 
English version is produced with relevant updates for Day-1 of the Tenure Learning Visit 
organized by NTFP-EP, Manila, 15 September 2014.   
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Pembangunan KPHK melalui Pendekatan Terpadu Lansekap 
dan Multipihak 

 

 

Kerja konservasi adalah kerja kolektif-kolegial, lintas kementerian, lintas disiplin 
keilmuan. Keberhasilan kerja konservasi ditentukan oleh seberapa efektif kerja-kerja 
multipihak dapat dikawal, baik dengan civil society, bersama birokrat di provinsi, kabupaten, 
kecamatan, desa, institusi keagamaan, institusi adat, kampung, dusun, desa, marga, 
gampong, local leader baik formal maupun informal, pelaku-pelaku usaha di berbagai 
bidang. Masyarakat sekitar hutan sudah selayaknya diposisikan sebagai bagian dari solusi 
kelola kawasan konservasi. Mereka sebaiknya dan sudah selayaknya diperlakukan sebagai 
subyek dengan lebih manusiawi. Mereka bagian dari anak bangsa dan berhak meraih 
kesejahteraan yang berkeadilan. Mereka seharusnya dilibatkan dalam setiap tahapan proses 
kelola kawasan hutan, kelola  kawasan konservasi. Untuk dapat melakukan ini, diperlukan 
“revolusi mental” di seluruh komponen bangsa, termasuk reformasi “mesin” birokrasi 
pemerintah. 

Fakta 

 Pendekatan pembangunan di Kementerian Kehutanan masih terkesan parsial-
fragmented. Dalam konteks otonomi daerah, perkembangan dinamika 
masyarakat, masyarakat adat, dan tuntutan zaman-pasca Pilpres 2014, maka 
diperlukan pemikiran dan kebijakan yang  dibangun melalui berbagai dialog. 
Baik di internal Kemenhut,  lintas Eselon I, termasuk lintas Kementerian/KL dan 
dengan civil society. Kebijakan juga semestinya dibangun berdasarkan 
pengalaman (lesson learnt) dari lapangan, dan berbasiskan pada hasil-hasil riset 
(scientific based), yang disebut juga sebagai scientific based policy formulation, policy 
review. Hal ini penting, agar kita tidak membuat policy yang tidak (kurang) tepat 
sasaran, timpang, atau sulit dilaksanakan di tingkat lapangan karena tidak 
realistis. 

 Kawasan hutan kita bukan “kertas putih”. Kawasan hutan tidak dapat 
dilepaskan dari persoalan “tenurial”, antara lain keberadaan masyarakat, 
perubahan-perubahan akibat pembangunan di berbagai bidang, kepentingan 
politik, dan sebagainya. Minimal terdapat  lima tipologi, yaitu : (1) masyarakat 
yang telah lama bermukim secara turun temurun, di dalam kawasan hutan, (2) 
masyarakat pendatang yang bermotifkan ekonomi, lapar lahan, (3) masyarakat 
(miskin) yang sengaja merambah yang didukung oleh cukong atau pemodal, (4) 
pendudukan kawasan oleh pihak swasta yang bermotifkan semata-mata 
kepentingan ekonomi, dan (5) merebaknya kelahiran desa-desa, kecamatan, 
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kabupaten, dan provinsi baru yang memerlukan ruang untuk membangun 
sarana dan prasarana untuk fasilitas umum, fasilitas sosial, dan sebagainya. 

 Merujuk berbagai persoalan tenurial terkait dengan kawasan hutan, termasuk di 
kawasan konservasi dan lahan di luar kawasan hutan, Media Indonesia (26 
Desember 2011) menguraikan berbagai persoalan konflik agraria antara 
masyarakat dan pengusaha, yang cenderung direspon represif oleh aparat 
negara dan perusahaan. Penulis artikel mengungkap bukti-bukti bahwa selama 
10 tahun terakhir terjadi 108 konflik agraria di 10 provinsi yang didominasi 
konflik tenurial di kawasan hutan (69 kasus), dan konflik perkebunan (23 kasus); 
BPN mencatat 8.000 konflik agraria. Sawit Watch mencatat konflik tanah di 
perkebunan kelapa sawit mencapai 663. Konflik agraria ini melibatkan 
perusahaan perkebunan swasta dan BUMN, perusahaan pertambangan, taman 
nasional, dan Perhutani. 

 Sampai dengan saat ini, belum ditemukan formula atau hasil kerja yang bisa 
dijadikan contoh (lesson learnt) dalam penyelesaian masalah tenurial termasuk 
upaya pemberdayaan masyarakat di sekitar atau di dalam kawasan hutan dan 
di hutan konservasi. Menurut Santoso (2012), yang mengutip data dari 
Kementerian Kehutanan dan BPS (2007), jumlah keluarga miskin di sekitar atau 
di dalam kawasan hutan sebanyak 1.720.384 keluarga atau 6.881.539 jiwa. Tidak 
kurang dari 25.863 desa berada di dalam dan sekitar kawasan hutan atau 26,6% 
dari jumlah desa di seluruh Indonesia, yang didiami oleh 37.197.508 jiwa atau 
17,2% dari total jumlah penduduk Indonesia. 

Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi 

Berdasarkan IKK Dit KKBHL 2015-2019, telah ditetapkan KPHK non TN sebanyak 
50, dengan target 2015 sebanyak 12 unit, yaitu: SM Rawa Singkil, SM Kerumutan, 
HSA Arau Hilir,  SM Dangku Bentayan,  CA/TWA Guntur-Papandayan, 
CA/TWA/SM Tambora, TWA Ruteng, TWA Gunung Melintang, SM Morowali, 
TWA Towuti, SM Nantu, dan SM Jayawijaya.  Tentu ada kriteria tertentu, namun 
saya belum mengetahuinya. Beberapa pemikiran yang saya ajukan, atas dasar 
diskusi dengan para pihak, dirumuskan dalam makalah sederhana ini. 

Strategi Pembangunan KPHK 

Untuk wilayah regional Sumatera, apabila kita menggunakan Tiger Conservation 
Landscape sebagai salah satu kriteria, maka beberapa kawasan konservasi layak 
dipertimbangkan untuk dijadikan KPHK. Kawasan-kawasan tersebut adalah : 

No Tiger Conservation Landscape Kawasan Konservasi sebagai KPHK 

1. Bukit Barisan Selatan TN Bukit Barisan Selatan 

2. Bukit Balai Rejang Selatan Berbatasan dengan TN Bukit Barisan 
Selatan 

3. Kerinci Seblat TN Kerinci Seblat 

4 Bukit Rimbang Baling SM Rimbang Baling 

5. Bukit Tiga Puluh TN Bukit Tiga Puluh 
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No Tiger Conservation Landscape Kawasan Konservasi sebagai KPHK 

6. Tesso Nilo TN Tesso Nilo 

7. Kuala Kampar-Kerumutan SM Kerumutan, 

8. Berbak TN Berbak 

9. Rimbo Panti Batang Gadis Barat SM Rimbo Panti, TN Batang Gadis 

10. Rimbo Panti Batang Gadis Timur SM Dolok Surungan, SM Barumun 

11. Leuser TN Leuser dan KEL 

12. Sibolga HL Batang Toru 

Sumber: Strategi Konservasi Harimau (2007). 

Berdasarkan TCL tersebut, dikembangkan kriteria lainnya, antara lain  (1) 
pendekatan lansekap, (2) nilai konservasi, (3) potensial mitra yang akan dan telah 
bekerja, (4) tingkat kerusakan. Dua contoh yang saya ajukan lebih detil, misalnya 
di SM Barumun dan SM Rimbang Baling. 

a. SM Barumun-BBKSDA Sumatera Utara 

1. Pendekatan Lansekap. Memposisikan kawasan yang ditetapkan sebagai 
KPHK sebagai “core”, dengan mempertimbangkan pola penggunaan lahan 
di daerah penyangga dan lansekap yang lebih luas. Misalnya, SM Barumun 
seluas 40.330 Ha di Kab.Tapsel, Kota Sidempuan, Kab. Padang Lawas, dan 
Padang Lawas Utara. SM Barumun ditambah dengan kawasan hutan 
lindung dan hutan produksi terbatas seluas 309.000 Ha,  berbatasan dengan 
Lansekap Rimbo Panti-Batang Gadis. Lansekap Rimbo Panti-Batang  Gadis 
dengan luas 437.600 Ha, merupakan hamparan lansekap yang dinilai 
penting sebagai “Lansekap Konservasi Harimau” (Rencana Strategi dan 
Konservasi Harimau 2007-2017, Ditjen PHKA dan Mitra). 

2. Nilai Konservasi Species dan Daerah Aliran Sungai. SM Barumun 
merupakan salah satu dari habitat harimau sumatera, tapir, dan berbagai 
jenis burung. Masih diperlukan eksplorasi detil untuk menemukan berbagai 
jenis satwa liar yang disebutkan dalam keutusan Menteri Kehutanan No 70 
tahun 1989. Berdasarkan daerah aliran sungai, SM Barumun masuk DAS 
Asahan Barumun (4,1 juta Ha), Sub DAS Batang Sihapas, yang merupakan 
daerah tangkapan air sangat penting dan penyangga kehidupan bagi jutaan 
masyarakat yang tinggal di beberapa kabupaten di bawahnya. Saat ini 
termasuk DAS Kritis yang harus direhabilitasi.  Terdapat kawasan “terbuka” 
seluas 4.000 Ha atau 10% dari luas SM Barumun (catatan: keterangan Kepala 
BPDAS Asahan Barumun, cek lapangan 28-29 Agustus 2014). 

3. Daerah Penyangga. Dalam konteks pengembangan daerah penyangga, dan 
dengan menggunakan pendekatan lansekap, di sekitar SM Barumun, maka 
dapat diidentifikasi berbagai pola penggunaan lahan, antara lain hutan 
produksi, hutan lindung, areal penggunaan lain yang dapat berupa kebun 
campur, ladang, berbagai sistem agroforestry, dan sebagainya. Sebanyak 54 
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desa yang berada di daerah penyangga suaka ini, yang terdiri dari 4 desa 
(Kabupaten Tapsel), 12 desa (Kab. Padang Lawas), 27 desa (Kab. Padang 
Lawas Utara), dan 11 desa (Kota Sidempuan). Skema Hkm, HD. HTR 
sementara ini baru dapat diterapkan di kawasan HP dan HL. Dalam kasus 
khusus, dapat diterapkan di Hutan Produksi Konversi (catatan: kasus Hutan 
Desa di Sorong Selatan). 

4. Kolaborasi Multipihak. Berdasarkan pendekatan lansekap, kita juga bisa 
mengidentifikasi para mitra yang berpotensi diajak kerjasama, mulai dari 
tingkat desa, kecamatan, kabupaten, LSM, pihak swasta, dan sebagainya. 
Misalnya, di sekitar SM Barumun telah aktif sebuah lembaga Perkumpulan 
Biksu Budha, dengan nama Yayasan Bodhicita Mandala Medan, yang 
mengembangkan ekowisata. Kawasan ini juga berpotensi untuk didukung 
berbagai lembaga donor atau skema pendanaan, seperti TFCA, atas dasar 
nilai konservasi dan dukungan para pihak yang sudah ada saat ini. Yang 
telah aktif selama ini terkait dengan konservasi harimau adalah Forum 
Harimaukita, yang anggotanya terdiri dari individu-individu yang aktif 
bekerja untuk konservasi harimau. 

b. SM Rimbang Baling-BBKSDA Riau 

1. Pendekatan Lansekap. SM Rimbang Baling seluas 136.000 Ha, merupakan 
inti dari Lansekap Konservasi Harimau Bukit Rimbang Baling. Sedangkan 
total  luas lansekapnya sekitar 439.500 Ha. Berdasarkan survai WWF, 
terdapat 25 individu harimau. Suaka ini menarik karena bentuknya yang 
kompak membulat dan sampai dengan saat ini dalam kondisi relatif tidak 
mengalami kerusakan.  

2. Nilai Konservasi dan Daerah Aliran Sungai. Merupakan salah satu kantung 
habitat harimau terpenting di Sumatera bagian tengah. Berdasarkan survai 
WWF, terdapat 25 individu harimau. WWF juga baru membangun Stasiun 
Lapangan Sungai Sebayang, di Desa Tanjung Belit, Kec.Kampar Kiri Hulu. 
Selain habitat harimau Sumatera, SM Rimbang Baling penting secara tata air 
karena merupakan hulu Sub DAS Kampar Kiri, DAS Kampar. DAS Kampar 
juga termasuk klasifikasi DAS Kritis, antara lain dengan menjaga wilayah 
hulunya di kawasan suaka ini. 

3. Daerah Penyangga. Daerah penyangga di sekitar SM Rimbang Baling adalah 
kompleks Hutan Produksi, Hutan Lindung Terbatas,  Hutan Lindung 
(termasuk yang berada di wilayah  Sumatera Barat). Apabila kawasan HP 
belum ada izin dari pihak lain, dan apabila masyarakat memerlukan lahan, 
dapat megajukan skema hutan kemasyarakatan (Hkm) atau Hutan Desa 
kepada Menteri Kehutanan, melalui Dit Bina Perhutanan Sosial. 
Pengembangan daerah penyangga di kawasan ini perlu dilakukan melalui 
mekanisme pelibatan masyarakat adat di sekitarya. Pembelajaran dari pola 
“Tiga Pilar” di TWA Ruteng, mungkin dapat diujicobakan di SM Rimbang 
Baling (catatan: baca konsep Tiga Pilar di 
www.konservasiwiratno.blogspot.com). 
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4. Kolaborasi Multipihak. WWF Riau Program merupakan salah satu mitra 
kunci, di samping Forum Harimaukita. Sedangkan masyarakat yang 
potensial menjadi mitra adalah desa-desa adat di sekitar kawasan ini. Sekitar 
empat komunitas Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Wilayah Riau berada 
dalam kawasan SM Bukit Rimbang Bukit Baling, yaitu ; Kekhalifahan Batu 
Sanggan (terdiri 8 desa ), Kekhalifahan Ludai (terdiri 13 desa), Kekhalifahan 
Ujung Bukit ( terdiri 4 desa) dan Kekhalifahan Kuntu (terdiri 4 desa) secara 
administratif berada di Kabupaten Kampar (WWF, 2012). Masyarakat ini 
merupakan mitra utama dalam konsep KPHK yang dikelola multipihak, 
maka mereka perlu dilibatkan dalam setiap tahapan kelola suaka alam ini. 
Salah satu aktivitas kunci adalah bagaimana memastikan tata batas kawasan 
dilakukan secara benar dan partisipatif melibatkan tokoh-tokoh adat 
setempat. Termasuk juga bagaimana menjaga kawasan ini tetap lestari, 
sekaligus dapat memberikan manfaat nyata bagi dan bersama masyarakat. 

Visi Pemberdayaan 

Mempertimbangkan berbagai persoalan di kawasan hutan, termasuk di wilayah 
KPH baik di KPH Produksi, KPH Lindung, dan KPH Konservasi, maka sangat 
penting untuk menetapkan visi pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan 
KPH. Visi untuk pemberdayaan masyarakat sebaiknya memposisikan masyarakat 
sebagai bagian dari solusi kelola KPH. Sebaiknya Visi dibangun berdasarkan suatu 
kesadaran dan pemahaman bersama bahwa masyarakat diposisikan sebagai 
“subjek” bukan “objek”. Sebagai “subjek”. Maka masyarakat harus dilibatkan sejak 
dari perencanaan. Bahkan dimulai dari identifikasi masalah-masalah, sebagai 
bahan dari perencanaan. 

Sebagai subyek, masyarakat menjadi bagian dari solusi persoalan-
persoalan di KPH. Masyarakat menjadi bagian dari pihak yang aktif (sejak awal) 
menyelesaikan persoalan yang berkembang di tingkat masyarakat. Persoalan yang 
kemiskinan, konflik satwa liar-masyarakat, perambahan-dengan berbagai 
motifnya, illegal logging, perburuan satwa, tanah longsor, dan sebagainya. 

Masyarakat yang berada di dalam dan di sekitar KPHK, dengan berbagai 
aktivitas produksinya, bukan kita anggap sebagai masalah. Mereka justru 
sebagai “asset” dan mitra Kepala KPH untuk menyelesaikan “core problem”nya. 
Maka, identifikasi “core problem” di KPH menjadi salah satu elemen kunci dan titik 
awal. Kalau “core problem”nya adalah kemiskinan yang disebabkan banyak faktor, 
antara lain sempitnya penguasaan lahan atau bahkan tuna lahan, maka solusinya 
juga akan berbeda bila penyebabnya faktor lain. Misalnya masyarakat yang masuk 
dan melakukan pengelolaan lahan karena didukung pemodal.  Maka, diusulkan 
visi pemberdayaan masyarakat di KPH, termasuk KPHK: “Masyarakat sebagai 
Bagian dari Solusi” kelola KPHK. 

Opsi Solusi 

Pemberdayaan masyarakat di KPH (K) tidak dapat dilepaskan dari tipologi 
masyarakat tersebut. Di bawah ini, upaya mengelompokkan atau membuat tipologi 
masyarakat di dalam KPH dan tawaran opsi solusinya. 
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Tipologi Opsi Solusi dan Model Pemberdayaan 

1. Masyarakat yang telah 
lama bermukim secara 
turun temurun, di dalam 
kawasan hutan 

 

Ditetapkan dalam RPHJP sebagai enclave, 
ditetapkan sebagai zona pemukiman dan 
pemanfaatan tradisional; pemberdayaan 
berbasis potensi lokal, termasuk model 
pemasaran dan sentuhan teknologi untuk 
meningkatkan nilai tambahnya, menjaga 
kontinyuitas produksi 

2. Masyarakat pendatang 
yang bermotif   ekonomi, 
lapar lahan 

 

Diusulkan skema Hkm, Hutan Desa, Hutan 
Tanaman Rakyat di daerah penyangga 
(HL/HP), dan dilakukan pendampingan 
dalam pengusulan izin di tingkat Menhut 
dan bupati/gubernur, serta pengembangan 
HHBK dan Jasling 

3. Masyarakat pendatang, 
miskin, yang sengaja 
merambah yang didukung 
oleh cukong atau pemodal 

 

Masyarakat pendatang miskin diberdayakan 
melalui berbagai skema yang tepat 
(Hkm,HD, HTR Kemitraan di daerah 
penyangga HL/HP); penegakan hukum 
harus konsisten dilakukan terhadap cukong 
atau pemodal; kawasan disita, tanaman 
perambahan dimusnahkan,  dan restorasi 
dilakukan 

4. Pendudukan kawasan oleh 
individu dan atau pihak 
swasta yang bermotifkan 
semata-mata kepentingan 
ekonomi komersial 

Penegakan hukum sebagai “shock 
terapy” setelah dilakukan peringatan dan 
pembinaan; tanaman di areal perambahan 
dimusnahkan, dilanjutkan dengan 
pemulihan ekosistem dengan pola penjagaan 
partisipatif 

5. Tumbuhnya desa-desa atau 
kecamatan baru yang 
membangun sarana dan 
prasarana, fasos, dan fasum 
berskala cukup besar dan 
telah merubah bentang 
alam 

Diusulkan dienclave melalui Zona Khusus, 
revisi tata ruang kabupaten; masyarakat 
ditawarkan skema kemitraan untuk 
pemberdayaan; kerjasama dengan dana 
Pemkab dengan memadukan kegiatan di 
SKPD, penjajagan kerjasama dengan dana 
dari CSR dan sebagainya 

 

KPHL sebagai Tempat Pembelajaran 

Dalam lima tahun ke depan, Ditjen BPDASPS mendapatkan mandat untuk fokus 
pada KPHL. Pengembangan Hkm, HD diprioritaskan dilakukan di kabupaten atau 
provinsi yang memiliki KPHL. Dari 26 KPHP Model di lingkup Regional I 
Sumatera, dengan total luas 2.755.391 hektar,  yang dievaluasi oleh Direktorat 
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WP3H, KPHP Register 47 Way Terusan, Kabupaten Lampung Tengah, dinilai 
“sangat baik”. Sementara itu, dari 15 KPHL Model di lingkup Regional I  Sumatera, 
dengan total luas 1.536.493 hektar,  yang dievaluasi oleh Direktorat WP3H, KPHP 
Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Sumbar, dinilai “sangat baik”. 

Walaupun masih dalam proses pembangunan,   KPHL Sijunjung ini dapat 
mulai dipertimbangkan untuk dijadikan “learning center” atau tempat 
pembelajaran bagi pengelola KPHL atau KPHK lainnya di regional Sumatera atau 
bahkan dari pulau-pulau lainnya. Pengelola KPHL ini menetapkan visinya yang 
jelas dan tegas tentang posisi masyarakat, perencanaan model pemberdayaan, 
sosialiasi dan komunikasi intensif lintas SKPD. Di kedua KPHL ini, masyarakat 
diposisikan sebagai bagian dari solusi persoalan di dalam areal KPHL. Hampir di 
seluruh Sumatera Barat, visi pembangunan kehutanan didorong ke fokus 
pemberdayaan masyarakat, ke Community Based Forest Management (CBFM). 

Strategi tersebut akhirnya dapat diterima semua pihak dan mendapatkan 
dukungan konkrit dari Dinas Kehutanan provinsi dan kabupaten. Dukungan dan 
kerjasama dengan universitas lokal, dan lain sebagainya. Termasuk alokasi APBD 
Kabupaten Sijunjung untuk 2015 yang dialokasikan untuk mendukung KPHL 
Sinjunjung, merupakan bukti dari menguatnya leadership dan tepatnya pola-pola 
yang dikembangkan yang diwujudkan dalam dokumen RPHJP. Leadership menjadi 
faktor kunci, sebagaimana ditunjukkan performanya oleh Kepala KPHL Rinjani 
Barat, dalam melakukan koordinasi, kerjasama dan komunikasi lintas sektor. *** 
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Masa Depan TN Perairan Laut Sawu 
 

 

Penetapan satu kawasan konservasi perairan, yaitu TNP Laut Sawu seluas 
3,55 juta hektar di Provinsi NTT (Kompas, 30/01/14) adalah sebuah langkah besar. 
Kenapa merupakan berita yang cukup mencengangkan? Ini merupakan taman 
nasional terluas di Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan 
Perikanan. Selama ini Kementerian Kehutanan cq Ditjen Perlindungan Hutan dan 
Konservasi Alam (PHKA), melalui 77 Unit Pelaksana Teknik-nya yang tersebar di 
seluruh Indonesia, mengelola 27,2 juta hektar kawasan konservasi, dimana sekitar 
4,7 juta hektar diantaranya adalah kawasan konservasi perairan yang tersebar di 30 
lokasi. Jadi, TNP Laut Sawu ini merupakan taman nasional laut terluas di 
Indonesia. Yang mencengangkan adalah bagaimana cara pengelolanya, bagaimana 
cara menjaganya? 

Tantangan ke Depan 

Salah satu tantangan yang terbesar akan dihadapi oleh pengelola TNP Laut Sawu 
adalah bagaimana mengatur akses para pihak untuk dapat memanfaatkan hasil 
lautnya secara lestari. Terutama kepentingan masyarakat nelayan. Tentu akan 
dibuat zonasi. Akan ada Zona Perlindungan Laut, dimana nelayan tidak boleh 
masuk karena untuk kepentingan konservasi terumbu karang, misalnya. Zona 
Pemanfaatan Tradisional, untuk masyarakat nelayan; Zona Wisata Bahari, Zona 
Pelayaran Internasional, dan lain sebagainya. Tantangannya adalah bagaimana 
melibatkan berbagai komponen masyarakat untuk menyusun zonasi. Bukan hanya 
terbatas pada tingkat bupati dengan SKPDnya, tetapi juga sampai ke tingkat 
masyarakat, sehingga sejak awal masyarakat mengetahui konsekuensi dari 
penetapan taman nasional ini. 

Penulis memprediksi, apabila kawasan ini akan dikelola dengan serius, akan 
diperlukan pendanaan yang sangat besar dari Kementerian Kelautan dan 
Perikanan, dan akan menyedot APBD Kabupaten Sumba Timur, Sumba Barat, 
Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Rote Ndao, Sabu Raijua, dan sebagainya. 
Tantangannya adalah bagaimana menyediakan pendanaan yang cukup untuk 
mengelola kawasan yang sangat penting ini. Apabila satu hektar diperlukan 5 
USD/tahun, maka setiap tahun diperlukan dana sebesar 17,75 juta USD atau Rp. 
39,050 Milyar (dengan asumsi 1 USD = Rp.11.000,-). Sebagai perbandingan, TN 
Komodo yang sudah sangat terkenal sebagai Cagar Biosfer (1977), World 
Heritage atau Warisan Dunia UNESCO (1991), The Real Wonders of teh World 
(2011), dan The New 17 Wonders of Nature (2012),  dengan luas 173.300 Hektar, 
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dan jumlah pengunjung di 2012 sebanyak 41.972 orang per tahun, baru bisa 
menghasilkan PNBP sebanyak Rp 3.319.860,-. 

Tantangan untuk TNP Laut Sawu adalah bagaimana mencari dana untuk 
pengelolaannya dan bagaimana cara menghasilkan uang melalui pengembangan 
wisata baharinya. Maka sangat penting menetapkan visi, misi, dan strategi 
pengelolannya, secara terbuka dan partisipatif, sehingga dapat dihindarkan dari 
pencitraan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan (baca: 
menerbitkan) suatu surat keputusan khusus tentang tentang kawasan konservasi 
perairan (terluas) baru di Indonesia. Hal ini juga tentu berimplikasi pada revisi tata 
ruang provinsi NTT ke depan. 

Peluang ke  Depan 

Terlepas dari latar belakang penetapan TNP Laut Sawu ini, kawasan ini berada 
pada Segi Tiga Karang Dunia (Coral Triangle), wilayah yang konon kabarnya 
memiliki sumberdaya laut, sumberdaya ikan dan perikanan,  padang lamun, 
terumbu karang, dan pantai yang sangat subur dan paling tidak terkena polusi, dan 
oleh karena itu menjadi “rebutan” berbagai kepentingan negara-negara di dunia, 
termasuk kepentingan ilmu pengetahuan, ekonomi dan politik. Maka, TNP Laut 
Sawu semestinya juga dapat diproyeksikan sebagai Pusat Kajian Sumberdaya 
Kelautan di Wilayah Selatan Segitiga Karang Dunia. Kepakaran pada ilmu kelautan 
dan pendanaan untuk research and development di bidang kelautan seharusnya 
menjadi prioritas, selain untuk pengamanannya. Kerjasama dengan beberapa 
fakultas dan pakar biologi kelautan sebaiknya menjadi pemikiran yang serius dan 
menjadi agenda prioritas. Balai Besar KSDA NTT telah memulai kerjasama riset 
untuk mendapatkan senyawa anti kanker dari  sponge di Taman Wisata Laut Teluk 
Kupang, bekerjasama dengan pakar dari Fakutas Kelautan dan Perikanan UNDIP 
Semarang. Tidak tertutup kemungkinan, TNP Laut Sawu menyimpan rahasia 
bawah lautnya yang luar biasa, disamping sebagai daerah jelajah whales. Utamakan 
kerjasama dengan pakar dari dalam negeri dan jangan menggantungkan dari 
bantuan internasional, apalagi berupa loan. 

Dewan Maritim (Kelautan) Daerah 

Provinsi NTT yang telah memiliki Dewan Maritim (Kelautan) Daerah yang 
beranggotakan multipihak, tentu berarti memiliki keunggulan komparatif 
dibandingkan provinsi lainnya. Maka, diperlukan juga upaya menggandeng 
Bappenas, Lembaga Oceanografi (LON)-LIPI, dan berbagai universitas di tanah air, 
serta seluruh kabupaten di sekitar TNP Laut Sawu, untuk membangun strategic 
plan Pengelolaan TNP Laut Sawu, yang disusun secara partisipatif, termasuk 
agenda risetnya. Jangan lupakan, nilai-nilai budaya dan kearifan tradisional NTT 
yang terkenal dijadikan bagian dari proses untuk menyusun dan memberikan spirit 
yang positif dalam membangun TNP Laut Sawu ke depan. 

Dewan Kelautan Daerah memegang peranan yang besar dan penting, dalam 
mengawal proses dialog muntipihak penyusunan Strategic Plan tersebut. Apabila 
sudah disusun, maka proses sosialisasinya juga merupakan bagian yang sangat 
penting dalam membangun kesadaran bersama, sebagai modal dasar untuk aksi 
bersama, mengamanankan TNP Laut Sawu ini, untuk masa depan pengelolaan 
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sumberdaya kelautan yang lebih baik, lebih bertanggungjawab, dan memenuhi 
rasa keadilan dan kesejahteraan masyarakat NTT. 

Masyarakat NTT sejak dari awal harus diposisikan sebagai subyek (pelaku) 
dalam pembangunan TNP Laut Sawu ini, tidak (hanya) dijadikan obyek semata-
mata, karena hal ini menyinggung harga diri masyarakt NTT yang kaya akan nilai-
nilai kearifan tradisional tersebut. Pemerintahan Jokowi-JK tampaknya akan 
mendorong proses-proses partisipatif di semua lini. Lebih mengedepankan dialog 
multi pihak daripada proses yang top-down otoriter. Partisipasi dalam perencanaan, 
pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan memastikan bahwa apa yang 
direncanakan kena ke sasaran. Fungsi kontrol menjadi salah satu elemen yang 
diutamakan dalam proses manajemen JKW-JK. Semoga proses yang dibangun  di 
TN Laut Sawu ini juga diinspirasi dan disemangati dengan dialog yang 
mencerahkan dan membuat dorongan kesadaran para pihak untuk menjaga 
sumber daya alamnya, dan memanfaatkannya dengan lebih bertanggungjawab.*** 
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Shock Therapy 
 

 

Artikel ini merupakan sambutan Kepala Balai TN Gunung Leuser, untuk Bulletin 
“Jejak Leuser”, yang disiapkan 24 Maret 2007, saat itu penulis masih menjadi Kepala Balai 
TN Gunung Leuser. Artikel ini dimasukkan ke dalam blog, sebagai pengingat, bahkan hal-
hal yang penulis ungkapkan 6,5 tahun yang lalu, ternyata masih relevan sampai dengan 
saat ini, Agustus 2014. Penegakan hukum untuk master mind perambahan, dan masyarakat 
setepat harus diajak bekerjasama mengamankan kawasan. Kasus perambahan di Besitang – 
Kabupaten Langkat, sampai kini belum dapat diselesaikan melalui penegakan hukum. 

Pengelolaan taman-taman nasional di Indonesia menghadapi berbagai 
persoalan-persoalan yang mendasar dan klasik. Namun, sampai dengan saat ini 
belum ditemukan solusi yang tepat. Taman Nasional Gunung Leuser merupakan 
contoh rumitnya persoalan pengelolaan kawasan. Di satu sisi manajemen yang 
lemah di masa lalu mengakibatkan sebagian kawasan TNGL yang berbatasan 
langsung dengan lahan masyarakat, dianggap sebagai ”no man land” atau lahan 
tidur dan lahan yang terjebak ke dalam klasifikasi ”open access”. Sumberdaya lahan 
yang tidak dimiliki oleh siapapun (karena di masa lalu Polhut atau ”pemilik 
kawasan” tidak pernah ada di tempat), tetapi sekaligus juga ”milik setiap orang” 
(siapa kuat ia dapat). Kondisi open access ini juga terjadi di logged-over area (LOA), 
bekas tebangan HPH. 

Apabila di suatu taman nasional, terdapat areal dalam kategori open access, 
maka yang seringkali terjadi adalah spekulasi. Satu atau beberapa orang mencoba 
untuk merambah, baik yang akhirnya bertempat tinggal ataupun yang memakai 
beberapa perantara untuk dapat “menguasai” lahan tersebut dengan menanam 
berbagai komoditi. Dalam kasus di TNGL, di Kecamatan Besitang - Kabupaten 
Langkat, kondisi open access ini telah terjadi beberapa tahun yang lalu, sehingga 
pendudukan, perambahan dan spekulasi lahan menjadi suatu keniscayaan. Pada 
awal tahun 2000, terjadi gelombang pengungsi dari Aceh Timur, yang semula 
hanya 6 kepala keluarga. Ketika tidak dilakukan penyelesaian secara tuntas dan 
bahkan terjadi proses ”pembiaran” sekian tahun, maka jumlah pengungsi telah 
mencapai 600-700 KK. Hal yang sama juga terjadi pada perambah yang menguasai 
ribuan hektar lahan TNGL dan dijadikan perkebunan sawit. 

Ketika proses penegakan hukum dilakukan terhadap 38 perambah di 
Resort Sekoci, pada akhir 2006 dan dilanjutkan dengan penumbangan sawit ilegal 
pada Januari 2007, Balai TNGL beserta Polres Langkat dituduh telah melakukan 
pelanggaran HAM berat oleh LBH Medan. Saat ini telah divonis 13 perambah dan 
1 dalang  perambah oleh PN Stabat. Dengan kasus yang sama, dua mantan anggota 
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dewan masih dalam proses pengadilan. Kerusakan yang diakibatkan oleh pola-pola 
perambahan terorganisir seperti ini sangat massif. Tidak kurang dari 10.000 hektar 
kawasan hutan hujan tropis dataran rendah di Resort Sekoci - Besitang, telah 
hancur. Pembakaran yang berulang untuk menanaman sawit telah menghentikan 
proses suksesi alami di wilayah ini. Berdasarkan penelitian dengan mengamati plot 
permanen di Besitang, diperlukan waktu lebih dari 100 tahun untuk 
mengembalikan hutan pada kondisi awalnya. Kerusakan di wilayah Daerah Aliran 
Sungai (DAS) Besitang dan Sei Lepan mencapai 37%. Selain faktor curah hujan, 
hancurnya DAS inilah yang menjadi salah satu faktor pendorong banjir bandang di 
Kabupaten Langkat dan sekitarnya pada 21-22 Desember 2006 tersebut. 

Penegakan hukum yang sedang dilakukan oleh Balai TNGL beserta jajaran 
penegak hukum lainnya adalah sebagai “shock therapy” bagi siapapun yang 
mencoba untuk berspekulasi melakukan perambahan. Sejak dilakukannya 
penegakan hukum dan ujicoba pemusnahan sawit ilegal telah berdampak pada 
menurunnya upaya spekulasi pada cukong-cukong lahan dan atau kelompok-
kelompok yang tidak bertanggungjawab, untuk memperluas perambahannya. 
Kelompok-kelompok terorganisasir ini bukanlah orang miskin atau tak berlahan. 
Mereka memiliki lahan di tempat asalnya. Sementara, beberapa keluarga yang 
mencoba berspekulasi telah dimanfaatkan oleh kelompok terorganisir tersebut 
untuk merambah masuk ke dalam wilayah taman nasional. 

Ke depan, pola pengelolaan TNGL akan melibatkan berbagai komponen 
masyarakat setempat. Diakui bahwa penegakan hukum saja tidaklah cukup untuk 
menghentikan laju kerusakan hutan tersebut. Oleh karena itu, berbagai pola 
kolaborasi dan kerjasama dengan masyarakat akan terus dilakukan secara intensif. 
Pertama, masyarakat akan mendapatkan manfaat atau lapangan pekerjaan dengan 
melakukan reboisasi kawasan dan atau melakukan penjagaan/patroli bersama. 
Kedua, pihak Balai TNGL akan sangat terbantu dalam mengemban tugasnya 
menyelamatkan sisa-sisa hutan hujan tropis terpenting di Propinsi Sumatera Utara 
tersebut. Upaya win-win solution inilah yang akan ditempuh dalam mensikapi 
perkembangan pengelolaan TNGL di wilayah propinsi itu. 

Oleh karena itu, membangun kelembagaan kerjasama yang kuat 
merupakan tantangan ke depan. TNGL akan dijaga oleh masyarakatnya sendiri 
sebagai salah satu pilar konservasi taman nasional ke depan. Dan membangun 
suatu kelembagaan lokal, bukanlah tugas yang mudah, namun juga bukanlah hal 
yang tidak mungkin dilakukan. Francis Fukuyama dalam bukunya berjudul 
”Memperkuat Negara” (2005), menyatakan bahwa: ” Suatu negara yang kuat ditandai 
dengan kemampuannya menjamin bahwa hukum dan kebijakan yang dilahirkannya ditaati 
oleh masyarakat, tanpa harus menebarkan ancaman, paksaan, dan kecemasan berlebihan. 
Elemen dasar yang ada pada negara yang kuat adalah otoritas yang efektif dan terlembaga”. 

Dalam konteks pengelolaan TNGL, maka persoalan kelembagaan menjadi 
salah satu isu sentral yang harus dilakukan penguatan. Kolaborasi pengelolaan 
merupakan salah satu pilihan di mana diharapkan kebijakan konservasi di tingkat 
global dan nasional dapat diterjemahkan menjadi paket-paket kelembagaan 
pengelolaan yang tetap mempertimbangkan keseimbangan antara aspek (mikro) 
ekonomi-sosial/budaya-lingkungan. Tiga aspek pembangunan yang terlanjutkan 
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ini menjadi pilar dari berbagai inisiatif kelembagaan pengelolaan TNGL ke depan. 
Dalam beberapa tahun, diharapkan terbentuk kelembagaan kolaborasi desa-desa 
mitra TNGL atau TNGL mitra desa, di sepanjang batas taman nasional. 

Ketika hal ini dapat terwujud, penegakan hukum tidak lagi berwajah garang dan 
menimbulkan kecemasan. Ia akan diposisikan menjadi sekedar ”shock therapy” saja, 
dan oleh karenanya hanya ditujukan kepada master mind-nya atau aktor 
intelektualnya. *** 
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Waktunya Rakyat Terlibat Mengurus Hutan 
 

 

 

Hasil riset yang dipimpin oleh ahli geografi Indonesia, Belinda Margono - 
yang sedang studi doktor di Universitas Maryland USA, cukup mengejutkan 
banyak pihak. Ia menyatakan bahwa kehancuran hutan alam Indonesia periode 
tahun 2000 sampai 2012 adalah seluas 5,02 juta hektare atau hampir seluas negara 
Sri Lanka. Luas kerusakan pada tahun 2012 mencapai 840.000 hektare atau dua kali 
lipat lebih luas daripada kerusakan hutan alam di Brasil (460.000 hektare), pada 
tahun yang sama (National Geografi Indonesia, 1 Juli 2014). Kemana Kehutanan 
Indonesia akan kita bawa? 

Diskursus dan debat berkepanjangan di antara pemerintah, ahli kehutanan, 
praktisi, pemikir, dan LSM berkisar pada isu apakah rakyat bisa dipercaya untuk 
bisa mengurus hutan dengan lestari. Sejak Orba, eksploitasi komersial skala besar 
telah terbukti (ternyata) tidak mampu melestarikan sumber daya hutan produksi, 
walaupun sempat menyumbangkan devisa terbesar setelah minyak bumi di era 
1980-1990an. Di masa itu, masyarakat seperti tidak mendapatkan akses yang 
memadai dan terbatas hanya sebagai buruh atau pekerja di HPH. Kebijakan ini 
sudah dikoreksi selama lima tahun terakhir ini, termasuk pembatasan jumlah izin 
dan luas penguasaan lahan hutan produksi oleh HPH atau HTI. 

Potret Negara Lain 

Hasil kajian kerusakan tersebut merupakan potret akumulasi dari persoalan pola 
pengelolaan hutan skala komersial sejak 1970an. Pola yang saat ini telah dikoreksi 
dengan pembatasan penguasaan luas pengelolaan hutan untuk produksi kayu 
maupun hutan tanaman industri ini, belum mampu membuktikan suatu 
pengelolaan hutan lestari atau sustainable forest management (SFM). Bagaimana 
dengan posisi dan peranan masyarakat dalam pengelolaan hutan ini? 

Pemberian hak kelola kepada masyarakat ini ternyata telah berkembang 
menjadi gerakan di sebagian besar negara-negara Asia dan Amerika Latin. Pada 
tahun 2012, Pemerintah Nepal telah memberikan lahan seluas 1,2 juta hektare atau 
21 persen dari kawasan hutannya kepada 15.000 kelompok pengguna lokal dan 
kelompok pengguna hutan masyarakat. Pada tahun yang sama, Pemerintah 
Filipina mengalokasikan 6 juta hektare (38 persen dari lahan hutan) dengan 
pola community based forest management (CBFM) yang melibatkan 700.000 rumah 
tangga petani, dengan jangka waktu 25 tahun. Di India, walaupun joint forest 
management berusaha melibatkan masyarakat, baru pada tahun 2006 terbit UU Hak 
terhadap Hutan yang mengakui hak-hak bagi rakyat dan penghuni hutan 
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tradisional terjadwal, dibentuk koperasi-koperasi pengelola dan penanaman pohon 
secara mandiri tanpa dukungan dari luar dan sampai 2007 telah berdiri 548 koperasi 
penanam pohon. Undang-undang Reforma Agraria di Bolivia pada tahun 1996 
mengakui terhadap lahan-lahan kolektif dan bentuk aset properti komunal untuk 
penduduk pedalaman yang dikenal dengan Original Community Land (Ismatul 
Hakim dan Lukas R Wibowo, 2013).  

Hutan untuk Rakyat 

Di Indonesia, dorongan dikeluarkannya kebijakan pembangunan kehutanan yang 
memberikan manfaat bagi masyarakat dicetuskan pertama kali dalam Kongres 
Kehutanan VIII di Yogyakarta tahun 1978 dengan mencanangkan tema besar 
”Forest for People”.  Namun demikian,  kebijakan pemberian akses kelola hutan 
untuk masyarakat tuna lahan, kelompok miskin dengan lahan marginal, melalui 
gerakan sosial forestry atau perhutanan sosial baru dimulai gerakan pemikirannya 
pada awal 1980. 

Berbagai kajian dan dukungan terus mengalir. Setelah masa reformasi, 
lahirlah UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (ditindaklanjuti dengan PP No.6 
tahun 2007) yang mengamanatkan secara nyata pemberian akses masyarakat untuk 
turut serta mengelola hutan, untuk mendapatkan manfaatnya secara langsung. 
Akhirnya pada tahun 2007, Menteri Kehutanan menerbitkan keputusan yang 
sangat strategis tentang hutan kemasyarakatan dan tahun 2008 tentang hutan desa. 
Pemberian akses kelola hutan kemasyarakatan (Hkm) dan hutan desa (HD) ini 
diberikan dalam jangka waktu 25 tahun. Bahkan kebijakan pembangunan hutan 
tanaman rakyat (HTR), diberikan dalam jangka waktu 60 tahun. Dengan jangka 
waktu yang relatif panjang ini diharapkan ada jaminan kepastian bagi pemegang 
hak untuk dapat memanen hasil kayunya. 

Target yang dicanangkan oleh Menteri Kehutanan, dari tahun 2010-2014, 
akan diberikan akses 2,5 juta hektare hutan produksi dan hutan lindung untuk 
dikelola dalam bentuk Hkm dan HD. Walaupun luasan ini baru 3 persen dari luas 
hutan produksi dan hutan lindung di Indonesia, ini adalah kebijakan yang berani 
dan merupakan terobosan kebijakan yang sangat dinantikan oleh masyarakat 
hukum adat dan masyarakat di pinggir-pinggir hutan yang selama ini dianggap 
ilegal karena menggarap lahan kawasan hutan tanpa izin dari yang berwenang. 

Sampai dengan Bulan Februari 2014, para petani kopi di hutan-hutan 
lindung di Provinsi Lampung telah memperoleh izin Hkm dari Menteri Kehutanan 
pada lahan seluas 110.139 hektare. Sejak mengikuti program ini, mereka tidak 
dianggap sebagai penggarap liar. Potensi konflik sosial dapat diredam dengan 
kebijakan pemberian akses seperti ini, sekaligus masyarakat dapat dengan tenang 
meneruskan pengelolaannya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya. 
Tentu program ini harus dikawal dan dipastikan bahwa pola-pola wana tani 
(agroforestry), kombinasi tanaman kopi dengan berbagai jenis pepohonan sebagai 
peneduh dan nantinya penghasil kayu, terus dikembangkan sehingga fungsi 
hidrologi dari hutan-hutan lindung tersebut tetap bisa berjalan. 
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PR ke Depan 

Belajar dari berbagai perkembangan di negara-negara lain, menunjukkan suatu 
kecenderungan meningkatnya pemberian akses kepada masyarakat dalam 
pengelolaan hutan negara. Luas hutan produksi di Indonesia saat ini 75,4 juta 
hektare dimana 36,9 juta hektare belum dibebani hak. Seluas 5,9 juta hektare dari 
yang belum dibebani hak tersebut diarahkan untuk pembangunan HTI dan HTR. 
Saat ini luas izin HTI dan HTR yang telah diterbitkan adalah seluas 10,32 juta 
hektare (Sinar Harapan, 10 Juli 2014). Maka, hutan produksi yang belum dibebani 
hak seluas 20,68 juta hektare. Kementerian kehutanan sedang melaksanakan 
program pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), yang dilaksanakan di 
hutan produksi dan di hutan lindung. Pada kawasan KPH-KPH ini nantinya 
masyarakat dapat bermitra langsung dengan pengelola KPH untuk meningkatkan 
kesejahteraannya. Pekerjaan rumah kita bersama masih menumpuk, khususnya 
terkait dengan: 

1. Pengelolaan di tingkat tapak hutan-hutan produksi dalam bentuk pengelolaan 
KPH baik di hutan produksi maupun di hutan lindung, sekaligus mendorong 
peningkatan kemitraan dengan masyarakat sebagai solusi dari ketergantungan 
masyarakat dengan sumberdaya hutan yang telah menjadi KPH tersebut. Dari 
600 unit KPH, baru dibangun 120 unit sebagai model. 

2. Memberikan akses pengelolaan kepada masyarakat melalui skema Hkm, HD, 
dan HTR pada hutan-hutan produksi (yang belum ada pengelolanya), hutan-
hutan lindung, dan kemungkinan diperluas di kawasan konservasi. Pemberian 
akses pengelolaan ini merupakan solusi dari sengketa tenurial yang disebabkan 
oleh kemiskinan struktural masyarakat, khususnya yang tidak memiliki lahan 
atau yang berlahan sangat sempit. 

3. Mendorong pemerintah kabupaten dan provinsi untuk mendukung program-
program hutan kemasyarakatan, dimana Kementerian Kehutanan telah 
mendorong pemberian akses pengelolaan kawasan hutan negara untuk 
peningkatan kesejahteraannya, dengan jangka waktu selama 35 tahun dan 
dapat diperpanjang. Sampai dengan Juni 2014, dari Penetapan Areal Kerja 
(PAK) Hkm (323.972 Ha) dan HD (275.231 Ha) dari Menteri Kehutanan, baru 
20-25% yang ditindaklanjuti penerbitan IUP Hkm oleh Bupati dan penerbitan 
HPHD oleh Gubernur. 

4. Pendampingan sebelum PAK, proses IUP/HD, dan pasca IPU/HD masih 
diperlukan oleh masyarakat, dalam rangka meningkatkan kapasitasnya untuk 
memperkuat “Tiga K”, yaitu Kelola Kelembagaan, Kelola Kawasan, dan Kelola 
Usahanya. Peranan UPT BPDAS, Pemkab, Pemprov, CSO, dan para tokoh lokal 
sangat menentukan apakah program yang pro-rakyat ini dapat terus didorong 
untuk membangkitkan kesadaran dan kemandirian masyarakat sekaligus 
meningkatkan kesejahteraan dan perbaikan mutu lingkungan hidup.*** 

** Makalah disampaikan pada Seminar-Lokakarya “Optimasi Peran Pemerintah Daerah 
dalam Percepatan Program Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat”., IPB ICC, 22-23 Juli 
2014. Kerja sama Kementerian Kehutanan-Kemitraan Partnership. 
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Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa Sebagai Solusi 
Konflik Pengelolaan Hutan serta Penyelamatan Habitat dan 

Perlindungan Keragaman Hayati di Indonesia 

 

 

Fakta 

Kerusakan sumber daya hutan di Indonesia disebabkan oleh dua hal pokok. 
Kemiskinan (poverty) dan keserakahan (greediness). Kemiskinan disebabkan oleh 
rendahnya akses masyarakat untuk mengelola lahan. Keserakahan disebabkan oleh 
kebijakan yang lebih pro pada pelaku ekonomi skala besar. Pengalaman selama 35 
tahun lebih model pengusahaan hutan dengan sistem HPH dan HTI menunjukkan 
fakta tersebut. Masyarakat di sekitar hutan yang hutannya dieksploitasi (secara 
mekanis-komersial) tidak pernah bertambah taraf kehidupannya secara memadai. 
Saat ini, kawasan lahan kritis dan lahan eks HPH yang menjadi “tanah tak bertuan” 
atau open access mencapai 40 juta hektare. Penyebab kegagalan pengelolaan hutan 
ini menurut Handadari (2013), adalah penebangan kayu yang berlebihan, 
kebakaran hutan dan lahan, perambahan, konversi hutan untuk kepentingan non 
kehutanan, penambangan mineral, kelemahan penegakan hukum, dan budaya 
korupsi di semua pihak. Stok hutan alam semakin menipis. Saat ini, kayu yang 
dihasilkan dari hutan alam hanya mampu menyuplai 4-5 juta meter kubik per 
tahun. Pembangunan hutan tanaman industri atau HTI sampai tahun 2012 hanya 
mencapai 5,78 juta hektare. Capaian ini masih jauh dari kemampuan China yang 
dapat membangun hutan tanaman seluas 5,3 juta hektare per tahun, atau bahkan 
Vietnam yang mampu menanam 250.000 hektare setahun, sebelum tahun 1997 
(Handadari, 2013).   

Saat ini, di Sumatera dan Kalimantan telah terjadi perubahan penggunaan 
lahan yang luar biasa besarnya, khususnya meluasnya sawit, dengan dampak 
ikutannya dalam bentuk peningkatan perambahan besar-besaran di kawasan 
konservasi. Menurut Gunarso (2013), periode 1990-2000 adalah masa penanaman 
sawit besar-besaran di kawasan hutan primer. Pada periode 2005-2010, luas kelapa 
sawit di Indonesia telah mencapai 8 juta hektar. Perambahan di kawasan konservasi 
sebagai dampak negatif dari meningkatnya permintaan akan sawit terbukti di TN 
Tesso Nilo, Riau. Pada areal perluasan TN Tesso Nilo, yang merupakan eks HPH 
PT Nanjak Makmur, pada tahun 2007 telah dikuasai perambah seluas 8.768 hektar. 
Persoalan ini belum dapat diselesaikan sampai dengan saat ini (Wiratno, 2013). 
Perambahan sawit juga terjadi di TN Gunung Leuser, wilayah Besitang, Kabupaten 
Langkat sejak tahun 1999.  Tidak kurang dari 4.000 hektar kawasan hutan hujan 
tropis dataran rendah telah mengalami kerusakan dan sebagian besar telah 



Catatan Wisata Intelektual (2005-2020) 

182 
  

ditanami sawit oleh para perambah. Masalah ini sampai dengan saat ini juga belum 
dalam diselesaikan (Wiratno, 2013). 

Berbagai persoalan perambahan, baik di hutan-hutan produksi, hutan 
lindung, dan di kawasan-kawasan konservasi telah sampai pada situasi yang sulit 
untuk dicarikan jalan keluarnya. Sudah mencapai deadlock atau jalan buntu. 
Perambahan kopi di TN Bukit Barisan Selatan, misalnya, sudah seringkali 
diupayakan penegakan hukum dan penebasan kopi, namun persoalan tidak 
kunjung selesai. Penegakan hukum dengan biaya besar terbukti hanya mampu 
memberikan solusi sementara. 

Konflik-konflik tenurial di kawasan hutan tersebut di atas semakin 
meningkat, dan semakin kompleks. S Rahma Mary H (Huma) dan Noer Fauzi 
Rachman (Fakultas Ekologi Manusia - IPB) dalam artikelnya berjudul: “Mesuji, 
Cermin Konflik Agraria yang Kronis” (Media Indonesia, 26 Desember 2011) 
menguraikan berbagai persoalan konflik agraria antara masyarakat dan pengusaha, 
yang cenderung direspon represif oleh aparat negara da perusahaan. Kedua penulis 
mengungkap bukti-bukti bahwa selama 10 tahun terakhir terjadi 108 konflik agraria 
di 10 provinsi yang didominasi konflik tenurial di kawasan hutan (69 kasus), dan 
konflik perkebunan (23 kasus); dan BPN mencatat terdapat 8.000 konflik 
agraria. Sawit Watch mencatat konflik tanah di perkebunan kelapa sawit mencapai 
663. Konflik agraria ini melibatkan perusahaan perkebunan swasta dan BUMN, 
perusahaan pertambangan, taman nasional, dan Perhutani. 

Situasi ini juga dipertegas oleh pendapat pakar. Di Harian Kompas tanggal 
9 April 2014, Direktur Pusat Studi Antropologi, Fakultas Sosial Politik - Universitas 
Indonesia menyatakan bahwa, ”Kebijakan negara lebih mudah memberikan tanah 
kepada perkebunan besar. Terjadi ketimpangan penguasaan lahan oleh 
perusahaan-perusahaan skala besar yang belum tentu menyerap tenaga kerja. 
Pengabaian petani juga menimbulkan ancaman krisis pangan dan kemiskinan”. 

Mencari Solusi Damai 

Perhutanan sosial sebenarnya sudah digagas sejak tahun 1980-an. Namun secara 
nasional, kebijakan ini mulai muncul sejak diterbitkannya UU No. 41 tahun 1999 
pasca reformasi dan dipertegas lagi dengan terbitnya PP No.6 tahun 2006. Pada 
tahun 2007, terbit Permenhut No.  37 tahun 2007 jo P. 18 tahun 2009, P.13 tahun 
2010, P52 tahun 2011 tentang Hutan Kemasyarakatan, dan Permenhut No. 49 
tahun  2008 jo P.14 tahun 2010, P.53 tahun 2011 tentang Hutan Desa. 

1. Hutan Kemasyarakatan. Hutan kemasyarakatan (Hkm) adalah Hutan negara 
yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan 
masyarakat  setempat guna meningkatkan kesejahteraannya melalui 
pengembangan kapasitas dan pemberian akses  dalam pemanfaatan 
sumberdaya hutan secara   optimal, adil dan berkelanjutan dengan tetap 
menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup. Sejak 2010 sampai 
bulan Januari 2014, Hkm yang telah mendapatkan Pencadangan Areal Kerja 
(PAK) dari Kementerian Kehutanan adalah seluas 311.487 hektar, yang akan 
memberikan manfaat pada 822 Gapoktan/ koperasi yang memiliki anggota 
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sebanyak 77.555 KK. Apabila 1 KK terdiri dari 5 jiwa, maka sebanyak 387.775 
jiwa akan kena dampak positif dari pengembangan Hkm ini. 

2. Hutan Desa. Hutan desa (HD) merupakan hutan negara yang dikelola oleh 
desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
setempat  secara berkelanjutan melalui lembaga desa dalam memanfaatkan 
sumberdaya hutan secara lestari. Sampai dengan Maret 2014, hutan desa yang 
telah mendapatkan PAK dari Menteri Kehutanan seluas 234.174 hektar, tersebar 
di 137 desa, dan akan menyerap tenaga kerja atau berdampak untuk peningkatan 
ekonomi dan kesejahteraan bagi 61.885 KK atau 309.425 jiwa. Dengan demikian, 
kontribusi Hkm dan HD pada areal seluas 545.661 hektar, dalam penyediaan 
peluang usaha dan berusaha (sampai dengan Maret 2014), sebesar 697.200 jiwa. 

Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, dan Kemiskinan 

Pada tahun 2010, diperkirakan sekitar 31.957 desa atau 48,8 juta orang berada di 
dalam atau di sekitar kawasan hutan. Apabila dibandingkan dengan perkiraan 
jumlah penduduk Indonesia tahun 2013 sebesar 250 juta jiwa, maka jumlah warga 
yang tinggal di sekitar kawasan hutan sebanyak 19,5% atau seperlima dari total 
penduduk Indonesia.  Dari kelompok masyarakat yang tinggal dan 
menggantungkan hidupnya dari sumber daya hutan tersebut, sekitar 10,2 juta jiwa 
atau 21% masuk dalam kategori miskin. Maka peranan hutan kemasyarakatan dan 
hutan desa dalam penyediaan lapangan kerja dan akses mengelola lahan selama 35 
tahun, akan mencapai 6,8%. Angka ini belum termasuk penyerapan tenaga kerja 
dan peluang berusaha pada areal hutan rakyat. 

Ke depan, peranan hutan kemasyarakatan, hutan desa, dan pembangunan 
hutan rakyat dan kemitraannya akan dapat terus ditingkatkan, seiring dengan 
semakin banyaknya akses yang diberikan oleh Ditjen BPDASPS kepada 
masyarakat. 

Hutan Desa  dan Biodiversitas 

Kawasan hutan kemasyarakatan dan hutan desa sebagian besar masih memiliki 
tutupan hutan yang dalam kondisi baik, berupa hutan primer, sekunder, rawa 
gambut dalam, dan ekosistem atau habitat yang unik. Maka dari itu, di kawasan ini 
masih ditemukan keragaman hayati yang tinggi. Di HD Sungai Besar dan calon 
Hutan Desa Pematang Gadung, Kabupaten Ketapang - Kalimantan Barat, menurut 
survai yang dilakukan International Animal Rescue, pada Bulan Oktober 2012 
diperkirakan terdapat 500-800 individu orangutan kalimantan yang berada di 
kompleks hutan Pematang Gadung seluas 21.000 Ha (termasuk usulan HD seluas 
7.700 Ha). Di samping itu, ditemukan pula beruang madu dan tarsius dengan 
kepadatan rata-rata sampai 3,85 individu/km2. Bandingkan dengan kepadatan di 
TN Gunung Palung (4,3 individu/km2; TN Sebangau 2,35 individu/km2 dan TN 
Tanjun Puting 2,72 individu/km2). Ekosistemnya yang berupa gambut dalam juga 
merupakan salah satu pertimbangan betapa pentingnya kompleks hutan yang 
menjadi hutan desa di wilayah ini. Di hutan desa ini telah berhasil diinventarisir 94 
genus, dan 158 spesies dari 52 famili. Sebanyak 805 spesies menyediakan buah 
sebagai pakan orangutan. Sebanyak 1.816 atau 85% batang menyediakan bahan 
pangan bagi orangutan. 
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Hutan Desa  Sungai Besar dan calon Hutan Desa Pematang Gadung adalah 
salah satu contoh dari 137 hutan desa yang tersebar di seluruh Indonesia yang telah 
mendapatkan izin dari Menteri Kehutanan dengan total luas 234.174 hektar. Maka 
dari itu, ke depan, survai biodiversitas di kawasan hutan desa juga sangat penting 
dan menjadi prioritas yang perlu dilakukan bersama. Pengelola hutan desa tidak 
akan mampu melakukannya sendiri. Harus ada dukungan dari Balai KSDA/TN 
setempat, LSM, dan pemerintah daerah. Kantong-kantong habitat satwa liar yang 
tersebar di luar kawasan konservasi dan hutan lindung, masih dapat diselamatkan 
melalui skema pengelolaan hutan kemasyarakatan dan hutan desa, secara terpadu 
dan multipihak. Kerjasama antara Ditjen BPDAS PS dan Ditjen PHKA menjadi 
semakin penting dengan temuan ini.  

Hutan Rakyat di Jawa 

BPKH Wilayah XI telah melakukan kajian bersama MFP II pada tahun 2009 tentang 
potensi hutan rakyat di Pulau Jawa-Madura. Data tahun 1990-1993, dideteksi luas 
hutan rakyat di Pulau Jawa mencapai 1,9 juta hektare. Pada tahun 2000-2003, 
diperkirakan menjadi 2,7 juta hektare (mengalami kenaikan 800.000 hektare selama 
10 tahun atau 8.000 hektare per tahun). Dari luasan 2,7 juta hektare hutan rakyat di 
Jawa dan Madura tersebut, diperoleh potensi kayu sebesar 78,7 juta meter kubik. 

Pada tahun 2013, kebutuhan bahan baku kayu (log) di tingkat nasional 
diperkirakan sebesar ± 49  juta m3. Kebutuhan tersebut hanya dapat dipenuhi dari 
hutan alam sebesar ± 4 juta m3; Perhutani di Jawa menyediakan 922.123 m3 (454.778 
m3 jati dan 467.345 m3 kayu rimba); dan  hutan tanaman industri memasok ± 21 juta 
m3. Maka, sisa kebutuhan kayu tersebut dipenuhi dari hutan rakyat, dengan suplai 
sebanyak ± 23 juta m3. Hal ini membuktikan bahwa hutan rakyat telah mampu 
memberikan sumbangannya yang sangat besar dalam memasok kebutuhan kayu. 
Tentu hal ini akan meningkatkan kesejahteraan petani hutan rakyat di Jawa. Di luar 
Jawa, masih terdapat lahan kritis seluas 12 juta hektare di 108 Daerah Aliran Sungai 
(DAS) Kritis. Di samping itu, lahan di kawasan Hkm/ HD dapat ditingkatkan 
produktivitasnya dengan penanaman kayu-kayuan, minimal 400 batang per 
hektare. 

Beberapa Catatan Kritis 

Berkaca dari berbagai persoalan di atas, maka kebijakan pemberian akses jangka 
panjang yaitu sampai 35 tahun dan dapat diperpanjang, kepada masyarakat 
melalui skema hutan kemasyrakatan dan hutan desa, dapat diambil catatan penting 
sebagai berikut : 

1. Hkm dan HD adalah kebijakan yang ditujukan untuk memberikan akses 
masyarakat untuk memanfaatkan kawasan hutan dengan jangka waktu yang 
relatif panjang, untuk meningkatkan kesejahteraannya, tanpa melupakan 
tanggungjawab perlindungan, rehabilitasi, dan pengelolaan habitat satwa liar 
di dalamnya. 

2. Hkm dan HD diharapkan dapat mengurangi konflik-konflik tenurial atau 
konflik lahan yang tidak ada solusinya. Proses penegakan hukum yang 
memerlukan biaya sangat mahal terbukti tidak memberikan solusi nyata di 
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tingkat lapangan. Penegakan hukum masih diperlukan untuk tokoh-tokoh atau 
pemodalnya. 

3. Peserta Hkm dan HD memerlukan pendampingan dalam mengembangkan 
upaya untuk kelola kelembagaan, kelola kawasan, dan kelola usahanya. 
Peranan pemerintah di provinsi, kabupaten, lembaga swadaya masyarakat, 
lembaga penelitian, dan para pihak swasta sangat diperlukan, untuk 
mengawal, baik pada tahap pengusulan maupun pasca masyarakat 
mendapatkan izin. 

4. Kebijakan Hkm dan HD dapat dipertimbangkan untuk diujicobakan di 
kawasan konservasi secara selektif, dimana terjadi perambahan akibat 
kemiskinan dan kekurangan lahan yang akut dan tidak ada solusi selain 
dengan cara pemberian akses lahan dalam jangka panjang. 

5. Masyarakat miskin dan yang tidak memiliki lahan dan tinggal di pinggir hutan 
yang kehidupannya sangat tergantung dari sumber daya hutan dan lahan 
hutan, sebaiknya diposisikan sebagai bagian dari solusi pengelolaan hutan, 
bukan sebagai bagian dari persoalan. Masyarakat harus ditempatkan sebagai 
subjek pembangunan hutan dan bukan sekadar obyek.  

6. Hutan rakyat di Pulau Jawa yang telah berhasil dibangun dan dikembangkan 
telah terbukti mampu memasok kebutuhan kayu di tingkat nasional, sekaligus 
mampu menyejahterakan pengelolanya. Pola ini perlu dipacu untuk 
dikembangkan di luar Jawa, dengan berbagai pola kemitraan dan 
pendampingan, baik melalui skema Hkm, HD, dan kemitraan hutan rakyat. 

7. Perlu dilakukan survai keragaman hayati di Hkm dan HD khususnya pada 
kondisi tutupan hutan yang masih relatif baik untuk mengetahui potensi flora, 
ragam fauna, kondisi habitat dan upaya-upaya pelestariannya. Potensi ini perlu 
dimasukkan ke dalam rencana kelola Hkm dan HD.*** 
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Mengelola TWA Ruteng dalam Perspektif Alternatif Ketiga 
 

 

 

Selalu menarik mendalami karya-karya Sthephen R Covey. Salah satu 
karyanya sebelum ia meninggal adalah buku dengan judul: “The 3rd Alternatives” 
(2011). Yaitu alternatif Jalan Ketiga. Ia menggambarkan bahwa dimana-mana 
jawaban terhadap kejahatan adalah dengan melakukan penegakan hukum, 
menangkap penjahat setelah kejahatan terjadi. Menurutnya, membangun 
masyarakat beradab adalah tugas yang harus dilakukan, sebuah masyarakat yang 
didasarkan pada hubungan kuat dalam hal respek dan empati. Dan ini 
membutuhkan pemikiran Alternatif Ke-3 yang kreatif, seperti yang dilakukan oleh 
Ward Clapham, dari Royal Canadian Mounted Police. Satuan yang dipimpinnya 
merupakan satu-satunya satuan yang memiliki kata “proaktif” dalam pernyataan 
visi mereka. Misi utama mereka adalah “menjaga perdamaian”, yang merupakan 
konsep yang jauh lebih besar daripada sekadar menegakkan hukum. Clapham 
mendapati bahwa di departemen kepolisian, gaya polisi yang reaktif, bertindak 
setelah terjadinya insiden, dst. Tugas mereka adalah menangkap penjahat dan 
menarik anak-anak keluar dari jalanan. Tidak ada upaya untuk membangun 
hubungan yang mencegah kejahatan. Clapham bertekad untuk mengubah pola 
pikir ini, menciptakan kultur baru, dengan bantuan rekan-rekannya: “Pencegahan 
memiliki reputasi buruk, Bagi kebanyakan orang ini berarti segala hal yang harus 
di depan untuk mencegah kejahatan. Ini membutuhkan perubahan besar dalam 
masyarakat, menghapuskan kemiskinan, lebih terampil membesarkan anak, 
sekolah-sekolah hebat. Tidak ada anak yang ditinggal. Bukankah ini semua hebat? 
Ini terlalu besar, jadi polisi melakukan pekerjaan rutin, menangkap perusuh. 
Mencegah mereka berbuat onar bukan tugas kita. Namun, ini adalah kuncinya-
yang perlu anda lakukan bukan hanya melakukan tindakan terhadap kejahatan, 
meskipun ini penting. Yang kami sarankan untuk tugas polisi, pencegahan adalah 
tugas utamanya (halaman 382-387). 

TWA Ruteng sebelum Tahun 2012 

Menarik merenungkan hal-hal yang dilakukan oleh seorang polisi di Canada, 
ribuan kilometer jaraknya dari TWA Ruteng. Sebuah taman wisata alam yang 
hutannya juga berfungsi penting sebagai penyangga kehidupan karena nilai airnya 
yang bermanfaat bagi puluhan ribu jiwa di dua kabupaten: Manggarai dan 
Manggarai Timur.  Yang di masa 2004, atau sembilan tahun lalu, terjadi korban jiwa 
karena petani kopi di Colol dianggap merambah kawasan hutan tersebut. 
Penegakan hukum yang membawa korban jiwa dan puluhan cacat permanen yang 
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sebenarnya bisa dicegah. Masyarakat yang hidupnya sangat bergantung pada hasil 
kopi, untuk sekolah anak-anaknya dan menyambungkan cita-cita hidup bersahaja 
dalam hitungan beberapa generasi yang lalu. 

Dalam perspektif Alternatif Ke-3, maka peranan polisi-polisi hutan di TWA 
Ruteng, bukan hanya menangkap petani-petani yang dianggap sebagai perambah 
masuk ke dalam batas kawasan TWA Ruteng. Peranan petugas-petugas termasuk 
polisi hutan itu harus dirubah. Mereka harusnya bisa mencegah terjadinya 
kerusakan-kerusakan, perambahan-perambahan, penebangan kayu, perburuan 
satwa, dan sebagainya. Bagaimana caranya? Dalam konsep Alternatif ke-3, yang 
utama adalah membangun masyarkat beradab, sebuah masyarakat yang 
didasarkan pada hubungan kuat dalam hal respek dan empati. Sekali lagi, dalam 
hal respek dan empati. Mencari tahu “akar masalah” dari berbagai tindakan 
kejahatan atau pelanggaran hukum tersebut, bukan hanya gejalanya saja. 

Dalam hal pelanggaran di bidang kehutanan, akar masalahnya akan 
ditemukan sangat beragam. Mulai dari kemiskinan, yang disebabkan oleh banyak 
hal. Mulai dari dijualnya tanah-tanah untuk kebutuhan hidup atau karena dibujuk 
oleh spekulan tanah untuk dijual, terbelitnya masyarakat desa-desa pinggir hutan 
oleh para pengijon, agar menjual hasil kebunnya di masa masih muda sehingga 
hanya dijual dengan harga murah sekali, ditukar dengan uang cash karena 
kebutuhan yang mendesak, dan sebagainya. Tidak hadirnya petugas penyuluh 
ketika tanaman perkebunan mereka terserang hama dan penyakit yang akhirnya 
menyebabkan gagal panen. Semua ini adalah potret akar masalah yang berada di 
luar kendali, pengetahuan, dan pengalaman polisi hutan tersebut, sehingga yang 
terjadi adalah masyarakat yang dianggap melanggar, ditangkap dan diproses 
hukum. Bila ini terjadi, keluarga yang ditinggalkannya menjadi semakin miskin 
dan sengsara. Konflik-konflik batas kawasan hutan dengan lahan masyarakat yang 
tidak pernah diselesaikan menambah frustrasi masyarakat tersebut. 

Gambaran itulah yang terjadi di TWA Ruteng di masa tahun 2000an. 
Konflik batas yang tidak selesai, sehingga banyak kebun-kebun masyarakat yang 
masuk ke dalam batas TWA Ruteng. Tidak adanya forum dialog antara petugas 
dengan masyarakat. Mentalitas polisi hutan yang hanya bisa menjaga hutan, 
menangkap pelanggar tanpa mendalami motivasi atau latar belakang dari 
persoalan pelanggaran tersebut. Petani kopi yang sudah beberapa generasi 
menanam kopi, perubahan dari status hutan lindung menjadi taman wisata, yang 
berakibat pelarangan atau ancaman pembabatan kopi yang dianggap (secara 
sepihak) masuk dalam batas TWA Ruteng, menjadi penyebab akhirnya timbul 
korban nyawa petani kopi Colol pada 11 Maret 2004 yang terkenal dengan “Rabu 
Berdarah” tersebut. 

TWA Ruteng di Akhir 2012 

Memulai kultur baru mengelola kawasan konservasi, seperti TWA Ruteng dengan 
luas 32.000 hektare ini, didasarkan pada kenyataan sejarah sebagaimana diuraikan 
di atas. Mendalami budaya masyarakat Manggarai, bertemu dengan para tokoh-
tokoh kunci di masyarakat Adat, Gereja, LSM, dan pemerintah daerah kabupaten, 
menjadi bagian dari proses untuk “memahami”, mencoba menjadi pendengar yang 
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baik dan efektif, menelusuri bukti-bukti sejarah. Salah satu dokumentasi dari 
peristiwa “Rabu Berdarah” itu adalah diterbitkannya sebuah buku dengan judul 
yang provokatif: “Gugat Darah Pentani Manggarai”. Merupakan kumpulan tulisan 
dari berbagai pihak, yang prihatin akan tragedi kemanusiaan itu. Buku, yang 
tampaknya tidak menjadi perhatian staf Bidang II Ruteng ini menjadi momentum 
bagi penulis, sebagai seorang kepala Balai Besar KSDA NTT, ketika berkunjung ke 
Ruteng. Maka, dimulailah pertemuan-pertemuan yang tidak mengenal lelah, pesan 
pendek, dan komunikasi lintas budaya, lintas batas jabatan, dan lintas birokrasi 
yang biasanya sangat rigid, sangat formal. Kecurigaan antara petugas dengan 
masyarakat Colol semakin mencair dan menipis, disertai kunjungan ke rumah 
Gendang. Pertemuan di Gendang Tangkul, di Paroki Colol, dengan para janda yang 
suaminya menjadi korban menjadi momentum untuk proses rekonsiliasi. Suatu 
upacara yang dalam adat Manggarai disebut sebagai “Wai Luuk” atau 
perkabungan dan penyataan dari penulis sebagai wakil dari pemerintah untuk 
meminta maaf atas peristiwa yang terjadi, menjadi titik tolak cairnya “tembok” 
psikologis yang sudah hampir delapan tahun menjadi penghalang. Maka, sejak saat 
itu gerbang terbuka lebar, untuk suatu kerja sama. Tinggal bagaimana memelihara 
tali silaturahmi yang sudah ada ini untuk terus dilajutkan dalam berbagai 
bentuknya mengatasi banyak pekerjaan rumah lama yang semula tabu untuk 
dibicarakan. 

Di seluruh Indonesia, belum ada Balai Taman Nasional atau Balai KSDA 
yang berani memulai dialog secara terbuka dengan masyarakat, khususnya terkait 
dengan batas kawasan hutan. Klaim sepihak oleh pemerintah atas batas hutan di 
wilayahnya harus diterima oleh masyarakat. Hal ini sebenarnya hanya akan 
menumpuk bara konflik di kemudian hari. Ketika jumlah penduduk semakin 
banyak, ketika banyak pendatang dengan modal mulai membeli tanah-tanah 
masyarakat di desa-desa, maka mereka akan merangsek ke dalam hutan di 
kawasan konservasi. Bekerja dengan masyarakat dalam berbagai bentuk 
penyadaran bersama, adalah satu-satunya cara, agar kita mampu membendung 
degradasi lingkungan dan hutan akibat dari persoalan-persoalan tersebut. 

Forum Dialog 

Forum dialog menjadi satu-satunya cara, agar kita bersama-sama masyarakat 
membangun komunikasi dan menjadi tugas Balai TN/KSDA untuk mencerdaskan 
masyarakat. Masyarakat harus melek hukum, melek peta, harus bisa memakai GPS, 
harus mampu membaca peta. Prose sinilah yang sedang terjadi di Colol, sesuai 
dengan kesepakatan pada tanggal 12-12-12, di rumah Gendang Induk Colol. Untuk 
melakukan cek bersama terhadap batas-batas TWA Ruteng dan batas-batas lingko 
(kebun) atau puar (hutan) versi masyarakat.  Sebenarnya ini adalah sikap atau 
kebjakan yang biasa saja, bukan suatu yang istimewa. Namun, melihat kesejarahan 
konflik di Colol, maka, kerja bareng cek batas ini suatu yang luar biasa. Tidak 
pernah terjadi pemerintah (baca: BKSDA Ruteng, istilah masyarakat), mau duduk 
berjam-jam membicarakan persoalan yang sangat esensial bagi masyarakat, yaitu 
status tanah-tanah mereka, status kebun-kebun mereka. Peranan Romo Sonny dari 
Paroki Colol, tokoh-tokoh adat, Tu’a Golo, Tu’a Teno, dan seluruh staf Bidang II 
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Ruteng yang telah merasakan “pola kerja” baru, kultur kerja baru, menjadi faktor 
penentu keberlanjutan proses ini. 

Seorang Sosiolog UNAIR menyatakan bahwa dalam sistem 
demokrasi, kelembagaan dialog jadi bagian dari fungsi lembaga negara. 
Kelembagaan dialog secara normatif telah diatur dalam konstitusi dan perundang-
undangan sehingga negara harus menyediakan kelembagaan dialog untuk 
mengelola konflik politik secara konstruktif (Novri Susan: “Berkonflik tanpa 
Kekerasan”, Kompas 13 Mei 2013).  Menurutnya, diperlukan komunikasi inklusif, 
yaitu merupakan proses dinamis dari berbagai kepentingan untuk melakukan 
transformasi konflik, yaitu mengubah konflik menjadi pemecahan masalah yang 
konstruktif. Pada komunikasi inklusif, setiap aktor berkonflik berada pada relasi 
kuasa yang setara dan berpeluang sama dalam aspirasi tanpa penggunaan 
kekerasan. Komunikasi inklusif sendiri membutuhkan dua materi dasar: 
kelembagaan dialog dan kesadaran subjektif para aktor yang berkonflik. 
Kelembagaan dialog memasukkan setiap aktor berkonflik ke dalam aturan main, 
yang salah satu substansi pentingnya adalah praktik nir-kekerasan. Praktik nir-
kekerasan selalu memungkinkan terjadinya pertukaran informasi dan saling 
menyelesaikan masalah secara diskursif. Fase kesalingpahaman akan diikuti oleh 
kondisi konsensus di mana para aktor berkonflik harus mengikuti dan 
melaksanakan isi pemecahan masalah.  Dalam kelembagaan dialog ini diisyaratkan 
niat baik dari kepemimpinan dari struktur kekuasaan negara. Sebab, kelembagaan 
dialog pada dasarnya mengorbankan kepentingan sempit elitis dan mengutamakan 
kepentingan umum.   

Dalam perspektif penyelesaian konflik di TWA Ruteng melalui Lembaga 
Dialog yang disebut sebagai Tiga Pilar, juga didorong suatu prinsip yang disebut 
sebagai “Tiga A”, yaitu Ahimsa (tanpa kekerasan), Anekanta (tidak memaksakan 
kehendak, dan menghormati pendapat setiap peserta dialog), Aparigraha 
(menghormati nilai-nilai kebaikan universal, kemanusiaan, penghormatan pada 
hak asasi  manusia). Penulis setuju dengan pendapat tentang pentingnya suatu 
Lembaga Dialog ini, bukan hanya untuk kepentingan penyelesaian konflik-konflik 
politik, tetapi juga efektif untuk penyelesaian konflik-konflik sumber daya alam. 

Refleksi untuk Indonesia 

Apabila benar, 30-40 juta masyarakat tinggal di pinggir-pinggir hutan atau bahkan 
tinggal di dalam kawasan hutan, juga di kawasan konservasi, maka tidak ada jalan 
lain bagi pada Kepala Balai TN/KSDA di seluruh Indonesia, untuk membangun 
sikap yang konstruktif dalam menyelesaikan berbagai persoalan, termasuk 
masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan konservasi. Cegah terjadinya korban 
yang tidak perlu. Bangun forum atau lembaga dialog yang bukan hanya terjebak 
pada formalitas keproyekan, namun forum yang dibangun secara guinine. Forum 
yang dibangun berdasarkan niat yang baik untuk mencari titik temu penyelesaian 
berbagai perbedaan pendapat dan penyelesaian konflik secara damai.  Penegakan 
hukum adalah pilihan terakhir ketika dialog tidak mampu menyelesaikan masalah. 

Maka, perlu kita renungkan pendapat Stephen R Covey tentang Alternatif 
Jalan ke-3. Membangun respek dan empati. Membangun dan menjaga 
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perdamaian.  Utamanya bagi masyarakat yang tinggal di pinggir-pinggir hutan 
atau bahkan di dalam hutan, yang kehidupannya sangat tergantung pada sumber 
daya hutan tersebut. Konservasi pada dasarnya adalah membangun kesadaran 
bersama. Mendorong gerakan bersama, untuk mengelola hutan beserta isinya 
secara lebih bertanggungjawab, lebih berbudaya, dan untuk kepentingan 
masyarakat dan kemaslahatan umat manusia. Dari Colol upaya itu sedang kita 
rintis dan dikawal secara konsisten.*** 
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Policy Brief: Masa Depan Kelola Kawasan Konservasi 
Oleh: Wiratno, Petrus Gunarso dan Nurman Hakim 

 

 

Overview 

Pengelolaan kawasan konservasi saat ini dan ke depan tidak dapat dilepaskan dari 
pelibatan aktif pemerintah daerah, masyarakat adat dan masyarakat setempat, 
swasta-pelaku ekonomi lokal-nasional, pakar, praktisi, lembaga riset, lembaga 
keagamaan, LSM, dan media massa. Dalam kondisi ideal, pelibatan tersebut 
dimulai dari perumusan akar masalah (core problem) bukan hanya memotret 
gejalanya (sympton-nya), menetapkan tujuan bersama (common agenda), 
menyiapkan aksi bersama terpadu-berkesinambungan, melakukan pemantauan 
(monitoring) dan evaluasi untuk mendapatkan pembelajaran bersama (lesson 
learnt). Proses partisipatif ini diharapkan muncul kesadaran bersama, terjadi proses 
pencerahan dan pencerdasan bersama, sebagai hasil dari kerja sama yang intens 
atas dasar komunikasi asertif yang dibangun dan dikawal. 

Pengelolaan kawasan konservasi di masa datang tidak ditentukan 
sendirian oleh sektor Kehutanan, tetapi harus melibatkan para pihak dalam satu 
platform bentang alam (landscape). Pendekatan bentang alam akan mengurangi 
bahkan menghapus ego sektor dengan menetapkan tujuan pengelolaan bersama 
yaitu peningkatan produktivitas bentang alam bagi sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat. 

Ringkasan kebijakan ini disusun dalam rangka memberikan pemahaman 
membuka cakrawala dan mengundang sinergi yang bersifat inovatif guna 
mengatasi permasalahan pengelolaan kawasan hutan yang berada pada kondisi 
kritis dewasa ini. Pemikiran kreatif dan inovatif dengan pelibatan para pihak 
dengan tetap dalam kerangka dan dipandu oleh produktivitas dan fungsi 
ekosistem hutan. 

Rationale 

Mengapa perlu membangun proses-proses secara bersama? Beberapa alasan logis 
dapat digambarkan sebagai berikut : 

1. Banyak pihak yang memiliki kepentingan dengan  motif yang beragam 
terhadap sumber daya alam. Mulai dari mereka yang berada di tataran 
internasional, regional, nasional, provinsi, kabupaten, sampai ke 
tingkat grassroot, di tataran masyarakat yang langsung berbatasan dengan 
sumber daya alam tersebut. Pengelola kawasan konservasi tidak akan pernah 
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mampu mengelola secara soliter, karena berbagai keterbatasan staf, dana, 
sarana dan prasarana pendukungnya. 

2. Untuk dapat menggali nilai dan manfaat kawasan konservasi, perlu dilakukan 
dengan penerapan skill dan ragam disiplin keilmuan. Oleh karena itu, hampir 
semua bidang keilmuan sebaiknya  diperankan dalam menggali manfaat yang 
dikandung dari kawasan konservasi. 

3. Tradisi perencanaan yang dibangun selama ini adalah melalui pendekatan 
pembangunan sektoral yang bersifat parsial, soliter, rasional-topdown, tanpa 
didasarkan pada analisis data dan informasi yang valid updated, yang dicirikan 
dengan rendahnya proses partisipasi (participatory planning) dalam menjaring 
masukan para pihak. Tradisi perencanaan yang soliter ini berlanjut dalam 
proses pelaksanaan, monitoring dan evaluasinya. 

4. Pembangunan akan selalu mengubah bentang alam, tetapi setiap 
pembangunan berupaya untuk menghindari terjadinya kerusakan sekaligus 
mengurangi produktivitas. Di dalam praktiknya, karena masing-masing 
bekerja berdasar pada koridor keproyekan berbasis sektor dan keberhasilannya 
dilihat dari penyerapan anggaran, maka dampak terhadap bentang alam yang 
dibangun menjadi tidak terlihat bahkan di banyak tempat mengalami 
degradasi berat. 

5. Konservasi sumber daya alam dengan menyisihkan sampai dengan 10% 
perwakilan ekosistem ternyata tidak menjamin perlindungan dan pengawetan, 
apalagi pemanfaatannya secara lestari. Oleh karenanya, konservasi di wilayah 
produksi bahkan dimulai dari konservasi ek situ di rumah dan lingkungan 
perkotaan sampai ke bentang alam hutan perlu dilakukan sebagai komplimen 
bagi upaya konservasi. Penilaian wilayah dengan nilai konservasi tinggi di 
wilayah produksi menjanjikan sebuah upaya perlindungan, pengawetan dan 
bahkan pemanfaatan lestari dari bentang alam berhutan. 

Janji Kemerdekaan 

Kita sering kali melupakan bahwa dalam paragraf keempat Pembukaan UUD 1945, 
terdapat Janji Kemerdekaan, yaitu: “memajukan kesejahteraan umum dan 
mencerdaskan kehidupan bangsa”. 

Maka, sudah selayaknya dalam seluruh proses pembangunan, termasuk 
pembangunan di bidang kehutanan, lingkungan hidup dan konservasi alam, perlu 
melibatkan seluruh komponen anak bangsa. Bukankah, Pasal 33 UUD 1945, Ayat 3 
menegaskan  bahwa: “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya 
kemakmuran   rakyat. 

Kondisi Saat Ini 

Setelah 68 tahun merdeka, atau apabila dihitung dari terbitnya UU No.5 tahun 1990, 
telah 23 tahun pembangunan kawasan konservasi di Indonesia, pola perencanaan 
dan pengelolaannya, secara umum masih cenderung ekslusif, soliter dan tertutup. 
Sebagai akibatnya adalah: 
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1. Rendahnya pemahaman para pihak di luar sektor dan berakibat pada 
rendahnya dukungan atau partisipasi publik akan keberadaan dan upaya 
pelestarian kawasan konservasi tersebut. 

2. Rendahnya penilaian atas eksistensi (nilai keberadaan) kawasan 
konservasi dan penilaian yang hanya bersifat moneter/keuangan semata, 
sehingga sering kali disebut sebagai cost-center, dan membebani dana 
pembangunan nasional. Sektor kehutanan hanya dinilai dari penghasilan 
kayunya saja. Nilai yang jauh lebih besar, jasa lingkungan, nilai potensial 
keragaman hayati, nilai keindahan, justru masih dipandang sebelah mata. 

3. Ancaman terhadap kelestarian kawasan konservasi semakin meningkat akibat 
dari kedua faktor tersebut di atas, antara lain sebagai akibat dari rendahnya 
pemahaman bahkan di tingkat nasional (DPR, Bappenas, Keuangan dan 
seluruh sektor pembangunan). Hal ini mengakibatkan rendahnya dukungan 
kebijakan yang dapat menjadi sinergitas atau keterpaduan lintas sektor yang 
menempatkan kawasan konservasi sebagai “center of development”, dan sebagai 
asset pembangunan nasional, sekaligus asuransi bagi ketersediaan SDA masa 
depan bagi generasi muda penerus bangsa Indonesia. 

4. Rendahnya anggaran Kementerian Kehutanan menunjukkan betapa 
penghargaan atas pengelola 2/3 kawasan daratan Indonesia sangat rendah. Jika 
dilihat secara cermat, maka biaya pengelolaan hutan per ha di Indonesia baik 
untuk konservasi maupun produksi sangat rendah, sehingga tidak mungkin 
sanggup untuk membiayai kerusakan dan degradasi yang terakumulasi selama 
ini. tanpa kepedulian DPR dan Pemerintah atas keadaan ini maka keadaan dan 
masa depan sumber daya hutan Indonesia akan berada di tubir jurang. 

Modal Dasar 

Modal yang dapat ditawarkan oleh Ditjen PHKA adalah 27,2 juta hektar kawasan 
konservasi. Luasan ini adalah 6 kali lipat luas negeri Belanda, dimana  60% nya 
adalah taman nasional. Yang mendapatkan pengakuan global sebagai cagar biosfer 
sebanyak enam (TN Gunung Gede Pangrango, TN Gunung Leuser, TN Tanjung 
Puting, TN Lore Lindu, Pulau Siberut-termasuk TN Siberut, dan TN Komodo). 
Sedangkan yang ditetapkan sebagai Warisan Dunia (World Heritage), adalah TN 
Ujung Kulon, TN Komodo, TN Lorentz, Tropical Rainforest Heritage of Sumatra-TN 
Gunung Leuser, TN Kerinci Seblat, dan TN Bukit Barisan Selatan). 

Kondisi terakhir, berdasarkan data dari Direktorat Kawasan Konservasi 
dan Bina Hutan Lindung, terdapat 2,7 juta hektar kawasan konservasi yang terbuka 
(open area), yang perlu dicek oleh UPT, apakah itu fenomena alam atau akibat 
gangguan kawasan. Namun, berdasarkan data dari Ditjen Planologi, terdapat 3,7 
juta hektar kawasan konservasi yang direkomendasikan untuk direhabilitasi. 

Data perambahan dan perubahan penggunaan lahan yang seharusnya 
dapat terkumpul dengan telah tersedianya unit pengelola kawasan konservasi, baik 
itu Taman Nasional, maupun BKSDA dan Balai Besar KSDA sampai hari ini belum 
sepenuhnya terkumpul dan terjadi pembiaran yang menahun. Upaya serupa juga 
tidak dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten yang diserahi tugas 
pengamanan hutan lindung. Sebagai akibatnya, terdapat wilayah open accees yang 
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maha luas yang tidak produktif, di tengah ketakutan akan ketahanan dan 
keamanan pangan yang mendera dunia. 

Kondisi yang Diinginkan 

Mempertimbangkan kondisi tersebut di atas, dan khususnya dalam situasi otonomi 
daerah saat ini, maka di masa RPJM 2015-2019, diusulkan kondisi-kondisi yang 
diinginkan sebagai berikut: 

a. Internal Ditjen PHKA 

1. Eselon II Ditjen PHKA perlu memastikan bahwa UPT menguasai persoalan 
dan potensi di setiap kawasan konservasi yang menjadi tanggung 
jawabnya. Kelola dengan pendekatan Resort Based Management (RBM) 
menjadi salah satu alatnya yang strategis, untuk membangun baseline data 
sebagai dasar membuat perencanaan spasial dengan  data yang lebih valid, 
reliable, updated dan upaya untuk mendorong staf kembali ke lapangan 
bukan hanya patroli rutin, tetapi juga membangun taktik dan 
strategi menjaga kawasan bersama para pihak. 

2. Eselon II Ditjen PHKA perlu melakukan pendampingan kepada 77 UPT (TN 
dan KSDA) untuk memastikan bahwa pihak UPT melakukan konsultasi 
publik (kepada Pemrov, Pemkab, masyarakat penyangga dan para pihak 
yang relevan). Dilakukan secara intens bukan hanya formalitas, terhadap 
berbagai perencanaannya, dengan tujuan mendapatkan masukan yang 
konstruktif dan aspiratif - kontekstual. Pelibatan Pusat Pengendalian 
Pembangunan Kehutanan dalam pendampingan ini perlu dilakukan, 
sebagaimana telah dilakukan oleh Pusdalbanghut Regional II. 

3. Ditjen PHKA perlu segera membangun sistem “human resource development, 
reward and punishment, stick and carrot untuk kinerja 77 UPT, termasuk untuk 
seluruh stafnya yang berprestasi atau melakukan pelanggaran. Komunikasi 
dengan para mitra - LSM dalam penilaian serta peningkatan kapasitas perlu 
terus ditingkatkan. Berikan peran yang jelas dan tegas kepada LSM yang 
bergerak dalam upaya konservasi alam untuk berbagi peran dan tidak justru 
menggadaikan atau menjual kelemahan untuk dipermalukan di forum 
internasional bagi keuntungan lembaga. Kemampuan berkomunikasi 
dengan LSM perlu ditingkatkan dengan bekerjasama dengan lembaga-
lembaga keilmuan, Universitas, dan LSM yang bergerak di bidang 
pembangunan berkelanjutan. 

4. Eselon II perlu melakukan kunjungan mendadak (sidak/blusukan) di UPT-
UPT untuk melihat secara langsung persoalan, upaya yang telah dilakukan, 
dan upaya-upaya pengembangan potensi kawasan, kerja sama di daerah 
penyangga dan dalam hubungannya dengan pemerintah daerah dan 
lembaga swadaya masyarakat. Kunjungan ini juga untuk mengukur tingkat 
atau kemampuan leadership Kepala UPT dan pejabat struktural di 
bawahnya. Libatkan pihak ke tiga, wartawan dan LSM dalam kegiatan 
semacam ini untuk meningkatkan efektifitas hasilnya. 
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b. Dukungan  Eselon I Kemenhut 

1. Biro Perencanaan perlu  mendorong inisiatif terpadu perencanaan 
pembangunan, antara lain dengan memosisikan kawasan konservasi 
sebagai “center of development”. UPT PHKA yang mengelola suatu kawasan 
konservasi yang luas, dapat didukung Eselon I Kemenhut, melalui berbagai 
dukungan di daerah penyangganya. Skema HkM, Hutan Desa, Hutan 
Rakyat, KBR, dapat menjadi “Katup Pengaman Sosial”, untuk mengurangi 
ketergantungan masyarakat dengan kawasan konservasi, khususnya 
masyarakat yang tidak memiliki lahan. Forum DAS dapat menjadi 
kendaraan untuk pengembangan pola ini, melalui pendekatan landscape 
management. 

2. Ditjen Planologi perlu membantu dinas-dinas kehutanan provinsi dan 
kabupaten dalam penguasaan ilmu dan teknologi perpetaan dan pelatihan 
dasar terkait lainnya,  melalui berbagai pelatihan dan pendampingan. 
Berdasarkan informasi dari Kapusdal  Regional II, banyak sekali dinas 
kehutanan di berbagai kabupaten yang memerlukan penguatan kapasitas 
stafnya dalam bidang perpetaan ini. Sementara itu, BPKH  perlu mendorong 
reformasi mekanisme tata batas yang di banyak wilayah, mengalami konflik 
dengan masyarakat. Participatory mapping, bersama masyarakat, menjadi 
salah satu alat peredam konflik dan menjadi tool  atau  Forum Dialog 
Penyelesaian Konflik batas secara damai, tanpa menimbulkan korban. 
Termasuk membuat masyarakat lebih “melek peta” dan cerdas karena 
diajari bagaimana membaca peta, menggunakan GPS, dan hal-hal lainnya 
terkait dengan peraturan perundang-undangan kehutanan. 

3. Litbang Kehutanan dapat lebih proaktif mendorong agenda riset murni  dan 
terapan di kawasan konservasi, untuk mendukung manajemen kawasan, 
spesies, dan sebagainya. Sementara UPT juga aktif mempromosikan potensi 
kawasan ke Badan Litbang Kehutanan, untuk mencari sinergitas dan 
kemungkinan kerja sama yang saling menguntungkan. 

4. Badan Penyuluhan Kehutanan perlu memfasilitasi proses-proses 
penyuluhan terpadu di Bakorluh Provinsi dan Kabupaten, dalam rangka 
pengembangan daerah penyangga di kawasan-kawasan konservasi. 
Mendorong dibangunnya sistem penyuluhan terpadu lintas sektor 
pembangunan di daerah. Penyuluhan terpadu lebih efektif dibandingkan 
dengan model penyuluhan berbasis sektoral. 

5. Kemenhut perlu mendorong kerja sama dengan lembaga-lembaga 
keagamaan (Gereja, Pesantren, MUI, Keuskupan) untuk mendorong 
berbagai bentuk gerakan penyadaran atau penyelamatan lingkungan, antara 
lain melalui upaya-upaya pengelolaan kawasan konservasi dan daerah 
penyangganya, dalam cakupan yang beragam. Saat ini di TWA Ruteng, 
BBKSDA NTT mengembangkan pola pengelolaan yang melibatkan Tiga 
Pilar (Pemkab-Gereja-Masyarakat Hukum Adat). Mendorong terbangunnya 
modal sosial melalui Tiga Pilar, yang selanjutkan akan didorong suatu 
gerakan konservasi secara bersama-sama, terpadu, dan berkelanjutan. 
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6. Kemenhut perlu mendorong pengembangan Jejaring Pakar-Praktisi-Swasta 
dalam pengembangan dan pemanfaatan keragaman hayati di dalam 
kawasan konservasi. Sejak 2009, BBKSDA NTT bekerja sama dengan pakar 
biologi kelautan, Dr Agus Trianto dari Kelautan UNDIP, melakukan 
penelitian potensi Candidaspongia sp  yang ada di TWA  Laut Teluk Kupang, 
untuk mendapatkan senyawa  anti kanker, yang mulai menunjukkan hasil 
yang positif. Oleh karenanya, terus dilanjutkan sampai saat ini dengan 
berbagi pendanaan dan berbagi pengalaman termasuk transfer of knowledge 
and experiences. 

c. Dukungan Lintas Kementerian 

1. Peranan Bappenas dalam rangka mendorong dan mengapresiasi kabupaten-
kabupaten yang telah terbukti mendukung atau membantu upaya-upaya 
konservasi di kawasan konservasi, antara lain melalui pendampingan dalam 
rangka penguatan spasial planning, mendukung Kemenhut untuk 
percepatan pembangunan KPHK/KPHL, dan berbagai inisiatif penguatan 
ekonomi masyarakat di daerah penyangga, melalui kementerian terkait. 
Skema DAK perlu dibangun dengan skema yang di masa lalu disebut 
sebagai INPRES Kawasan Lindung. Kabupaten yang pro lingkungan 
mendapatkan DAK Lingkungan yang lebih besar daripada kabupaten yang 
kurang atau tidak mendukung penyelamatan lingkungan. Tentu dengan 
pendampingan yang ketat dalam perencanaan dan pelaksanaannya.                

2. Dalam beberapa kasus di kawasan konservasi, peranan Meko Kesra dan 
Kementerian Sosial sangat penting, seperti kasus perambahan yang 
disebabkan oleh pengungsian korban konflik Aceh, di TN Gunung Leuser 
wilayah Kabupaten Langkat (sejak 1999). Perambahan di SM Kateri, Kab 
Malaka, NTT, pada tahun 1999, akibat dari masuknya warga baru eks Timur 
Timur ke KNRI, hanya mendapatkan fasilitas rumah tanpa lahan garapan 
untuk hidup. 

3. Peranan Kementerian Sosial dan Kementerian PDT, terkait dengan program 
pengembangan masyarakat dan atau program pemukiman masyarakat yang 
dianggap terasing, orang Mentawai di TN Siberut, suku Anak Dalam di TN 
Bukit Dua Belas, suku Talang Mamak di TN Bukit Tiga Puluh, suku Dayak 
di TN Kayan Mentarang, TN Betung Kerihun, dan sebagainya. 

4. Peran Badan Pertanahan dalam kerangka PRONA dapat dilibatkan dalam 
memperkuat tata batas hutan dengan memprioritaskan penataan batas 
kawasan hutan dengan sertifikat tanah pedesaan di batas kawasan-
kawasan  konservasi, utamanya taman nasional. Kerja sama ini dapat 
dilakukan terutama di daerah yang rawan perambahan sekaligus daerah 
yang pertumbuhan ekonominya cepat karena terbukanya akses. 

5. Peranan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam hal 
membantu sharing data dan informasi tentang kegunungapian di kawasan 
konservasi, untuk kepentingan penyusunan Rencana Pengelolaan, termasuk 
zonasinya. Dari 128 gunung api di Indonesia, sebanyak 46 gunung api atau 
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36% terdapat di 35 kawasan konservasi. Maka peranan BNPB ini sangat 
penting.     

6. Peran BKKBN dalam pengentasan kemiskinan bagi masyarakat peserta KB 
pedesaan dapat dimanfaatkan sekaligus dalam peningkatan penghasilan 
serta pengurangan kemiskinan di sekitar kawasan hutan, dan dikaitkan 
dengan penyuluhan tentang penyelamatan hutan di sekitar desanya. Maka, 
penyuluhan lingkungan dan penyelamatan hutan dapat disinergikan 
dengan penyuluhan KB Pedesaan. 

7. Peran Kementerian Dalam Negeri dalam mengakomodasi pengembangan 
wilayah atau pemekaran harus mengacu pada keadaan bentang alam dan 
bukan hanya mengacu pada entitas atau kepentingan politik, yang justru 
akan berpotensi menimbulkan bentang alam yang terfragmentasi. 

Demplot ICDP 

Dalam merealisasikan upaya keterpaduan antara konservasi dan pembangunan 
atau Integrtaed Conservation and Development Programme ((ICDP), diperlukan suatu 
percontohan atau demonstration plot (demplot). Misalnya, dalam suatu DAS kritis 
yang terdapat kawasan konservasi, dan potensi hutan produksi, hutan lindung 
yang dapat dibangun kegiatan hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan rakyat, 
kebun bibit rakyat, penangkaran flora dan fauna, praktik SILIN,  kebun kayu bakar, 
makanan ternak, agroforestry, agrosilvopastur, dan sebagainya. Didukung dengan 
pemanfaatan jasa lingkungan, seperti air untuk pertanian, air minum, irigasi 
pertanian, mini-mikro hidro, panas bumi terpadu, dan masih banyak yang lainnya. 

Maka, dapat dimulai program terpadu itu termasuk pengembangan daerah 
penyangganya.  Ambil satu atau dua provinsi dengan kepala dinas kehutanan 
provinsi dan kabupatennya yang proaktif dan memiliki semangat membangun 
kehutanan. Alokasikan program terpadu selama lima tahun secara konsisten 
dengan dukungan pendanaan multi-years. 

Bappenas dapat menjadi wasit dalam mengatur alokasi perencanaan dan 
penggunaan lahan di provinsi yang telah ditunjuk sebagai demplot tersebut, 
sehingga dapat dijamin tidak ada intervensi kebijakan yang kontra produktif 
(perubahan penggunaan lahan, proyek mercusuar skala besar) yang dapat 
mengganggu proses pembangunan keterpaduan lintas sektor (hulu-hilir) yang 
memosisikan kawasan konservasi dan kawasan hutan penyangga lainnya 
sebagai “center of development” tersebut. 

Demplot semacam ini kemudian dapat didaftarkan ke dalam berbagai 
inisiatif internasional untuk menunjukkan bahwa kita bekerja dan berusaha 
memperbaiki keadaan. Program seperti - Global Partnership on Landscape 
Restoration (GPFLR) - di mana di dalamnya menonjolkan kisah sukses dari berbagai 
belahan dunia, akan meningkatkan semangat petugas lapangan. Inisiatif lain yang 
dapat diacu adalah Bonn Challenge - yang mempromosikan restorasi hutan seluas 
150 juta hektar sampai dengan tahun 2020. Berbagai inisiatif global dan regional 
akan mendorong kita lebih terbuka bahwa kita hidup dalam satu planet yang sama. 

 



Catatan Wisata Intelektual (2005-2020) 

198 
  

Penutup 

Demikian, beberapa pemikiran dan renungan tentang kelola kawasan konservasi 
dalam konteks landscape yang lebih luas dalam skala DAS atau Sub-DAS, hulu-hilir 
serta lintas sektor pembangunan  ke depan, yang tidak akan pernah bisa dilakukan 
secara eksklusif, parsial, soliter, dan tertutup. 

Keadaan di lapangan sudah demikian mengkhawatirkan, dan oleh 
karenanya yang harus segera dilakukan adalah tidak memperpanjang diskusi dan 
seminar tetapi mempercepat kegiatan di lapangan dan melakukan kegiatan 
lapangan yang tepat waktu. Penyusunan proyek atau rencana kegiatan hendaknya 
mengacu pada kerangka jangka panjang pengelolaan dan bukan hanya mengejar 
penyerapan anggaran semata.*** 

 

* Proposal untuk Bahan Diskusi Penyusunan RPJM Kemenhut 2015-2019 (Biro 
Perencanaan, Solo 14 November 2013) 

**   Wiratno, Kepala Balai Besar KSDA NTT;  
     Petrus Gunarso, Direktur Tropenbos International, Indonesia Programme 
     Nurman Hakim, Karya Siswa S2 IPB, Penggerak Resort Based Management, 

Direktorat KKBHL, Ditjen PHKA 
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Pendekatan Budaya dalam Menjaga Lingkungan: Kontribusi 
Kerja Jurnalisme dan Pemikiran Frans Sarong 

 

 

Frans Sarong, seorang wartawan senior Harian Kompas, saya kenal 
pertama ketika awal penugasan saya di Balai Besar Konservasi Sumber daya Alam 
(BBKSDA) NTT pada sekitar Maret tahun 2012. Pada saat itu, langsung saya 
“pamer”  kawasan konservasi apa saja yang kita kelola. Pak Frans 
sangat surprise ketika saya tunjukkan foto TWA Menipo. Tak lama setelah itu, kami 
sudah sepakat untuk ke lapangan bersama-sama. Taman wisata alam yang 
terletak di Desa Enoraen, Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang, berjarak 
119 km dari kota Kupang dimuat di Harian Kompas tanggal 21 September 2012. 
Saya takjub dengan judulnya: “Mengamankan Menipo, Menghormati Leluhur 
Menifon”. 

Kami yang bekerja di konservasi, sering kali fokus mengurus fauna, seperti 
rusa timor, kakatua kecil jambul kuning, dan penyu lekang serta habitatnya di 
hutan savana campuran. Pak Frans dengan kepekaan budaya seorang wartawan 
senior “memotret” Menipo dari perspektif yang jauh lebih dalam. Ia mampu 
menggali sejarah Menipo yang ternyata terkait dengan leluhur terhormat 
masyarakat Enoraen dan sekitarnya. Kawasan aslinya bernama Menifon, kata ini 
berasal dari paduan nama suami istri, Meni dan Fon. Merekalah yang 
mengupayakan pelestarian rusa timor di Menipo. Maka, tradisi pelestarian rusa 
timor dan habitatnya berakar dari sejarah dan penghormatan masyarakat kepada 
leluhurnya.  Temuan Pak Frans ini sangat menarik bagi pengelola kawasan 
konservasi, apabila ingin mendapatkan dukungan dari masyarakat dalam 
pengelolaan kawasan konservasi di masa depan. 

Bukan ‘Kertas Putih’ 

Kawasan hutan, kawasan konservasi di Indonesia tidak bisa dipandang atau 
dianggap sebagai hamparan kertas putih, tanpa persoalan, tanpa klaim, konflik, 
dan sebagainya. Kawasan hutan, kawasan konservasi di Indonesia memiliki sejarah 
panjang, terutama interaksi masyarakat dengan kawasan tersebut sebagai sumber 
penghidupannya, yang juga menjadi bagian dari lahirnya kebudayaan di wilayah 
itu. Ketika negara klaim suatu kawasan hutan menjadi hutan negara, sejak saat itu 
pula muncul berbagai persoalan dengan masyarakat, khususnya masyarakat yang 
telah tinggal di sekitar hutan atau bahkan di dalam hutan dalam tempo yang 
panjang, dari generasi ke generasi. Bahkan tidak semua batas kawasan hutan yang 
ditetapkan pada zaman penjajahan Belanda, disepakati oleh masyarakat, terutama 
masyarakat (hukum) adat. Maka, pengelolaan hutan bukan semata-mata berbekal 
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ilmu biologi, ilmu ekologi, ilmu zoologi, ilmu taksonomi, dan lain sebagainya. 
Kelola hutan memerlukan dukungan ilmu-ilmu sosial, antropologi, arkeologi, 
budaya, sejarah dan sebagainya. 

Dalam perspektif inilah, maka buku Pak Frans, berjudul “Serpihan Budaya 
NTT” menjadi sangat relevan dan menemukan momentumnya. Sebanyak 43 ficer 
yang membentang dari kunjungan lapangan seorang Frans Sarong dari tahun 1990 
(yang menghasilkan ficer tentang “etu” di Boawae, kampung tradisional sebelah 
timur Ngada dan perkampungan kebudayaan di Wolotopo, Ende) sampai dengan 
tahun 2012. Perjalanan spiritualnya sebagai bukan sekedar seorang wartawan, 
tetapi menurut saya, Pak Frans lebih tepat disebut sebagai seorang “budayawan” 
yang wartawan. Ia bukan hanya “memotret” masyarakat dan serpihan budayanya, 
ia juga sering kali merujuknya ke berbagai teori dan para pakar lalu membiarkan 
pembacanya membangun persepsi atas apa yag dituliskannya. Ini yang menarik 
dari percikan perenungan seorang Frans Sarong. 

Potret yang dituliskannya dari ke 43 ficer nya, adalah bukti nyata daya tarik 
NTT bukan hanya dari sejarah alamnya yang unik. Tetapi juga dari pembentukan 
budayanya yang sangat tua dan menarik untuk terus diteliti, agar kita lebih 
memahami kosmologi manusia NTT dalam kaitan dan persentuhannya dengan 
alam, yang pembentukannya masih dalam perdebatan panjang bagi para pakar 
geologi.         

Di dalam kawasan konservasi dan daerah penyangganya, bukalah kawasan 
tanpa masalah. Wilayah tanpa dinamika. Ia bukanlah sebuah “kertas putih” tak 
bernoda, atau bahkan sobek, tergores, kumal dan centang perenang. Sepanjang 
sejarahnya, manusia telah berinteraksi dengan hutan dalam berbagai bentuknya. 
Bahkan sebelum republik ini lahir, manusia telah hidup dari hutan dan 
menggantungkan kehidupannya dari hutan. Kayu untuk rumah, untuk perahu, 
keperluan kayu bakar, rotan, buah-buahan, obat-obatan tradisional. Di banyak 
tempat, hutan adalah bagian dari tempat dan siklus perladangan berpindah. Di 
Mentawai, misalnya, hutan juga sumber pangan, terutama ia menyediakan sagu; 
sumber protein dari hasil perburuan tradisional, dan lain sebagainya. Bahkan hutan 
dipandang oleh sebagian besar masyarakat nusantara yang tinggal di dalam dan di 
sekitarnya bukan sekedar wilayah untuk pemenuhan hajad hidupnya. Ia juga 
dipandang sebagai wilayah sakral. 

Budaya mereka dibentuk atas interaksinya dengan hutan. Tempat asal 
mula nenek moyang mereka hidup dan mempertahankan kehidupan dan 
keturunannya beratus tahun. Dalam perkembangannya, dan dalam 
persentuhannya dengan kehidupan modern, semakin terbukanya akses, 
komunikasi, transportasi,  perpindahan penduduk, tumbuhnya kota-kota baru, 
telah mempengaruhi pola-pola kehidupan, orientasi hidup,  dan interaksi 
masyarakat dengan hutannya. Nilai-nilai adat dan budaya di banyak tempat, mulai 
terkikis, pelan tapi pasti, menuju situasi dimana adat dan budaya hampir 
kehilangan ruhnya. Penghormatan terhadap nilai-nilai itu semakin luntur seiring 
dengan meningkatnya kebutuhan hidup dan tuntutan hidup yang disebut sebagai 
“modern”.   
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Perkembangan di atas di banyak tempat, diperparah dengan semakin 
meningkatnya konflik antara pengelola kawasan konservasi dengan masyarakat di 
sekitarnya atau yang tinggal di enclave dalam kawasan tersebut. Dalam kasus di 
TWA Ruteng. Dilema dan konflik  itu nyata. Puncaknya adalah peristiwa “Rabu 
Berdarah” tanggal 11 Maret 2004. 

Konstruksi Pengetahuan tentang “Hutan”. 

Prof San Afri Awang, dalam pengukuhannya sebagai Guru Besar Perhutanan Sosial 
(Social Forestry), UGM,  ternyata sejalan dengan pandangan bahwa hutan bukan 
“kertas putih”. Hutan bukan sekedar kumpulan flora dan fauna. Ontologi (hakikat 
ilmu hutan/kehutanan) atau OH konvensional sebagai fungsi flora, fauna dan 
ekosistem atau OH = f (flora, fauna, ekosistem). Ontologi pengetahuan kehutanan 
ini dibentuk dan dikonstruksikan oleh asupan substansi yang terkait dengan flora, 
fauna, dan ekosistemnya saja. Selanjutnya dinyatakan bahwa pengertian hutan 
(forest) sebagai satu ekosistem yang ditandai oleh tutupan pohon padat atau kurang 
padat dan menempati areal yang luas, sering terdiri dari tegakan yang variatif di 
dalam karakternya seperti komposisi jenis, struktur, kelas umur, dan secara 
bersama-sama berasosiasi dengan padang rumput, sungai, ikan, dan hewan-hewan 
liar (Helms, 1998 dalam Awang (2013).  

Pengertian seperti itu juga dikembangkan di perguruan tinggi kehutanan 
di Indonesia, dan menghasilkan lulusan yang bekerja di instansi 
pemerintah.  Akibat dari ontologi tersebut, maka epistemologi (proses 
pembentukan pengetahuannya) dan metodologi yang terbangun memposisikan 
manusia (masyarakat) berada di luar konstruksi pengetahuan/ilmu pengetahuan 
kehutanan dan kebijakan kehutanan. Semua ini menghasilkan model 
pembanguann dan tindakan manajemen hutan dalam semua fungsinya yang tidak 
pro rakyat dan tidak pro-poor. Prof San Afri Awang mengajukan konsep Eco-
Friendly Forest Management (EFFM).  EFFM adalah pengetahuan hutan yang 
menjadi alternatif, yang didasarkan pada perubahan ontologi baru hutannya 
menjadi OH = (flora, fauna, manusia, ekologi). Ontologi hutan seperti ini sangat 
realistis dan dapat lebih diterima oleh pengetahuan lokal masyarakat Indonesia. 
Konstruksi pembangunan hutan seperti ini secara pasti dapat menjamin eksistensi 
manusia, rakyat, dan masyarakat yang bergantung pada sumber daya hutan yang 
didasarkan atas pengetahuan ekologi bersahabat antar subsistemnya, sebagai 
proses kebudayaan masyarakat. Prinsip-prinsip bio etik, bio ekonomi, dan bio 
ekosistem, merupakan sumber pengetahuan sosial yang layak dan wajib diadopsi 
oleh  pemerintah/Kementerian Kehutanan dan institusi pendidikan yang 
menyelenggarakan pembangunan hutan dan pengembangan ilmu kehutanan 
(Awang, 2013). Aliran pemikiran Prof San Afri Awang ini sebenarnya sama dengan 
pemikiran dan konsep Arne Naess tentang Deep Ecology atau “Ekologi Dalam”. 

Pandangan baru tentang ekologi yang digagas oleh Arne Naess, yaitu Deep 
Ecology atau “Ekologi Dalam”, yang berseberangan dengan pandangan Swallow 
Ecology atau Ekologi Dangkal. Ekologi Dangkal bersifat antroposentris, atau 
berpusat pada manusia. Memandang manusia berada di atas atau di luar alam, 
sebagai sumber nilai, dan alam dianggap bersifat instrumental atau hanya memiliki 
nilai “guna”. Ekologi Dalam tidak memisahkan manusia atau apapun dari 
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lingkungan alamiah.  Benar-benar melihat melihat dunia bukan sebagai obyek-
obyek yang terpisah tetapi sebagai suatu jaringan fenomena yang saling 
berhubungan dan saling tergantung satu sama lain secara fundamental. Sedangkan 
ekologi sosial membahas tentang ciri-ciri kultural dan pola-pola organisasi sosial 
yang telah mengakibatkan krisis ekologi dewasa ini (Capra, 2001). 

Nilai Budaya Manggarai 

Dalam kerja konservasi, mengelola kawasan konservasi, seringkali  kita melupakan 
satu aspek kunci, yaitu soal nilai-nilai budaya yang masih hidup dan dijadikan 
falsafah hidup dan laku oleh masyarakat tertentu. Di Manggarai, dikenal 
dwitunggal “gendang’n on’e lingko pe’ang”. Pandangan hidup yang artinya Eka 
dalam Aneka. Menurut Ande Agas, wakil Bupati Manggarai Timur 
(2012),  dwitunggal tersebut mengandung lima hal pokok. Pertama, “morin”, yaitu 
pengakuan atas keberadaan sesuatu yang transenden sebagai “Mori Kraeng” atau 
Tuhan yang menguasai kehidupan di alam natural dan supranatural. 
Kedua, “atan” yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab serta berkehendak bebas 
atas pengendalian “bongko agu lodok”. Tiang pancang utama di dalam  rumah 
gendang dan lodok merupakan tiang pancang utama di pusat kebun komunal. 
Ketiga, “canait’, atau persatuan, yaitu kebersamaan sebagai perwujudan saling 
menjadi sesama dalam kesatuan hidup setempat yang disebut “beo”, komunitas 
kampung sebagai “pa’ang olo ngaung musi”. Keempat, “nempung”, yaitu kebebasan 
berkumpul dan berpendapat untuk mengedepankan kepentingan bersama. 
Prinsipnya “bantang cama reje lele”. Kelima, “sormoso” yaitu pandangan hidup yang 
menunjang keadilan sosial bagi siapa saja yang sanggup mengedepankan 
etos: ”duat gula we’e mane”.  Kelima konsep budaya ini sebenarnya adalah Pancasila. 

“Lonto Leok” atau duduk bersama, bermusyawarah,  membicarakan 
berbagai persoalan kehidupan masyarakat, adalah konsep keempat dari “gendang’n 
on’e lingko pe’ang”. Mengambil tempat di  di rumah Gendang. Rumah Adat yang 
memiliki nilai spiritual dan nilai sejarah, yang menghubungkan kita yang masih 
hidup saat ini dengan para roh nenek moyang. Persoalan bersama tersebut antara 
lain tentang lingkungan hidup, hutan, kebun, dan lain sebagainya. 

Peran Budaya dalam Menjaga Hutan 

Selain kisah tentang Meni dan Fon, leluhur terhormat masyarakat Enoraen, di 
dekat  TWA Menipo, sebagaimana diungkapkan pada awal tulisan ini, Frans 
Sarong dalam ficer-nya tertanggal 24/11/2012, halaman 51,  mengungkapkan 
tentang ritual “Paonasi”. Kata Pao  berarti larangan dan nasi berarti hutan. 
Terjemahannya secara bebas adalah larangan menyerobot atau merambah kawasan 
hutan. Ritual ini dilakukan oleh warga desa Tutem dan sekitarnya di Kecamatan 
Tobu. Tujuannya untuk menyelamatkan kawasan hutan, yaitu Cagar Alam Mutis. 
Kelestarian hutan di Mutis ini terkait dengan hasil madu hutan yang dipanen secara 
turun temurun dan menghasilkan nilai ekonomi yang cukup berarti bagi 
masyarakat. Ritual lain adalah tut fatu atau meniti batu. Merupakan sumpah adat 
masyarakat untuk mematuhi larangan melakukan berbagai kegiatan yang 
berpotensi merusak kawasan hutan.  
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Beberapa contoh di atas, sebagai hasil perjalanan jurnalisme seorang Frans 
Sarong telah membuktikan kepada kita bahwa nilai-nilai adat dan budaya 
masyarakat di NTT compatible atau seiring sejalan dengan upaya-upaya pemerintah 
dalam rangka menjaga hutan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Menggali 
nilai-nilai itu menjadi faktor kunci untuk lebih memahami sejarah dan terutama 
pandangan masyarakat tentang pelestarian lingkungan atau hutan. Maka, konsep 
menjaga hutan harus diubah dari pendekatan polisional, pendekatan represif, 
menuju pola-pola persuasif dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat itu 
sendiri. Membangun kesadaran bersama bahwa hutan dikelola untuk kepentingan 
bersama dan khususnya bagi masyarakat yang tinggal secara turun temurun di 
dalam atau di sekitar kawasan hutan tersebut. 

Pola pendekatan inilah yang kami terapkan di TWA Ruteng sejak Mei 2012 
sampai dengan saat ini, dengan mengusung konsep kelola TWA Ruteng melalui 
Tiga Pilar. Ketiga pilar tersebut adalah unsur pemerintah (KSDA, Pemkab, Pemkec, 
dan Pemdes), unsur masyarakat (hukum) adat, dan unsur lembaga agama (gereja). 
Musyawarah Besar yang melibatkan ketiga pilar tersebut telah dilaksanakan di 
Kisol, Borong pada tanggal 28-29 Mei 2013 untuk wilayah Kabupaten Manggarai 
Timur, dan di Ruteng pada tanggal 18-19 Juni 2013 untuk wilayah Kabupaten 
Manggarai. Laporan  hasil Musyawarah Besar tersebut dapat dibaca dalam artikel 
yang penulis siapkan secara terpisah, dengan judul: Lonto Leok sebagai Modal 
Sosial. Dan sebagian kisahnya telah dimuat di Harian Kompas, tanggal 26 Juli 2013 
9(halaman 49) dalam rubrik SOROTAN, dengan judul: Pengelolaan TWA Ruteng 
Menunggu Mubes Tiga Pilar. 

Renungan 

Kerja jurnalisme Frans Sarong yang akhirnya dibukukan ini sebenarnya sangat 
penting dan strategis. Secara umum, temuannya terkait dengan nilai-nilai 
budaya  di satu sisi dan dalam hubungannya dengan upaya pelestarian hutan, flora, 
fauna di sisi yang lain telah menunjukkan kepada kita tentang pentingnya aspek 
“manusia” dalam menyelamatkan lingkungan. Frans Sarong mampu menjawab 
dan menguraikannya dengan sederhana dan lugas bahwa Teori “Deep 
Ecology” dimana “manusia” adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan atau 
terpisahkan dari alam, memang benar adanya. Frans Sarong juga mampu 
menjawab Ontologi Hutan yang baru yang diajukan oleh Prof San Afri Awang 
dalam Pidato Pengukuhan Guru Besarnya di Bidang Sosial Forestry. Dalam Ontologi 
Hutan yang baru tersebut, manusia adalah unsur yang masuk di dalamnya, yang 
dinyatakan dalam rumus, OH = (flora, fauna, manusia, ekologi). 

Definisi tentang hutan ini cocok dengan situasi dan nilai historis hutan di 
tanah air. Maka, “memanusiakan manusia” yang hidupnya tergantung dari sumber 
daya hutan adalah suatu keharusan. Pendekatan sosial budaya akhirnya menjadi 
pilihan yang tidak boleh dilupakan. BBKSDA NTT melakukan uji coba pola ini 
dalam menyelesaikan berbagai persoalan di TWA Ruteng. Juga bagaimana 
mengembangkan potensi-potensi di dalamnya, untuk kesejahteraan masyarakat 
Manggarai Raya, dan bagi pengembangan ilmu pengetahuan secara luas. Ilmu 
tentang kelola kawasan konservasi yang lebih manusiawi dan “bercitarasa” 
Indonesia, bukan sekedar meng-copy ilmu-ilmu dan teori dari Barat. Apabila uji 
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coba ini berhasil, maka kita bisa dengan lantang menyerukan: “Dari NTT untuk 
Indonesia”.*** 
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Politik dan Manivesto Konservasi Alam 
 

 

 

Abstract 

As a megabiodiversity country, Indonesia has very rich and abundance not only  high 
diversity of flora and fauna and its natural habitat but also its natural resources and energy. 
Located in the equatorial line and in the ring of  fire, Indonesia has very  fertile land and as 
a home of  important  tropical rainforest across the globe. As a consequences,   Indonesia 
became a target of economic exploration of traders form West since 14-15 Century, 
particularly      for clove (Syzygium aromaticum),  flower and fruit of Myristica 
fragrans, and pepper-Piper nigrum. A new colonialism and capitalism was started in 1601 
when Vereenigde Oost-Indische Companie (VOC) established and control over all trade in 
East Indies.   

In 1714, C Chastelein contribute 6 hectares of forest land in Depok to be managed as a natuur 
reservat. It was interesting to be noted that conservation awareness emerged at that time, 
before Alfred Russel Wallace arrived. Meanwhile, exploration for sciencetific discovery 
started by British Naturalist,   Alfred Russel Wallace and he started exploring many  islands 
since 1854. He was successfully collecting more than 125.000 specimen of flora, fauna, 
insect, and birds in 18 Century. His discovery contributed to answer the question by Darwin 
which was plubished in his theory in the famous book entitle :”The Origin of the Species”. 
In Hindia Belanda, conservation as a movement was initiated by Dr.S.H.Koorders. In 1912, 
he  established an organization called:”Perhimpunan Perlindungan Alam” He collected 
more than 150.000 specimen from Sumatra, Java, and part of Sulawesi. It was labelled in 
48.012 numbers.They were registered in  the Herbarium Koordersianium, Museum 
Bogoriense. 

Commercial forest or timber exploitation was started in 1970. After 30 years, we witnessess 
alot of damage and environmental degradation happened across Sumatera, Kalimantan, and 
Sulawesi. Lowland rainforest has gone forever. When tropical timber in production forest 
has finished, land use changed into monoculture oil palm yielding so many social conflicts 
due to land claim, illegal logging in protected areas, forest encroachment, forest and land fire 
(particularly in land preparation for oil palm), and so forth. Along this sad story, coal mining 
activities increasing due to high demand from abroad. In 2011,  rich countries has control 
almost 75%t of   oil and gas fields across the country. Even, nowadays, we are already 
become net oil importer country.      

Considering above mentioned stories, we need to realise that we are still under control of 
multinational corporation. Rich countries are still not willing to lose their power control  in 
Indonesia. The issue on global warming is also full of political consideration.The developed 
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countries are not willing to reduce their emission. They do not want to lose their economic 
growth. The burden to be put on poor countries, in the form of REDD and REDD+ for 
instance. Emil Salim remind us to be aware of our sovereignity to manage our own natural 
resource by considering   wisdom of local community. Nowadays, we still manage 27,2 
million hectares of protected areas across the country. We should manage it independently 
and avoid any dependency. Natural resources under protected areas in Indonesia are not our 
property but only entrusted property from our next generation. The Manifesto of Nature 
Conservation has to be declare as a basis of our nationwide awareness :  Management 
of  Protected Areas  for the Wealth of Our People. 

 
*** 

Indonesia, yang terbentang di antara dua lempeng benua dengan 
kekayaan alamnya yang melimpah, dengan jajaran gunung api aktifnya-ring of 
fire, menjadi daya tarik para penakluk dari negeri-negeri yang nun jauh di sana 
yang dipisahkan ribuan mil. Sejarah  panjang itu, sudah selayaknya patut diangkat 
kembali, khususnya yang terkait dengan penaklukan sumberdaya alam di hampir 
seluruh pelosok Nusantara. Beberapa catatan yang dapat diungkap dari buku-
buku  sejarah, sungguh sangat mengejutkan apabila kita mau 
menghububungkannya dnegan masa kini. Satu hipotesa penulis coba ajukan, 
bahwasanya: “Indonesia sampai dengan saat ini tidak pernah lepas dari 
keterjajahan dan penjajahan serta keterpurukan”. Keterjajahan dalam persepktif 
sumberdaya alam, yang tentunya juga terkait dengan belenggu politik ekonomi 
kapitalis, yang dimulai empat Abad sejak  VOC didirikan pada  tahun 1601. 
Kronologi berikut, memperkuat hipotesa dan kemungkinan besar akan 
membuktikan kebenarannya. 

Periode Abad 14-akhir abad 18 

Abad 14-15 adalah masa dimana kesukaan Dunia Barat  akan tiga jenis perasa 
meningkat sangat tajam. Ketiga jenis perasa itu adalah cengkih (Syzygium 
aromaticum),  buah dan bunga pala (Myristica fragrans), dan lada (Piper nigrum). 
Perdagangan rempah-rempah inilah yang memicu penjelajahan ke Timur (Brazil, 
Afirka Barat dan Tanjung Harapan) oleh orang-orang Purtugis dengan pelopor 
Vaco da Gama, sekaligus menyebarkan bahasa Portugis menjadi lingua franca di 
daerah-daerah baru ini. Sejarah Asia Tenggara termasuk Hindia Belanda, dalam hal 
perniagaan (tahun 1450 - 1680), diuraikan dalam buku sejarah penting yang ditulis 
oleh Anthony Reid diterbitkan oleh Yale University (1993) dan 
diterjemahkan/diterbitkan oleh Yayasan Obor, 1999 cetakan pertama dan 2011 
untuk cetakan kedua. 

Dalam perkembangannya, pada abad 16, Belanda dan Inggris dengan 
keahlian membangun kapal yang semakin hebat, membangun meriam, dan 
peralatan navigasi, sehingga dapat menempuh perjalanan lebih panjang, cepat dan 
aman, yang dapat mengalahkan kapal-kapal dari Lisbon. 

Sejarah penaklukan Nusantara sudah dimulai sejak mendaratnya sebuah 
armada kecil di akhir Juni 1596, terdiri dari empat kapal Belanda membuang sauh 
menjelang Banten yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Dengan 
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kecerdikannya,  dialah yang dapat melakukan perjanjian dengan Sultan Banten, 
yang akhirnya menjadi cikal bakal kolonialisme di Indonesia di kemudian 
hari.  Sejak saat itulah, peranan Portugis dalam perdagangan rempah-rempah 
mulai memudar dan digantikan oleh Belanda ada ekspedisi-ekspedisi selanjutnya. 
Tahun 1601, Portugis terusir dari Banten dan tahun 1605, Belanda mengambil alih 
seluruh kepulauan Maluku, termasuk Banda yang menghasilkan pala dan 
cengkeh.  Tahun 1601 itulah kelahiran model bisnis yang menjadi dasar kapitalisme 
modern, dengan didirikannya  sebuah perusahaan dagang, yaitu Vereenigde Oost-
Indische Companie (VOC). Dinyatakan bahwa VOC mungkin menjadi perusahaan 
paling terkenal bagi para ahli sejarah karena telah memerintah sebagian besar 
Hindia Timur selama dua Abad. Pada tahun 1618,  Jan Pieterszoon Coen 
mempromosikan dirinya sebagai Gubernur Jenderal Hindia Timur keempat dan 
paling terkenal, yang mendirikan Batavia. Dalam perkembangannya,  VOC 
akhinya mengalami kebangkrutannya yang memalukan dan korupsi pada tahun 
1799. 

Sekelumit sejarah sangat penting  ini dituliskan oleh  Simon Winschester, 
dalam bukunya yang menjadi best seller dunia, yaitu “Krakatoa. Saat Dunia 
Meledak : 27 Agustus 1883’.  Ia mengaitkan kedatangan kapal-kapal Belanda pada 
pergantian ke Abad 17 yang mengangkut para pembuat peta, yang diantaranya 
adalah Jan Huyghen van Linschoten, orang pertama yang membuat identifikasi 
positif tentang pulau-gunung api yang menyebabkan bencana di tahun-tahun 
mendatang: Gunung Krakatau! 

Di awal Abad 17, tepatnya tahun 1714, ditandai dengan munculnya suatu 
gerakan baru konservasi alam. Hal ini ditandai dengan penyerahan sebidang tanah 
hutan seluas 6 hektar di Depok, milik C Chastelein untuk dikelola sebagai natuur 
reservaat. Gerakan ini nantinya akan diteruskan oleh Dr S.H. Koorders, 
mendirikan  organisasi pertama yang bergerak di bidang perlindungan alam, pada 
tahun 1912. Jarak waktu yang panjang antara inisiatif C Chastelein dengan Dr.SH. 
Koorders membentang sepanjang 198 tahun atau hampir dua Abad! Sejarah ini 
diungkap dan dapat dibaca dalami Buku yang disiapkan oleh  Wiratno, Daru 
Indriyo, dan Ahmad Syarifudin selama 2 tahun (1999-2000) dan akhirnya 
diterbitkan oleh Gibbon Foundation pada tahun  2001, dengan judul :”Berkaca di 
Cermin Retak: Refleksi Konservasi dan Implikasinya bagi Pengelolaan Taman 
Nasional.  

Periode Abad 18-19 

Apa yang terjadi pada periode 1800-1900 di Nusantara.  Terdapat dua kelompok 
besar  upaya penaklukan Nusantara. Pertama adalah ditemukannya 
Garis (imajiner) Wallace, oleh Alfred Russel Wallace. Ia memulai perjalanan ke 
Hindia Timur pada tahun 1854 ke rangkaian Pulau. Ia yang dikenal sebagai bayang-
bayang Darwin, mengajukan dua pemikiran penting yaitu bahwa 
geografi  sangatlah berpengaruh pada perkembangan biologi, dan bahwa spesies 
berasal dari seleksi alami atas jenis yang lebih disukai dalam variasi populasi apa 
saja.  Ia adalah kolektor hebat, dengan jumlah koleksinya dari Nusantara berjumlah 
tidak kurang dari 125.660 spesimen tanaman, hewan, serangga dan burung. Ada 
310 mamalia, 100 reptil, 83.000 kumbang, 13.000 serangga lain, 8.000 burung, 13.000 
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kupu-kupu, dan 500 kulit kerang.  Penelitiannya akan mahluku hidup dalam 
jumlah bear itu membawanya ke penantian yang dicarinya dan juga sekalian 
mendapatkan apa yang dicarinya. Ia tiba-tiba menyadari akan keberadaan evolusi 
dan mekanismenya. Ia dengan segera mengenali perbedaan mendasar antara dua 
populasi hewan dan tumbuhan mendasar  di kepulauan yang telah dipilihnya itu. 
Demikian dituliskan oleh Simon Winchester adalah “Krakatoa” yang diterjemahan 
dalam bahasa Indonesia pada tahun 2010. 

Wallace menuliskan  catatan-catatannya dalam bukunya The Wonderful 
Century.  Tulis dan gagasan tentang mekanisme evolusi yang dimintakan Darwin 
untuk mencarikan penerbit, ke pakar geologi Charles Lyell yang Darwin pikir akan 
terkesan, malahan membuat Darwin tergugah. Itulah gagasan yang sedang ia cari-
cari., yang akhirnya menjadi pendorong kuat bagi Darwin untuk menyelesaikan 
buku besarnya, On the Origin of Species., referensi penting Wallace ke  “ perjuangan 
keberadaan” dan “yang terbaik yang selamat” muncul sebagai kunci dari seluruh 
misteri yang ada. Walaupun Wallace tidak menerima pengangkatan sebagai 
ksatria, seperti sejawatnya yang lebih ningrat, misalnya Galton, Huxley.Lyell dan 
Hooker, ia menjadi anggota Order of Merit, yang bagi kebanyakan orang Britain 
dianggap lebih berharga. 

 Wallace menyinggung mengenai kemunculan kembali dan pemisahan 
daratan luas menjadi pulau-pulau, dan hal-hal lain yang menyebabkan hewan-
hewan menjadi berada dalam isolasi lalu menjadi tetangga yang meskipun dekat, 
tapi tetap terpisah. Mekanisme yang menggerakkan semua geologi yang 
selanjutnya dikenal sebagai lempeng tektonik itu. Ia tak menyangka bahwa 
tumbukan tektonis yang telah membawa hewan dan burung itu bersama,,,adalah 
tumbukan yang telah memberikan reputasi bagi Indonesia sebagai gelanggang 
gunung berapi di dunia, dengan gunung api yang sangat berbahaya, dengan 
Krakatoa sebagai salah satu contohnya. Dalam perjalanannya di Hindia Timur, 
Wallace sempat melakukan pendakian di Gunung Gede Pangrango pada tahun 
1861, sampai pada ketinggian 5000 kaki dan bahkan sampai 7.500 kaki di Kandang 
Badak (Buku: Mengenal Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, 2001). 

Sembilan tahun setelah Wallace melakukan penjelajahan ke Hindia 
Belanda, lahirlah Sijfert Hendrik Koorders, di Bandung, pada tanggal 29 Nopember 
1863. Koorders lah yang akhirnya ditemukan oleh “sejarawan” Pandji Yudistira. 
Koorders akhirnya dikenal sebagai perintis konservasi alam di Indonesia. 
Buku tentang Koorders yang ditulis oleh Pandji Yudistira berjudul :”Peranan 
Dr.S.H. Koorders dalam Sejarah Perlindungan Alam di Indonesia, terbit pada akhir 
tahun 2012. Dalam penelusuran dokumen tentang Koorders ini, ternyata Koorders 
telah berhasil mengumpulkan  tidak kurang dari 150.000 spesimen dari Sumatera, 
Jawa, dan sebagian Sulawesi, dan tersimpan dalam 48.012 nomor dan tersimpan di 
Kebun Raya Bogor, di bawah naungan “Herbarium Koordersianium” Koleksi yang 
jumlahnya melebihi koleksi Alfered Russel Wallace., namun tidak sampai pada 
penemuan teori evolusi sebagaimana telah berhasil dilakukan oleh Wallace. 

Namun demikian, Koorders menjadi tokoh sangat penting dalam 
membangun gerakan konservasi alam melalui pendirian Perkumpulan 
Perlindungan Alam Hindia Belanda (Netherlandsch Indische Vereeniging tot 
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Natuurbescherming), pada tahun 1912. Alfred Russel Wallace secara khusus 
memberikan penghargaan bahwa penemuan-penemuan Koorders ini sangat 
penting bagi ilmu pengetahuan. Hal ini  dinyatakan dalam bukunya The World of 
Life (1910).   Karya Koorders ini  60 tahun kemudian diakui sebagai fondasi 
penemuan di bidang botani khususnya flora pegunungan,  oleh C.G.G.J.van 
Steenis, yang menyusun buku Flora Pegunungan Jawa pada tahun 1970 (?). 

Dari berbagai alur sejarah yang menggembirakan tersebut di atas, minimal 
adanya peran Alfred Russel Wallace dan Dr.SH.Koorders, untuk kepentingan ilmu 
pengetahuan di Nusantara, terdapat pula sejarah yang mengenaskan tentang 
kerusakan alam. Pada abad yang sama, telah terjadi eksploitasi besar-besaran hutan 
jati di Pulau Jawa. Ketika VOC bangkrut pada akhir Abad 18, tidak kurang dari 
650.000 Ha hutan jati di Jawa hancur dan tidak pernah direhabilitasi selama 
hampir dua Abad (Anonymous, 1991 dalam Simon 1991 dikutip 
Wiratno,dkk.,2001).    

Ketika Junghuhn melakukan perjalanan ke seluruh Jawa pada tahun 1850, 
ia menemukan hutan-hutan pegunungan di Jawa telah dirubah menjadi 
perkebunan kopi dan eksploitasi  untuk kayu bakar untuk mendukung industri 
gula pada saat itu.  Ketika cultuurstelsel dihapus tahun 1870, lebih dari 300.000 Ha 
kawasan hutan pegunungan (1.000-1.700 m dpl) sudah dikonversi menjadi 
perkebunan kopi dan dikelola oleh swasta. 

Dalam waktu 100 tahun (1800-1900), pulau jawa telah kehilangan hutan 
seluas 7,3 juta Ha atau lebih dari 70%. Antara 1850-1930,  sebagian besar hutan alam 
telah dikonversi menjadi pertanian dan perkebunan (Wiratno,dkk.2001). Cerita 
tentang Jawa ini ternyata diulang kembali di era eksploitasi hutan tropis di 
Sumatera dan Kalimantan di era Orde Baru. 

Periode Abad 20: Era Kemerdekaan 

John Perkins dalam bukunya: “ Membongkar Kejahatan Jaringan Internasional” 
yang diterbitkan pada tahun 2007., antara lain menyatakan sebagai berikut : “ 
Soekarno bersikap tegas menghadapi korporatokrasi. Sejak 1951 Soekarno 
membekukan konsesi bagi Multi National Corporation (MNC) melalui UU Nomor 
44/1960 yang berbunyi, “seluruh pengelolaan minyak dan gas alam dilakukan 
negara atau perusahaan negara. Sejak merdeka, MNC berpegang pada 
perjanjian Let Alone Agreement yang memustahilkan nasionalisasi dan mewajibkan 
MNC mempekerjakan pribumi lebih banyak daripada orang asing.  Pembekuan 
konsesi membuat MNC kelabakan karena laba menurun. Tiga besar (Stanvac, 
Caltex, dan Shell) meminta negosiasi ulang, namun Soekarno mengancam akan 
menjual seluruh konsesi ke negara-negara lain jika mereka menolak UU Nomor 
44/1960. Soekarno menuntut Caltex menyuplai 53% dari kebutuhan domestik yang 
harus disuling Permina (kini Pertamina). Surplus tiga besar harus dipasarkan ke 
luar negeri, dan semua hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Soekarno 
menuntut Caltex menyuplai kebutuhan minyak dalam negeri dan bBM dalam 
negeri. Formula pembagian laba ditetapkan 60% untuk pemerintah dalam mata 
uang asing dan 40% untuk Caltex yang dihitung dalam rupiah. Sejarah ini 
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menunjukkan nasionalisme dan ketegasan Soekarno terhadap MNC yang bahkan 
sampai meminta bantuan presiden AS John F.Kennedy. 

Periode Awal Abad 21 : Era Orde Baru 

Setalah sejarah tentang tiga jenis komoditi yang saat ini kita dapat menilainya 
sebagai tidak berharga, pala, lada, dan cengkeh, sebagai latar penaklukan 
Nusantara, maka tujuh Abad kemudian di awal abad 21, Indonesia kembali takluk 
pada raksasa-raksasa ekonomi dunia. Tiga buku yang menurut penulis membuka 
sejarah dominasi Barat terhadap Timur, sebagaimana diungkapkan oleh Kwik Kian 
Gie dan dimuat di Kompas (15 Agustus 2011) adalah : John Pilger : “The New Rulers 
of the World”; The Confession of an Economic Hit Man dan “Membongkar 
Kejahatan Jaringan Internasional, John Perkins, 2009.UFUK Press. Yang 
diterjemahkan dari “ The Secret History of the American Empire” Copyright 2007. 

Dalam buku  John Pilger tersebut dituliskan  bahwa pada bulan November 
1967., The Life-Time Corporation mensponsori konferensi istimewa di Geneva, yang 
dalam waktu tiga hari merancang pengambilalihan Indonesia. Para peserta 
meliputi para kapitalis yang paling berkuasa di dunia, orang-orang seperti David 
Rockefeller. Raksasa Korporasi  Barat diwakili oleh: perusahaan-perusahaan 
minyak, General Motors, Imperial Chemical Industries, British Leyland, British 
American Tobacco, American Express, Siemens, Goodyear, The International Paper 
Corporation, US Steel. Pada pertemuan tersebut , Indonesia diwakili oleh ekonom 
di bawah pimpinan Widjojo Nitisastro. Intisarinya adalah, Indonesia dibagi 
(dikapling). Freeport dapat bukit dengan tembaga di Papua Barat (saat ini ternyata 
terdapat kandungan emas, bukan hanya tembaga); Konsorsium di Eropa mendapat 
nikel di Papua Barat; Raksasa Alcoa mendapatkan bauksit;  sekelompok 
perusahaan Amerika, Jepang, dan Perancis mendapat hutan-hutan tropis di 
Sumatra, Papua Barat, dan Kalimantan; Sebuah Undang-undang penanaman 
modal segera disiapkan dan disodorkan kepada Presiden Soeharto. Maka lahirlah 
UU No.1 tahun 1967. 

Di masa Orba, kontrak karya sistem Profit Sharing Agreement (PSA), seolah-
olah menempatkan pemerintah sebagai pemilik, sementara MNC 
sebagai kontraktor. Padahal pada praktiknya MNC yang mengontrol ladang 
minyak yang mendatangkan laba berlipat ganda. PSA seolah-olah pembagian yang 
adil, padahal tidak. Klausul stabilisasi PSA mengatakan seluruh UU tidak berlaku 
bagi kegiatan MNC dalam rangka mencari laba dan tidak bisa jadi rujukan jika 
sengketa terjadi-yang menjadi rujukan hukuminternasional yang tak kenal 
kedaulatan atau kepentingan nasional. Cerita sukses sistem PSA di Indonesia 
dipraktikkan korporatokrasi untuk menguasai minyak bumi di Irak era pasca 
Saddam Hussein (Shambazy dalam Perkins, 2007). 

Bagaimana kondisi 2011? Koran Seputar Indonesia (26 September 2011, 
halaman 24), yang penulis baca sepanjang perjalanan Makasar-Jakarta, memuat 
artikel yang sangat pas dengan pokok bahasan tentang betapa dominasi asing 
masih terus berlangsung di Indonesia. Artikel dnegan judul: “Dominasi Asing pada 
Sektor Energi” itu menyebutkan bahwa berdasarkan data dari Dirjen Migas, 
Kementerian ESDM, porsi operator minyak dan gas nasional hanya mencapai 25%, 
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sedangkan sisanya 75% masih dikuasai asing. Dari total 225 blok migas yang 
dikelola kontraktor kerjasama (KKS) non-Pertamina, sebanyak 120 blok 
dioperasikan perusahaan asing. Hanya 28 blok yang dioperasikan perusahaan 
nasional. Selebihnya, 77 blok dioperasikan gabungan asing dan lokal. Situs BP 
Migas mengeluarkan data bahwa PT Chevron Pasific Indonesia yang beroperasi di 
Riau memiliki produksi minya bumi terbesar dengan kapasitas 357.680.000 barel 
per hari.  PT Pertamina EP hanya di peringkat kedua, dengan produksi 122.350.000 
barel per hari. Maka kondisi ini masih cerita lama tentang dominasi dan 
keterpurukan Indonesia. 

Di bidang kehutanan, inilah era eksploitasi hutan tropis secara mekanis dan 
besar-besaran. Menurut Wiratno, dkk (2001), pada tahun 1967 Indonesia 
mengekspor 4 juta m3 log dan meningkat tajam menjadi 28 juta m3 sepuluh tahun 
kemudian dimana 75% diekspor. Tahun 1979, Indonesia telah mengontrol 41% 
ekspor log dunia senilai 2,1 milyar USD dan pada tahun 1985, meningkat senilai 
3,6  milyar USD. 

Setelah 30 tahun berlangsung eksploitasi terutama di hutan-hutan tropis 
yang ditetapkan sebagai  produksi di Sumatera dan Kalimantan, maka stok hutan 
tropis tersebut telah habis saat ini. Hampir 60% dari hutan produksi telah berubah 
menjadi kawasan dengan status “open access”. Pada kawasan ini, terjadi 
pendudukan, pengkaplingan, penjarahan, dengan berbagai motif  dan skalanya. 
Sebagian besar  berubah mejadi kebun-kebun sawit yang mulai booming sejak 
periode 1990an, dan berlangsung sampai dengan saat ini. 

Setelah era kayu berakhir, muncullah era sawit, yang mulai mengemuka 
sejak awal 1990an di Sumatera. Dampak dari booming permintaan dunia akan sawit 
itu telah pula berdampak pada kawasan konservasi. Sebagian besar kawasan 
konservasi, terutama di Sumatera  saat ini telah dikelilingi oleh penggunaan lahan 
monokultur sawit. Banyak kawasan konservasi dirambah untuk ditanami sawit. 
TN Gunung Leuser,Kab. Langkat, Sumatera Utara, TN Tesso Nilo-Riau, mengalami 
kerusakan parah akibat perambahan sawit ini. Kecepatan okupasi perambah sawit 
di kedua taman nasional mencapai 5 hektare per hari. 

Periode Awal Abad 21 : Era Reformasi 

Periode ini  diwarnai dengan semakin meningkatnya kerusakan dan pengrusakan 
hutan akibat sampingan dari reformasi dan otonomi daerah yang kebablasan.  Pada 
era ini, mulai muncul kampanye secara serempak upaya-upaya komunitas dunia 
menanggulangi pemanasan global (global warming). Tuntutan negara-negara 
pemilik hutan tropis untuk menjaga hutannya, mencegah kebakaran hutan dan 
lahan, merestorasi hutan-hutan yang rusak. 

Pemerintah Indonesia mengajukan beberapa strategi, yaitu  (1) stabilisasi 
simpanan carbon, melalui kegiatan : pengendalian kebakaran, penanganan illegal 
logging , sustainable forest management, pencegahan perambahan, pencegahan 
konversi hutan, pembangunan hutan, (2) peningkatan serapan carbon, melalui 
kegiatan rehabilitasi hutan, pembangunan hutan tanaman industri, pembangunan 
hutan kemasyarakatan dan restorasi ekosistem. Presiden RI di COP 15 Kopenhagen, 
2009 dan pada pertemuan G20  berkomitmen bahwa Indonesia akan menurunkan 
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26 persen emisi Gas Rumah Kaca (GRK)  pada 2020. Menurut seorang 
pakar/praktisi (komunikasi pribadi,24 April 2013), sebenarnya Indenesia, sebagai 
negara berkembang,  tidak wajib menurunkan emisi. Sementara itu, USA, EU, dan 
China yang menghasilkan emisi (dengan Land Use, Land Use Change, and 
Forestry atau LULUCF) 20,6%, 14,7%, dan 14% dunia, hanya akan menurunkan 
emisi (USA 17% base year 2005; EU 20-30% base year 1990 dan China 40-45% base 
year 2005). Indonesia, di peringkat tiga (dengan LULUCF) akan menurunkan 26-
41% base year 2020. Sebagai negara yang turut meratifikasi United Nation 
Framework on Climate Change (UNFCC), wajib melaporkan upaya mengatasi 
perubahan iklim, termasuk inventarisasi GRK. Menurut beberapa sumber, ini juga 
bentuk kesewenang-wenangan  atau “pemaksaan” kehendak negara Utara 
terhadap Indonesia. Suhariyanto (komunikasi pribadi 23 April 2013), memberikan 
penjeasan yang logis,  sebagai berikut: 

Di mana-mana emisi terbesar (70%) berasal dari sektor industri dan sektor 
transportasi. Di USA ke dua sektor itu dominan pakai bahan bakar fosil dan 
mengkonsumsinya terbesar didunia. Kalau disuruh banyak-banyak menurunkan emisinya 
ada dua akibat: Pertama, ke dua sektor tersebut menurun produktifitasnya karena ongkos 
produksinya menjadi mahal dan produknya jadi mahal; sektor ekspor turun karena kalah 
bersaing (sekarangpun sudah kalah, apalagi dengan penurunan emisi), dan ongkos 
transportasi jadi mahal sehingga tambah membebani konsumen (baca rakyatnya sendiri) 
dan berdampak buruk terhadap perekonomian negerinya – apakah mereka mau?. Kedua, 
siapa yang menguasai (bukan memiliki) bahan bakar minyak di dunia termasuk 
pedagangnya? - kan orang-orang Amerika. Apa mau merugi atau gulung tikar? 
Indonesia, industri (dan transportasi) mandeg atau tidak berkembang; lokomotifnya nggak 
kuat narik gerbong-gerbong/sektor-sektor ekonominya - dipaksa impor barangjadi - 
duitnya buat beli dicetak dari mesin uang yang mana? 

Bagusnya buat Indonesia, angka relatif setinggi itu terkena pada sektor pertanian 
(termasuk kehutanan) yg paling banter menyumbang 30% dari total emisi; praktis di 
sektor ini emisinya jadi 0. Dampaknya, memaksa kita harus cepat-cepat pakai energi 
alternatif terbarukan produksi sendiri untk sektor-sektor industri dan transportasi. Ini 
perlu komitmen, konsistensi dan kontinuitas dalam strategi jangka panjangnya.  Jadi 
menurut pendapat saya,  itu semua adalah ranah Politik Ekonomi masing-masing negara 
untuk melindungi kepentingan utama negara dan bangsanya. Setelah aman dan tercapai, 
baru buat kepentingan global.  Itupun juga harus berdampak plus buat kepentingan 
nasional masing-masing. 

Karena yg dipakai sebagai titik tolak LULUC(F) ya terang saja porsinya seperti 
itu. LULUC(F) kan Land use, Land Use Change and Forestry, di USA dan EU,  LULUC 
itu kan kecil atau hampir tidak ada - beda dengan di China dan Indonesia. Maka di 
Indonesia menurutku ada dua strategi yang sebaiknya dijalankan bersama: Pertama 
memperbesar pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) di lowland di lahan/hutan 
tidak produktif; khusus di lahan kosong bergambut penerapan teknologi ecihidro secara 
benar adalah mutlak. Penelitian th 2011 di Sumsel pada HTI di lahan gambut seluas 
409.797 Ha, menunjukkan bahwa setiap hektar HTI menyerap emisi sebanyak 78.356 ton 
C02 eqivalen. Sehingga total HTI yg terserap dari HTI tersebut mencapai 32,1 juta ton 
C02 eqiuvalen. Jadi kalau penurunan emisi targetnya 41% secara nasional pd 2020, itu 



Catatan Wisata Intelektual (2005-2020) 

213 
  

hanya 24,5 juta ton eqivalent. Maka dari HTI di Sumsel tersebut sudah melebihi target 
penurunan emisi hingga 130,5%.  Kedua, hutan alam (termasuk hutan konservasi) produk 
utamanya adalan non wood product yg nilai finansialnya juga nggak kalah dengan wood 
product. Dengan demikian,  maka hutan dan hasil hutan tetap bisa jadi penghela (bukan 
pendorong) ekonomi nasional, tanpa mengorbankan eksistensi dan perannya dalam 
menyangga sistem kehidupan. Kata kuncinya adalah jangan malas (dalam arti seluas-
luasnya), jangan serakah, harus cerdas, dan action konkrit secara konsisten, kontinyu dan 
konsekwen. 

‘Manifesto’ Konservasi Alam 

Merenungkan perjalanan sejarah Nusantara yang penuh dengan upaya penaklukan 
membentang dari Abad 14 sampai dengan Abad 21, selalu  hadir figur-figur 
yang  ternyata menjadi cikal bakal pergerakan penyelamatan alam, perlindungan 
alam, dan yang lebih berorientasi pada kepentingan science. Khususnya pada abad 
17, dimana C. Chastelein menghibahkan sebidang  tanah hutan seluas 6 Ha di 
Depok untuk dilindungi. Perlu waktu 2 abad sejak inisiatif Depok ini, lahir gerakan 
perlindungan alam oleh Dr. S.H. Koorders. Suatu rentang waktu yang sangat 
panjang, stelah tragedi perburuan burung cenderawasih (Cicinnurus magnificus) 
besar-besaran dan menjadi keprihatinan banyak pihak pada tahun 1914 yang 
akhirnya ditolak oleh Amerika. Koorders  memberikan pelajaran berharga bagi kita 
semua tentang pentingnya: riset, kajian lapangan, dokumentasi, dan membangun 
kerjasama untuk upaya perlindungan alam. 

Kelompok scientist ini seharusnya terus membangun jejaring kerja dan 
akan berlanjut sampai ke generasi berikutnya. Rentang waktu 200 tahun antara 
C.Chastelein-Koorders tidak dapat kita ulangi lagi pada saat ini, dimana 
perubahan-perubahan penggunaan lahan akibat perubahan geopolitik dan 
ekonomi regional-global yang bergerak dalam skala waktu yang sangat cepat. 
Sumberdaya hutan-hutan tropis Indonesia tinggal yang berada di kawasan 
konservasi. Kondisinya saat ini sangat terancam akibat berbagai perkembangan 
pembangunan atas nama apapun, sebagaimana yang telah diuraikan dalam 
kejadian-kejadian  dan berbagai kerusakan alam di Sumatera, Kalimantan, di Jawa, 
dan mengarah ke Indonesia bagian timur. 

Dari rempah rempah, menuju era kayu tropis, migas, dan berlanjut ke era 
sawit, dan mineral yang merupakan non-renewable resource. Maka, sumberdaya 
alam Indonesia akan terus menjadi sasaran eksploitasi dengan berbagai skema dan 
alasan politiknya, tanpa adanya upaya terstruktur dari negara untuk merubah 
politik ekonomi nasional. Ke depan, dalam tempo yang tidak terlalu lama, kawasan 
konservasi yang memiliki bahan tambang melimpah akan menjadi sasaran politik 
ekonomi MNC sebagaimana yang diuraikan John Perkins.   

Kawasan konservasi  dengan  potensi tambangnya yang besar, antara lain 
di  TN Gunung Halimun Salak (emas, panas bumi), TN Kutai (batubara), TN Bogani 
Wartabone (emas), TN Lorentz (emas, tembaga), SM Balai Raja (migas), TN Bukit 
Baka Bukit Raya (emas), TN Batang Gadis (emas); di beberapa kawasan memiliki 
potensi geothermal, seperti yang sudah dikeploitasi di CA Kamojang dan 
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Papandayan (Jawa Barat). Potensi sumberdaya energi tersebut memiliki  nilai 
potensial dan aktual yang sangat luar biasa besar dan bernilai strategis nasional. 

Target Manifesto 

Manisfesto  adalah sebuah ‘Pernyataan Bersama’. Pernyataan ini dibangun atas 
dasar kesadaran bersama yang mendalam tentang pentingnya membangun sikap 
mental dan menancapkan landasan moral untuk secara kolektif, agar dapat 
melakukan gerakan bersama yang terpadu, solid, dan mengakar pada tradisi 
konservasi alam di Indonesia. 

Moralitas yang dibangun atas dasar kesadaran lintas generasi, lintas 
disiplin ilmu, lintas etnik dan budaya, lintas kepercayaan, lintas kepentingan, dan 
dengan latar belakang sejarah perjalanan panjang Nusantara, dengan 4 Pilar 
Kebangsaan (Pancasila-UUD45-Bhineka Tunggal Ika-NKRI).  Empat Pilar yang 
terus menerus ditantang dalam upayanya merespon  perubahan-perubahan 
geologi, lempeng benua, lempeng tektonik, kegempaan, letusan gunung api pada 
jajaran sirkum pasifik. Juga dipengaruhi oleh dinamika perkembangan 
demografi,  kebudayaan, pertumbuhan ekonomi, disparitas desa-kota, kerusakan 
lingkungan, perubahan sosial, intervensi  teknologi, globalisasi, munculnya pola-
pola ketergantungan baru Utara-Selatan, serta masa depan dunia yang tidak 
menentu. 

Ke depan, semestinya bangsa Indonesia  yang menentukan arahan 
perubahan sejarah dunia, bukanlah sebaliknya. Indonesia selalu tunduk kepada 
para penakluk selama berabad-abad lamanya. Bahkan hingga saat ini, dalam 
bentuknya yang beragam namun sama dalam esensinya. 

“Manifesto” Konservasi alam ini digagas dalam rangka untuk mensikapi, 
mengkritisi, dan mengkaji ulang landasan kelola kawasan konservasi di Nusantara 
ini. Saat ini, luas total kawasan konservasi mencapai 27,2 juta hektar. Suatu luasan 
yang setara dengan 6,5 kali lipat negeri Belanda atau seluas Britania Raya. Sungguh 
sumberdaya yang tidak boleh disia-siakan atau dikelola tanpa landasan filosofi 
yang kuat berakar dari khasanah dan jati diri bangsa Indonesia, termasuk kekuatan 
intelektual dan penguasaan iptek generasi saat ini. 

Maka, sudah sewajarnya kita mampu untuk menggali dan menemukan 
akar sejarah dan spirit konservasi alam Indonesia. Bukan lagi kita yang didikte 
untuk melakukan apa yang “mereka” kehendaki, melalui berbagai kesepakatan 
globalnya. Saatnya bertindak sekarang atau tidak samasekali. Kelola kawasan 
konservasi harus menghasilkan nilai kemanfaatan bagi bangsa Indonesia, bagi 
seluruh rakyat, dan juga bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam jangka 
panjang untuk kepentingan kemanusiaan dalam arti luas. 

Modal dasar untuk melakukan perubahan sejarah itu, penulis sarankan 
agar kita merenungkan empat  tradisi yang dikerjakan oleh  Koorders, yang sampai 
dengan saat ini masih relevan dalam konteks kelola kawasan konservasi. Keempat 
tradisi tersebut adalah : 

1. Riset, perlu dikembangkan riset-riset unggulan dan fokus pada bioteknologi 
berbasis sumberdaya hutan dan kelautan.  Hasil riset harus dijadikan bahan 
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masukan untuk penyusunan kebijakan nasional yang berpihak pada 
kepentingan nasional. Harus diperkuat kerjasama lembaga riset antara LIPI, 
Litbang Kehutanan, Dewan Riset Nasional, BPPT,  pihak BUMN, swasta 
nasional,  untuk mendapatkan sinergitas hulu-hilir, listas disiplin keilmuan dan 
lintas sektor.BBKSDA NTT saat ini sedang bekerjasama dengan UNDIP, 
khususnya dengan pakar Fisheries and Marince Science,  Dr Agus Trianto untuk 
mengekplorasi sponge (Candidaspongia sp), bioaktifnya akan dikembangkan 
menjadi obat anti kanker. Ini hanya satu contoh nyata, potensi farmakologi 
kawasan konservasi baik di daratan maupun di perairan lautnya. 

2. Eksplorasi berbagai potensi sumberdaya di lapangan harus dilakukan oleh 
putra-putri terbaik Indonesia untuk mencegah terjadinya eksploitasi riset yang 
dilakukan oleh negara-negara Utara. Kontrol terhadap riset-riset yang 
dilakukan oleh peneliti asing harus dipertegas dan diperketat untuk 
menghidarkan terjadinya pencurian intellectual property right milik masyarakat 
Indonesia. Pada tahun 2012, misalnya, Tim LIPI dalam kegiatan eksplorasinya 
telah menemukan paku pohon hemi-epifitik jenis baru endemik Pulau Timor 
dengan nama Dicksonia timorense (Diksoniaceae) , di CA Mutis, oleh Adjie B., 
Kurniawan, dkk, yang telah dimuat dalam  A Journal on Taxonomic Botany 
Plant Sociology &amp; Ecology., Vol. 13 (4) : 317-389, December 20, 2012. Hal 
ini membuktikan kemampuan putra-putra terbaik bangsa. Belum diketahui 
manfaat species baru tersebut bagi kemanusiaan. Namun, suatu saat pasti akan 
kita dapatkan.  Hutan belantara di Papua pastilah menyimpan sumberdaya 
farmakologi yang hebat. Hanya kemampuan putra putri terbaik bangsa 
Indonesialah yang ditunggu untuk menemukannya. Berdasarkan kajian pakar, 
50% keragaman hayati Indonesia berada di hutan Papua. Mengembalikan 
ratusan doktor dari Indonesia yang saat ini bermukim dan bekerja di berbagai 
belahan dunia, adalah ide Prof Habibie yang nyata dan brilian dan harus kita 
dukung. 

3. Dokumentasi harus dilakukan dalam rangka mempublikasikan hasil-hasil riset 
dan eksplorasi dalam berbagai bentuknya, seperti  jurnal ilmiah internasional, 
buku-buku, promosi melalui film, video, micro film, file digital, dan 
sebagainya; Sebagian besar data, informasi, dan knowledge tentang sumberdaya 
alam dan sejarah/budaya Indonesia berada di pusat-pusat data dunia. Antara 
lain, di Kew Garden, Inggris; di Leiden, di Tropenmuseum di Amsterdam, di 
Koninklijk voo Taal, Land, en Volkenkunde (KITVL), Leiden; di Smithsonian 
Institute, Washington DC. Bahkan Perpustaan Kongres Amerika, menjadi pusat 
data elektronik terbesar di dunia, di era teknologi informasi seperti saat ini. Kita 
bangga dengan Museum Bogoriense, di Bogor, yang  menyimpan 2 juta 
spesimen tanaman dan jamur. Demikian juga dengan Museum Zoologi. Kedua 
Museum penting itu saat ini mendapatkan technical assistance dari  the Arnold 
Arboretum of Harvard, dan University and the Royal Ontario Museum. 

4. Kerjasama dalam pendanaan konservasi alam jangka panjang, perlu didorong 
dalam bentuk trust fund  konservasi alam yang melibatkan pemerintah, 
masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan pihak swasta. Dukungan 
pendanaan dari pemerintah negara-negara Utara untuk kepentingan 
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konservasi alam sebaiknya didorong atas dasar prinsip saling menghormati, 
saling percaya, dan saling menguntungkan. Sumatera semestinya sudah 
memiliki TrustFund, yang akan berguna dalam melestarikan hutan alam 
Sumatera, mengatasi berbagai masalah konflik manusia-satwa, kebakaran 
lahan dan hutan, dan berbagai macam bencana lainnya. TrustFund juga dapat 
mendukung riset-riset terapan dalam rangka pengembangan potensi 
sumberdaya alam di hutan-hutan taman nasional dan kawasan konservasi 
lainnya di seluruh Sumatera. Pihak swasta, pengusaha sawit, pertambangan, 
HPH, HTI, dan pelaku ekonomi lainnya, dan siapapun yang telah berkontribusi 
dan mengakibatkan perubahan bentang alam dan kerusakan lingkungan dalam 
arti luas. Mereka seharusnya menjadi garda terdepan dalam mengumpulkan 
dana untuk TrustFund Konservasi Sumatera. 

Penutup 

Untuk melestarikan dan memanfaatkan sumbderdaya alam hayati di 27,2 juta 
hektar kawasan konservasi, diperlukan dukungan politik yang kuat dan konsisten 
lintas generasi, dan tidak terjebak pada mentalitas siklus lima 
tahunan. Scientist Indonesia harus bahu membahu bekerja tanpa lelah menemukan 
rahasia hutan tropis dan potensi kelautan Indonesia, agar dapat ditemukan 
kemanfaatannya bagi kemanusiaan. Kerjasama peniliti-swasta nasional untuk 
pengembangan riset-riset dasar dan riset terapan, harus difasilitasi oleh 
pemerintah. Kita perlu belajar dari Thailand, bagaimana bioteknologi telah terbukti 
mampu membangun pertanian dan perkebunan yang luar biasa dan mampu 
memasarkan produk-produknya ke seluruh penjuru Asia Tenggara. 

Maka, berbagai hambatan kerjasama dan masalah-masalah lain seharusnya 
dapat diselesaikan dan difasilitasi oleh pemerintah. Termasuk hambatan dalam hal 
kerjasama lintas sektor pembangunan yang telah menjadi rahasia umum. Prinsip 
pengembangan sumberdaya hayati di 27,2 juta hektar kawasan konservasi 
seharusnya tetap berpegang pada 4 Pilar Kebangsaan, demi kemaslahatan rakyat 
Indonesia. 

Kita memiliki kedaulatan penuh atas sumberdaya hutan kita, sebagaimana 
ditegaskan oleh Emil Salim  (http://www.metrotvnews.com/24 April 2013) , bahwa 
"REDD+ menurunkan emisi CO2 oleh hutan secara alamiah dengan menurunkan 
pemanasan bumi yang berdampak pada perubahan iklim," jelas Emil. Untuk itu, 
tambahnya, diutamakan pengelolaan hutan sesuai dengan kearifan lokal dengan 
menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Dibutuhkan intervensi pemerintah dalam 
ekonomi pasar yang gagal menampung kepentingan lingkungan. Pernyataan 
terakhir inilah yang perlu kita garis bawahi dan renungkan. Peran pemerintah. 
Sikap mental kita yang harus menjunjung tinggi kedaulatan atas sumberdaya alam 
miliki bangsa Indonesia titipan anak cucu, dengan tetap memperhatikan kearifan 
lokal, demi kemaslahatan rakyat.*** 

 

* Artikel dimuat di Jurnal Rimba Indonesia Volume 51 tahun 2013 
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Spirit 'Lonto Leok' sebagai Modal Sosial 
 

 

 

Dalam kerja konservasi, mengelola kawasan konservasi, sering kali  kita 
melupakan satu aspek kunci, yaitu soal nilai-nilai budaya yang masih hidup dan 
dijadikan falsafah hidup dan laku oleh masyarakat tertentu. Di Manggarai, dikenal 
dwitunggal “gendang’n on’e lingko pe’ang”. Pandangan hidup yang artinya Eka 
dalam Aneka. Menurut Ande Agas, wakil Bupati Manggarai Timur 
(2012),  dwitunggal tersebut mengandung  lima hal pokok. Pertama, “morin”, yaitu 
pengakuan atas keberadaan sesuatu yang transenden sebagai “Mori Kraeng” atau 
Tuhan yang menguasai kehidupan di alam natural dan supranatural. 
Kedua, “atan” yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab serta berkehendak bebas 
atas pengendalian “bongko agu lodok”. Tiang pancang utama di dalam  rumah 
gendang dan lodok merupakan tiang pancang utama di pusat kebun komunal. 
Ketiga, “canait’, atau persatuan, yaitu kebersamaan sebagai perwujudan saling 
menjadi sesama dalam kesatuan hidup setempat yang disebut “beo”, komunitas 
kampung sebagai “pa’ang olo ngaung musi”. Keempat, “nempung”, yaitu kebebasan 
berkumpul dan berpendapat untuk mengedepankan kepentingan bersama. 
Prinsipnya “bantang cama reje lele”. Kelima, “sormoso” yaitu pandangan hidup yang 
menunjang keadilan sosial bagi siapa saja yang sanggup mengedepankan 
etos: ”duat gula we’e mane”.  Kelima konsep budaya ini sebenarnya adalah Pancasila. 

“Lonto Leok” atau duduk bersama, bermusyawarah,  membicarakan 
berbagai persoalan kehidupan masyarakat, adalah konsep keempat dari “gendang’n 
on’e lingko pe’ang”. Mengambil tempat di rumah Gendang. Rumah Adat yang 
memiliki nilai spiritual dan nilai sejarah, yang menghubungkan kita yang masih 
hidup saat ini dengan para roh nenek moyang. Persoalan bersama tersebut antara 
lain tentang lingkungan hidup, hutan, kebun, dan lain sebagainya. 

Musyawarah Tiga Pilar 

Inisiatif untuk ‘Lonto Leok’  dengan tiga pihak, yaitu unsur Adat (Tua’ Golo, tokoh 
Adat),  Kepala Desa, Camat, dan Gereja di sekitar TWA Ruteng wilayah Kabupaten 
Manggarai Timur, adalah langkah-langkah kelanjutan dari upaya untuk 
membangun komunikasi dan persaudaraan multipihak.  Musyawarah 
dilaksanakan pada tanggal 29-30 Mei 2013 di Kisol, Borong, yang dibuka oleh 
Bupati Manggarai Timur dan dikawal prosesnya oleh Wakil Bupati. 

Fenomena yang sangat menarik adalah hadirnya sebagian besar dari 
Tua’Golo dari 50 desa, dengan pakaian Adat mereka. Dalam perbincangan informal 
dengan Tua’Golo,  ditemukan kesan bahwa mereka sebagai Tua’Golo merasakan 
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sangat di-‘manusiakan’ oleh pemerintah. Dengan diundang, duduk bersama, 
membicarakan berbagai persoalan dan rencana ke depan, dalam suasana yang 
hangat dan penuh keakraban, walaupun baru bertemu pertama kalinya.  Mereka 
diundang bukan untuk dimobilisasi untuk kepentingan politik tertentu. Mereka 
diundang untuk kenalan dan membangun persaudaraan serta membicarakan hal-
hal keseharian, persoalan-persoalan dalam kaitannya dengan hutan di TWA 
Ruteng, tetangga desa mereka. Beberapa camat dan anggota DPRD juga 
menyatakan senang dan mengapresiasi dengan Musyawarah Besar ini, terutama 
suasana yang dibangun begitu hangat dan penuh persaudaraan. Camat Ranamese 
meminta kepada BBKSDA untuk bisa menengok masyarakatnya dengan “Lonto 
Leok” di Rumah Gendang. Suatu perkembangan yang sangat menarik dan 
menjanjikan bagi kita, staf Bidang Wilayah II di Ruteng. 

Kehadiran Peserta Mubes 

Menarik untuk mengetahui animo menghadiri Musyawarah Besar Tiga Pilar ini. 
Dari yang diundang dan yang hadir, diperoleh hasil sebagai berikut : Muspida  (7 
undangan, 75% hadir); SKPD (9 undangan, 89% hadir); camat (8 undangan, 87%); 
lurah/kepala desa (50 undangan, 64% hadir); gereja (18 undangan, 22% hadir); 
masyarakat adat/tu’a golo (63,74% hadir); lembaga pendidikan (2 undangan, 0% 
hadir); tokoh masyarakat (6 undangan, 50% hadir); di luar undangan resmi, hadir 
23 orang yang sebagian besar adalah tetua Adat atau tokoh masyarakat. Grafik di 
bawah ini menggambarkan pola yang menarik tentang animo mengikuti Mubes 
tersebut. 

Presensi Kehadiran Peserta Mubes Tiga Pilar di Kisol, Borong  
(Sumber: Analisis data absensi peserta Mubes, 29-30 Mei 2013). 

 

Dari hasil analisis tersebut, menunjukkan bahwa animo kepala desa/lurah, 
dan masyarakat (adat) yang cukup besar. Dari 50 Kepala Desa/Lurah yang 
diundang, 32 orang hadir atau  (64%). Sedangkan dari 63 masyarakat Adat yang 
diundang 47 orang atau 74% menghadiri Mubes tersebut. Animo yang besar dari 
masyarakat (hukum) Adat di sekitar TWA Ruteng untuk hadir dan Kepala 
Desa/Lurah, kemungkinan  disebabkan oleh dua hal. Pertama, mereka merasa 
dihormati dengan diundang pada Musyawarah Besar tersebut. Kedua, banyak hal 
yang selama ini menjadi persoalan di masyarakat, yang tidak sempat atau sulit 
dikomunikasikan. Selain jaraknya yang jauh, kemungkinan besar karena mereka 
tidak tahu harus menghubungi siapa. Rendahnya kehadiran staf di lapangan, 

http://4.bp.blogspot.com/-LoW3twNgl8I/UcEljkFt0YI/AAAAAAAAAJU/p7ZU5Iy9ufM/s1600/konswir2.jpg
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apalagi untuk berkomunikasi dengan masyarakat/aparat desa, juga menjadi faktor 
penyebab lainnya. Ketiga, tema pertemuan yang melibatkan pemerintah kabupaten 
dengan jajarannya dan gereja, mungkin menjadi faktor yang juga menarik mereka 
untuk hadir. Banyak Tu’a-tu’a Golo yang hadir bersama-sama Kepala Desanya.   

Dari Colol ke Borong 

Mulai dari persiapan dan pelaksanaan Mubes,  staf Bidang Wilayah II Ruteng 
terlibat aktif. Bahkan sejak Lonto Leok dilakukan di empat Rumah Gendang Desa 
Colol, di Tangkul, Biting, Welu, dan Gendang Induk Colol. Semula, kisah dimulai 
dari upaya BBKSDA untuk membangun komunikasi kembali dengan masyarakat 
Desa Colol, setelah terputusa karena peristiwa 10 Maret 2004. Suatu peristiwa yang 
membawa korban meninggalnya enam orang petani kopi Colol, sebagai buntut dari 
Operasi Penegakan Hukum terhadap mereka yang dianggap sebagai perambah 
TWA Ruteng. Hampir sembilan tahun, Colol seperti ditinggalkan. Maka, 
dimulailah suatu rencana untuk membangun kembali komunikasi dan kerjasama 
dengan semua “tetangga” TWA Ruteng, yaitu desa-desa di sekitarnya. Dari Colol 
muncul tiga tokohnya, yaitu Yosep Danur, Kornelis Basot, dan Marselinus 
Subadir.  Dari beberapa dialog di Rumah Gendang, akhirnya disepakati suatu 
pertemuan di Gendang Induk Colol pada tanggal yang sangat spesial, yaitu 12 
Desember 2012 atau (12-12-12). Kesepakatan pertama yang berhasil ditandatangani 
setelah 9 tahun vakum. Suasanya yang mulai mencair,  semakin berkembang 
dengan komunikasi yang terus diintensifkan melalui pesan pendek dan telepon. 
Pola pendekatan baru ini juga membawa perubahan bagi sikap mental staf KSDA 
dan diharapkan berlanjut  di masa mendatang. Yaitu membangun cara 
“bertetangga” yang baik dan saling membantu. “Rumah Gendang” Besar, yaitu 
TWA Ruteng saling membantu dengan puluhan Rumah Gendang, terutama yang 
berbatasan,  dengan membawa  spirit “Lonto Leok” nya di tingkat  masyarakat. 

Di Rumah Gendang Tangkul dan di Paroki Colol, Kepala Balai Besar KSDA 
NTT, atas saran dari tokoh-tokoh masyarakat Colol, bertemu dengan enam janda 
korban 10 Mei 2004. Pada saat kunjungan rekan wartawan Kompas, Frans Sarong 
ke Colol, disampaikan bahwa prosesi Kepala BBKSDA NTT yang melakukan 
permintaan maaf atas nama pemerintah kepada keluarga korban peristiwa 10 Maret 
2004, dengan memberikan tanda duka cita itu, disebut sebagai “Wae Luu’”. Suatu 
tindakan permohonan maaf yang menurut adat sangat dihargai dan dijunjung 
tinggi. Itu keterangan Marselinus Subadir, Kepala Desa Colol. Peristiwa inilah yang 
kemudian menjadi titik tolak carinya suasana dan menghangatnya kembali 
komunikasi dan persaudaraan. “Modal Sosial” telah ditancapkan di bumi Colol. 
Kepala Balai Besar KSDA NTT menyatakan saat itu bahwa ke sejak sekarang dan 
ke depan, tidak ada kekerasan kepada masyarakat Colol dan masyarakat di desa-
desa penyangga TWA Ruteng. Pendekatan budaya dan adat dikedepankan terlebih 
dahulu, sebelum upaya-upaya hukum diberlakukan. Tu’a Golo Colol, Yohanes 
Ripin, menyampaikan bahwa karena faktor usia, ia mengakui tidak mampu 
mengontrol berbagai pelanggaran yang  dilakukan oleh anggota masyarakatnya. 
Oleh karena itu, dalam Kesepakatan Colol tersebut, juga dinyatakan bahwa apabila 
terjadi pelanggaran, akan diperingatkan secara Adat sebanyak tiga kali, dan kalau 
masih ditemukan pelanggaran lagi, maka proses hukum akan diserahkan kepada 



Catatan Wisata Intelektual (2005-2020) 

221 
  

KSDA.  Suatu pemahaman dan kesepakatan yang menarik dimana proses persuasif 
diupayakan terlebih dahulu dan penegakan hukum dilakukan pada upaya paling 
akhir. 

Pertemuan di Colol, sudah dilakukan bersama dengan Tiga Pihak. Gereja, 
Adat, Desa, Kecamatan, Babinsa, dan Polsek. Dari Keuskupan Ruteng, hadir  Romo 
Simon dan Romo Christianus Sony Egar, Pr. dari Paroki Colol. Menarik, karena 
pihak keamanan bisa masuk dan duduk bersama di rumah Gendang Induk 
Colol.  Peta TWA Ruteng untuk pertama kalinya dibuka dan dicermati bersama-
sama oleh seluruh peserta Lonto Leok tersebut. Sesuatu yang di masa lalu hampir 
tidak pernah dilakukan, karena batas menjadi persoalan yang sama-sama senstif 
dirasakan oleh masyarakat dan pihak KSDA. 

Kesiapan BBKSDA dengan Lab GIS/Resort_Based Management, dalam 
mendukung produk-produk peta kawasan konservasi NTT termasuk TWA Ruteng, 
merupakan salah satu kunci, untuk mendukung proses sosialisasi batas kawasan di 
masa mendatang.Termasuk pemetaan lokasi rumah gendang, kantor desa, kantor 
kecamatan, puar (hutan), lingko (kebun), nantinya akan sangat membantu proses 
penyusunan perencanaan secara spasial. Utamanya persoalan batas, antara batas 
zaman Belanda, batas (pal) TWA, dan batas-batas puar/lingko secara adat. 

Siklus Tiga Pilar : 

Proses yang dirancang untuk melaksanakan kerja sama Tiga Pilar ini 
digambarkan dalam diagram tersebut di atas.  Hasil pertemuan di tingkat Gendang, 
dijadikan dasar untuk dikomunikasikan dan didiskusikan di tingkat kabupaten, 
tentang rencana Mubes Tiga Pilar. Selanjutnya, hasil dari kesepakatan tersebut, 
dilaksanakan Mubes Tiga Pilar. Hasilnya akan ditawarkan untuk diujicobakan  di 
beberapa lokasi yang telah siap. Hasil dari uji coba perlu dibicarakan, perlu 
didiskusikan di Gendang, untuk memperoleh masukan dan untuk mengetahui dan 
memahami pembelajaran apa saja yang telah diperoleh.  Hasil pembelajaran ini lalu 
dirapatkan di tingkat kabupaten kembali untuk menjajagi kemungkinan 
mendapatkan dukungan dari dinas terkait secara terpadu. 

 

http://1.bp.blogspot.com/-w34TQT_1PXs/UcElwB2h7AI/AAAAAAAAAJc/AgVVqKXQ2CA/s1600/konswir1.jpg
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Implikasi Tiga Pilar 

Berdasarkan pemantauan sementara hasil Mubes tersebut, maka akan banyak 
perubahan-perubahan tentang peran dan tanggung jawab yang perlu dilakukan 
oleh para pihak.  Perubahan tersebut antara lain adalah : 

1. BBKSDA NTT: 

a. Kepala Resort Wilayah melakukan sosialisasi peta batas, khususnya wilayah 
yang berbatasan dengan desa-desa, terkait dengan lingko (kebun) dan puar 
(hutan). Hal ini sebaiknya dilakukan di Rumah Gendang, dengan mengundang 
unsur Tiga Pilar. Berbagai persoalan yang muncul dijadikan agenda untuk 
diselesaikan secara bertahap dan sesuai dengan skala prioritas yang disepakati 
bersama. 

b. Pelaksanaan patroli rutin dengan skema RBM, yang semula hanya dilakukan 
oleh Tim KSDA, perlu diubah, dengan mengupayakan keterlibatan unsur 
masyarakat, dan gereja apabila memungkinkan. Hasil-hasil patroli rutin 
dengan skema RBM juga perlu didiskusikan dengan tiga pihak. Termasuk 
potensi-potensi TWA Ruteng yang bisa dikembangkan di lahan-lahan desa, 
atau perambahan yang telah terjadi harus didiskusikan tiga pihak untuk 
mencari solusi terbaik dan disepakati. 

c. Mencari kemungkinan keterpaduan kegiatan dengan dinas terkait di tingkat 
kabupaten, misalnya upaya untuk melakukan penyuluhan terpadu. 
Meningkatkan partisipasi para pihak dalam usulan-usulan kegiatan dalam 
Rakorbang tingkat kecamatan dan kabupaten. 

2.   Masyarakat (Hukum) Adat 

a. Berusaha untuk melaksanakan  “Lonto Leok” sebagai mekanisme musyawarah 
untuk mufakat dalam penyelesaian berbagai persoalan di tingkat masyarakat. 
Juga dikaitkan dengan pelanggaran-pelanggaran di wilayah puar (hutan) TWA 
Ruteng.                                                                                                                           

b. Mendorong reaktualisasi dan revitalisasi nilai-nilai budaya Manggarai, 
khususnya dokumentasi nilai-nilai tersebut untuk kepentingan pewarisannya 
kepada generasi muda. Pengetahuan dan struktur pemerintahan  Tu’a Golo, 
Tu’a Teno, dan Tu’a Panga, dalam hal kearifan tradisional dan dalam kaitannya 
dengan tanah dan cara pengelolaanya perlu didokumentasi. Dalam hal Tiga 
Pilar, perlu didorong suatu Peraturan-peraturan Desa terkait dengan 
pengelolaan sumber daya alam. Misalnya, pengaturan pengelolaan air, kebun, 
pengambilan hasil hutan bukan kayu, kayu bakar, makanan ternak, dan lain 
sebagainya; pembangunan kebun bibit desa. 

3.   Pemerintah Kabupaten 

a. Bersama-sama dnegan DPRD menginisiasi Perda tentang Lembaga Adat (Tu’a 
Golo, Tu’a Teno, Tu’a Panga), termasuk di dalamnya adalah upaya untuk 
mereaktualisasi dan revitalisasi nilai-nilai adat budaya Manggarai dalam 
pengelolaan sumberdaya alam yang memperhatikan kelestarian. 
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b. Mendorong skema perencanaan terpadu dari bawah (bottom up planning), 
dengan melibatkan Tiga Pihak, termasuk dalam tahapan pelaksanaan, 
pemantauan dan evaluasinya. 

c. Mendorong sinergitas atau keterpaduan antara kegiatan KSDA dengan 
Dinas/SKPD terkait, untuk mengoptimalkan pendanaan dan kegiatan adar 
dapat terpadu dan disesuaikan dengan skala prioritas dan masukan dari 
masyarakat. 

4.   Gereja 

a. Membantu sosialisasi konsep Tiga Pilar dalam kaitannya dengan penerapan 
nilai-nilai dan kaidah-kaidah  agama dan dalam konsep dan aplikasinya,  agar 
dapat turut serta melestarikan TWA Ruteng, khususnya pelestarian hutan-
hutannya di perbatasan desa dan wilayah pelayanan Paroki. 

b. Turut aktif dalam mendorong pelaksanaan Tiga Pilar dimulai dari proses 
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi secara terpadu sehingga 
menghasilkan output sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan bersama. 

c. Mengawal proses pembelajaran Tiga Pilar dan membantu lakukan evaluasi 
untuk kepentingan perbaikan perencanaan di masa depan.  

 

Renungan 

Menggali nilai-nilai budaya setempat menjadi upaya awal yang sangat penting 
dalam kerja-kerja konservasi dimana pun di Indonesia. Penelolaan TWA Ruteng 
oleh BBKSDA selama ini belum menyentuh aspek budaya ini, sehingga banyak 
persoalan muncul dan tidak dapat diselesaikan secara substansial. Konsep “kita” , 
konsep “lonto leok” berakar dari budaya Manggarai, yang sudah semestinya kita 
jadikan kendaraan dalam kerja-kerja konservasi. Temuan tentang nilai-nilai budaya 
inilah yang menjadi titik awal diupayakannya musyawarah bersama. “Energi” 
yang berkembang dan mengalir  selama musyawarah dua hari itu,  menunjukkan 
suasana yang didambakan oleh masyarakat, tetua Adat, tentang kebersamaan. 
Tentang “kekitaan” . Tentang hubungan pemerintah dan masyarakat. Ini 
merupakan proses awal dari suatu perjalanan panjang membangun kebersamaan 
dengan konsep  “kekitaan” untuk kelola TWA Ruteng yang lebih manusiawi dan 
menyejahterakan. Dari pengalaman di Ruteng kita membangun optimisme untuk 
menuju kelola kawasan konservasi di Indonesia, yang lebih baik, lebih aspiratif, dan 
menemukan jati diri dan spirit keindonesiaannya.*** 

 

Catatan: 
Penghargaan disampaikan kepada  P Ora Yohanes-Kabid Wilayah II Ruteng, P Titus, P 
Yance, Juna, Steph,  Evie, Wulan, Dwi, Lia, P Alfridus Alang-Bu Via, Paulus Pamhut, 
Paulus Petus,  Betrix, Hasan, Rudy, Sahudin, Kris, Agus, Bu Adel, Marcel, Ardi, Anus; P 
Nico Dampuk dan Tim Dishut Matim. P Arief Mahmud, P Maman, P Zubaidi, P Hartojo, 
Rio Duta. Mereka telah bahu membahu membuat Mubes di Kisol sampai pada tahap akhir 
dengan lancar dan dengan hasil yang membanggakan.  P Gonis, P Vitalis, P Dalmas, P 
Suer Suryadi yang mengawal proses dialog dan mengawal perumusan; P Petrus Gunarso-
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Tropenbos Indonesia, Bu Hani-Litbang Kehutanan; Senior rimbawan, P Kasmir dan P 
Agus; Om Yos, P Kornelis Basot, P Marselius Subadir-kepada mereka penulis berhutang 
budi dan pengetahuan; Romo Simon, Romo Sonny; Yovi, putra asli Manggarai Timur, 
pemuda yang faham adat dan budaya Manggarai; Terakhir, Pak Bupati Matim-Yoseph Tote 
dan Pak Wakil Bupati-Pak Ande Agas, atas pengawalan dan dukungannya sejak 
perencanaan dan pelaksanaan Mubes.        
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Sepuluh Etika dalam Mengurus Hutan Indonesia 
 

 

 

Pembangunan  hutan dan kehutanan yang beretika adalah upaya-
upaya  membangun hutan atau mengelola hutan Indonesia dengan sejauh mungkin 
memberikan kemanfaatan secara luas kepada masyarakat umum, dengan tetap 
memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian. Ciri-ciri penerapan etika dalam 
pembangunan kehutanan atau dalam pengelolaan hutan untuk sebesar-besarnya 
kemaslahatan rakyat, adalah apabila rimbawan dan pelaku-pelaku lainnya 
mempertimbangkan sepuluh nilai-nilai atau etika yang penulis ajukan ini. Dalam 
setiap langkah dan geraknya untuk mengelola hutan dan mengembangkan 
berbagai kebijakan pembangunan kehutanan di tanah air. Kesepuluh etika tersebut 
diuraikan dalam ringkasan berikut: 

Pertama: Kerisalahan, Kekhalifaan, dan Rahmatan 

Adalah modal dasar bagi seluruh pelaku-pengurus hutan di Indonesia. Seorang 
rimbawan juga sebagai pembawa risalah, pendakwah untuk pelestarian 
lingkungan. Sebagai khalifah, ia menjadi seorang pemimpin dalam mendorong 
pembangunan hutan, pengelolaan hutan, melestarikan alam ciptaan-Nya. Seorang 
pemimpin yang memiliki integritas, satunya kata dengan perbuatan. Sebagai 
pembawa rahmat, ia seharusnya bisa mewujudkan kesejahteraan bagi 
masyarakatnya. Program-program pembangunan hutan harus mampu 
menciptakan lapangan pekerjaan, memajukan masyarakat, dan memandirikan 
masyarakat tersebut. Masyarakat memiliki harga diri ketika menjaga hutan, dan 
mendapatkan manfaatnya bagi mereka dan anak cucunya. Bagi masyarakat yang 
tinggal di sekitar hutan, di dalam hutan yang kehidupannya bergantung baik 
sebagian maupun seluruhnya pada sumber daya di dalam hutan itu. Rimbawan 
adalah seorang manusia dengan Tri Tugas seperti tersebut di atas. Tugas yang berat 
namun mulia dan ditunggu-tunggu oleh masyarakatnya, di pinggir-pinggir hutan. 
Panggilan tugas ini tentu perlu dipahami bersama, didukung, dan dirumuskan 
dalam berbagai lini kebijakan nasional. Hal tersebut sangat penting guna 
mendorong terus  kemajuan dan penyelamatan hutan Indonesia yang sebagian 
telah mengalami kerusakan, dengan dampaknya yang telah kita rasakan saat ini. 

Kedua: “Memanusiakan Manusia“, 

Etika ini menempatkan “masyarakat sebagai subyek”, dan mengupayakan 
melibatkannya dalam seluruh siklus manajemen pengelolaan hutan.  Apabila kita 
memiliki cara pandang masyarakat di sekitar hutan itu sebagai subyek, maka kita 
akan memiliki empati yang kuat. Kita akan “memanusiakan” mereka dan 
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memandang mereka sebagai bagian dari solusi dari persoalan-persoalan yang 
dihadapi dalam membangun hutan, menjaga hutan, atau memanfaatkan potensi 
hutan dengan penuh rasa tanggung jawab. Masyarakat sebagai subyek juga 
berimplikasi bahwa manfaat hutan diupayakan sebesar-besarnya untuk 
masyarakat, khususnya yang tinggal di sekitar hutan itu. Apabila benar bahwa 48 
juta masyarakat tinggal dan menggantungkan hidupnya dari hutan, maka itu 
berarti suatu jumlah yang sangat besar hampir 25% dari penduduk Indonesia. 
Menempatkan masyarakat sebagai subyek juga mendorong kita untuk melibatkan 
mereka sejak awal dari siklus manajemen. Mulai dari identifikasi masalah, 
merumuskan tujuan, merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan, pemantauan 
dan evaluasi, dan merevisi kembali (apabila memang diperlukan) tentang 
pernyataan masalah, dan tujuan-tujuan selanjutnya. 

Misalnya telah terjadi perambahan di suatu kawasan hutan yang dikelola 
pemerintah. Penyelesaian masalah ini, adalah dengan mengajak para perambah itu 
untuk duduk dan melakukan dialog secara inklusif, untuk mendapatkan 
kesepahaman bagaimana menyelesaikan persoalan itu, apa motif masyarakat 
melakukan perambahan, bagaimana solusi terbaik menurut masyarakat. Apakah 
motifnya karena kebutuhan subsisten, bukan untuk motif memperkaya. Kalau para 
perambah  itu memang kelompok miskin tak bertanah, karena tanahnya sudah 
dijual kepada pihak lain baik secara suka rela atau terpaksa, maka persoalan-
persoalan penyelesaian perambahannya menjadi tidak sesederhana  hanya dengan 
cara mengusir atau mengeluarkan mereka dengan paksa atas nama penegakan 
hukum. Maka, perlu solusi terpadu dengan melibatkan pemerintah daerah, pihak 
swasta, LSM, tokoh masyarakat, pemuka agama, lembaga-lembaga keagamaan, 
dan lain sebagainya. 

Untuk itu diperlukan satu “Lembaga Dialog”, yaitu suatu forum yang 
dibangun untuk mewadahi berbagai persoalan atau konflik-konflik tenurial di 
kawasan hutan. Lembaga ini bisa berjalan apabila pemerintah juga bersikap netral, 
tidak berpihak pada yang kuat, dan fokus memperhatikan secara seksama 
persoalan yang dihadapi masyarakat sekitar hutan. Justru dengan etika 
santun  seperti ini, Kementerian Kehutanan dan seluruh jajarannya di bawah, akan 
mendapatkan dukungan dari masyarakat. Proses perencanaan dari bawah (bottom-
up planning), dengan sebenar-benarnya melibatkan masyarakat akan berdampak 
pada menguatnya kesadaran individu dan kesadaran kolektif masyarakat. 
Kesadaran kolektif ini menjadi modal dasar untuk gerakan bersama 
menyelamatkan hutan dan lingkungan. 

Mengawal proses ini memerlukan komitmen bagi pengawalnya. Para 
rimbawan, sarjana kehutanan yang bertugas di lapangan dan yang berkedudukan 
di Jakarta. Tiga tugas utama manusia rimbawan, sebagai pembawa risalah, sebagai 
khalifah, dan pembawa rahmat bagi seru sekalian alam adalah tepat. Tri Tugas 
itulah yang dijadikan bekal bagi rimbawan dalam mendorong terlaksananya 
pembangunan dan pengelolaan hutan yang semakin bertanggungjawab. Yang 
memberikan kemanfaatan nyata baik sekarang sambil menjamin kelestariannya 
dalam jangka panjang, sesuai dengan tujuannya. 
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Ketiga: No Harm, “Tidak Melukai, “Ahimsa”. 

Berbagai persoalan kehutanan, konflik lahan, perambahan, illegal logging, yang 
ternyata terbukti dilakukan atas motif-motif untuk memenuhi kebutuhan dasar, 
karena mereka miskin, maka upaya penyelesaiannya haruslah tidak dengan 
kekerasan, tidak dengan pemaksaan, tidak dengan senapan, tetapi dengan solusi 
kesejahteraan. Hukum harus tegak bagi cukong, pemodal, oknum-oknum yang 
dengan sengaja memanfaatkan masyarakat miskin tak bertanah di sekitar hutan, 
untuk melakukan tindakan-tindakan yang menyalahi hukum. Sekali lagi, Forum 
Dialog itulah kendaraan yang seharusnya dibangun dan dipakai untuk mencari 
solusi bersama, dengan mempertimbangkan berbagai masukan, pendapat, dan 
aspirasi dari masyarakat. 

Masyarakat harus bisa merasakan kehadiran “pemerintah” di halaman 
rumah mereka, di kehidupan keseharian mereka, ketika mereka menghadapi 
persoalan-persoalan konkret, seperti masalah kayu bakar, makanan 
ternak,  layanan kesehatan, sekolah bagi anak-anaknya, akses jalan, pemiskinan 
oleh rentenir, dan banyak persoalan riil lainnya. Maka, penyelesaian masalah 
mereka juga memerlukan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan 
pembangunan dalam arti luas. Kehadiran pemerintah yang tidak “sangar”, tidak 
menakutkan. Pemerintah yang mau duduk dengan mereka dan mendengarkan 
berbagai kesulitan dan harapan mereka.  Reformasi Birokrasi harus menyentuh 
sampai ke wilayah-wilayah seperti ini. Sikap mental aparat pemerintah yang 
santun dan lebih banyak turun ke bawah menyerap persoalan nyata. Masyarakat 
yang hidupnya serba sulit, tinggal di daerah terpencil di tepi-tepi  hutan, adalah 
kekuatan nyata bagi pembangunan hutan dan kehutanan masa depan, apabila 
pemerintah melakukan tindakan yang tepat. Pemerintah seharusnya berpihak pada 
yang lemah, bukan kepada yang kuat, kaum pemodal dan sebagainya. 

Keempat: Penghargaan terhadap Hak-hak Masyarakat Hukum Adat dan Budaya. 

Ialah upaya kita untuk mempertimbangkan dan lebih menguatkan nilai-nilai adat 
dan budaya yang masih hidup dan nyata memiliki unsur-unsur penghargaan 
terhadap alam, spirit menjaga dan melestarikan alam, ke dalam berbagai aspek 
pembangunan kehutanan. Banyak kawasan hutan yang secara adat masih dikuasai 
dan dijaga untuk kepentingan kehidupan kelompok-kelompok masyarakat adat. 
Manajemen kelola hutan kita harus menggali dan mendorong nilai-nilai ini masuk 
ke dalam bagian dari spirit kelola hutan bersama masyarakat. Di TN Kayan 
Mentarang, Provinsi Kalimantan Utara, dimana secara adat, kawasan taman 
nasional itu dimiliki oleh 11 Suku Dayak Besar, dikelola dengan konsep yang 
melibatkan lembaga-lembaga adat setempat. Dibentuk Dewan Pertimbangan 
Pengelolaan, di mana berbagai persoalan dan perencanaan kelola taman nasional 
didiskusikan dan disepakati. Ini suatu contoh, bagaimana etika mengelola hutan 
kita saat ini dan menjadi harapan ke depan. Model ini bisa dicontoh di banyak 
kelola hutan produksi baik di HPT, HTI, Restorasi Ekosistem, Hutan Tanaman 
Rakyat, dan kawasan hutan lainnya. Menuju pengelolaan hutan yang lebih 
manusiawi dan aspiratif. 
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Keragaman budaya dari masyarakat di seluruh Indonesia, semestinya 
menjadi pertimbangan penting dalam kita merumuskan langkah-langkah dalam 
mengelola hutan di tingkat tapak, di lapangan. Kita perlu mengoreksi pandangan 
bahwa kawasan hutan adalah laksana “kertas putih” tidak ada pemiliknya dan 
tidak ada sejarah penguasaannya. Mungkin dari pola pendekatan etika seperti ini 
ada harapan kita bersama mewujudkan motto Kementerian Kehutanan : “Hutan 
Lestari Masyarakat Sejahtera”. 

Pengakuan terhadap keberadaan Masyarakat (Hukum) Adat, diwujudkan 
dalam Pasal 18 B  Ayat (2) dan Pasal 28 Ayat (3) UUD 1945; Ketika era reformasi, 
dukungan legalitas muncul dalam : (1) UU No 22 tahun 1999 dan penggantinya UU 
No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang memulihkan hak Masyarakat 
Adat untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri dalam bentuk otonomi asli 
“desa” atau yang disebut dengan nama lain sesuai dengan adat budaya setempat; 
(2) UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan keberadaan 
hak-hak Masyarakat Adat sebagai hak asasi manusia yang harus diperhatikan dan 
dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah (Pasal 6); (3)  UU No. 21 Tahun 
2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagai bentuk kebijakan 
khusus untuk melindungi hak-hak dasar penduduk asli dan masyarakat adat di 
Papua; (4) UU No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-
pulau Kecil yang telah menegaskan adanya pengakuan dan perlindungan tanpa 
syarat kepada Masyarakat Adat, kearifan tradisional dan masyarakat tradisional; 
(5) UU No.32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan 
Hidup yang mengakui peran penting Masyarakat Adat sehingga diamanatkan 
untuk membuat kebijakan nasional dan daerah untuk pengakuan dan 
perlindungan hak-hak masyarakat adat dan kearifan lokal terkait dengan 
pengelolaan dan  pengendalian lingkungan hidup. Keputusan Mahkamah 
Konstitusi tanggal 16 Mei 2013, yang menyatakan bahwa hutan adat bukan hutan 
negara, menguatkan posisi masyarakat (hukum) adat, walaupun keputusan ini 
mengundang kontroversi di tingkat nasional. 

Kelima: Memadukan Tradisional Wisdom dengan Scientific Knowledge. 

Etika menghormati kearifan tradisional dari masyarakat-masyarakat khususnya 
yang tinggal di sekitar hutan atau bahkan tinggal di dalam hutan, adalah modal 
utama. Memadukannya dengan scientific knowledge,  ilmu dan teknologi adalah 
kekuatan yang besar. Pada kondisi tertentu, kearifan tradisional mampu menjawab 
berbagai persoalan pelestarian hutan, pengelolaan lahan pertanian tradisional, dan 
sebagainya. Pada kondisi yang lain, masukan dari IPTEK diperlukan untuk 
menggali lebih jauh  nilai-nilai kemanfaatan plasma nutfah untuk obat-obatan 
modern, sebagaimana yang dicontohkan dari TWA Teluk Kupang, yang ternyata 
potensi sponge-nya, memiliki prospek untuk materi penyembuhan kanker. Jamur 
tertentu dari hutan tropis yang telah diteliti oleh calon doktor dari Pusat Konsrvasi 
dan Rehabilitasi, Litbang Kehutanan, mampu menguraikan dampak lingkungan 
pencemaran minyak. Pembangunan hutan dengan menggunakan teknologi 
Silvikultur Intensif (SILIN) yang dikembangkan oleh Prof Soekotjo dan Prof Na’iem 
dari Fahutan UGM, juga membuktikan bahwa percepatan pembangunan hutan-
hutan baru (tanpa mengganggu keragaman hayati) nyata bisa dilaksanakan. IPTEK 
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yang mendapatkan dukungan kebijakan Direktur Jendral BPK Nomor SK.226/VI-
BPHA/2005 tangal 1 September 2005 tentang TPTI Intensif,  perlu terus diupayakan 
untuk dilaksanakan dalam skala yang lebih luas. 

Hal-hal  tersebut di atas membuktikan bahwa IPTEK harus dimanfaatkan 
untuk membangun hutan Indonesia. Bukan hanya untuk hutan Indonesia. Hasil-
hasil riset di kawasan hutan akan berguna untuk kepentingan kemanusiaan dalam 
arti  luas. Upaya-upaya itu masih harus terus ditingkatkan dan didukung oleh 
kebijakan nasional yang komprehensif, terpadu, dan berkelanjutan.   

Keenam: Jejaring Kerja Multipihak 

Etika ini muncul dari kesadaran bahwa untuk mengelola hutan dengan segala 
karakteristiknya itu, tidak akan pernah mampu dikelola oleh hanya kelompok 
rimbawan. Mengurus hutan  (di Indonesia) tidak cukup hanya oleh rimbawan saja. 
Ciptaan Tuhan ini, sangat luar biasanya karena ia tumbuh  di muka bumi sebagai 
hasil dari proses asosiasi yang panjang dari aspek geologi, gerakan lempeng, 
kegunungapian,  pembentukan dan pergerakan tanah, iklim, kelerengan, posisinya 
di permukaan bumi, yang berakibat pada pembentukan pola sebaran flora dan 
fauna yang beragam. Kondisi ini masih ditambah dengan pola-pola 
ketergantungan manusia pada awal kehidupannya kepada sumber daya hutan 
beserta seluruh isinya, yang membentuk kebudayaan manusia dan pola-pola 
pembentukan hutan, ragam dan sebaran flora dan faunanya. Maka, dalam 
mengurus hutan, kawasan hutan, kita perlu mendapatkan dukungan dari berbagai 
disiplin keilmuan, berbagai pengalaman empiris pakar, praktisi, pengamat, 
pemerhati, pejuang, perencana pembangunan, dan lain sebagainya.  Rimbawan 
dengan ilmu kehutanan tidak akan cukup mampu dalam merespons berbagai 
persoalan hutan dan kehutanan yang bukan sekedar persoalan silvikultur, 
teknologi kayu, tetapi juga masalah sosial, budaya, antropologi, pengembangan 
masyarakat, dan lain sebagainya. 

Jejaring multi pihak, multi disiplin Ilmu merupakan suatu keharusan, 
apabila kita ingin mendapatkan manfaat dari banyaknya “rahasia” yang masih 
terkandung di dalam perut hutan belantara tropis dan kawasan konservasi di 
bawah lautan di satu sisi,  dan upaya meningkatkan kecerdasan keberdayaan dan 
kemandirian masyarakat di sisi lainnya. Masyarakat seharusnya menjadi bagian 
dari jejaring ini dan mendapatkan manfaatnya baik secara langsung maupun tidak 
langsung.  

Ketujuh: Prinsip Kehati-hatian 

Kecerobohan adalah sikap yang sejauh mungkin kita hindarkan. Kebijakan 
seharusnya disiapkan dengan matang didasarkan pada data dan infomasi yang 
valid. Pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan berbagai kebijakan, yang 
dilakukan dengan benar dan jujur menjadi modal dasar dalam memperbaiki 
kebijakan ke depan. Pengalaman kerusakan hutan-hutan produksi dengan skema 
HPH dengan pola monopoli dan dampak negatifnya di masa lalu menjadi bahan 
koreksi kita bersama. Konsistensi dan pengawasan yang ketat tanpa negosiasi, 
semestinya dapat menyelamatkan hutan-hutan tersebut. Apabila sistem Tebang 
Pilih Indonesia (TPI) dilaksanakan dengan konsekuen, maka masih ada harapan 
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akan tumbuhnya hutan untuk siklus tebangan berikutnya. Pengalaman itu, kini 
menjadi pelajaran berharga agar dalam mengusahakan hutan, dilakukan dengan 
prinsip-prinsip kelestarian dan dengan pengawasan yang ketat. 

Kebijakan Presiden RI melakukan Moratorium Hutan (INPRES No.10 
tahun 2011. Penundaan izin baru di hutan primer dan gambut yang berada di hutan 
konversi, hutan lindung, dan hutan produksi, adalah langkah-langkah kehati-
hatian tersebut. Moratorium ini diperpanjang lagi dengan terbitnya INPRES No 
6/2013  tentang  Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola 
Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.  Mengapa perlu menerapkan prinsip-
prinsip kehati-hatian? Selain aspek kerusakan hutan di masa lalu, tekanan dunia 
internasional untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), juga karena kita 
dengan IPTEK yang ada belum mampu mengungkap “manfaat” dari isi hutan-
hutan alam tersebut bagi kepentingan kemanusiaan. Apabila tidak dicegah, maka 
tingkat kerusakan hutan-hutan alam akan terus meninggi, karena kemampuan kita 
untuk melakukan pemantauan dan cek lapangan akan ketaatan pengusaha masih 
sangat rendah. Prinsip kehati-hatian ini bukan hanya berlaku di hutan-hutan 
produksi, tetapi juga dalam pengelolaan seluruh fungsi hutan, termasuk di 
kawasan konservasi. Pemerintah yang telah mengalokasikan dan menetapkan 27,2 
juta hektar kawasan hutan sebagai kawasan konservasi, juga dalam rangka 
mengemban etika kehati-hatian tersebut. Kawasan konservasi tersebut adalah 
bagian dari 64 juta hektar hutan yang masih utuh atau 42,5 persen. Porsi yang 
cukup besar dari kawasan konservasi ini perlu dukungan kebijakan terpadu untuk 
mendorong peningkatan efektivitas pengelolaannya dengan berpegang pada etika-
etika yang diusulkan tersebut di atas. 

Kedelapan: “Gerakan” 

Kesadaran bersama (collective awareness) sebagai hasil kerja dari Tri Tugas 
Rimbawan bersama para pihak sebagai mitranya, dan dengan dukungan kebijakan 
Kementerian Kehutanan, maka didorong suatu gerakan bersama, suatu aksi 
bersama. Penanaman satu miliar pohon adalah salah satu contoh upaya 
membangun suatu Gerakan Kesadaran Bersama Multi pihak.  Kini bukan saja 
Kementerian kehutanan saja, banyak pihak yang mendukung program satu miliar 
pohon tersebut.  From collective awareness to collective action. Dari gerakan di 
Indonesia akan berkontribusi pada tataran global. Sehingga, menanam pohon 
menjadi kesadaran kita bersama. Gerakan ini masih didukung dengan Moratorium 
Izin Baru, sehingga peran Indonesia akan sangat diperhitungkan di tingkat global. 
Sebagaimana disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono pada 
pertemuan G-20, September 2009 di Pittsburgh Amerika Serikat dan pertemuan 
PBB mengenai Perubahan Iklim, UNFCC COP-15 di Kopenhagen, Desember 2009 
: “In the spirit of thingking outside the box,  in September this year Indonesia declared 
emision reduction target of 26% from business as usual by 2020, and this can be increased 
to 41% with enchanced international assistance. As a non-Annex 1 country, we did not 
have to do this. But we read the stark scientific warning of the IPPC. So we set our new 
reduction target, because we wanted to part of global solution” (Purnomo, 2012). Dengan 
kebijakan nasional seperti itu, diharapkan hutan cukup waktu untuk bernafas 
kembali dan merehabilitasi dirinya, setelah sekian lama dieksploitasi.  Walaupun 
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Indonesia tidak wajib menurunkan emisi GRK, namun Presiden SBY bersama tim 
nya sepakat untuk berkontribusi pada menurunan GRK dunia. Suatu politik etis 
yang sudah selayaknya diapresiasi oleh negara-negara Utara penghasil 
pencemaran dunia, seperti Amerika Serikat, China, dan sebagainya. Suatu etika 
global terkait dengan kepentingan masyarakat lintas negara. Untuk kepentingan 
menyelamatkan bumi-satu-satunya planet layak huni manusia. 

Kesembilan: Pelibatan Perempuan. 

Ialah sikap mental kita untuk mempertimbangkan dan memperluas peran-peran 
kaum perempuan dalam  setiap langkah atau siklus manajemen kawasan hutan. 
Kerusakan lingkungan berdampak langsung pada kaum perempuan di pedesaan. 
Berbagai upaya konstruktif menyelamatkan hutan, inovasi baru memperbaiki 
lingkungan, dilakukan oleh perempuan. Pendidikan anak-anak agar cinta pada 
lingkungan diemban kaum perempuan.  Banyak di antara perempuan tangguh 
tersebut telah menerima Kalpataru, karena pengabdiannya yang luar biasa pada 
penyelamatan lingkungan dan menginspirasi masyarakat luas. 

Seorang perempuan bernama Tri Mumpuni - Pendekar Lingkungan Hidup 
2008 adalah contohnya. ,Ia mampu menggerakkan masyarakat dan menjadi  motor 
pembangunan mikro (mini) hidro yang menghasilkan listrik di 60 lokasi tersebar di 
seluruh Indonesia. Usahanya membentang   dalam tempo tidak kurang dari 17 
tahun (Berita TransTV 17 Agustus 2010; jam 21:48). Puluhan penghargaan 
diterimanya dari berbagai kalangan, antara lain sebagai Climate Hero dari WWF. 

Pada tanggal 20 Agustus 2010, Harian Kompas memuat berita tentang 
orasi  Eny Sudarmonowati, sebelum dikukuhkan sebagai Prof Riset. Ia sejak 1992 
melakukan penelitian intensif pemuliaan pohon hutan. Salah satu yang dipilih 
adalah sengon-salah satu jenis pohon cepat tumbuh (fast growing spesies) yang 
penting untuk rehabilitasi hutan atau dikembangkan sebagai penghasil kayu 
perkakas ringan. Hasil rekayasa genetik yang dilakukannya telah membuat 
pertumbuhan sengon 1,5 kali lebih cepat dari sengon bukan hasil rekayasa. 
Diprediksi, panen yang semula menunggu 15 tahun bisa diperpendek menjadi 7 
tahun saja. Yang bersangkutan juga mengungkapkan bahwa ia melakukan 
penelitian juga tentang Acacia mangium transgenik. Ada sengon mutan hasil radiasi 
sinar gamma, yang tahan  hidup di lahan ex tailing, jadi kemungkinan besar bisa 
untuk bioremediasi. Ribuan hektar lahan eks pertambangan dapat segera 
dihijaukan dengan hasil riset ini. 

Aleta Baun  aktivis perempuan dari Timor Tengah Selatan, mendapatkan 
penghargaan dari Goldman Environmental Prize 2013 di San Fransisco, Amerika 
Serikat, pada 15 April 2013, atas upayanya yang gigih mempertahankan hutan dan 
Gunung Batu di lereng Gunung Mutis, Provinsi NTT (Kompas, 20 April 2013). 
Ketiga contoh tersebut membuktikan peranan perempuan dalam perbaikan 
lingkungan hidup. Kebijakan pemerintah ke depan harus mempertimbangkan 
keterlibatan kaum perempuan yang lebih besar dan dengan niat yang baik untuk 
mendorong peran mereka semakin besar dan menentukan. 

Kholifah, wanita penerima Kalpataru kategori Perintis Lingkungan tahun 
2010. Perempuan dari Desa Kedungringin, Beji, Pasuruan, Jawa Timur ini layak jadi 
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pahlawan lingkungan. Sejak tahun 1999 Kholifah merintis 
pembuatan trichogramma, pupuk organik cair, pupuk organik padat, 
pengembangan tanaman hias, dan pengembangan jamur antagonis  dengan 
peralatan sederhana. Program ini dapat membantu meningkatkan produksi petani 
dan berhasil menurunkan penggunaan pupuk buatan dan pestisida kimia. 

Dra. Endang Sulistyowati, wanita penerima Kalpataru Kategori Pembina 
Lingkungan tahun 2010. Perempuan yang juga guru biologi dan pendidikan 
lingkungan hidup SMAN 2 Kota Probolinggo, Jawa Timur ini juga pahlawan 
lingkungan. Aktif dalam berbagai organisasi masyarakat, Endang mengajak 
penduduk setempat menanam 23.000  pohon bakau di lahan  seluas lima hektar di 
pesisir utara Kota Probolinggo. Ia juga menggagas penanaman pohon SAJISAPO 
(Satu Jiwa Satu Pohon) di lingkungan sekolahnya. 

Sriyatun Djupri, wanita penerima Kalpataru kategori Perintis Lingkungan 
2008. Wanita sahabat sampah yang tinggal Jl. Jambangan Rt 004/003 Kel/Kec 
Jambangan Kota Surabaya, Jatim ini layak disebut sebagai pahlawan lingkungan. 
Mulai tahun 1986, Sriyatun mulai menggerakkan warga sekitar untuk melakukan 
pemilahan sampah, penghijauan pekarangan dan jalan warga di sepanjang Kali 
Surabaya serta membuat saluran toilet di sekitar rumah. Kegiatan ini dilakukan 
melalui Kelompok Dasa Wisma yang memanfaatkan anggota kelompok PKK, 
Karang Taruna dan para kepala keluarga sebagai kader lingkungan. Di tahun 2004 
Sriyatun mendirikan Kelompok Kader Lingkungan Sri Rejeki, aksinya berupa 
pelatihan bagi warga sekitar untuk memilah dan mengolah sampah, pembibitan 
tanaman, penghijauan pekarangan, jalan dan pinggir sungai, serta membuat dan 
menggunakan jamban umum. Pengelolaan sampah dilakukannya dengan 
metode 3R. 

Theresia Mia Tobi, perempuan penerima Kalpataru kategori Perintis 
Lingkungan 2008. Perempuan yang tinggal di RT 13 RW 06, Dusun Bawalatang, 
Desa Nawokote, Wulanggitang, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur juga layak 
menyandang gelar pahlawan lingkungan. Ibu Theresia tanpa kenal lelah 
memberdayakan masyarakat melalui penanaman pohon dengan semboyan “bila 
satu pohon ditebang, akan diganti dengan penanaman seribu pohon”. Kepercayaan 
masyarakat kepada Ibu Theresia dapat diukur dari keikutsertaan seluruh warga 
Desa Nawakote kemudian melakukan pembibitan, penangkaran dan penanaman 
gaharu di pekarangan rumah maupun areal hutan. 

Wayan Sutiari Mastoer, perempuan penerima Kalpataru kategori Perintis 
Lingkungan 2006. Wanita satu ini juga layak jadi pahlawan lingkungan. Dengan 
dibantu pegawai dan anggota keluarganya ia mengumpul sisa-sisa tumbuhan dan 
sampah anorganik untuk didaur ulang menjadi hiasan berupa bunga kering, hiasan 
dinding, bros, giwang dan sebagainya. Wanita yang juga bendahara POPRI 
(Perkumpulan Olahraga Pernapasan Indonesia) ini tidak henti-hentinya 
mendemonstrasikan dan melatih masyarakat sekitar. Hasil karyanya diminati oleh 
banyak kalangan hingga Bali dan mancanegara. 
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Kesepuluh: Pelibatan Kaum Muda 

Mempertimbangkan tujuan jangka panjang dari pengelolaan hutan dan lingkungan 
secara luas, maka isu kunci yang harus dipertimbangkan dalam kebijakan nasional 
adalah tentang pendidikan lingkungan dan peran kamu muda. Mereka kelompok 
potensial untuk terlibat dalam berbagai upaya dan gerakan penyelamatan 
lingkungan. Sudah sewajarnya dibangun strategi pengelolaan hutan dan 
penyelamatan lingkungan dengan melibatkan kaum muda.  Mereka yang akan 
mengambil tongkat estafet dari generasi tua saat ini, untuk dilanjutkan ke depan. 
Skala waktu yang dipakai dalam pengelolaan hutan dan isu-isu lingkungan bukan 
hanya lima tahun, atau 10 tahun, tetapi 50-100 tahun ke depan. Skala generasi, antar 
generasi, dan lintas generasi. Investasi pendidikan lingkungan saat ini akan 
menentukan hasilnya 20-30 tahun ke depan. 

Penutup 

Kesepuluh etika, atau pesan moral tersebut tentu perlu kita renungkan dan diuji 
apakah dapat atau perlu dilaksanakan di tingkat lapangan. Disebarluaskan dengan 
contoh-contoh nyata. Deklarasi Rimbawan yang pertama, yaitu Deklarasi 
Kaliurang, 29 Oktober 1966 dan Deklarasi Cangkuan-Sukabumi, 4 November 1999, 
mungkin sudah dilupakan kamu rimbawan. Padahal, dalam kedua deklarasi itu 
terkandung nilai-nilai dan etika profesi rimbawan yang sangat relevan bahkan 
sampai dengan saat ini. Pengelolaan hutan yang menjamin kelestarian dikaitkan 
dengan persoalan martabat bangsa di mata masyarakat dunia, sudah digemakan 
dalam Deklarasi Kaliurang. Semoga, sumbangan pemikiran yang sedikit ini, dapat 
menggugah kesadaran kita bersama, untuk membuka lembaran-lembaran 
deklarasi tersebut, sebagai bagian dari kesejarahan pemikiran dan arah pengelolaan 
sumber daya hutan Indonesia. Juga kala kita mengaitkan Tri Tugas Manusia 
sebagai pembawa risalah, khalifah, dan menjadi rahmat bagi alam. Kita kembalikan 
semuanya kepada diri pribadi kaum rimbawan Indonesia. Apa yang telah kita 
mampu perbuat untuk hutan Indonesia.*** 
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Rahasia Bawah Laut TWA Teluk Kupang: Sponge dan Masa 
Depan Penyembuhan Kanker 

 
Oleh: Wiratno dan Isai Yusidarta 

 

Apa hubungannya antara kawasan konservasi perairan (laut) dengan 
penyembuhan penyakit kanker. Penulis yakin, sebagian besar staf PHKA, mulai 
dari yang bekerja di lapangan sampai di tingkat tertinggi di Jakarta, belum tahu. 
Mungkin tidak sempat untuk tahu atau tidak mau tahu. Penulis maklum dengan 
kesibukan yang luar biasa di tingkat Jakarta. Kesibukan tentang “administrasi” 
konservasi.  Sampai dengan saat ini, belum pernah ada pernyataan pejabat tinggi 
Kemenhut, tentang peran besar dan strategis kawasan perairan ini, dalam 
kaitannya dengan peluangnya sebagai sumber pengobatan berbagai macam 
penyakit. Dalam kasus ini, tentang penyakit kanker. Sementara itu, kita memiliki 5 
juta Hektar kawasan konservasi laut. Sebagian masuk wilayah perairan laut subur 
dan kaya, yaitu kawasan yang disebut sebagai Segi Tiga Karang Dunia, atau disebut 
sebagai Coral Triangle Area. 

Adalah seorang yang berpenampilan sederhana, tetapi ternyata seorang 
PhD lulusan Jepang, dosen Fisheries and Marince Science, Universitas Diponegoro, di 
Semarang. Ia-Agus Trianto yang memulai riset tentang sponge. Risetnya bersama-
sama dengan  Ambariyanto, dan Retno Murwani, dengan judul   “Skrining Bahan 
Anti Kanker pada Berbagai Jenis Sponge dan Gorgonian Terhadap L1210 Cell Line”, 
dipublikasikan dalam Indonesian Journal of Marine Sciences, Vol 9 No.3 (2004), 
disarikan sebagai berikut: 

Sejarah evolusi yang panjang pada biota laut menyebabkan biota 
laut mempunyai keanekaragaman molekul yang sangat tinggi. Potensi 
biota laut tersebut sebagai sumber obat anti kanker menjadi objek 
penelitian penting dalam tahun-tahun terakhir. Bahan yang 
dipergunakan dalam penelitian ini adalah sponge dan gorgonian yang 
dikoleksi dari perairan Jepara pada kedalaman 1-3 m dan di perairan 
Labuhan Bajo, Flores pada kedalaman 3-38 m. Sampling dilakukan 
dengan Skin diving dan SCUBA diving. 

Sampel kemudian diekstrak dengan metanol. Selanjutnya 
ekstrak diujikan terhadap sel kanker leukemia (L-1210 cell line) dengan 
konsentrasi 0, 1, 5 dan 10 ppm. Uji dilakukan pada media RPMI lengkap 
dan penghitungan daya hambat dilakukan dengan metoda direct 
counting. Ekstrak yang diperoleh dari sponge dan gorgonian berkisar 
antara 0,55 – 24,7% dari berat kering atau 0,36-7,34% dari berat basahnya. 
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Seluruh ekstrak dari sampel-sampel mampu menghambat pertumbuhan 
L1210 cell line dan layak untuk pemurnian lanjut. Ekstrak metanol tiga 
jenis sponge (Xestospongia sp2 dan Phyllospongia sp1 dan UP8) dan fraksi 
etil asetat dari ekstrak gorgonian I. hippuris mempunyai IC-50 &lt; 3 
mg/mL, ekstrak metanol dari delapan jenis sponge (Agelas nakamurai, 
Ircina ramosa, A06, Phyllospongia lamellosa , Phyllospongia sp, UP9, 
Calispongia sp dan Fascaplynopsis sp) mempunyai IC-50 &lt; 5 mg/mL, dan 
ekstrak metanol dari lima jenis sponge (Hyrtios erecta, Xestospongia sp, 
Cladocroce sp, Oceanapia cf. Amboiensis dan Haliclona sp.) dan fraksi air dari 
ekstrak gorgonian I. Hippuris mempunyai IC-50 &lt; 10 mg mL Satu 
sponge Xestospongia sp1 mengandung ekstrak yang mempunyai IC - 50 
& 10 mg/mL. 

Riset sponge tahun 2004 tersebut berlanjut ke arah timur. Ke TWL Teluk 
Kupang, di bawah pengelolaan BBKSDA NTT.  Awal penelitian sponge di TWL 
Teluk Kupang dimulai ketika adanya kolaborasi antara Universitas Lampung 
(UNILA) dengan Ryukyus University dan dibantu Universitas Diponegoro dengan 
Tim yang terdiri dari DR. Agus Setiawan, Idam Setiawan, Penny Ahmadi (UNILA); 
Prof. Kobayashi, Prof. Tanaka, Prof. Arai (RYUKYUS UNIV.); DR. Agus Triyanto 
(UNDIP) dan dibantu Isai Yusidarta, Khaeruddin Koli (alm.) dan Rafael Lena 
Nguru (BBKSDA NTT), melaksanakan penelitian dengan judul Isolasi Dan 
Karakterisasi Senyawa Antioksidan Alkaloid dari Sponge Perairan Kupang, Nusa Tenggara 
Timur disarikan sebagai berikut : 

Telah dilakukan skrining senyawa antioksidan pada lima jenis sponge 
A01, A08, C21, K70 dan K72 yang diperoleh dari perairan Taman Wisata 
Laut (TWL) Teluk Kupang. Hasil uji aktivitas antioksidan menggunakan 
pereaksi DPPH 0,1 mM terhadap ke lima ekstrak metanol sampel secara 
berturut-turut menunjukkan persen inhibisi radikal bebas A01 4,3%, A08 
6,85, K70 7,4%, C21 22,7% dan K72 25,25%. Analisis lanjut ektrak metanol 
sampel C21 setelah melalui beberapa tahapan kromatografi diperoleh 
isolat senyawa PN10 dengan aktifitas persen inhibisi sebesar 65,69%. 
Karakterisasi isolat PN10 menggunakan pereaksi spesifik Dragendrof 
dan ninhidrin pada kromatografi lapis tipis (KLT) menunjukkan bahwa 
senyawa PN10 merupakan senyawa alkaloid tersier. Hasil intepretasi 
spektrum IR isolat PN10 yang diukur menggunakan teknik FTIR-ATR 
memperlihatkan karakteristik serapan bilangan gelombang pada daerah 
1326,52 cm-1 untuk C=N-C-, kemudian 1429,10 cm-1 untuk vibrasi tekuk 
C-N, dan 1020 cm-1 untuk vibrasi ulur ikatan -C-N-. Berdasarkan hasil 
yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa isolat PN10 dari sponge C21 
merupakan senyawa alkaloid tersier yang memiliki potensi 
sebagai  senyawa antioksidan dengan persen inhibisi radikal bebas 
sebesar 65,69 % pada konsentrasi 25 ppm. 

Kata Kunci: Antioksidan, Alkaloid, Sponge, DPPH. 
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Lokasi pengambilan sampel di Kupang 

No Nama Lokasi Jumlah Sampel Kedalaman (meter) 

1. Tabulolong 20 10-15 
2. Pos Polair 11 24 
3. Tabulolong (Barat, 300 Mtr) 19 8-25 
4. Tabulolong (Timur, 300 Mtr) 13 3,3-31 
5. Buluinan 7 25 
6. Hansini 6 27 
7. Sekitar Polair 3 30,1 
8. Tabulolong (Barat, 1Km) 4 30,5 
9. Sekitar Hansisi 1 30,6 

Keterangan: 1 sampel = 1 jenis; koordinat lokasi ditemukan sponge di atas kapal 
tercatat 
 

Spesifikasi sampel sponge A01, A08, C21, K70, dan K72 

No Kode 
Sampel 

Kedalaman 
(meter) 

Lokasi Spesies 

1 A01 10-15,9 Tabulolong Stylissa carteri 

2 A08 10-15,9 Tabulolong Leucetta sp 

3 C21 24,6 Pos Polair Aaptos sp 

4 K70 28 Hansisi Belum teridentifikasi 

5 K72 28 Hansisi Ianthella basta 

 

Berdasarkan hasil penelitian awal tersebut  di atas, tim berpendapat bahwa: 

TWL Teluk Kupang tidak saja berpotensi untuk tujuan pengembangan 
pariwisata dan budidaya laut tetapi juga dapat dijadikan sebagai sumber kajian 
ilmiah berkaitan dengan sumber senyawa bioaktif baru dari biota laut guna 
pengembangan industri farmasi. Studi mengenai pemanfaatan potensi senyawa 
bioaktif yang bersumber dari biota laut untuk pengembangan industri farmasi 
masih terus dilakukan. Sponge merupakan salah satu target biota laut yang 
secara  intensif dikaji guna mendapatkan berbagai informasi mengenai senyawa 
bioaktif baru. 

Berdasarkan hasil kajian yang telah di lakukan pada satu dekade terakhir 
ini, khususnya di perairan Indonesia, menunjukkan bahwa sponge memiliki 
keragaman struktur kimia dengan bioaktifitas yang berbeda-beda. Beberapa jenis 
senyawa bioaktif yang berhasil diisolasi antara lain Agosterol A, senyawa 
polihidroksi sterol asetat, dengan aktivitas sebagai reversal agent terhadap sel tumor 
yang telah resisten terhadap senyawa anti kanker (Aoki S., et al., 1999), senyawa 
manadomanzamine A dan B yang memiliki aktivitas sebagai antimikobakteria dan 
HIV-1 (Peng J., et al., 2003), senyawa fenolik eter terbrominasi dengan aktifitas 
sebagai antibakteria (Hanif N., et al., 2007), serta senyawa sesquiterpen 
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aminoquinone, dysideamine, dengan aktivitas menghambat pertumbuhan spesies 
senyawa yang sangat reaktif terhadap oksigen (Suna H., et al., 2009). 

Setelah penelitian selesai Dr. Agus Triyanto, berbisik kepada Isai Yusidarta, 
“Saya akan kembali”. Dr. Agus Triyanto merupakan Kakak Tingkat Alumni 
sekaligus Dosen Isai Yusidarta dan selama penelitian merupakan pasangan buddy 
diving, sehingga “tahu persis apa yang dikerjakan Dr. Agus Triyanto” (termasuk 
pengambilan sampel dan data-data yang tidak diserahkan kepada Tim). Dr. Agus 
Triyanto mengatakan juga kepada Isai Yusidarta, “Tidak mungkin saya serahkan 
semua, apa yang kita ketahui berdua kepada Tim karena ada Jepang walaupun 
mereka adalah Sinsei saya”. Dan terbukti dengan kedatangan Dr. Agus Triyanto 
pada tahun 2012 ke Kupang setelah mendapatkan dana riset. 

Bagian terpenting dari hasil penelitian ini (berdasarkan keterangan Dr. 
Agus Tiyanto) adalah: 

1. Contoh sampel anti kankernya sudah didapatkan dari jenis sponge tertentu dan 
contoh senyawanya telah disimpan di Ryukyus Univ. Dan hanya Dr. Agus 
Triyanto yang dapat mengambilnya. Kenapa disimpan disana? Ada dua alasan, 
yaitu: 1) bebas dari biaya penyimpanan; 2) fasilitas dan sistem terpercaya, 
mengingat senyawa anti kanker merupakan senyawa yang tidak stabil 
sehingga diperlukan teknologi penyimpanan yang canggih. 

2. Masih terdapat pekerjaan  rumah, yaitu  produksi sponge secara masal,  karena 
untuk mendapatkan 1 mg senyawa antikanker diperlukan 1 ton bahan biota 
sponge, sedangkan 1 koloni biota sponge basah beratnya kurang dari 2 gram. 
Sehingga study produksi massal baik secara marine culture, semi-close 
system, close system (bioreactor) dan jaringan (primmorph) sangat diperlukan dan 
penting. 

Oleh karena itu,  perhatian Dr. Agus Triyanto adalah fokus pada penelitian 
tentang budidaya sponge. Hingga tahun 2012, telah dilaksanakan penelitian 
Produksi Massal Senyawa Antikanker Candidaspongiolides Melalui Budidaya 
Sponge (Mass Production of Anticancer Compounds, Candidaspongoliodes, via Sponge 
Culture. 

 

Mass Production of Anticancer Compounds, Candidaspongiolides, 

via Sponge Culture. 

Sponge Candidaspongia sp. adalah sumber senyawa antikanker 
yang disebut “candidaspongiolide”. Candidaspongiolide merupakan 
makrolida yang mampu membunuh sel kanker pada konsentrasi kurang 
dari 100 nano gram/mL, sehingga sangat berpotensi sebagai obat 
kanker. Namun demikian, senyawa ini sulit dikembangkan sehingga 
taraf aplikatif, karena kurangnya stok yang disebabkan oleh langkanya 
sponge Candidaspongia sp. di alam dan struktur senyawa tersebut cukup 
kompleks sehingga sulit untuk dibuat melalui metoda sintesis. Untuk itu 
kami berupaya untuk mengembangkan metoda kultur 
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sponge Candidaspongia sp.,  sebagai pemecahan terhadap langkanya 
bahan baku yang dilaksanakan di Kupang, Nusa Tenggara Timur. 

Kelimpahan sponge diobservasi dengan metoda LIT 
menggunakan transek sepanjang 100 m yang ditempatkan pada 
kedalaman 12 m dan 20 m. Beberapa koloni sponge dipotong bagian 
atasnya sekitar ¾ bagian sehingga menyisakan bagian basal. Bagian 
basal tersebut dibiarkan tumbuh dan setelah 60 hari dimonitor kembali 
laju pemulihannya dan pertumbuhannya. Sedangkan potongan sponge, 
digunakan sebagai bibit untuk ditanam kembali. Rencananya sebagian 
sponge ditanam secara in situ dan sebagian lagi ditanam di Pulau 
Panjang, Jepara dan sebagian lagi dikultur di laboratorium. Namun, 
sponge tersebut mati dalam perjalanan ke Semarang, sehingga kultur di 
Pulau Panjang dan di laboratorium tidak dapat dilaksanakan. Kultur in 
situ dilaksanakan pada kedalaman 6, 12 dan 25 m. Sponge akan dipanen 
setelah masa penelitian berakhir. Sponge tersebut kemudian diesktrak 
dengan menggunakan metanol, dan ekstrak kasar yang diperoleh di 
partisi dengan etil asetat dan air. Fraksi etil asetat akan di analisa dengan 
HPLC dan dibandingkan dengan senyawa standar untuk mengetahui 
kandungan/konsentrasi candidaspongiolide pada tiap-tiap sampel hasil 
perlakuan yang berbeda. Adapun senyawa yang akan digunakan 
sebagai standar adalah candidaspongiolide acyl ester, candidaspongiolides A 
dan precandidaspongiolide A acyl ester. 

Hasil observasi menunjukan bahwa kepadatan sponge rata-rata 
pada kedalaman 12 m dan 20 m masing-masing sebesar 0.3 and 1.7 
koloni/transek atau 3 dan 17 koloni per km. Sponge yang dipotong 
dapat hidup kembali dan lukanya telah pulih kembali. Pertambahan 
panjang/tinggi dan lebar sponge pasca pemotongan adalah sebesar 0.5-
4.2 cm and 1.0-3.5 cm. Adapun sponge yang dikultur pada kedalaman 6 
m, 12 m dan 25 m mempunyai tingkat kelulushidupan masing-masing 
sebesar 40 %, 80 % dan 80 %.  

Secara diskriptif, sponge yang dikultur pada perairan yang lebih 
dalam tumbuh lebih cepat dibandingkan sponge yang dikultur pada 
tempat yang lebih dangkal. Namun, uji ANOVA tidak menunjukan 
adanya perbendaan yang nyata antar perlakuan. Laju pertumbuhan 
sponge yang dikultur pada kedalam 6 m mempunyai pertumbuhan 
ratarata -1,25 cm2 atau mengalami penyusutan. Sedangkan sponge yang 
dikultur pada kedalaman 12 m dan 25 m masing-masing mempunyai 
pertumbuhan rata-rata sebesar 2,50 cm2 dan 3,50 cm2. Konsentrasi 
ekstrak etil asetat pada sampel sponge yang dikultur pada kedalam 12 m 
dan 25 m serta sponge alam yang dikoleksi dari kedalaman 20 dan 12 m 
berturut-turut adalah 0.93 %, 1.24 %, 0.17 %, dan 0.46 %. Tingginya 
konsentrasi ekstrak terkait erat dengan tingginya bahan bioaktif yang 
sangat dibutuhkan sponge untuk mengatasi patogen dan predator. Kata 
kunci: Sponge, candidaspongia, anticancer, culture, natural stock. 
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Implikasi Kebijakan 

Berdasarkan hasil riset awal tentang sponge sebagai bahan anti kanker, penulis 
memberikan beberapa catatan sebagai berikut : 

1. Riset di tingkat awal dengan hasil yang positif akan masa depan pembiakan 
massal sponge di TWAL Teluk Kupang, perlu diapresiasi dan didukung 
dengan kebijakan yang konsisten. Kerja keras mereka membuktikan bahwa 
kawasan konservasi perairan/laut memiliki potensi bukan hanya untuk wisata 
alam, tetapi juga untuk kepentingan kemanusiaan jangka panjang : penemuan 
obat anti kanker! . Kesadaran ini sebaiknya perlu dimiliki oleh para pengambil 
kebijakan. Secara terbatas, informasi tentang riset ini telah disampaikan oleh 
penulis ketika bertemu dengan Menteri Kehutanan pada tanggal 9 Mei 2013. 
Kawasan konservasi perairan merupakan aset bangsa Indonesia. 
Kemanfaatannya semestinya digali oleh putra-putra terbaik bangsa dan untuk 
kepentingan masyarakat seluruh Indonesia dan suatu saat bagi masyarakat 
dunia. Namun demikian, kita akan bisa mengungkapkan nilai-nilai 
kemanfaatannya, hanya dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan 
teknologi. Tanpa science dan technology, maka kawasan konservasi perairan dan 
laut, hanya bisa kita nikmati keindahan bawah lautnya atau pantainya saja. Ia 
bernilai lebih dari itu. 

2. Riset masih perlu dilanjutkan dan sebaiknya mendapatkan dukungan 
pendanaan dari Kementerian Kehutanan cq Ditjen PHKA. Kepala Balai Besar 
KSDA NTT telah memberanikan diri dan menyatakan komitmennya dalam 
bentuk dukungan  pendanaannya pada tahun anggaran 2013, dan akan 
dilanjutkan pada tahun 2014. Telah disiapkan Kerja sama antara BBKSDA NTT 
dan UNDIP dalam rangka kelanjutan pembiakan  sponge ini dalam skala yang 
lebih luas. 

3. Penemuan awal dari manfaat sponge di TWA Teluk Kupang, ini juga sekaligus 
menjawab berbagai kritik yang sering kali sangat pedas tentang apa 
manfaatnya kita menyisakan suatu kawasan konservasi, dan bahkan saat ini 
cukup luas. Tidak kurang dari 27,2 juta hektar kawasan konservasi, dimana 5 
juta hektar di antaranya adalah kawasan konservasi perairan atau laut. Yang 
terkenal adalah TN Bunaken di Sulawesi Utara, TN Wakatobi, di Sulawesi 
Tenggara, TN Taka Bone Rate, Sulawesi Selatan (yang memiliki Atol terbesar 
ketiga di dunia), TN Teluk Cenderawasih, di Manokwari; TN Kepulauan 
Seribu, di DKI Jakarta;  TN Karimunjawa, di Jawa Tengah; TN Kepulauan 
Togean, dan lain sebagainya. Kelompok yang tergolong dalam mazab 
antroposentris sering kali terjebak dalam pemikiran jangka pendek, seperti 
mempertanyakan manfaat ekonomi. Sementara itu, kawasan konservasi 
ditetapkan untuk tujuan jangka panjang bahwa suatu saat akan memberikan 
nilai kemanfaatan yang tinggi bagi kemanusiaan. Maka, kawasan konservasi 
akan dapat dilindungi oleh  pemerintah yang mengemban amanat rakyat 
melalui Undang-undang, dengan kebijakan yang pro-lingkungan dan pro-
iptek, untuk dapat mengungkap rahasia yang berada di dalam kawasan-
kawasan konservasi bawah laut itu. Riset sponge di TWA Teluk Kupang, telah 
membantu  kita untuk membuka mata lebar-lebar akan nilai manfaat yang 



Catatan Wisata Intelektual (2005-2020) 

240 
  

“sengaja disembunyikan” oleh Yang Maha Pencipta. Manusia harus 
menggunakan akal budinya agar dapat sedikit demi sedikit mengungkapnya. 

4. Pemerintah perlu segera membuat payung hukum yang dapat 
menjamin intellectual property right  penemuan obat anti kanker dari 
sponge,  dilindungi dan dipatenkan. Penulis yakin bahwa masih akan banyak 
ditemukan manfaat dari kawasan konservasi di bidang 
farmakologi.  Ditemukannya manfaat jamur Fusarium oxysporum (dari hutan 
tropis) untuk menetralisir pencemaran minyak oleh Asep Hidayat, seorang 
Peneliti pada Pusat Penelitian Konservasi dan Rehabilitasi, Puskonser, Litbang 
Kehutanan. Temuan ini merupakan bahan thesis doktor yang bersangkutan di 
Universitas Ehime, Jepang. Hasil riset ini adalah bukti baru lagi,  betapa 
bernilainya kawasan konservasi terestrial, yang berupa hutan-hutan tropis itu 
(Kompas 10 Mei 2013, Rubrik IPTEK). Maka, kebijakan menetapkan kawasan-
kawasan tertentu sebagai kawasan konservasi atau kawasan yang dilindungi, 
adalah kebijakan yang tepat. Bukan karena untuk memenuhi tuntutan global 
(setiap negara dianjurkan menetapkan 10% dari luas negaranya untuk kawasan 
yang dilindungi), tetapi memang nilai kemanfaatannya yang tinggi untuk 
kemanusiaan, dalam jangka panjang, terutama ketika IPTEK telah mampu 
mengungkapnya. 

5. Ditjen PHKA perlu terus mendorong jaringan kerjasama multipihak, baik 
secara internal (Litbang Kehutanan dengan UPT-UPT Taman Nasional atau 
KSDA), juga  secara eksternal (Litbang di Perguruan Tinggi, LIPI, Pusat-pusat 
Kajian Farmakologi, Biofarma). Kerjasama pendanaan juga sebaiknya 
dibangun dengan melibatkan pihak-pihak BUMN dan swasta nasional, yang 
memiliki kepedulian dan memiliki nilai-nilai kebangsaan, untuk mendukung 
pendanaan jangka panjang bagi peneliti-peneliti terbaik dari tanah air, yang 
bekerja di kawasan konservasi. Mereka yang memiliki “Nasionalisme 
Lingkungan”, istilah yang dipopulerkan oleh Dr.Edi Purwanto, dari Yayasan 
Wallacea, sudah sewajarnya  mendapatkan dukungan kebijakan nasional yang 
memadai dalam jangka panjang. Research and Development (R&amp;D) Berbasis 
Keunggulan Sumberdaya Alam,  kita kembalikan menjadi tulang punggung 
pembangunan nasional Indonesia. Dengan program nasional R&D yang jelas, 
semoga semakin banyak doktor-doktor Indonesia yang saat ini berada di luar 
negeri, bersedia kembali ke tanah air untuk mendarmabaktikan ilmunya bagi 
kemaslahatan masyarakat Indonesia.*** 

     Ucapan terima kasih dan penghargaan ditujukan kepada Dr. Agus Trianto, yang dengan 
keuletan dan kerja kerasnya telah mulai mampu membuka tabir “rahasia” alam bawah laut 
di Teluk Kupang; Isai Yusidarta-Koordinator PEH BBKSDA NTT, yang mencintai laut 
lebih dari apapun yang ia lihat di permukaan; koleksi foto bawah lautnya yang luar biasa, 
suatu saat akan menjadi bahan baku pembangunan Museum Bawah Laut NTT. Artikel ini 
penulis dedikasikan untuk mengenang dan memberikan penghargaan bagi kerja keras 
kalian (Lion Air, JT.0696; 22.23; 11Mei 2013; Surabaya-Kupang) 
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Desk Evaluation Pelaksanaan Resort Based Managemant 
2012 di Balai Besar KSDA NTT:  Beberapa Temuan Awal 

(Menjelang Workshop Evaluasi RBM 2013) 
 

 

Disusun oleh: 
Wiratno, Arief Mahmud, Dominggus Bola, Ora Yohanes, Maman Surachman, 
Ro Duta, Evi Heryangningtyas, Juna Marjani 
(Lab. RBM/GIS_BBKSDA_NTT) 
 

Latar Belakang 

BBKSDA NTT mulai membangun sistem kerja lapangan yang disebut sebagai 
Resort Based Management (RBM) sejak awal tahun 2012. Workshop pertama 
dilakukan pada  5-6 Februari 2012 untuk  22 Kepala Resort, PEH, Penyuluh, Tim 
SIM RBM, Kepala Seksi Kepala Bidang, Kabid Teknis, Kasie P2, dan P3.  Workshop 
ini hanya memfokuskan pada dua nilai dasar RBM : "Extended Family" dan "ke 
Lapangan". Inilah titik pertama yang paling krusial. Register sebagai alat kerja yang 
mewakili simbol lapangan diperkenalkan dalam praktik. 

Data lapangan diambil dengan  menggunakan register, pengambilan 
foto,  pengambilan koordinat geografis. Jenis yang disiapkan sebanyak 16 jenis, 
yaitu:  Register A: kerusakan hutan akibat pencurian, Register B: kerusakan hutan 
akibat bencana alam, Register C: perburuan satwa, Register D: kematian satwa, 
Register E: sebaran satwa, Register F:  sumber air, Register G: sandar kapal, Register 
H: pelanggaran, Register I:  infrastruktur kawasan, Register J: akses masuk 
kawasan, Register K: informasi pendarung, Register L:  gangguan kawasan, 
Register M: pengamatan satwa, Register N : obyek wisata dan jasa lingkungan, 
Register O: pal batas, dan Register P: obyek lainnya. Sistem aplikasi database RBM 
dirancang untuk mengatasi keterbatasan jaringan internet sekaligus 
mengakomodasi jauhnya jarak resort ke Seksi Wilayah, dan Seksi Wilayah ke 
Bidang Wilayah, dan ke Balai Besar di Kupang. Workshop kedua dilakukan pada 
19-21 Maret 2012. Aplikasi database mulai diimplementasikan. Termasuk 
eksperimentasi Situation Room untuk memberikan gambaran umum tentang NTT, 
(sejarah geologi, nilai strategis NTT, sejarah penunjukan kawasan hutan); dan 
informasi strategis  lainnya. SituationRoom juga menggunakan hasil dari RBM 
untuk kepentingan membuat skala prioritas pengelolaan, atau bahkan 
dokumentasi terhadap penanganan cepat (realtime) ketika Tim menghadapi 
pelanggaran di lapangan. 
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Biaya 

RBM di BBKSDA NTT dibiayai dari anggaran patroli rutin (4 hari/bulan), dan 12 
bulan dalam setahunnya. Tim resort juga dibantu oleh PEH/penyuluh baik yang 
berada di Seksi maupun di Bidang. Untuk hal-hal khusus, dikirimkan Fyling Team, 
yaitu PEH atau staf struktural yang memiliki keahlian di bidang tertentu,  dari Balai 
Besar. Tugas FT adalah membantu Tim Resort untuk melakukan analisis secara 
lebih komprehensif tentang kawasan, yang tidak mampu diidentifikasi hanya 
melalui register saja. 

Hasil RBM 2012 

Menarik mengetahui hasil analisis cepat tentang pelaksanaan RBM di BBKSDA 
selama tahun 2012.  Beberapa hal yang menarik untuk didiskusikan adalah bahwa: 

1. Kepala Balai Besar dapat memantau kinerja staf setiap  resort, melalui 
berapa jumlah register yang diisi. Grafik berikut ini menunjukkan jumlah 
register yang diisi oleh 22 resort, dengan tanggung jawab pengelolaan di 29 
lokasi kawasan konservasi. Dari grafik tersebut menyimpulkan bahwa 
Resort CA Wae Wuul, selama tahun 2012, telah mengisi 427 register. Ini 
angka yang tertinggi, dan diikuti oleh Resort di TWA Ruteng, dan Resort 
CA Watu Ata. Lalu diikuti oleh Resort SM Kateri dan RWA 17 
Pulau.  Semakin banyak register diisi, semakin intens staf berada di 
lapangan dan melakukan pendataan. Informasi tingkat keaktifan staf resort 
kerja di lapangan  tidak bisa dipantau tanpa menggunakan sistem RBM ini. 

 

Grafik 1: Jumlah penggunaan register pada 22 Resort (Sumber: Lab.RBM/GIS 
BBKSDA NTT (2013)) 

2. Pemantauan prestasi kerja, bukan hanya terbatas pada kinerja di tingkar 
Resort, tetapi juga dapat dilihat pada tingkat Seksi Wilayah. Grafik 2 
menunjukkan di antara ke empat Seksi Wilayah,  Seksi Konservasi Wilayah 
III paling banyak menggunakan register dalam pelaksanaan RBM 2012. 
Register yang sering digunakan (mulai dari yang terbanyak) adalah : 
register pal batas (391), register sebaran satwa (340), register obyek lainnya 
(232), register gangguan kawasan (221), register infrastruktur kawasan (185), 
register bencana alam (104), register penebangan liar (55), register sumber 
air (46), register jasling (40), dan register informasi pelanggaran (19).  

http://3.bp.blogspot.com/-nP0tSfIT1Dc/UW3xSHA9CjI/AAAAAAAAAIY/klojxQVD9u8/s1600/foto+1+koswir.jpg
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Grafik 2: Penggunaan register di setiap Resort dan Seksi Konservasi 
Wilayah  (Sumber: Lab RBM/GIS BBKSDA NTT (2013)) 

 

3. Kekuatan dari RBM ini adalah bahwa setiap pengisian register harus 
dilengkapi dengan pengambilan titik koordinat dengan GPS dan 
pengambilan foto. Koordinat akan digunakan untuk penggambaran lokasi 
pengambilan data di peta. Dengan semakin lengkapnya jumlah data dan 
jenis register yang digunakan sesuai dengan kondisi resort, semakin lengkap 
gambaran atau profil resort tersebut.  Dalam hal CA Wae Wuul, pengecekan 
pal batas di lapangan, dapat memberikan gambaran detail tentang kondisi 
pal (baik, rusak, hilang), dan semua permasalahan perpetaan terkait dengan 
batas tersebut. Peta berikut menunjukkan gerakan Tim RBM Wae Wuul 
ketika cek pal batas. 

Peta: Plotting koordinat pal batas hasil RBM CA Wae Wuul: 

 

Tim RBM Resort Wae Wuul-Kab.Manggarai, melaporkan hasil cek pal 
batas, sebagai berikut: 

Tim RBM resort pada 12 s/d 15 Maret 2012 dan 26 s/d 31 Maret 2012 melaksanakan 
kegiatan pengecekan kondisi pal batas yang ada di Cagar Alam Wae Wuul. Selama 10 hari 
tim di lapangan melakukan pengambilan titik koordinat pal berikut kondisinya, pal batas 
yang dijumpai berjumlah 52 pal. Kondisi pal batas dibedakan berdasarkan jenis dan 

http://2.bp.blogspot.com/-QgSB0FF07HQ/UW3x2PmJToI/AAAAAAAAAIg/wopt2BHHqxE/s1600/foto+2+koswir.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-sSB5n-ad-28/UW3yR8B2CYI/AAAAAAAAAIo/nFW7CeRZ79E/s1600/foto+3+koswir.jpg
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kondisinya.  Berdasarkan jenisnya pal batas dibedakan menjadi 2 jenis  yaitu pal gundukan 
batu yang dipasang pada saat kolonial Belanda, sebelum dilakukan penataan batas kawasan 
dan pal beton yang merupakan hasil tata batas. Sedangkan berdasarkan kondisinya pal batas 
dibedakan menjadi 4 kondisi yaitu pal dengan kondisi baik, pal digeser, pal rusak, nomor pal 
tidak terbaca dan pal hilang. 

Dari 52 informasi pal yang ditemukan, terdapat tiga (3) pal beton hasil tata batas, lima (5) 
posisi yang diperkirakan lokasi penanaman pal dan empat puluh empat (44) pal gundukan 
batu. Pal beton yang ditemukan dengan kondisi rusak sebanyak dua (2) pal dan satu (1) pal 
kondisinya baik. Sedangkan pal gundukan batu yang diketemukan dengan kondisi baik yaitu 
posisi gundukan batu masih utuh sebanyak 29 pal, kondisi batu rusak sebanyak 10 pal, 
kondisi batu hilang sebanyak 1 pal (gundukan batu yang sudah tidak utuh lagi) dan kondisi 
batu digeser sebanyak 4 pal. Pal batas yang hilang tapi masih dapat diindikasikan posisinya 
sebanyak 5 titik yaitu pal batas dengan nomor CA 107, CA 108, CA 111, CA 22 dan CA 
23. Hasil overlay data pal batas hasil pengecekan di lapangan dengan peta tata batas jauh 
berbeda, hal ini dikarenakan peta tata batas yang dipergunakan belum mengambil titik ikat 
di lapangan untuk proses rektifikasi. 

Efek RBM 

Berdasarkan hasil diskusi dan sidak Ka BBKSDA beserta jajarannya ke resort-resort 
di lapangan, pada umumnya mereka mengakui kekuatan sistem ini, antara lain 
yang paling penting : (1) Data diambil dan dicatat dengan sistem yang seragam, (2) 
Data tidak dipalsukan, (3) Hasil pengisian register ditindaklanjuti, (4) staf 
bersemangat karena dilatih dan didampingi oleh staf Seksi maupun staf dari Balai 
Besar. 

Pola kerja RBM ini memaksa mereka harus ke lapangan. Ketika di 
lapangan, mereka akan menemukan banyak hal baru baik menemukan hal-hal yang 
bersifat potensi maupun permasalahan. Pada umumnya, mereka menyadari bahwa 
kembali ke lapangan dengan pola RBM ini adalah sistem kerja yang sebaiknya 
diteruskan. Lapangan semakin terpantau kondisinya. Hasil analisis RBM juga 
ditindaklanjuti dengan cepat di tingkat Balai Besar. 

Efek lain adalah pimpinan dimudahkan dalam menetapkan prioritas 
kebijakan pengelolaan. Penanganan SM Kateri, TWA Ruteng, CA Wae Wuul, TWA 
17 Pulau, adalah salah satu contoh efek RBM yang telah menghidupkan siklus 
"data-keputusan-tindakan". 
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New Initiative 

Sambil melaksanakan RBM, budaya kerja dan sikap mental “cinta ilmu” dengan 
memupuk “rasa ingin tahu” yang semakin kuat dan sensitif, Tim BBKSDA 
mendorong upaya-upaya baru, agar tidak terjebak pada mitos bahwa kelola 
kawasan konservasi selalu berurusan dengan “masalah”, sehingga potensi tidak 
sempat diteliti, dikembangkan, dipublikasikan, untuk kepentingan masyarakat. 
Juga untuk kepentingan ilmu pengetahuan berjangka panjang. 

Untuk itu, Tim BBKSDA NTT tidak bisa bekerja sendiri, dan memang kerja 
konservasi haram hukumnya bekerja sendiri, soliter, seperti “katak dalam 
tempurung”. Sikap mental membuka diri dengan mempermudah izin untuk akses 
riset-riset dasar maupun riset-riset terapan, mulai menunjukkan hasilnya. 

Pihak BBKSDA NTT telah  bekerja sama dengan peneliti dan LSM atau 
pihak lainnya yang mencoba membantu riset atau survei di wilayah-wilayah yang 
masih belum diungkap rahasianya. Beberapa temuan awal yang menarik, 
sepanjang tahun anggaran 2012,  adalah : (1) survei komodo di CA Wae Wuul dan 
Pulau Ontoloe di TWA 17 Pulau,  yang bekerja sama dengan Komodo Survival 

http://3.bp.blogspot.com/-xiqlbv2DhM4/UW3y2TdEAYI/AAAAAAAAAIw/7StA3qkYOu4/s1600/foto+4+koswir.jpg
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Program (KSP). Penggunaan camera trap, telah membuktinya keberadaan 6-8 
individu komodo di P.Ontoloe yang luasnya hanya 600 hektar; (2) riset khusus, 
sponge (Candidaspongia sp), yang berpotensi untuk anticancer,  di TWA Teluk 
Kupang, bekerja sama dengan Dr. Agus Trianto-Fisheries and Marine Science, 
UNDIP, yang ditindaklajuti dengan MoU dan dukungan pendanaannya oleh 
BBKSDA NTT; (3) ditemukannya paku pohon jenis baru endemik Pulau Timor, di 
CA Mutis, oleh Adjie B., Kurniawan, dkk, yang telah dimuat dalam  A Journal on 
Taxonomic Botany Plant Sociology &amp; Ecology., Vol. 13 (4) : 317-389, December 
20, 2012. Untuk mencapatkan icon atau keunggulan potensi kawasan, tidak harus 
menunggu hasil RBM. 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil evaluasi awal tersebut, dapat diambil kesimpulan sebagai 
berikut : 

1. RBM adalah sistem kerja yang secara tidak langsung “mengembalikan” staf ke 
lapangan dengan metode kerja yang jelas. Semakin sering ke lapangan, semakin 
banyak data yang diambil, semakin dikuasai kondisi riil lapangan. 

2. RBM meningkatkan spirit kerja tim (teamwork). Hal ini dimungkinkan karena 
RBM tidak hanya dilakukan oleh staf resort, tetapi didukung oleh tim dari 
Seksi, Bidang, dan Balai Besar. RBM adalah kerja kolektif dengan didukung 
oleh sistem informasi yang dapat mencegah hilangnya data spasial dan non 
spasial. 

3. RBM dengan hasil data riil dari lapangan perlu didukung dengan analisis citra, 
kajian-kajian lintas disiplin keilmuan, untuk meningkatkan kualitas data dan 
informasi yang dihasilkan. Maka, RBM harus didukung oleh kesiapan dan 
updating literatur yang dikelola oleh perpustakaan yang memadai. 

4. Peningkatan kapasitas teknis dan leadership Kepala Seksi dan stafnya, Kepala 
Bidang dan stafnya, PEH, penyuluh, sesuai dengan minatnya, akan membantu 
Tim Resort untuk lebih mampu memahami fenomena yang ditemukan di 
lapangan. Kapasitas untuk dapat melakukan identifikasi tumbuhan, 
satwa,  kesehatan lingkungan dengan mengetahui jenis-jenis tertentu sebagai 
indikator, analisis (kesehatan) habitat jenis satwa tertentu, analisis pasca 
kebakaran savana, dan lain sebagainya. 

5. RBM mengisyaratkan pemantauan dan pemahaman bukan hanya ke dalam 
(kawasan) hutan, tetapi juga mengembangkan kemampuan untuk memahami 
dinamika sosial, ekonomi budaya masyarakat yang tinggal di dalam atau di 
sekitar kawasan. Maka, tim RBM perlu dibekali dengan kemampuan analisa 
sosial,  metode-metode sosial tentang pendekatan dan pengembangan 
masyarakat, membangun partisipasi, dinamika kelompok, melakukan action 
research sederhana dengan masyarakat, dan sebagainya. 

6. Keberhasilan RBM ditentukan oleh konsistensi dari pemimpin puncak  di Balai 
(Besar) yang didukung penuh oleh seluruh pemimpin di Bidang, Seksi, PEH, 
dan Tim administrasi di keproyekannya. Banyak yang ingin melakukan RBM 
sekedar untuk melaksanakan proyek RBM, tanpa dilanjutkan dengan proses 
aplikasinya di lapangan. 
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7. Hasil RBM dan beberapa kegiatan penunjang lainnya di tahun anggaran 
BBKSDA NTT 2012 telah dijadikan dasar untuk  mengusulkan kegiatan di 2013. 
Dukungan penyelesaian SM Kateri, TWA Ruteng, pengembangan TWA 17 
Pulau, penyelesaian masalah di CA Watu Ata, adalah hasil dari RBM dan hasil 
analisis Flying Team serta Expert Judgment yang dilakukan oleh Ka BBKSDA 
ketika melakukan kunjungan lapangan dan bertemu dengan para pihak kunci. 
Dukungan penyelesaian masalah-masalah tersebut dalam bentuk ditemukan 
dan disepakatinya sistem penyelesaian masalah yang didukung dengan dana 
yang cukup (SM Kateri, TWA Ruteng, CA Tuti Adagae), tanpa mengabaikan 
resort-resort lainnya yang memiliki potensi (tersembunyi)  yang harus segera 
digali dan dikembangkan. 

8. Hasil RBM ini akan paripurna setelah dilakukan evaluasi RBM yang melibatkan 
seluruh Ka Resort, Ka Seksi, Ka Bidang, PEH dan jajaran Kabid, dan Seksi di 
BBKSDA NTT, yang direncanakan pada bulan Juni 2013.  Hasil evaluasi akan 
dijadikan dasar untuk perbaikan sistem aplikasi, alur komunikasi, penanggung 
jawab SIM dan SitRoom. Pada saat ini, SitRoom dan SIM RBM telah 
didelegasikan ke tingkat Bidang, dengan tujuan agar mereka lebih berdaya dan 
memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam melakukan analisis hasil RBM 
di setiap Seksi dan Resort  di wilayah kerjanya. 

9. Tanpa dukungan science, sebagaimana diuraikan dalam “New Initiative”, maka 
RBM menjadi sekedar menghasilkan potret kawasan. RBM + Science = RBM 
Plus. BBKSDA akan mendorong RBM Plus ini dengan cara meningkatkan 
kompetensi seluruh staf, melalui pelatihan, pendampingan, dan joint-
research , joint-survey, dan membuka diri untuk mengundang (lembaga) 
penelitian dan para penelitinya untuk menggali seluruh potensi yang ada di 29 
kawasan konservasi di bawah tanggungjawab BBKSDA NTT. 

10. Promosi dan publikasi kinerja BBKSDA NTT, perlu terus ditingkatkan dan 
selanjutnya dilembagakan, seperti penerbitan buletin, buku, leaflet, press 
release atau press conference dengan mengundang para pihak, termasuk 
utamanya media massa. Hal ini merupakan mandat organisasi, agar upaya 
konservasi lebih memasyarakat dan mendapatkan dukungan dari publik secara 
luas.  Juga untuk mendorong dan meningkatkan sinergitas lintas disiplin 
keilmuan dan lintas stakeholder, baik di tingkat pemerintah daerah maupun di 
tingkat pusat.*** 

 

Catatan: Artikel ini tidak akan pernah selesai tanpa dukungan dari kerja kolektif extended 
family (seluruh staf BBKSDA NTT) baik yang berada di kantor dan mereka yang menjaga 
di lapangan. Mereka yang bekerja dengan keikhlasan dan semangat untuk bisa memberikan 
yang terbaik bagi kemaslahatan masyarakat dan sekaligus menjaga sumber daya alam ini, 
agar tetap lestari. Terima kasih kepada Nurman Hakim dan Juna Marjani, yang telah 
memberikan masukan untuk mempertajam data dan analisis dalam artikel ini. 

Ucapan Terima Kasih dan Penghargaan 

Pembangunan sistem aplikasi RBM dan Situation Room (SitRoom) BBKSDA NTT 
tidak dapat terwujud tanpa kerja keras dedikasi yang tinggi dari Ratna 
Hendratmoko - Program Anggaran, Setditjen PHKA, Nurman Hakim-Dit KKBHL, 
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Dhimas Ony - TN Karimunajawa, Wahyu Murdiyatmoko - TN Alas Purwo, yang 
bekerja bahu membahu dalam workshop RBM di Februari dan  Maret 2012; Tim 
(RBM) BBKSDA NTT, antara lain: Hartojo,  Arief Mahmud, Maman Surachman, 
Zubaidi, Dadang Suryana,  Juna Marjani, Rio Duta, Evi Heryaningtyas, Wulansari 
Mansyur, Ora Yohannes, Dominggus Bola, Wantoko,  Yulius Ngailu, Yance, 
Isai,Lia, dan seluruh Kepala Resort. Mereka baik langsung maupun tidak langsung, 
telah berpartisipasi dalam mendorong perubahan budaya organisasi Balai Besar 
KSDA NTT, dan semoga mempengaruhi sikap mental dan budaya kerja di 26 KSDA 
lainnya di seluruh Indonesia. Staf senior-penerima Kalpataru dan Penghargaan 
lainnya,  yang sangat menginspirasi karena kerja lapangan tanpa mengenal lelah 
berpuluh tahun: Nico Demus Manu, Yesaya Talan, Hendrikus Mada, dan Yacob 
Kuman.*** 

 

  



Catatan Wisata Intelektual (2005-2020) 

249 
  

 

 

 

Tiga Prinsip Rekonsiliasi Konflik-konflik di Kawasan 
Konservasi: Refleksi Akhir Tahun 2012 

 

 

WS Rendra dalam pidato kebudayaan pasca reformasi, yang dikumpulkan 
dalam buku kecil berjudul “Megatruh” (2001), menyatakan bahwa kita semestinya 
mengkaji kembali warisan leluhur tentang penyelesaian konflik-konflik 
kepentingan dalam masyarakat. Yaitu pada masa Mataram Medang dan 
Sriwijaya.  Prinsip-prinsip rekonsiliasi yang dipraktikkan adalah: 

Pertama, AHIMSA. Ialah menghentikan semua cara-cara kekerasan, 
sehingga tidak berlanjut-lanjut ada orang yang kehilangan rumah, nyawa, atau 
anggota badan yang tak akan mungkin bisa dikembalikan sebagaimana adanya 
semula. Baru sesudah itu langkah selanjutnya bisa dilakukan. 

Kedua, ANEKANTA. Ialah melakukan perundingan dan perujukan 
tanpa  menyeragamkan sifat keanekaan yang ada dalam masyarakat manusia. 
Kerukunan dan persatuan dalam masyarakat harus tetap menghormati keanekaan 
kepentingan-kepentingan yang ada di dalamnya. Dalam perundingan yang 
menghormati keanekaan apa yang diciptakan bersama adalah aturan main yang 
menguntungkan semua pihak. Inilah dinamika dari maksud baik dalam 
perundingan yang menjaga dan menghormati aneka kepentingan. 

Ketiga, APARIGRAHA. Ialah kesadaran semua pihak untuk datang 
berunding sebagai seakan-akan tak punya rumah, tak punya atribut. Artinya 
dengan kemurnian kalbu, secara bersama-sama, merenungkan nilai-nilai universal 
yang membedakan mana yang benar dan salah, yang baik dan yang buruk, yang 
berfaedah dan tidak berfaedah, serta yang haram dan yang halal. 

Menurut Rendra, ketiga konsep itu adalah ajaran Mahavira yang hidup 
599-527 SM, yang dinilainya masih sangat relevan dengan kondisi saat ini. Menarik 
sekali, apabila kita mau menelaah dan mengkaji 3 prinsip rekonsiliasi tersebut 
dalam hubungannya dengan konflik-konflik kelola sumber daya alam, khususnya 
di kawasan konservasi. Prinsip mengedepankan musyawarah untuk mencapai 
mufakat, adalah Sila keempat Pancasila. Pendekatan non litigasi ini sebaiknya 
didorong terus ke depan, untuk menyelesaikan banyak masalah di kawasan 
konservasi, yang baik besarannya maupun kompleksitas dan dinamikanya semakin 
meningkat.  Beberapa fakta yang tidak pernah secara serius diperdebatkan adalah 
sebagai berikut: 
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1.   Kawasan konservasi bukan “kertas putih” 

Sejarah Nusantara telah memberikan pelajaran kepada kita bahwa sebagian besar 
kawasan hutan terutama di luar Jawa, selalu ada klaim khususnya oleh masyarakat. 
Baik yang tinggal secara turun temurun di dalamnya. Di antaranya adalah 
masyarakat Mentawai di TN Siberut, masyarakat Talangmamak di TN Bukit 
Tigapuluh, masyarakat suku anak dalam di TN Bukit Duabelas, masyarakat suku 
Daya’ di TN Kayan Mentarang dan TN Betung Kerihun, suku-suku pegunungan di 
TN Lorentz, SM Mamberamo-Foya, TN Wasur, masyarakat Adat Colol di TWA 
Ruteng. Kasus di TWA Ruteng, bahkan telah memakan korban jiwa 6 orang petani 
meninggal dan puluhan cacat. Di Jawa, kita masih mengakui suku Badui dan 
masyarakat Kasepuhan di TN Gunung Halimun Salak. Di samping itu adalah fakta 
bahwa masyarakat setempat yang berada di pinggir-pinggir kawasan hutan, 
termasuk kawasan konservasi yang hidup ratusan tahun, sangat tergantung 
penghidupannya dari kawasan hutan tersebut. Maka, kelola kawasan konservasi 
tidak dapat mengabaikan keberadaan dan eksistensi masyarakat tersebut. 

2.   Konflik Batas Kawasan 

Hak-hak ulayat masyarakat (hukum) adat dan hak-hak kelola masyarakat setempat 
terhadap kawasan hutan termasuk kawasan konservasi, tidak dapat diabaikan 
begitu saja. Klaim negara atas lahan-lahan yang telah lama dibudidayakan, baik 
berupa sawah, kebun maupun areal perladangan berpindah, melalui pemancangan 
pal-pal batas kawasan hutan negara, banyak mengalami tentangan dan penolakan. 
Apalagi kalau prosesnya tidak cukup melibatkan masyarakat  khususnya yang 
berbatasan langsung dengan batas kawasan hutan negara tersebut. Di beberapa 
kasus, tanda batas zaman Belanda berupa tumpukan batu lebih diakui oleh 
masyarakat daripada pal-pal batas yang dipasang oleh pihak Kehutanan (BPKH 
atau Planologi Kehutanan). Konflik batas semakin meruncing ketika proses 
penataan batas tidak berhasil mencapai kondisi “clear and clean”, yang diakui oleh 
masyarakat. Dalam kasus lainnya, banyak pal yang tidak dipasang karena medan 
yang sangat berat atau alasan lainnya. Prestasi kerja tata batas di kawasan 
konservasi juga sangat rendah. Dari 27,2 juta hektar kawasan konservasi, baru 15% 
yang berhasil ditata batas temu gelang. Hal-hal tersebut, ditambah dengan 
lemahnya manajemen di tingkat lapangan, menyebabkan semakin terancam dan 
rusaknya kawasan konservasi, baik akibat perambahan, illegal logging, perburuan 
satwa, dan lain sebagainya. 

3.   Soliter vs Kolaborasi 

Pengelolaan kawasan konservasi yang sangat luas dengan segala keterbatasan 
leadership, tenaga, sarana prasarana, dan berbagai ancaman dari luar, tidak akan 
pernah mampu dilakukan oleh pemerintah. Bukti-bukti di banyak tempat 
menunjukkan  ke arah itu. Penegakan hukum tidak pula memberikan efek jera 
dalam jangka panjang. Karena penegakan hukum tidak menyelesaikan core problem-
nya. Ia hanya menyentuh bagian pinggir, gejala atau sympton-nya.   Penegakan 
hukum akan efektif apabila sasarannya adalah aktor intelektual, para pemodal, dan 
cukongnya. Masyarakat setempat, apalagi yang hidupnya sangat tergantung dari 
sumber daya hutan, harus dijadikan mitra dan diberdayakan, diberikan akses, dan 
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didampingi dalam memperkuat posisi tawarnya untuk pengelolaan sumber daya 
pada skala mikro, skala masyarakat. Membebaskan mereka dari cengkeraman 
tengkulak dan pengijon, dengan membangun kelembagaan keuangan mikro, 
pemasaran hasil, dan lain sebagainya. Masyarakat seharusnyalah  diposisikan 
sebagai subyek bukan obyek dari kelola kawasan konservasi. Mereka adalah mitra 
utama dalam membangun pola pengelolaan kawasan konservasi secara kolaboratif, 
dengan mengembangkan prinsip saling menghargai, saling percaya, dan saling 
menguntungkan. Hal ini bisa dimulai oleh pemerintah, dengan cara merubah 
paradigma kelola kawasan konservasi dari soliter menuju pola-pola kerja sama 
multi pihak. 

4.   Kasus-kasus Khusus 

Beberapa konflik di kawasan konservasi, disebabkan oleh dampak dari pergolakan 
politik. Sebagai contoh nyata dari kasus ini adalah pengungsi dari Aceh Timur yang 
berada di Besitang, kawasan TN Gunung Leuser, di Kabupaten Langkat. Mereka 
bermukim dan hidup di dalam kawasan sejak tahun 1999 (mulai 6 KK dan kini lebih 
dari 250 KK). Sampai dengan saat ini, persoalan tersebut belum dapat diselesaikan 
secara tuntas. Mereka menanam sawit di dalam taman nasional dan memicu 
meningkatnya perambahan oleh pihak-pihak yang bukan pengungsi. Contoh lain, 
adalah warga Timor Timur yang pro NKRI dan eksodus ke kawasan hutan di 
Atambua. Mereka tinggal di 7 pemukiman berbatasan dengan Suaka Margasatwa 
(SM) Kateri. Sejumlah lebih dari 300 KK, mereka hanya diberikan fasilitas 
pemukiman, namun tidak disediakan lahan garapan untuk hidup. Akhirnya 
mereka mengusahakan lahan di dalam SM Kateri, dengan menanam jagung, ubi 
dan bahan makanan lainnya. Persoalan-persoalan khusus seperti ini tidak dapat 
diselesaikan dengan pola penegakan hukum. Dalam kasus seperti ini, Menko Kesra 
memegang tanggung jawab utama untuk mengkoordinasikan penyelesaian melalui 
kerja sama lintas kementerian. 

Renungan Awal Tahun 2013 

Mempertimbangkan latar belakang sejarah penguasaan lahan di Indonesia, 
pembentukan kawasan konservasi, yang tidak dapat dilepaskan dari sejarah 
penguasaan tanah oleh Belanda, dan perkembangan perebutan ruang hidup, maka 
patut kita renungkan usulan pola rekonsiliasi oleh WS Rendra, dengan  AHIMSA, 
ANEKANTA, DAN APARIGRAHA. Penegakan hukum saja tidak cukup mampu 
menyelesaikan masalah utama dari berbagai konflik tersebut.  Apalagi, masyarakat 
(hukum) adat masih ada (exist), secara de facto, seperti halnya di sebagian besar 
wilayah NTT.  Pendekatan yang mengutamakan penegakan hukum, melalui pola-
pola polisional, pemaksaan, tidak akan pernah efektif dan bahkan akan ditolak. 

Kasus Rabu Berdarah, 10 Maret 2004, (terkenal dengan Kasus Colol) di 
Manggarai, akibat pola-pola yang kurang mengedepankan dialog dalam suasana 
kesetaraan, adalah contoh nyata bahwa ke depan pola otoriter menggunakan 
kekerasan dan pemaksaan seperti ini harus ditinggalkan.  Dalam momentum itu, 
BBKSDA NTT mengajukan pendekatan Tiga Pilar. Pendekatan pengelolaan TWA 
Ruteng yang mengedepankan dialog, kerja sama, dalam suasana guyub dan rukun, 
melibatkan Masyarakat Adat, Agama (Gereja) dan Pemerintah (Kabupaten, 
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Kecamatan, Desa) akan terus diujicobakan dalam membangun kesepahaman 
dan collective awareness bagi semua pihak. Dari collective awareness Tiga Pilar 
tersebut diharapkan muncul collective action. Aksi-aksi bersama untuk 
menyelamatkan sumberdaya hutan, demi kepentingan bersama pula. AHIMSA, 
ANEKANTA, DAN APARIGRAHA mengejawantah dan menemukan 
momentumnya di Manggarai, di TWA Ruteng, dan semoga akan menyebar-
menginspirasi ke sebagian pikiran dan kesadaran para pihak kunci dalam 
mengembangkan  pola-pola kelola kawasan konservasi di seluruh bumi NTT. 
Maka, tahun 2013 adalah tahun aksi kita bersama untuk mewujudkan impian itu. 
Selamat Tahun Baru 2013. Semoga Tuhan Bersama Kita.*** 
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Solusi Jalan Tengah Kelola Kawasan Konservasi di Indonesia: 
Masukan untuk Penyusunan Zonasi TN Bantimurung 

Bulusaraung 
 

 
Bahwa kawasan konservasi di Indonesia ditunjuk/ditetapkan pada 

wilayah kawasan hutan (di darat dan di perairan) yang penuh dengan klaim oleh 
banyak pihak. Baik dari masyarakat hukum adat, masyarakat setempat, swasta, 
pemerintah daerah, dan sebagainya. Kawasan konservasi tidak pernah akan dapat 
diletakkan pada wilayah “kertas putih”, wilayah tanpa konflik. Pemahaman ini 
harus  ada pada para pengambil kebijakan di Jakarta dan Kepala UPT. 

Klaim negara (cq Kementerian Kehutanan) dengan ditetapkannya 
kawasan-kawasan hutan (masa TGHK, 1980an), dan seterusnya, sampai 
penunjukan kawasan-kawasan konservasi, bukan tanpa penolakan dari berbagai 
kalangan, termasuk LSM (baca  kasus TN Gunung Merapi, Wiratno 2012); potensi 
konflik di TN Lorentz yang masuk dalam 10 kabupaten; TN Kayan Mentarang, 
yang sebagian besar wilayahnya menjadi bagian dari Provinsi (baru) Kalimantan 
Utara; kasus penembakan warga Colol (6 meninggal, belasan luka-luka dan catat), 
di depan Polres Manggarai 10 Maret 2004, konflik hak ulayat warga Colol (yang 
ditanami kopi) dengan pihak BKSDA. Serangan dan demo harus dihadapi 
oleh  manajemen Balai TN Komodo sebagai bagian dari dampak penegakan 
hukum, pemberlakuan zonasi. Demo didukung oleh kelompok-kelompok yang 
memiliki motif politik. Masyarakat menjadi korban dari “permainan” tersebut. 

Beberapa contoh tersebut, cukup bukti kepada kita untuk mengubah 
haluan kelola kawasan konservasi Indonesia ke depan. Zonasi yang dipayungi 
dengan Permenhut No.56/2006, dapat dipakai sebagai acuan untuk menetapkan 
zonasi, sebagai alat manajemen kelola taman nasional. Permenhut telah 
mengantisipasi berbagai persoalan terkait dengan keberadaan masyarakat dan 
mengarahkan agar zonasi disusun secara partisipatif untuk mendapatkan masukan 
dari bawah. Namun demikian, Permenhut tersebut tidak cukup (tepatnya tidak 
menetapkan) bagaimana metode penyusunan zonasi tersebut sebaiknya dilakukan. 

Kebijakan (Baru) Ditjen PHKA 

Walaupun kerja sama atau kemitraan/kolaborasi telah diinisiasi sejak lama, dan 
diberikan payung hukum P.19/2004 tentang Kolaborasi Pengelolaan KSA/KPA, 
yang draft-nya dikawal oleh beberapa LSM besar, namun sampai dengan saat ini 
belum ditemukan “ramuan mujarab” yang bisa dijadikan contoh. Banyak inisiatif 
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kolaborasi masih menghadapi banyak persoalan mendasar dan bahkan beberapa 
justru diselewengkan. 

Pernyataan Dirjen PHKA di Harian Kompas (24 November 2012, Halaman 
24) sangat menarik untuk kita simak. Pada artikel yang berjudul: ”Kemenhut 
Meniru Korea”, Dirjen PHKA  menyatakan : 

“.....Kami mulai pendekatan baru menghadapi perambahan karena penertiban atau 
penggusuran tak berhasil. Caranya mengajak masyarakat sekitar hutan turut menjaga 
hutan” Kerja sama yang disebut sebagai “Sister Park” ini dilakukan di TN Gunung Gede 
Pangrango dengan TN Jirisan; TN Dadohaehaesang dengan calon mitra TN Laut, yaitu TN 
Karimunjawa, TN Kepulauan Seribu, TNBunaken, atau TN Takabonerate. 

Berita ini tentu cukup memberikan angin segar bagi Kepala UPT yang 
menghadapi berbagai persoalan perambahan. Penegakan hukum tidak selalu 
menjadi solusi. Memang, dalam penyelesaian banyak persoalan di kawasan 
konservasi Indonesia, tidak ada “Solusi Tunggal”. Tidak ada “Single Solution” 

Durban Accord 

Dalam kongres Taman Nasional Sedunia ke V pada tahun 2004 di kota Durban, 
Afrika Selatan, peran kawasan-kawasan konservasi, termasuk taman nasional, telah 
berubah (tepatnya) diubah dan telah menjadi kesempatan bersama secara global. 
Peranan masyarakat (hukum) adat, masyarakat setempat, sangat besar dan 
strategis, untuk mendapatkan manfaat dari kawasan konservasi. Mereka juga 
diberikan peluang yang cukup besar dalam membantu pengelolaan kawasan 
konservasi. Peranan swasta, generasi muda, juga menjadi perhatian serius dan 
mengemuka dalam Durban Accord tersebut. Pengelolaan kawasan konservasi juga 
harus dikaitkan dengan pembangunan berkelanjutan. Berkaitan dengan 
pengentasan kemiskinan, peranan lembaga-lembaga konservasi global dalam 
membantu menginvestasikan pendanaan untuk pengelolaan kawasan konservasi 
secara global. Dukungan pendanaan, diperlukan sumber pendanaan sekitar US $ 
25 milyar untuk membangun dan memelihara sistem pengelolaan kawasan 
konservasi global, khususnya bantuan pendanaan untuk negara-negara 
berkembang, antar organisasi pemerintahan dan non-pemerintahan (LSM), dan 
keterlibatan sektor swasta. Sayang sekali, dokumen kesepakatan global seperti ini 
kurang disebarluaskan ke para pihak. Memperhatikan perubahan paradigma yang 
cukup signifikan dalam kongres itu, yang tercantum dalam Durban Accord, 
maka Durban Accord perlu kita pertimbangkan dalam penyusunan zonasi-sebagai 
alat manajemen taman nasional di Indonesia. 

“Resep” dari Prof HS. Alikodra 

Dalam bukunya yang terbaru, berjudul: ”Konservasi Sumberdaya Alam dan 
Lingkungan. Pendekatan Ecosophy bagi Penyelamatan Bumi” (Gadjah Mada 
University Press, 2012), Prof HS. Alikodra mengajukan Tiga Strategi untuk 
meningkatkan kapasitas  institusi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan 
hidup, yaitu: (1) intervensi ekologi dalam pembangunan, (2) intervensi konsep 
Capacity Development in Environment/CDE), dan (3) implementasi CDE pada daerah 
otonom [hal 373-377]. 
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Strategi 1: Intervensi Ekologi dalam Pembangunan 

Praktik pengelolaan sumber daya alam yang salah harus segera dihentikan dan 
digantikan dengan model yang tepat dengan memperhatikan aspek ekologi jangka 
panjang. Maka, hal ini harus dikaitkan dengan penerapan pembangunan yang 
berwawasan lingkungan, dimana setiap individu, organisasi, maupun lembaga 
secara konsisten memiliki kemampuan untuk mengubah mandat maupun 
kebijakan yang dapat diterapkan dalam konteks pembangunan terlanjutkan. Hal 
ini memerlukan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup yang tangguh, yang 
dicirikan dengan manajemen yang lestari, dengan ciri-cirinya : 

a) Keputusan diambil atas dasar konsultasi dan partisipasi. 
b) Informasi yang cukup, artinya masyarakat dapat mengakses informasi dnegan 

baik, masyarakat mempunyai kemampuan yang tinggi menyerap informasi 
untuk meningkatkan partisipasi mereka. 

c) Berkembangnya sosial  etik dan disiplin serta moral lingkungan. 
d) Penyelesaian konflik yang tepat. 
e) Redistribusi kewenangan. 
f) Peraturan yang cukup memadai dan menjamin bagi tegaknya hukum. 
g) Teknologi yang memadai. 
h) Semakin meningkatnya kemampuan koordinasi maupun kerjasama yang 

positif. 

Strategi 2: Intervensi CDE dalam Pengelolaan SDA dan Lingkungan 

Tujuan CDE adalah terciptanya pembangunan untuk mencukupi kebutuhan 
manusia dan pertumbuhan ekonomi pada kondisi produktivitas dan kualitas 
lingkungan yang terpelihara untuk jangka panjang. CDE untuk mengatasi 
kemiskinan dan mencapai sasaran pembangunan yang terlanjutkan. Untuk 
mencapainya diperlukan seperangkan peraturan dan perundang-undangan dari 
tingkat pusat sampai ke daerah. CDE juga mengarahkan pembangunan untuk 
mencukupi kebutuhan manusia melalui preses penguatan untuk memperoleh 
keterbukaan, kesamaan hak, dan penegakan hukum. Oleh karena itu CDE harus 
memperhatikan: 
a) Norma, adat dan etika setempat termasuk tingkat ekonomi dan teknologi yang 

dimiliki. 
b) Adanya perbedaan proses dan fungsi, baik pada kegiatan umum maupun 

kegiatan yang bersifat perorangan. 
c) Kondisi institusi, dan organisasi yang telah berkembang baik formal maupun 

informal. 
d) Berbagai fihak yang terkait dengan isu lingkungan. 
e) Peran sumberdaya manusia, serta kondisi ekonomi dan alam sekitarnya. 

Atas dasar pengertian di atas, CDE harus didasarkan pada inisiatif dan terkait pula 
dengan kegiatan ataupun proses-proses setempat., serta dikembangkan sesuai 
dengan kapasitas atau kemampuan yang ada. Secara operasional, CDE 
memerlukan pola sistemik, dengan memperhatikan hubungan atau interaksi di 
antara manusia, dan hubungan antara manusia dengan sumber daya alam dan 
lingkungannya serta hubungannya dengan Tuhan Sang Pencipta. Maka faktor 
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kunci keberhasilan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan dari kacamata 
konservasi adalah : (1) pemahaman fungsi ekologi, (2) penghargaan terhadap 
semua ciptaan Tuhan YME, dan (3) mengedepankan tali silaturahmi. 

Strategi 3 : Implementasi pada Daerah Otonom 

Pemerintah pusat memiliki tugas dan tanggung jawab untuk meningkatkan 
kapasitas institusi daerah secara optimal untuk mengimplementasikan 
pembangunan berwawasan lingkungan. Perguruan tinggi dan berbagai pusat 
studinya juga diharapkan mampu menjadi mitra kerja pemerintah daerah untuk 
memperkuat kapasitasnya dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. 

Beberapa Catatan: 

Memperhatikan perkembangan kebijakan global (Durban Accord), kebijakan 
nasional ( revisi UU No 5 tahun 1990, PP No.28/2011), pernyataan Dirjen 
PHKA  (Kompas, 24 November 2012), perkembangan kasus-kasus BBKSDA NTT 
(khususnya kasus Colol), dan kajian-kajian ilmiah (Prof H S.Alikodra), dapat 
disarikan beberapa catatan untuk diskusi sebagai berikut : 

1. Kelola kawasan konservasi tidak bisa dipisahkan dari kajian dinamika 
persoalan di enclave atau di daerah penyangganya. Termasuk di dalamnya 
adalah perkembangan sosial, ekonomi, dan sosial budaya pemerintah daerah. 
Persoalan konservasi tidak dapat dipisahkan dari kenyataan dan persoalan 
konkret yang dihadapi oleh masyarakat setempat al. Kemiskinan, rendahnya 
layanan kesehatan, aksesibilitas, ketersediaan kebutuhan hidup minimal (air, 
listrik, sekolah). 

2. Paradigma baru kelola kawasan konservasi yang lebih inklusif, terbuka, 
transparan, melibatkan banyak pihak perlu disikapi dengan arif dan sebaiknya 
tidak terjebak dalam pola-pola formalitas, namun sudah seharusnya memang 
dilakukan dengan spirit kebersamaan untuk membangun trust. 

3. Jejaring kerja multi pihak, terutama di tingkat tapak perlu terus dibangun 
untuk mengawal kerja sama dan mengawal proses pembelajaran bersama, 
dengan membangun model-model kerja sama skala kecil dan konkret. Apabila 
berhasil, maka replikasi di wilayah lain akan lebih mudah. 

4. Memperkuat data dan informasi (spasial dan non spasial) dari lapangan 
sebagai baseline untuk membangun perencanaan yang lebih realistis dan tepat 
sasaran. Konsep Resort Based Management (RBM) menjadi kendaraan yang 
semoga efektif untuk menjadi pilar pengelolaan yang lebih efektif, khususnya 
dalam menyediakan data dan informasi (sebagian bisa real time), sehingga 
organisasi bisa bersikap lebih cepat dan tepat untuk mengantisipasi persoalan. 

5. Zonasi sebagai alat manajemen, perlu terus dikomunikasikan dengan para 
pihak. Proses pembelajaran penerapan zonasi secara efektif harus dikawal. 
Sebaiknya menggunakan lembaga-lembaga di tingkat lokal untuk membangun 
komunikasi asertif dan saling mencerdaskan.  BBKSDA NTT mengembangkan 
Pola Tiga Pilar (Adat-Agama/Gereja-Pemerintah Lokal), sebagai kendaraan 
untuk membangun komunikasi dan kerja sama. Pola ini disambut dengan 
antusias oleh sebagian besar komponen ketiga pihak tersebut. Tahun 2013 
adalah tahun uji coba konsep Tiga Pilar ini khususnya di TWA Ruteng.*** 
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Rujukan: 

Alikodra H.S., 2012. Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan. Pendekatan 
Ecosophy bagi Penyelamatan Bumi. Gadjah Mada University Press. 

Wiratno., 2012. Solusi Jalan Tengah. Esai-easai Konservasi Alam. Dit KKBHL, Ditjen 
PHKA, Kementerian Kehutanan. 
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Pokok-Pokok Pikiran tentang Filosofi Kelola Kawasan 
Konservasi 100 Tahun ke Depan 

 

Oleh: Wiratno dan Sustyo Iriono 
[Diskusi Ende, 25 Juli 2012] 

 

Nilai-nilai Strategis SDA NKRI 

1. Kementerian Kehutanan memegang mandat penguasaan sumberdaya lahan 
yang terluas di Indonesia. 

2. Kawasan hutan terbukti memiliki nilai strategis aktual dan potensial yang 
sangat besar untuk dikelola secara bertanggung jawab untuk kepentingan 
kemaslahatan rakyat. 

3. Selama 40 tahun eksploitasi SDA telah menurunkan nilai dan kualitas 
lingkungan hidup dan meningkatkan dampak negatifnya di berbagai aspek 
kehidupan masyarakat. 

4. Masih dominannya peranan negara-negara Utara dalam pengambilan 
keuntungan dari eksploitasi SDA di seluruh tanah air, sehingga berdampak 
pada rendahnya nilai manfaat yang diperoleh negara sekaligus meningkatnya 
ketergantungan Indonesia kepada Utara. 

5. Diperlukan kajian komprehensif tentang resource allocation yang rasional dan 
berkeadilan sosial, dengan mengoptimalkan kemampuan iptek dalam 
memberikan interpretasi terhadap pola-pola kelola yang lebih rasional, adaptif 
dan memenuhi rasa keadilan masyarakat . 

6. Masih banyak potensi SDA yang belum digali dan belum diketahui 
manfaatnya, sementara akibat eksploitasi telah terbukti 
menimbulkan  kerusakan berantai pada SDA, sehingga kemungkinan nilai-
nilai potensial tersebut telah hilang bersama kerusakan lingkungan dalam skala 
masif, dan tidak akan pernah dapat dipulihkan, khususnya kelompok yang 
tergolong  non renewable resources. 

7. Nilai sumber daya alam bukan hanya pada nilai intrinsik tetapi juga nilai 
fenomenanya yang seharusnya dihargai secara memadai dan rasional berskala 
waktu lintas generasi. 

8. Saat ini, ekosistem dalam kondisi masih relatif baik dimana proses ekologi 
secara alami masih terus berlangsung hanya  ditemukan di kawasan 
konservasi. Oleh karena itu, kawasan konservasi adalah aset NKRI yang 
memiliki nilai strategis sebagai titik referensi. 

9. Replika dan proses ditemukannya berbagai produk untuk kepentingan 
manusia sebenarnya diadopsi dari hukum-hukum yang berlaku di alam. Maka 
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alam dengan dinamik prosesnya pada kondisi relatif tidak terganggu, menjadi 
titik referensi paling strategis bagi ditemukannya berbagai produk yang 
bernilai kemanusiaan tinggi, saat ini dan di masa mendatang. 

10. Maka, profesi menjaga alam, menjaga kawasan konservasi menjadi profesi 
paling tinggi dan mulia di antara profesi-profesi lainnya di muka bumi, karena 
nilai kemanfaatan aktual, potensial, dan nilai harapannya yang (hampir) tidak 
terbatas. 

Apa yang Harus Kita Lakukan? 

Mempertimbangkan ke sepuluh pernyataan di atas, maka seluruh komponen 
bangsa, sudah seharusnya kembali pada nilai-nilai dan seharusnya mampu 
mereinterpretasikan serta menggali  nilai-nilai luhur dalam Pancasila, sebagai 
bahan baku untuk proses dialektika antara dua kutub faham besar, yaitu 
kapitalisme vs sosialisme. Maka, diperlukan kajian kritis multidisipliner terhadap 
persoalan resource allocation saat ini, berdasarkan pilar filosofi Pancasila dan UUD 
1945. 

Filosofi Konservasi 

1. Sebagai aparatur negara kita harus menjaga sumberdaya alam (cq kawasan 
hutan, kawasan konservasi) untuk mencapai the ultimate (never ending) goal-nya: 
kawasan lestari untuk kesejahteraan generasi saat ini dan terjaga keutuhan dan 
fungsinya bagi mendatang), dengan berpedoman pada hasil tafsir ulang 
terhadap Pasal 33 UUD 1945, dalam konteks kekinian (perkembangan iptek dan 
aspirasi rakyat) dan visi NKRI 100 tahun ke depan. 

2. Kawasan hutan, kawasan konservasi adalah sumberdaya yang masuk dalam 
kategori common pool resoueces (CPR). Maka, CPR hanya berhasil apabila 
dilakukan dengan membangun kesadaran kolektif sebagai dasar lahirnya aksi 
kolektif dengan dukungan aliansi pakar-praktisi muti 
disipliner, networking dan kolaborasi pemerintah-swasta-masyarakat serta 
mendapatkan dukungan politik oleh regim politik yang konsisten. 

3. Resort_Based Management (RBM)  adalah kendaraan (tool) dan strategi kelola 
kawasan konservasi saat ini dan ke depan, yang didorong oleh spirit: kembali 
ke lapangan, riset, dokumentasi, dan networking. Spirit yang dibangun oleh 
Dr.S.H.Koorders sejak 1912 dalam menggerakkan Perhimpunan Perlindungan 
Alam Hindia Belanda. RBM mendorong perubahan sikap mental dan 
perilaku policy maker dan pekerja konservasi untuk kembali menjaga, 
menyelesaikan masalah secara arif-kontekstual, menggali potensi dan 
mendokumentasikan potensi untuk kepentingan masa depan ilmu 
pengetahuan dan kemaslahatan manusia lintas generasi dalam arti seluas-
luasnya. 

4. Dalam konteks dinamika global dan berdampak pada kondisi riil (kelola) 
kawasan konservasi, yang terus menerus mengalami tekanan yang luar biasa, 
maka RBM masih harus mendapatkan spiritnya dengan cara revitalisasi dan 
penemuan kembali nilai-nilai yang akan membantu policy makers dan pekerja 
konservasi menemukan ruh kerja konservasi, yang  nantinya akan built-
in dalam profesi konservasi secara luas. RBM harus memperhatikan dan 
memperhitungkan kajian sejarah dan nilai-nilai filosofi yang digali dalam 
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konteks NKRI dengan Lima Sila dalam Pancasila sebagai nilai luhur dan alasan 
sejarah akan kelahiran NKRI. 

5. Nilai-nilai luhur itu adalah Sila Kesatu, Ketuhanan Yang Maha Esa (Tuhan 
pencipta alam semesta dan manusia sebagai khalifah-menjaga bumi); Sila 
Kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab (kelola SDA Indonesia termasuk 
kawasan hutan, harus dilakukan secara beradab, mempertimbangkan 
kemaslahatan rakyat Indonesia); Sila Ketiga, Persatuan Indonesia (ragam 
ekosistem  dan bentang alam serta keindahannya-dari bawah samudera sampai 
ke puncak gunung bersalju dari Sabang s/d Merauke memiliki nilai intrinsik, 
potensial, dan fenomena serta ragam budaya yang sangat tinggi yang 
merupakan satu kesatuan, tidak dapat dipisah-pisahkan); Sila Keempat-
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Permusyawaratan dalam Perwakilan 
(kelola kawasan konservasi harus dilakukan secara musyawarah untuk 
mencapai mufakat, didorong kerja sama multi pihak, multi disiplin, dengan 
pengambilan keputusan yang demokratis dan melibatkan para pihak); dan Sila 
Kelima-Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia-kelola kawasan 
konservasi harus mempertimbangkan rasa keadilan, mempertimbangkan nilai-
nilai sosial, budaya, tradisi yang berakar dari saripati kehidupan masyarakat 
Nusantara, untuk kepentingan masyarakat saat ini dan generasi yang akan 
datang).  

Kesimpulan 

Menerapkan RBM dalam kelola kawasan konservasi dalam arti luas, berarti harus 
kembali berpegang kepada nilai-nilai filosofi yang terkandung dalam Pancasila dan 
UUD 1945, khususnya Pasal 33 secara menyeluruh, total, dan konsisten dalam 
konteks interpretasi kelola kawasan konservasi, sebagai benteng utama SDA Hayati 
dan Ekosistemnya sebagai  titik referensi dalam konteks kekinian dan untuk visi 
100 tahun ke depan.*** 
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Kembalikan Pengelolaan Taman Nasional ke Lapangan 

 

 

”Paper Park” 

”Paper Park” adalah taman nasional  yang belum atau tidak dikelola secara intensif 
di tingkat lapangan. Taman nasional yang hanya eksis di atas peta. Sementara itu, 
konsep pengelolaan taman nasional yang bersifat teritorial atau kawasan menuntut 
diterjemahkannya konsep pemangkuan kawasan. Di jajaran Eselon I Departemen 
Kehutanan, yang memiliki mandat ”pemangkuan” kawasan hanya Ditjen PHKA. 
Ditjen BPK tidak mengelola langsung hutan produksi. Pemegang HPH, HTI, dan 
IPK lah yang melakukan intervensi atau kontrol langsung terhadap sumberdaya 
alam di lapangan. Ditjen RLPS juga demikian, bergerak di tataran hutan rakyat, 
hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat,  tentu tidak melakukan 
pemangkuan langsung. Tetapi hanya melalui mekanisme kebijakan di lahan-lahan 
masyarakat. 

Ditjen PHKA melalui UPTnya Balai TN dan Balai KSDA wajib melakukan 
pengelolaan di tingkat lapangan. Ini mandat yang disebutkan dalam UU No.5 
tahun 1990. Namun, sampai dengan saat ini, mandat tersebut belum diterjemahkan 
ke dalam bahasa teknis pengelolaan, seperti halnya sistem Resort Polisi Hutan 
(RPH) dalam pengelaan hutan jati di Pulau Jawa. Satuan-satuan pengelolaan pun 
belum jelas. Yang lebih mengerikan lagi, banyak taman nasional yang tidak 
memiliki peta-peta dasar yang dijadikan acuan untuk melakukan pengelolaan 
taman nasional berbasis kawasan. Berbasis kewilayahan, dan teritorial, dengan 
sistem zona-zona sebagai basis pengelolaan di wilayah tertentu sesuai dengan 
zonasinya. 

Maka sangat wajar apabila  di lapangan banyak kawasan taman nasional 
dirambah, diduduki, diklaim, diserobot, ditebangi oleh berbagai pihak yang tidak 
bertanggungjawab. Apalagi batas-batas kawasan tidak jelas, hanya ada patok di 
atas peta saja. Hal-hal mendasar seperti inilah yang sebenarnya perlu segera 
dibenahi.  Implikasi dari tidak hadirnya petugas di lapangan, antara lain adalah : 

a. Perkembangan persoalan di tingkat lapangan tidak pernah diketahui dengan 
pasti. Siapa dan berapa luas kawasan yang merambah atau membalak kayu siapa 
saja tokoh intelektualnya, jaringan pemasarannya, dan seterusnya. Apabila 
kondisi akut ini terjadi untuk waktu yang lama, maka dapat dipastikan bahwa 
skala persoalan menjadi sedemikian besar, sehingga kawasan dikuasai 
kelompok-kelompok terorganisir itu., dan petugas semakin tidak berani 
memasuki kawasannya. Kasus kerusakan seluas 4.000 Ha (deforested) dan 17.000 
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Ha (degraded) di SKW IV Besitang, Kab.Langkat merupakan contoh proses 
”pembiaran” yang terjadi 10-15 tahun berlalu. ”Pembiaran” ini merupakan 
istilah Menteri Kehutanan, terhadap sikap mental pengelola yang tidak pernah 
melaporkan kasus-kasus kerusakan kawasan di wilayah kelolanya. Perambahan 
di kawasan-kawasan konservasi yang semakin tidak terkendali merupakan buah 
dari proses pembiaran ini. 

b. Di mata penegak hukum-polisi, jaksa, pengadilan, kita juga menjadi tidak punya 
harga diri. ”Salahnya punya kawasan tidak dijaga, wajar bila diserobot”. 
Sindiran-sindiran seperti ini juga harus dilihat sebagai auto-critic kepada 
pengelola untuk segera merubah sistem pengelolaan yang hanya sekedar di 
belakang meja saja. Maka, komitmen jangka panjang dengan jajaran penegak 
hukum tersebut harus dibangun agar hukum dapat ditegakkan di lapangan. 
Apabila di suatu wilayah, telah bertahun-tahun tidak ada hukum yang mampu 
ditegakkan, kelompok-kelompok yang tidak bertanggungjawab itu akan 
melenggang dnegan santainya untuk melakukan perambahan secara 
terorganisir. Ini situasi yang sangat membahayakan. Pada situasi seperti ini, 
hukum harus ada, harus ada perambah atau penebang haram yang diproses 
hukum, sampai masuk ke dalam penjara. Dengan demikian, negara eksis karena 
hukum benar-benar ditegakkan tanpa pandang siapa pelakunya. Sebuah 
tantangan yang tidak mudah dilaksankan. 

c. Ketiadaan petugas di lapangan, juga mengakibatkan batas taman nasional dan 
tujuan pengelolaan taman nasional tidak pernah difahami oleh masyarakat. 
Dengan demikian, maka jangan harap kita akan mendapatkan dukungan dari 
mereka. Sementara itu, pengelolan mengetahui bahwa  dengan keterbatasan 
dana, sarana prasarana, dan luasnya kawasan yang harus dikelola, maka hampir 
mustahil mampu melakukan pengelolaan secara soliter tanpa dukungan dari 
masyarakat, pemerintah daerah, atau mitra lainnya. Maka, lengkaplah sudah 
situasi di mana taman nasional menjadi barang yang asing dan bahkan 
dipandang aneh bagi masyarakat, dan pemerintah daerah. Dukungan pasti tidak 
akan pernah terjadi pada keadaan yang seperti ini. 

d. Akumulasi dan resultante dari ketiga aspek tersebut di atas, maka kerusakan 
semakin meluas, sampai pada skala yang hampir mustahil untuk ditangani 
dalam beberapa tahun ke depan. Apabila hal ini terjadi, maka kawasan taman 
nasional akan mengarah pada situasi yang disebut sebagai ”open access”.  Yaitu 
situasi suatu sumberdaya yang tidak dimiliki oleh siapapun, tetapi sekaligus 
juga miliki setiap orang (yang kuat). Yang berlaku dalam kawasan seperti ini 
adalah ”hukum rimba” : siapa yang kuat ia yang dapat dan berkuasa. Negara 
(baca: pemerintah) tidak hadir pada situasi sumberdaya seperti ini. Dan ini 
merupakan awal dari kehancuran hutan-hutan tropis kita menuju padang alang-
alang dan kerusakan sumberdaya hutan, tanah, dan air yang berkepanjangan.  

Leuser Sedang Berbenah 

Sejak tahun 2005, manajemen Balai TNGL (sekarang menjadi Balai Besar), telah 
memahami situasi di atas dengan baik. Oleh karena itu, investasi harus diarahkan 



Catatan Wisata Intelektual (2005-2020) 

263 
  

untuk kembali menata pola-pola pengelolaan dan arah pengelolaan yang fokus dan 
ditetapkan skala prioritasnya. 

Untuk kawasan taman nasional yang sangat luas seperti TNGL, yang lebih 
dari 1 juta hektar, dengan panjang batas luas 1.022 Km, maka teknologi GIS dan 
Remote Sensing harus dipergunakan. Pada tahun 2006, Balai TNGL telah memiliki 
Lab.GIS, expert GIS didukung oleh Pemerintah Spanyol melalui Program 
UNESCO, data-data yang diperlukan didukung oleh berbagai mitra, YLI, SOCP, 
FFI, dan OCSP. 

Dengan beroperasinya Lab.GIS tersebut, maka Balai TNGL telah berhasil 
melakukan kajian spasial terhadap berbagai faktor manajemen di tingkat lapangan, 
antara lain: 

1. Peta-peta tematik kawasan-geologi, topografi, jenis tanah, iklim, potensi wisata 
alam, sebaran stasiun penelitian, sebaran kerusakan hutan, sebaran dan 
besaran illegal logging, 

2. Pemetaan luas kawasan dan batas-batas administrasinya, 
3. Usulan (Revisi) Zonasi kawasan, 
4. Usulan Penataan BPTN, Seksi Wilayah, Resort, 
5. Kajian luas perambahan per Daerah Aliran Sungai (DAS), per Resort, per Seksi 

Wilayah, 
6. Prediksi panjang batas luar kawasan per Resort, per Seksi Konservasi Wilayah, 

per BPTN, 
7. Kajian DAS, kerentanan lahan, potensi banjir dan tanah longsor. 

Pada saat ini, sedang disusun suatu database untuk seluruh TNGL yang 
berbasis atau dengan entry Resort. (catatan: resort adalah unit manajemen terkecil di 
tingkat lapangan, dengan luas dan bentuk wilayah yang beragam). Tujuan dari 
pembangunan database ini tidak lain adalah untuk membangun : ”Pola 
Pengelolaan Taman Nasional Berbasis Resort”. Setiap resort akan dikaitkan dengan 
dua hal. Pertama, secara intern akan dapat diakses semua data dan informasi 
tentang kawasan, misalnya panjang batas, jumlah dan kondisi pal batas, persoalan 
di sepanjang batas ke dalam kawasan (perambahan, illegal logging, perburuan liar), 
peta pemain aktor intelektual, kondisi sarana dan prasarana kantor resort, keadaan 
pegawai-polisi hutan (polhut), staf fungsional yang disebut sebagai Pengendali 
Ekosistem Hutan (PEH), non struktural,  dsb. Kedua,  secara eksternal akan 
dikaitkan dengan desa-desa yang berbatasan dengan resort yang bersangkutan, 
yang meliputi profil desa, lembaga-lembaga formal dan informal di setiap desa, 
tokoh formal dan informal, potensi desa, keadaan tata guna lahan, komoditas 
unggulan setempat, pola ketergantungan desa-taman nasional dalam berbagai 
bentuk pemanfaatan-hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, dan seterusnya. 

Dari database tersebut dapat dilakukan kajian tentang gap, antara  besaran 
problem, potensi yang dapat dikembangkan, dengan kondisi kapasitas, motivasi 
kerja, dan sarana dan prasarana di tingkat resort. Dengan mengetahui besarnya gap 
tersebut, maka dapat diprediksi dua hal. Pertama, kebutuhan pelatihan dan atau 
pendampingan bagi kepala resort dan stafnya. Kedua, kebutuhan pelatihan dan 
pendampingan bagi kelompok-kelompok masyarakat desa dis ekitar resort 
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tersebut, agar dapat mengembangkan berbagai komoditas unggulan setempat, baik 
yang berasal dari lahan desa maupun dari dalam kawasan taman nasional. 

Kondisi profil desa-desa di setiap resort akan berbeda dan kondisi profil 
resort satu akan berbeda dengan resort lainnya. Dengan demikian, usulan kegiatan 
setiap tahun untuk setiap resort akan sangat tergantung kepada potensi dan 
problema yang dihadapi.  Perbedaan ini akan mendorong kompetisi antar resort, 
sehingga dapat dikawal proses pembelajaran antar resort, dalam hal penyelesaian 
masalah maupun dalam pengembangan potensi-potensi lokal yang bernilai 
ekonomi dan dapat mendorong penciptaan lapangan kerja dan ekonomi mikro 
berbasis kawasan taman nasional.  

Profil Resort TNGL 

Berdasarkan kajian awal, diperoleh kondisi atau profil resort-resort di wilayah 
TNGL yang menunjukkan bahwa beban kerusakan berturut-turut terjadi 
pada  BPTN II Kutacane (13.319 Ha) , BPTN III Stabat (4.879 Ha), BPTN I (1.571 Ha). 
Dengan demikian, fokus investasi dalam bentuk penegakan hukum penyelesaian 
perambahan, illegal logging perlu disesuaikan dengan besaran kerusakan tersebut. 
Namun demikian, perlu digarisbawahi bahwa penanganan persoalan-persoalan 
kawasan tentu harus dipertimbangkan aspek sejarah kerusakan, sejarah penataan 
batas kawasan, konflik-konflik eksternal antara masyarakat dengan pihak Balai 
TNGL di masa lalu, kondisi dan situasi dinamika politik lokal-misalnya untuk 
seluruh wilayah BPTN di Nanggroe Aceh Darussalam, adalah sangat nyata dan 
harus disikapi dengan bijaksana. 

Kesimpulan Awal 

Berdasarkan kajian spasial yang telah dilakukan, kajian yang dilakukan melalui 
penyusunan Rencana Strategis, analisis data-data dari upaya penegakan hukum 
dna pemantauan kondisi lapangan yang didukung dengan Lab.GIS/Remote 
Sensing,  dapat diambil beberapa kesimpulan awal yang menarik, dengan uraian 
sebagai berikut. 

Luas setiap resort, besaran persoalan, panjang batas, aksesibilitas, keadaan 
tata guna lahan di sekitar resort, tipe daerah penyangga, profil desa-desa di sekitar 
resort dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan berbagai kebijakan 
perbaikan manajemen internal dan yang terkait dengan faktor-faktor eksternal. 
Perbaikan manajemen internal tersebut antara lain 

1) Jumlah dan kapasitas kepala resort dan stafnya; 
2) Usulan revisi zonasi di resort  dengan mempertimbangankan resort di 

sekitarnya; 
3) Fokus dan prioritas investasi internal berupa peningkatan kapasitas staf, sarana 

prasarana; 
4) Usulan fokus dan prioritas kegiatan di setiap resort, baik yang tahunan maupun 

yang berjangka menengah-panjang, 
5) Profil resort dan desa-desa yang berinteraksi, 
6) Komoditas unggulan setempat, pola interaksi desa-taman nasional, 
7) Jenis daerah penyangga desa-taman nasional, 
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8) Identifikasi dan analisis kapasitas mitra di berbagai tingkatan dan keahlian. 

Yang terkait dengan faktor eksternal dalam hal ini adalah berbagai 
kebijakan pembangunan di tingkatan kabupaten maupun propinsi. Dengan 
dilakukannya dialog publik keliling kabupaten, maka akan diketahui berbagai 
kebijakan Pemkab. Selalu ada kemungkinan mencari sinergi dari kegiatan-kegiatan 
pembangunan di masing-masing kabupaten tersebut. Kini, misalnya ada 
Program Pembangunan Kecamatan (PPK), yang mungkin Balai TNGL dapat 
memberikan masukan agar lokasi proyek dapat diprioritaskan pada kecamatan-
kecamatan yang berbatasan dengan TNGL. Demikian pula dengan berbagai 
program LSM, dapat disinergikan berbagai upaya yang dilakukan yang selalu 
dikaitkan dengan resort TNGL sebagai unit manajemen terkecil. Orangutan 
Information Center (OIC) misalnya, yang saat ini sedang memfasilitasi 15 desa yang 
berbatasan dengan SKW IV Besitang, Kab.Langkat, yang mengalami kerusakan. 
Program pendampingan ini langsung dapat dikaitkan dengan penguatan 
masyarakat dalam membangun pola pejagaan kawasan TNGL secara terpadu. Ini 
hanya salah satu contoh nyata betapa pentingnya sinergitas di tingkat perencanaan 
dan pelaksanaan kegiatan dari berbagai pelaku pembangunan tersebut. 

Ke depan, apabila kapasitas manajerial resort sudah cukup mumpuni, 
maka resort-resort akan menjadi unit terkecil yang mandiri. Seksi Konservasi 
Wilayah bertugas mengkoordinasikan persoalan-persoalan atau upaya-upaya 
pengembangan potensi yang lintas resort, sehingga peningkatan kinerja resort 
tidak menimbulkan pengkotak-kotakan atau menimbulkan kontra kerjasama antar 
resort, mengingat banyak persoalan yang dapat diselesaikan hanya apabila resort-
resort bekerjasama secara sinergis. 

Koordinasi lintas SKW perlu dilakukan oleh BPTN khususnya yang 
menyangkut persoalan dan pengembangan potensi yang terjadi pada lintas SKW 
baik yang menyangkut aksesibilitas antar kabupaten maupun ke propinsi. 
Pengembangan kemitraan di tingkat kabupaten dan lintas kabupaten, termasuk 
upaya-upaya kampanye dan komunikasi konservasi. 

Tugas pokok Kepala Balai Besar yang setingkat direktur atau Eselon IIb 
lebih kepada upaya-upaya mensinergikan perencanaan-perencanaan dari bawah 
tersebut, dengan agenda-agenda pembangunan di kabupaten, propinsi, dan 
nasional. Kampanye program-program kerja pembangunan TNGL di tingkat 
global, mengingat TNGL sebagai Warisan Dunia, juga sebaiknya dilakukan oleh 
direktur pada Balai Besar TNGL tersebut, agar mendapatkan dukungan 
mendanaan dan jaringan kerja global. 

Untuk mewujudkan manajemen yang efektif di tingkatan resort tersebut 
bukanlah hal yang mudah. Diperlukan 3-5 tahun upaya yang konsisten untuk 
mengawal proses peningkatan kapasitas dan sistem kerja berbasis resort tersebut. 
Hal ini perlu didukung oleh Ditjen PHKA dengan pengawalan dan pemantauan 
perkembangan lapangan yang tegas dan lugas, agar proses pembelajaran dapat 
didokumentasi dan dapat ditularkan kepada UPT Taman Nasional lainnya di 
seluruh tanah air. Tantangan besar ke depan bagi  UPT Balai TN/KSDA dan juga 
berlaku bagi Ditjen PHKA adalah bagaimana mendorong organisasi ini 
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menjadi “learning organization”-suatu organisasi pembelajar, yang selalu 
melakukan perbaikan strategiàmekanisme kerja, berdasarkan proses pembelajaran 
dari pelaksanaan kegiatan yang berhasil maupun yang gagal. Mengapa hal ini 
penting, karena organisasi konservasi sedang tumbuhkembang, sedang growing. 
Selalu ada dua kemungkinan. Pertama organisasi tersebut  yaitu  hanya 
sekedar ”growing older” atau menjadi tua dalam usia tetapi tidak selalu berkorelasi 
positif menjadi dewasa. Organisasi ini dicirikan dengan kekakuan sistem karena 
terjebak pada aturan yang ketat dan seringkali sudah kadaluwarsa (regulation-
trapped),  gemuk, lamban, perencanaan yang tertutup-soliter, dan jaringan kerja 
rendah atau hampir tidak ada. Kemungkinan kedua organisasi tersebut mengalami 
proses growing up,  yaitu menjadi dewasa-yang dicirikan dengan leadership yang 
kuat, penuh dengan inisiatif dan inovasi baru, membangun sistem reward and 
punishment yang jelas dan konsisten, serta menggunakan networking sebagai 
strategi organisasi untuk berkembang. Organisasi yang dewasa adalah organisasi 
yang selalu berusaha belajar dari kesalahan, berorientasi pada kinerja (output dan 
outcome) bukan sekedar pada input, dan selalu berusaha keras tidak 
akan  mengulangi kesalahan yang sama. 

Organisasi pemerintah di bidang konservasi, menghadapi persoalan laten 
seperti itu. Kondisi ini persis seperti yang ditulis dan diulas oleh Rhenald Kasali, 
Ketua Program Magister Manajemen, UI pada Kompas 24 Juli 2007 dengan judul: 
Birokrasi Tanpa ”Breakthrough”. Reformasi birokrasi memerlukan terobosan yang 
dilakukan oleh para pemimpin yang mau turun ke bawah, menjebol tembok-
tembok kekakuan birokrasi lama yang telah lama ”diuntungkan” dengan adanya 
ketidakjelasan dan atau kemandegan sistem. 

Pembelajaran dari Leuser 

Fenomena ”Paper Park” di TNGL dapat diambil pelajaran yang sangat bermanfaat. 
Dampak ikutannya berupa sumberdaya yang mengarah menjadi ”open 
access” dapat terjadi di seluruh sumberdaya hutan di Prop.Naggroe Aceh 
Darussalam. Penegakan hukum sekedar shock terapy. Penegakan hukum sangat 
penting tetapi bukan segala-galanya dalam pengelolaan hutan. Berbagai inisiatif 
kolaborasi multipihak, khususnya dengan masyarakat dis ekitar kawasan hutan 
adalah sebuah keniscayaan. Polanya akan beragam tergantung pada dinamika 
sosial, ekonomi, dan budaya setempat. Peran pemerintah juga harus dirubah dan 
disesuaikan dengan berbagai aspirasi masyarakat. 

Terjadinya berbagai parktik illegal logging terjadi karena sumberdaya 
hutan kita tidak dijaga khususnya di wilayah hulu. Back to basic dalam pengelolaan 
sumberdaya hutan berarti kembali mengelola hutan di tingkat lapangan. Hutan 
bukan sekedar dijaga tetapi dikelola dengan prinsip-prinsip kelestarian, dengan 
selalu menjaga keseimbangan antara kepentingan sosial, budaya, ekonomi, dan 
ekologi. 

Sangat arogan apabila terdapat satu lembaga yang mengklaim bahwa ia 
yang berhak dan mampu mengelola sumberdaya hutan yang luasnya jutaan hektar. 
Keberhasilan pengelolaannya sangat ditentukan oleh seberapa besar kita mampu 
membangun collective awareness, yang pada akhirnya akan mendorong suatu 
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sinergitas dan menumbuhkan apa yang disebut sebagai  collective action, di seluruh 
lapisan masyarakat dan aparat pemerintah. Kesadaran harus tumbuh di jajaran 
penegak hukum, mulai dari aparat kepolisian, militer, pengadilan, dan kejaksaan. 
Keberhasilan penegakan hukum di wilayah TNGL Kab.Langkat didorong oleh 
meningkatnya collective awareness di internal Balai TNGL dan seluruh jajaran 
penegak hukum, yang akhirnya didukung sepenuhnya oleh Departemen 
Kehutanan dan Mabes Polri di Jakarta. Hal ini masih didukung secara konsisten 
oleh UNESCO karena TNGL adalah World Heritage Site, yang memiliki kontribusi 
bagi masyarakat NAD dan umat manusia secara global.  

Salah satu dari kunci dari proses tersebut adalah kemampuan dan 
kemauan  pemerintah untuk memfasilitasi penguatan berbagai kelembagaan lokal. 
Persoalan kelembagaan ini seringkali diabaikan dalam pembangunan dan 
pengelolaan sumberdaya hutan ini. 

Di luar berbagai aspek teknis tersebut, leadership merupakan salah satu 
kunci utama untuk membangun dan membangkitkan upaya yang sistematis dan 
konsisten dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan sumberdaya hutan, baik itu 
di kawasan konservasi maupun di hutan-hutan lindung, di seluruh tanah air. 
Propindi NAD saat ini memiliki banyak kekuatan dan kesempatan, untuk 
mewujudkan sustainable forest management itu. Kesempatan ini harus diambil, agar 
kebijakan Green Province dan Moratorium Logging tidak terjebak dan dijebak 
menjadi sekedar retorika dan pernyataan politik sesaat belaka.*** 

 

 Paper ini menjadi sangat menarik untuk direnungkan setelah 5 tahun kemudian 
(Agustus 2012), kita mengembangkan RBM, melalui seri workshop di seluruh Indonesia 
(akhir 2009 s/d sekarang); Wiratno, Kupang 6 Agustus 2012. 

 Penulis adalah mantan Kepala Balai TNGL 2005-2007. 
 Paper disampaikan pada Lokakarya Dalam Rangka Mengurangi Emisi dari Deforestasi 

dan Degradasi (REDD)  Banda Aceh 1-2 Oktober 2007  
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Fukuyama 

 

 

 

Ia seorang pakar ekonomi politik yang disegani yang sejak 2001 
menjadi  pengajar di Johns Hopkins University, Baltimore, dikenal luas akan 
pemikirannya tentang perubahan sosial dan modal sosial, yang kemudian  menjadi 
salah satu dikursus global. Francis Fukuyama  membahas bagaimana guncangan 
besar, the great disruption, yang terjadi ketika sistem kapitalisme meluas, 
mengakibatkan erosi pada modal sosial. Kepercayaan, trust, manusia pada manusia 
lainnya menipis, kecurigaan dan ketidakjujuran merebak, pelanggaran hukum 
meningkat; proses kerja sama dalam masyarakat berubah menjadi proses saling 
memakan dan saling merugikan. 

Apa kaitan pemikiran Fukuyama ini dengan gonjang-ganjing kerusakan 
lingkungan dunia? Seakan-akan memang tidak berhubungan atau berkaitan. 
Namun apabila kita renungkan, akan semakin meneguhkan keyakinan kita bahwa 
perubahan substansial hubungan antar manusia yang dimaksudkan oleh 
Fukuyama, juga akhirnya berdampak pada lingkungan hidup manusia secara luas. 
Sejarah kerusakan lingkungan hidup dunia tidak dapat dilepaskan dari peranan 
(baca: keserakahan) manusia, dalam berbagai bentuknya. Manusia yang ingin 
menguasai dan alam. Inilah yang dikenal dengan pandangan   yang didasari oleh 
Etika Antroposentrisme. Etika antroposentrisme yang dilatarbelakangi oleh tradisi 
pemikiran barat yang liberal. Dalam etika ini manusia diposisikan sebagai pusat 
dari alam semesta, dan hanya manusia yang memiliki nilai, sementara alam dan 
segala isinya sekedar alat bagi pemuas kepentingan dan kebutuhan hidup manusia. 
Manusia dianggap berada di luar; di atas dan terpisah dari alam. Bahkan, manusia 
difahami sebagai penguasa atas alam yang boleh melakukan apa saja. Menurut 
Keraf (2002), cara pandang inilah yang melahirkan sikap dan perilaku eksploitatif. 
Sementara itu, para pakar menyatakan bahwa nilai kayu hanya kurang dari 5% nilai 
keseluruhan sumber daya hutan itu. Nilai total sumber daya hutan tidak pernah 
diperhitungkan dalam kalkulasi ekonomi nasional. 

Hutan tropis dataran rendah di Pulau Jawa habis dalam tempo 100 tahun 
(Abad 18-19), sementara itu hutan hujan tropis dataran rendah di Pulau Sumatera 
lenyap hanya dalam hitungan 30 tahun. Terbukti bukan bahwa manusia melalap 
alam dengan ganasnya, dengan tingkatan 10 kali lebih cepat, dengan  dampaknya 
sudah kita rasakan saat ini: penurunan kualitas lingkungan hidup yang luar biasa 
besar dan dengan demikian tentunya akan berdampak langsung pada kualitas 
manusianya yang harus hidup dalam kondisi lingkungan hidupnya yang rusak 
parah. Ekonomi yang digerakkan oleh pengurasan sumber daya alam ini, 
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digambarkan dengan sangat tepat oleh Kenneth Boulding dalam Korten (2001), 
sebagai “ekonomi koboi”. Visi ekonomi koboi adalah dunia yang bisa dilukiskan 
sebagai padang terbuka tanpa batas yang menyediakan sumber daya dan jasa 
pelayanan pembuangan limbah tanpa batas. Ekonomi koboi diarahkan untuk 
menggali sumber daya – sumber daya yang paling mudah tersedia dari lingkungan 
hidupnya dan mengubahnya menjadi produk apa saja untuk memenuhi 
kebutuhannya. 

Pertanyaan lanjutannya adalah siapa yang bertanggungjawab terhadap 
kerusakan lingkungan hidup ini. Banyak pihak menuding bahwa dalam hal 
kerusakan hutan, maka negara (baca: pemerintah) sebagai pihak yang paling 
bertanggungjawab, melalui berbagai instrumen kebijakannya yang sering kali 
kontradiktif. Kebijakan yang dengan instrumen perijinan pengelolaan (baca: 
eksploitasi) sumber daya hutan, telah membawa petakan yang berkepanjangan. 
Kembali dipertanyakan, benarkah pemerintah merupakan satu-satunya pihak yang 
paling bertanggungjawab? Satu pertanyaan yang menggantung dan menyisakan 
ketidakpastian ke depan. 

Fukuyama menyatakan bahwa  organisasi ke depan akan lebih 
berdasarkan pada kemampuan membangun jaringan, sebagai modal sosial. Dalam 
pandangan ini, jaringan ialah hubungan saling percaya yang berdasarkan moral. 
Jaringan berbeda dengan hierarki karena jaringan didasarkan pada norma bersama 
yang bersifat informal, bukan atas hubungan kekuasaan formal. 

Dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup, maka diperlukan organisasi 
atau lembaga yang berbasiskan pada mekanisme hierarki dan mekanisme yang 
berdasarkan jaringan. Pengalaman di Indonesia, membuktikan bahwa pemerintah 
dengan model organisasi modern menurut Max Weber, yang menggantikan 
wewenang informal menjadi wewenang yang berlandaskan hukum dan lembaga-
lembaga yang transparan, telah terbukti gagal mengemban mandat mengelola 
lingkungan (baca: dalam hal ini sumber daya hutan). Kita lupakan bahwa sumber 
daya hutan, merupakan sumber daya yang masuk ke dalam kategori common pool 
resource. Suatu sumber daya yang akan sangat mahal untuk dikelola secara 
eksklusif. Sementara itu, sumber daya hutan yang dikelola secara berjaringan, 
dengan modal sosialnya, berupa lembaga-lembaga adat, malahan terbukti lebih 
mampu menunjukkan pengelolaan yang bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan 
azas-azas kelestarian. Tentu saja pada skala dimana jumlah penduduk, intervensi 
pasar, dan kebijakan pemerintah masih cukup stabil dan kondusif. Pengelolaan 
hutan-hutan adat yang lestari akan hancur dengan kebijakan eksploitasi hutan yang 
dapat menebang 1.000 hektare per tahun, misalnya. 

Pertanyaan terakhir adalah bagaimana kemudian peranan organisasi dan 
lembaga-lembaga yang concern pada pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. 
Bagaimana peran pemerintah ke depan dalam mengelola sumber daya hutan, 
dalam mengelola taman-taman nasional dan kawasan konservasi lainnya. Bukti 
empiris menunjukkan bahwa pemerintah harus melakukan reposisi perannya, agar 
tidak terjebak ke dalam pola hierarki yang kaku tetapi harus pula mengembangkan 
ruang-ruang di mana jaringan dapat dibangun atas dasar trust. Sementara itu, 
berbagai lembaga swadaya masyarakat juga seharusnya melakukan reposisi 
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perannya tidak sekedar “menyerang” pemerintah, tetapi juga perlu memulai 
duduk bersama pemerintah dalam mencari ruang-ruang kebersamaan yang saling 
menguatkan, saling menguntungkan, dan saling menghargai. Diskursus peran 
kelembagaan konservasi ini akan masih terus bergulir dan sudah selayaknya kita 
menyambutnya dengan antusias, untuk mendapatkan pembelajaran dari proses-
proses perubahan kelembagaan pemerintah di era otonomi, yang sedang gencar-
gencarnya digagas di hampir seluruh pelosok Indonesia.*** 

 

*) Sambutan Kepala Balai TN Gunung Leuser dalam Buletin “Jejak Leuser”, Juli 2006. 
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Situation Room 
 
 

 

Resort-Based Management atau RBM, suatu kebijakan Ditjen PHKA yang 
dimuat dalam Renstra Ditjen PHKA 2010-2014,  memerintahkan bahwa 50 taman 
nasional dikelola berbasiskan resort. Saat ini pedoman “Pengelolaan Taman 
Nasional Berbasis Resort” sedang dalam proses finalisasi, dan kemungkinan akan 
diberi payung hukum Perdirjen atau Permenhut. Dalam perjalanannya, sejak akhir 
tahun 2010 sampai dengan saat ini (Juli 2012) telah diselenggarakan 21 seri 
workshop termasuk yang terakhir di TN Kelimutu oleh Nurman Hakim, maka 
tidak kurang dari 1.000 staf Ditjen PHKA telah berinteraksi dalam berbagai 
tingkatannya dengan apa yang dikanal sebagai RBM. Staf UPT, dan bukan Kepala 
UPT yang diundang untuk pelatihan RBM tersebut, kecuali di RBM Kupang, yang 
diselenggarakan pada 10-12 Mei 2012 dimana beberapa Kepala UPT hadir dan aktif 
sampai akhir workshop, yaitu Kepala Balai TN Bali Barat, Kabal TN Rinjani, Kabal 
TN Manupeu Tanadaru,  KBTU KSDA NTB. 

Pada kesempatan Rakor Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati di 
Bandung 26 Juni 2012, Kepala Balai Besar KSDA NTT diberi kesempatan 
mempresentasikan SIM-RBM BBKSDA NTT di depan seluruh Kepala Balai (Besar) 
TN dan KSDA. Namun demikian, sampai dengan saat ini justru belum sempat 
dipresentasikan di jajaran Eselon II Ditjen PHKA di Jakarta. Apalagi Balai (Besar) 
KSDA sebenarnya belum mendapatkan mandat untuk membangun RBM, 
sebagaimana taman nasional. 

Dalam perjalanan waktu yang hampir 2 tahun, dimana dalam setiap proses 
workshop, semakin ditemukan berbagai nilai-nilai dasar yang semakin diyakini 
oleh beberapa pihak yang secara intens mendalaminya dan mempraktikkannya. 
Pada awal 2011, Muh Haryono menyelesaikan program doktornya di IPB dan 
gabung dengan Subdit Pemolaan dan Pengembangan, sambil menunggu 
penempatan. Tak terasa 1 tahun mendalami RBM bersama-sama penulis dan 
akhirnya mendapatkan jabatan sebagai Kepala TN Ujung Kulon pada Maret 2012. 

Penulis mendapatkan penugasan Februari 2012 di BBKSDA NTT sampai 
dengan saat ini. Sebelum masa itu, muncul figur Pak Pandji Yudistira - purna tugas 
BBKSDA Jawa Barat pada akhir 2009 dengan membawa angin segar tentang sejarah 
konservasi alam. Ia menggali peranan Dr. S.H. Koorders dalam Perlindungan Alam 
di Indonesia. Buku sejarah penting ini akan segera diterbitkan oleh Direktorat 
KKBHL, yang ternyata dapat diungkapkan empat tradisi penting, yaitu (1) riset, (2) 
eksplorasi ke lapangan, (3) dokumentasi, dan (4) membangun network.  Empat 
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tradisi inilah yang mewarnai dan membuat RBM menemukan sebagian dari spirit 
serta fondasinya: RBM = kembali ke lapangan; RBM = catat, dokumentasi, RBM = 
iqra, baca, saling belajar; RBM = bekerja sama, saling tolong.  Maka, pada workshop 
RBM di Medan pada tanggal 16-18 Juli 2012, penulis menyampaikan makalah 
sebagai bekal bagi peserta, yang terdiri dari staf dari Balai Besar KSDA Sumut, Balai 
TN Batang Gadis, dan Balai Besar TN Gunung Leuser. 

Dalam rentang waktu 2 tahun penuh itu pula 21 workshop dan diskusi-
diskusi panjang melalui Kelompok Juanda 15, via email dan Facebook, diperoleh 
berbagai pendapat dan rujukan tentang nilai-nilai yang mungkin dapat diacu 
sebagai nilai-nilai dasar RBM. Nilai-nilai dasar kita kembali bekerja di lapangan, 
mengelola kawasan konservasi dengan segala isinya dengan luas ribuan sampai 
jutaan hektar. Mengelola apa yang disebut dalam teori sebagai “common pool 
resorces”. 

Dua belas nilai ditemukan dan dicoba untuk diajukan dalam forum RBM, 
sebagaimana dituangkan dalam makalah berjudul: “ Nilai-nilai RBM” yang 
pertama kali disampaikan ada workshop RBM di Medan 16-18 Juli 2012. Kedua 
belas nilai tersebut adalah: (1) Leadership/ kepemimpinan, (2) Potret Fakta, Cek, 
Crosscheck, Recheck (3) Multidisiplin, (4) Hukum Persiapan, (5) Kesetiakawanan, 
(6) Curiosity  Cinta Science, (7) Bermental Endurance, (8) Berani Berpendapat, (9) 
Dokumentasi, (10) Strategi Masuk Kawasan, (11) Organisasi Pembelajar, dan (12) 
Perilaku Asertif.  

Sumber Data, Cara  Pengumpulan dan Analisis 

Sebagaimana disebutkan dalam Nilai-nilai RBM, persoalan mendasar dalam 
pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia adalah tidak adanya data yang 
cukup valid untuk dianalisis, menjadi informasi, dikembangkan menjadi knowledge, 
dan akhirnya dijadikan modal dasar pengambilan keputusan atau menyusun 
perencanaan. Di masa lalu, tanpa data yang akurat pun, perencanaan dapat dibuat 
dan keputusan bisa diambil. Namun ke depan, seiring dengan perjalanan waktu 
dan perkembangan kebijakan di Jakarta, maka peran data yang valid, yang diambil 
dari lapangan, dengan metode yang tepat semakin diperlukan. Hal ini seiring 
dengan RBM di pusat yang dikembangkan selama 2 tahun terakhir melalui 
workshop-workshop yang mengundang staf dari 50 taman nasional dan beberapa 
KSDA. 

Data tentang kawasan dan daerah penyangganya dapat diperoleh melalui 
2 cara. Pengumpulan dan koleksi data sekunder yang berasal dari hasil survei 
terdahulu, laporan perjalanan, penelitian, hasil wawancara, dan sebagainya. Maka 
peran library atau perpustakaan UPT menjadi sangat vital. Inilah yang disebut 
sebagai proses downloading. Dengan bantuan Google, maka dengan mudah 
diperoleh data dan informasi yang tak terhingga. Ketika penulis 
melakukan searching ‘Taman Nasional Kelimutu’ di Google, muncul 
170.000  temuan, sangat beragam dan hampir semua hal tentang Kelimutu dapat 
ditampilkan. Dalam kajian Knowledge Management System (KMC) disebut 
sebagai explicit knowledge (Nurman Hakim, pers comm - 24 Juli 2012 via email). 
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Sumber informasi selain yang tertulis dalam berbagai laporan atau hasil 
riset adalah dari wawancara dengan staf senior. Mengapa demikian? Staf senior 
umumnya mereka yang bekerja paling lama di lapangan. Sebagian besar mereka 
adalah pegawai PPA yang diangkat pada dekade awal 1980-an. Maka, informasi 
tentang sejarah kawasan ada di kepala mereka. Zip file puluhan tahun ada di 
memori otak mereka. Selama ini, banyak pihak tidak menyadari peran mereka 
dalam berkontribusi berbagi data dan informasi paling valid tentang kawasan 
(kasus-kasus, potensi, kejadian-kejadian penting) dan bahkan tentang konflik-
konflik internal dalam UPT. Juga tentang keberhasilan yang telah pernah dicapai di 
masa lalu dan perilaku mereka dalam ‘menjaga kawasan’. Pengetahuan dan 
keahlian para senior atau nara sumber yang belum didokumentasikan ini disebut 
sebagai tacit knowledge. 

SituationRoom 

Ketika data dan informasi mulai mengalir dari Tim RBM melalui tallysheet, diolah 
dan di-entry ke dalam aplikasi SIM RBM di Seksi dan dikirimkan ke Bagian SIM 
RBM di Balai (Besar) untuk dipetakan, akan muncul banyak ragam persoalan, 
antara lain bagaimana menganalisis data yang sedemikian banyak itu. Apabila 
sudah dianalisis, pertanyaan selanjutnya adalah apakah informasi yang diolah akan 
dipakai oleh Bagian Perencanaan atau Seksi P2, P3, dan bahkan oleh Kepala Balai 
(Besar) untuk mengambil langkah-langkah konkret. Baik dalam kaitannya dengan 
perencanaan ke depan, atau tindakan-tindakan nyata untuk mendukung Resort, 
dimana Tim RBM-nya ternyata menemukan tindakan pelanggaran yang dilakukan 
oleh masyarakat atau pihak-pihak tertentu. (Catatan: Ilmu yang mentransformasikan 
data menjadi pengetahuan inilah yang disebut sebagai potential knowledge). 

SituationRoom (SR) adalah suatu program yang diinisiasi oleh Nurman 
Hakim (anggota aktif Kelompok Juanda 15), untuk dimasukkan ke dalam SIM RBM 
BBKSDA NTT. SR akan membantu Kepala Balai Besar, Kabid Teknis dan Tim nya, 
untuk memilah-milah berbagai data dan informasi yang diperoleh dari 
proses downloading (desk analisis),  proses seeing dan sensing oleh Tim RBM, 
proses check, recheck, dan crosscheck yang dilakukan oleh Tim Balai melalui Flying 
Team-nya, dan dimasukkan ke dalam fitur-fitur yang telah disiapkan dalam SR. 
Fitur-fitur tersebut terdiri dari : 

 Sejarah Pembentukan Kawasan. Menceritakan pembentukan kawasan, 
misalnya perubahan fungsi dari HL atau HP (yang semula dari hutan 
register)  menjadi CA, SM, TWA. Di NTT, banyak kawasan konservasi yang 
berasal dari HP atau HL dimana di  masa lalu pernah dilakukan reboisasi. Maka 
di CA, SM, atau TWA ditemukan hutan tanaman kayu putih, akasia, jati. 

 Profil Kawasan. Menguraikan secara ringkas kondisi kawasan, potensi 
kawasan, aksesibilitas, dan informasi umum tentang kawasan, termasuk alamat 
instansi yang mengelolanya. 

 Register. Merupakan hasil analisis Tim RBM Balai yang dipetakan. Register 
yang dimunculkan adalah tallysheet yang mendominasi informasi tentang 
kawasan (masalah dan potensi).Dapat berupa kondisi tata batas, potensi 
sumber air, potensi wisata alam, atau kerusakan kawasan (perambahan 
atau illegal logging). 
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 Analisis Citra. Berupa informasi spasial tentang tutupan vegetasi, sehingga 
dapat diketahui di grid mana terdapat ‘open area’ yang dicurigai sebagai 
perambahan atau yang disebabkan oleh faktor alamnya. Kawasan konservasi 
dibagi ke dalam grid, dengan ukuran setiap grid 1 km2 atau 100 Ha. 

 Daerah Penyangga. Informasi umum tentang nama-nama desa yang terletak di 
sekitar kawasan. Informasi tambahan dapat ditampilkan dari analisis potensi 
desa, misalnya, tentang jumlah penduduk, jumlah ternak. Akan sangat 
bermanfaat apabila dapat dianalisis time series (periode 10-15 tahun) sehingga 
dapat diketahui tingkat pertumbuhan penduduk atau ternaknya. 

 Sarpras Pengelolaan. Informasi umum tentang sarana dan prasarana 
pengelolaan, khususnya yang berada di dekat kawasan, seperti Kantor Resort, 
pondok kerja, pusat informasi, papan-papan larangan; kelengkapan alat 
transportasi, GPS, peta kerja, dan sebagainya. 

 Personil. Informasi tentang jumlah personil, pengalaman kerja, umur, tingkat 
pendidikan dan lain lain. 

 Kronologi. Apabila ditemukan masalah yang telah berlangsung cukup lama 
(okupasi masyarakat, perambahan, konflik batas, ilegal logging, perburuan 
satwa, kebakaran hutan), maka dapat disiapkan kronologi kasusnya. 
Kronologis disusun dengan menyebutkan sumber informasinya, yang dapat 
berasal dari dokumen resmi di Balai mupun dari pihak lain (Pemda, LSM, 
keterangan nara sumber). 

 Sejarah dan Budaya. Fitur ini dapat menampung berbagai informasi tentang 
sejarah pemukiman masyarakat dan budaya yang berkembang di lokasi 
tersebut. Kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam dikaitkan 
dengan sejarah dan budaya yang berkembang, sangat penting untuk 
diinformasikan. Sumber informasinya dapat berasal dari narasumber atau 
kajian yang dilakukan oleh LSM setempat. 

 Kemitraan. Kerja sama yang dilakukan antara Balai dengan para pihak, 
misalnya dengan LSM, atau pihak lain seperti PLN, Balai Besar Jalan, atau 
kelompok masyarakat. Perlu diuraikan kemanfaatan dari kerja sama atau 
berbagai persoalan yang justru muncul ketika kerja sama tersebut berjalan. Apa 
pembelajaran yang diperoleh, dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan 
pengelolaan kawasan. 

 Rekomendasi Tim RBM. Tim RBM yang dibiayai dari dana patroli rutin, 
diharapkan memberikan rekomendasi terkait dengan: (1) rencana kerja Tim 
RBM selanjutnya (fokus pada tata batas, atau potensi, atau persoalan lain), (2) 
strategi masuk kawasan (apakah perlu dan lebih baik koordinasi dengan aparat 
desa/ dusun? Atau dengan tokoh informal lainnya), dan (3) tindakan-tindakan 
yang sebaiknya segera diambil oleh Balai (Besar) terhadap hasil temuan awal 
Tim RBM (operasi gabungan, intelijen), masukan untuk rencana tahun depan 
(sarpras, personil, strategi kerja, pola koordinasi dan komunikasi), perubahan 
Tim RBM atau dukungan Flying Team-yang memiliki keahlian khusus atau 
menghentikan sementara kegiatan di lapangan, sampai diperoleh kejelasan 
analisis persoalan dan sensitivitas.  
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Peran Pemimpin 

Model kepemimpinan seperti apa yang diperlukan dalam penerapan RBM ini? Ia 
sebaiknya mampu mendorong meningkatnya kecintaan staf pada data, pada 
informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia sebaiknya memiliki 
sifat dasar ‘tidak cepat puas’, bekerja minimalis, atau terjebak dalam formalitas 
keproyekan semata-mata. Ia tipe manusia yang berfikir ‘out of the box’, selalu 
mencari inovasi, alternatif baru, atau mencari solusi dari beragam persoalan yang 
dihadapi, baik teknis maupun non teknis. Ia figur yang memberi contoh, memberi 
kesempatan stafnya untuk berkembang dan mengalami sendiri proses kerja riil di 
lapangan. Ia harus mampu menyeimbangkan antara kepentingan personal 
(individu) dengan kepentingan organisasi. Ia harusnya mampu membangun 
kebersamaan, sebagai satu kesatuan keluarga besar (extended family), membangun 
nilai-nilai kebersamaan dan kebanggaan sebagai satu corps, tanpa terjebak dalam 
eklusivitas kelompok. 

Khusus untuk RBM, ia seharusnya mengawal langsung setiap tahapan 
proses RBM, sampai ke tingkat pengambilan keputusan, juga ketika diperlukan 
perubahan-perubahan yang cepat. Hal ini penting agar di lapangan dapat 
dirasakan adanya perbaikan-perbaikan dengan adanya RBM ini. 
Apabila change tidak dapat dirasakan di lapangan, maka RBM akan terancam 
menjadi sekedar formalitas keproyekan. 

Hal ini merupakan beban kerja yang cukup berat walaupun menantang. 
Misalnya, di BBKSDA NTT yang mengelola 29 kawasan konservasi, maka akan 
terdapat 29 hasil kerja Tim RBM yang harus dicek satu per satu. Saat ini analisis 
masih dilakukan di Balai Besar di bawah pengawasan langsung Kepala Balainya. 
Ke depan, analisis harus mampu dilakukan di tingkat Seksi di bawah koordinasi 
Kepala Bidang Wilayahnya. Hal ini untuk pembelajaran dan meningkatkan 
kemampuan analisis dan logika berpikirnya ketika jumlah data dan informasi 
masih sedikit, sehingga lebih mudah dianalisis. 

Penutup 

Perubahan sikap mental dan perilaku terhadap data menjadi sangat penting untuk 
dipantau. Karena data dan informasi yang valid akan sangat membantu kita dalam 
mencari alternatif solusi yang realistis. Banyak persoalan di kawasan konservasi 
semakin berlarut-larut dengan skala yang semakin membesar dan kompleks, 
karena kelemahan kita dalam ‘menguasai’ kondisi lapangan dalam waktu awal 
munculnya persoalan tersebut. Hal itu terjadi karena kita tidak berada di lapangan 
dalam waktu yang lama. Dalam beberapa kasus, kita sudah tidak berani masuk ke 
kawasan, karena telah dikuasai oleh kelompok-kelompok yang telah tidak bersedia 
lagi berdialog dengan kita. Kondisi inilah yang disebut oleh penulis 
sebagai ‘conservation deadlock’, Kondisi yang kita semua tidak inginkan terjadi dan 
meluas.*** 
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Nilai-Nilai RBM 
 
 

Setelah hampir dua setengah tahun penuh (awal tahun 2010 - Juli 2012), 
setidaknya 20 kali proses fasilitasi Resort Based Management (RBM) kepada 50 Balai 
Taman Nasional dan beberapa Balai KSDA, sampai dengan workshop terakhir di 
Balai TN Ujung Kulon, Balai TN Kep Seribu dan BBKSDA Jawa Barat di Carita 
(tanggal 4 - 6 Juli 2012) pada level kedua/ tingkat staf, dan beberapa kepala 
balainya, tidak kurang 1.000 orang telah mulai memahami prinsip-prinsip dasar 
RBM dan nilai-nilai yang dikandungnya. Model yang dikembangkan adalah 
fasilitasi melalui workshop dan dilanjutkan dengan pendampingan (jarak jauh) via 
email, Facebook, dan media komunikasi lainnya. 

Yang menarik adalah pernyataan Pak Moh Haryono, Kepala Balai TN 
Ujung Kulon dalam workshop RBM  di Carita. Beliau menyatakan bahwa tidak 
pernah ada proses kebijakan baru yang dikawal dengan sangat ketat dan konsisten, 
dan multiyears seperti RBM ini. Pak Haryono setelah menyelesaikan program 
doktornya di IPB sempat diminta membantu Subdit Pemolaan dan Pengembangan 
- Direktorat KKBHL selama hampir 1 tahun dalam melaksanakan RBM di 2011. 
Beliau termasuk pelaku dalam mengawal RBM ini. 

Figur lainnya yang menentukan proses RBM ada 2 orang, yaitu Nurman 
Hakim dan Ecky Saputra. Nurman mengawal proses komunikasi intensif dan 
asertif dengan figur-figur muda di UPT, dimana awal mulanya adalah sejak 
pembentukan Pokja Penanganan Perambahan Pusat yang meminta UPT untuk juga 
‘mendirikan’ Pokja serupa dengan keputusan Kepala Balainya. Selama tahun 2009 
- 2010, telah dapat diidentifikasi UPT yang memiliki staf dengan kemampuan 
GIS/Database yang lumayan mumpuni, namun umumnya keahlian 
dan skill mereka belum dimanfaatkan secara optimal dan sistematis, mereka masih 
bekerja rangkap sana-sini. Ecky adalah staf DIPA yang memahami persis psikologi 
berbagai persoalan kawasan, termasuk soal perambahan, RBM, dan lain 
sebagainya. Ia mampu menerjemahkan berbagai substansi dalam konteks RBM 
kedalam bahasa RKAKL. Menarik karena ia memiliki pengalaman lapangan yang 
lama di TN Siberut, bukan hanya di Padang tetapi di pulau di sekitar akhir 
tahun1999 sampai 2000-an. Masa dimana Koen Meyers - UNESCO 
mengembangkan co-management paling sulit yang pernah penulis ketahui, yaitu 
bagaimana membangun kerja konservasi di antara orang-orang Mentawai di Pulau 
Siberut, agar mendukung taman nasional.  

Nilai-nilai 

Nilai-nilai menjadi pemandu menjadi suluh organisasi, baik dari kalangan swasta 
(korporat),  pemerintah, maupun di perguruan tinggi. Di dunia korporat, mereka 
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membangun nilai-nilai perusahaan yang akan menjadi faktor pengarah dalam 
menentukan visi, misi, dan strategi. Beberapa contoh di bawah ini akan membantu 
kita untuk memahami nilai-nilai yang dibangun dan diterapkan oleh berbagai 
pihak. 

Unilever 

Kami memiliki seperangkat nilai kebersamaan. Nilai-nilai tersebut memandu cara 
kami menjalankan usaha dan mempengaruhi cara berpikir serta bertindak. Hal ini 
dilakukan dengan memasukkan nilai-nilai gabungan tersebut dalam pelaksanaan 
kerja setiap hari sehingga kami dapat menjalankan perusahaan dengan sukses. 

Nilai-nilai kami dijelaskan dalam Tujuan Perusahaan kami. Kode Etik 
Prinsip Usaha membimbing cara hidup kami berdasarkan prinsip tersebut dari hari 
ke hari. Kode Etik Mitra Usaha memuat apa yang kami harapkan dari 
para supplier kami. Kode Etik Pertanian Berkesinambungan menjelaskan ekspektasi 
kami terhadap para supplier pertanian. 

Tridarma di Universitas Gadjah Mada, 

Melalui proses pendidikan di UGM, perwujudan nilai-nilai luhur tersebut telah dirintis 
oleh para pendiri UGM melalui Tridarma dalam berbagai bentuk, yang pada hakikatnya 
bermuara pada penanaman dan penumbuhan: 

1) jiwa pemberani/patriotik, berbudaya dan berpandangan luas jauh ke depan dengan 
mempertimbangkan kenyataan dan kebenaran yang dilandasi atas optimisme, 
keyakinan dan moralitas (aspek ber-Ketuhanan/ religiusitas), 

2) kesediaan berkorban untuk kepentingan masyarakat banyak untuk menjadikan manusia 
yang bermartabat dan berbudaya (aspek berperikemanusiaan/ humanitas), 

3) semangat mengobarkan rasa cinta dan loyalitas kepada bangsa dan tanah air, 
membangun atas dasar kemampuan dan percaya diri (aspek kebangsaan-nasionalistik), 

4) semangat pengabdian, kepeloporan dan usaha tanpa pamrih yang dilandasi rasa saling 
percaya dengan kesediaan menyumbangkan seluruh kemampuannya untuk diabdikan 
pada kepentingan masyarakat banyak, bangsa dan negara (aspek kerakyatan) 

5) sikap berkeadilan yang diwujudkan dalam pendidikan melalui kebijakan membuka akses 
pendidikan tanpa membedakan status sosial, kedaerahan, ras, suku dan agama dengan 
dilandasi atas semangat gotong royong, kerukunan, kesatuan dan persatuan (aspek 
keadilan dan kesejahteraan sosial). 

Nilai-nilai RBM 

Resort Based management, atau seringkali disebut sebagai RBM adalah suatu upaya 
sistematis yang mendorong staf Balai KSDA atau Balai Taman Nasional untuk 
kembali bekerja di lapangan. Kembali ke lapangan bukan hanya secara fisik, tetapi 
juga perubahan dalam orientasi berpikir dan bersikap. Bukan sekedar bekerja dari 
‘belakang meja’, meneropong persoalan atau potensi kawasan dari kejauhan. Yang 
dimaksud dengan ‘lapangan’ dalam hal ini sangat luas, mulai dari petak hutan atau 
muara atau lembah sungai yang dekat dengan kantor resort, yang bisa ditempuh 
dengan jalan kaki beberapa menit, sampai ke daerah-daerah hutan belantara yang 
masih angker dan ‘wingit’ dengan jalan terjal berliku menaiki perbukitan cadas, 
berlumut licin penuh dengan pacet, di ketinggian 1000 m dpl ke atas yang berkabut. 
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Atau ekosistem perairan, rawa, danau, padang lamun, sampai ke terumbu karang 
dengan berbagai keindahan dunia bawah laut di berbagai kedalaman, berarus deras 
yang memerlukan keahlian khusus sebagai seorang master dive. 

Penuh dengan perhitungan yang matang, khususnya apabila wilayah itu 
berupa pulau-pulau kecil dengan laut bergelombang ganas pada musim tertentu. 
Kesehatan kapal motor yang ditumpangi Tim RBM harus prima. Safety first adalah 
prinsip dasar Tim RBM yang ke wilayah perairan/lautan. Biaya dan waktu yang 
tidak sedikit serta kondisi tubuh yang relatif bugar dan sehat saja yang akan 
mampu menjelajahi alam liar seperti itu, dimana kegaiban yang masih penuh dan 
menunggu untuk dieksplorasi kerahasiaannya, dengan ilmu pengetahuan dan 
teknologi, juga melalui proses ‘sensing’ dengan matahati. 

Keselamatan Tim RBM juga bisa terancam ketika bertemu dengan berbagai 
tindak pelanggaran di kawasan, dimana mereka melakukan perlawanan. Kasus 
pengamanan di TN Komodo dimana para pengebom ikan melakukan perlawanan, 
sehingga terjadi ‘perang’ yang akhirnya menimbulkan korban di jiwa bagi 
pelanggar dari Kecamatan Sape - Bima, adalah contoh nyata betapa beratnya tugas-
tugas pengamanan kawasan konservasi itu. Ke depan konflik-konflik perambahan 
di kawasan konservasi, akan semakin meningkat kuantitasnya dan kompleksitas 
persoalan penanganannya. 

Maka, melaksanakan RBM memerlukan kerja kolektif, bukan kerja soliter. 
Meminjam istilah Anand Krishna, RBM adalah model kerja transpersonal (kerja 
keras, kerja cerdas, kerja ikhlas). Ia juga mensyaratkan kerja dalam tim (teamwork), 
yang dipimpin oleh seorang Ketua Tim yang mumpuni dan tahan banting serta 
dibekali dengan disiplin sekaligus rasa kerelawanan yang tinggi. RBM bukan 
sekedar jalan-jalan ke hutan, atau menikmati keindahan taman laut dan puncak 
gunung. Maka, penulis mengusulkan nilai-nilai yang terus digali dan 
dikembangkan dalam konteks Tim RBM dan konteks kerjanya yang berat dan 
menantang seperti diuraikan di atas, antara lain adalah: 

1. Leadership. Kepemimpinan sangat penting dan menentukan dalam membangun 
kebersamaan sebagai teamwork, kekompakan, kedisiplinan. Pemimpin 
kelompok menentukan sistem kerja, tata waktu, kesiapan tim (metode, 
peralatan survai, peta kerja, kemah, P3K). Pemimpin memutuskan melanjutkan 
survei atau kembali ke kantor resort, setelah mempertimbangkan faktor 
kesulitan lapangan, cuaca, atau hal-hal khusus-seperti sensitivitas lapangan 
akibat konflik-konflik yang sebelumnya pernah terjadi, dan lain sebagainya.  

2. Kesadaran akan pentingnya memotret fakta-fakta lapangan di setiap titik 
(point) apa adanya. Tidak ditambah dan dikurangi, apalagi memalsukan data. 
Nilai ini sangat penting untuk diikuti, dipahami, dan dicerna dalam hati dan 
kesadaran kita. Sungguh tidak ada gunanya memalsu data. Sikap mental ini 
penting karena fakta-fakta lapangan kemungkinan besar akan menunjukkan 
jalan kepada kita tentang hal-hal di balik yang tampak tersebut. Menggiring 
kita untuk tertarik menelusuri lebih dalam tentang latar belakang terjadinya 
sesuatu yang dinampakkan kepada kita pada saat ini. Fakta, misalnya 
perambahan. Dengan memotret ragam tanaman pangan yang ditanam akan 
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menggiring kita untuk menduga-duga tentang latar belakang ekonomi si 
pelaku dan kemungkinan besar motif di balik tindakannya selama ini. Sikap 
jujur, tidak berpihak, dan cinta akan kebenaran berdasarkan fakta-fakta yang 
dipotret adalah modal dasar Tim RBM dalam menyikapi substansi dan agar 
mampu ‘membaca’ lapangan. 

3. Kesadaran akan perlunya pendekatan multidisipliner untuk memahami fakta-
fakta lapangan. ‘Membaca lapangan’ memerlukan Tim yang dibekali dengan 
kemampuan multi disiplin. Mengidentifikasi jenis pohon perlu ilmu dasar 
dendrologi atau ilmu pengenalan jenis pohon; membaca kehadiran satwa dari 
jejak, suara kicauan, pekikan satwa liar; mengetahui kehadiran jenis-jenis 
tertentu dengan membaca berbagai jenis tumbuhan yang patah dahannya 
karena dimakan daun dan buahnya; kemampuan memasang camera atau video 
trap, memasang jerat atau jaring untuk serangga. Pada beberapa tingkatan 
keahlian, mereka mampu membaca indikator biologi untuk memprediksi 
tingkat ‘kesehatan’ habitat untuk jenis satwa tertentu, dan sebagainya. 

4. Hukum persiapan adalah suatu kesadaran akan pentingnya persiapan yang 
harus dilakukan sebelum Tim RBM ke lapangan (Wiratno dalam Nakhoda, 
2004). Hukum persiapan ini dikenalkan oleh Maxwell-pakar manajemen 
dan leadership, yang menyatakan bahwa apabila suatu persiapan dilakukan 
dengan baik, maka 40-50% perencanaan atau bahkan persoalan sudah di tangan 
kita. Dalam konteks RBM, maka persiapan yang harus dilakukan antara lain 
aspek akomodasi, konsumsi, jadwal kerja dan berbagai peralatan survei yang 
harus ready for use. Pemahaman Tim RBM tentang kondisi kawasan, blok, atau 
daerah penyangga yang akan dikunjungi juga sangat penting. Fase awal ini 
disebut sebagai tahap ‘downloading’ dalam Theory U, yaitu men-
download semua data dan informasi yang relevan (via google misalnya), cek 
laporan atau dokumen survai terdahulu, buku, catatan perjalanan, termasuk di 
dalamnya adalah interview terfokus dengan resorce person, yaitu staf senior, atau 
tokoh lokal yang mengetahui sejarah berbagai persoalan atau potensi di 
kawasan tersebut. 

Saat ini, di BBKSDA NTT berbagai informasi kunci tentang 29 kawasan 
konservasi (luas lebih dari 200.000 Ha), sebagian telah bisa diunduh di Situation 
Room, dalam ranah Sistem Informasi RBM. Sistem ini akan memudahkan bagi 
siapa saja untuk mengetahui berbagai persoalan kunci dan potensi kawasan 
konservasi di seluruh NTT. 

5. Kesetiakawanan 
Nilai ini sangat penting dan akan menentukan kekompakan kelompok dan 
hasil kerja kelompok. Rasa setia kawan, rasa mau berbagai dan saling tolong 
menolong ketika di lapangan terjadi persoalan, atau keluarga yang 
ditinggalkan mengalami musibah. Nilai ini bukan hanya berlaku di lapangan. 
Namun dari lapangan, nilai kesetiakawanan ini akan semakin tumbuh subur. 
Komunikasi intensif selama di lapangan, akan membawa suasana baru tentang 
hubungan staf di Kantor Balai dengan staf lapangan. RBM yang digagas ini 
bukan sekedar membagikan kegiatan di resort-resort, lebih dari sekedar pola 
lama itu. RBM ini mendorong seluruh komponen kembali ke lapangan, yang 
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artinya ke kawasan konservasi dan daerah penyangga di sekitarnya untuk 
memperhatikan fakta-fakta lama dan yang baru atau situasi terkini tentang 
lapangan, dikaitkan dengan tujuan pengelolaan setiap fungsi kawasan. Tim 
dari Balai yang membantu Tim RBM di resort-resort akan mengetahui secara 
langsung persoalan konkret yang dihadapi Kepala Resort dan stafnya juga 
kondisi keluarganya. Semoga dengan pola ini, tumbuh subur rasa empati di 
hati mereka tentang berbagai kesulitan dan tantangan yang dihadapi teman-
teman mereka di lapangan, mereka yang menjaga lapangan. Menurut Anand 
Krishna, inilah yang disebut sebagai kerja transpersonal: kerja keras, kerja 
cerdas, dan kerja ikhlas. Bekerja di bidang konservasi alam, sebagian besarnya 
adalah masuk ke dalam wilayah kerja-kerja transpersonal. 

6. Mengasah “curiosity” dan Cinta Science 
Memahami kawasan konservasi masih penuh dengan misteri, ini disebabkan 
oleh masih sangat lebarnya gap antara kemampuan (knowledge) yang kita miliki 
sekarang dengan fakta-fakta. Oleh karena itu, berbekal rasa ingin tahu yang 
tinggi, setiap fenomena yang dipotret atau terpotret di lapangan, harusnya 
menjadi titik tolak untuk mencoba mengetahuinya lebih jauh, dinamika 
kesalingterhubungan yang rumit dan kompleks di antara berbagai faktor 
(biotik-abiotik-sosekbudpol). Mulai dari nama lokal, kegunaannya di tingkat 
masyarakat, nama latinnya, sampai ke tingkat yang lebih tinggi, seperti 
kemungkinan perlu tidaknya mengetahui kandungan kimiawinya, ada 
tidaknya kandungan bioaktif di dalamnya, dan lain sebagainya. 

Rasa ingin tahu ini juga menyangkut berbagai fenomena sosial budaya yang 
ada di lapangan, praktik-praktik pertanian masyarakat, pola-pola pengambilan 
hasil hutan bukan kayu oleh masyarakat setempat, strategi masyarakat untuk 
bertahan hidup dalam kaitannya dengan kawasan konservasi. Maka, RBM ini 
disebut sebagai RBM+ karena nilai-nilai yang dikembangkannya sudah jauh, 
bukan sekedar mendata kondisi kawasan, tetapi juga mencoba mencari tahu, 
kemungkinan nilai manfaat dibalik fakta-fakta atau temuan di lapangan seperti 
itu. 

Tim RBM harus memiliki kecintaan akan ilmu pengetahuan (science), sehingga 
berbagai temuan dari lapangan justru merangsangnya untuk mencari 
tahu scientific answer-nya seperti apa. Membuka literatur, berkonsultasi dengan 
pakarnya, menjadi tindak lanjut dari hasil kerja Tim RBM. Peranan staf 
fungsional seperti PEH akan sangat membantu mengungkap rahasia di balik 
fakta-fakta temuan Tim RBM tersebut. Ini mejadi titik awal kita 
menuju scientific-based decision making process. Pola decision support system-
nya pertama-tama harus berdasarkan analisis ilmiah bukan asumsi atau 
berdasarkan subyektivitas semata-mata. 

Kerja dengan science telah terbukti di NTT dengan ditemukannya sponge yang 
belum pernah ditemukan di tempat lain di Indonesia. Temuan Dr. Agus 
Trianto, pakar biokimia sumber daya kelautan Universitas Diponegoro 
Semarang ini terjadi dalam kegiatan penelitian selamnya di TWA Teluk 
Kupang, belum lama ini bersama Yosi - pekerja konservasi BBKSDA NTT. 
Sebagaimana kita ketahui, sponge telah terbukti dapat diolah menjadi materi 
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anti kanker (setelah diteliti selama 35 tahun). Maka, dengan science, semoga 
sebagian kecil rahasia-Nya pelan-pelan akan terbuka. Semua ini demi 
kemanusiaan dan kepentingan masa depan umat manusia. 

7. Bermental  “Endurance”. Kerja konservasi sebaiknya memiliki 
mental ‘endurance’. Sikap mental tahan banting dan tidak mudah menyerah. 
Banyak upaya konservasi dilakukan bertahun-tahun lamanya, dengan resiko 
menghadapi berbagai tingkat kegagalan yang tinggi. Dengan resiko 
menghadapi Kepala Balai atau Kepala Seksi yang baru, 
dengan style manajemen yang mungkin sangat berbeda, yang menolak hal-hal 
lama walaupun diyakini banyak staf, adalah program yang baik - program 
yang berhasil. Sikap ini juga harus dibarengi dengan sikap berani 
menyampaikan pendapatnya. Dan mengurangi atau kalau mampu 
menghilangkan sikap Asal Atasan Senang (AAS) yang menyesatkan itu. 

8. ‘Berani Berpendapat’. Berani berpendapat menyampaikan sikapnya tentang 
apa yang diyakininya sebagai hal yang benar - tentu dengan cara yang santun, 
adalah diperlukan dalam penerapan konsep RBM ini, dalam menghadapi 
berbagai persoalan, baik internal Balai maupun eksternal. Anggota Tim RBM 
harus berani menyampaikan fakta-fakta lapangan secara lugas, harus berani 
mengatakan yang sebenarnya tentang berbagai hal yang ditemukan di 
lapangan. Untuk kepentingan Tim, keberanian ini juga akan memperbaiki 
kualitas kerja sama, saling menghargai, saling mengingatkan untuk kebaikan 
bersama, akan  meningkatkan chemistry di antara anggota tim. 

9. Dokumentasi. RBM+ saat ini berbeda dengan pola-pola ke lapangan di masa 
lalu, antara lain dengan cara mendokumentasikan kegiatan lapangan tersebut. 
Seluruh data lapangan dimasukkan ke dalam tallysheet dengan format yang 
baku, dan dengan pemahaman yang relatif sama tentang pengisiannya. Data 
yang diperoleh dimasukkan ke dalam aplikasi (Sistem Informasi) RBM, diolah 
dan dipetakan. Analisis lanjutannya adalah dicoba untuk melihat pola-pola 
persoalan atau potensi-potensi yang ditemukan dari lapangan. Bahkan apabila 
diperlukan, Tim RBM bisa mengambil spesimen untuk dibawa, diawetkan dan 
diidentifikasi di kemudian hari. 

Selain tugas-tugas kelompok, dokumentasi pribadi dalam bentuk jurnal 
anggota Tim RBM akan sangat membantu nantinya dalam memahami berbagai 
hal selama perjalanan ke lapangan dan bertemu dengan berbagai pihak. 
Pengalaman batin ini akan berbeda bagi setiap orang. Maka membuat jurnal 
pribadi menjadi bagian yang bernilai lebih dan hal ini sudah dibuktikan oleh 
Aminah - ia menceritakan pengalaman matahati dan batinnya selama 2 minggu 
membantu Tim RBM di TWA Ring 17 Pulau. 

Contoh lain dari jurnal sangat autentik dilakukan oleh Isep Mukti, staf Seksi 
Sukabumi BBKSDA Jawa Barat, yang mencatat proses penanganan 
perambahan di SM Cikepuh dari hari ke hari mulai 2 Mei 2001 sampai 29 
Desember 2003. Ia memunculkan figur kepemimpinan Noor Rakhmat. Catatan 
autentik tentang interaksinya dengan alam dan dengan banyak pihak di 
lapangan. Catatan tersebut sangat membantu Tim Balai untuk lebih memahami 
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persoalan, potensi, dan peluang wisata yang dapat dikembangkan di Riung di 
masa depan. Jurnal-jurnal tersebut akan menjadi bahan baku buku atau guide 
book, buku panduan lapangan, yang nantinya akan diterbitkan oleh Balai dan 
pasti akan bermanfaat bagi semua pihak yang kerja di tingkat lapangan. 

10. Strategi ‘masuk’ kawasan. Banyak kawasan konservasi sudah lama kita 
tinggalkan. Jarang didatangi, jarang ditengok, apalagi dijaga. Dalam jangka 
panjang dapat dan sering muncul persepsi di masyarakat bahwa kawasan 
tersebut tidak ada pemiliknya, dianggap sebagai open access. Keadaan ini sangat 
membahayakan, karena ketika kita kemudian masuk dan aktif kembali dan 
tiba-tiba melakukan penegakan hukum dengan menangkap para perambah, 
muncullah konflik sosial yang skalanya dapat membesar dan meruncing. Di sisi 
lain, pola-pola pengelolaan kawasan konservasi sudah seharusnya melibatkan 
banyak pihak di sekitar kawasan, termasuk melibatkan tokoh-tokoh formal dan 
informal, juga perlu melibatkan kelompok-kelompok masyarakat. Dengan 
pemahaman seperti itu, maka Tim RBM harus membangun komunikasi asertif 
dengan banyak pihak di tingkat lokal. Membuka komunikasi dan dialog dan 
menjelaskan kepada para pihak atau otoritas setempat tentang tujuan Tim RBM 
ke lapangan. Membuka peta kawasan dan membagi informasi kepada kepala 
desa, kepala dusun, tokoh-tokoh informal bukan hal yang tabu, tetapi justru 
harus dilakukan sebelum Tim RBM masuk ke lapangan. Justru dengan 
melaksanakan entry strategy seperti ini, diharapkan muncul pemahaman yang 
sama tentang banyak hal, termasuk persoalan dan potensi kawasan dalam 
kaitannya dengan masyarakat setempat. 

11. Organisasi Pembelajar. Pola-pola yang dikembangkan dalam konsep RBM+ 
tersebut diharapkan mendorong lahirnya organisasi pembelajar (learning 
organization). Organisasi pembelajar hanya bisa diwujudkan apabila seluruh 
komponennya menjadi insan pembelajar. Yang selalu belajar dari kesalahan 
masa lalu. Yang cinta akan kebenaran dan fakta-fakta, bukan justru 
memalsukannya. Pemimpin di organisasi tersebut harus mampu membangun 
iklim kerja yang kondusif untuk terbangunnya komunikasi multi arah yang 
mencerdaskan, jauh dari rasa takut, minder, terancam, jauh dari suasana intrik, 
dan sebagainya, sehingga pola-pola partisipasi dan kebersamaan sebagai ‘satu 
keluarga besar’ atau timbul rasa sebagai satu extended family yang dapat 
dibangun, dipupuk dan dikembangkan. Dalam organisasi pembelajar, seorang 
pemimpin harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan 
organisasi dan kepentingan personal atau keluarga dari setiap stafnya. 
Keterbukaan di antara semua unsur dalam organisasi akan menyehatkan 
organisasi dan memompakan spirit kerja lapangan yang berkesinambungan, 
yang memerlukan enduransi yang tinggi itu. Nurman Hakim menambahkan 
pentingnya menelaah dan memahami kembali ajaran Ki Hajar Dewantara 
tentang ajarannya yang sangat fenomenal, yaitu: ing ngarsa sung tuladha (di 
depan memberi tauladan), ing madya mangun karsa (di tengah memberi 
bimbingan), tut wuri handayani (di belakang memberi dorongan). Inilah bekal 
pemimpin dalam membangun organisasi pembelajar. 
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12. Perilaku Asertif. Perilaku orang-orang yang bekerja dalam RBM dan organisasi 
pembelajar, yang sedang ‘memotret fakta-fakta’ dan mengembangkan berbagai 
inisiatif baru serta bermaksud mempengaruhi banyak pihak, sebaiknya 
memiliki perilaku asertif. Ulyniamy menguraikan bahwa orang memiliki 
tingkah laku asertif adalah mereka yang menilai bahwa orang boleh 
berpendapat dengan orientasi dari dalam, dengan tetap memperhatikan 
sungguh-sungguh hak-hak orang lain. Mereka umumnya memiliki 
kepercayaan diri yang kuat.  Menurut Rathus (1986) orang yang asertif adalah 
orang yang mengekspresikan perasaan dengan sungguh-sungguh, menyatakan 
tentang kebenaran. Mereka tidak menghina, mengancam ataupun meremehkan 
orang lain.  Orang asertif mampu menyatakan perasaan dan pikirannya dengan 
tepat dan jujur tanpa memaksakannya kepada orang lain. Kerja di bidang 
konservasi alam, tampaknya perlu memiliki sikap mental asertif ini. Mengajak, 
membujuk orang lain untuk ikut kita, coba memahami dari berbagai sudut 
pandang tanpa paksaan, atas dasar kesadaran, adalah hal-hal yang perlu 
direnungkan bagi para pegiat RBM dimana pun berada saat ini. 

Penutup 

Semoga artikel ini mampu menjadi pemicu untuk diskusi lebih lanjut tentang nilai-
nilai RBM, nilai-nilai yang sedang kita kembangkan untuk masa depan konservasi 
alam di Indonesia. Artikel ini juga terinspirasi dari 4 tradisi yang dikembangkan 
oleh Dr. S.H. Koorders, yaitu: ke lapangan, riset, dokumentasi, dan network. Buku 
tentang Koorders itu sedang dalam proses finalisasi oleh penulisnya: Pandji 
Yudistira. Artikel ini penulis tujukan untuk menghargai jerih payah seorang purna 
tugas Pandji Yudistira. 

Artikel ini juga bagian dari penghargaan penulis kepada semua pegiat 
RBM: Wahyu Murdiayatmaka - TN Alas Purwo; Swiss - pecinta burung di TN 
Baluran; Dhimas Oni-pengembang database TN Karimunjawa; Ecky Saputra - 
interpretator substansi dan artikulator anggaran, Nurman Hakim - pengawal RBM 
dan pengembang jejaring instruktur RBM se Indonesia; Gunung Nababan - Kepala 
Balai Besar KSDA Papua, penggagas, pemikir, dan pekerja konservasi pembangun 
TN Teluk Cenderawasih dan TN Karimunjawa; Maman Surahman - inisiator dan 
penggerak penanganan perambahan di TN Gunung Ciremai;  Hartono - penerap 
RBM TNAP 2007-2010 sekarang Sekditjen PHKA; para peserta program RARE yang 
sangat aktif di lapangan: Yusuf Syaifudin – TN Karimunjawa, Boby - SM Dolok 
Surungan, Ipong - pencetus Rumah (baca) Bakau di Percut Sumut; Hastoto – TN 
Manupeu Tanadaru; Sumidi - pengawal tradisi dokumentasi di TN Kutai; Arif – TN 
Ujung Kulon; Regen - staf Resort BKSDA Bengkulu di Enggano; Ridwan Soleh - 
pengawal dan pendamping masyarakat menjaga CA Simpang; Iwan Setiawan - 
PILI; Suer Surjadi - kolega di Pokja Penanganan Perambahan (2010-2011); Keleng 
Ukur - penjaga pondok restorasi Sei Serdang TN Gunung Leuser; Agus Mulyana - 
CIFOR; Moko, Subhan, Ujang (S2  di Delf) - mereka pernah bekerja dengan penulis 
di TNGL (2005-2007); Roby Royana - pengelana  konservasi; Koen Meyers - mantan 
UNESCO, sekarang Deputy Director WCS; Nicodemus Manu - Riung; Hendrikus 
Mada - purnatugas penjaga CA Watu Ata-Bajawa; Yesaya Talan - penjaga penyu di 
TWA Manepo; Yosi - penyelam handal BBKSDA NTT; Aminah – PEH/ 
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anggota Flying Team BBKSDA NTT; penjaga SIM RBM BBKSDA NTT (Arif 
Mahmud, Maman Surahman, tigaserangkai Rio - Evi - Wulan); Kepala Bidang 
Wilayah - Ora Johanes dan Dominggus Bola; Yance, Juna, Wantoko, Yusuf 
Gunawan, dengan pilar pendukungnya Dadang Surya – Sekretaris DIPA dan Kasie 
P2, Zubaidi Susanto - Perencanaan, Hartojo - KBTU, Bu Wiwik dan Tim di Bagian 
Keuangan, Umum, dan Evaluasi; Alex, Jack, Thomas - Tim SPORC BBKSDA NTT, 
dan seluruh tim BBKSDA NTT, khususnya yang berada aktif di lapangan. 

Terakhir, artikel ini penulis dedikasikan untuk almarhum rekan kita, Ir. 
Luhut Sihombing yang bertahun-tahun bekerja di berbagai tempat yang sangat 
sulit, dan terakhir bertugas sebagai Kepala Balai Besar TN Betung Kerihun. Ia telah 
mendahului kita meninggalkan dunia yang fana ini pada hari Ahad 8 Juli 2012, jam 
04.30 di Penang, Malaysia. Doa kami untuk sahabat kita yang dipanggil ke 
haribaan-Nya....*** 

WiratnoFoundation@20120708 
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Dr. Agus Trianto dan Peran ‘Science & Technology’ di  
Kawasan Konservasi Perairan NTT 

 
 

 

Jangan pernah mengabaikan riset-riset khususnya yang dilakukan oleh 
pakar yang datang di wilayah kerja kita. Pertama, kita harus kritis terhadap apa 
yang akan mereka lakukan, dengan mencermati proposal penelitiannya. Ketika 
saya pertama kali bertugas di NTT, dengan segala keterbatasan dan interest saya, 
tidak pernah terbayangkan akan riset-riset kelautan yang sangat menarik dan 
menjanjikan. Yosi adalah staf dengan latar belakang perikanan yang tentu dekat 
sekali dengan ilmu-ilmu kelautan. Maka hobinya tak jauh dari laut. Kawasan 
perairan di bawah kelola BBKSDA NTT, seperti di TWA Teluk Kupang, TWA Teluk 
Maumere, TWA 17 Pulau Riung, merupakan hal-hal baru. Cerita tentang 
penyelaman, snorkelling dan keindahan bawah lautnya, baru sekadar cerita indah 
juga sudah puas dengan melihat foto-foto terumbu karangnya itu. 

Adalah suatu siang yang terik, saya 
kedatangan tamu yang diantar Yosi. Ia 
memperkenalkan diri sebagai Dr Agus 
Trianto, MT, M.Sc, Ph.D. Dengan 
pembawaan yang bersahaja, ia sedikit 
menceritakan  rencana penyelaman di 
Teluk Kupang yang akan didampingi Yosi. 
Saya masih belum paham, namun insting 
mengatakan riset ini harus didukung. 
Tentang sponge, saya tidak paham sama 
sekali. Setelah mereka melakukan 
penyelaman dan hasilnya dipresentasikan 
di depan staf BBKSDA NTT, kebetulan 
saya tidak bisa hadir, dilaporkan oleh Pak 
Arief Mahmud, bahwa sangat menarik apa 
yang dilakukan dan ilmu yang dikuasai 
Pak Agus ini. Ia pakar yang berbicara soal-

soal kimia molekuler sumber daya hayati laut, nano teknologi, yang membuat 
semua terperangah. Tidak paham juga sekaligus sangat menarik, tentang sponge 
dan terumbu karang. Hanya Yosi saja yang tahu soal ilmu bawah laut ini. 

Semakin seru, ketika saya meminta hasil Flying Team dan RBM di TWA 17 
Pulau di Riung menyiapkan bahan untuk dimasukkan ke dalam Situation 

http://4.bp.blogspot.com/-c87EWXYGezw/T-erwIbEQhI/AAAAAAAAAGM/cjdShOl21PM/s1600/Unidentified+Sponge+Dr+Agus+Trianto+Juni2012.jpg
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Room (SitRoom/SR).  SR adalah salah satu program untuk mendukung Kepala 
BBKSDA dalam memahami tipologi setiap kawasan konservasi di NTT yang 
berjumlah 29 lokasi itu. Foto-foto bawah laut Yosi di TWA 17 Pulau, bagi saya 
sangat menakjubkan. Semua foto di-upload di SR dan dituliskan status 
perlindungannya. Hal ini baru bagi saya dan sangat menarik. RBM di perairan laut 
telah berhasil memotret sebagian isinya. RBM dan SR akan saya presentasikan di 
Rakor KKH 26 Juni 2012 di Aston Hotel Bandung. Selanjutnya Yosi melaporkan 
bahwa telah ditemukan unidentified sponge di TWA Teluk Kupang, hasil 
penyelaman dengan Dr Agus..! 

Ternyata disertasi doktor-nya adalah tentang senyawa sponge candida di 
Universitas Ryushu, Jepang. Sponge diambil di Alor dan Teluk Kupang, pada tahun 
2009. Dr Agus Trianto memegang prinsip, bila tak dapat nilai ‘ekonomi’ dari 
senyawa anti kanker tersebut, paling tidak nilai ‘science’-nya dapat dilanjutkan oleh 
anak cucu kelak. Sangat menarik prinsip yang diyakini oleh Dr Agus Trianto ini. Ia 
berkaca pada pengalaman ditemukannya anti kanker AVAROL yang dapat 
diproduksi secara massal dengan metode primorgh pada tahun 2004, sedangkan 
senyawanya sudah ditemukan sejak 1969  (35 tahun) oleh Prof  Reinhard (telah 
meninggal tahun 1990). 

Searching saya di mesin pencari google, menemukan Indonesian Journal of 
Marine Sciences, Vol 9 No.3 (2004), yang memuat hasil riset Dr Agus T dan dua 
rekannya, dengan judul: “Skrining Bahan Anti Kanker pada Berbagai Jenis Sponge dan 
Gorgonian Terhadap L1210 Cell Line”oleh: Agus Trianto, Ambariyanto Ambariyanto, 
Retno Murwani. Abstrak dalam bahasa Indonesia, menarik untuk kita simak seperti 
di bawah ini: 

Sejarah evolusi yang panjang pada biota laut menyebabkan biota laut mempunyai 
keanekaragaman molekul yang sangat tinggi. Potensi biota laut tersebut sebagai sumber 
obat anti kanker menjadi objek penelitian penting dalam tahun-tahun terakhir. Bahan yang 
dipergunakan dalam penelitian ini adalah sponge dan gorgonian yang dikoleksi dari 
perairan Jepara pada kedalaman 1-3 m dan di perairan Labuhan Bajo, Flores pada kedalaman 
3-38 m. Sampling dilakukan dengan Skin diving dan SCUBA diving. Sampel kemudian 
diekstrak dengan metanol. Selanjutnya ekstrak diujikan terhadap sel kanker leukemia (L-
1210 cell line) dengan konsentrasi 0, 1, 5 dan 10 ppm. Uji dilakukan pada media RPMI 
lengkap dan penghitungan daya hambat dilakukan dengan metoda direct counting. Ekstrak 
yang diperoleh dari sponge dan gorgonian berkisar antara 0,55 – 24,7% dari berat kering 
atau 0,36-7,34% dari berat basahnya. Seluruh ekstrak dari sampel-sampel mampu 
menghambat pertumbuhan L1210 cell line dan layak untuk pemurnian lanjut. Ekstrak 
metanol tiga jenis sponge (Xestospongia sp2 dan Phyllospongia sp1 dan UP8) dan fraksi etil 
asetat dari ekstrak gorgonian I. hippuris mempunyai IC-50 &lt; 3 mg/mL, ekstrak metanol 
dari delapan jenis sponge (Agelas nakamurai, Ircina ramosa, A06, Phyllospongia lamellosa 
, Phyllospongia sp, UP9, Calispongia sp dan Fascaplynopsis sp) mempunyai IC-50 &lt; 5 
mg/mL, dan ekstrak metanol dari lima jenis sponge (Hyrtios erecta, Xestospongia sp, 
Cladocroce sp, Oceanapia cf. Amboiensis dan Haliclona sp.) dan fraksi air dari ekstrak 
gorgonian I. Hippuris mempunyai IC-50 &lt; 10 mg mL Satu sponge Xestospongia sp 1 
mengandung ekstrak yang mempunyai IC - 50 &gt; 10 mg/mL. 
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Peranan “Science” dan “Technology” 

Hasil riset tersebut di atas membuktikan bahwa kawasan konservasi, khususnya di 
perairan/ laut, memberikan andil yang besar untuk kepentingan kemanusiaan, 
dalam arti seluas-luasnya. Kemungkinan ditemukannya nilai obat-obatan untuk 
penyakit yang lain tentu sangat tinggi. Kita menjadi tersadar bahwa 2/3 kawasan 
Indonesia adalah perairan. Sekian % kawasan konservasi Indonesia adalah 
perairan; 50% dari total luas kawasan konservasi di NTT (221.772 Ha) adalah 
perairan, terdiri dari TWA Teluk Kupang - 50.000 Ha; TWA Teluk Maumere - 59.450 
Ha; dan TWA 17 Pulau di Riung - 9.900 Ha. Tentu peluang untuk mendapatkan 
spesies baru akan sangat tinggi, termasuk yang memiliki senyawa bernilai untuk 
bahan obat-obatan modern. Penemuan sponge yang belum pernah ditemukan di 
tempat lain, sehingga sementara diberi label sebagai “unidentified” adalah bukti dari 
dugaan tersebut. 

Lamanya waktu untuk mendapatkan hasil dari riset, sebagaimana 
dicontohkan di atas yang sampai 35 tahun, menjadi tantangan kita, bagaimana 
membangun komitmen untuk tetap konsisten mendukung pelaksanaan riset-riset 
jangka panjang tersebut. Pengelola kawasan konservasi tentu harus semakin sadar 
akan pentingnya menjaga kawasan, agar tidak rusak akibat berbagai sebab, 
sehingga para peneliti punya kesempatan untuk meneliti sebelum species tersebut 
mengalami kerusakan. Maka, menjaga pun memiliki nilai kegunaan jangka panjang 
yang sangat penting. Apalagi bila selain menjaga kawasan, juga mampu semakin 
mengenali ‘isi’ kawasan, mulai dari tipe-tipe ekosistem, nama-nama pohon atau 
tumbuhan secara luas, sampai ke tumbuhan rendah, di lantai hutan, dan 
seterusnya. 

Kalau kawasan perairan, maka identifikasi terumbu karang, dan biota laut 
lainnya menjadi sangat penting. Maka IPTEK menjadi sangat berperan dalam 
konsep RBM++. Kalau tidak mampu melakukannya sendiri, maka bekerja samalah 
dengan pakarnya. Maka, pengelolaan kawasan konservasi harus dilakukan dengan 
pendekatan multi disipliner. Khususnya terkait dengan riset pada tingkatan yang 
tinggi seperti di tataran molekuler, nano teknologi, genetic engineering, dan 
sebagainya. Knowledge dan bidang keilmuan seperti itu memang sulit dipenuhi dari 
staf pengelola kawasan konservasi. Namun demikian di Jakarta, harus 
dibentuk Specialist Group yang tugasnya memberikan pertimbangan kepada Dirjen 
PHKA dan Menteri Kehutanan. 

Specialist Group di PHKA 

Specialist Group (SG) ini adalah kelompok fungsional yang dibentuk khusus untuk 
memberikan masukan kepada Dirjen PHKA tentang berbagai kebijakan yang harus 
ditempuh, terkait dengan IPTEK yang terkait dengan potensi-potensi yang dimiliki 
di kawasan konservasi. SG harus dibebaskan dari kegiatan rutin administrasi. 
Mereka hanya fokus pada memberikan masukan tentang substansi IPTEK di 
kawasan konservasi. Mereka diberikan kewenangan untuk membangun jaringan 
multi disipliner di dalam dan di luar negeri. Mereka harus mampu menggali hasil-
hasil riset, baik riset murni atau terapan yang telah pernah dilakukan di kawasan 
konservasi, untuk memberikan penilaian tentang manfaat riset-riset tersebut, baik 
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bagi pengelola kawasan maupun terkait dengan nilai manfaat bagi science atau bagi 
masyarakat luas. 

SG ini belum pernah lahir dan belum ada pihak yang menggagas perlu 
tidaknya kelompok ini. SG juga dapat memberikan masukan kepada Menteri 
Kehutanan, dan bukan hanya terbatas pada Dirjen PHKA. Anggota SG ini dapat 
direkrut dari UPT-UPT yang memiliki tenaga yang luar biasa handal, masih muda, 
dan tentu saja memiliki mimpi yang tinggi. Namun jangan sampai perekrutan 
tenaga-tenaga terpilih dari UPT ini untuk menjadi anggota SG di Pusat membuat 
kelangkaan staf handal di UPT. Maka, perlu strategi penguatan dan pembangunan 
SDM konservasi yang handal dan siap bekerja di lapangan dan yang memiliki 
kemampuan IPTEK tinggi. Ditjen PHKA harus melakukan evaluasi serius tentang 
pentingnya teknologi tinggi masuk ke dalam pola pengelolaan kawasan konservasi. 
Mendapatkan hasil yang besar bukan hanya sekadar PNBP dari karcis masuk dan 
sebagainya, namun mendapatkan juga nilai transaksi tinggi dari negosiasi 
pemanfaatan sumber daya genetik yang ada di dalam kawasan konservasi, baik di 
daratan maupun di perairan. Bioprospeksi menjadi agenda yang sangat penting di 
masa depan. Dan kita memiliki stok sumber daya yang relatif masih utuh, minimal 
27,2 juta Ha kawasan konservasi (4,6 juta Ha atau 17% adalah di perairan). 

Apa arti 27.000.000 Ha itu? Kawasan konservasi di Indonesia lebih luas dari 
Britania Raya yang memiliki luas hanya 21.859.500 Ha; atau 2 kali lipat dari Inggris 
(seluas 13.039.500 Ha); atau 6,5 kali lipat negeri Belanda (luas 4.267.900 Ha).  Luas 
kawasan konservasi yang sedemikian luar biasa itu, saat ini (2012) hanya diurus 
oleh 8.273 staf dimana 67,6% lulusan SLTA! 

Untuk menyambut 100 tahun konservasi alam, bila kita menghitungnya 
dari penetapan Perhimpunan Perlindungan Alam Hindia Belanda, yang dibentuk 
pada 22 Juli 1912, dimana Dr. S.H. Koorders menjadi Ketuanya, maka harus 
dilakukan tindakan-tindakan yang strategis dan mendasar. Tentang strategi 
pengembangan sumber daya manusia konservasi; tentang pilihan investasi 
konservasi; tentang kemampuan negosiasi dengan pihak donor (Utara) yang 
selama ini selalu mendiktekan kehendaknya; tentang revisi UU No 5 tahun 1990 
dan seluruh PP turunannya, yang seharusnya mampu merekam berbagai 
perubahan dan kepentingan-kepentingan yang akan bermain dan dimainkan di 
kawasan konservasi yang luasnya 2 kali lipat negara Inggris tersebut. 

Kawasan konservasi tidak boleh lagi dikelola sekadarnya. Peranan IPTEK 
harus menjadi landasan dalam setiap pengambilan keputusan pengelolaan! RBM++ 
menjadi salah satu kendaraan kecil yang sedang tertatih-tatih menggapai impian 
indah itu. Salah satu syarat adalah: jangan memalsu data; temukan fakta-fakta 
lapangan; mulailah mencintai kebenaran. Itulah sikap Dr Agus Trianto, MT., M.Sc., 
Ph.D pakar kimia sumber daya hayati laut, yang patut kita  tiru. Artikel ini saya 
tuliskan sebagai penghargaan atas sikap lurus beliau.*** 

 

Yogyakarta, 24 Juni 2012; 22:40 
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‘Unconscious Incompetence’ dan RBM++ 

 
 
 
 

Unconscious Incompetence atau “ketidaksadaran akan ketidakmampuan” 
adalah judul sebuah artikel pada rubrik “Wisdom in the Air”, dari Majalah LionMag, 
Edisi Juni 2012. Sekilas, sangat menarik membaca uraiannya dan penulis langsung 
teringat dengan Resort-Based Management (RBM), suatu upaya untuk 
mengembalikan spirit kerja di lapangan dari para pekerja konservasi, 
staf UPT TN dan UPT Balai KSDA di seluruh Indonesia.  

Definisi RBM++ 

Pemahaman tentang RBM dan RBM++ memang masih sangat beragam dan bahkan 
bisa membingungkan, baik itu di tingkat staf di Resort, di Seksi Wilayah, Bidang 
Wilayah, tenaga fungsional (PEH, Polhut, Penyuluh), bahkan di tingkat Kepala 
Balai, dan Kemungkinan besar termasuk di tingkat Jakarta. Penyebabnya memang 
beragam, dan definisi dan cakupan RBM/ RBM++ ini memang terus berkembang, 
sejak 2007 (penulis menjadi Kepala Balai TN Gunung Leuser); Pak Hartono menjadi 
Kepala TN Alas Purwo (2007 - 2009); sementara itu ada TN Gunung Halimun Salak, 
yang didampingi oleh JICA dalam membangun infrastruktur dan 
melakukan inventory keragaman hayati kawasan (lebih dari 15 tahun) yang menjadi 
cikal bakal RBM TNGHS ketika Pak Bambang Suprijanto menjadi Kepala TN nya; 
TN Gunung Gede Pangrango - yang telah lama mengembangkan konsep kelola di 
tingkat resort; juga ada TN Komodo, yang telah lama pula melakukan 
model shift ke resort (20 hari dalam 1 bulan, dan kini 10 hari dalam sebulan); serta 
TN Ujung Kulon yang semasa Ir. Tri Wibowo, patroli tertutup, sehingga setiap 
periode tertentu resort digantikan oleh staf baru, dan staf di resort tersebut bergerak 
ke arah resort berikutnya. 

RBM++ adalah upaya untuk mendorong kelola kawasan di tingkat 
lapangan secara lebih smart, dengan menggunakan metode tertentu (Tallysheet  
Aplikasi  SIM RBM  Situation Room), dimana hasil penjagaan di lapangan 
tersebut menjadi input untuk melakukan tindakan-tindakan cepat (quick response) 
apabila memang diperlukan, atau untuk menyusun langkah-langkah lanjutan 
menentukan lokasi prioritas bagi Tim RBM, melalui metode Grid (100 Ha per grid), 
dan dilakukan crosscheck kepada nara sumber (senior staf, tokoh formal/informal, 
mitra , untuk menetapkan skala prioritas penjelajahan lanjutan. 

Yang dimaksudkan dengan  notasi (++) adalah, meningkatnya kemampuan 
tim RBM untuk dapat menemukenali berbagai indikator, seperti ia mampu 
mengenali tipe-tipe ekosistem, memiliki kemampuan minimal untuk pengenalan 
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jenis tumbuhan (tinggi s/d rendah), termasuk berbagai jenis tumbuhan obat (nama 
lokal); berbagai jenis satwa liar, identifikasi melalui jejak, kotoran, suara, cakaran di 
pohon untuk mendeteksi kehadiran satwa liar; dan yang lebih advance lagi, mereka 
mampu  mengenali bio-indicator yang dapat dipakai sebagai alat ukur kesehatan 
lingkungan, melalui keberadaan satwa atau tumbuhan sebagai bio-indikator. 

Tentu, diperlukan pelatihan khusus agar tim RBM mampu meningkatkan 
kapasitas mereka menjadi Tim RBM++. Kemampuan lain yang harus dimiliki tim 
RBM++ juga dalam kaitannya dengan daerah penyangga. Bagaimana Tim RBM 
juga memiliki kapasitas untuk masuk dan diterima oleh masyarakat; mampu 
mengidentifikasi secara cepat pola-pola hubungan (sosial, ekonomi, budaya) antara 
masyarakat dengan kawasan; mampu mengungkap sejarah pemukiman, power 
relation, identifikasi kelompok-kelompok masyarakat yang nantinya bisa dijadikan 
mitra, sebagai modal sosial pengembangan kerja sama yang saling menguntungkan 
untuk pengamanan kawasan dan pengembangan potensi, dan sebagainya. 

Maka Tim RBM++ bukan hanya terdiri dari staf di resort, tetapi juga 
dibantu oleh apa yang saya sebut sebagai Flying Team (FT) dari Balai (Besar) atau 
dari Bidang Wilayah/Seksi. FT bisa terdiri dari PEH, Penyuluh, Polhut, SPORC. 
Mereka yang memiliki kapasitas lebih tinggi daripada staf resort, namun minim 
pengalaman di lapangan. Apabila dipadukan, maka Tim RBM++ akan mampu 
menghasilkan “potret” kawasan, “potret” masyarakat di sekitar kawasan, dan 
“potret” persoalan dan potensi kawasan yang lebih komprehensif. Potret-potret 
yang dikumpulkan dan dianalisis ini, menjadi modal dasar bagi Tim Perencanaan 
di Balai Besar, untuk menyusun perencanaan yang lebih realistis, lebih konkrit, 
lebih fokus, dan mampu membuat skala prioritas untuk kelola minimal kawasan 
(KMK) yang seperti apa yang dapat dilakukan saat ini.  

Maka RBM apalagi RBM++, tidak bisa dipahami sebagai hanya telah 
ditetapkannya kawasan resort, atau telah di-SK-kan wilayah kerja resort dan Tim 
Resort-nya oleh Kepala Balai-nya. Banyak pendapat beredar, bahwa RBM 
itu kan sudah kita lakukan sejak dulu. Kan sudah dibangun kantor resort, Kepala 
Resort dan stafnya sudah ditetapkan dan sudah berada di lapangan. 
Pertanyaannya, benarkah mereka sudah bekerja di lapangan, bukan hanya menjaga 
kantor resort-nya saja; atau bahkan, sudahkah mereka tinggal di kantor resort? 
Fakta menyatakan, banyak kantor resort ditinggalkan kosong dan akhirnya rusak. 
Kalau kantor resort saja tidak pernah dihuni, apalagi lapangan. Pasti sangat jarang 
ditengok. Patroli rutin yang didanai sekali dalam sebulan (4 - 5 hari sekali patroli), 
harus diefektifkan dengan pola RBM atau RBM++ ini. Tanpa pola ini, maka kita 
hanya akan mendapati laporan yang sangat hambar (tidak disertai koordinat, tidak 
diplot dipeta), dan akhirnya tidak mampu memberikan input untuk merencanakan 
atau intervensi yang lebih baik, kecuali sekadar laporan proyek. 

Nilai-nilai RBM dan RBM++ 

RBM dengan pola seperti itu, diharapkan secara bertahap akan lahir nilai-nilai 
organisasi yang baru, misalnya tumbuhnya semangat kebersamaan, spirit kerja 
sebagai tim (teamwork), komunikasi yang mulai cair dan kondusif (collegial); 
diharapkan, semakin hilangnya kelompok-kelompok yang tidak sehat; staf mulai 
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memahami pentingnya data yang akurat-yang tidak dipalsu; dan mulai mendekat 
ke science. Perubahan sikap dalam melihat “masalah” di lapangan, bukan sebagai 
hambatan, penghalang, tetapi sebagai justru dipandang sebagai tantangan yang 
harus dihadapi dan diselesaikan. Mulai paham dan mengerti bahwa semua unsur 
di kantor, bagian kepegawaian, keuangan, umum, sama pentingnya dengan tenaga 
fungsional, kepala seksi, resort, dan seterusnya. Mulai paham bahwa orang-orang 
konservasi harus memiliki rasa sebagai “satu keluarga besar” “satu extended family” 
yang kompak dan saling membantu bila ada kesusahan. Tumbuhnya semangat 
keterbukaan, akuntabilitas, taat aturan; rasa saling mengingatkan, saling menolong, 
dan tepa selira, atau gotong oyong - salah satu nilai inti dari Pancasila. 

Dalam perspektif tumbuhnya nilai-nilai itu seperti itu, maka posisi RBM++ 
sudah bukan lagi berbicara teknis konservasi belaka. Ia sudah menjadi kendaraan 
menuju “zaman pencerahan konservasi”. Pemahaman yang seperti inilah yang 
seringkali belum diketahui, dipahami, dimengerti, oleh banyak pihak. Wajar, 
karena ini gerakan baru, yaitu “Gerakan Pencerahan”. 

Dengan memahami definisi dan cakupan RBM atau RBM++ dengan nilai-
nilai yang dikandungnya sebagaimana diuraikan di atas, maka pemahaman akan 
RBM dan RBM++ dapat dikelompokkan ke dalam 4 golongan sebagai berikut: 

1. Kelompok I: Unconscious incompetence (ketidaksadaran akan 
ketidakmampuan), kondisi seseorang dimana ia tidak sadar apa yang tidak 
diketahui atau dikuasai. 
Yang termasuk ke dalam kelompok ini mungkin adalah mereka yang baru 
masuk kerja di TN atau KSDA, apalagi kalau belum pernah diberikan 
pembekalan tentang RBM dan sistem kerja di lapangan. PNS baru yang 
langsung bekerja di Jakarta, termasuk ke dalam kelompok ini. Mereka tidak 
faham perlunya suatu kemampuan tertentu untuk dapat bekerja di lapangan. 

2. Kelompok II: Conscious incompetence (sadar akan ketidakmampuan), kondisi 
seseorang yang sudah menyadari apa yang ia tak ketahui atau kuasai. Yang 
masuk dalam kelompok ini adalah mereka yang telah mendapatkan pelatihan, 
atau pembekalan tentang RBM atau RBM++, kemudian mereka baru 
mengetahui bahwa ternyata diperlukan banyak kompetensi yang harus 
dikuasai agar mampu bekerja dan dengan mendapatkan hasil yang baik di 
tingkat lapangan. Kelompok ini, setelah melalui pelatihan, harus segera praktik 
bekerja di lapangan, bukan hanya menjadi pekerja administrasi di kantor Balai 
saja. 

3. Kelompok III: Conscious competence, (sadar dalam menggunakan 
kemampuan), kondisi seseorang yang sudah menyadari apa yang ia ketahui 
dan kuasai atau ia telah dengan sadar menggunakan pengetahuan atau 
kemampuannya. Kelompok ini adalah mereka yang telah mendapatkan 
pelatihan dan sudah mempraktekkannya bahkan sudah mampu 
mengembangkan berbagai variasi kemampuan dan keterampilan dalam 
merespons beragamnya persoalan dan atau potensi di lapangan, dikaitkan 
dengan peraturan dan perundang-undangan dan kebijakan pimpinan. Mereka 
juga telah mampu membangun pola-pola perencanaan dari bawah yang 
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realistis dan memberikan manfaatnya (outputs dan outcomes) baik bagi 
kekompakan organisasi, maupun bagi masyarakat di sekitar kawasan. 

4. Kelompok IV: Unconscious competence (ketidaksadaran dalam menggunakan 
kemampuan), yaitu kondisi seseorang yang telah dapat menggunakan 
pengetahuan dan kemampuannya secara “otomatis” atau sudah dapat 
melakukannya secara “feeling”, tanpa harus mengikuti petunjuk step by step, 
karena sudah terbiasa atau lancar dalam menggunakan kemampuannya. 

Kelompok ini karena sudah lama bekerja dengan kemampuan yang ada, 
maka mereka terus melakukan pekerjaannya ini seolah-olah tanpa sadar. Sudah 
otomatis bekerja dengan pola-pola yang mereka sudah buktikan bertahun-tahun 
berhasil dilaksanakan dan dapat menyelesaikan berbagai persoalan dan dalam 
rangka pengembangan potensi kawasan untuk kesejahteraan masyarakat. Mereka 
sudah bekerja tanpa melihat petunjuk lagi. Mereka sudah bisa bekerja by feeling. 
Misalnya, kalau akan masuk ke masyarakat, harus tahu adat istiadat setempat, 
menemui tokoh formal, informal, dengan pola-pola komunikasi yang sudah biasa 
dilakukan, sehingga mereka dapat diterima oleh masyarakat dan bahkan mampu 
membangun rasa saling percaya (mutual trust). 

Menurut John Dickey, penulis artikel di LionMag tersebut, dari keempat 
tahap kelompok di atas, yang paling menarik adalah perubahan dari tahap 1 ke 
tahap 2, dengan alasan 2 hal. Pertama, karena seseorang merasa hidupnya baik-baik 
saja maka ia merasa tidak perlu memiliki kemampuan atau keahlian tertentu. 
Ketiadaan kebutuhan akan keahlian tertentu menyebabkan seseorang tetap pada 
kondisi unconscious incompetence. Kedua, bila seseorang dalam kondisi unconscious 
incompetence karena ia merasa bahwa ia sudah conscious competence. 
Perasaan merasa sudah menguasai suatu keahlian inilah yang kemudian membuat 
pikiran seseorang menjadi tertutup, sehingga ia tidak menyadari bahwa 
sesungguhnya ia masih berada dalam tahap unconscious incompetence (tidak sadar 
kalau ia tidak atau belum memiliki kemampuan). 

John Dickey menutup artikelnya, dengan menyitir suatu kata-kata mutiara, yang 
saya kira sangat penting untuk kita renungkan, seperti ini:” The end of education is to see 
men made whole, both in competence and in conscience” Hasil akhir dari suatu 
pendidikan itu adalah melihat seseorang yang membuat lubang, baik karena 
kompetensinya dan sekaligus yang dilakukannya dengan sadar”. 

Semoga artikel ini dapat menjadi bahan renungan kita bersama, untuk 
memahami RBM dan RBM++ yang sebenarnya. RBM dan RBM++ bukan 
berkonotasi “HP lama chasing baru”. Menurut penulis, yang seringkali juga 
mengatakan hal tersebut, di berbagai pelatihan RBM 3 tahun terakhir ini. Kini 
penulis menyadari bahwa RBM dan RBM++ yang sedang dikembangkan ini adalah 
“HP baru dengan spirit sama sekali baru”, yang diinspirasi dan dilandasi oleh 4 
tradisi pemikiran Dr. Koorders, yaitu: (1) kembali ke lapangan, (2) riset-bekerja 
dengan science atau ilmu bukti bukan ilmu mistika - istilah Tan Malaka dalam Madilog, 
(3) dokumentasi hasil kerja –publikasi, dan (4) network-bekerja dengan berjaringan, 
berkolaborasi. Keempat tradisi ini diungkapkan pertama kali oleh salah satu 
penggerak Kelompok Juanda-15, Agus Mulyana - peneliti senior di CIFOR, setelah 
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mendalami draft buku: Peranan Dr. Koorders dalam Konservasi Alam di Indonesia, 
yang ditulis oleh Sdr. Pandji Yudistira KS, yang segera akan diterbitkan oleh 
Direktorat KK dan BHL, Ditjen PHKA.*** 

 

Catatan: Kepada mereka dimana pun berada yang telah membantu penulis dalam berbagai 
bentuk dan kesempatannya, sehingga lahirnya artikel ini, penulis sampaikan penghargaan. 
Juga kepada para pembaca yang dapat mengakses melalui media apapun (email, fb, blog) 
antara lain: Andi Witria di TN Aketajawe, dan kawan-kawan muda karyasiswa S2 Fahutan 
UGM, Indri dan Timnya; Gebyar Andyono - S3 UGM; Mojo - S3 UGM; jaringan RBM di 
TN dan KSDA seluruh Indonesia; semoga dapat menarik manfaat dari pemikiran sederhana 
ini. 

- Kupang, 13:53, 13 Juni 2012  - 

  



Catatan Wisata Intelektual (2005-2020) 

294 
  

 

 

Peran Flying Team dalam RBM++ 

 

 
 

Flying Team (FT) adalah suatu tim yang dibentuk oleh Balai (Besar) KSDA 
NTT untuk mendukung pelaksanaan Resort Based Management (RBM). FT terdiri 
dari tenaga fungsional, pada umumnya PEH yang berada di kantor Balai Besar. 
Mereka para sarjana yang kalau tidak sering diterjunkan ke lapangan, akan 
menghadapi banyak persoalan personal dan merugikan organisasi. Persoalan 
personal yang mereka hadapi adalah semakin tidak jelasnya identitas mereka 
karena tidak tahu ilmu dan keahlian apa yang perlu mereka tekuni. Sebagian 
mereka menjadi staf dari Seksi P2, P3, di Bagian Kepegawaian, Bagian Umum, dan 
bahkan direkrut menjadi anggota Tim Keproyekan, atau menjadi sekretarisnya 
Kepala Balai. Sementara itu, di Bidang Wilayah dan Seksi dan Resort kekurangan 
tenaga pemikir, atau sekadar tenaga yang membuat kantor bisa berjalan untuk 
mendukung kegiatan minimal. 

FT diturunkan ke resort-resort yang saat ini sedang melakukan 
pengumpulan data melalui RBM, dalam jangka waktu 1 sampai 2 minggu. Sebelum 
ke lapangan, mereka harus menyiapkan rencana kerja detil tentang apa yang akan 
dilakukan selama 2 minggu di lapangan tersebut. Kepala Seksi P3 - yang 
bertanggungjawab mengoordinasikan RBM di bawah pengawasan Kabid Teknis 
BBKSDA, memfasilitasi proses persiapan ini. Persiapan di kantor BBKSDA 
dilakukan melalui proses “downloading” dalam Teori U, yaitu mengumpulkan data 
dan informasi sekunder bersumber dari laporan-laporan, hasil survei, hasil 
perjalanan Ka Balai Besar ke resort-resort yang dilakukan sebelumnya (disebut 
sebagai window survey, survei cepat). Expert judgement dalam window survey ini 
memberikan clue, atau petunjuk tentang hal-hal sensitif yang perlu kehati-hatian 
dan short list tentang persoalan prioritas yang perlu didalami oleh Tim RBM dan FT 
nantinya. FT juga harus berkonsultasi dengan Tim GIS/ RBM di BBKSDA, yang 
akan memberikan bahan-bahan seperti peta (citra) yang telah dilengkapi 
dengan grid, dan bahan-bahan lainnya yang mereka perlukan di resort nantinya. 

Mereka tinggal di rumah Kepala Resort, kerja di kantor resort dengan 
sarana dan prasarana sangat minimal dan sederhana, lalu mengunjungi kawasan, 
desa, dan objek-objek lainnya. Proses ini disebut sebagai 
proses “seeing” dan “sensing” dalam Teori U. Dalam dua minggu diharapkan 
terjadi interaksi yang intensif, tumbuhnya rasa collegial (kekeluargaan, 
pertemanan, teamwork) yang lebih “mesra” di antara anggota FI dan juga dengan 
Tim RBM, Ka Resort, staf resort dan keluarganya.  Yosi dan Aminah yang menjadi 
FI pertama kali sebagai ujicoba di Resort Riung - TWAL 17 Pulau, malahan bisa 
menyatu padu di keluarga Nicodemus Manu - penerima Kalpataru tahun 1995. 
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Nico adalah penjaga TWAL 17 Pulau yang sebenar-benarnya, bahkan sampai saat 
ini, menjelang ia pensiun di akhir tahun ini. 

Yosi dan Aminah, kebetulan PEH yang memang menyukai laut. Yosi dari 
Perikanan UNDIP baru lulus S2, sedangkan Aminah seorang sarjana kehutanan 
yang suka dan segala hal yang berhubungan dengan menyelam. Mereka bahkan 
sempat ikut nelayan tinggal di bagang sampai pagi; menyapu dan membantu Bu 
Nico di dapur, memasak, cuci piring, dan sebagainya. Suatu 
hubungan collegial yang luar biasa. Langsung bisa memutus pola-pola komunikasi 
formal Balai Besar -- Bidang Wilayah -- Seksi -- Resort, yang selama ini menjadi 
momok. Mencoba mencairkan segala hal terkait dengan kecurigaan karena sistem 
keproyekan dan sebagainya, yang cenderung tidak sehat. Bagi petugas di resort, 
kedatangan FI ini akan sangat membantu tugas-tugas resort, pelaksanaan RBM 
(baca peta, gunakan GPS, buat skala prioritas penjelajahan), dan segala hal kecil dan 
kerumitan di kantor resort (seperti masalah keterbatasan listrik, voltage yang naik 
turun, air, peta kerja, komputer rusak atau bahkan tidak ada,  ATK, dan 
sebagainya). 

FI, Tim RBM, dan Hal-hal tak Terduga 

Ketika bekerja di lapangan, FI akan langsung berhadapan dengan hal-hal konkrit. 
Persoalan atau isu-isu konservasi, seperti persoalan pal batas yang masuk dapur 
rumah masyarakat (catatan: rupanya fenomena pernyataan masyarakat bahwa ada 
“pal batas masuk dapur” seringkali dilontarkan di berbagai pertemuan masyarakat 
dengan resort). Hal yang perlu dicek ke lapangan nantinya.  FI juga harus bekerja 
sama dengan resort untuk menentukan atau mengubah rencana kerja yang telah 
disiapkan di BB, dengan mempertimbangkan hal-hal yang sensitif. Misalnya, 
apakah FI harus menemui Kepala desa atau tokoh-tokoh lainnya sebelum ke 
lapangan; membuat daftar siapa saja yang perlu diajak bicara/diskusi, mengenai 
topik apa saja; perlu diidentifikasi speechless group, kelompok masyarakat yang 
tidak pernah aktif bicara di forum rembug desa tetapi sebenarnya mereka bisa 
bicara lebih terbuka ketika di lapangan, dan bisa sharing berbagai persoalan kunci 
terkait dengan kawasan konservasi dan peta permainan di desa tersebut. 

FI juga harus menggunakan kepekaan (kepekaan hanya bisa muncul dan 
terasah kalau kita banyak belajar (sensing) di lapangan, membaca hal-hal dibalik 
yang tampak dan atau diucapkan oleh tokoh masyarakat, lembaga swadaya 
masyarakat, atau berbagai peristiwa yang ditemukan ketika jalan di 
lapangan).  Ngerumpi di warung atau lepau, di pinggir desa, misalnya, kita akan 
banyak menyerap isu-isu yang sedang hangat dibicarakan di masyarakat; mungkin 
isu kawasan konservasi menjadi pembicaraan hanta di warung itu. Kadang FI harus 
jalan sendiri tanpa didampingi staf resort, karena bisa saja staf resort akan 
mengganggu proses dialog dengan kelompok masyarakat yang menjadi kurang 
terbuka dalam diskusi. 

FI atau Tim RBM bisa saja menemukan hal-hal tak terduga, seperti melihat 
langsung kasus ilegal dalam kawasan (penebangan kayu, perambahan, perburuan, 
illegal fishing). FI dan Tim RBM harus menyiapkan skenario, apakah akan 
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menangkap tangan pelanggar tersebut, atau sekedar membuat Laporan Kejadian 
(LK). Bagaimana dengan barang bukti, dan sebagainya. 

Ketika penulis lakukan kunjungan ke TWAL 17 Pulau untuk monitoring FI 
(Yosi dan Aminah) dan melakukan patroli ke kawasan, pulangnya mendapati 2 
perahu motor yang ternyata telah melakukan pengambilan gurita selama 3 hari di 
perairan TWAL 17 Pulau. Oleh Tim, semua dokumen diambil dan mereka ditahan 
di pelabuhan. Proses selanjutnya adalah melakukan koordinasi dengan Camat, dan 
menyiapkan Surat Pernyataan yang harus ditandatangani pemilik (juragan) kedua 
kapal motor tersebut. Kapal nelayan dari Sikka tersebut ternyata tidak 
memiliki surat izin untuk melakukan penangkapan di perairan Kabupaten Ngada. 
Merak bersedia menandatangani Surat Pernyataan tersebut, termasuk barang bukti 
berupa gurita 300 kg/kapal, akan dimusnahkan esok harinya. Keesokan harinya, 
ternyata hanya tinggal 1 kapal yang ada, sedangkan kapal satunya melarikan diri 
pada tengah malam. Gurita yang disita langsung dikuburkan di samping Kantor 
Resort Riung. 

Kasus pencurian biota laut di TWAL 17 Pulau ini, memberikan pelajaran 
kepada kita pentingnya melakukan patroli rutin, yang sebenarnya telah dilakukan 
oleh Pak Nico, tetapi tidak mendapatkan dukungan dari Camat dan juga dari 
BBKSDA di Kupang secara memadai. Tindakan selanjutnya adalah 
menyiapkan surat yang ditujukan kepada Bupati di Ngada, di Sikka, termasuk 
Dinas Kelautan-nya. Isi surat tentunya pemberitahuan tentang banyaknya kasus 
pelanggaran yang terjadi di TWAL 17 Pulau, kawasan penting untuk wisata alam 
(diving, snorkeling). Termasuk melakukan koordinasi dan kerja sama dengan aparat 
di Polsek dan Kecamatan, untuk upaya pencegahan di kemudian hari. 

Hasil Flying Team di Riung 

Yosi dan Aminah sebagai FI pertama di TWAL 17 Pulau, Riung, (20-29 Mei 2012) 
telah dapat menyusun rekomendasi konkrit dan fokus, berdasarkan kerja lapangan 
selama 8 hari penuh (20-30 Mei 2012), sebagai berikut : 

1. Telah dapat diidentifikasi titik-titik potensi diving, snorkelling, dan posisi 
pelabuhan-pelabuhan rakyat. 

2. Peningkatan Kapasitas SDM, khususnya Polhut yang dilengkapai SIM Senjata 
Api, serta perlunya penempatan PPNS. 

3. Rencana pembiyaan untuk patroli harian (hanya BBM) adalah Rp 2,8 
juta/bulan (2 hr x 4 minggu x Rp 350.000,-). 

4. Periode pengamanan yang lebih ketat terhadap penangkapan ikan, adalah 
pada bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. 

5. Promosi kawasan melalui website, leaflet, kerjasama dengan Pemda di tingkat 
Kabupaten dan Kecamatan, serta dengan Travel Agent. 

6. Perlu perbaikan fasilitas yang ada, dengan menambah papan informasi, pintu 
gerbang, peta situasi, perbaikan loket karcis. 

7. Melengkapi sarana, khususnya  kapal motor wisata yang dilengkapi 
dengan bottom glass. 

8. Meningkatkan kualitas, kapasitas, dan kapabilitas staf agar lebih mengenal 
kawasan 
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9. Pembinaan terhadap industri kecil masyarakat lokal yang menunjang wisata, 
antara lain usaha sablon kaos, anyaman, gerabah, tenun, dan sebagainya. 

10. Pembinaan untuk kelompok guide agar mampu memberikan interpretasi nilai-
nilai kawasan. 

11. Membina pemilik homestay dan  warung makan 
12. Melengkapi informasi mengenai potensi kawasan, yaitu jenis flora dan 

fauna perairan, yang akna bermanfaat untuk guiding. 
13. Menyiapkan paket wisata yang ditangani oleh Unit Khusus. 

Epilog 

Kedua belas rekomendasi tersebut adalah suatu rekomendasi yang konkrit dan 
harus ditindaklanjuti oleh BBKSDA di Kupang. Beberapa rekomendasi suda 
dimasukkan ke dalam usulan 2012, seperti pengadaan bottom glass boat. 
Rekomendasi lainnya, akan segera diputuskan untuk dilaksanakan di 2012 ini, 
tanpa menunggu anggaran 2013. Tindakan-tindakan cepat ini harus dikawal secara 
konsisten, misalnya pengadaan guidebook karang dan berbagai flora/fauna laut 
yang diperlukan kelompok guide, perbaikan Pos Karcis, Gapura, dan perbaikan 
mesin kapal, genset listrik, biaya patroli rutin pada 5 bulan (prioritas) dalam 
setahun (juni s/d oktober) dan sebagainya. 

Beberapa rekomendasi akan dijadikan Visi pembangunan TWAL Riung ke 
depan  (proses “Vision and Intention” dalam Teori U). Visinya mungkin seperti ini: 
Menjadikan TWAL Riung Destinasi Diving dan Snorkelling Terbaik di NTT. 
Selanjutnya, beberapa rekomendasi bisa dijadikan prototipe-kegiatan-kegiatan 
strategis berskala kecil tetapi strategis (strategic micro dalam Teori U), seperti 
strategi pengamanan kawasan bersama masyarakat, LSM (Walhi), kelompok guide; 
pelatihan guide untuk meningkatkan kualitas interpretasi (termasuk pengadaan 
field guide terumbu karang, ikan karang, dsb). Hasil akhir dari seluruh rangkaian 
proses tersebut adalah suatu hasil (results): kawasan lebih aman, potensi wisata 
dapat dikembangkan, kunjungan wisatawan meningkat, sekaligus kelestarian 
kawasan tetap terjaga. Ini merupakan outcome yang bersifat yang memerlukan 
unfinish efforts atau never ending efforts. Namun demikian, strategic micro seperti 
hasil dari patroli kawasan, pencetakan field guide terumbu karang, ikan karang, 
penyuluhan, pelatihan guide untuk interpretasi, dan sebagainya, tentu masih bisa 
dipantau perkembangan dan hasilnya. 

Rekomendasi ini juga segera dimasukkan ke dalam Situation Room, agar 
bisa diketahui oleh seluruh staf BBKSDA. Data dan informasi lapangan seperti 
inilah yang sangat bernilai dan wajib untuk dimasukkan ke dalam Situation Room, 
sebagai bahan pengambilan keputusan super prioritas untuk TWAL 17 Pulau. 

Setiap selesai melakukan “sensing” di lapangan, FI harus 
mempresentasikan temuannya di Kantor BBKSDA, dan dihadiri oleh seluruh PEH. 
Tujuannya adalah untuk berbagi pengalaman dan mengalirkan energi positif, 
pentingnya tenaga fungsional kembali ke lapangan. 

Flying Team adalah strategi untuk memobilisasi sum berdaya manusia dan 
upaya untuk mendekatkan mereka ke lapangan, ke hal-hal konkrit, dan yang 
kemudian akan diangkat dan dianalisis di tataran science, revisi kebijakan (lebih 
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fokus untuk usulan kegiatan prioritas saat ini dan di masa mendatang), 
mendekatkan kita pada kawasan, kawasan menjadi lebih dikenali (masalah, 
potensi), lebih terasa dijaga (ada penjaganya di lapangan), termasuk daerah 
penyangganya dapat lebih dipahami (pola interaksi masyarakat vs kawasan), kenal 
dengan tokoh formal informal. Bagi tenaga fungsional, seluruh hasil lapangan 
melalui program FT ini, dapat dijadikan bahan untuk penyusunan DUPAK. 
Maka, point dan koin dapat mereka peroleh dalam waktu yang sama. Kelola 
Minimal Kawasan (KMK), dengan “spirit mencegah” terjadinya kerusakan atau 
meluasnya persoalan. Kejadian = Niat + Kesempatan. Maka KMK melakukan 
tindakan-tindakan yang bersifat pencegahan untuk mengurangi K (Kesempatan). 
Sehingga tindakan yang bersifat merusak dapat dicegah, kejadian dapat 
dihindarkan. Semoga mulai dapat dilaksanakan melalui pola FT dalam konteks 
RBM++ ini. Iqra telah dimulai dan tidak ada pihak manapun yang bisa dan boleh 
menghentikan.*** 

 

Catatan: 

* Paper ditulis sebagai penghargaan kepada Flying Team-1/Yosi, Aminah; 20-30 
Mei 2012 

** Flying Team 2 di TWA Ruteng akan segera melaporkan hasilnya dan akan saya 
tuliskan dalam paper, sebagai  “documentation of learning process” atau “knowledge 
documentation in nature conservation”, meniru spirit  yang dilakukan oleh Dr. 
Koorders selama 21 tahun (1893-1914) mendokumentasi tumbuhan Nusantara ke 
dalam 13 jilid buku (Pandji Yudistira KS, penulis buku: Sang Pelopor, Peranan Dr 
Koorders dalam Sejarah Perlindungan Alam di Indonesia, dalam proses penerbitan 
oleh Direktorat KKBHL 2012). 
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Eksotisme Sumba 
 

 
 
Hamparan lansekap perbukitan gersang berbalur mengular merona hijau di 
lembahnya. 

Patahan meliuk mengangakan garis tajam coklat-hitam keabuan singkapan umur 
geologi dasar laut. 

 

Laksana mozaik permadani savana selimuti punggung punggungmu disangga 
bantalan karang getas terpanggang mentari 39 derajat celcius. 

 

Itulah citramu yang terpetakan di ruang retina mata indera dan batinku. 

 

Di antara punggung gersang itu, meliuk sungai jernih laksana naga bersayapkan 
perengan dan  lembah hijau lembut menyejukkan. 

Disitulah manusia dan kebudayaan Sumba mampu bertahan-memaknainya. 

 

Sumba menghadirkan kreasi-Mu yang mengusik  tanya:  rahasia apalagi yang 
Engkau tabur-ujikan di ruang ego dan kesadaran indrawi-batin kami yang cupet 
ini? 

 

Dalam ramuan geologi, iklim, diayak proses gerakan lempeng Samudera Hindia 
yang rumit ribuan tahun lalu hingga akhir zaman es, muncullah daratan Sumba 
dengan saripati tanahnya yang tersebar hanya  di sela-sela ceruk batu karang 
berpasir. 

 

Dengan skala waktu dan titah-Mu, perlahan namun pasti terbentuk noktah-zarah 
asal muasal kehidupan baru; sel tunggal, mikroba, jamur, renik, tumbuhan rendah 
sampai tinggi - menjadikan savana dan lembah hijau layak huni bagi habitat fauna 
elok eksotik menawan. 

 

Persentuhan daratan karang dan laut di kakimu pula yang mengguratkan batas 
pantai menakjubkan. Deburan energi gelombang beriak putih-biru di Kalala, 
Tarimbang, Purukambera, Walakiri, idaman penikmat laut dan peselancar. 

 

Cendana, tectona, gmelina, gaharu, kuda, padang savana, dan kakatua Sumba. 
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Mereka menghijau-hidup-menebarkan makna, meruapkan eksotika, magisme, 
yang menyangga daya hidup manusia dan kebudayaan Sumba. Hingga kini. 

 

Mereka bertasbih. 

 

 

Selamat Hari Bumi 

 

Aviastar: Tambulako - Denpasar 

Selasa 24 April 2012 - 1653 
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RBM+ untuk Kawasan Konservasi Non Taman Nasional 
 

 

 

Rationale 

Resort Based Management (RBM), seringkali disalah-artikan. Yang paling parah 
hanya sekadar sebagai telah diterbitkannya keputusan Kepala Balai (SK) tentang 
Resort, pembagian wilayah ke dalam resort, dan (mungkin ini yang lebih baik), 
ia telah membangun kantor resort. Yang terjadi adalah banyak kantor resort yang 
dibangun tetapi bahkan tidak sempat dihuni dan akhirnya hancur. RBM juga 
dipahami sebagai sekadar mengumpulkan data. Ketika data lapangan sudah 
banyak terkumpul, kita menjadi bingung untuk apa data sebanyak itu.  RBM bukan 
tujuan (end).  RBM adalah kendaraan (mean), agar kita-pengelola kawasan 
konservasi, dapat mencapai tujuan (goal). Tujuan pengelolaan kawasan konservasi 
adalah agar kawasan konservasi aman (tidak rusak oleh berbagai sebab), dan 
berfungsi sesuai dengan tujuan penetapannya. Kalau di dalam keputusan Menteri 
Kehutanan, tidak disebutkan secara spesifik latar belakang penunjukan/penetapan 
kawasan tersebut, maka pengelola harus menetapkannya (melalui kajian ilmiah), 
dan menyebutkan secara eksplisit di dalam dokumen Rencana Pengelolaannya. 
Dengan tujuan yang jelas (spesifik dan terukur), maka seluruh upaya pengelolaan 
ditujukan untuk mencapai tujuan tersebut. Sayang sekali, banyak kawasan belum 
ditetapkan tujuan penunjukannya dengan jelas. 

RBM dalam praktiknya, dengan cara mengisi tallysheet, dengan sistem poin, 
memaksa staf (enumerator) untuk menjelajahi setiap jengkal kawasan, dan 
mencatat setiap kejadian di sepanjang jalur jelajahnya. Karena setiap poin yang 
dicatat di lapangan diambil koordinatnya dengan GPS, maka kemungkinan 
pemalsuan data (semoga) dapat dihindarkan. Suatu budaya baru yang memaksa 
setiap staf tidak boleh memalsu data lapangan, dimana di 

masa lalu, validitas data diragukan. Di masa lalu, budaya analisis spasial 
(ruang) juga belum ada atau sangat minimal dilakukan. Padahal, kawasan 
konservasi yang sangat luas itu, memerlukan analisis spasial, bahkan terhadap 
daerah penyangga di sekitarnya.   Maka, RBM dengan pendekatan poin itu harus 
dibantu dengan analisis spasial kawasan konservasi dan daerah penyangganya. 
Inilah yang kemudian memunculkan ide RBM+, untuk menuju Kelola Efektif 
Kawasan (KEK), dengan uraian rumusan sebagai berikut. 
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Rumus Kelola Efektif Kawasan 

Kelola Efektif Kawasan (KEK) adalah upaya-upaya sistematis yang dilakukan oleh 
pengelola kawasan konservasi, baik secara sendiri maupun secara kolaboratif 
dengan mitra, untuk mencapai tujuan pengelolaan kawasan konservasi yang 
spesifik untuk setiap kawasan. Munculnya konsep Kelola Minimal Kawasan (KMK) 
adalah fakta-fakta yang ditemukan seperti: 

1. Kawasan konservasi sangat luas dan tersebar. 
2. Dana pengelolaan terbatas. 
3. Alokasi dana tidak tepat sasaran. 
4. Tahapan pengelolaan (minimal) tidak tersedia. 
5. Fenomena “piramida terbalik”, staf banyak berada di Kantor Balai/Balai Besar, 

dibandingkan dengan di Bidang Wilayah/Seksi dan Resort. 
6. Kawasan terkesan “dibiarkan” dan kantor resort ditinggalkan dalam tempo 

yang lama. 
7. Spirit kerja di lapangan (hampir) hilang atau sangat minimal. 

KEK sebenarnya merupakan hasil dari keterpaduan antara keberhasilan 
melakukan “Penataan Kawasan” (PK) dan analisis serta kelola/Bina Daerah 
Penyangga (BDP). Kedua analisis tersebut dilakukan melalui pengumpulan data 
dan analisisnya melalui RBM+. Apa yang dimaksud dengan RBM+? 

RBM+ 

Yang dimaksud dengan RBM+ adalah pelaksanaan SIM-RBM yang didukung oleh 
tahapan-tahapan persiapan, antara lain adalah analisis citra secara rinci terhadap 
kawasan konservasi dan daerah penyangganya. Analisis demografi desa-desa 
di sekitar kawasan akan membantu Tim SIM RBM untuk lebih fokus atau membuat 
skala prioritas dan sebaliknya. Hasil SIM-RBM dikaji ulang dengan analisis 
demografi. Desa dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi perlu lebih dicermati 
apabila dikaitkan dengan kondisi “open area” dalam kawasan, dan lain 
sebagainya.  Maka, pelaksanaan pengumpulan data melalui tallysheet, tidak dapat 
begitu saja dilaksanakan hanya dengan pertimbangan, sekadar untuk cek pal batas. 
Harus ditemukan alasan-alasan rasional, dengan mempertimbangkan aspek 
“Penataan Kawasan” dan tipologi “daerah penyangga” atau kombinasi dari kedua 
unsur tersebut. 

Hasil dari RBM+ juga akan membantu pengelola dalam melakukan 
penataan kawasan, yaitu membagi kawasan ke dalam wilayah resort-resort, 
termasuk secara bertahap menentukan “Tipologi Resort”. Tipologi resort adalah 
upaya untuk menentukan “karakteristik” suatu kawasan resort. Karakter resort 
ditentukan oleh  kondisi  biofisik-tutupan vegetasi, kelerengan, jenis tanah, geologi, 
curah hujan;  habitat atau ragam tipe ekosistem; tingkat gangguan-perambahan, 
ilegal logging, perburuan satwa, kebakaran, kerusakan lain akibat faktor alam-
gempa, banjir bandang, cuaca ekstrem; dan faktor-faktor sebagai pemicunya yang 
berada di Daerah Penyangga- akses jalan, sungai, aktivitas ekonomi yang 
meningkat tinggi, demografi-migrasi masuk yang tinggi, perubahan penggunaan 
lahan monokultur - sawit, HTI, dsb. Tipologi resort akan menentukan tindakan-
tindakan manajemen minimal apa (KMK), yang harus dilakukan dengan segera. 
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Jadi hubungan antara PK, RBM, dan BDP adalah hubungan yang timbal balik yang 
seimbang dan saling mempengaruhi. 

Penulis mengusulkan suatu rumusan (awal) sebagai berikut: 

 KEK = PK + RBM + BDP 

 KMK = PK + RBM + DP  
                      Grid 

KEK = Kelola Efektif Kawasan (identik dengan output dan outcomes/dalam Teori U) 
PK = Penataan Kawasan (landscape analysis) 
RBM = Resort-Based Management + SIM (proses ”seeing” dan ”sensing”/dalam Teori 

U 
BDP = Daerah Penyangga (sensing dalam konteks social capital) 
KMK = Kelola Minimal Kawasan (sama dengan proses “prototyping” dalam Teori U), 

adalah tindakan minimal terhadap kondisi tertentu pada suatu resort berdasarkan 
tipologinya. 

Grid      = Pembagian kawasan dan daerah penyangganya ke dalam grid (@100 Ha/Grid) 
- dengan tujuan untuk menentukan posisi dari kegiatan yang diprioritaskan. 

Penataan kawasan dilakukan melalui analisis spasial kondisi kawasan 
konservasi dan daerah penyangganya. Data, informasi, dan pengetahuan yang 
akan dijadikan pertimbangan untuk PK diperoleh dari Tim RBM (yang melakukan 
analisis citra dan groundcheck), baik di kawasan konservasi maupun daerah 
penyangganya. 

Untuk menentukan KMK, maka hasil analisis spasial PK dan DP melalui 
RBM yang berupa peta citra, dibagi habis ke dalam Grid (areal persegi), dengan 
ukuran 100 Ha/Grid. Hal ini untuk menentukan skala (super) prioritas aksi yang 
harus cepat dilakukan di tingkat lapangan (resort berdasarkan tipologinya). Aksi-
aksi lapangan tersebut dapat berupa: 

1) Kebutuhan minimal kantor-kantor resort atau kantor di lapangan yang harus 
segera dipenuhi. Banyak kantor-kantor resort yang tutup, terbengkalai, tanpa 
aliran listrik, air, dan sarana pendukung minimal lainnya. Pemenuhan 
kebutuhan minimal ini harus dibarengi dengan fasilitasi dan pendampingan staf 
resort oleh Flying Team dari Balai/Balai Besar, yang terdiri dari PEH, Non 
Struktural, Polhut.  Untuk melaksanakan SIM-RBM, banyak staf Resort yang 
tidak siap karena telah lama tidak bekerja di lapangan atau harus belajar dengan 
bekerja pola RBM yang baru. 

2) Hasil RBM minimal khususnya yang berupa peta batas kawasan di atas Citra 
(Google/Landsat) perlu segera disosialisasikan, termasuk diadakan dialog 
tentang legalitas kawasan berupa peta (citra) batas kawasan, alasan-alasan 
penunjukan/penetapan kawasan, kepada para pihak sampai ke tingkat tapak 
(desa, dusun, kelompok masyarakat, kelompok perambah). Kegiatan ini dapat 
digabungkan dengan identifikasi calon mitra di tingkat tapak. Dalam kasus-
kasus tertentu, mungkin di banyak kasus, resort tidak memiliki selembar peta 
kerja pun. 
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3) Operasi intelijen, patroli di wilayah tertentu, operasi fungsional, dalam rangka 
pengamanan sekaligus membangun strategi bagaimana pola penjagaan kawasan 
yang efektif. Dapat terjadi, ketika melakukan RBM di lapangan, ditemukan hal-
hal yang harus segera ditindaklanjuti di tingkat Balai, maka harus ada jaminan 
bahwa dukungan manajemen dapat dilaksanakan segera dan langsung dikawal 
oleh Bidang Wilayah/Seksi. Tim Reaksi Cepat, baik untuk pengamanan maupun 
untuk dukungan alokasi pendanaan harus dibentuk agar dapat merespons 
berbagai persoalan lapangan dengan cepat dan tepat. 

4) Komunikasi internal harus dibangun dengan pola yang cepat berbasiskan 
email/sms dan tidak terjebak pada sekadar formalitas komunikasi persuratan 
konvensional belaka.  Seluruh staf harus diberikan akses langsung kepada 
Kepala Balai/ Balai Besar, dalam hal-hal yang dinilai strategis mendesak yang 
terjadi di lapangan dan memerlukan keputusan cepat Kepala Balai/Balai Besar. 

5) Seluruh proses pelaksanaan KMK harus dievaluasi secara rutin dan dipimpin 
langsung oleh Kepala Balai/Balai Besar. Hal ini sangat penting untuk 
mengetahui perkembangan baik yang terjadi di Resort, Seksi, dan Bidang.  Hasil 
evaluasi dapat dijadikan masukan untuk tindakan-tindakan lanjutan yang 
sangat diperlukan, atau untuk bahan perencanaan lebih lanjut. 

Syarat Minimal KMK 

Inisiatif KMK hanya dapat dilaksanakan apabila Kepala Balai/Balai Besar 
mengetahui secara persis kondisi riil di tingkat tapak. Maka, adalah suatu 
kewajiban bagi Kepala Balai/Balai Besar, beserta jajarannya untuk melakukan 
kunjungan ke lapangan (ke kawasan dan sidak ke kantor Resort/Bidang/Seksi). 
Hal ini sangat penting dilakukan minimal 1 kali, untuk dapat menjalani 
proses “seeing” dan “sensing”, sebagian tahapan dalam Teori U. Melihat dan 
mengalami proses dialog bathin yang mungkin bisa jadi sangat personal, agar 
berbagai persoalan dapat langsung dipahami dengan hati, bukan sekadar 
kunjungan formalitas. Kunjungan lapangan juga harus dimanfaatkan untuk 
mengetahui berbagai aspirasi di tingkat staf lapangan, sekaligus dapat memberikan 
motivasi kerja dan membangun semangat kebersamaan pimpinan-staf, sebagai satu 
keluarga besar. 

Seluruh proses dalam mendorong tercapainya pengelolaan kawasan yang 
efektif perlu mengikuti “U Process” dalam Teori U, dengan berpedoman pada 
tahapan “open mind” à “open heart” à “open will” pada tahapan “precensing”. 
Presencing adalah suatu proses yang mempertanyakan: Siapa Saya? Mau kemana 
(hidup) Saya? Lebih banyak pertanyaan tentang esensi dia (saya) sebagai manusia. 
Apa yang akan saya wariskan (mewariskan masalah atau fondasi), dan seterusnya. 
Ketika proses “precensing” tersebut dapat dilalui, ia akan mampu melakukan 
banyak perubahan-perubahan. Ia memiliki “will” atau ia telah memiliki 
“kesadaran” dan kemauan untuk melakukan perubahan menggapai impian (visi 
atau cristalysing process), menuju prototyping (perubahan skala kecil manageable) 
untuk mencapai outputs (fisik) dan outcomes (manfaat dan perubahan paradigma). 

Maka, dengan mempraktikkan Teori U melalui “U process”, suatu model 
Kelola Efektif Kawasan (KEK) yang sangat spesifik untuk setiap kawasan, semoga 
dapat dicapai secara bertahap dan sistematis. Dalam seluruh proses tersebut, akan 
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terjadi perubahan-perubahan mendasar, mulai dari keterbukaan pikiran (open 
mind), keterbukaan hati (open heart) dan semoga kita menemukan “kesadaran” 
untuk mendapatkan panggilan-Nya (open will), untuk melakukan perubahan-
perubahan yang substansial dalam pengelolaan kawasan konservasi, demi 
kemaslahatan generasi kini dan nanti. Suatu proses yang sangat unik bagi setiap 
orang. Selamat mencoba!*** 
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Kelola Minimal Kawasan 
 

 

 

Mengutip pidato Purna Tugas Prof. Hasanu Simon (Alm), pada tanggal 27 September 
2010, di antaranya yang sangat relevan untuk kita renungkan adalah munculnya dua 
fenomena: 

(1) Rimbawan Indonesia gagal mempertahankan warisan hutan tanaman jati di Jawa yang 
amat bagus, lengkap dengan sofware maupun hardware-nya. Warisan hasil jerih payah 
rimbawan Belanda selama lebih dari satu abad itu, hancur di tangan rimbawan Indonesia 
hanya dalam kurun waktu kurang dari 50 tahun. 

(2) Lebih parah lagi, rimbawan Indonesia yang sebetulnya tidak memiliki bekal ilmu yang 
cukup itu, gagal total dalam percobaannya mengelola hutan tropika basah di luar Jawa 
yang luasnya lebih dari 100 juta hektare itu hanya dalam waktu 25 tahun. Prestasi buruk 
ini lebih hebat dibanding dengan VOC yang menghancurkan 600 ribu hektare hutan alam 
jati di Jawa selama 150 tahun, Romawi yang menghancurkan hutan alam di Eropa selama 
1000 tahun, dan Babylonia yang membutuhkan waktu 3000 tahun untuk merusak hutan 
alam Mesopotamia. 

 

Pernyataan almarhum Prof. Hasanu Simon itu tentu bukanlah isapan 
jempol belaka. Saat ini, kita bisa menyaksikan kerusakan sumber daya hutan 
(khususnya hutan produksi), sebagian hutan lindung, di hampir seluruh Sumatera, 
Kalimantan, sebagian Sulawesi, dan mulai merambah ke Papua. Akibat dari 
perubahan-perubahan yang sangat signifikan pada hutan-hutan produksi, konversi 
hutan produksi konversi menjadi perkebunan kelapa sawit, dan semakin 
terbukanya akses di sekitar kawasan konservasi, maka kita juga menyaksikan 
kerusakan dan tekanan semakin besar terjadi di kawasan konservasi. 

BBKSDA Riau yang saat ini mengelola kawasan konservasi seluas 338.070 
Ha (analisis digital), terdiri dari 2 cagar alam, 9 suaka margasatwa, dan 1 taman 
wisata alam, juga menghadapi persoalan-persoalan laten seperti tersebut di atas. 
Maka diperlukan suatu strategi untuk, minimal, dapat mengurangi laju kerusakan 
di hutan konservasi. Strategi itulah yang sebaiknya dapat dirumuskan dan 
disepakati secara bersama-sama. 
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SM Balai Raja 

SM Balai Raja merupakan kasus nyata, dimana kawasan konservasi yang berada di 
tengah-tengah perubahan penggunaan lahan super cepat akibat permintaan pasar 
dunia akan sawit. Yang didorong pula oleh potensi minyak bumi di bawahnya, 
menjadi sebuah ironi pengelolaan kawasan konservasi yang berkepanjangan. 
Penulis mendapatkan data hasil analisis citra dari Kepala Balai Besar KSDA Riau 
saat itu Sdr. Trisnu Danisworo. Berdasarkan data dasar tahun 1985, luas tutupan 
hutan alam dataran rendah di SM Balai Raja masih 13.900 Ha, dan pada tahun 2008, 
tinggal 190 Ha (grafik gradasi kerusakan terlampir). Hal ini berarti bahwa dalam 
tempo 23 tahun, SM Balai Raja telah kehilangan tutupan hutan alamnya seluas 
12.810 Ha atau 556 hektar/tahun, atau 46 hektar/bulan, setara dengan 1,5 
hektar/hari. 

 

Kasus Areal Perluasan TN Tesso Nilo 

SM Balai Raja bukanlah kasus yang berdiri sendiri. Areal perluasan TN Tesso Nilo, 
merupakan contoh lain tentang kompleksitas kelola kawasan konservasi di jantung 
Sumatera ini. Sejarah ini tidak lepas dari percaturan perubahan penggunaan lahan 
skala besar sejak dekade 1990, merebaknya pasar sawit dunia, dimana Malaysia dan 
Indonesia mendominasi pada tataran global tersebut. Ketika hutan produksi 
khususnya eks tebangan HPH (logged-over area) tidak dikelola dengan sungguh-
sungguh oleh pemegang hak, maka kawasan itu menjadi seolah-olah tidak 
bertuan, no man land istilah kerennya. Hukum apa yang berlaku pada kawasan-
kawasan seperti itu? Dalam teori, dapat dikatakan sebagai: “Everybody access is 
nobody property”, yang artinya suatu kawasan yang siapa pun memiliki akses untuk 
menguasainya tetapi sekaligus bukan miliki siapa pun. Dalam kondisi tenurial 
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seperti ini, maka siapa cepat ia dapat; siapa kuat ia yang menguasainya. Hukum 
rimba berlaku pada kawasan dengan situasi seperti ini. Dalam situasi ini hukum 
bisa dibeli, penegakan hukum menemui jalan buntu. Conservation deadlock menjadi 
fenomena umum. 

Grafik di atas, yang disiapkan oleh WWF bersama Balai TN Tesso Nilo 
(Balai TNTN), menunjukkan situasi yang memprihatinkan. Garis warna kuning 
menunjukkan perambahan kawasan di kawasan TNTN yang lama (ditunjuk tahun 
2004), dan garis warna merah adalah perambahan di areal perluasan TNTN (SK 
perluasan tahun 2009), yaitu eks HPH PT Nanjak makmur. Pada areal perluasan 
ini, terdapat 930 KK pendatang dan hanya 17 KK yang berasal dari penuduk 
setempat. Pendatang tersebut pada umumnya dari perbatasan Sumut-Riau dan 
sebagian besar menanam sawit. Tingkat kecepatan perambahan sawit di kawasan 
TNTN dan perluasannya, digambarkan dalam tabel sebagai berikut : 

Kawasan Tingkat perambahan 

Thn 2002 Thn 2009 Ha/tahun Ha/bulan Ha/hari 

TNTN/2004 2.868 Ha 8.629 Ha 823 68 2,3 

Perluasan/2009 719 Ha 19.257 Ha 2.751 229 7,6 

    Sumber: Analisis Citra Landsat (2002-2009) - WWF Riau, diolah oleh Wiratno (2012). 

Secara kasar, dapat disimpulkan bahwa kawasan taman nasional yang ada 
manajemennya, yaitu di wilayah timur, tingkat perambahannya 2,3 Ha/hari, 
sedangkan di areal perluasan (eks HPH PT Nanjak Makmur), tingkat perambahan 
relatif lebih tinggi, yaitu 7,6 Ha/hari. Eks HPH ini menunjukkan fenomena yang 
disebut sebagai open access atau no man land. Menjadi sangat berat bagi Balai TN 
Tesso Nilo untuk menyelesaikan persoalan perambahan jauh sebelum kawasan 
tersebut ditunjuk/ ditetapkan sebagai taman nasional. Ini persoalan nasional yang 
seharusnya diputuskan di tingkat nasional. 

Kelola Minimal Kawasan 

KMK adalah tindakan-tindakan minimal yang harus dilakukan oleh UPT dalam 
rangka “mengetahui” kondisi kawasan dan/atau “menguasai” kembali kawasan, 
mulai dari data/informasi terakhir, termasuk dari tangan pihak-pihak yang tidak 
memiliki hak untuk menggunakan kawasan konservasi untuk kepentingan 
khususnya untuk kepentingan komersial, tanpa menunggu ditetapkannya suatu 
rencana pengelolaan (RP) kawasan tersebut. 

KMK relevan diberlakukan untuk kawasan-kawasan non taman nasional, 
yang pada umumnya belum memiliki rencana pengelolaan. Pihak pengelola tidak 
layak melakukan “pembiaran” terhadap suatu kawasan konservasi dengan alasan-
alasan klasik, seperti belum memiliki rencana pengelolaan, tata batas belum temu 
gelang, dana, staf, infrastruktur terbatas, dan lain-lain. Kasus-kasus kawasan 
konservasi yang dibiarkan bertahun-tahun, telah menghasilkan kondisi kawasan 
konservasi yang hancur. Pokja Penanganan Perambahan di Pusat, yang bekerja 
sejak tahun 2010, bekerjasama dengan beberapa Pokja di UPT (BBKSDA Sumut, BB 
TNGL, BTN Tesso Nilo, BTN Rawa Aopa Watumohae, BTN Kutai), telah berhasil 
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mengidentifikasi persoalan dan sebagian akar persoalan perambahan, pendudukan 
kawasan, klaim, SKT, illegal logging, penegakan hukum yang lemah, kawasan yang 
tidak dijaga, sebagian oknum staf yang terlibat, dan lain sebagainya. 

Tindakan-tindakan Minimal 

a. Downloading Data/ Informasi Spasial non Spasial 

1) Sortir dan Pelajari Data dan Informasi Kawasan Konservasi melalui “Prof. 
Google”. Melalui “google searching”, dalam tempo 0,23 detik, ditemukan 
7.870 entry yang terkait dengan SM balai Raja. Dalam tempo 0,14 detik, 
ditemukan 6.120 entry terkait SM Rimbang Baling. Sedangkan TN Tesso Nilo, 
dalam 0,12 detik, diperoleh data sebanyak 26.300 unit informasi. 
Downloading melalui “Google Engine” merupakan tahap pertama, dari 
tujuan kita untuk “memahami” kawasan konservasi yang menjadi target. 

2) Analisis “time series” Kawasan Konservasi dan Daerah Penyangganya. 
Analisis ini dapat menggunakan Citra dari Google dan Landsat yang saat ini 
juga dapat diperoleh secara gratis. Plotting batas penunjukkan kawasan 
konservasi pada Citra Google maupun Landsat, merupakan proses untuk 
mendapatkan informasi tentang berbagai rona citra yang dapat dijadikan 
informasi awal tentang perubahan tutupan vegetasi dari alami menjadi rona 
lain, seperti jajaran sawit, daerah terbuka atau “open area” akibat 
penggundulan hutan, perambahan, pembakaran lahan, dan lain 
sebagainya. Plotting ini mensyaratkan kemampuan teknis menggunakan 
teknologi GIS, analisis citra, beserta program-program ikutannya (Arc 
GIS/Arc View). Sebagian besar UPT baik di TN maupun Balai KSDA, telah 
memiliki staf dengan kemampuan GIS dan atau RS yang memadai. 

Proses pada (a) dan (b) akan membuka pikiran kita (open mind) akan fakta-fakta 
atau berbagai pendapat banyak pihak tentang kawasan konservasi. 

b. Groundchecking dengan SIM RBM 

Tujuan cek lapangan adalah untuk mengetahui kondisi riil dari lokasi yang telah 
dipilih dan diprioritaskan, berdasarkan kenampakan pada peta Citra. Cek 
lapangan, sebaiknya dilakukan oleh Tim Resort-Based Management (RBM), 
yang akan mencatat hal-hal penting yang ditemukan di lapangan, dengan 
menggunakan 15-16 tallysheet yang telah disiapkan. Aplikasi database RBM yang 
diperlukan oleh Balai KSDA, telah dikembangkan di BBKSDA NTT, dan saat ini 
masih dalam tahap uji coba entry data dari lapangan (catatan: Sdr.Nurman 
Hakim akan menjelaskan SIM RBM BBKSDA NTT secara lebih komprehensif). 
Dalam proses ini, kita dituntut untuk menggunakan pancaindera atau “seeing”, 
dan sekaligus melakukan proses “sensing”, memahami berbagai persoalan 
dengan cara terjun langsung di lapangan akan berbeda bila dibandingkan 
dengan hanya membaca dari laporan. Pada proses kerja lapangan yang 
seringkali tidak mudah ini diharapkan muncul keterbukaan hati kita (open heart), 
dalam memahami persoalan-persoalan, baik yang terjadi di kawasan konservasi 
maupun daerah penyangga di sekitarnya. Pola-pola hubungan atau 
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ketergantungan antara masyarakat dengan kawasan konservasi dapat dipotret 
dengan lebih riil, dinamis, dan kontekstual. 

Untuk BBKSDA Riau, groundcheck perlu dilakukan terhadap kawasan konservasi 
prioritas, sebagaimana telah diidentifikasi oleh Pokja Penanganan Perambahan 
Pusat. Nurman Hakim, sebagai anggota Pokja, telah berhasil mengidentifikasi 
“open area” kawasan konservasi di Riau. Dengan dasar inilah, Pokja di tingkat 
UPT dapat melakukan cek lapangan, dengan mengujicobakan SIM RBM 
sebagai tool. 

c. Menyusun “Player Map” 

Kegiatan ini penting untuk menggambarkan dinamika hubungan-hubungan, 
mencari akar dan simpul masalah dari berbagai persoalan di kawasan konservasi 
yang tidak dapat dipisahkan dari dinamika persoalan (sosekbud dan politik 
ekonomi otonomi daerah) di daerah penyangganya, atau bahkan pada tataran 
regional yang lebih luas. Demikian pula dengan potensi-potensi kawasan yang 
sebenarnya dapat dikembangkan, untuk membangun upaya pemanfaatan 
kawasan secara lestari demi kepentingan kesejahteraan masyarakat, khususnya 
mereka yang tinggal dan mendapatkan dampak secara langsung dari 
pengelolaan kawasan konservasi. 

d. Menyusun Prioritas Intervensi 

Player Map juga akan dapat memberikan pilihan kepada pimpinan, apakah akan 
digunakan penyelesaian melalui litigasi atau lebih tepat menggunakan upaya 
non litigasi. Bagaimana memposisikan tokoh formal, informal, dan kelompok-
kelompok lainnya sebagai bagian dari upaya membangun modal sosial, dan 
membangun trust antara pengelola dengan masyarakat di sekitarnya. 
Bagaimana peran pihak swasta (bila kawasan penyangganya dikelola oleh 
swasta), Kelompok atau desa/kampung mana yang bisa diprioritaskan untuk 
bahu membahu, mengamankan kawasan konservasi, dengan berbagai bentuk 
kompensasi yang disepakati, dan bermanfaat bagi banyak pihak di tingkat lokal, 
dan sebagainya. Hasil dari analisis “Player map” adalah dapat disusunnya 
‘prioritas intervensi’, secara komprehensif dan bertahap. 

e. Fasilitasi “Proses Pembelajaran” 

Setiap proses dari KMK harus dapat mendorong proses pembelajaran bersama 
para pihak. Setiap individu harus dapat membantu individu lainnya dalam tim, 
untuk lebih maju, lebih memiliki kapasitas, baik teknis, manajerial, maupun 
kepemimpinan dalam kelompok. Staf muda yang terampil di bidang teknologi 
(GPS, membaca peta, computer), analisis sosial ekonomi (perubahan demografi, 
simpul pertumbuhan ekonomi lokal), analisis sosial budaya (penggunaan 
metoda PRA, analisis gender, membangun modal sosial), dan sebagainya. Staf 
muda (PEH, Polhut dan SPORC sarjana) harus menularkan ilmu dan 
kemampuannya pada seluruh anggota di kelompoknya. Staf senior, sebaiknya 
juga aktif membantu berbagi pengalamannya kepada anggota kelompok yang 
lebih muda, tentang sejarah kawasan, perubahan-perubahan sosial, ekonomi, 
ekologi, yang terjadi di kawasan dan daerah sekitarnya, dan sebagainya. 
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Proses-proses dialog, komunikasi dan kerja sama dalam tim kerja ini diharapkan 
dapat menumbuhkan nilai-nilai kelompok (yang nantinya akan menjadi modal 
untuk menjadi nilai-nilai organisasi), seperti kerja sama, kesetiakawanan, saling 
menolong, saling menghormati, saling menghargai, dan saling menguatkan di 
antara anggota tim. Jiwa korsa pekerja konservasi dapat dimulai dari proses kerja 
sama di tingkat lapangan, bukan hanya terbatas pada kerja sama di kantor. 
Kapasitas kepemimpinan (leadership) juga harus dapat dibangun mulai dari 
kelompok ini. Proses pembangunan teamwork ini harus dikawal mulai dari 
tingkat kepala Resort, Kepala Seksi, Kepala Bidang, dan Kepala Balai Besar 
KSDA, yang tentu harus dipadukan dengan kemampuan PEH, Polhut, dan 
kekuatan dan posisi strategis SPORC yang merupakan bagian dari keluarga 
besar BBKSDA. 

Peluang 

Dalam hal BBKSDA Riau, peluang terbuka untuk menguji konsep KMK termasuk 
SIM RBM di dalamnya. Bahkan kondisi SM Balai Raja yang telah rusak parah 
tersebut, mungkin masih bisa diselamatkan dengan membangun kerja sama para 
pihak, misalnya dengan CHEVRON. Sedangkan SM Rimbang Baling (127.000 Ha), 
yang secara umum masih dalam kondisi baik, dapat segera dikembangkan kerja 
sama dengan WWF Riau. Sedangkan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil dan Bukit Batu, 
dapat dilakukan kerja sama dengan Sinar Mas yang sejak awal telah membantu 
menginisiasi ditetapkannya Cagar Biosfer tersebut oleh UNESCO. 

Peluang masih sangat terbuka, dan kesempatan itu di depan mata kita saat 
ini. Kitalah yang memutuskan apakah akan merebut peluang emas itu atau 
membiarkannya berlalu. Berkaca dari kerusakan hutan di Sumatera dan 
Kalimantan, dan Pidato Purna Tugas Prof. Hasanu Simon (Alm)., di atas, maka 
tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak merebut peluang kerja sama yang ada. 
Too much work so little team. Maka kerja sama multi pihak dengan pendekatan multi 
disipliner menjadi suatu keniscayaan. Mungkin, dari Rimbang Baling, upaya itu 
dapat segera dimulai. *** 

 

**** Makalah disampaikan pada Diskusi Rencana Penerapan RBM di SM Rimbang Baling, 
kerja sama dengan WWF Riau, di Kantor Balai Besar KSDA Riau. Pekanbaru, 9 April 2012. 
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Evolusi Pemikiran dan Praktik Resort-Based Management 
 
 

 

Latar Belakang 

Pada tahun 2006, paper pertama yang ditulis oleh Wiratno - saat itu Kepala TN 
Gunung Leuser (TNGL), dengan icon resort-based management (RBM) didasari pada 
latar belakang bahwa terjadi fenomena yang disebut sebagai “paper park” 
di TNGL. Yaitu kondisi lapangan yang tidak dijaga oleh staf dalam jangka waktu 
yang (sangat) lama, sehingga menimbulkan berbagai persoalan yang kronis. Akar 
masalahnya beragam, mulai dari lemahnya leadership, konflik sipil-militer di Aceh, 
dan lain sebagainya. Ide-ide tersebut terus bergulir dan akhirnya pada suatu 
kesempatan, dikomunikasikan kepada Hartono yang saat itu menjabat sebagai 
Kasubdit Evaluasi Biro Perencanaan. Pada tahun 2007, Hartono menjabat kepala 
Balai TN Alas Purwo dan selama 3 tahun penuh mulai dipraktikkan konsep RBM 
di TNAP, dengan tahapan 2 tahun pertama adalah mengumpulkan data lapangan, 
sebelum akhirnya mampu dibangun sistem informasi yang lengkap dan canggih 
sampai dengan saat ini. Kunci keberhasilan RBM di TNAP, menurut Pak Gunung 
Nababan - Kepala TN Karimunjawa, adalah leadership dari puncuk pimpinan 
organisasi. 

Tahun 2009 pada Rakernis PHKA, Subdit Pemolaan dan Pengembangan 
mengusulkan kegiatan RBM dan penanganan perambahan di KK, walaupun belum 
terbit Renstra PHKA yang mengamanatkan diberlakukannya pengelolaan taman 
nasional berbasis resort di 50 TN. Renstra PHKA baru terbit pada tahun 2011, untuk 
Renstra periode 2010-2014. 

Kondisi riil di UPT sangat diwarnai dengan pola blue-print, yang sebagian 
menuntut adanya dukungan atau kejelasan peraturan/perundang-undangan dan 
pendanaan tentang RBM. Hanya ada beberapa UPT TN yang telah memulai RBM 
dengan berbagai varian dan pemahamannya, seperti di TNGHS (dimana sejak 
ditunjuknya TNGHS telah didampingi dan didukung oleh JICA, selama 15 tahun); 
TNAP (inisiatif Kepala Balai), TNKJ (inisiatif Kepala Balai berdasarkan pengalaman 
di TN Teluk CenderawasiH), TN Baluran (inisiatif Kepala Balai yang didukung 
PEH), TN Tanjung Puting (inisitaif Kepala Balai dan tim inti yang sangat aktif 
membangun SIM RBM UPT); TN Merbabu (inisiatif Kepala Balai mendukung 
kelengkapan laptop/GPS untuk setiap Resort); TN Komodo (telah lama dilakukan 
penjagaan di lapangan dan RBM merupakan inisiatif Kepala Balai yang 
diwujudkan dalam alokasi anggaran SIM 2011 dan logistik resort di seluruh pulau); 
dan TN Ujung Kulon, yang sebenarnya telah lama membangun pola patroli 
lapangan, khususnya yang lebih diberdayakan ketika Pak Tri Wibowo menjadi 
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Kepala Balai (1998-2003), dan saat ini terus dilanjutkan khususnya oleh tim khusus 
untuk monitoring badak Jawa. 

Tri Wibowo merupakan tokoh di TN Meru Betiri pada periode 1988-1993, 
ketika membangun pola-pola hubungan dengan masyarakat di daerah penyangga. 
Ia salah satu dari Kepala Balai TN yang lebih sering ke lapangan daripada di 
kantor; membangun terobosan-terobosan pengelolaan taman nasional yang saat itu 
belum ada arah kebijakan yang jelas. Di TNBBS, pola-pola kerja lapangan yang 
serupa dengan RBM lebih didominasi oleh Rhino Patrol Unit (RPU) yang dilakukan 
oleh WCS dengan melibatkan staf Balai Besar TNBBS. Sedangkan WWF Riau lebih 
fokus pada program camera trap untuk monitoring dan pendugaan populasi 
harimau Sumatera, khususnya di kawasan TN Bukit Tigapuluh, SM Rimbang 
Baling, TN Tesso Nilo. Penjagaan lapangan sangat penting, khususnya di wilayah 
yang rawan, sebagaimana dicontohkan oleh Keleng Ukur - yang menjaga Pondok 
Restorasi Sei Serdang, di TNGL selama hampir 2,5 tahun secara terus menerus 
(mulai awal tahun 2008 sampai Juli 2010 dan dilanjutkan sampai saat ini), dengan 
pendekatan kemasyarakatan tanpa menimbulkan konflik sosial. 

Evolusi RBM di Tingkat UPT 

Memahami berbagai perkembangan yang terjadi di UPT, tentang penerapan kerja 
lapangan, yang kemudian disebut sebagai RBM, ada berbagai pola dan tahapan 
yang menarik untuk dicermati. Hal ini penting agar Tim RBM Pusat dapat 
memberikan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan setiap UPT yang 
sangat beragam tersebut.  

Mencoba membuat potret persoalan lapangan yang beragam. Sedangkan 
kondisi di tingkat Pusat yang juga menghadapi fenomena kerja parsial dan kerja 
rutin, maka akan sangat sulit untuk dapat membangun perubahan yang substansial 
di tingkat UPT (ide RBM) tanpa melakukan perubahan yang cukup berarti di 
tingkat Pusat. Banyak pedoman yang disiapkan oleh Pusat hanya menjadi sekadar 
dokumen yang tidak memiliki “jiwa”, mengandung “spirit”; dokumen yang tidak 
mampu mendorong UPT untuk membaca apalagi mencoba untuk menerapkannya. 
Tentu saja hal ini merupakan masalah yang sangat penting untuk dicarikan jalan 
keluarnya. Proses penyusunan pedoman mungkin harus diperhatikan. Apakah 
melibatkan UPT atau hanya disusun oleh Tim Pusat. Apabila pedoman memang 
sudah disusun secara partisipatif, apakah dalam penerapannya, masih diperlukan 
pendampingan oleh Tim Pusat. Berbagai pertanyaan tersebut mendorong 
dilakukannya perubahan strategi sejak dari perencanaan awal di tingkat Pusat. 

Minimal terdapat 4 generasi pengembangan RBM di UPT, yaitu: 

Generasi Pertama: Pemahaman RBM lebih didominasi dengan mentalitas “fisik”, 
dengan cara melengkapi kebutuhan kelengkapan RBM, berupa kantor, speda 
motor, dana operasi, tanpa menghiraukan apa yang harus dilakukan oleh staf 
ketika di lapangan. Pada tahapan ini, berbagai kegiatan lapangan belum 
sepenuhnya dikoordinasikan dan dimasukkan dalam konteks RBM. 
Diterbitkannya SK Resort sebagai sekedar formalitas pemenuhan SE Dirjen PHKA. 
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Generasi Kedua: Selain hal-hal yang terkait dengan fisik,dan formalitas SK kepala 
Balai tentang Resort, mulai dibangun sistem kerja RBM yang masih bersifat rutin 
dan mekanistik, dan resort beroperasi di tingkat lapangan, terbatas pada patroli 
kawasan, operasi gabungan, operasi fungsional, apabila memang dialokasikan 
pendanaan dari Balai, dengan hasilnya dilaporkan dalam bentuk laporan 
keproyekan. Perencanaan DIP UPT belum didasarkan pada hasil laporan-laporan 
RBM. 

Generasi Ketiga: Generasi ke-2 yang ditingkatkan dengan kelengkapan SIM RBM, 
data lapangan dikumpulkan berdasarkan tallysheet yang telah disiapkan. Hasil 
tallysheet  dimasukkan ke dalam SIM. Pada level ke-3 ini telah mulai dibangun dan 
dipahaminya prinsip-prinsip dasar atau paradigma RBM. Hasil RBM mulai 
dijadikan dasar untuk dimulainya perencanaan kegiatan di tahun mendatang 
(bottom-up planning). Pada level ini, UPT belajar dari UPT lain yang telah 
menerapkan RBM. Dalam proses aplikasi RBM, terjadi berbagai konflik internal, 
antara yang menerima dan yang kurang bisa menerima konsep RBM, yang 
mensyaratkan perubahan pola kerja, khususnya adanya keharusan untuk ke 
lapangan, pola perencanaan yang partisipatif, membuat skala prioritas kegiatan, 
membangun tipologi resort, serta distribusi anggaran yang cenderung mulai 
dialokasikan ke lapangan. Terdapat kegamangan karena sebenarnya RBM belum 
didukung dengan kebijakan yang jelas (pedoman yang ditetapkan dengan SK 
Dirjen). 

Generasi Keempat: Telah menerapkan Gen-3, data sudah mulai terkumpul banyak, 
mendukung baseline dan telah mulai diketahui pola dan trend karena data telah 
dikumpulkan multiyears dan dianalisis, serta dijadikan dasar untuk menemukenali 
tipologi resort-resort. Pada level 4 ini mulai muncul berbagai pertanyaan tentang 
manfaat data, informasi, dan knowledge yang telah berhasil dikumpulkan tersebut. 
Hal ini terjadi karena data dan informasi dari lapangan telah terkumpul dan 
semakin banyak, namun belum sepenuhnya diantisipasi kegunaan dan dan 
informasi yang telah dikumpulkan atau dianalisis tersebut. 

Implikasi dari Gen-4 RBM 

Ketika pengelolaan suatu kawasan konservasi telah mencapai Ge-4, maka 
diprediksi akan muncul implikasi baru yang menyangkut hal-hal sebagaiberikut : 

1. Dalam “teologi” konservasi yang menggemakan strategi: “save it”, “study it”, 
“use it”, atau perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan, semestinya Gen-4 ini 
harus mulai didorong untuk memulai tahapan akhir dari teologi konservasi 
tersebut, adalah bagaimana tugas “pemanfaatan” dapat dilaksanakan, sehingga 
dapat memenuhi tanggung jawab pemerintah tentang Pasal 33 UUD 1945. 

2. Pada level ke 4 ini, pola-pola “pemanfaatan” harus dapat didorong dari tingkat 
ekosistem (ekosistem menjadi sehat/normal), ke spesies (dinamika populasi), 
dan mengarah pada tingkatan tertinggi, yaitu genetik, untuk kemanfaatannya 
bagi manusia. Pemanfaatan genetik menjadi tantangan tertinggi bagi pengelola 
dan Litbang Konservasi Alam. Tetapi sebelum ke tingkat genetik, berbagai 
informasi atau knowledge masih dapat dikemas ke dalam 
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berbagai guideline tentang topik tertentu, misalnya tentang pembinaan habitat, 
manfaat, manajemen, dan sebagainya. 

3. Persoalan meningkatnya populasi suatu spesies yang dilindungi, untuk dapat 
dimanfaatkan. Hal ini perlu didukung oleh perubahan kebijakan dari pusat yang 
dipanyungi oleh hukum. Wilayah ini pun masih kosong, dan belum 
pernah dipikirkan oleh pengambil kebijakan di pusat. 

4. Seluruh hasil Gen-4 RBM masih berpotensi untuk dikembangkan dengan cara 
membangun jaringan yang melibatkan pakar, praktisi, swasta, lembaga riset 
lintas kementerian, promosi, dan sebagainya. Hal ini dalam rangka membangun 
gelombang baru pemahaman dan penyadartahuan masyarakat dan 
kemungkinan besar dapat membangun segmentasi pasar baru tentang produk-
produk tertentu yang sangat berpotensi dapat dihasilkan dari kawasan 
konservasi. 

Evolusi Strategi Tim RBM Pusat 

Tim RBM sejak awal telah dibangun melalui pola-pola multi pihak, dengan 
melibatkan unsur-unsur dari luar birokrasi Direktorat KKBHL. Kelompok tersebut 
antara lain figur-figur yang memiliki kapasitas di bidangnya, seperti Agus 
Mulyana-eks CIFOR (fasilitator), Iwan Setiawan  - fasilitator (PILI), Suer Suryadi 
(praktisi biologi konservasi dan ahli hukum), Robi Royana (praktisi konservasi). 
Tim juga terdiri dari beberapa figur di luar Subdit Pemolaan dan Pengembangan, 
khususnya lintas Subdit di Direktorat KKBHL. 

Walaupun RBM sering dinyatakan sebagai ‘HP lama dengan chasing’ baru, 
namun RBM yang digagas bukan sekadar bungkus baru. RBM yang dibangun 
adalah upaya untuk merubah sebagian besar pola pikir dan sikap mental, utamanya 
yang cenderung “project –oriented” semata, perencanaan yang dilakukan dari 
belakang meja oleh kelompok kecil di Balai, transparansi penggunaan anggaran 
yang sangat rendah, munculnya frustrasi staf lapangan dan kelompok sarjana yang 
mulai tidak puas dengan pola kerja “proyek”, tanpa adanya perubahan yang cukup 
substansial di tingkat lapangan. Hal ini di beberapa kasus, telah meningkat pada 
level frustrasi akibat kebuntuan komunikasi dan tidak hadirnya leadership riil di 
tingkat lapangan. 

Dalam perkembangan terbaru di Januari 2012, muncul kegelisahan tentang 
filosofi dan makna dibalik RBM. Mengapa RBM sedemikian penting untuk 
diterapkan di seluruh Indonesia. Mengapa banyak pemahaman yang sangat 
dangkal tentang “gerakan kembali ke lapangan Ini”, dan masih banyak berbagai 
kegundahan di antara anggota tim pusat. Muncul soal-soal yang berkaitan dengan 
spiritualitas, religiositas, dan sebagainya. 

Spiritualitas RBM 

RBM ternyata dapat diintepretasikan sebagai perintah untuk “membaca”. Perintah 
Iqra ini pertama kali diterima Muhammad di Gua Hira” beberapa abad yang lalu. 
“Membaca” dalam arti luas, ternyata juga perintah kepada manusia untuk 
mempelajari alam semesta (termasuk kawasan konservasi). Mengapa kita diminta 
membaca alam semesta. Tentu agar kita mau berfikir dan menggunakan akal dan 
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nurani untuk memahami dan mengetahui isi serta manfaat dari alam ciptaan Tuhan 
ini. Interpretasi lanjutannya adalah, bahwa agar manusia tidak buta huruf dan 
terjebak ke dalam zaman “kegelapan” konservasi, zaman jahiliyah konservasi. 
Dengan “membaca”, yang berarti kita harus bekerja di lapangan, maka kita mulai 
mengetahui isi kawasan, memahami manfaatnya, dan akhirnya memanfaatkannya 
untuk kepentingan manusia itu sendiri. 

Maka dalam konteks pemahaman seperti ini, RBM menjadi tugas mulai kita 
bersama. Dengan ilmu pengetahuan, data yang dihimpun, lalu dikelola dalam SIM 
RBM, yang diolah menjadi informasi, dan pengetahunan. Dengan semakin 
lengkapnya data dan informasi, maka secara bertahap kita berhijrah dari era 
kegelapan menuju zaman terang bendarang. Masa depan seperti inilah yang kita 
harapkan terjadi, sehingga kawasan konservasi dapat dipertahankan untuk 
dikembalikan kepada generasi mendatang 100-500 tahun ke depan (dalam keadaan 
yang tidak terlalu rusak), karena kawasan konservasi hanya titipan anak cucuk kita 
yang saat ini belum lahir. RBM harusnya dilihat dalam konteks lintas generasi dan 
mandat Tuhan kepada manusia yang seperti itu. 

Tujuan Akhir RBM 

Membangun kelembagaan pengelolaan yang memiliki kemampuan untuk mampu 
menghadapi tantangan yang berkembang dan potensi kawasan yang beragam dan 
dapat dikembangkan secara dinamis, sekaligus dapat melakukan adaptasi ke 
dalam dan keluar. 

Ciri-ciri kelembagaan UPT yang telah menerapkan RBM adalah: 
 Antisipatif: dapat melakukan antisipasi munculnya berbagai persoalan. 
 Responsif: mampu melakukan tanggapan dengan cepat terhadap berbagai 

persoalan dan potensi yang dapat dikembangkan. 
 Inovatif: berani melakukan berbagai inovasi atau terobosan menghadapi 

persoalan internal dan eksternal. 
 Adaptif: mampu melakukan penyesuaikan strategi, taktik, dan mobilisasi 

sumberdaya dalam merespon beragamnya perubahan situasi dan kondisi 
yang akan berdampak pada kelestarian kawasan dan fungsinya. 

 Transparan: berani melakukan perubahan paradigma menjadi lebih terbuka 
dan melibatkan berbagai pihak kunci dalam “siklus manajemen”. 

 Akuntabel: memenuhi kaidah-kaidah tertib administrasi keuangan, tertib 
pelaporan, dan kualitas pekerjaan. 

 Menjadi Leading Agency dalam penyusunan dan menerapkan kebijakan 
pembangunan yang berkelanjutan. 

 Berhasilnya dibangun leadership di berbagai tingkatan khususnya di 
lingkungan internal dan jaringan kerja ke lingkungan eksternal. 

 Terkelolanya berbagai persoalan dan potensi dengan lebih manusiawi dan 
memberikan kemanfaatan nyata bagi masyarakat, tanpa harus 
mengorbankan prinsip-prinsip kelestariannya. 

 Memulai kesadaran (spiritual dan intelektual) tentang pentingnya budaya 
“membaca” yang didisain untuk mempercepat proses pemahaman dan 
penguasaan data, informasi, dan pengetahuan tentang kawasan dan isinya, 
termasuk kemanfaatannya bagi masyarakat dan ilmu pengetahuan. 
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Perbandingan Non RBM vs RBM 

Aspek Sebelum RBM Sesudah RBM 
Identifikasi Akar 
Masalah dan Potensi 

Berdasarkan telaah dokumen, atau hasil 
survei terbatas dan belum mendalam, teknik 
survei belum teruji, kegiatan terbatas 
dilakukan oleh internal, belum melibatkan 
pakar/praktisi, hasil belum dapat 
dibandingkan untuk memprediksi trend, 
baru bisa memotret sympton bukan core 
problem-nya 

Berdasarkan hasil survei dan kajian yang cukup 
mendalam, dengan teknis pengambilan data yang 
lebih akurat, melibatkan pakar/praktisi, 
masyarakat, bersifat time series sehingga dapat 
memprediksi trend, dapat diidentifikasi akar 
masalah, potensi yang layak dan prioritas 
dikembangkan. 

 
Perencanaan untuk 
penyusunan DIPA 

Disiapkan oleh kelompok kecil di Balai; 
Nuansa top-down masih sangat dominan. 
Belum didasarkan pada data, fakta, dan 
analisis kebutuhan riil di lapangan. 
Kualitas perencanaan masih rendah, kurang 
tepat sasaran, masih ada gap antara 
kebutuhan lapangan dengan ketersediaan 
perencanaan dan alokasi anggaran 

 

Disiapkan dengan melibatkan Kepala Seksi, 
Kepala Resort, dan sebagian besar staf Balai. 
Nuansa keterbukaan komunikasi dan 
proses bottom-up sangat kental. 
Didasarkan pada data dan informasi serta 
kebutuhan riil dan prioritas kebutuhan di setiap 
Seksi dan Resort 
Kualitas perencanaan lebih baik, lebih realistis, 
dibuat berdasarkan skala prioritas sesuai tipologi 
resort, lebih tepat sasaran 

Pelaksanaan Kegiatan Nuansa top-down masih kental, Seksi 
dilibatkan secara terbatas, di tingkat resort 
suasana menunggu masih dropping dana, 
untuk melaksanakan berbagai kegiatan. Hal 
ini diiringi dengan kurang jelasnya sistem 
kerja, SPJ, pelaporan; peran Kepala Seksi 
atau “Tim Balai” untuk memberikan 
bimbingan belum nampak 

 

Persiapan pelaksanaan kegiatan, dimulai dengan 
pembahasan bersama, minimal melibatkan Seksi, 
Tim Balai, menyiapkan ToR untuk setiap kegiatan; 
mengoptimalkan mekanisme rapat bulanan, atau 
triwulan, untuk membicarakan persiapan 
pelaksanaan kegiatan (metode kerja, teknik 
pengambilan data, SPJ, tata waktu, tim kerja, dsb). 

Monitoring dan Evaluasi Dilakukan secara terbatas oleh Satuan 
Pengawas Internal (SPI), hanya fokus pada 
realisasi kegiatan fisik dan keuangan. 

Dilakukan oleh SPI dengan melibatkan Seksi dan 
Resort, serta masyarakat (apabila diperlukan); 
proses pembelajaran berlangsung dengan intens; 
Arahan dan bimbingan diberikan tepat waktu 
ketiak proses monitoring, sehingga setiap 
kegiatan dapat mencapai sasarannya. 
Evaluasi dilakukan setiap akhir tahun untuk 
mengetahui capaian fisik (output) dan outcomes-
nya. 
Hasil evaluasi dijadikan dasar perbaikan 
perencanaan di tahun yang akan datang. 

 
Leadership Kepemimpinan masih sangat lemah, arah 

organisasi kurang jelas, transparansi sangat 
rendah, muncul berbagai kelompok di Balai 
(PEH, Polhut, Tim Proyek, 
dsb); reward dan punishment tidak jelas, 
suasana kerja tidak kondusif. Kondisi ini 
berdampak pada tidak selesainya persoalan 
kawasan, dan berbagai inisiatif kemitraan 
tidak jalan. 

Transparansi yang dikembangkan di berbagai 
level mulai menghasilkan terbangunnya rasa 
saling percaya (trus) di hampir seluruh jajaran 
balai, Seksi, Resort; tumbuh kembangnya rasa 
sebagai “satu keluarga” besar, saling menghargai, 
saling menyapa, saling mengingatkan; suasana 
kerja menjadi lebih kondusif dan nyaman untuk 
dibangunnya komunikasi yang sehat; Kepala 
Balai berperan sebagai “orang tua”, yang 
membimbing, mengarahkan, dan menegur “anak-
anaknya”; energi positif mengalir ke berbagai lini, 
termasuk kepada mitra; arah organisasi menjadi 
semakin jelas; data dan informasi kawasan 
semakin lengkap dan kawasan dapat dikelola dan 
mulai dapat memberikan manfaat nyata bagi 
masyarakat (riil jangka pendek) dan 
pengembangan ilmu pengetahuan (jangka 
panjang). 
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Aspek Sebelum RBM Sesudah RBM 
Perubahan sikap mental Sebagian besar staf dan pimpinan belum 

menunjukkan sikap mental tentang 
pentingnya kualitas dan validitas data dan 
informasi yang dikumpulkan dari lapangan. 

Sebagian besar staf dan pimpinan telah menyadari 
pentingnya kualitas data dan informasi yang 
diambil dari lapangan, pentingnya ketepatan 
metode pengambilan data, analisis data, 
melakukan check, cross check, dan recheck (prinsip 
triangulasi, mengawal proses pembelajaran untuk 
meningkatkan kapasitas dan kapabilitas staf, 
sebagai bagian dari upaya membangun “learning 
organsization”, sebagai modal dasar membangun 
profesionalisme dan menata sikap mental staf 
yang cinta kejujuran ilmiah dan kejujuran 
spiritual. 

 
Culture Organisasi Organisasi diwarnai dengan situasi pasif, 

reaktif, business as usual, blue-print attitude, 
menunggu petunjuk atasan, Jakarta. 

Organisasi sangat aktif, proaktif, banyak 
melakukan inovatif, adaptif terhadap berbagai 
perubahan, membangun network kerja, 
membangun strategi komunikasi 
dan marketing dan bahkan mulai dipikirkan 
membangun kultur dan icon atau branding 
organization. Dengan indikasi liputan media positif 
terhadap performa organisasi. 

 

 
 
 
Catatan: 
Disusun oleh: Tim Juanda 15 - 5 Januari 2012 
Pemikiran bersama ini masih terbuka untuk dikritisi oleh para pihak, khususnya UPT 
yang akan, sedang, dan telah menerapkan konsep RBM di wilayah kerjanya. Semoga 
dokumen ini menjadi bagian dari proses pemikiran kolektif dan akhirnya bisa menjadi 
miliki bersama dan kesadaran kolektif. 
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Tipologi Konflik-Konflik Sosial di Kawasan Konservasi dan 
Upaya Solusinya 

 

 

 

Memperhatikan perkembangan konflik-konflik pertanahan di Mesuji, 
Pulau Padang, Bima, dan masih banyak lagi di berbagai tempat lainnya, maka 
sangat layak para pengelola konservasi yang mengelola 27,2 juta Ha kawasan 
konservasi, tersebar di lebih ari 521 lokasi di seluruh Indonesia, untuk terus 
waspada dan berhati-hati dalam menangani berbagai potensi konflik maupun 
konflik riil antara pengelola dengan masyarakat. 

S Rahma Mary H (Huma) dan Noer Fauzi Rachman (Fakultas Ekologi 
Manusia - IPB) dalam artikelnya berjudul: “Mesuji, Cermin Konflik agraria yang 
Kronis” (Media Indonesia, 26 Desember 2011) menguraikan berbagai persoalan 
konflik agraria antara masyarakat dan pengusaha, yang cenderung direspon 
represif oleh aparat negara da perusahaan. Kedua penulis mengungkap bukti-bukti 
bahwa selama 10 tahun terakhir terjadi 108 konflik agraria di 10 provinsi yang 
didominasi konflik tenurial di kawasan hutan (69 kasus), dan konflik perkebunan 
(23 kasus); BPN mencatat 8.000 konflik agraria. Sawit Watch mencatat konflik tanah 
di perkebunan kelapa sawit mencapai 663. Konflik agraria ini melibatkan 
perusahaan perkebunan swasta dan BUMN, perusahaan pertambangan, taman 
nasional, dan Perhutani. 

Tipologi Konflik di Kawasan Konservasi 

Menarik untuk mengungkap berbagai konflik khususnya yang terjadi di kawasan 
konservasi, mengingat anatomi persoalannya sangat beragam dan kemungkinan 
besar tidak diungkap oleh kedua penulis tersebut. Selama 2 tahun penuh, Pokja 
Penanganan Perambahan di Kawasan Konservasi telah bekerja. Berdasarkan 
keputusan Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. Pokja ini mencoba 
mendalami berbagai persoalan di kawasan Besitang, di TN Gunung Leuser, 
wilayah Kabupaten Langkat (pendudukan kawasan oleh eks pengungsi Aceh sejak 
1999 yang memicu perambahan sawit), Suaka Margasatwa Langkat Timur 
Laut(ekosistem bakau yang dirambah untuk tambak, perkebunan sawit, dan 
pendudukan oleh masyarakat dan pihak lain), areal perluasan TN Tesso Nilo –Riau, 
yang diduduki perambah sawit dari wilayah perbatasan Sumut - Riau, perambahan 
kopi di TN Bukit Barisan Selatan, eks peserta program PHBM di TN Gunung 
Ciremai - Jawa Barat, pendudukan masyarakat dalam jangka waktu yang lama di 
pemukiman yang telah menjadi desa-desa di TN Kutai, Kalimantan Timur, 
perambahan cokelat di TN Rawa Aopa Watumohai - Sulawesi Tenggara, dan 
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sebagainya. Selama 2 tahun penuh persoalan masyarakat di dalam kawasan 
konservasi ini didalami dan dicoba untuk ditelaah dan dicari upaya solusinya. 

Penyusunan tipologi adalah upaya untuk mengelompokkan suatu 
persoalan berdasarkan analisis terhadap aspek-aspek sejarah pembentukan 
kawasan konservasi, sejarah pemukiman/pendudukan, hak-hak ulayat 
masyarakat setempat, kesaling-terhubung intensitas dan efektivitas pengelolaan 
kawasan konservasi, an dan talitemali antara masyarakat tidak bertanah, 
koordinator lapangan, pemodal, faktor-faktor pendorong-pemicu dari luar, seperti 
trend pasar global (baca: sawit), pertumbuhan penduduk yang disebabkan oleh 
migrasi sebagai konsekuensi dari pertumbuhan kota-kota dan lapangan pekerjaan 
di sekitar kawasan konservasi, meningkatnya akses akibat pembangunan jalan, dan 
sarana prasarana pendukungnya, dominannya alokasi lahan-lahan produktif untuk 
kepentingan pemilik modal besar, lemahnya pendampingan kepada masyarakat 
yang biasanya tidak memiliki akses kepada pasar, modal, dan sarana prasarana 
pendukung kegiatan produksinya. Maka, dapat dikatakan bahwa persoalan-
persoalan konflik masyarakat di kawasan konservasi tidak dapat dipisahkan dari 
faktor-faktor internal dan eksternal sebagaimana diuraikan di atas. 

Tipologi 1: Kasus Perambahan di Besitang, TNGL 

Kasus ini dipicu oleh kesalahan kebijakan di masa lalu, dimana diizinkan 
pembinaan habitat dengan menebang pohon, yang diberikan kepada PT Raja 
Garuda Mas selama 7 tahun yang akhirnya dihentikan. Namun dampaknya sangat 
luar biasa. Kawasan eks SM Sekundur yang akhirnya menjadi bagian dari TNGL 
menjadi wilayah yang terbuka dan karena kondisinya yang berdekatan dengan 
desa-desa dan jalan lintas Medan-Aceh, maka tidak pelak lagi, secara 
bergelombang, masyarakat mulai menggarap kawasan ini, dengan tanaman karet. 
Gelombang pendudukan semakin membesar sejak 1990an dan 1999 terjadi 
pendudukan kawasan oleh beberapa keluarga pengungsi asal Aceh Timur. 
Lemahnya pengelolaan, menyebabkan semakin bertambahnya jumlah pengungsi 
yang berbaur dengan perambahan oleh masyarakat di sekitar kawasan, khususnya 
untuk penanaman sawit. Jumlah pengungsi yang sempat sampai 500 KK pada 
tahun 2005, dijadikan semacam tameng oleh perambah lokal yang didukung oleh 
pemodal kuat untuk terus melakukan aksinya. Konflik dipicu lagi adanya 
perusahaan yang batas HGU-nya masuk ke dalam kawasan TNGL (PT Putri Hijau), 
yang akhirnya diputus PN Stabat dan sawitnya ditumbang pada akhir 2006. 

Dapat disimpulkan bahwa kasus perambahan TNGL murni akibat dari 
kelemahan pengelolaan secara internal. Secara eksternal dipicu dengan merebak 
dan meningkatnya permintaan tandan buah segar (TBS) sawit sejak era 1990 sampai 
dengan saat ini. Eks pengungsi dari Aceh Timur hanya dijadikan tameng oleh para 
perambah kaya untuk menguasai dan memperjualbelikan tanah dan sawit. 
Penegakan hukum sejak 1990 dan 2006-2007 telah berhasil memenjarakan 17 orang 
termasuk 1 tokoh perambah, termasuk menumbangkan 1000 Ha sawit, namun 
sayangnya tidak diikuti dengan pendekatan partisipatif dan penggalangan 
masyarakat setempat (yang tidak turut merambah) untuk turut menjaga kawasan. 
Penegakan hukum. Sebanyak 30 kepala keluarga eks pengungsi tekah berhasil 
dipindahkan ke Kabupaten Muba, dan berhasil meningkatkan taraf hidupnya. 
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Terdapat kekosongan penegakan hukum sejak akhir 2007 sampai 2010 dan baru 
pada akhir tahun 2011 dilakukan lagi, namun belum mampu menyelesaikan 
persoalan secara tuntas, walaupun telah didukung oleh TNI, Polri, dengan 
penumbangan sawit dan penanaman kembali. 

Tipologi 2 : Pendudukan Kawasan di TN Tesso Nilo 

Terdapat dua kasus, yaitu pada kawasan TNTN sebelah timur, yang semula eks PT 
Inhutani dan dirubah fungsi menjadi taman nasional. Sebelum dirubah fungsi telah 
terdapat kegiatan penanaman sawit oleh suatu koperasi, dan ketika menjadi taman 
nasional, mereka menuntut areal kerjanya dikeluarkan dari batas TNTN. Solusi 
yang diajukan adalah ditetapkannya kawasan tersebut sebagai Zona Khusus seluas 
1500 Ha dari tuntutan masyarakat seluas hampir 12.000 Ha. Namun muncul lagi 
tuntutan dari Desa Air Hitam, untuk tetap meminta pelepasan dari TNTN, dengan 
alasan mereka memiliki bukti-bukti peta sejak zaman Belanda bahwa mereka telah 
tinggal dan diberi hak hidup di kawasan tersebut. Bahkan kepala Desa Air Hitam 
telah mengirimkan surat kepada Gubernur Riau tentang usulan revisi tata batas 
kawasan HPT Tesso Nilo (surat No.03/PEM/AH/01/2011, tanggal 9 Januari 2011. 

Kasus besar lainnya adalah pendudukan areal eks HPH Nanjak Makmur 
yang ditetapkan sebagai areal perluasan TNTN. Pada areal ini, sebagian besar dari 
perambah berasal dari Medan yang terdiri dari 7 kelompok perambah/pemukim. 
Data sampai dengan 2007, luas kawasan yang dirambah mencapai ± 8.768 Ha. 

Berdasarkan kajian WWF tersebut, menunjukkan fakta yang sangat 
mengkhawatirkan. Dari tahun 2002 sampai dengan 2007 atau selama 5 tahun, telah 
terjadi kenaikan luas perambahan seluas 7.791 ha dari 977 ha menjadi 8.768 ha. 
Maka rata-rata luas perambahan per tahun 1.558 ha, atau per bulan 129,8 ha, yang 
berarti dalam sehari terjadi perambahan rata-rata seluas 4,3 ha. 

Kasus ini menunjukkan anatomi kawasan-kawasan eks HPH di Sumatera 
yang tidak dikelola dan sekaligus sama sekali tidak ada upaya penegakan hukum 
dalam waktu yang lama. Ketika kawasan ini ditunjuk sebagai bagian dari perluasan 
TNTN, persoalan perambahan menjadi bagian dari tanggungjawab Balai TNTN, 
dengan tambahan beban yang semakin berat. Fenomena eksodus masyarakat lapar 
lahan yang penulis sebut sebagai fenomena “land seeking society”, kelompok haus 
lahan untuk penanaman sawit yang tentu saja didukung oleh kelompok pemodal 
di belakangnya. Di beberapa desa di sekitar TNTN, terjadi fenomena meningkatnya 
pertambahan penduduk yang sangat tinggi. Hal ini berkorelasi langsung dengan 
adanya kawasan eks HPH yang seolah-olah lahan telantar, sehingga kesempatan 
untuk menduduki dan menggarap lahan tersebut sangat terbuka. Dinamika sosial 
ini harus menjadi bagian dari analisis perambahan di kawasan TNTN dan di 
banyak kawasan konservasi lainnya. 

Tipologi 3: TN Bukit Duabelas 

Taman nasional ini dibentuk pada tahun 2000, seluas 60.500 Ha merupakan 
perubahan fungsi dari hutan-hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas eks 
HPHTI PT Sumber Hutani Lestari, kawasan suaka alam (cagar biosfer) Bukit 
Duabelas, dan Areal Penggunaan Lain, dengan tujuan utama untuk melindungi 
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hak-hak suku Anak Dalam. Pernyataan untuk kepentingan Suku Anak Dalam ini 
secara eksplisit disebutkan dalam keputusan Menteri Kehutanan. Dalam 
perkembangannya, memang terdapat beberapa, tepatnya 6desa yang dihuni oleh 
masyarakat dari suku Melayu, di bagian selatan, yang telah lama pula berada di 
sekitar TNBD dan beraktivitas di dalam kawasan taman nasional, yang pada 
umumnya berkebun karet. Yang menarik, tokoh-tokoh di 6 desa tersebut meminta 
kawasannya dijadikan Zona Khusus, mereka tidak meminta 
pelepasan. Pemahaman tentang zona khusus ini, tampaknya dibantu oleh KKI-
WARSI Jambiyang terlibat dalam proses inventarisasi kebun-kebun karetnya. 
Dalam proses sialog publik penyusunan zonasi TNBD, diperoleh kesepakatan 
sebagai berikut: 

1. Terhadap usulan Zona Khusus seluas 2.777 Ha di 6 Desa (Desa Bukit Suban, Desa 
Pematang Kabau, Desa Lubuk Jering, Desa Jernih, Desa Semurung, dan Desa 
Baru), Kec. Air Hitam, Kab. Sarolangun, yang telah melakukan kegiatan 
perladangan/perkebunan di dalam kawasan TN Bukit Dua Belas, perlu 
dibentuk Tim yang dibentuk oleh Balai TN Bukit Dua Belas, dengan melibatkan 
KKI-WARSI, perwakilan 6 desa di Kecamatan Air Hitam, Persatuan Desa 
Penyangga (PDP), Kecamatan dan Kabupaten. 

2. Perlu dipertimbangkan penetapan Daerah penyangga TN Bukit Dua Belas. Di 
Kab. Sarolangun, di Kecamatan Air Hitam. Terdapat 6 dari 9 desa 
yang layak ditunjuk sebagai Desa Penyangga TN Bukit Dua Belas. Untuk 
itu, perlu dipertimbangkan Kecamatan Air Hitam sebagai Kecamatan 
Konservasi Daerah Penyangga, sehingga jasa lingkungan dan wisata alam dapat 
dikembangkan di ke 6 desa penyangga tersebut. 

3. Dalam rangka meningkatkan pengelolaan di tingkat lapangan, petugas-petugas 
TN Bukit Dua Belas perlu lebih banyak ditugaskan ke lapangan, sehingga 
pendekatan kepada masyarakat baik Suku Anak Dalam maupun masyarakat 
desa-desa penyangga, dapat dilakukan lebih intensif dan komprehensif. 

4. Pemerintah perlu memikirkan suatu kebijakan terpadu lintas sektor di pusat dan 
daerah, dalam pengembangan masyarakat Suku Anak Dalam, yang berada di 
dalam kawasan TN Bukit Dua Belas, dengan mempertimbangkan tujuan 
pengelolaan taman nasional, tujuan-tujuan konservasi, dan program 
pengembangan kesejahteraan Suku Anak Dalam dan Masyarakat Desa-desa 
Daerah Penyangga, dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat. 

Kasus masyarakat di TNBD menunjukkan pelajaran yang menarik, bahwa 
masyarakat setempat tidak selalu menuntut hak atas tanahnya. Mereka 
cukup memohon kepada pemerintah diberikan hak untuk mendapatkan akses 
mengelola lahan-lahan yang telah lama mereka tanami karet. Selanjutnya mereka 
bermaksud turut mengamankan kawasan TNBD. Dalam konteks suku Anak 
Dalam, maka penyusunan zonasinya telah melibatkan seluruh tokoh-tokoh Suku 
Anak Dalam. Keberpihakan kepada hak-hak suku Anak Dalam tersebut 
diwujudkan dalam besarnya porsi zonasinya yang diusulkan sbb: Zona Inti (16%), 
Zona Rimba (1,3%), Zona Pemanfaatan Tradisional (68,3%), dan Zona Pemanfaatan 
Umum (0,9%). Usulan Zona Khusus tentu akan merubah proporsi zonasi kawasan 
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ini, dan akan ditindaklanjuti dengan detil kajian lapangannya, dengan melibatkan 
suku Anak Dalam dan masyarakat melayu di ke 6 desa tersebut. 

Zonasi yang disusun dan ditetapkan secara partisipatif, dalam beberapa 
kasus, mungkin akan menjadi salah satu “Katup Pengamanan Sosial” di kawasan 
konservasi di Indonesia. Hal ini juga dibuktikan adanya dominasi Zona 
Pemanfaatan Tradisional, seperti di TN Kayan Mentarang (67,8%), TN Wakatobi 
(57,2%), TN Karimunjawa (93%), dan TN Taka Bone Rate (54%). Zona pemanfaatan 
tradisional tersebut memang ditujukan untuk mengatur akses masyarakat di dalam 
kawasan. 

Tipologi 4: TN Kutai 

Penunjukan kawasan ini telah melalui sejarah panjang. Pada tahun 
1936, Pemerintah Kerajaan Kutai menetapkan kawasan ini sebagai Suaka 
Margasatwa melalui Keputusan Zelf Bestuur No. 80-22/1936 dengan luas 
306.000 hektare. Selanjutnya, Menteri Pertanian menetapkan sebagai Suaka 
Margasatwa Kutai dengan SK No. 110/UN/1957 tanggal 14 juni 1957. Pada tahun 
1971, Menteri Pertanian melalui SK Nomor 280/Kpts/Um/VI/1971, mencabut 
sebagian areal Suaka Margasatwa Kutai seluas 106.000 hektare, sehingga luas Suaka 
Margasatwa Kutai berkurang menjadi 200.000 hektare. Pada tahun 1982, Menteri 
Pertanian kemudian mendeklarasikan kawasan Suaka Margasatwa Kutai seluas 
200.000 hektar sebagai taman nasional, dalam Kongres Taman nasional Se-Dunia di 
Bali melalui SK Menteri Pertanian No. 736/Mentan/X/1982. 

TN Kutai yang saat ini berada di wilayah administratif Kabupaten 
Kutai Timur, Provinsi Kaltim, merupakan contoh yang sangat tepat untuk 
menggambarkan dampak dari pertumbuhan kota-kota (Balikpapan – Bontang – 
Sangatta - Samarinda), yang menjadi kota industri, terhadap eksistensi dan 
meningkatnya ancaman bagi kelestarian taman nasional. TN Kutai juga satu-
satunya taman nasional yang dikelilingi oleh raksasa pertambangan yaitu, Kaltim 
Prima Coal di Utara, sebelah timur oleh poros jalan Bontang - Sangatta, PT 
Tambang Damai di sebelah Selatan. Saat ini, tutupan hutan alamnya tinggal 30%. 
Walaupun demikian, survei terakhir yang dilakukan oleh Tim TN Kutai, dipimpin 
Dr Yaya dari Fahutan Unmul, didukung pendanaan dari OCSP-USAID, pada tahun 
2010, masih ditemukan tidak kurang dari 2000 individu orangutan. 

Kasus yang mencuat adalah permintaan pelepasan kawasan di 7 Desa (2 
Kecamatan) dari kawasan TN Kutai. Usulan dari Pemkab Kutai Timur ini 
memohon 23.000 Ha kawasan di 7 desa tersebut untuk dilepaskan. Kajian Tim 
Terpadu 2007, menemukan fakta bahwa sebagian besar dari ke 7 Desa di 2 
Kecamatan, dengan penduduk pada tahun 2008 sejumlah 6.037 KK (25.791 jiwa) 
tersebut menyatakan pada prinsipnya menerima opsi Zona Khusus. Namun 
demikian, masih ada sekelompok masyarakat yang meragukan dapat 
diterapkannya konsep ZK tersebut, khususnya masyarakat di desa Teluk Pandan. 
Tim juga menemukan bahwa yang bermukim di 7 Desa tersebut bukan hanya 
penduduk dari sekitar kawasan, namun telah bercampur dengan pendatang 
bahkan dari Jawa. 
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Grafik ini menunjukkan titik-titik puncak masuknya pemukim dari luar, 
seperti yang terjadi pada tahun 1980, 1990, 1999/2000, 2003, dan mencapai 
puncaknya pada tahun 2004. Balai TN Kutai sebenarnya dapat mengantisipasi 
ancaman eksodus pemukim ini hanya apabila Balai TNK aktif melakukan 
pendataan di lapangan. Grafik ini berhasil dibuat ketika Tim Terpadu melakukan 
kajian lapangan pada tahun 2007, dan melakukan analisis terhadap lebih dari 3000 
kartu keluarga. 

Di Desa Sangatta Selatan, didominasi oleh pemukim dari Sulawesi Selatan, 
Sulawesi Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Barat, Kalimantan Tengah, dan 
Jawa Tengah. Tim Terpadu juga menemukan motif upaya pelepasan 7 Desa 
tersebut sebenarnya untuk kepentingan eksploitasi tambang batubara. Tim 
Terpadu menemukan potensi batubara di areal seluas 23.000 Ha tersebut tidak 
kurang dari 2,1 miliar metrik ton. Memang sebagian besar dari TN Kutai memiliki 
potensi batubara yang sangat besar. Dalam kondisi seperti ini, maka Zona 
Khusus tidak akan pernah laku dan diterima. Dalam konsep Zona Khusus, maka 
mereka hanya memiliki hak untuk bertani dan berkebun, dan bukan untuk 
mengeksploitasi batubaranya. 

Analisis 

Mempertimbangkan keragaman sejarah pembentukan taman nasional, letaknya 
yang akan berimplikasi pada tipe dan dinamika perubahan tata guna lahan di 
daerah penyangganya, aksesibilitas, pertumbuhan kota-kota baru, pusat-pusat 
industri yang akan berhubungan dengan gelombang migrasi penduduk, dampak 
otonomi daerah-lahirnya desa-desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi baru. 
Secara keseluruhan, berbagai faktor eksternal tersebut berdampak baik langsung 
maupun tidak langsung pada kelestarian kawasan taman nasional. 

Dalam hubungannya dengan potensi konflik-konflik sosial di kawasan 
taman nasional, maka sangat penting untuk dilakukan analisis terhadap: 

1. Aspek sejarah pembentukan kawasan, konflik tata batas, tingkat efektivitas dan 
pola-pola pengelolaan kawasan taman nasional, termasuk upaya membangun 
transparansi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengelolaan, dan 
sebagainya; 

2. Aspek sejarah pemukiman, hak-hak ulayat, ada tidaknya masyarakat hukum 
adat, masyarakat pemukim lama, musiman, pendatang baru; motif 
penggarapan lahan (subsisten vs komersial vs komersial terorganisir), dan 
sebagainya; 

3. Untuk melakukan kajian tersebut, diperlukan dukungan Tim Terpadu (lintas 
disiplin keilmuan, lintas birokrat-LSM/masyarakat sipil) dengan 
menggunakan berbagai metode analisis baik spasial (time series), maupun non 
spasial, dengan pendekatan partisipatif dan dialogis. 

4. Potret yang dihasilkan oleh Tim Terpadu selanjutnya dijadikan bahan masukan 
untuk pengambilan keputusan di tingkat UPT maupun Ditjen PHKA, apakah 
solusinya dilakukan melalui pendekatan litigasi, non litigasi, atau kombinasi 
dari keduanya, penetapan zona pemanfaatan tradisional, atau zona khusus, 
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dan sebagainya. Penegakan hukum sebaiknya diprioritaskan pada aktor 
intelektualnya. 

5. Pola penyelesaian dengan penetapan zonasi (zona pemanfaatan tradisional 
atau zona khusus) harus diikuti dengan proses pendampingan penguatan 
kelembagaannya. Hal ini sangat penitng untuk dapat menjadi bahwa prinsip-
prinsip kelestarian sumber daya, prinsip kehati-hatian tetap diterapkan dan 
dihormati oleh semua pihak. 

6. Pola-pola kolaborasi dalam pengelolaan taman nasional, sebagaimana yang 
dikembangkan dan difasilitasi oleh WWF di TN Kayan Mentarang dalam 10 
tahun terakhir, termasuk dalam proses penyusunan zonasinya, menunjukkan 
arah yang positif, sehingga banyak kesalahpahaman tentang kebijakan 
penetapan taman nasional, dapat dijelaskan dengan sangat bijak dan guinine. 
Bahkan dengan ditetapkannya Dewan Penentu Kebijakan Pengelolaan TNKM 
(yang salah satu anggotanya adalah perwakilan dari 11 suku besar), 
menunjukkan upaya pemerintah untuk legowo membagi otoritas 
kewenangannya dalam pengambilan setiap keputusan terkait dengan 
pengelolaan TNKM, mempertimbangkan sejarah kawasannya yang secara 
faktual masih hidupnya masyarkat hukum adat di sana. 

7. Pola-pola penyelesaian konflik sosial sebaiknya melibatkan Pemkab/ Pemprov, 
serta para pihak lainnya, termasuk LSM, dan tokoh-tokoh masyarakat, sejak 
dari perencanaan, implementasi, pemantauan dan evaluasi. Hal ini sangat 
penting dalam membangun proses pemahaman bersama tentang kompleksitas 
persoalan, ragam kebijakan pusat, pusat-daerah dan faktor lintas sektor yang 
seringkali dapat menjadi faktor penghambat. 

8. Bagi UPT Taman Nasional, menjadi syarat mutlak untuk membangun sistem 
kerja di tingkat lapangan (resort-based management/RBM). Hal ini penting agar 
perkembangan persoalan dalam diketahui dengan lebih dini, dan potensi 
konflik dapat diredam melalui berbagai pendekatan dialogis. Kasus TN 
Gunung Leuser, TN Kutai menunjukkan absennya pengelola di tingkat 
lapangan dalam waktu yang lama, sehingga persoalan baru diketahui setelah 
skala nya menjadi sangat besar, kompleks, dan bernuansa politis. RBM juga 
menjadi sangat penting pada fase pasca operasi penegakan hukum. Siapa yang 
akan menjaga kawasan tersebut. Maka pola-pola kerja sama dengan 
masyarakat menjadi sangat penting untuk diterapkan. 

9. Mempertimbangkan berbagai persoalan sosial memerlukan waktu 
penyelesaian yang relatif lama, maka pergantian pimpinan puncak di UPT akan 
sangat berpengaruh pada keberlanjutan penyelesaian kasus-kasus. Diperlukan 
mekanisme transfer of knowledge and experiences dari Kepala yang lama kepada 
Kepala yang baru, sehingga masa transisi dapat dikawal, dan Kepala yang baru 
tidak perlu memulai dari nol dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang 
rumit tersebut. Direktorat KK dan BHL dan khususnya Pokja Penanganan 
Perambahan di Pusat adalah memastikan bahwa proses penyelesaian 
perambahan dan konflik-konflik sosial tersebut dapat berjalan lancar ketika 
terjadi pergantian kepemimpinan di UPT. 

10. Konsistensi kebijakan dari Pusat (Ditjen PHKA) dalam mendukung 
penyelesaian persoalan-persoalan konflik sosial di taman nasional menjadi 
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sangat strategis, baik dalam bentuk program dan pendanaannya, juga yang 
menyangkut koordinasi dan sinkronisasi lintas Kementerian atau Menko di 
pusat. Sedangkan Pusdal dapat diperankan untuk memfasilitasi proses-proses 
dialog dan atau pendampingan di tingkat Pemkab dan Pemprov, misalnya 
dalam pembentukan Pokja Penyelesaian Perambahan di Daerah, seperti yang 
dibentuk oleh Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan, termasuk pelibatan jajaran 
penegak hukumnya.*** 
 

*** Working document ini disiapkan untuk merespons berbagai letupan atau konflik sosial 
di kawasan hutan yang terjadi di banyak tempat di Indonesia. Semoga hal tersebut tidak 
terjadi di kawasan konservasi, dimana jutaan masyarakat baik masyarakat (hukum) adat, 
masyarkat setempat, masyarakat pemukim lama, dan masyarakat lainnya sangat 
bergantung pada akses sumber daya maupun akses lahan di kawasan konservasi. 
Pengelolaan kawasan konservasi harus mampu memberikan solusi berbagai persoalan riil 
masyarakat. Masyarakat harus diposisikan sebagai subjek dan menjadi bagian dari solusi 
persoalan dan pengembangan potensi di kawasan konservasi. 
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Prof Enny dan Rekayasa Genetik 
 

 

 

Pada tanggal 20 Agustus 2010, harian Kompas 
memuat berita tentang orasi Enny Sudarmonowati, 
sebelum dikukuhkan sebagai Prof Riset. Ia sejak 1992 
melakukan penelitian intensif pemuliaan pohon 
hutan. Salah satu yang dipilih adalah sengon - salah 
satu jenis pohon cepat tumbuh (fast growing spesies) 
yang penting untuk rehabilitasi hutan atau 
dikembangkan sebagai penghasil kayu perkakas 
ringan. Hasil rekayasa genetik yang dilakukannya 
telah membuat pertumbuhan sengon 1,5 kali lebih 
cepat dari sengon bukan hasil rekayasa. Diprediksi, 
panen yang semula menunggu 15 tahun bisa 
diperpendek menjadi 7 tahun saja. 

Hasil dialog saya melalui pesan pendek kepada Prof Enny (20/08/2010 jam 
9:14), ia mengungkapkan bahwa ia melakukan penelitian juga tentang Acacia 
mangium transgenik. Ada sengon mutan hasil radiasi sinar gamma, yang tahan 
hidup di lahan ex tailing, jadi kemungkinan besar bisa untuk bioremediasi. Ribuan 
hektar lahan eks pertambangan dapat segera dihijaukan dengan hasil riset ini. 

Prof Enny Sudarmonowati juga mengembangkan penggunaan marka 
genetik untuk bisa mengetahui sidik jari suatu log kayu berasal dari daerah 
tertentu. Saat ini Prof Enny Sudarmonowati dan Puslit Bioteknologi sedang 
mengembangkan teknologi dan basis data sidik jari tanaman kehutanan 
untuk mendeteksi aktivitas pembalakan ilegal, sehingga log-log kayu yang dijual 
ke luar negeri bisa ditelusuri asalnya dari hutan mana. 

Teknologi isoenzim dan RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA), dapat 
mendeteksi sidik jari, sumber bibit dan keragaman genetik tanaman berdasarkan 
pola pita isoenzim atau DNA. Pihaknya sudah menggunakan penanda genetik 
(marker-assisted selection/ MAS) sejak 1996 untuk beberapa jenis pohon di hutan 
Kalimantan Tengah dan Jambi dengan menggunakan isozim, RAPD dan AFLP 
(Amplified fragment length polymorphism). Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI 
menggunakan penanda genetik untuk melihat pengaruh pembalakan terhadap 
keanekaragaman genetika jenis kayu penting, seperti meranti dan 
ulin Eusideroxylon zwagerii yang mulai langka. 
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Di samping asyik bekerja di laboratorium, Prof Enny juga menginisiasi 
organisasi lingkungan dengan nama Jakarta Green Monster - yang didukung pihak 
swasta menanam mangrove di pantai Utara Jakarta setiap menjelang buka puasa. 
Betapa menariknya mengetahui manusia-manusia unggul di bidang penelitian, 
yang menekuni bidang minatnya dalam jangka puluhan tahun, seperti yang 
diberitakan Kompas tentang Prof Enny, yang tak kalah dengan hasil-hasil 
penelitian dari peneliti manca negara. 

Peran Pemerintah dan Implikasi Kebijakan 

Hasil risetnya tentu harus didukung dengan kebijakan pemerintah untuk 
mengadopsinya, dan mengujicobakannya di tingkat lapangan. Tugas pemerintah 
sebagai fasilitator seperti ini yang seringkali ditunggu-tunggu oleh para peneliti 
unggul. Dan tentu masih banyak hasil-hasil penelitian di bidang kehutanan yang 
semestinya dihargai dan yang lebih penting bagaimana dari research to 
action. Betapa lamanya proses riset untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. 
Indonesia sebenarnya penuh dengan bibit-bibit unggul seperti Prof Enny ini. 

Di bidang rehabilitasi bekas tambang, penggunaan tanaman cepat tumbuh 
diharapkan akan mampu mempercepat pemulihan struktur tanah dan tutupan 
vegetasi sebagai awal dari rehabilitasi dalam jangka panjang. Marka genetik akan 
membantu pemerintah dalam mendeteksi asal-usul kayu hasil illegal logging, dan 
bahkan dalam pengembangan berbagai jenis baru di tingkat keragaman 
genetiknya. Hasil riset Prof Enny ini sangat layak untuk segera ditindaklanjuti 
dalam aplikasi program berjangka panjang di dunia kehutanan, pertambangan, dan 
konservasi alam. 

Manusia Unggul 

Menurut Ray Asmoro, manusia unggul harus memiliki kongruensi (congruency), 
yaitu terciptanya keselarasan antara pikiran, emosi, dan tindakan. Berfikir 
tanpa bertindak hanya akan membuahkan idea atau gagasan. Dibutuhkan tindakan 
tertentu untuk menjadikan ide dan gagasan itu menjadi kenyataan. Dalam hal riset 
sengon, diperlukan tindakan-tindakan dengan ketekunan yang tinggi serta waktu 
sangat panjang untuk membuahkan hasil. Manusia-manusia yang bekerja di 
bidang konservasi alam dan penyelamatan lingkungan sudah selayaknya memiliki 
sifat dan sikap kongruen(si), sebagai modal dasar untuk menggapai impiannya, 
gagasan dan ide-ide besarnya menyelamatkan alam menjadi kenyataan, bukan 
sekadar utopia. Satunya pikiran-emosi-tindakan, tampaknya bukan perkara 
mudah. 

Keseimbangan di antara ketiganya memerlukan sikap mental pantang 
menyerah, kenyal, bersemangat. Mereka pasti bekerja dengan 3 prinsip, yaitu 
bekerja dengan sikap menerima (apa yang telah menjadi tanggungjawabnya), 
bekerja dengan senang (menikmati apa yang dikerjakan), dan bekerja penuh 
semangat (dengan antusias). Menurut Eckhart Tolle , seorang guru spiritual 
sekaligus penulis buku “The New Earth” dan “The Power of Now”), mereka yang 
bekerja dengan tiga modal tersebut akan terhubungan dengan “the universal 
intelligent”. Terhubungan dengan “ketakterbatasan”, sehingga hal-hal yang tidak 
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mungkin menurut ukuran manusia menjadi mungkin dan dapat terjadi atas 
kehendak-Nya.*** 

 

***Artikel ini didedikasikan kepada para pekerja pemikir konservasi alam yang tidak pernah 
mengenal lelah untuk terus berkarya demi kepentingan ilmu pengetahuan dan kemaslahatan 
publik, atau bahkan yang semula ditujukan untuk memenuhi kepentingan egonya semata-
mata, namun akhirnya toh bermanfaat bagi generasi mendatang. 
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Pesan Pak Gunung.... 
 
 
 
 
 

Pak Gunung Nababan, merupakan 
salah satu dari sekian ‘aset’ konservasi 
Indonesia. Pola manajemen dan 
leadership yang telah dilakukannya di 
TN Teluk Cenderawasih dan TN 
Karimunjawa telah terbukti mampu 
mendorong spirit kerja, teamwork, arah 
manajemen kawasan, strategi kelola 
kawasan dan dalam hubungannya 
dengan masyarakat, dan masih banyak 
praktik-praktik konservasi yang 

terbukti manjur di tingkat lapangan. Dalam kesempatannya memberikan 
pembekalan pada Lokalatih RBM untuk wilayah Indonesia Timur di Makassar, Pak 
Gunung menguraikan berbagai tips dan sharing-nya bagi para peserta. Artikel ini 
merupakan resume dari paparan Pak Gunung Nababan sepanjang 1,5 jam lebih 
yang mendapatkan apresiasi dari seluruh peserta. 

Motto Pak Gunung adalah: “Kita bekerja untuk menyelesaikan masalah; 
tiada hari tanpa masalah, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan”. Tips 
melakukan perubahan dan perbaikan internal, antara lain : 
1. Mulai dari skala kecil dan bertahap. 
2. Jangan menunggu perintah, ambil inisiatif. 
3. Perlu pengorbanan untuk membangun trust, kepercayaan, antara pimpinan dan 

staf. 

Kepala Balai harus bisa jadi guru, sebagai pelayan, dan memulai 
membangun pembenahan ke dalam terlebih dahulu baru kemudian keluar. Perlu 
dipertimbangkan pola ‘manajemen keluarga’. Balai sebagai suatu keluarga besar, 
dan Kepala Balai bersikap sebagai ‘orang tua’, dan/ atau sebagai ‘guru’. 

Pengelolaan kawaan konservasi harus tetap memperhatikan 3 prinsip, 
yaitu Perlindungan, Pengawetan, dan Pemanfaatan. Setiap “P” harus 
diterjemahkan ke dalam perencanaan. Misalnya ‘Pengawetan’ adalah upaya 
untuk mempertahankan potensi kawasan. Oleh karena itu perlu ditindaklanjuti 
dengan upaya identifikasi potensi dalam kawasan, inventarisasi (berapa banyak); 
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monitoring (apa yang terjadi; bila menurun, apa yang harus kita lakukan); upaya-
pembinaan habitat, populasi, penyuluhan, dan sebagainya. 

Ungkap potensi kawasan, melalui valuasi ekonomi, untuk meningkatkan 
posisi tawar Balai TN terhadap para pihak. Hasil valuasi ekonomi menunjukkan 
bahwa TN ternyata dapat mengakomodasi semua kepentingan. Sebagai penyangga 
kehidupan khususnya bagi masyarakat di sekitarnya. Masyarakat sebaiknya 
diposisikan sebagai mitra atau saudara. Data dan informasi penting untuk dapat 
melakukan valuasi ekonomi. 

RBM antara lain merupakan alat untuk mengumpulkan dan menganalisis 
data sebagai bahan valuasi kawasan; mendekatkan pengelola dengan masyarakat; 
mendekatkan pengelola dengan masalah dan mencari solusi yang realistis. Data 
juga dapat dijadikan alat untuk meyakinkan para pihak. Keberhasilan RBM sangat 
tergantung pada sikap dan semangat setiap staf. Balai sebenarnya diberikan ruang 
berinovasi, termasuk persoalan kelembagaan, antara lain pengelompokan PEH 
sesuai spesialisasinya, dan sebagainya. Sebagai bahan untuk perencanaan-
inventarisir semua persoalan, melalui pendekatan bottom-up; di Balai dilakukan 
presentasi dan evaluasi untuk menentukan tingkat prioritas; 

Strategi komunikasi dengan Pemda dan masyarakat; tidak mempersoalkan 
kewenangan, tetapi lebih sebagai ‘wasit’. Bagaimana membuat kelemahan menjadi 
kekuatan di tingkat masyarakat atau sebaliknya. Menjaga kawasan bersama 
masyarakat. Di TNKj, Balai mendukung biaya bahan bakar untuk kelompok 
nelayan yang membantu pengamanan kawasan di wilayah zona pemanfaatan 
tradisional. 

Proses transisi kepemimpinan adalah periode menentukan dalam setiap 
organisasi. Maka perlu pengawalan dari Kepala Balai yang lama untuk memastikan 
proses transisi berjalan lancar, sehingga program yang bagus dapat dilanjutkan 
terus oleh Kepala balai yang baru, dan tidak menimbulkan gejolak internal yang 
tidak perlu.*** 

 
* Tulisan pada Lokalatih Resort Based Management Wilayah Indonesia Bagian Timur di 
Hotel Mercure - Makasar, 9-11 Desember 2011 
** Ir Gunung Nababan adalah Kepala Balai Taman Nasional Karimunjawa 
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”Zero Price” untuk Sawit Ilegal di Kawasan Konservasi: 
Sebuah Utopia? 

 
 

Kawasan hutan lindung dan konservasi dengan luas di bawah 25.000 Ha di 
Sumatera bagian Utara telah banyak berubah menjadi kebun sawit. Kasus yang 
mencuat menjadi isu nasional adalah ditangkapnya DL Sitorus yang merambah 
kawasan Hutan Produksi Terbatas di Padang Lawas menjadi kebun sawit seluas 
30.000 Ha. Nampaknya, kebijakan nasional mendukung perluasan usaha 
perkebunan kelapa sawit. Kebijakan ini mengkatalis lahirnya kelompok yang 
disebut sebagai the land-seeking society. Ini adalah istilah untuk menyebut 
kelompok-kelompok yang berhasrat melakukan penguasaan tanah seluas-luasnya. 
Kelompok haus tanah ini mencari lahan-lahan terlantar untuk ditanami sawit. 
Perkebunan sawit merupakan bisnis yang menjanjikan. Tanah yang tersedia luas 
dan sesuai dengan sawit, pasar masih sangat baik, dan permintaan global terus 
meningkat. 

Kebun sawit yang terus berkembang ini menjadikan kawasan hutan, 
termasuk kawasan konservasi, mengalami fragmentasi. Kawasan hutan yang masih 
utuh hanya tersisa di tempat-tempat yang sulit dijangkau transportasi, lereng-
lereng curam atau jauh dari jaringan jalan, pusat-pusat pertumbuhan, dan pasar. 
Kawasan hutan yang masih cukup baik terpisah-pisah letaknya. Ini adalah 
fenomena island ecosystem di kawasan-kawasan konservasi. Kawasan-kawasan 
konservasi dikelilingi oleh tata guna lahan yang sudah berubah menjadi kebun-
kebun monokultur baik sawit, hutan tanaman industri miskin jenis, dan karet. 

Wood (2003) menyatakan bahwa 3 dari 5 pohon di hutan hujan tropis 
dataran rendah Sumatera telah ditebang atau dibakar dalam periode 1985-2000. 
Sebagian besar penebangan ini mensuplai industri pulp dan kertas. Satu kubik 
kertas memerlukan 5 kubik kayu. Sebagian besar kayu tersebut berasal dari hutan 
alam. 

Tekanan utama terhadap hutan tropis dataran rendah juga disebabkan oleh 
konversi hutan ke perkebunan sawit. Sepertiga pasokan sawit dunia disuplai dari 
Indonesia. Areal sawit meningkat 36 kali lipat sejak 1960. Tidak kurang dari 4,1 juta 
hektar hutan tropis telah lenyap. Telapak (2000) menyebut Indonesia sebagai 
pengekspor sawit terbesar setelah Malaysia. Lokasi utama perkebunan sawit ini 
tersebar di Sumatera Utara (905.000 ha), Riau (544.700 ha), Kalimantan Barat 
(211.400 ha), dan Sumatra Selatan (206.000 ha). Angka ini akan terus bertambah 
dengan cepat setelah para pengusaha mulai mengincar hutan-hutan di Kalimantan 
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Timur, Sulawesi, dan Irian Jaya (Susila, 1998 dalam Kartodihardjo dan Supriono, 
2000). 

Lebih dari 70% (1,8 juta ha dari 2,6 juta ha) perkebunan sawit dikelola 
konglomerat. Hal ini mendorong tumbuhnya monopoli dan oligopoli di pasar. 
Agen di balik munculnya kebijakan nasional terhadap rusaknya hutan adalah IMF. 
Dalam nota persetujuannya dengan pemerintah Indonesia, IMF menuntut 
kebijakan kesempatan investasi di bidang agro-industri khususnya perkebunan 
sawit skala besar (Suara Pembaruan, 1999). 

Pembukaan hutan untuk perkebunan sawit skala besar menyebabkan 
kebakaran lahan. Deteksi satelit menemukan bahwa 90% titik api berasal dari lahan 
konversi hutan ke perkebunan sawit. Suara Pembaruan (1999) melaporkan bahwa 
341 titik api di Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Bengkulu, dan Lampung dan 100 titik 
api di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah berasal dari pembukaan kebun 
sawit. Kebakaran lahan menjadi faktor pemicu kabut asap, yang meluas sampai ke 
Malaysia dan Singapura. 

Akan tetapi, perusahaan perkebunan tidak mau bertanggung jawab 
terhadap kerusakan hutan dan bencana lanjutannya. Perusahaan sawit di Riau 
tidak bersedia bertanggungjawab terhadap kebakaran di areal pencadangan yang 
belum diterbitkan Hak Guna Usaha. Pada tahun 2005, di Riau terdapat 166 
perkebunan aktif. Dari ke 166 perusahaan tersebut, hanya 129 perusahaan yang luas 
pencadangan arealnya diketahui. Dari luasan total 1.756.524 ha, yang telah di HGU-
kan seluas 878.977 ha. Terdapat 877.546 ha yang tidak jelas penanggungjawabnya. 
Pemerintah menuntut perusahaan untuk bertanggungj awab di areal yang telah 
dicadangkan. Sementara perusahaan hanya bertanggung jawab di areal yang telah 
mendapatkan HGU (BPK, 2007). 

Kawasan hutan tropis dataran rendah Leuser di Besitang, Kabupaten 
Langkat menghadapi fenomena ini. Kawasan yang ditetapkan sebagai Suaka 
Margasatwa Sekundur (sebelum dirubah fungsi menjadi bagian dari TN Gunung 
Leuser) mengalami kerusakan dalam tempo 30 tahun. Sekitar 4.000 ha hutan telah 
berubah menjadi kawasan terbuka. Ribuan hektar sawit masuk ke dalam kawasan 
hutan ini sejak medio 1990an. Saat ini, lebih dari 12.000 ha sudah tidak berhutan 
dan tinggal berupa semak belukar. Dikurungnya kawasan-kawasan konservasi 
oleh perkebunan monokultur ini juga meningkatkan frekuensi konflik satwa dan 
manusia. Satwa liar terperangkap dalam habitat yang sempit. Seperti yang terjadi 
di Asiatic Persada, sebuah perusahaan sawit di Jambi, di mana harimau hidup di 
dalam kawasan hutan di wilayah konsesinya. 

Terbentuknya ekosistem pulau di kawasan konservasi dapat menimbulkan 
konflik agraria yang cenderung meluas. Ekosistem pulau ini umumnya berupa 
mozaik kawasan konservasi yang dikelilingi oleh pola penggunaan lahan 
monokultur sawit. Tanpa batas yang jelas, klaim terhadap kawasan akan mudah 
terjadi. Oleh karena itu batas-batas kawasan konservasi harus dipertegas di 
lapangan. Dan yang lebih penting adalah bahwa batas-batas tersebut harus 
disepakati dan diakui para pihak. 
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Di sekitar kawasan konservasi, elit-elit politik dan pemodal besar 
menggunakan masyarakat lokal dan masyarakat miskin lahan untuk menguasai 
kawasan-kawasan hutan yang tidak bertuan (eks HPH atau kawasan konservasi 
yang tidak dijaga dengan batas tidak jelas). Tanpa pal-pal batas, patroli dan 
monitoring tidak berjalan, kehadiran pengelola di lapangan tidak ada, kawasan 
konservasi dalam bahaya. Kawasan TN Tesso Nilo di Riau, mengalami perambahan 
di kawasan perluasannya yang merupakan eks HPH Nanjak Makmur. Tidak 
kurang dari 8.000 ha kawasan taman nasional ini dikuasai oleh perambah dengan 
tanaman sawit. Konflik gajah-manusia meningkat dengan drastis. 

Hutan hujan dataran rendah seluruh Sumatera “tinggal menghitung hari” 
saja, apabila upaya-upaya penanganan perambahan sawit tidak berhasil. Harus ada 
upaya bersama, terpadu, dan kosisten; misalnya dalam upaya menerapkan 
kebijakan “Zero Price” untuk tandan buah segar (TBS) sawit yang berasal dari 
lahan-lahan perambahan di kawasan hutan, khususnya di kawasan konservasi. 
Konsep Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang mensyaratkan sawit harus dari 
lahan yang legal (HGU atau bersertifikat), seharusnya diimplementasikan dengan 
cara antara lain, tidak menerima TBS dari kawasan-kawasan perambahan. Semoga 
ide “Zero Price” untuk TBS dari hasil perambahan ini bukan sekedar utopia, tetapi 
bisa kita laksanakan secara bersama dan terpadu. 

Siapa yang harus memulai inisiatif ini?*** 

 

Catatan : Artikel ini merupakan bagian dari Bagian Kelima dari buku yang sedang disiapkan 
penulis dengan judul “Tersesat di Jalan Yang Benar: Seribu Hari Mengelola Leuser”, yang 
akan segara diterbitkan oleh UNESCO Jakarta Office. 
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“The Limit of Growth” tidak Berlaku di China 
 
 
 

Di ruang tunggu A-4 Lion Air Bandara Soekarno-Hatta, tanggal 7 
September 2010, penulis menemukan koran Media Indonesia, sudah lusuh 
sepertinya ditinggalkan pemiliknya. Membuka-buka halaman demi halaman, dan 
akhirnya terpaku pada analisis seorang ekonom, Aris Ananta, yang menulis artikel 
dengan judul sangat menarik, “Mengapa China Mengimpor Batu Bara dari 
Indonesia?”. Jawabannya sungguh sangat relevan dengan apa yang sedang penulis 
pikirkan tentang pertumbuhan ekonomi dan pilihan-pilihan kebijakan 
pembangunan dikaitkan dengan kerusakan lingkungan. 

Pada dua dasawarsa terakhir, China adalah negara pengekspor batu bara 
terbesar di dunia, namun sejak tahun 2009 kebijakan itu berbalik arah. China 
menjadi negara pengimpor batu bara dan kemungkinan akan menjadi negara 
pengimpor batu bara terbesar di dunia. Kutipan dari tulisan The Straits Times 16 
Agustus 2010 itu kemudian mengulas bahwa tujuan dari perubahan strategi 
pembangunan bertumpu pada pertumbuhan itu adalah agar tidak merusak 
lingkungan. Mereka lebih baik mengimpor batu bara dari negara lain (Indonesia - 
Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, dan Vietnam, yang menjadi pemasok 
batu bara murah). Dan beban lingkungan-pun tentu saja dipikul oleh Indonesia dan 
Vietnam. 

Menurut Aris Ananta, artikel tersebut belum tentu benar tetapi bisa kita 
jadikan bahan renungan untuk memilih alternatif investasi. Aris menganalisis 
bahwa memang produksi dan ekspor batu bara menaikkan Produk Domestik Bruto 
(PDB) kita. PDB adalah pengukuran pendapatan nasional yang memasukkan nilai 
tambah yang dimiliki oleh orang asing yang bekerja di Indonesia. Maka, kita perlu 
melihat berapa persen nilai tambah yang dapat masuk ke Indonesia. Selanjutnya 
nilai tambah yang masuk ke Indonesia itu digunakan untuk apa? Berikutnya, 
berapa nilai kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pertambangan tersebut. 
Kasus batu bara ini mungkin dapat menjadi satu contoh kasus, bahwa kita perlu 
mengkaji ulang kebijakan ekonomi yang mengandalkan pada ekspor (bahan 
mentah, sumber daya alam, atau tenaga kerja) yang murah dan investasi asing, 
tanpa melihat dampaknya bagi lingkungan yang terjadi di Indonesia. Analisis Aris 
Ananta di halaman 16 Koran Media Indonesia yang terserak itu, sungguh sangat 
layak untuk kita renungkan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di China saat ini 
yang dikawal dengan strategi ekspansif mencari sumber—sumber energi tidak 
terbarukan di Negara-negara lain mengakibatkan dampak buruk di aspek 
lingkungan yang ditanggung negara-negara produsen tersebut. Dampak itu 
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bahkan telah meluas ke arah kawasan kawasan konservasi. Di TN Kutai dan Taman 
Hutan Raya Bukit Soeharto - semuanya di Kalimantan Timur misalnya, yang 
memiliki kandungan batubara miliaran metrik ton, dengan nilai triliunan rupiah: 
di sebelah utara mereka bertetangga dengan Kaltim Prima Coal (KPC), di 
perbatasan Selatan akan digali habis-habisan oleh PT Tambang Damai. Setelah 15-
25 tahun ke depan, Kaltim dan Kalsel tidak akan memiliki apapun lagi (emas, 
mangaan, bijih besi,batu bara tidak bisa dibuat manusia - non renewable resorces). 
Yang tersisa, tinggal kolam raksasa dengan segala dampak ikutannya. Bahkan saat 
ini pun kita dengan mudah dapat menyaksikannya di wilayah bekas penambangan 
KPC. 

Fenomena Shenzhen 

Siapakah tokoh sentral dibalik reformasi ekonomi China itu? Tidak lain adalah 
Deng Xiaoping. Dia mampu membawa sebuah dusun nelayan sepi di Delta Sungai 
Mutiara pada tahun 1980-an menjadi kawasan pertama di China yang dirancang 
sebagai zona ekonomi khusus yang dapat menerima investasi asing: Shenzhen 
menjadi cetak biru kebangkitan perekonomian China. Shenzhen menciptakan 
keajaiban industrialisasi, urbanisasi, dan modernisasi dunia serta menyumbangkan 
kemajuan signifikan terhadap reformasi dan keterbukaan China. Shenzhen 
merupakan markas bagi sejumlah perusahaan teknologi tinggi, termasuk teknologi 
informasi Taiwan Foxconn yang mempekerjakan 400.000 karyawan, yang memasok 
komponen computer untuk Apple, Panasonic dan sebagainya. PDB nya pada tahun 
2009 sebesar 120,14 miliar dollar AS (Kompas, 7 September 2010). 

Tentu pertumbuhan kota seperti ini berdampak besar pada perubahan 
sosial dengan segala macam penyakit turunannya. Namun dalam hal energi, China 
lebih memilih mengimpor dari negara lain daripada menanggungkan kerusakan 
lingkungan di negaranya sendiri. Menarik sekali untuk mencoba memahami 
strategi pembangunan tanpa mengorbankan lingkungannya, walaupun tidak 
demikian bagi negara pengekspor, seperti Indonesia. Pertumbuhan diperlukan 
China untuk menghidupi 1 miliar penduduknya atau sekaligus untuk menguasai 
pasar regional dan menuju pasar global. Negara-negara yang masih 
mempertahankan strategi dan bangga akan sumber daya alamnya, siap-siap 
menerima risiko dijadikan objek perdagangan regional dengan risiko kerusakan 
lingkungan di tingkat lokal. 

Menurut James Canton, Ph.D dalam bukunya The Extreme Future (2006), 
menyatakan bahwa China telah tumbuh dengan 10%, (Amerika 3% dan Eropa 4%), 
mampu menghidupi 400 juta rakyatnya dengan tingkat pendapatan meningkat 4 
kali lipat. Inovasi adalah jantung dari perubahan besar di China ini. Tahun 2025, 
China akan menjadi pasar otomotif, tekstil, alat kedokteran, manufaktur, dan obat-
obatan paling dominan di dunia dengan perkiraan nilainya mencapai $ 1 triliun; 
pasar nanoteknologi di China senilai $5 miliar yang diwakili oleh lebih dari 800 
perusahaan. Diramalkan pula minimal 10 kunci sukses yang menentukan China 
masa depan, antara lain adalah “akses energi” dan “daya tahan lingkungan hidup”. 
Dan seperti dijelaskan di depan, China memilih import energi murah (baca: 
batubara) dari luar negeri (Indonesia dan Vietnam) dengan alasan logisnya agar 
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lingkungan hidupnya dapat tetap terjaga. Dua kunci sukses berhasil dipadukan 
oleh China saat ini. 

Demikian dinyatakan oleh James Canton. Sayangnya, strategi ini mesti 
mengorbankan negara lain yang harus mengalami kerusakan lingkungan yang luas 
akibat eksploitasi batubara tersebut. Hal penting yang tidak dibahas oleh James 
Canton, yang tampaknya terlalu terlena dengan ramalan atau prediksi masa China 
dengan pertumbuhan ekonomi sebagai dewanya. Prediksinya tentang akan 
lahirnya seratus kota baru di 2040 di China sungguh tidak terbayangkan 
dampaknya bagi negara-negara di sekitarnya, termasuk Indonesia yang kaya akan 
sumber daya alam. Sampai seberapa jauh pertumbuhan di China itu masih bisa kita 
terima? Atau malah kita menganggapnya justru sebagai pasar potensial dan aktual 
di masa sekarang dan mendatang? 

Bagaimana sikap ekonom Indonesia menghadapi perubahan global yang 
didorong oleh pertumbuhan China yang meroket seperti itu? Pertanyaan-
pertanyaan kunci yang harus dijawab oleh para desainer pembangunan Indonesia 
untuk masa 20 - 40 tahun ke depan, termasuk pakar lingkungan, penggerak 
pelestarian alam, doktor-doktor ahli lingkungan lulusan universitas terbaik dunia. 
Siapa yang masih memiliki komitmen besar untuk Indonesia yang lebih baik? 
Sungguh suatu keadaan yang sangat mengkhawatirkan, apabila kita mau 
merenungkannya, dengan hati, dengan ketulusan, dan dengan jiwa besar.*** 

 

Catatan: artikel ini merupakan bagian dari draft buku dengan judul: “Manusia-manusia 
Konservasi”, yang belum diketahui kapan akan diterbitkan, dan untuk menyambut Idul 
Adha 1432 H: semangat berkorban, semangat peduli untuk sesama. dan semangat bersama-
sama menyelamatkan bumi” 
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Maximus  dan  Puncak Carstensz 
 
 
 
 

Kisah dimulai ketika Penulis sedang melakukan perjalanan ke Timika 1 
September 2010 untuk menghadiri Workshop Zonasi TN Lorentz, salah satu dari 
enam World Heritage yang dimiliki Indonesia saat ini. Dari diskusi selama 
workshop, membawa penulis pada kenyataan tragis tentang Otonomi Khusus 
(Otsus) Papua. Informasi Otsus tersebut justru bukan dari forum Workshop Zonasi 
TN Lorentz, tetapi dari salah satu peserta, yaitu si Max (Maximus Tipogau) - salah 
satu inisiator dan pengelola Adventure Carstensz. Carstensz adalah salah satu dari 
dua puncak gunung bersalju di tropis (satu puncak lagi di Gunung Kilimanjaro, 
Afrika). Salah satu latar belakang TN Lorentz menjadi Warisan Dunia adalah 
karena keunikan salju abadi di tropis tersebut. Saat itu Maximus bercerita (atau 
lebih tepat dikatakan secagai curhat), bahwa dana Otsus tidak sampai ke 
masyarakat, entah menguap kemana. Lalu dihubungkan dengan apa yang 
diberikan TN Lorentz kepada masyarakat? Apalagi TNL sebagai World Heritage, 
penyumbang kesehatan udara kepada dunia. 

Ia menawarkan organisasinya yang dapat secara langsung menyentuh 
masyarakat, dengan membangun paket wisata naik gunung ke puncak Carstenzs, 
di ketinggian 4,000 m dpl kepada turis mancanegara. Paket 11 hari ke puncak yang 
mereka hargai 9,000 s/d 11,000 USD. Bakar batu, cara hidup masyarakat asli di 
Dusun Ugimba dimana ia lahir dan dibesarkan, dapat pula menjadi wahana 
menarik disamping pendakian tersebut. Intinya bahwa orang Papua harusnya 
dapat manfaat dari kegiatan wisata alam yang tidak merusak seperti itu. Menarik 
dapat mengetahui bagaimana (masyarakat) Papua selalu tertinggal dengan pola-
pola pembangunan yang seperti itu. Sesuatu harus kita lakukan dan ia 
menawarkan small-scale investment namun nyata seperti itu. Max adalah contoh dari 
rakyat Papua yang dengan pikiran sederhana tetapi jitu, menterjemahkan apa yang 
diperlukan rakyat Papua di pedalaman sana. 

Website Maximus dapat diakses di www.adventurecarstensz.com. Ia 
menyatakan “Puji Tuhan” telah dipertemukan dengan penulis, yang sejak awal 
workshop sudah tune-in dan mendapatkan chemistry-nya, dilanjutkan dengan 
tukar menukar nomor hape. Diskusi berlanjut di kamar 605, Hotel Serayu, Timika. 
Pertemuan-pertemuan di dunia ini sudah diatur dari atas sana dan penulis percaya 
itu semua. Salah satu putra Papua yang go global dengan ‘menjual’ alam Papua 
tanpa merusak. Sungguh menarik mendapatkan partner dalam perjalanan penulis 
mencoba mendiskripsikan ‘proses menjadi’ manusia-manusia ‘konservasi’ itu. 
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Ada satu hal menarik sekaligus mengherankan, Max dapat masuk ruang 
tunggu Bandara Freeport yang terkenal ketat itu, hanya untuk mengejar penulis 
memberikan file dia yang berisi kegiatannya selama ini di pendakian Carsentsz. Ia 
menyatakan bahwa sebenarnya PT Freeport, raksasa tambang yang berbatasan 
dengan Cartensz itu, bisa pula membantu dalam program CSR-nya, membantu 
lembaganya berarti juga akan membantu TN Lorentz. Apapun agenda ia ‘mengejar’ 
penulis - bahkan sampai ke Jakarta, yang ia merasakan mungkin adalah 
ditemukannya frekuensi yang sama, dalam hal bagaimana sikap kita terhadap 
masyarakat. Maximus mungkin salah satu putra Papua yang sadar akan 
pentingnya mengentaskan dan mengangkat masyarakat Papua masih masih jauh 
tertinggal dalam sebagian besar aspek kehidupan. 

Penulis langsung mengontak Qiqi Bau - Yapeka dan Moko. Yang pertama, 
seorang dive master yang masih aktif menjadi pemandu lintas alam (termasuk laut), 
dan yang kedua mantan pendaki gunung jebolan Pecinta Alam Majestik Fakultas 
Hukum UGM. Mereka akan penulis minta membantu mewujudkan impian si 
Maximus. Tuhan menunjukkannya dengan perjalanan ke Papua kali ini, 
kemungkinan-kemungkinan yang tidak terduga, dan semoga membawa 
pencerahan bagi kita semua ke depan. 

Sampai dengan saat ini, kami di Jakarta belum mampu secara konrkit 
membantu atau memfasilitasi Maximus dalam mewujudkan mimpi-mimpi 
besarnya: memanfaatkan sumberdaya alam Papua yang menakjubkan itu tanpa 
harus merusaknya. Saat ini, PT Freeport baru membantu Maximus dalam beberapa 
kegiatan, misalnya dalam kegiatan bersih sampah di puncak, sebagai akibat 
kegiatan pendakian yang tidak bertanggungjawab. 

Siapa diantara ribuan pecinta lingkungan Indonesia yang tertarik 
membantu Maximus, putra Papua ini, yang dengan kaki tangannya sendiri mulai 
membangun ekowisata trekking puncak Carstensz…? Silakan menghubungi 
Maximus melalui website-nya. 

 

Catatan: 
Artikel ini penulis bagi ke blog, sebagai salah satu cara penulis membayar “hutang” kepada 
Maximus dan masyarakat di Ugimba, yang telah lama meminta dukungan penulis untuk 
merealisasikan mimpi-mimpi Maximus dan harapan masyarakat Ugimba….” (Juanda 15, 7 
November 2011). 
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Model dan Konsep Kelola Kawasan Lindung 
 
 
 

Anatomi Kawasan Lindung 

Kawasan lindung dapat berupa hutan lindung, kawasan konservasi (KK) - yang 
menurut UU No.5 tahun 1990 terdiri dari kawasan suaka alam (cagar alam dan 
suaka margasatwa), kawasan pelestarian alam (taman nasional, taman hutan raya - 
Tahura, dan taman wisata alam); kawasan sempadan pantai, sempadan sungai, dan 
sebagainya. Saat ini, terdapat lebih dari 27,2 juta KK yang tersebar di seluruh 
Indonesia, dimana 58% nya berstatus sebagai taman nasional. 

Kawasan lindung khususnya kawasan-kawasan konservasi sebagai sumber daya 
alam yang dapat diperbaharui (renewable resources) memiliki karakter dan anatomi 
sebagai berikut: 

(a) Irriversibel – ‘(non) renewable resource’ 

Sebagian besar ahli/pakar di bidang botani dan konservasi biologi percaya 
bahwa sumber daya hutan di KK, apalagi hutan hujan tropis merupakan sumber 
daya yang tidak dapat atau sulit sekali pulih ketika telah mengalami 
kerusakan/degradasi. Dr. Kuswata Kartawinata, pakar hutan tropis, yang telah 
pernah membuat plot permanen di TN Gunung Leuser, khususnya di Besitang, 
menyatakan bahwa diperlukan waktu tidak kurang dari 170 tahun untuk 
mengembalikan kerusakan hutan tropis dataran rendah di Besitang. Ini suatu 
contoh bahwa sangat sulit untuk memulihkannya (Baca: Recovery of a lowland 
Dipterocarp forest twenty years after selective logging at Sekundur, Gunung Leuser 
National Park-Reinwardtia Vo.12, Part 3, PP: 237-255). Bahkan, beberapa pakar 
menyimpulkan hutan hujan tropis termasuk yang berada di dataran rendah 
layaknya seperti minyak bumi, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui 
(non renewable resource). Kecepatan kerusakan hutan hujan dataran rendah 
laksana deret ukur, sedangkan kemampuan merehabilitasi hanya mengikuti 
deret hitung. Ciri ini nantinya akan berimplikasi pada prinsip pengelolaannya 
yang harus menerapkan prinsip kehati-hatian (precautionary principle). 

(b) Benefit beyond boundary 

Ciri khas yang kedua dari sumber daya hutan hujan tropis ini adalah nilai 
manfaatnya yang mengalir jauh sampai di luar batas-batas hutan. Oleh karena 
itu, kita mengenal konsep hulu-hilir dalam pengelolaan daerah aliran sungai 
(DAS). TN Gunung Gede Pangrango yang luasnya hanya sekitar 21.000 Ha, 
ternyata melindungi 3 hulu DAS penting, yaitu Citarum, Ciliwung, dan 
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Cimandiri. Tidak kurang dari 150 desa di Kabupaten Sukabumi, Bogor, dan 
Cianjur bergantung pada kawasan taman nasional ini untuk suplai air. Ada 
baiknya dibaca artikel terkait dengan peran TNGGP ini di AgroIndonesia Vol V 
Nomor 235; 3-9 Februari 2009 atau dapat dilihat 
di www.konservasiwiratno.blogspot.com, dengan judul yang sama. Belum 
termasuk penyerapan karbon, pendorong wisata Puncak, sumber air kemasan, 
air konsumsi, pencegahan bahaya banjir, longsor, dan kesuburan tanah 
pertanian, perkebunan, dan sebagainya. Lebih lanjut bisa baca hasil kajian 
Wiratno, dkk (2004) dengan judul: Valuation of Mt Gede Pangrango National Park. 
Information Book Series 2. Balai TN Gunung Gede Pangrango. Untuk 
mengetahui benefit beyond boundary, maka dilakukan economic valuation. Hal ini 
sudah pernah dilakukan di beberapa taman nasional, seperti TN Gunung Leuser 
(oleh Bekkering - DHV Belanda); TN Batang Gadis (Conservation International 
Indonesia); TN Bunaken (NRM Project), dan sebagainya. 

(c) Common Pool Resource 

Sumber daya di KK tergolong ke dalam common pool resource. Ia seperti lautan, 
padang pasir, gurun, yang karena luasnya (jutaan hektare), maka manusia 
(pemerintah, masyarakat, swasta) kesulitan dalam mengelolanya secara lestari. 
Upaya privatisasi terhadapnya sangat mahal. Adakah pemerintah yang mampu 
memagari laut yang 2/3 luas bumi itu? hanya beberapa ribu hektare pun sangat 
mahal. Mooring Buoy yang dipasang di ujung batas TN Kepulauan Seribu, 
dengan harga Rp 300 juta/buah, tidak lama kemudian lampu suarnya sudah 
hilang dicuri. Lampunya yang produksi dari Jerman dengan tenaga listrik 
dari solar cell pun sangat mahal (30 juta rupiah/buah). Persoalan privatisasi atau 
biaya menjaganya sangat mahal dan hampir tidak mungkin dilakukan. 
Pencurian sumber daya laut Indonesia oleh nelayan asing juga bukti lain yang 
memperkuat fakta-fakta ini. Implikasi dari ciri khas atau sifat-sifat ini adalah 
perlunya negosiasi, kolaborasi, atau penjagaan dan pemanfaatan bersama para 
pihak itu. 

(d) Long-term Goals 

Pengelolaan KK memiliki perspektif dan tujuan-tujuan jangka panjang, lintas 
generasi, 100-200 tahun yang akan datang. Sementara itu, kepentingan manusia 
cenderung pendek. Harian, bulanan, tahunan, dan maksimal lima tahun 
(kelompok politik). Tipologi ini menyebabkan penilaian yang rendah terhadap 
KK. Antara lain, dengan investasi yang tidak sepadan dengan manfaatkan yang 
didapatkan oleh publik. Hal ini menjadi tantangan bagi seluruh penggiat 
konservasi, dosen, pakar, LSM, pemerintah, swasta, dan masyarakat. Nafsu 
antroposentrisme - manusialah yang berkuasa dan menguasai alam dan sumber 
daya alam, dengan sikap yang ingin selalu menghabiskan secepat-cepatnya 
menjadi kecenderungan yang umum terjadi, apabila kita berhubungan sumber 
daya alam. 

(e) Multipurpose Benefits 

Kawasan konservasi memiliki manfaat yang sangat beragam. Sebagian kecil 
yang mampu diungkap oleh manusia. Sebagian besar lainnya masih menjadi 
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rahasia, bahkan oleh kemampuan manusia dengan ilmu pengetahuan yang ada 
saat ini - Gunawan Muhammad. Kesalingterhubungan antara komponen biotik, 
abiotik, membentuk beragam asosiasi, pola ketergantungan, saling memberi dan 
menerima, dalam situasi yang sangat rumit dan dinamis, mulai dari lantai hutan 
sampai ke tingkatan tajuk tertingginya; dari hutan pegunungan tinggi, rajutan 
sungai-sungainya hingga kawasan pantai, rawa, lautan. Salah satu rantai 
keterhubungan itu putus atau diganggu, akan mengganggu pola-pola 
pertumbuhan, dinamika dan keseimbangan pada seluruh rangkaian baik pada 
tingkatan spesies sampai ke tingkat ekosistem/ habitat, dan akibatnya pada 
menurunnya kualitas lingkungan hidup yang akan merugikan manusia. Emil 
Salim dalam bukunya Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi (Penerbit Kompas, 
2010) menyatakan bahwa daya dukung alam dapat ditingkatkan melalui 
pendekatan eco-development. Dalam rangka eco-develompent tersebut, Indonesia 
yang pada tahun 2000 saja sudah berpenduduk 206 juta, Indonesia menghadapi 
tiga masalah lingkungan hidup yang pokok, yaitu: air, tanah, dan manusia. 

Arahan Pengelolaan KK 

KK dikelola berdasarkan tujuan pengelolaannya, yang tercantum baik di surat 
keputusan Menteri Kehutanan maupun tersebut di dalam Rencana 
Pengelolaannya. Namun demikian, tidak semua kawasan konservasi ditunjuk/ 
ditetapkan dengan latar belakang dan tujuan pengelolaan yang jelas atau eksplisit. 
Beberapa taman nasional ditunjuk/ ditetapkan dengan tujuan yang jelas; TN Ujung 
Kulon untuk perlindungan habitat dan kelestarian badak Jawa (Rhenoceros 
sondaecus); TN Bali Barat untuk perlindungan curik Bali (Leucopsar roschildi); TN 
Komodo untuk perlindungan kadal raksasa (Varanus komodoensis). Beberapa taman 
nasional ditunjuk/ ditetapkan untuk perlindungan beberapa species dan 
habitatnya. Namun demikian, ada yang sangat khas, misalnya TN Bukit Duabelas 
di Jambi, ditetapkan untuk melindungi tempat hidup Suku Anak Dalam, bukan 
semata-mata untuk kepentingan perlindungan biodiversiti. 

Pengelolaan KK harus mempertimbangkan tujuan pengelolaannya, yang 
diterjemahkan ke dalam zonasi-zonasi. Berdasarkan Permenhut No.56 tahun 2006, 
suatu taman nasional dibagi ke dalam zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan, 
dan zona-zona lainnya sesuai dengan keperluannya. Pada umumnya, beberapa 
taman nasional perairan (Wakatobi, Karimunjawa, Takabonerate) mengalokasikan 
zona pemanfaatan tradisional atau pemanfaatan lokal hampir 80-90% dari luas 
taman nasional tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kepentingan dan akses 
masyarakat yang tinggal di sekitar dan di dalam kawasan tetap dijaga dan dijamin. 
Zonasi di TN Kayan Mentarang, yang difasilitasi oleh WWF merupakan contoh 
bagaimana proses penyusunan zonasi yang partisipatif, dengan zona pemanfaatan 
tradisional yang porsinya cukup besar. Di TNKM ini bahkan dibentuk Dewan 
Penentu Kebijakan yang anggotanya terdiri dari banyak pihak, termasuk 
masyarakat adat setempat. 

Dengan terbitnya PP Nomor 28 tahun 2011, tentang Pengelolaan Kawasan Suaka 
Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, sebagai pengganti PP No.68, menegaskan 
hal-hal baru: 
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a. Penataan Kawasan 

Kawasan konservasi harus dikelola berdasarkan zonasi dan ditata sampai ke 
tingkat manajemen terkecil yang disebut sebagai “resort”. Dalam Renstra Ditjen 
PHKA (2010-2014), seluruh taman nasional di 50 lokasi harus dikelola berbasis 
resort, berbasis lapangan, tapak atau site. Tujuannya agar berbagai persoalan dapat 
diselesaikan atau dicegah menjadi membesar dan semakin kompleks. Berbagai 
potensi dapat dikembangkan bersama masyarakat sehingga dapat memberikan 
kemanfaatan nyata bagi masyarakat. Masyarakat setempat harus diposisikan 
sebagai bagian dari subyek pengelolaan, harus menjadi bagian dari solusi 
pengelolaan kawasan konservasi. Dengan demikian, pemerintah daerah juga harus 
dilibatkan di dalamya sejak dari perencanaan kawasan konservasi. 

b. Restorasi Ekosistem 

Kawasan konservasi yang mengalami berbagai tingkatan kerusakan akibat illegal 
logging, perambahan, kebakaran, harus direstorasi berdasarkan karakteristik 
biofisik, sosial ekonomi, dan tujuan-tujuan pengelolaannya. Saat ini, diperkirakan 
seluas 500.000 Ha kawasan konservasi mengalami berbagai tingkat kerusakan. TN 
Gunung Leuser mengalami degradasi hutan hujan tropis di wilayah Kab Langkat 
seluas 20.000 Ha, 4000 Ha di antaranya berubah total menjadi kebun sawit ilegal; 
Seluas 8.000 Ha kawasan perluasan TN Tesso Nilo di Riau telah dikapling dan 
ditanami sawit; seluas 31.000 Ha di Sikincau, TN Bukit Barisan Selatan telah 
dikuasai kelompok perambah penanam kopi-yang mulai merebak sejak tahun 
1998/1999. Restorasi menghadapi tantangan yang sangat berat ketika keadaan telah 
sangat tidak terkontrol dan dikuasai kelompok-kelompok yang sangat kuat dengan 
jaringannya yang juga sangat solid, melibatkan modal besar. Restorasi akhirnya 
tidak semata-mata menanam, namun menjadi lebih luas dari itu, menyangkut 
persoalan sosial, ekonomi, penegakan hukum, penjagaan kawasan, membangun 
banyak negosiasi dan kesepakatan- kesepakatan dengan masyarakat setempat yang 
diharapkan bersedia membantu merestorasi kawasan konservasi yang rusak itu. 

c. Kerjasama Multipihak 

Pengelolaan multipihak, kolaborasi, kemitraan dengan para pihak harus terus 
dikembangkan. Hal ini penting karena kemampuan pemerintah terbatas, dan 
banyak pihak yang bersedia membantu pengelolaan KK, termasuk masyarakat 
setempat harus dilibatkan dalam pengelolaan secara proporsional dan sesuai 
dengan aspirasi masyarakat. Kerja sama juga terus dikembangkan G2G (bilateral) 
antar pemerintah, pemerintah-swasta; pemerintah-masyarakat/ LSM. Logika 
pengelolaan kawasan konservasi multipihak ini juga didorong oleh karakter 
kawasan konservasi sebagaimana diuraikan di atas. Privatisasi maupun 
pengelolaan oleh pemerintah belum mampu menunjukkan hasilnya yang nyata. 
Kawasan konservasi dengan luasan 5.000-6.000 Ha pun sebaiknya dikelola 
bersama, dengan berbagai skema kerja sama. 

d. Pembangunan Koridor 

Dengan perubahan penggunaan lahan di sekitar KK, yang cenderung monokultur 
skala besar (perkebunan sawit, karet, cokelat, hutan tanaman industri), 
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pembangunan jaringan jalan telah berkontribusi pada proses fragmentasi habitat 
satwa liar dan mengakibatkan meningkatnya konflik manusia-satwa liar, 
sebagaimana terjadi di hampir seluruh Sumatera; kasus-kasus orangutan di Kaltim, 
dan sebagainya. Maka pembangunan koridor antar kawasan konservasi, 
sebagaimana dicetuskan dalam “Peta Jalan Menuju Penyelamatan Visi Sumatera 
2020: Visi 2020, yang dibangun oleh inisiatif lintas Kementerian (Kementerian 
Dalam Negeri, Pekerjaan Umum, Kehutanan, Lingkungan Hidup, Bappenas, 
Menko Perek) dan Forum Tata Ruang Sumatera. Realisasi dari perencanaan 
tersebut sudah menjadi kebutuhan bersama yang mendesak dilaksanakan, bukan 
terjebak menjadi sekadar “dokumen perencanaan”. Sebelum dokumen Visi 
Sumatera 2020 ini lahir, telah diawali oleh Kesepakatan 10 Gubernur se-Sumatera, 
pada 18 September 2008, dengan 3 tujuan: (1) Penataan ruang Pulau Sumatera 
berbasis ekosistem, (2) Restorasi kawasan kritis untuk perlindungan sistem 
kehidupan, dan (3) Melindungi kawasan yang memiliki nilai penting perlindungan 
sistem kehidupan, keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim. 

e. Pengembangan Daerah Penyangga 

PP 28/2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian 
Alam, mengamanatkan dibangunnya daerah penyangga di sekitar kawasan 
konservasi. Apabila kawasa penyangganya berupa kawasan hutan, maka Menteri 
Kehutanan akan menetapkan Daerah Penyangga, yang akan ditindaklanjuti 
dengan program-program yang akan membantu pengamanan kawasan konservasi 
yang disangganya. Apabila kawasan penyangganya adalah APL (lahan 
masyarakat, desa, kampung, tanah ulayah, dsb), perkebunan besar, dan 
sebagainya, maka gubernur atau bupati akan menetapkannya. Sinergitas antara 
program pengelolaan kawasan konservasi dan penyangganya diharapkan dapat 
menyelesaikan berbagai persoalan antara ‘park-people relationship”. Kawasan 
konservasi dapat dijadikan sumber plasma nutfah yang dapat dan seharusnya 
dikembangkan di daerah penyangganya. 

Diskusi 

1. Pekerjaan besar membangun kawasan Pegunungan Muller sebagai World 
Heritage, maupun pembangunan koridornya, Muller Schwaner - TN Bukit Baka 
Bukit Raya, dalam payung besarnya Heart of Borneo, sudah sepatutnya didukung 
seluruh pihak, baik di pusat dan terutama di daerah. Baik pemerintah, swasta, 
LSM, tokoh-tokoh masyarakat. 

2. Tantangan terbesar dalam pengembangan program-program lintas sektor jangka 
panjang ini antara lain diperlukannya “nafas panjang”, program multi years, dan 
bangunan komunikasi multi pihak yang konsisten dan dikawal dengan ketat. 
Inisiatif WWF Indonesia dalam mengawal proses jangka panjang ini tentu sangat 
penting, dan sebaiknya terus dilanjutkan. Mungkin diperlukan minimal 10-15 
tahun untuk kita dapat menuai hasilnya. Sebagaimana 

3. Tantangan yang lebih konkrit dan harus bisa dibuktikan khususnya bagi 
pemerintah daerah dan masyarakat adalah bagaimana para ilmuwan, pakar, dan 
pemerintah bisa memberikan opsi-opsi pembangunan, dengan menjelaskan 
dampak ekonomi, sosial, ekonomi, dan lingkungan: konservasi jangka panjang 
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vs tambang jangka pendek; konservasi vs perkebunan; Kajian-kajian yang 
dilakukan oleh WWF/Heart of Borneo Program , sejak tahun 2008 s/d 2011 ini 
tentunya mampu menjawab berbagai tantangan itu. Penulis belum melihat 
adanya kajian Valuasi Ekonomi kawasan ini. Valuasi ekonomi akan dapat 
menjawab berbagai opsi penggunaan lahan. Valuasi ekonomi akan mengungkap 
nilai langsung (direct values) maupun tak langsung (indirect values) dari kawasan 
ini. Bagaimana hasil-hasil kajian itu juga dapat membantu Pemda dalam 
menyiapkan berbagai opsi rencana pembangunan di daerahnya masing-masing 
dengan lebih rasional yang didukung data dan informasi spasial dan non spasial 
yang valid, dengan tetap mempertimbangkan aspirasi masyarakat, dan 
keseimbangan antara aspek ekonomi-ekologi-sosial/budaya. 

4. Tantangan lainnya adalah bagaimana melibatkan pihak swasta, baik yang 
bergerak di bidang pertambangan migas, mineral, perkebunan skala besar. Baik 
dalam sinergi program maupun pendanaannya; lembaga-lembaga internasional, 
bila nantinya kawasan menjadi world heritage yang akan ditetapkan oleh 
UNESCO, berdasarkan usulan pemerintah Indonesia. 

5. Implikasi menjadi world heritage harus dipertimbangkan dari sejak awal 
pengusulannya. Pengalaman pengusulan dan pengelolaan 3 TN di Sumatera (TN 
Gunung Leuser, TN Kerinci Seblat, dan TN Bukit Barisan Selatan), perlu menjadi 
perhatian kita bersama. Menjadi world heritage berarti siap untuk dievaluasi 
oleh World Heritage Committee, setiap tahunnya, sedangkan dukungan 
pendanaan internasional sangat bergantung pada usaha pemerintah Indonesia 
dan mitra kerjanya. 

6. Tantangan bagi pemerintah pusat adalah bagaimana mendorong policy 
insentives khususnya bagi kabupaten-kabupaten dan provinsi yang mendukung 
program jangka panjang ini? Bappenas bersama-sama Menko Perekonomian 
dapat berperan sentral dalam mendorong lahirnya policy insentive ini, dengan 
mengkoordinasikannya dengan sektor-sektor pembangunan terkait di tingkat 
pusat. Ide kabupaten konservasi harus dilanjutkan kembali sehingga dapat 
menjadi percontohan di wilayah ini. Dana Alokasi Khusus (DAK) harusnya bisa 
dialokasikan bagi kabupaten-kabupaten yang telah terbukti mendukung inisiatif 
konservasi skala lansekap ini. Desa-desa di wilayah perbatasan kawasan ini 
harus mendapatkan prioritas lebih dalam hal layanan kesehatan, kualitas sarana 
dan prasarana pendidikan, ketersediaan air bersih, listrik, dan semua kebutuhan 
dasar bagi masyarakatnya.*** 
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Bintang-bintang di Lokalatih RBM 

 
 
 
 

Lokalatih RBM ini ditujukan untuk membangun kesepahaman 17 UPT se-
Sumatera dan Jawa Barat pada tanggal 11-13 Juli 2011, di Permata Hotel, Bogor. 
Kesadaran tentang bagaimana membangun RBM di setiap UPT tersebut. Salah satu 
yang menjadi bintang selama 3 hari lokalatih tersebut adalah Ahmad Munawir. Dia 
bersama Ecky, Fifin, dan Mojo melakukan reformasi sistem perencanaan TN Siberut 
yang sudah bertahun-tahun dibuat di belakang meja kantor Balai TN Siberut di 
Padang, dirubah menjadi proses perencanaan dari bawah dengan melibatkan 
mereka yang bekerja di lapangan, di tingkat resort. 

Bagaimana proses reformasi perencanaan tersebut bisa terjadi? Mas Wira 
(panggilan akrab Ahmad Munawir) mengatakan bahwa dalam pergaulannya 
dengan Koen Meyers – UNESCO-lah yang membantunya menjadi pribadi yang 
lebih terbuka dan harus melakukan sesuatu untuk perbaikan sistem perencanaan 
dan sistem kerja ke depan. Membangun kebersamaan, komunikasi di seluruh 
jajaran staf taman nasional menjadi bagian dari awal perbaikan tersebut. Tidak 
menyalahkan masa lalu, namun lebih berorientasi bagaimana ke depan lebih baik, 
adalah sikap yang menjadi modal dasar. 

Dalam buku Yudi Latih: Negara Kesejahteraan, pernyataan yang sangat 
tepat adalah bahwa filosofi negara kita dibangun atas dasar apa yang disebut 
sebagai “Politic of Hope”, politik harapan. Indonesia yang berketuhanan, Indonesia 
merdeka, berkeadilan, dan seterusnya…” bukan “Politic of Fear”, bukan politik 
ancaman, yang membuat kita menjadi gamang. Perbaikan ke depan tanpa terlalu 
sibuk dengan masa lalu yang buram, merupakan strategi sangat tepat. 

Wira dan tim reformasinya melakukan strategi sebagaimana yang 
dinyatakan oleh pakar Yudi Latif tersebut. Penulis baru menyadari betapa 
perubahan mendasar di Balai TN Siberut telah dilakukan dengan berani namun 
dengan cara yang santun. Peserta lokalatih banyak yang berdecak kagum, dan 
akhirnya mempertanyakan apakah setelah ia pindah ke Jakarta, sistem itu tetap 
berjalan? Fifin -- satu-satunya lulusan SKMA yang sebentar lagi akan menempuh 
S3 di IPB, dan mengikuti lokalatih tersebut -- menjawab bahwa sistem itu tetap 
berjalan sampai saat ini. Betapa perlu waktu beberapa tahun untuk melakukan 
perubahan itu (tahun 1998 TN Siberut ditunjuk dan baru 2003 sistem bottom up 
planning bisa dimulai). Artinya memerlukan waktu lebih dari 15 tahun sampai 
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dengan sekelompok staf muda berani mengusulkan perbaikan sistem perencanaan 
yang lebih terbuka dan mulai dari bawah, dari fakta-fakta dan kebutuhan lapangan. 

Bintang kedua dalam Lokalatih tersebut adalah Keleng Ukur Sembiring, 
Kepala Resort Cita Raja, TN Gunung Leuser. Mengundang Keleng Ukur tidak 
mudah. Harus mendapatkan ijin Kepala Balai Besar. Kepala resort diundang 
berbagi pengalaman di forum nasional, suatu yang membuat staf lain terheran-
heran. Ada apa gerangan? Ia berangkat dengan sangu tiket dan bekal dari Ahtu, 
anak muda staf TN Gunung Leuser, lulusan Unila yang handal dan jernih hatinya, 
serta terlibat penuh di areal restorasi, Sei Serdang, tempat Keleng Ukur bekerja 
selama lebih dari 2,5 tahun menjaga di lapangan. 

Pada hari kedua RBM, penulis berbicara dengan Ami - bagian 
Kepegawaian Ditjen PHKA, bahwa Keleng Ukur layak diusulkan untuk dapat 
penghargaan Menhut di acara Rekernis PHKA. Tidak ada hitungan detik, Ami 
sudah berkomunikasi dengan Pak Sekditjen - Hartono, pencetus dan penerap RBM 
di TN Alas Purwao selama 3 tahun penuh. Dan pada hari terakhir workshop, di 
pagi hari, Ami meminta CV dan prestasi Pak Keleng untuk diajukan ke Dirjen 
PHKA. Singkat kata, di pembukaan Rakernis PHKA tanggal 18 Juli 2011, Keleng 
bersama 14 orang lainnya dari mitra PHKA, PPNS, dan pegawai Ditjen PHKA 
lainnya, mendapatkan Penghargaan Menteri Kehutanan. 

Pak Keleng Ukur mendapatkan penghargaan sebagai pegawai yang bekerja 
penuh dedikasi di daerah terpencil (dedikasinya menjaga area restorasi di Sei 
Serdang, TN Gunung Leuser). Ia mengakui dua bahwa ia didampingi oleh dua 
orang “guru”: Suer Suryadi dan Ujang Wisnu Barata, di samping inisiator lainnya, 
Ratna Hendratmoko dan Subhan. Empat serangkai penerus generasi Leuser pasca 
penulis meninggalkan tugas di Leuser (2005-2007). Suer yang meng-upload foto 
Keleng Ukur sedang bersalaman dengan Menteri Kehutanan-Bapak Zulkifli Hasan 
di Facebook, mendapatkan sambutan meriah dari mereka yang mengetahui sejarah 
perjuangan penyelesaian perambahan Besitang dan sekitarnya. Keleng Ukur 
adalah sebuah pembuktian bahwa bila hutan dijaga-dengan hati, keringat, dan 
kesabaran, akan berbuahkan buah yang manis, yaitu pulihnya ekosistem, semakin 
fahamnya masyarakat setempat akan pentingnya menjaga hutan, dan semakin 
riuhnya suara satwa datang kembali ke “rumahnya” yang dulu dirambah sawit 
dengan suara chainsaw yang nggegirisi itu....sebuah awal baru tentang menjaga 
hutan, yang sudah diperintahkan di PP 28/2011. 

Sehari sebelum penyerahan penghargaan, Pak Andy Basrul diskusi di 
ruang kerja penulis, ia berencana akan meminta Pak Keleng tugas di Resort Sekoci. 
Keleng Ukur akan membenahi Seksi Besitang. Mungkin setelah 3 kali gagal 
menyelesaikan Besitang melalui jalur pengerahan polisi dan tentara dalam jumlah 
besar, Pak Andy mulai memahami bahwa Besitang adalah satu fenomena yang 
tidak biasa. Ia mulai faham tim internal belum atau tidak solid. Bawa senjata pun 
tak berguna, karena staf Besitang tidak berani mencabut satu batang sawit pun 
……” 

Lokalatih RBM kali ini spesial karena mengundang inspirator dan 
motivator bak ‘sekelas’ Mario Teguh: Mas Tri Wibowo dan Mas Suhariyanto. Yang 
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pertama bergaya blak-blakan dikombinasi dengan curahan kontemplatif spiritual 
plus urakan. Mas Tri memiliki pengalaman panjang 3 dekade bekerja di lapangan. 
Yang kedua, gaya orator, lugas, melalui BB-nya beliau mensitir banyak koleksi 
cerita inspiratif dan akhirnya memang mengalir deras sampai akhirnya terpaksa 
distop moderatornya - penulis sendiri. Jago-jago senior ini memang layak dapat 
bintang. Peserta RBM tersihir dengan pesona mereka, sampai akhir sesi yang molor 
sampai 1 jam lebih. Pribadi-pribadi yang mengesankan dan sayang kalau kita 
generasi muda konservasi tidak bercermin dari mereka yang malang melintang di 
“dunia persilatan” konservasi alam Indonesia***. 

 
Catatan: Artikel ini penulis persembahkan kepada mereka-mereka yang dengan hati dan 
semangat bekerja di lapangan, dengan medan yang berat penuh tantangan, namun tetap 
tersenyum dan mampu menunjukkan hasil karya nyata yang tentu akan diwariskan kepada 
kita semua. Dokumentasi dalam artikel ini dimaksudkan untuk membuat kita terjaga dan 
faham akan sejarah pendahulu kita, maupun figur-figur tua dan muda yang mampu 
membelokkan atau merubah sejarah konservasi alam. Artikel ini juga merupakan bagian dari 
Sub Bab Buku yang sedang penulis siapkan, namun belum tahu kapan akan diterbitkan, 
dengan judul: “Manusia-manusia Konservasi” (Juanda 15, Bogor, 21 Oktober 2011) 
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10 Filosofi Hidup Orang Jawa 

 
 
 
 

Dalam berbagai kesempatan sepanjang 2010 terutama, penulis 
berkomunikasi via BBM dengan Mas Suhariyanto. Ia adalah seorang rimbawan 
kelahiran Blora ini yang telah kenyang asam garam bekerja lebih dari 30 tahun di 
bidang kehutanan, yang pernah menjabat Dirjen PHKA, Dirjen BPK, Inspektur 
Jenderal, dan staf khusus Menteri Kehutanan. Salah satu dari sekian 
banyak sharing informasi itu adalah pesan panjang-nya (bukan pesan pendek lagi) 
melalui blackberry massanger pada Agustus 2010, mengingatkan akan 10 filosofi 
hidup orang Jawa, yang diuraikan sebagai berikut: 

(1) Kesatu: Urip iku urup. Hidup itu menyala, hidup itu hendaknya dapat 
memberi manfaat bagi orang lain di sekitar kita. Semakin besar manfaat yang 
dapat kita berikan tentu lebih baik. 

(2) Kedua: Memayu hayuning bawana, ambrasta dur hangkara. Manusia hidup di 
dunia harus mengusahakan keselamatan (manusia sebagai khalifah), 
kebahagiaan, dan kesejahteraan, serta memberantas sifat angkara murka, 
serakah dan tamak. 

(3) Ketiga: Sura dira jayadiningrat, lebur dening pangastuti. Segala sifat keras hati, 
picik, angkara murka, hanya bisa dikalahkan dengan sikap bijak, lembut hati 
dan sabar. 

(4) Keempat: Ngluruk tanpa bala, menang tan ngasorake, sekti tanpa aji-aji, sugih tanpa 
bandha. Berjuang tanpa membawa massa, menang tanpa merendahkan atau 
mempermalukan, berwibawa tanpa mengandalkan kekuasaan, kekayaan, 
atau keturunan, kaya tanpa didasari kebendaan. 

(5) Kelima: Datan serik lamun ketaman, datan susah lamun kelangan. Jangan 
gampang sakit hati manakala musibah menimpa diri, jangan bersedih 
manakala kehilangan sesuatu. 

(6) Keenam: Aja gumunan, aja getunan, aja kagentan, aja aleman. Jangan mudah 
terheran-heran, jangan mudah menyesal, jangan mudah terkejut, jangan 
mudah kolokan atau manja. 

(7) Ketujuh: Aja Kathungkul marang kalungguhan, kadonyan lan kemareman. Jangan 
terobsesi atau terkungkung oleh keinginan untuk memperoleh kedudukan, 
kebendaan, dan kepuasan duniawi. 

(8) Kedelapan: Aja keminter mundak keblinger, aja cidra mundak cilaka. Jangan 
merasa paling pandai agar tidak salah arah, jangan suka berbuat curang agar 
tidak celaka. 
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(9) Kesembilan: Aja milik barang kang melok, aja mangro mundak kendho. Jangan 
tergiur oleh hal-hal yang mewah, cantik, dan indah, jangan berfikir mendua 
agar tidak kendor niat dan semangat. 

(10) Kesepuluh: Aja adigang, adigung, adiguna. Jangan sok kuasa, sok besar, sok 
sakti. 

Kesepuluh intisari falsafah Jawa rasanya perlu kita renungkan, resapi, dan 
sekaligus kita perlu kritisi apakah nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat 
kita jadikan salah satu acuan dalam menyikapi hidup kita, sebagai manusia-
manusia yang peduli akan kelestarian lingkungan, kelestarian hutan untuk 
kesejahteraan manusia. Mereka yang peduli akan alam dan lingkungan ini ternyata 
banyak dan di antaranya dari kalangan orang-orang biasa yang hasil karyanya 
tidak biasa. Beberapa contoh itu adalah: 

a) Tri Mumpuni - Pendekar Lingkungan Hidup 2008. Ia mampu menggerakkan 
masyarakat dan menjadi motor pembangunan mikro (mini) hidro yang 
menghasilkan listrik di 60 lokasi tersebar di seluruh Indonesia. Usahanya 
membentang dalam tempo tidak kurang dari 17 tahun (Berita TransTV 17 
Agustus 2010; jam 21:48). Puluhan penghargaan diterimanya dari berbagai 
kalangan, antara lain sebagai Climate Hero dari WWF, dan terakhir ia 
memperoleh penghargaan Ramon Magsaysay dari pemerintah Filipina atas jasa-
jasanya yang luar biasa untuk kemanusiaan itu. 

b) Sutaji, manusia unggul, manusia biasa dari lereng Gunung Wilis, Kabupaten 
Nganjuk, yang berhasil menghijaukan kembali 61 hektare kawasan hutan yang 
rusak akibat euforia reformasi adalah contoh nyata, sebagaimana dimuat di 
Harian Kompas 26 Agustus 2010. Inisiatif pribadi itu akhirnya didukung oleh 
banyak pihak, dan telah menghasilkan perbaikan kondisi lingkungan dengan 
mengalirnya kembali 40 sumber mata air yang dapat mengairi ribuan hektare 
sawah di lembah dan mendorong mengembangkan wisata alam. Petani dari 
Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Ngajuk yang tidak lulus sekolah 
dasar itu telah menjadi contoh nyata bagi kita semua. Kasus ini mengusik tidur 
lelap kita bahwa ternyata kesadaran lingkungan tidak selalu berkorelasi dengan 
tingkat pendidikan. Sutaji membuktikan hal tersebut dalam waktu 10 tahun. 

c) Eny Sudarmonowaty, yang beritanya dimuat pada tanggal 20 Agustus 2010 oleh 
Harian Kompas. Berita tentang orasi Eny Sudarmonowati, sebelum dikukuhkan 
sebagai Profesor Riset. Ia sejak 1992 melakukan penelitian intensif pemuliaan 
pohon hutan. Salah satu yang dipilih adalah sengon-salah satu jenis pohon cepat 
tumbuh (fast growing spesies) yang penting untuk rehabilitasi hutan atau 
dikembangkan sebagai penghasil kayu perkakas ringan. Hasil rekayasa genetik 
yang dilakukannya telah membuat pertumbuhan sengon 1,5 kali lebih cepat dari 
sengon bukan hasil rekayasa. Diprediksi, panen yang semula menunggu 15 
tahun bisa diperpendek menjadi 7 tahun saja. Hasil dialog penulis melalui pesan 
pendek kepada Prof Eny (20/08/2010) jam 9:14, terungkap bahwa ia melakukan 
penelitian juga tentang Acacia mangium transgenik. Ada sengon mutan hasil 
radiasi sinar gamma, yang tahan hidup di lahan ex-tailing, jadi kemungkinan 
besar bisa untuk bioremediasi. Ribuan hektare lahan eks pertambangan dapat 
segera dihijaukan dengan hasil riset ini. Di samping asyik bekerja di 
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laboratorium, Prof Eny S juga menginisiasi organisasi lingkungan dengan nama 
Jakarta Green Monster - yang didukung pihak swasta menanam mangrove di 
pantai Utara Jakarta setiap menjelang buka puasa. Betapa menariknya 
mengetahui, manusia-manusia unggul di bidang penelitian, yang ditekuni 
bertahun-tahun, seperti yang diberitakan Kompas 3 hari setelah hari 
kemerdekaan Indonesia. Tak kalah dengan hasil-hasil penelitian dari peneliti 
manca negara. Hasil risetnya tentu harus didukung dengan kebijakan 
pemerintah untuk mengadopsinya, dan mengujicobakannya di tingkat 
lapangan. 

Tugas Pemerintah sebagai fasilitator seperti ini yang seringkali ditunggu-tunggu 
oleh para peneliti unggul seperti ini. Dan tentu masih banyak hasil-hasil 
penelitian di bidang kehutanan yang semestinya dihargai dan yang lebih penting 
bagaimana dari research to action. Betapa lamanya proses riset untuk 
mendapatkan hasil yang memuaskan seperti menurut Ray Asmoro, manusia 
unggul juga harus memiliki kongruensi (congruency), yaitu terciptanya 
keselarasan antara pikiran, emosi, dan tindakan. Berfikir tanpa bertindak hanya 
akan membuahkan ide atau gagasan. Dibutuhkan tindakan tertentu untuk 
menjadikan ide dan gagasan itu menjadi kenyataan. Dalam hal riset sengon, 
diperlukan tindakan-tindakan dengan ketekunan yang tinggi serta waktu sangat 
panjang untuk membuahkan hasil. Manusia konservasi sudah selayaknya 
memiliki sifat dan sikap kongruen(si) ini, sebagai modal dasar untuk menggapai 
impiannya membantu menyelamatkan alam. 

Renungan Diri 

Tentu saja, sepuluh filosofi orang Jawa itu sebenarnya juga berlaku universal. 
Bukan eksklusif miliki orang Jawa saja, walaupun kesepuluh filosofi itu digali 
dalam khasanah budaya dan praktik laku orang Jawa. Beberapa contoh manusia 
unggul sebagaimana yang diungkap oleh Kompas dalam berbagai kesempatan itu 
telah menunjukkan bahwa pribadi-pribadi unggul itu jauh dari kesan pamer, 
mencari sensasi. Sebagian besar tindakan dan karyanya diabadikan dan 
dikontribusikan untuk sebesar-besarnya kemanfaatan orang banyak, masyarakat 
luas, dan bukan hanya sekadar bagi kepuasan dirinya. Maka, patut kita renungkan 
kesepuluh nilai-nilai atau filosofi itu, sebagai cerminan bagi kita semua, untuk tidak 
silau akan keduniaan yang fana ini. Lebih membangun kesadaran diri untuk selalu 
bermanfaat bagi sesamanya, bahkan bagi mahluk lain yang hidup dan berhak 
hidup di muka bumi ini.*** 

Catatan: 
Ucapan terima kasih, penghargaan dan respect tidak terhingga, penulis haturkan kepada 
Kangmas Suhariyanto. Ia salah satu pribadi unggul dan unik dalam belantara 
antroposentrisme yang mewabah saat ini. Contoh nyata dan sikap hidupnya telah langsung 
berkontribusi dan mewarnai pemikiran dan menginspirasi banyak generasi muda yang 
peduli pada kelestarian lingkungan dalam arti seluas-luasnya. Buku yang ditulisnya, 
dengan judul “Mengalir Tanpa Batas” menjadi pegangan bagi kita rimbawan Indonesia. 
Artikel ini, penulis sampaikan sebagai bentuk lain dari rasa hormat itu. “Matur nuwun, 
Kangmas…” 
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Peran Raja dalam Konservasi: Pelajaran dari Bhutan 
 

 

Bhutan, negeri yang luasnya 38.394 Km2 menjadi salah satu benteng di 
bagian timur jajaran Pegunungan Himalaya, terletak di ketinggian 590,55 ft sampai 
dengan 24,770,3 ft. Berbatasan dengan dataran tinggi Tibet di China ke arah Utara 
dan Selatan, dan Timur-Barat bertentangga dengan India. Bhutan dikenal dengan 
julukan “Druk Yul” yang artinya ”Land of the Thunder Dragon”. Bhutan masih 
menutup diri, sampai tahun 1960 dimana negara ini membuka dirinya untuk dunia 
modern dan memulai proses pembangunan ekonomi dan sosialnya. 

Visi 

Pada tahun 2000, di bawah Yang Mulia Raja Bhutan Ke Empat, dicanangkan filosofi 
tentang pembangunan di satu sisi dan perlindungan lingkungan. Filosofi ini 
memiliki nilai spiritual, emosional, bagi kesejahteraan masyarakat, dan dikenal 
sebagai “Gross National Happines” (GNH). Keputusan-keputusan ekonomi di 
Bhutan, sangat ditentukan oleh berbagai pertimbangan budaya, agama, sosial, dan 

Hutan di Pegunungan Tinggi (>3.000 mdpl) di Kaki Himalaya (Wiratno) 
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lingkungan. GNH ditopang oleh 4 pilar, yaitu: pelestarian budaya, keseimbangan 
antara pengembangan sosial-ekonomi, kepemerintahan yang baik (good 
governance), dan perlindungan atau konservasi lingkungan. Berdasarkan filosofi 
GNH tersebut, Bhutan telah menyusun dokumen Bhutan 2020, yang berisikan 
tujuan pembangunan dan prioritas dalam perspektif 20 tahun, prinsip-prinsip 
kunci untuk memberikan arahan dalam proses pembangunan tersebut. 

Zona Ekologi 

Bhutan dibagi ke dalam 3 zona ekologi, yaitu zona alpin (> 4000 m), zona temperate 
(1000-4000 m), dan zona sub-tropikal (200-1000 m). Puncak tertinggi adalah 
Jhomolhari di bagian barat, pada ketinggian 7.314 m dan masih terdapat 9 puncak 
lainnya pada ketinggian di atas 7.000 m. Di bagian utara, terdapat puncak Himalaya 
bersalju pada ketinggian di atas 7.500 m memanjang sepanjang perbatasan Bhutan-
China. Di bagian utara Bhutan, terdiri dari jajaran puncak-puncak pegunungan 
glasial dengan iklim artik pada puncak ketinggiannya, yang membentuk sebagian 
sungai-sungai besar Bhutan yang menghasilkan hidro-power. Sebagian besar listrik 
hasil dari PLTA ini diekspor ke India, negeri tetangganya dan sebaliknya berbagai 
jenis barang-barang produksi India mengalir di pasar-pasar di Bhutan. 

Land use 

Berdasarkan kondisi alam yang bergunung-gunung pada ketinggian yang seperti 
itu, maka pemerintah Bhutan menetapkan 72,5 % adalah kawasan hutan, 7,7% 
lahan pertanian, 0,1% hortikultur, 3,9% lahan peternakan, pemukiman 0,1% dan 
sisanya 15,7% adalah kawasan tertutup es, batu cadas, aliran sungai-sungai, dan 
sebagainya. Hutan-hutan di Bhutan didominasi oleh broadleaf forest (34,3%), hutan 
konifer (26,5%), scrub forest (8,1%), hutan campuran (broadleaf dan konifer) sekitar 
3,4%), dan hutan tanaman 0,2%. 

Sejarah Konservasi 

Konservasi ternyata bukan konsep baru. Masyarakat Bhutan telah lama hidup 
selaras dengan alam berabad yang lalu. Dinyatakan oleh Raja ke Empat Bhutan 
bahwa,“Telah berabad-abad, masyarakat Bhutan memiliki sumberdaya alam dan telah 
menjaganya sebagai sumber kehidupan. Penggunaan sumberdaya alam secara tradisional 
itu telah membawa kehidupan sampai Abad 20 dengan kondisi lingkungan yang masih kaya 
dan utuh. Kami berharap masih melanjutkan kehidupan yang selaras dengan alam untuk 
dapat mewariskan warisan kekayaan alam ini bagi generasi mendatang..” 

Sejarah Kawasan Konservasi 

Seperti negara-negara lainnya, Bhutan memulai menetapkan kawasan 
konservasinya pada tahun 1960an, pertama kali membuka isolasi negara setelah 
berabad-abad menutup diri. Taman Nasional Royal Manas ditetapkan pada tahun 
1966. Tetapi konsep pengelolaan taman nasional baru ditetapkan pada tahun 1974 
dengan deklarasi 8 taman nasional di bagian Utara dan Selatan, dan ditambah 
penetapan beberapa kawasan konservasi pada tahun 1983. Pada tahun yang sama 
3 kawasan konservasi digabung untuk membentuk Suaka Margasatwa Jigme Dorji, 
yang meliputi seluruh kawasan di Utara dari Bhutan. Dalam perkembangannya, 
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pada tahun 1993 dibentuklah 4 taman nasional, 4 suaka margasatwa, dan 1 cagar 
alam.*** 

 

* Artikel ini disarikan dari bahan-bahan Tiger Landscape Conservation Workshop di 
Thimpu, Bhutan; 28-31 Mei 2011 

** Telah dipublikasikan di www.konservasiwiratno.blogspot.com pada tanggal 16 Oktober 
2011 
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Paradigma Komunikasi Habermas 
 
 
 
 
 

Habermas merupakan tokoh berikutnya setelah generasi pertama dari 
Sekolah Frankfurt*). Ia dikenal sebagai penerus dan pembaharu Teori Kritis 
Mazhab Frankfurt. Ia mengoreksi Marx yang menyatakan bahwa manusia sebagai 
homo faber, mahluk pekerja, mahluk produktif. Habermas menegaskan rasio 
merupakan sesuatu yang berkaitan erat dengan kemampuan linguistik manusia. 
Sebagai ganti dari “paradigma kerja”, rasio didasarkan pada “paradigma 
komunikasi”. Manusia adalah mahluk komunikasi yang mencapai 
kebermaknaannya melalui proses komunikasi. Implikasi dari “paradigma 
komunikasi” ini adalah memahami praxis emansipatoris sebagai dialog-dialog 
komunikatif dan tindakan-tindakan komunikatif yang menghasilkan pencerahan. 
Dalam konteks komunikasi ini, perjuangan kelas dan revolusi politik dalam 
pandangan Marxisme klasik diganti dengan perbincangan rasional dengan 
argumen-argumen yang berperan sebagai unsur emansipatoris. 

Habermas mengembangkan “teori tindakan komunikasi”. Menurutnya, 
komunikasi yang sehat adalah komunikasi yang ditandai oleh kebebasan tiap 
partisipan untuk menentang klaim-klaim tanpa rasa takut akan tindakan 
kekerasan, intimidasi, dan sebagainya. Dalam komunikasi yang sehat, tiap 
partisipan memiliki kesempatan yang sama untuk bicara, membuat keputusan, 
menampilkan diri, mengajukan klaim normatif serta menentang pendapat 
partisipan lain. Dengan teori tindakan komunikasi, Habermas hendak 
menunjukkan kemampuan manusia untuk melakukan pencerahan diri lewat 
proses komunikasi. Melalui kegiatan komunikasi, manusia dapat saling memahami 
dan membebaskan. Komunikasi akan menghasilkan konsensus-konsensus yang 
secara sadar dicapai oleh partisipan komunikasi tidak mengandung penindasan. 
Komunikasi juga dapat menyadarkan manusia modern dari penindasan pemilik 
modal buta. Melalui komunikasi, pencerahan dan pembebasan manusia dapat 
dicapai. 

Habermas dan Konservasi Alam 

Teori tindakan komunikasi yang dikembangkan Habermas, menurut penulis 
sangat relevan untuk diujicobakan dan agar menjadi bagian dari strategi dalam 
mengkomunikasikan kebijakan melindungi kawasan-kawasan tertentu (berbagai 
tipe ekosistem di daratan dan perairan), baik atas nama Undang-undang, maupun 
dengan alasan demi kepentingan jangka panjang kemanusiaan yang lintas generasi. 
Relevansi tersebut didasarkan atas fakta-fakta penting sebagai berikut: 
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1. Kawasan konservasi di Indonesia yang luasnya kini mencapai 27,2 juta Ha, 
sebagian besar ditetapkan melalui keputusan sepihak (top-down), yang terjadi 
baik pada masa penjajahan maupun setelah kemerdekaan. Keterlibatan publik 
sangat terbatas. Dalam perkembangannya, terutama era pasca reformasi, 
beberapa kawasan konservasi diusulkan oleh pemerintah daerah. Hal ini masih 
diiringi dengan rendahnya komunikasi dan sosialisasi kepada para pihak 
tentang keberadaan atau manfaat kawasan konservasi bagi publik. Di beberapa 
kasus, kawasan konservasi dianggap membatasi atau meniadakan akses publik 
ke dalam kawasan untuk menunjang kehidupannya. Hal ini kemudian 
menimbulkan berbagai bentuk kritik, konflik horizontal dan vertikal, penolakan, 
dan sebagainya. Pembentukan TN Merapi, dipenuhi dengan protes dan 
demonstrasi walaupun kemudian tetap saja taman nasional tersebut ditetapkan. 

2. Kawasan konservasi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari persoalan 
keberadaan masyarakat dan pemerintah daerah di dalam maupun di sekitarnya. 
Beberapa di antaranya, kawasan konservasi harus dikelola secara serius dengan 
melibatkan masyarakat tradisional yang berada di dalamnya, seperti Taman 
Nasional Bukit Dua Belas (Suku Anak Dalam), TN Bukit Tiga Puluh (Suku 
Talang Mamak), TN Betung Kerihun dan TN Kayan Mentarang (Suku Dayak), 
TN Lorentz (suku-suku pegunungan). Beberapa kawasan konservasi juga 
menjadi wilayah pemerintah daerah seperti TN Wakatobi dan Kabupaten 
Wakatobi menyatu dalam 1 wilayah; Kepulauan Raja Ampat dan Kabupaten 
Raja Ampat; terdapat 10 kabupaten yang sebagian besar wilayahnya atau bahkan 
seluruhnya berada di dalam TN Lorentz. 

3. Nilai manfaat kawasan konservasi seringkali berjangka panjang, tidak langsung 
(environmental services, seperti perlindungan tata air, keseimbangan siklus 
hidrologi, penjaga kesuburan lahan, iklim mikro, pencegah banjir dan tanah 
longsor, penyedia jasa air, sungai sebagai jalur transportasi, dan lain sebagainya); 
ragam manfaat yang umumnya melewati batas-batasnya (ruang) pada skala 
lansekap (hulu-hilir) dan waktu yang panjang, sehingga sulit dipahami oleh para 
pihak khususnya mereka yang mempunyai kepentingan jangka pendek; mereka 
yang terdesak kebutuhannya akan lahan untuk berladang, berkebun, kayu, dan 
sebagainya. Argumentasi mempertahankan kawasan konservasi untuk 
perlindungan flora dan fauna menjadi sangat berat bila disandingkan dengan 
kepentingan konkrit jangka pendek seperti potensi tambang di dalamnya. TN 
Kutai yang mengalami kerusakan akibat perambahan, akhirnya dipicu dengan 
usulan pelepasan seluas 23.000 Ha (ada 7 desa di dua kecamatan), yang motif 
sebenarnya adalah adanya rencana penambangan batubara di dalam areal 
tersebut, yang telah diprediksi oleh ESDM, memiliki potensi 2,1 miliar metrik 
ton. Kasus ini merupakan kasus terbesar pertama di Indonesia yang dipicu 
meningkatnya permintaan pasar regional akan batubara dari Indonesia. 
Argumentasi perlindungan orangutan di TN Kutai menjadi sangat disepelekan 
dalam hitungan nilai ekonomi batubara tersebut. Bahkan ada upaya agar TN 
Kutai dihapuskan saja karena tidak dapat memberikan manfaat nyata bagi 
kepentingan masyarakat. 



Catatan Wisata Intelektual (2005-2020) 

358 
  

4. Sifat khas kawasan konservasi sebagai common pool resource menjadi perdebatan 
terbuka akan opsi manajemennya. Apakah negara (state) mampu mengelolanya. 
Atau diserahkan pada private? Atau dikelola secara bersama (kerja sama, 
kolaborasi, gotong royong). Pengelolaan bersama mensyaratkan dibangunnya 
kesepahaman, melalui berbagai tingkatan komunikasi multi pihak. Konsep 
pengelolaan Biosphere Reserve yang dikembangkan UNESCO, sebuah tawaran 
yang menarik, namun menghadapi tantangan yang berat di tingkat lapangan. 
Pola-pola pengelolaan kolaboratif seperti yang dikembangkan secara konsisten 
oleh WWF di TN Kayan Mentarang, masih pada tataran uji coba dan hasilnya 
masih belum bisa dinilai secara komprehensif. Saat ini, pola-pola kerja sama 
multi pihak masih pada tataran konsep. Masih menjadi “macan kertas”. 
Demikian pula Cagar Biosfer Giam Siak Kecil dan Bukit Baru di Riau, yang 
diinisiasi dan dimotori oleh swasta (PT Arara Abadi/Sinar Mas Group). SK 
Gubernur Riau tahun 2010 tentang Badan Pengelola masih belum bisa jalan, 
masih jadi "macan ompong”. Ini tantangan bagi kita semua pihak yang sudah 
bersepakat membangun kerja sama itu. 

Kontribusi Paradigma Komunikasi Habermas 

Mempertimbangkan berbagai tipologi kawasan konservasi, manfaatnya, sejarah 
pembentukan (top-down) dan tujuan pengelolaan dan dinamika daerah 
penyangganya, maka pengelola dalam hal ini pemerintah (state) perlu membangun 
strategi komunikasi, sebagaimana yang disarankan oleh Habermas. Komunikasi 
yang mampu memberikan pencerahan, yang bebas dari berbagai bentuk intervensi 
atau intimidasi, dan akhirnya dapat mendorong para pihak untuk mulai 
memahami apa arti penting kawasan-kawasan tersebut untuk dilindungi, mengapa 
mereka seharusnya berpartisipasi dalam pengelolaannya. Bukan komunikasi 
sepihak yang seringkali menggunakan bahasa “larangan”, bahasa hukum yang 
kering akan spirit dan pesan moral di balik berbagai bentuk larangan dan implikasi 
hukumnya itu. 

Siapa sasaran yang harus dituju dalam membangun komunikasi tersebut. 
Ternyata bukan hanya masyarakat di sekitar kawasan, justru kelompok-kelompok 
kepentingan yang bermotifkan bisnis-eksploitatif berskala besar; anggota 
parlemen, jajaran penegak hukum, dan bahkan media massa, juga harus menjadi 
sasaran komunikasi. 

Namun penulis ragu dengan pola komunikasi Habermas ini, bisa efektif 
mempengaruhi kelompok-kelompok pemodal besar yang mendalangi berbagai 
kegiatan ilegal di dalam kawasan konservasi, di Indonesia. Motif perambahan 
(sawit, kopi, cokelat, karet) dan pengrusakan kawasan konservasi, yang 
berkembang 10 tahun terakhir lebih didominasi oleh kelompok the greedy group. 
Bukan proses penyadaran melalui komunikasi yang diperlukan tetapi lebih kepada 
tegaknya hukum tanpa pandang bulu. Sedangkan masyarakat setempat atau 
masyarakat lokal yang bermotifkan ekonomi, keterbatasan lahan garapan, dan 
rendahnya aksesnya terhadap permodalan dan dukungan teknis, seharusnya 
menjadi bagian dari solusi dan target tindakan komunikasi yang sehat. 
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Masyarakat di Tangkahan, TN Gunung Leuser, wilayah Sumatera Utara, 
masyarakat penjaga hutan di Cagar Alam Gunung Simpang, merupakan contoh 
nyata bahwa telah dapat dibangun suatu layer kesadaran baru di tataran akar 
rumput yang bahkan mampu menjaga (baca: berpartisipasi dalam mengelola) 
kawasan konservasi, dan mendorong tumbuhnya ekonomi lokal, seperti 
pengembangan ekowisata berbasis masyarakat di Tangkahan, yang kemudian 
menumbuhkan kesadaran baru akan pentingnya menjaga hutan di sekitar desa 
tempat mereka tinggal. 

Kesadaran dalam menjaga hutan sebagai bagian dari membangkitkan 
kembali kedaulatan dan otonomi desa telah mendorong dibentuknya relawan 
warga desa untuk membantu jagawana menyelamatkan CA Gunung Simpang, 
dengan membentuk Raksabumi (artinya pemelihara bumi). Raksabumi bertugas 
menangangi masalah-masalah lingkungan . Kisah perjuangan masyarakat desa-
desa di sisi timur CA Gunung Simpang, ini telah didokumentasi dan dibukukan, 
dengan judul: Saatnya Kami “Berdaulat”. Sebuah cuplikan perjuangan masyarakat 
Gunung Simpang untuk membangun kembali peranannya dalam pengelolaan 
sumber daya alam. Disusun oleh Ridwan Soleh, salah satu tokoh kunci 
pendamping masyarakat, didukung oleh Pupung Nurwatha, Idah Faridah, dan 
Rasman Nuralam, buku tersebut diterbitkan oleh Subdit Pemolaan dan 
Pengembangan, Direktorat Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung, Ditjen 
PHKA, pada tahun 2010.*** 

 

* Sekolah Frankfurt merujuk pada gerakan intelektual yang dilakukan secara multidisipliner 
oleh sekelompok intelektual Jerman yang berpusat di kota Frankfurt, Jerman (Bagus Takwin, 
2003: Akar-akar Ideologi - Pengantar Kajian Konsep Ideologi dari Plato hingga Bourdieu. 
Jalasutra. 

** Telah dipublikasikan di www.konservasiwiratno.blogspot.com pada tanggal 4 Oktober 
2011 
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Manifesto Konservasi Alam: Sebuah Gagasan yang 
Mendesak 

 
Ditulis oleh: Wiratno dan Tim Juanda 15*) 

 
 
 

Membaca memang menjadi “jendela” menuju ketakterbatasan. Dengan 
membaca, kita dapat melalui “time tunnel”, lorong waktu berabad ke belakang. 
Melalui buku, kita dapat membayangkan masa depan, dengan fantasi dan impian 
hampir tak terhingga. Maka, manusia diperintahkan untuk membaca "iqra”, yang 
menjadi simbol menuju pencerahan dari kebutaan dan kegelapan. Meraih 
kebebasan dan kemerdekaan. Menuju kemungkinan-kemungkinan masa depan 
yang tak terhingga. “Membaca” dalam hal ini tentu saja tidak terbatas pada buku 
dalam arti harfiahnya. Buku itu juga berarti seluruh ciptaan-Nya. Membaca buku 
dalam arti luas adalah mencoba memahami seluruh ciptaan-Nya. Sumber daya 
alam di bawah perut bumi, hutan belantara, sungai, laut, gerakan lempeng benua 
yang ternyata menghasilkan palung laut, gempa tektonik, tsunami, mendorong 
evolusi mahluk di atasnya, kelahiran gunung-gunung api, angkasa luar tanpa batas 
adalah juga “buku” yang wajib kita memahami dan “membaca”nya. 

Indonesia, yang terbentang di antara dua lempeng benua dengan kekayaan 
alamnya yang melimpah, dengan jajaran gunung api aktifnya-ring of fire, menjadi 
daya tarik para penakluk dari negeri-negeri yang nun jauh di sana yang dipisahkan 
ribuan mil. Sejarah panjang itu, sudah selayaknya patut diangkat kembali, 
khususnya yang terkait dengan penaklukan sumber daya alam di hampir seluruh 
pelosok Nusantara. Beberapa catatan yang dapat diungkap dari buku-buku sejarah, 
sungguh sangat mengejutkan apabila kita mau menghubungkannya dengan masa 
kini. Satu hipotesis penulis coba ajukan, bahwasanya: “Indonesia sampai dengan 
saat ini tidak pernah lepas dari keterjajahan dan penjajahan serta keterpurukan”. 
Keterjajahan dalam perspektif sumber daya alam, yang tentunya juga terkait 
dengan belenggu politik ekonomi kapitalis, yang dimulai empat abad sejak VOC 
didirikan pada tahun 1601. Kronologi berikut, memperkuat hipotesa dan 
kemungkinan besar akan membuktikan kebenarannya. 

Periode Abad 14 - Akhir Abad 18 

Abad 14-15 adalah masa dimana kesukaan Dunia Barat akan tiga jenis perasa 
meningkat sangat tajam. Ketiga jenis perasa itu adalah cengkeh (Syzygium 
aromaticum), buah dan bunga pala (Myristica fragrans), dan lada (Piper nigrum). 
Perdagangan rempah-rempah inilah yang memicu penjelajahan ke Timur (Brazil, 
Afrika Barat dan Tanjung Harapan) oleh orang-orang Portugis dengan pelopor 
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Vasco da Gama, sekaligus menyebarkan bahasa Portugis menjadi lingua franca di 
daerah-daerah baru ini. Sejarah Asia Tenggara termasuk Hindia Belanda, dalam hal 
perniagaan (1450-1680), diuraikan dalam buku sejarah penting yang ditulis oleh 
Anthony Reid diterbitkan oleh Yale University (1993) dan 
diterjemahkan/diterbitkan oleh Yayasan Obor, 1999. 

Dalam perkembangannya, pada abad 16, Belanda dan Inggris dengan 
keahlian membangun kapal yang semakin hebat, membangun meriam, dan 
peralatan navigasi, sehingga dapat menempuh perjalanan lebih panjang, cepat dan 
aman, yang dapat mengalahkan kapal-kapal dari Lisbon. 

Sejarah penaklukan Nusantara sudah dimulai sejak mendaratnya sebuah 
armada kecil di akhir Juni 1596, terdiri dari empat kapal Belanda membuang sauh 
menjelang Banten yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Dengan 
kecerdikannya, dialah yang dapat melakukan perjanjian dengan Sultan Banten, 
yang akhirnya menjadi cikal bakal kolonialisme di Indonesia di kemudian hari. 
Sejak saat itulah, peranan Portugis dalam perdagangan rempah-rempah mulai 
memudar dan digantikan oleh Belanda dengan ekspedisi-ekspedisi selanjutnya. 
Tahun 1601, Portugis terusir dari Banten dan tahun 1605 Belanda mengambil alih 
seluruh kepulauan Maluku, termasuk Banda yang menghasilkan pala dan cengkeh. 
Tahun 1601 itulah kelahiran model bisnis yang menjadi dasar kapitalisme modern, 
dengan didirikannya sebuah perusahaan dagang, yaitu Vereenigde Oost - Indische 
Companie (VOC). 

Dinyatakan bahwa VOC mungkin menjadi perusahaan paling terkenal bagi 
para ahli sejarah karena telah memerintah sebagian besar Hindia Timur selama 2 
abad. Pada tahun 1618, Jan Pieterszoon Coen mempromosikan dirinya sebagai 
Gubernur Jenderal Hindia Timur keempat dan paling terkenal, yang mendirikan 
Batavia. Dalam perkembangannya, VOC akhirnya mengalami kebangkrutan yang 
memalukan dan korupsi pada tahun 1799. Sekelumit sejarah sangat penting ini 
dituliskan oleh Simon Winschester, dalam bukunya yang menjadi best seller dunia, 
yaitu: “Krakatoa. Saat Dunia Meledak: 27 Agustus 1883’. Ia mengaitkan kedatangan 
kapal-kapal Belanda pada pergantian ke abad ke-17 yang mengangkut para 
pembuat peta, yang diantaranya adalah Jan Huyghen van Linschoten, orang 
pertama yang membuat identifikasi positif tentang pulau-gunung api yang 
menyebabkan bencana di tahun-tahun mendatang: Gunung Krakatau! 

Di awal abad ke-17, tepatnya tahun 1714, ditandai dengan munculnya 
suatu gerakan baru konservasi alam. Hal ini ditandai dengan penyerahan sebidang 
tanah hutan seluas 6 hektare di Depok, milik C Chastelein untuk dikelola sebagai 
natuur reservaat. Gerakan ini nantinya akan diteruskan oleh Dr Koorders, 
mendirikan organisasi pertama yang bergerak di bidang perlindungan alam, pada 
tahun 1912. Jarak waktu yang panjang antara inisiatif C Chastelein dengan Dr. SH. 
Koorders membentang sepanjang 198 tahun atau hampir 2 abad! Sejarah ini 
diungkap dan dapat dibaca dalami Buku yang disiapkan oleh Wiratno, Daru 
Indriyo, dan Ahmad Syarifudin selama 2 tahun (1999-2000) dan akhirnya 
diterbitkan oleh Gibbon Foundation pada tahun 2001, dengan judul: Berkaca di 
Cermin Retak: Refleksi Konservasi dan Implikasinya bagi Pengelolaan Taman 
Nasional. 
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Periode Abad 18-19                                                                               c 

Apa yang terjadi pada periode 1800-1900 di Nusantara. Terdapat dua kelompok 
besar upaya penaklukan Nusantara. Pertama adalah ditemukannya Garis Wallace, 
oleh Alfred Russel Wallace. Ia memulai perjalanan ke Hindia Timur pada tahun 
1854 ke rangkaian Pulau. Ia yang dikenal sebagai bayang-bayang Darwin, 
mengajukan 2 pemikiran penting yaitu bahwa geografi sangatlah berpengaruh 
pada perkembangan biologi, dan bahwa spesies berasal dari seleksi alami atas jenis 
yang lebih disukai dalam variasi populasi apa saja. Ia adalah kolektor hebat, dengan 
jumlah koleksinya dari Nusantara berjumlah tidak kurang dari 125.660 spesimen 
tanaman, hewan, serangga dan burung. Ada 310 mamalia, 100 reptil, 83.000 
kumbang, 13.000 serangga lain, 8.000 burung, 13.000 kupu-kupu, dan .500 kulit 
kerang. 

Penelitiannya akan mahluk hidup dalam jumlah bear itu membawanya ke 
penantian yang dicarinya dan juga sekalian mendapatkan apa yang dicarinya. Ia 
tiba-tiba menyadari akan keberadaan evolusi dan mekanismenya. Ia dengan segera 
mengenali perbedaan mendasar antara dua populasi hewan dan tumbuhan 
mendasar di kepulauan yang telah dipilihnya itu. Demikian dituliskan oleh Simon 
Winchester adalah “Krakatoa” yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pada 
tahun 2010. Wallace menuliskannya catatan-catatannya dalam bukunya The 
Wonderful Century. Tulis dan gagasan tentang mekanisme evolusi yang dimintakan 
Darwin untuk mencarikan penerbit, ke pakar geologi Charles Lyell yang Darwin 
pikir akan terkesan, malahan membuat Darwin tergugah. Itulah gagasan yang 
sedang ia cari-cari, yang akhirnya menjadi pendorong kuat bagi Darwin untuk 
menyelesaikan buku besarnya, On the Origin of Species, referensi penting Wallace ke 
‘perjuangan keberadaan’ dan ‘yang terbaik yang selamat’ muncul sebagai kunci 
dari seluruh misteri yang ada. Walaupun Wallace tidak menerima pengangkatan 
sebagai ksatria, seperti sejawatnya yang lebih ningrat, misalnya Galton, 
Huxley.Lyell dan Hooker, ia menjadi anggota Order of Merit, yang bagi kebanyakan 
orang Britain dianggap lebih berharga. 

Wallace menyinggung mengenai kemunculan kembali dan pemisahan 
daratan luas menjadi pulau-pulau, dan hal-hal lain yang menyebabkan hewan-
hewan menjadi berada dalam isolasi lalu menjadi tetangga yang meskipun dekat, 
tapi tetap terpisah. Mekanisme yang menggerakkan semua geologi yang 
selanjutnya dikenal sebagai lempeng tektonik itu. Ia tak menyangka bahwa 
tumbukan tektonis yang telah membawa hewan dan burung itu bersama adalah 
tumbukan yang telah memberikan reputasi bagi Indonesia sebagai gelanggang 
gunung berapi di dunia, dengan gunung api yang sangat berbahaya, dengan 
Krakatoa sebagai salah satu contohnya. Dalam perjalanannya di Hindia Timur, 
Wallace sempat melakukan pendakian di Gunung Gede Pangrango pada tahun 
1861, sampai pada ketinggian 5000 kaki dan bahkan sampai 7.500 kaki di Kandang 
Badak (Buku: Mengenal Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, 2001). 

Sembilan tahun setelah Wallace melakukan penjelajahan ke Hindia 
Belanda, lahirlah Sijfert Hendrik Koorders, di Bandung, pada tanggal 29 Nopember 
1863. Koorders-lah yang akhirnya ditemukan oleh “sejarawan” Panji Yudistira, 
sebagai perintis konservasi alam di Indonesia. Buku yang sedang disiapkan oleh 
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Panji Yudistira berjudul: Peranan Dr. S.H. Koorders dalam Sejarah Perlindungan 
Alam di Indonesia. Dalam penelusuran dokumen tentang Koorders ini, ternyata 
Koorders telah berhasil mengumpulkan tidak kurang dari 150.000 spesimen dari 
Sumatera, Jawa, dan sebagian Sulawesi, dan tersimpan dalam 48.012 nomor dan 
tersimpan di Kebun Raya Bogor, di bawah naungan “Herbarium Koordersianium” 
Koleksi yang jumlahnya melebihi koleksi Alfered Russel Wallace, namun tidak 
sampai pada penemuan teori evolusi sebagaimana telah berhasil dilakukan oleh 
Wallace. 

Namun demikian, Koorders menjadi tokoh sangat penting dalam 
membangun gerakan konservasi alam melalui pendirian Perkumpulan 
Perlindungan Alam Hindia Belanda (Netherlandsch Indische Vereeniging tot 
Natuurbescherming), pada tahun 1912. Alfred Russel Wallace secara khusus 
memberikan penghargaan bahwa penemuan-penemuan Koorders ini sangat 
penting bagi ilmu pengetahuan. Hal ini dinyatakan dalam bukunya The World of 
Life (1910). Karya Koorders ini 60 tahun kemudian diakui sebagai fondasi 
penemuan di bidang botani khususnya flora pegunungan, oleh C.G.G.J.van Steenis, 
yang menyusun buku Flora Pegunungan Jawa pada tahun 1970 (?). 

Dari berbagai alur sejarah yang menggembirakan tersebut di atas, minimal 
adanya peran Alfred Russel Wallace dan Dr. S.H. Koorders, untuk kepentingan 
ilmu pengetahuan di Nusantara, terdapat pula sejarah yang mengenaskan tentang 
kerusakan alam. Pada abad yang sama, telah terjadi eksploitasi besar-besaran hutan 
jati di Pulau Jawa. Ketika VOC bangkrut pada akhir abad 18, tidak kurang dari 
650.000 Ha hutan jati di Jawa hancur dan tidak pernah direhabilitasi selama hampir 
2 abad (Anonymous, 1991 dalam Simon 1991 dikutip Wiratno,dkk, 2001). 

Ketika Junghuhn melakukan perjalanan ke seluruh Jawa pada tahun 1850, 
ia menemukan hutan-hutan pegunungan di Jawa telah dirubah menjadi 
perkebunan kopi dan eksploitasi untuk kayu bakar untuk mendukung industri gula 
pada saat itu. Ketika cultuurstelsel dihapus tahun 1870, lebih dari 300.000 Ha 
kawasan hutan pegunungan (1.000-1.700 m dpl) sudah dikonversi menjadi 
perkebunan kopi dan dikelola oleh swasta. 

Dalam waktu 100 tahun (19800-1900), pulau jawa telah kehilangan hutan 
seluas 7,3 juta Ha atau lebih dari 70%. Antara 1850-1930, sebagian besar hutan alam 
telah dikonversi menjadi pertanian dan perkebunan (Wiratno, dkk. 2001). Cerita 
tentang Jawa ini ternyata diulang kembali di era eksploitasi hutan tropis di 
Sumatera dan Kalimantan di era Orde Baru. 

Periode Abad 20: Era Kemerdekaan 

John Perkins dalam bukunya: “Membongkar Kejahatan Jaringan Internasional” 
yang diterbitkan pada tahun 2007., antara lain sebangai berikut: “Soekarno bersikap 
tegas menghadapi korporatokrasi. Sejak 1951 Soekarno membekukan konsesi bagi 
MNC melalui UU Nomor 44/1960 yang berbunyi, “seluruh pengelolaan minyak 
dan gas alam dilakukan negara atau perusahaan negara. Sejak merdeka, MNC 
berpegang pada perjanjian let alone agreement yang memustahilkan nasionalisasi 
dan mewajibkan MNC mempekerjakan pribumi lebih banyak daripada orang 
asing. Pembekuan konsesi membuat MNC kelabakan karena laba menurun. Tiga 
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besar (Stanvac, Caltex, dan Shell) meminta negosiasi ulang, namun Soekarno 
mengancam akan menjual seluruh konsesi ke negara-negara lain jika mereka 
menolak UU Nomor 44/1960. Soekarno menuntut Caltex menyuplai 53% dari 
kebutuhan domestik yang hasrus disuling Permina (kini Pertamina). Surplus tiga 
besar harus dipasarkan ke luar negeri, dan semua hasilnya diserahkan kepada 
pemerintah. Soekarno menuntut Caltex menyuplai kebutuhan minyak dalam 
negeri dan bBM dalam negeri. Formula pembagian laba ditetapkan 60% untuk 
pemerintah dalam mata uang asing dan 40% untuk Caltex yang dihitung dalam 
rupiah. Sejarah ini menunjukkan nasionalisme dan ketegasan Soekarno terhadap 
MNC yang bahkan sampai meminta bantuan presiden AS John F.Kennedy. 

Periode Abad 21: Era Orde Baru 

Setelah sejarah tentang tiga jenis komoditas yang saat ini kita dapat menilainya 
sebagai tidak berharga, pala, lada, dan cengkeh, sebagai latar penaklukan 
Nusantara, maka 7 abad kemudian di awal abad 21, Indonesia kembali takluk pada 
raksasa-raksasa ekonomi dunia. Tiga buku yang menurut penulis membuka sejarah 
dominasi barat terhadap timur, sebagaimana diungkapkan ole Kwik Kian Gie dan 
dimuat di Kompas (15 Agustus 2011) adalah: John Pilger: “The New Rulers of the 
World”; The Confession of an Economic Hit Man dan “Membongkar Kejahatan 
Jaringan Internasional, John Perkins, 2009.UFUK Press. Yang diterjemahkan dari 
“The Secret History of the American Empire” Copyright 2007. 

Dalam buku John Pilger tersebut dituliskan bahwa pada bulan November 
1967, The Life-Time Corporation mensponsori konferensi istimewa di Geneva, yang 
dalam waktu 3 hari merancang pengambilalihan Indonesia. Para peserta meliputi 
para kapitalis yang paling berkuasa di dunia, orang-orang seperti David 
Rockefeller. Raksasa Korporasi Barat diwakili oleh: perusahaan-perusahaan 
minyak, General Motors, Imperial Chemical Industries, British Leyland, British 
American Tobacco, American Express, Siemens, Goodyear, The International Paper 
Corporation, US Steel. 

Pada pertemuan tersebut, Indonesia diwakili oleh ekonom di bawah 
pimpinan Widjojo Nitisastro. Intisarinya adalah, Indonesia dibagi (dikapling). 
Freeport dapat bukit dengan tembaga di Papua Barat (saat ini ternyata terdapat 
kandungan emas, bukan hanya tembaga); Konsorsium di Eropa mendapat nikel di 
Papua Barat; Raksasa Alcoa mendapatkan bauksit; sekelompok perusahaan 
amerika, Jepang, dan Perancis mendapat hutan-hutan tropis di Sumatra, Papua 
Barat, dan Kalimantan; Sebuah Undang-undang penanaman modal segera 
disiapkan dan disodorkan kepada Presiden Soeharto. Maka lahirlah UU No.1 tahun 
1967. 

Di bidang kehutanan, inilah era eksploitasi hutan tropis secara mekanis dan 
besar2an. Menurut Wiratno, dkk (2001), pada tahun 1967 Indonesia mengekspor 4 
juta m3 log dan meningkat tajam menjadi 28 juta m3 sepuluh tahun kemudian 
dimana 75% diekspor. Tahun 1979, Indonesia telah mengontrol 41% ekspor log 
dunia senilai 2,1 miliar USD dan pada tahun 1985, meningkat senilai 3,6 miliar USD. 

Setelah 30 tahun berlangsung eksploitasi terutama di hutan-hutan tropis 
yang ditetapkan sebagai produksi di Sumatera dan Kalimantan, maka stok hutan 
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tropis tersebut telah habis saat ini. Hampir 60% dari hutan produksi telah berubah 
menjadi kawasan dengan status “open access”. Pada kawasan ini, terjadi 
pendudukan, pengkaplingan, penjarahan, dengan berbagai motif dan skalanya. 
Sebagian besar berubah mejadi kebun-kebun sawit yang mulai booming sejak 
periode 1990an, dan berlangsung sampai dengan saat ini. Kawasan konservasi di 
seluruh Sumatera saat ini telah dikelilingi oleh penggunaan lahan monokultur 
sawit. Banyak kawasan konservasi dirambah untuk ditanami sawit. TN Gunung 
Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, TN Tesso Nilo-Riau, mengalami 
kerusakan parah akibat perambahan sawit ini. Kecepatan okupasi perambah sawit 
di kedua taman nasional mencapai 5 Ha per hari. 

Di masa Orba, kontrak karya sistem PSA (profit sharing agreement), seolah-
olah menempatkan pemerintah sebagai pemilik, sementara MNC kontraktor. 
Padahal pada praktiknya MNC yang mengontrol ladang minyak yang 
mendatangkan laba berlipat ganda. PSA seolah-olah pembagian yang adil, padahal 
tidak. Klausul stabilisasi PSA mengatakan seluruh UU tidak berlaku bagi kegiatan 
MNC dalam rangka mencari laba dan tidak bisa jadi rujukan jika sengketa terjadi-
yang menjadi rujukan hukum internasional yang tak kenal kedaulatan atau 
kepentingan nasional. Cerita sukses sistem PSA di Indonesia dipraktikkan 
korporatokrasi untuk menguasai minyak bumi di Irak era pasca Saddam Hussein 
(Shambazy dalam Perkins, 2007). 

Bagaimana kondisi 2011? Koran Seputar Indonesia (26 September 2011, 
halaman 24), yang penulis baca sepanjang perjalanan Makasar-Jakarta, memuat 
artikel yang sangat pas dengan pokok bahasan tentang betapa dominasi asing 
masih terus berlangsung di Indonesia. Artikel dengan judul: “Dominasi Asing pada 
Sektor Energi” itu menyebutkan bahwa berdasarkan data dari Dirjen Migas - 
Kementerian ESDM, porsi operator minyak dan gas nasional hanya mencapai 25%, 
sedangkan sisanya 75% masih dikuasai asing. Dari total 225 blok migas yang 
dikelola kontraktor kerjasama (KKKS) non-Pertamina, sebanyak 120 blok 
dioperasikan perusahaan asing. Hanya 28 blok yang dioperasikan perusahaan 
nasional, selebihnya, 77 blok dioperasikan gabungan asing dan lokal. Situs BP 
Migas mengeluarkan data bahwa PT Chevron Pasific Indonesia yang beroperasi di 
Riau memiliki produksi minyak bumi terbesar dengan kapasitas 357.680.000 barel 
per hari. PT Pertamina EP hanya di peringkat kedua, dengan produksi 122.350.000 
barel per hari. Maka kondisi ini masih cerita lama tentang dominasi dan 
keterpurukan Indonesia. 

‘Manisfeto’ Konservasi Alam 

Merenungkan perjalanan sejarah Nusantara yang penuh dengan upaya penaklukan 
membentang dari abad 14 sampai dengan abad 21, selalu hadir figur-figur yang 
ternyata menjadi cikal bakal pergerakan penyelamatan alam, perlindungan alam, 
dan yang lebih berorientasi pada kepentingan science. Khususnya pada abad 17, 
dimana C. Chastelein menghibahkan sebidang tanah hutan seluas 6 Ha di Depok 
untuk dilindungi. Perlu waktu 2 abad sejak inisiatif Depok ini, lahir gerakan 
perlindungan alam oleh Dr. S.H. Koorders. Suatu rentang waktu yang sangat 
panjang, setelah tragedi perburuan burung cenderawasih (Cicinnurus magnificus) 
besar-besaran dan menjadi keprihatinan banyak pihak pada tahun 1914 yang 
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akhirnya ditolak oleh Amerika. Dr. S.H. Koorders memberikan pelajaran berharga 
bagi kita semua tentang pentingnya: riset, kajian lapangan, dokumentasi, dan 
membangun kerja sama untuk upaya perlindungan alam. 

Kelompok scientist ini seharusnya terus membangun jejaring kerja dan akan 
berlanjut sampai ke generasi selanjutnya. Rentang waktu 200 tahun antara C. 
Chastelein - Koorders tidak dapat kita ulangi lagi pada saat ini, dimana perubahan-
perubahan penggunaan lahan akibat perubahan geopolitik dan ekonomi regional-
global yang bergerak dalam skala waktu yang sangat cepat. Sumber daya hutan-
hutan tropis Indonesia tinggal yang berada di kawasan konservasi. Kondisinya saat 
ini sangat terancam akibat berbagai perkembangan pembangunan atas nama 
apapun, sebagaimana yang telah diuraikan dalam kejadian-kejadian dan berbagai 
kerusakan alam di Sumatera, Kalimantan, di Jawa, dan mengarah ke Indonesia 
bagian timur. 

Dari rempah-rempah, menuju era kayu tropis, migas, dan berlanjut ke era 
sawit, dan mineral yang merupakan non-renewable resource. Maka, sumber daya 
alam Indonesia akan terus menjadi sasaran eksploitasi dengan berbagai skema dan 
alasan politiknya, tanpa adanya upaya terstruktur dari negara untuk merubah 
politik ekonomi nasional. Ke depan, dalam tempo yang tidak terlalu lama, kawasan 
konservasi yang memiliki bahan tambang melimpah akan menjadi sasaran politik 
ekonomi MNC sebagaimana yang diuraikan John Perkins. Kawasan-kawasan 
tersebut antara lain di TN Kutai (batubara), TN Bogani Wartabone (emas), TN 
Lorentz (emas), SM Balairaja (migas), TN Bukit Baka Bukit Raya (emas), TN Batang 
Gadis (emas) yang saat Kemenhut telah digugat oleh Sorikmas Mining agar tetap 
bisa melakukan eksplorasi/eksploitasi walaupun sudah berubah dari hutan 
lindung menjadi taman nasional, dan masih berderet lagi kawasan-kawasan 
konservasi dengan potensi bahan tambangnya. 

Maka diperlukan sebuah ‘Manisfesto’ Sebuah pernyataan yang dibangun 
atas dasar kesadaran bersama yang mendalam tentang pentingnya membangun 
sikap mental dan landasan moral untuk secara kolektif melakukan gerakan 
bersama yang terpadu, solid, dan mengakar pada tradisi konservasi alam. 

Moralitas yang dibangun atas dasar kesadaran lintas generasi, lintas 
disiplin ilmu, lintas etnik dan budaya, lintas kepercayaan, lintas kepentingan, dan 
dengan latar belakang sejarah perjalanan panjang Nusantara sebagai bagian dan 
akibat dari perubahan-perubahan sejarah geologi, kebudayaan, serta masa depan 
dunia. Ke depan, semestinya kita yang menentukan perubahan sejarah dunia, 
bukanlah sebaliknya, kita selalu tunduk kepada para penakluk selama berabad-
abad lamanya. 

“Manifesto” Konservasi alam ini digagas dalam rangka untuk 
membelokkan dan berusaha membuat sejarah konservasi alam Nusantara ini. Kita 
bisa menentukan sejarah konservasi alam Indonesia, bukan lagi kita yang didikte 
untuk melakukan apa yang “mereka” kehendaki. Saatnya bertindak sekarang atau 
tidak samasekali. Modal untuk melakukan perubahan sejarah itu, kembali ke 4 
tradisi Koorder: 



Catatan Wisata Intelektual (2005-2020) 

367 
  

1) Riset, perlu dikembangkan riset-riset unggulan dan fokus pada bioteknologi 
berbasis sumber daya hutan dan kelautan. Hasil riset harus dijadikan bahan 
masukan untuk penyusunan kebijakan nasional yang berpihak pada 
kepentingan nasional. Harus diperkuat kerja sama lembaga riset antara LIPI, 
Litbang Kehutanan, Dewan Riset Nasional, BPPT untuk mendapatkan sinergitas 
hulu-hilir. 

2) Eksplorasi berbagai potensi sumber daya di lapangan harus dilakukan oleh 
putra-putri terbaik Indonesia untuk mencegah terjadinya eksploitasi riset yang 
dilakukan oleh negara-negara Utara. Kontrol terhadap riset-riset yang dilakukan 
oleh peneliti asing harus dipertegas dan diperketat untuk menghindarkan 
terjadinya pencurian intellectual property right milik masyarakat Indonesia. 

3) Dokumentasi harus dilakukan dalam rangka mempublikasikan hasil-hasil riset 
dan eksplorasi dalam berbagai bentuknya, seperti journal ilmiah internasional, 
buku-buku, promosi melalui film, video, dan sebagainya. 

4) Kerja sama dalam pendanaan konservasi alam jangka panjang, perlu didorong 
dalam bentuk trust fund konservasi alam yang melibatkan pemerintah, 
masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan pihak swasta. Dukungan 
pendanaan dari pemerintah negara-negara utara untuk kepentingan konservasi 
alam harus dijamin tidak bermotifkan politik etis atau model-model 
penghapusan hutan, sebagaimana yang telah terjadi selama ini.…*** 

 

* Tim Juanda 15: Wiratno, Nurman Hakim, Agus Mulyana, Roby Royana, Suer Surjadi, 
Iwan Setiawan, Ratna Hendratmoko, Ecky Saputra 

** Telah dipublikasikan di www.konservasiwiratno.blogspot.com pada tanggal 2 Oktober 
2011 
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Peran Carrier dalam Jaringan Konservasi Alam 
 
 

 

Carrier atau pembawa sifat adalah individu-individu yang memiliki 
kemampuan dan atau panggilan untuk menularkan beberapa sifat tertentu kepada 
seseorang atau beberapa orang dalam setiap perjumpaannya. “Penularan” sifat-
sifat ini dilakukan baik dengan sengaja (sadar) maupun tanpa sengaja (tidak sadar), 
yang dilakukannya ketika berinteraksi dengan siapa pun yang dijumpainya. 
Apalagi apabila ia si pembawa sifat tersebut dengan sadar membangun upaya yang 
terstruktur untuk dengan sengaja menularkan “virus” tersebut kepada target 
tertentu. 

Kita menyadari bahwa teknologi informasi telah membawa kita menjadi 
“one big family”, dan dunia hanya menjadi sekadar “one big village”. Mari kita ambil 
contoh nyata. Dengan bantuan “Google Engine”, saya ternyata mendapatkan 18.300 
artikel, buku, dan semua hal-hal yang tekait dengan dua kata: “konservasi” dan 
“wiratno”, dalam 0,20 detik! Teknologi informasi membuat jarak menjadi hampir 
tidak berarti lagi. Dengan bantuan Bisro Sya'bani - mantan staf saya di TN Gunung 
Leuser (2005-2007), saya dibuatkan blog. Tujuan utama dan satu-satunya agar saya 
bisa menyebarkan berbagai ide, gagasan, pendapat, analisis, dialog, dan sebagainya 
yang pernah saya lakukan, kepada semua pengguna internet dimana pun ia berada, 
di seluruh penjuru dunia. Blog yang berisi lebih dari 10 artikel dan resensi buku, 
itu telah dikunjungi 3.386 visitor. Antara tanggal 12-17 September 2011 dikunjungi 
65 visitor yang dipetakan dalam peta dunia melalui program ClustrMaps. 
Menariknya, di antara visitor blog itu, ada yang dari Mountain View-California, 
Colorado Spring, New York, dan Miami Florida. 

Saya tidak mengetahui prosesnya seperti apa. Yang jelas, IT telah 
membantu penyebaran gagasan,pendapat, disk ursus, data dan informasi dengan 
kecepatan setingkat detik. Hal yang tidak akan pernah terjadi 10-15 tahun yang lalu. 
Bahkan kejadian di belahan dunia lain dapat disaksikan dengan real-time di 
belahan lainnya. Pola tradisional dengan penerbitan buku/hard copy tidak akan 
pernah mampu mencapai khalayak dengan kecepatan seperti itu. Walaupun kita 
menyadari peran buku tidak akan pernah tergantikan dengan media digital 
tersebut. 

Generasi C  

Kekuatan IT sebagai “carrier” dalam arti fisik dan sebenarnya telah terbukti nyata. 
Semestinya tingkat kesadaran akan semakin meningkat dengan cakupannya yang 
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tentu sangat beragam, bukan saja tertuju pada pangsa pasar tertentu, tetapi dapat 
menyentuh siapapun yang berhubungan dengan internet. 

Sangat menari membaca buku Rhenald Kasali, berjudul “Cracking Zone” 
yang diterbitkan oleh Rumah Perubahan bekerja sama dengan Gramedia (2010). 
Tentu ulasan di dalamnya akan penulis kaitkan Gen-C sebagai “Carrier” dan dalam 
hubungan perannya mengubah arah konservasi alam di Indonesia. Bagaimana 
sikap kita dalam mengelola kawasan konservasi dalam dunia yang sudah berubah 
dengan cepat, dimana lahir generasi yang disebut oleh Rhenald Kasali sebagai 
‘Generasi C”, istilah yang pertama kali diperkenalkan oleh seorang peneliti dari 
Australia, Dan Pankraz. Generasi “C” dapat berarti content, connected, digital 
creative, cocreation, customize, curiousity, dan cyborg. C bisa berarti juga cyber, 
cracker, dan chameleon atau bunglon. Saya ingin memperluas interpretasi Generasi 
C juga dapat disebut sebagai “carrier”, sang pembawa pesan yang di dalamnya 
mengandung sifat-sifat tertentu yang berisi kesadaran tertentu akan pentingnya 
melindungi lingkungan, pola hidup hemat dan berbagai macam sikap mental yang 
pro-lingkungan menjadi content yang ditularkan, yang akhirnya mempengaruhi 
sikap mental, cara berfikir dan berperilaku yang mencerminkan kepeduliannya 
akan kelestarian habitat manusia di bumi, dalam arti seluas-luasnya . 

Gen C adalah generasi yang lahir di era teknologi informasi super canggih. 
Kasali menguraikan bahwa menurut survei Yahoo!, pengguna di Indonesia pada 
akhir tahun 2008 telah mencapai 24,5 juta orang dan 15 juta di antaranya mengakses 
lewat mobile device. Sekarang ketika handset dapat digunakan untuk mengakses 
dan menggunakan internet, pengguna internet bertambah berlipat-lipat. Di XL 
sepanjang tahun 2009, pengguna internet broadband meningkat 269%; Telkomsel 
melonjak 165% dan di Indosat naik 100%. Pada akhir tahun 2009, Indonesia 
menempati urutan ke-5 pengguna Facebook dan blog. Pada bulan Agustus 2010, 
pengguna Facebook telah di posisi ketiga, menggeser Prancis dan Italia. Blogger 
Indonesia berjumlah 600 ribu di tahun 2008 dan kini telah mencapai 1 juta. 

Walaupun blogger Indonesia telah mencapai 1 juta orang, namun penulis 
yakin apabila jumlah blogger yang menggumuli bidang lingkungan hidup dan atau 
konservasi alam tidak lebih dari 5% dari jumlah tersebut. Selalu, orang-orang yang 
peduli lingkungan menjadi sekadar kelompok minoritas. Hal ini harus dirubah. 
Harus semakin banyak kelompok-kelompok pemerhati lingkungan, pakar, praktisi, 
dan berkoneksi ke jaringan-jaringan digital dengan ukuran kecepatan per-sekian 
detik dalam mencapai tujuannya. 

Peran “Carrier” 

Kendaraan yang berupa IT telah tersedia. Semestinya memang harus kita 
manfaatkan untuk membangun kesadaran dan penyadaran multi pihak-multilayer 
yang dapat mengabaikan distance dan time. Dua faktor yang selalu menjadi 
penghambat tersebarnya data dan informasi. Tentu saja masih terdapat wilayah di 
Indonesia yang belum terjangkau koneksi IT tersebut. Namun ke depan, akan 
semakin terbuka peluang interkoneksi di hampir seluruh pelosok Indonesia. 

Carrier yang penulis maksud dalam artikel ini bukan hanya sebagai 
“pembawa” pesan melalui perangkat IT. Perannya lebih dari sekadar pembawa 
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pesan. Sebagaimana dalam ilmu genetika, ‘carrier” adalah si pembawa sifat-sifat 
yang akan diturunkan kepada keturunannya. Carrier berperan dalam membantu 
membangun kesadaran melalui simpul-simpul jaringan (net). Ketika simpul-
simpul yang disentuh oleh si pembawa sifat tersebut adalah simpul yang tepat, 
pada posisi,peran, dan waktu yang tepat, maka perubahan (change) menuju 
perbaikan di berbagai tingkatan, akan berlangsung dengan tempo yang lebih cepat. 

“Teori U” sebagai Kendaraan 

Sebuah teori yang dikembangkan oleh Dr. Otto Shcrammer dari MIT-Boston, 
adalah sebuah kendaraan yang penulis nilai cukup tepat apabila digunakan untuk 
menganalisis suatu hipotesis sebagai berikut: “bahwa penggunaan IT dalam 
membangun kesadaran kolektif baru pada tingkatan awal atau pada tahap 
“downloading” tidak mencukupi apabila tidak didukung dengan proses lanjutannya 
pada tahap seeing > sensing > presencing > visioning > prototiping > 
performing atau results achievements”. 

Maka, para pihak yang telah membaca berbagai artikel dalam blog: 
konservasiwiratno.blogspot.com baru menapaki tahapan pertama, yang dalam 
Teori U disebut sebagai proses downloading. Proses mengunggah data atau 
informasi. Walaupun demikian, tahapan ini tetaplah sangat penting dalam 
memperoleh bukan saja data, informasi, tetapi juga “knowledge” suatu pengetahuan 
atau diskursus baru yang terbuka untuk diperdebatkan. Maka sebuah artikel 
menarik akan merangsang si pembaca untuk melakukan olah pikir dan olah rasa. 
Ia bisa saja berhubungan dan membangun debat yang konstruksi dengan si blogger. 
Blogger senior dalam arti substansi, tentu menyimpan zip-file puluhan tahun tentang 
suatu disiplin ilmu tertentu atau pengalaman lapangan yang luas, mendalam, dan 
beragam. Ketika dapat dibangun komunikasi intensif, kesepahaman, dan bahkan 
mulai dapat dibangun suatu trust, suatu tingkat kepercayaan, maka tidak mustahil 
zip-file si blogger yang sudah puluhan tahun mengendap di kepala dan jiwanya, 
dapat atau biasanya di-passed on atau dibagikan kepada si penerima (reciever) 
tersebut. 

Dalam hal ini, maka tercapai dua keuntungan: Pertama, tongkat estafet 
mulai diserahterimakan dari generasi tua kepada generasi yang lebih muda, 
sehingga berbagai pengalaman berharga (baca: keberhasilan dan kegagalan) 
diserahkan, dibagikan, dan dianalisis bersama. Dengan demikian, generasi yang 
menerima transfer pengalaman itu bisa belajar dan tidak akan mengulang 
kesalahan yang sama yang terjadi di masa lalu. Kedua. Terjadi hubungan emosional 
bukan sekadar sambung pikir (open mind), tetapi secara bertahap mulai terjadi 
sambung rasa (open heart). Dari kedua proses tersebut, maka si penerima akan 
didorong atau terdorong untuk melakukan action yang berlanjut ke sistem berantai 
melalui simpul-simpul jaringannya. Suatu aksi atau tindakan bersama (movement) 
untuk melakukan suatu perubahan (change). Inilah tingkat kesadaran (awareness) 
yang mulai tumbuh yang sebenarnya didasari oleh kemauan atau kehendak 
melakukan perubahan. Pada tindakan yang didasarkan atas kesadaran ini didorong 
oleh suatu “open will”. 
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Di banyak kasus, seseorang sudah mencapai situasi “open mind” dan “open 
heart” namun berhenti saja pada level ini. Ia tahu, ia faham, tetapi tidak mau 
melakukan tindakan nyata (action) untuk memperbaiki atau mengubah keadaan. 
Motifnya memang beragam. Mungkin di level ini di mana open will-nya belum 
terjadi, karena memang niat melakukan sesuatu untuk melakukan perubahan ke 
arah yang lebih baik, memerlukan keterbukaan hati; perlu menghadirkan kembali 
(presencing) atau connectiong to source, dengan pertanyaan: “siapa saya?”, “mau 
kemana saya?” dan “apa panggilan hidup saya?” Teori U, menyampaikan 
pertanyaan, “What is my personal calling?” Apa panggilan hidup saya selaku pribadi 
maupun selaku profesional di bidang tertentu. Apa panggilan hidup saya sebagai 
konservasionis? Sebagai rimbawan? 

Salah satu peranan seorang sebagai “Carrier” adalah kemampuan 
seseorang yang mampu dengan cara dan motifnya sendiri untuk mendorong, 
membuka, merangsang suatu keadaan atau suasana yang kondusif akan 
munculnya proses awal munculnya kesadaran si penerima pesan atau umpan 
tersebut, untuk mulai bertanya pada dirinya, dengan pertanyaan, “What is my 
personal calling as a conservationist, as a forester….?” Dalam tahapan ini, tentu peranan 
Tuhan, Allah Swt - Yang Maha Agung, Yang Maha Berkendah, Yang Maha 
Mengetahui, sangat sentral. Dalam Teori U ini disebut 
sebagai precensing atau connecting to source. Maka, peranan Carrier sebenarnya 
sekedar membantu si penerima tongkat estafet tersebut untuk mendapatkan 
jalannya yang lebih mudah, tidak lagi meraba-raba dalam kegelapan yang tak 
menentu. Maka seorang Carrier, bukan saja sekedar membagikan data dan 
informasi. Ia mengalirkan spirit, ia menyampaikan semangat, mencangkokkan 
“pesan” tersembunyi dari proses aliran data dan infmormasi itu. Carrier bukan 
sekedar hardware, ia lebih berperan sebagai sofware. Setiap perjumpaan adalah 
sudah diatur oleh Tuhan. 

Perjumpaan antara Carrier dan Reciever sudah diatur-Nya. Kita menyadari 
bahwa Allah Swt tidak bermain dadu dalam setiap gerak dan penciptaan dunia. 
Maka, tak akan selembar daun jatuh di belantara tanpa seijin-
Nya. Carrier laksana the Massanger, si pembawa “pesan”, si pembawa “wahyu” atau 
“bisikan” dari atas, dan atas dasar kesadarannya, untuk disampaikan kepada 
publik. Maka, Carrier laksana pula seorang pendakwah. Pendakwa konservasi, 
mempraktikkan konservasi sebagai bagian dari setiap helaan nafas dan 
langkahnya. Maka, berbahagialah menjadi si pembawa pesan tersebut. Melalui 
simpul jaringan yang tepat, maka di Abad Informasi seperti saat ini, dalam 
hitungan detik, pesan telah sampai ke si penerima. Metode ini telah lama diadopsi 
oleh ESQ-165, yaitu menyampaikan pesan dakwah melalui pesan singkat. Penulis 
menerima pesan ESQ-165 sejak sebulan yang lalu dari simpul ESQ-165 di Lampung, 
setiap pagi, sehingga seperti selalu dibuat terjaga dan merenungkan setiap selesai 
membaca kiriman tersebut. 

Manusia-manusia yang bekerja di konservasi alam, dan para penyelamat-
penyelamat lingkungan, telah lama bekerja atas dasar kesadaran. Prof Yohanes 
menyatakan apabila kita bekerja dengan kesadaran maka terjadilah apa yang ia 
sebut sebagai “mestakung” atau “semesta mendukung”. Ide, kerja, dan niat baik 



Catatan Wisata Intelektual (2005-2020) 

372 
  

kita akan mendapatkan dukungan dari semesta alam, sebagaimana diuraikan oleh 
Eckhart Tolle (2005), akan connected to universal intelligent, akan mendapatkan 
berkah dari Tuhan, yaitu bekerja dengan modal tiga hal: acceptance, enjoyment, dan 
enthusiasm. 

Percepatan Koneksitas Antar Generasi 

Kita mengetahui bahwa kepentingan menyelamatkan konservasi alam 
menunjukkan skala waktu lintas generasi. Berarti 50 tahun, 100 tahun. Kepentingan 
politik hanya 5 tahun, maksimal 10 tahun. Penyelamatan alam untuk kepentingan 
bukan hanya manusia (antroposentrisme) tetapi untuk demi mahluk lainn di muka 
bumi ini yang sebenarnya akhirnya juga untuk kepentingan manusia namun 
manusia selalu arogan untuk mengakuinya (ekosentrisme). 

Maka isu kunci dalam konservasi alam adalah bagaimana melakukan 
percepatan regenerasi di antara pelaku-pelaku konservasi alam itu. Sang Carrier 
harus melakukan percepatan “penyerahan tongkat estafet” kepada si penerima 
yaitu generasi yang lebih muda. Sekali lagi berdasarkan ilmu jaringan, maka 
tongkat estafet harus diberikan kepada simpul yang tepat (tepat posisi, tepat waktu, 
dan tepat lokasi). Simpul yang tepat akan mempercepat proses penerimaan spirit, 
atau pesan kunci yang disampaikan, dan akan semakin cepat disebarkan kepada 
simpul-simpul di bawah dan di sampingnya sehingga akan terbangun jejaring 
kesadaran multi pihak, multi sektor, dan multilayer. Layer kesadaran yang terus 
dirawat inilah yang akan menjadi cikal bakal dan fondasi baru untuk kebijakan 
yang lebih baik, lebih pro-lingkungan, yang diharapkan akan mampu mengurangi 
kecepatan kerusakan alam yang lari dengan deret ukur itu. Sementara collective 
action yang berusaha mencegah kerusakan lingkungan hanya mampu bergerak di 
tataran deret hitung, terseok-seok, diskontinyu, terfragmentasi, dan seringkali 
menjadi sasaran adu domba sehingga seringkali gagal bahkan pada tataran awal 
penyiapan kebijakan atau rencana aksi lapangan. Melalui “Carrier” 
dan network konservasi alam, masih harapan lahirnya gelombang baru upaya-
upaya kolektif penyelamatan sumber daya alam untuk kemaslahatan umat 
manusia itu sendiri, termasuk generasi yang akan datang dimana mereka 
menitipkan sumber daya alam itu kepada generasi saat ini: Generasi C.*** 

* ide artikel ini mencuat setelah pertemuan tentang ide dibangunnya sebuah “Knowledge 
Center for Nature Conservstion” (KCNC) di Juanda 15 Bogor, yang dihadiri oleh tokoh2 
muda konservasi, seperti Agus Mulyana, Suer Surjadi, Ratna Hendratmoko, Nurman 
Hakim, dan Iwan Setiawan. Mereka adalah anggota Kelompok Kerja Penanganan 
Perambahan di Kawasan Konservasi, dna merupakan “prominent person” di bidangnya 
masing-masing. 

 ** telah dipublikasikan di www.konservasiwiratno.blogspot.com pada tanggal 20 September 
2011 
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Kolaborasi dalam Pembiayaan Kawasan Konservasi di 
Indonesia Beberapa Catatan Pemikiran 

 
 
 

Sifat Khas Kawasan Konservasi 

Pengelolaan kawasan konservasi (KK) memerlukan biaya yang tidak sedikit, 
apabila pemerintah serius akan mengelolanya di tingkat tapak, di tingkat lapangan. 
Hal ini berarti pemerintah akan mengeluarkan biaya (cost) yang bisa sangat besar. 
Namun demikian, belum tentu hasilnya sepadan. Mengapa hal ini dapat terjadi? 
Problematika pengelolaan kawasan konservasi tidak dapat dilepaskan dari ciri 
khas KK. Ciri-ciri yang membedakan KK dengan sumber daya alam lainnya adalah 
sebagai berikut: 

(a) Irriversibel –“ non renewable resource” 

Sebagian besar ahli/pakar di bidang botani dan konservasi biologi percaya 
bahwa sumberdaya hutan di KK, apalagi hutan hujan tropis merupakan sumber 
daya yang tidak dapat atau sulit sekali pulih ketika telah mengalami 
kerusakan/degradasi khususnya ketika telah melewati ambang batasnya untuk 
dapat merehabilitasi dirinya secara alami. Dr. Kuswata Kartawinata, pakar hutan 
tropis, yang telah pernah membuat plot permanen di TN Gunung Leuser, 
khususnya di Besitang, menyatakan bahwa diperlukan waktu tidak kurang dari 
170 tahun untuk mengembalikan kerusakan hutan tropis dataran rendah di 
Besitang. Ini suatu contoh nyata bahwa sumberdaya hutan tropis dataran rendah 
sangat sulit atau diperluakan waktu yang sangat lama untuk memulihkannya 
(Baca: Recovery of a lowland Dipterocarp forest twenty years after selective logging at 
Sekundur, Gunung Leuser National Park-Reinwardtia Vo.12, Part 3, PP: 237-255). 
Bahkan, beberapa pakar menyimpulkan hutan hujan tropis termasuk yang 
berada di dataran rendah layaknya seperti minyak bumi. Sumber daya alam 
yang tidak dapat diperbaharui (non renewable resource). Ciri ini nantinya akan 
berimplikasi pada prinsip pengelolaannya yang harus memakai prinsip kehati-
hatian (precautionary principle). Hutan produksi (tropis) Indonesia yang 
dieksploitasi untuk memenuhi kebutuhan kayu dunia sejak 1970an (UU PMA 
terbit 1967), saat ini kondisinya (cukup) mengenaskan. 

(b) Benefit beyond boundary 

Ciri khas yang kedua dari sumber daya hutan hujan tropis ini adalah nilai 
manfaatnya yang mengalir jauh sampai di luar batas-batas hutan. Oleh karena 
itu, kita mengenal konsep hulu-hilir dalam pengelolaan daerah aliran sungai 
(DAS). TN Gunung Gede Pangrango yang luasnya hanya sekitar 21.000 Ha., 
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ternyata melindungi 3 hulu DAS penting, yaitu Citarum, Ciliwung, dan 
Cimandiri. Tidak kurang dari 150 desa di Kabupaten Sukabumi, Bogor, dan 
Cianjur bergantung pada kawasan taman nasional ini untuk suplai air. Ada 
baiknya dibaca artikel terkait dengan peran TNGGP ini di Agro Indonesia Vol V 
Nomor 235; 3-9 Februari 2009 atau dapat diunduh di 
www.konservasiwiratno.blogspot.com, dengan judul yang sama. Belum 
termasuk penyerapan carbon, pendorong wisata Puncak, sumber air kemasan, 
air konsumsi, pencegahan bahaya banjir, longsor, dan kesuburan tanah 
pertanian, perkebunan, dan sebagainya. Lebih lanjut bisa baca hasil kajian 
Wiratno, dkk (2004) dengan judul: Valuation of Mt Gede Pangrango National Park. 
Information Book Series 2. Balai TN Gunung Gede Pangrango. Untuk mengetahui 
Benefit Beyond Boundary, maka dilakukan Economic Valuation. Hal ini sudah 
pernah dilakukan di beberapa taman nasional, seperti TN Gunung Leuser 
(Bekkering-DHV Belanda); TN Batang Gadis (Conservation International 
Indonesia); TN Bunaken (NRM Project), dan sebagainya. 

(c) Common Pool Resource 

Sumber daya di KK tergolong ke dalam common pool resource. Ia seperti lautan, 
padang pasir, gurun, yang karena luasnya (jutaan hektare), maka manusia 
kesulitan dalam mengelolanya. Termasuk pemerintah yang mengemban mandat 
undang-udang untuk mengelolanya mengalami banyak keterbatasan dan 
persoalan-persoalan teknis dan finansial. Upaya privatisasi terhadapnya sangat 
mahal. Apakah pemerintah yang mampu memagari laut yang 2/3 luas bumi itu? 
Memagar kawasan hutan atau pesisir pantai yang hanya beberapa ratus 
kilometer pun akan sangat mahal. Mooring Buoy yang dipasang di ujung batas 
TN Kepulauan Seribu, dengan harga Rp 300 juta/buah, tidak lama kemudian 
lampu suarnya sudah dicuri. Lampunya yang produksi dari Jerman dengan 
tenaga listrik dari solar cell pun sangat mahal (setiap lampu seharga Rp.30 juta). 
Persoalan privatisasi atau biaya menjaganya sangat mahal dan hampir tidak 
mungkin dilakukan. Pencurian sumber daya laut Indonesia oleh nelayan asing 
juga bukti lain yang memperkuat fakta-fakta ini. Implikasi dari ciri khas atau 
sifat-sifat ini adalah perlunya negosiasi, kolaborasi, atau penjagaan dan 
pemanfaatan bersama para pihak yang memiliki kepentingan; pemerintah 
mengemban mandat undang-undang, swasta memiliki kepentingan bisnis, 
kehidupan masyarakat setempat umumnya sangat tergantung pada 
ketersediaan sumber-sumber pangan, perumahan, dan ekonominya dari 
kawasan hutan tersebut. 

(d) Long-term perspective 

Pengelolaan KK memiliki perspektif jangka panjang, lintas generasi, 100-200 
tahun yang akan datang atau bahkan lebih panjang dari itu. Sementara itu, 
kepentingan manusia cenderung pendek. Harian, bulanan, tahunan, dan 
maksimal lima tahunan bagi kelompok politik. Kedua kepentingan inilah yang 
menyebabkan konflik dan pada umumnya kepentingan jangka panjang 
seringkali dikalahkan, diabaikan, atau kurang dipertimbangkan dibanding 
dengan kepentingan jangka pendek. Prinsip “time preference” menjadi penting 
untuk dipelajari dan dipertimbangkan. Manusia cenderung tidak mau 
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mengambil risiko untuk kepentingan jangka panjang yang penuh dengan 
ketidakpastian, fatamorgana, dan seringkali tidak jelas target dan tujuannya, bila 
dibandingkan target jangka pendek, yang lebih jelas, konkrit, terukur, kasat 
mata, dan “doable”, dan manfaatnya jelas untuk “kita”, generasi saat ini, dan yang 
penting dapat dirasakan saat ini. Time preference dalam perhitungan proyek-
proyek pembangunan termasuk kaitannya dengan konservasi adalah akan 
menentukan seberapa besar suku bunga (interest rate) ditetapkan; akan 
menentukan kelayakan proyek (B/C ratio) dan tingkat sensitivitas (internal rate of 
return/IRR). Sementara itu, dalam analisis B/C ratio, para pakar masih kesulitan 
dalam memasukkan B (benefit) atau manfaat. Hal ini disebabkan banyak manfaat 
dari suatu kawasan konservasi belum atau tidak akan pernah memiliki nilai 
pasar (price). Namun demikian, beberapa pendekatan dalam analisis Total 
Economic Value (TEV), seperti yang pernah penulis dan Tim NRM lakukan di TN 
Gunung Gede Pangrango, telah membuktikan bahwa manfaat kawasan 
konservasi selalu melebihi biaya yang dikeluarkannya. Jadi kawasan konservasi 
tidak dapat selalu dituduh sebagai “cost center”. Pengelolaan kawasan konservasi 
akan terbukti memberikan manfaat jauh lebih besar daripada biayanya, 
walaupun banyak faktor-faktor yang memberikan manfaat tersebut belum 
memiliki nilai pasar. 

(e) Multipurpose Benefits 

Kawasan konservasi memiliki manfaat yang sangat beragam. Sebagian kecil 
yang mampu diungkap oleh manusia. Sebagian besar lainnya masih menjadi 
rahasia, bahkan oleh ilmu pengetahuan yang ada saat ini. Kesalingterhubungan 
antara komponen biotik, abiotik, membentuk beragam asosiasi, pola 
ketergantungan, saling memberi dan menerima, dalam situasi yang sangat rumit 
dan dinamis, mulai dari lantai hutan sampai ke tingkatan tajuk tertingginya. 
Salah satu rantai keterhubungan itu putus atau diganggu, akan mengganggu 
pola-pola pertumbuhan, dinamika dan keseimbangan pada seluruh rangkaian 
baik pada tingkatan spesies sampai ke tingkat ekosistem/habitat, dan akibatnya 
pada manusia. 

Seperti yang dicontohkan dalam Tragedi Minamata berikut: Tragedi 
Minamata, pada tahun 1950 di Minamata Jepang akibat pencemaran Teluk 
Minamata, telah membawa korban jiwa 1.629 orang. Produsen Pupuk Kimia 
Chisso Corporation penyebab tragedi ini. Enam puluh tahun kemudian, 
pembakaran batu bara di pembangkit listrik tenaga uap, produksi semen, 
pengolahan minyak dan gas bumi, kesemuanya melepas merkuri ke atmosfer. Di 
udara, uap merkuri akan terbawa angin hingga ribuan kilometer dan melintasi 
benua. Saat meluruh, merkuri bisa memasuki rantai makanan ekosistem 
kelautan dan perairan, persis sebagaimana di Teluk Minamata (Kompas 
25/08/10). Menurut laporan Environmental Protection Agency Amerika Serikat, 
merkuri mempengaruhi dan merugikan perkembangan otak dan sistem syaraf. 
Merkuri dapat mempengaruhi kemampuan berfikir, memori, perhatian, 
penguasaan bahasa, keterampilan motorik, dan keterampilan ruang visual. 

Penelitian di Amerika Tengah menunjukkan bahwa beberapa penyerbuk 
(pollinator) hutan juga bergantung pada wilayah yang tidak berhutan di luar 
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cagar yang ditetapkan. Hal ini mengungkapkan bahwa daerah di luar cagar 
tersebut perlu untuk dimasukkan ke dalam pengelolaan jangka panjang (Life 
After Logging-CIFOR/2006). Maka hutan tidak bisa dipisahkan dari berbagai pola 
tata guna lahan (land use) di sekitarnya. Ia bagian dari dinamika 
kesalingterhubungan yang rumit. Sayang sekali, sedikit manusia mengingat 
tragedi bersejarah ini, dan mungkin memang inilah sifat manusia yang mudah 
menjadi lupa dan melupakan sejarah, bahkan untuk sejarah yang sangat ironis 
sekalipun, seperti tragedi Teluk Minamata, dan berbagai tragedi yang pernah 
terjadi di dunia. Kehancuran sumber daya hutan tropis Indonesia dapat 
digolongkan pula sebagai tragedi, mempertimbangkan dampak berantainya 
yang panjang dan bersifat jangka panjang, berupa penurunan kualitas 
lingkungan hidup secara menyeluruh, nyata dan yang cenderung mengikuti 
kaidah deret ukur. 

(f) Nilai Intangible Benefit > Tangible 

Kawasan konservasi mengandung nilai-nilai yang seringkali tidak (belum) 
memiliki nilai di pasar. Kayu, air, buah, getah, rotan/akar-akaran, pakis, bunga 
liar, memiliki nilai langsung (direct value) di pasar. Sebagian besar lainnya sedang 
dicoba dikembangkan saat ini. Seperti kemampuan menyimpan carbon (carbon 
sink), kemampuan menyerap carbon (carbon sequestration), masih sedang (akan) 
diupayakan. Kemampuan mencegah banjir, menjamin kesuburan tanah, 
mencegah longsor, menjaga stabilitas dan dinamika iklim mikro, tata air, suplai 
air, udara bersih, sumber obat-obatan modern, habitat satwa liar, merupakan 
nilai-nilai tak langsung, yang sedang dicarikan harga di pasar. Bahkan masih 
ditambah dengan nilai estetika, nilai eksistensi, budaya, religi, yang juga sangat 
siginifikan yang sulit dicarikan nilai pasarnya. Masalah seringkali muncul ketika 
di KK terdapat potensi bahan tambang ekstraktif di antaranya emas, perak, 
mangaan, tembaga, panas bumi, minyak bumi, batu bara, nikel, dan lain-lain. 
Manfaat langsung (tangible) seperti ini akan menjadi hal yang utama untuk 
dipertimbangkan daripada manfaat tidak langsung (intangible) jangka panjang 
tersebut, sehingga diperlukan peranan pemerintah untuk mengamankan 
kebijakan bahwa di dalam kawasan konservasi, tidak diperbolehkan kegiatan 
ekstraktif yang merusak bentang alam dan berdampak besar ada lingkungan 
hidup di sekitarnya. Beberapa upaya eksploitasi seperti panas bumi dan air 
kemungkinan masih akan dipertimbangkan untuk diizinkan mengingat 
dampaknya yang tidak terlalu signifikan terhadap lingkungan. 

Implikasi 

Dari tipologi atau karakteristik kawasan konservasi seperti diuraikan di atas, maka 
akan membawa implikasi-implikasi antara lain sebagai berikut: 

(a) Penilaian yang cenderung Under Valued. 

Banyak pihak menilai KK sebagai cost-centered. Selalu meminta biaya yang sangat 
besar dibandingkan dengan profit (bukan benefit) yang diperolehnya. Analisis 
B/C kawasan konservasi < 0.5 yang menunjukkan cost  lebih besar 
daripada benefit. Namun demikian, penelitian yang lebih mendalam terhadap 
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komponen benefit, dengan memasukkan intangible benefit ternyata 
menunjukkan hasil yang berbeda. Nilai manfaat (benefit) bukan keuntungan 
(profit) jauh lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Kalau 
membandingkan antara benefit yang disederhanakan hanya profit berupa karcis 
masuk atau fee lainnya, tentu saja nilainya &lt; dibandingkan dengan biaya yang 
dikeluarkan. 

(b) Investasi Rendah 

Investasi untuk pengelolaan KK rendah dan tidak sebanding dengan beban biaya 
yang harus ditanggungnya. Hal ini disebabkan pula oleh rendahnya dukungan 
politik anggaran pengelolaan KK, yang harus berkompetisi dengan kebutuhan 
anggaran untuk ongkos politik, misalnya dikaitkan dengan lapangan pekerjaan 
(pro-job), pengentasan kemiskinan (pro-poor), atau untuk kepentingan 
pertumbuhan ekonomi (economic growth) dan penghasil devisa negara (national 
income). Penelitian TNC menunjukkan rata-rata biaya pengelolaan KK di 
Indonesia &lt; 2 USD/Ha, sedangkan di negara-negara tetangga dan negara 
maju berkisar antara 20 USD s/d 60 USD/Ha. 

(c) Politisasi Investasi Kawasan Konservasi 

Dalam kondisi seperti itu, banyak lembaga-lembaga donor yang seolah-olah 
membantu meningkatkan pengelolaan Kawasan Konservasi (KK), namun pada 
kenyataannya menimbulkan banyak masalah. Penyebabnya dapat berasal dari 
persoalan internal Ditjen PHKA/Kementerian Kehutanan dan atau persoalan 
eksternal lembaga donor. 

(d) Investasi Jangka Pendek 

Apabila terdapat investasi, tidak akan berlangsung lama, dan tidak memiliki 
“exit strategy” yang baik, sehingga justru menciptakan ketergantungan 
masyarakat sekitar atau pengelolaan kawasan konservasi akan pendanaan. 
Biasanya 5-10 tahun. Hal ini berdampak pada diskontinyuitas pendanaan dan 
biasanya berbagai persoalan mendasar belum selesai, dan meninggalkan “bom 
waktu” pendanaan pasca dukungan dari luar. 

Pendanaan KK di Indonesia 

Upaya-upaya mendorong pendanaan KK di luar investasi pemerintah sebenarnya 
sudah dimulai sejak dekade 1980an. FAO di bawah koordinasi John Mc 
Kinnon/Kathy Mc Kinnon, dan Jan Win melakukan seri kajian menyeluruh tentang 
usulan KK di Indonesia, yang menghasilkan 8 jilid buku. Buku ini menjadi dasar 
pengusulan banyak KK di Indonesia. Pada dekade 1990an, muncul proyek besar 
ICDP di TN Kerinci Seblat dan IPAS di TN Siberut dan TWA Ruteng. Pada era ini 
bermunculan dan berkembang lembaga-lembaga baru yang besar, seperti WWF, 
FFI, TNC, CI, Wetland International, Birdlife International (sekarang menjadi 
Yayasan Burung Indonesia), dengan pendanaan sebagian besar dari LN. Di 
samping itu, berkembang pola pendanaan Government to Government (G2G), 
misalnya GTZ-Jerman, JICA, USAID/ WorldBank, AUSAID, CIDA, dan 
sebagainya. 
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Pada era akhir tahun 2000an, berkembang berbagai inisiatif pendanaan 
dikaitkan dengan carbon (REDD Plus), dan saat ini yang besar adalah LoI dengan 
Norwegia, yang mencapai pendanaan sebesar 1 Milyar USD. Sebagian besar 
pendanaan dikaitkan dengan carbon dan penyelamatan ekosistem gambut. Di 
antara yang menonjol dari pola-pola pendanaan konservasi di luar G to G adalah 
trust fund KEHATI, yang semula bermodalkan 25 juta USD, yang dimotori oleh 
Emil Salim. Dan munculnya aliansi di antara lembaga-lembaga tersebut, misalnya 
dalam mendukung penyelamatan Ekosistem Sumatera, dikembangkan pola 
pendanaan yang disebut sebagai Tropical Forest Conservation Act (TFCA). Dalam 
pola ini, dana disiapkan untuk mitra taman-taman nasional di seluruh Sumatera. 
Proposal dinilai oleh suatu Tim Terpadu, dan dikaitkan dengan seberapa besar 
kontribusinya pada penguatan dan dukungan kepada balai-Balai Taman Nasional. 

Sebelum TFCA tersebut berjalan, di 3 taman nasional di Sumatera, yaitu TN 
Gunung Leuser, TN Kerinci Seblat, dan TN Bukit Barisan Selatan, yang telah 
ditetapkan oleh UNESCO sebagai world heritage pada tahun 2004, mendapatkan 
tambahan pendanaan dari mekanisme Debt for Nature Swap (DNS), dengan 
pemerintah Jerman. Dalam program ini, pendanaan tambahan yang diberikan 
kepada ketiga taman nasional tersebut akan dinilai oleh suatu tim independen dan 
apabila memenuhi kriteria tertentu akan ditetapkan sebagai pembayar hutang 
pemerintah RI kepada pihak pemerintah Jerman. Program ini telah berjalan selama 
3 tahun terakhir dan tampaknya masih akan terus berlangsung. Hal paling penting 
adalah seberapa efektif manfaat program DNS ini bagi pencapaian tujuan 
konservasi di ketiga kawasan World Heritage tersebut. 

Peran Swasta ke Depan 

Dari kancah perkembangan pendanaan KK tersebut, peran swasta (baca: corporate) 
semakin besar walaupun bentuknya masih beragam dan belum dilakukan evaluasi 
secara menyeluruh terhadap efektivitasnya. Beberapa di antaranya adalah 
dukungan beberapa perusahaan yang berada di sekitar TN Kutai, seperti Kaltim 
Prima Coal dan Pertamina; Chevron Geothermal dan PT Aneka Tambang Tbk 
membantu TN Gunung Halimun Salak; Chevron dan Pertamina yang membantu 
beberapa program konservasi di CA/TWA Kamojang yang dikelola Balai Besar 
KSDA Jawa Barat; Sinar Mas Group yang membantu melahirkan Cagar Biosfer 
Giam Siak Kecil dan Bukit Batu di Riau, dan membantu kelanjutan pengelolaan 
Cagar Biosfer tersebut bersama-sama dengan UNESCO dan Balai Besar KSDA Riau 
dan Pemerintah daerah; APP yang membantu pengembangan masyarakat di 
daerah penyangga TN Ujung Kulon; adalah diantara beberapa contoh kerja sama 
yang sedang terjadi saat ini di Indonesia. 

Dengan telah diterbitkannya PP No.28 tahun 2011 tentang Pengelolaan 
Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, maka kolaborasi atau kerja 
sama mendukung pengelolaan kawasan konservasi semakin mendapatkan 
dukungan dari aspek legalitasnya; Termasuk pengelolaan daerah penyangga di 
sekitar kawasan konservasi, akan ditetapkan dan disusun programnya, bersama-
sama dengan pemerintah daerah dan para pihak lainnya, termasuk pihak swasta 



Catatan Wisata Intelektual (2005-2020) 

380 
  

apabila lokasi kegiatan pihak swasta tersebut berada di daerah penyangga suatu 
kawasan konservasi. 

Dengan mempertimbangkan perkembangan tersebut di atas, maka sangat 
penting untuk membangun mekanisme pendanaan jangka panjang. Suatu lembaga 
Trust Fund Konservasi berskala nasional yang didukung oleh berbagai pihak, 
khususnya pihak swasta yang banyak melakukan kegiatan ekstraktif. Dua langkah 
konkrit yang perlu segera direalisasikan adalah: 

a) Membentuk Tim Kerja yang melibatkan pihak PT, Kemenhut, Kemenkeu, dan 
Swasta dengan tugas untuk segera merumuskan langkah-langkah konkrit 
sebagai tindak lanjut kesimpulan Green Partnership Workshop di Yogyakarta, 
menetapkan Sekretariat Bersama, dan memfasilitasi seri pertemuan teknis 
dengan mengundang para pengambil keputusan dari para pihak kunci yang 
tidak hadir dalam pertemuan Yogyakarta. Tujuan pertemuan tersebut adalah 
dalam rangka menyamakan persepsi, ide, gagasan, evaluasi terhadap kerja 
sama yang sudah berlangsung, dan menyiapkan ToR Trust Fund Konservasi 
Indonesia. 

b) Kementerian Kehutanan cq Ditjen PHKA segera mempercepat terbitnya 
beberapa Permenhut sebagai tindak lanjut PP No.28/2011 khususnya 
menyangkut Kerja sama dan Pengembangan Daerah Penyangga, yang dapat 
dipakai sebagai salah satu payung kebijakan dalam membangun kolaborasi 
atau kerja sama memperkuat pengelolaan kawasan konservasi. Oleh karena itu 
perlu disiapkan pendanaan yang mencukupi untuk mendukung dan 
memfasilitasi proses penyiapan Permenhut serta dukungan untuk Tim Kerja 
yang telah dibentuk tersebut. 

Penutup 

Prinsip-prinsip dasar yang sebaiknya dijadikan acuan dalam pengembangan 
kolaborasi atau kerja sama para pihak dalam mendukung peningkatan efektivitas 
pengelolaan kawasan konservasi antara lain adalah bagaimana dapat 
membangun mutual respect, mutual trust dan mutual benefits di antara para pihak 
yang bekerja sama tersebut. Untuk itu harus dapat dibangun suatu “common 
platform”, atau Agenda Bersama yang akan dilaksanakan dan dievaluasi bersama, 
sehingga dilakukan proses pembelajaran bersama para pihak. Spirit yang dibangun 
adalah spirit bekerja sama saling membutuhkan untuk kepentingan bersama. 
Bukan spirit yang dibangun sekadar atas dasar aturan yang ditetapkan. Proses 
terbangunnya kesadaran bersama atau collective awareness inilah yang perlu terus 
ditumbuhkembangkan sebagai modal untuk mendorong suatu gelombang 
perubahan, suatu collective action yang dapat mendorong perubahan di tingkat 
kebijakan maupun di tataran praktis dan konkrit di lapangan. 

Dan akhirnya dapat membangun suatu masyarakat yang sadar akan 
berbagai implikasi pengelolaan sumber daya alam, baik bagi dirinya saat ini dan 
bagi generasi penerusnya. Masyarakat yang sadar dan cerdas dan dapat melakukan 
tindakan-tindakan antisipatif terhadap kemungkinan terjadinya kerusakan 
sehingga dapat dilakukan upaya-upaya pencegahan yang tepat sasaran. Kolaborasi 
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multi pihak tersebut sebaiknya memang diarahkan untuk mencapai tujuan jangka 
panjang seperti itu apabila tidak ingin terjebak pada tujuan jangka pendek 
keproyekan CSR atau keproyekan konservasi yang kurang dapat memberikan 
makna dan arah pada perubahan-perubahan substansial seperti tersebut di atas.*** 

 

* Disampaikan dalam Workshop Green Partnership - Grand Hyatt Hotel - Yogyakarta 

** Telah dipublikasikan di www.konservasiwiratno.blogspot.com pada tanggal 7 September 
2011 
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Ego, Kesadaran, dan Konservasi Alam 

 
 
 

Mentalitas ‘selalu merasa kurang dan kekurangan’ adalah sikap berfikir 
manusia yang egois. Menurut Eckhart Tolle-guru spiritual dan penulis buku ”A 
New Earth” (2005), menguraikan bahwa pemenuhan atau kepuasan ego hanya 
berumur pendek. Maka kita akan cenderung terus mencari, terus membeli, dan 
terus mengkonsumsi. Merasa kekurangan adalah karakter ego, disebut sebagai 
‘egoic mind’. Dalam kasus penderita bulimia, misalnya seringkali membuat dirinya 
muntah sehingga dapat melanjutkan makan. Pikiran mereka yang lapar bukan 
tubuhnya. 

Analisis soal ego ini rasanya tepat dikaitkan dengan sikap mental manusia 
yang selalu merasa kekurangan. Banyak manusia di zaman ini yang menderita 
bulimia dalam konteks kerakusannya (wanting) dalam menghabiskan sumber daya 
alam. Siap mental antroposentrisme, yang selalu merasa manusia-lah yang 
memiliki hak atas sumber daya alam di muka bumi ini, adalah semacam collectic 
egoic mind. Sikap mental ini telah menimbulkan kebijakan eksploitatif terhadap 
sumber daya alam. Kelompok minoritas 7% penduduk bumi yang mengkonsumsi 
lebih dari 80% energi dunia adalah fakta itu. Wanting yang bersifat ’struktural” ini 
adalah kebutuhan yang cenderung membuat efek candu (addictive). 

Barangkali ini merupakan jawaban terhadap berbagai persoalan dunia saat 
ini. Berapapun yang dapat dipenuhi tidak akan pernah berakhir sepanjang mental 
strukturnya masih sama: ”I want”, ”I need”, ”more than”. Berapapun dan apapun 
yang kita dapat tidak akan membuat kita bahagia. 

Ego manusia terdiri dari pikiran (thought) dan emosi (emotion). Ego adalah 
sejumlah memori yang kita identifikasi sebagai ‘saya’ atau ‘me’ dan ‘my story’, 
kebiasaan yang kita perankan tanpa kita mengetahuinya, identifikasi kolektif 
seperti kebangsaan, agama, suku, kelas sosial, atau aliansi politik. Ego manusia juga 
berisi identifikasi personal, bukan hanya dengan kepemilikan, tetapi juga 
pendapat, penampilan luar, dendam, kebencian yang lama, atau konsep tentang 
diri kita yang lebih baik atau sama baiknya dengan yang lain, sukses dan kegagalan. 
Sedangkan di dalam pikiran manusia terdapat pula suatu elemen yang kuat yang 
disebut sebagai kesakitan mental secara kolektif. 

Echart Tolle menyatakan bahwa pikiran manusia sangat cerdas. Namun, 
kecerdasan itu dicemari oleh kegilaan (madness). Ilmu pengetahuan dan teknologi 
telah memperbesar dampak kerusakan terhadap alam, bentuk kehidupan lainnya, 
dan terhadap manusia itu sendiri. Pada Abad 20 ini, gangguan (dysfunction), 
kegilaan kolektif dari manusia dapat dikenali dengan mudah. 
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Pada tahun 1914, kecerdasan otak manusia bukan hanya menghasilkan 
mesin uap, tetapi juga bom, senjata mesin, kapal selam, dan gas beracun. 
Kecerdasan yang melayani kegilaan (madness) pikiran manusia. Pada akhir Abad 
20, jumlah manusia yang meninggal di tangan manusia lainnya meningkat lebih 
dari 100 juta jiwa. Mereka meninggal bukan hanya karena perang tetapi disebabkan 
oleh pemusnahan massal dan genosida, antara lain berjumlah 20 juta konflik kelas 
di Uni Soviet pada masa Stalin atau bencana horor Nazi Jerman. Juga terjadi di masa 
rezim Kmer Merah Kambodia dimana 1/4 penduduknya dibantai. 

Gangguan kolektif pikiran manusia ini berlanjut di Abad 21, yaitu 
kejahatan yang belum pernah terjadi terhadap kehidupan lain di bumi-
pengrusakan oxygen yang memproduksi hutan, kehidupan tanaman dan hewan; 
pencemaran sungai, lautan, dan air. Hal ini didorong oleh keserakahan, 
ketidaktahuan akan ketersalingterhubungan antar elemen kehidupan di biosfer 
bumi secara keseluruhan. Bila manusia tetap berperilaku seperti itu dalam waktu 
yang lama, maka akan menghancurkan diri sendiri. 

Maka, analisis komprehensif tentang gangguan pada pikiran manusia oleh 
Eckhart Tolle ini cukup tepat untuk menjadi perenungan kita tentang kerusakan-
kerusakan alam akibat ulah manusia yang akan diwariskan ke generasi selanjutnya 
pad Abad ini dan di masa depan. 

Ahimsa 

Prinsip Ahimsa berakar dari kata ‘tak melakukan tindakan yang mencederai’ 
(Goenawan Muhamad, Tempo edisi 28 Feb - 6 Maret 2011). Ahimsa dikembangkan 
dari tradisi Veda, Jaisnisme, dan Buddishme. Di sisi lain, konservasi alam, 
menyelamatkan lingkungan, sangat bertautan erat dengan perjuangan melawan 
eksploitasi sumber daya alam yang berskala besar, dan oleh karenanya mempunyai 
kemampuan merusak dan mengakibatkan dampak langsung pada masyarakat 
yang tinggal di sekitarnya, yang pada umumnya miskin, terpencil, tidak terjangkau 
oleh tangan-tangan pembangunan. 

Pertanyaan pentingnya adalah apakah strategi Ahimsa dapat diajukan 
untuk mempertahankan sumber daya dari eksploitasi atas nama pertumbuhan 
ekonomi atau akibat dari kemiskinan absolut maupun struktural masyarakat di 
sekitarnya? Dalam kerangka membujuk orang untuk menyelamatkan sepetak 
hutan di perbatasan dusun atau desanya, mungkin ini masuk dalam strategi 
Ahimsa. Konservasi memang penuh dengan himbauan dan ‘bujukan’, karena ia 
ditujukan untuk perubahan sikap mental, dan oleh karena itu hanya 
‘kesadarannya’ yang harus disentuh, agar bisa menjadi motor penggerak menuju 
perubahan yang lebih bernas dan bermakna, untuk kepentingan publik. 

Namun dalam kasus perambahan di Besitang TNGL yang masih dan 
didalangi oleh kelompok terorganisir, bermodal kuat, maka Ahimsa tidak mempan. 
Harus ada upaya penegakan hukum terhadap aktor intelektual yang telah 
memperjualbelikan lahan tam nasional beberapa tahun dan telah menjadi kaya raya 
karena itu, tetapi masih terus melanjutkan upaya ilegal tersebut. Demikian pula 
kasus perambahan di TN Tesso Nilo, yang telah mencapai ribuan hektar, dnegan 
tingkat kecepatan okupasi 4,5 Ha/hari, sudah tidak dapat diampuni lagi. 
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Ahimsa mungkin akan berlaku bagi si miskin yang tidak bertanah, yang 
selama ini hanya dijadikan tumbal oleh kelompok bermodal. Mereka harus 
dirangkul dan diajak serta mengamankan kawasan-kawasan hutan, taman nasional 
dengan berbagai bentuk kompensasi atau insentif yang dapat memberdayakan 
mereka. Kasus Tangkahan adalah bukti, apabila masyarakat diajak dengan cara 
yang manusiawi, mereka akan sangat berperan menjaga taman nasional sekarang 
dan di masa depan. 

Kesadaran 

‘Kesadaran’ diulas dengan sangat rinci dan tepat oleh Eckhart Tolle, penulis Best 
Seller A New Earth (2005). Tolle mengingatkan sebagai berikut, “You do not become 
good by trying to be good, but by finding the goodness that already within you, and allowing 
that goodness to emerge. But it can only emerge if something fundamental changes in your 
state of consciousness” 

Conciousness atau kesadaran atau disebut secara tradisional sebagai ‘spirit’ 
tidak dapat didiskripsikan dalam kata-kata pada umumnya, dan mencari 
jawabannya adalah sia-sia (Tolle, 2005). Seluruh pengetahuan terbagi ke dalam dua 
kelompok-subyek dan obyek; yang mengetahui (knower) dan yang diketahui 
(known). Walaupun kita sulit mengetahui ‘kesadaran’, kita bisa sadar terhadapnya. 
Kita bisa merasakannya di sini dan sekarang kalau kita ada, suatu ruang di dalam 
(inner space) di mana kata-kata dirasakan dan menjadi pikiran (thought). Kata-kata 
seperti kamu membaca dan berfikir adalah hanya latar belakang, dan ‘the I am’ 
(saya) adalah dasarnya, sebagai dasar dari setiap pengalaman, pikiran, dan 
perasaan. 

‘Awakening’ (terbagun/bangun), adalah perubahan dari kesadaran dimana 
berfikir (thinking) dan kesadaran (awareness) berpisah atau dipisahkan. Kesadaran 
(awareness) mengambil alih pikiran (thinking). Pikiran tunduk atau menjadi hamba 
dari kesadaran. Awareness adalah hubungan secara sadar dengan universal 
intelligence. (penulis: universal intelligence inilah sebenarnya yang disebut sebagai 
Tuhan atau Allah Swt., dalam Islam. Tolle tidak pernah mau menyebutkan adanya 
Tuhan dalam seluruh bukunya. Hanya terbatas sebagai the universal intelligent….’). 
Kata lain dari situasi ini adalah ‘presence’ atau ‘ada’: kesadaran tanpa pikiran. 

Konsep ‘presence’, dalam istilah Mas Janadi, guru pribadi WS Rendra, 
adalah: ‘ Manjing ing kahanan, nggayuh karsaning Hyang Widhi’ atau masuk ke dalam 
kontekstualitas, meraih kehendak Allah. Masuk ke dalam kontekstualitas harus 
selalu berusaha agar ia selalu mempunyai kepedulian terhadap lingkungan yang 
mengelilingi dirinya, dari saat ke saat. Bekalnya adalah rewes atau peduli dan sih 
katresnan atau cinta kasih. Diuraikan lebih lanjut bahwa kita harus mampu 
mengolah ‘kesadaran panca indera’, ‘kesadaran pikiran’, ‘kesadaran naluri’ dan 
‘kesadaran jiwa’, untuk lebih cermat dalam memedulikan lingkungan. Kepedulian 
tersebut lalu harus dilanjutkan dengan langkah ‘ngerangkul’, artinya merangkul, 
yaitu ‘keikhlasan untuk terlibat’ (Try Harijono, dkk, Kompas 7 Agustus 2009 dalam 
‘Rendra: Ia Tak Pernah Pergi’, Kompas, 2009). Konsep ini tidak beda jauh secara 
substansi dari pendapat Eckhart Tolle, tentang acceptance, enjoyment, dan enthusiasm, 
sebagai modal untuk melakukan tindakan dengan sadar, sebagai berikut: 
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Tiga modal yang diperlukan untuk dapat melakukan ‘tindakan dengan 
sadar’, yaitu ‘penerimaan’ (acceptance), ‘senang/kesenangan/kenikmatan’ 
(enjoyment), dan ‘antusias’ atau bersemangat (enthusiasm). Masing-masing mewakili 
frekuensi vibrasi tertentu dari kesadaran. Kita harus waspada untuk meyakinkan 
bahwa salah satu modal tersebut berjalan kapan pun kita melakukan sesuatu, mulai 
dari yang sederhana sampai yang sangat kompleks. Acceptance (menerima) berarti 
bahwa saat ini, pada situasi ini, memerlukan kita untuk melakukan sesuatu, dan 
kita melakukannya dengan sukarela (dengan ikhlas); Enjoyment-kedamaian yang 
datang dengan berbagai tindakan berbalik ke ‘perasaan hidup’ sense of aliveness, 
ketika kita menikmati apa yang kita lakukan. 

Enjoyment akan menggantikan ‘wanting’ yang muncul dari ego manusia. 
Melalui enjoyment, kita akan terhubung dengan ‘tenaga universal kreatif’ itu sendiri. 
Menurut Emha Ainun Najib (1985), tenaga universal kreatif ini tidak lain adalah 
ketakterbatasan (baca: Tuhan). Jika manusia ajeg menyentuhkan tangannya ke 
ketakterbatasan, maka ia akan menjadi kabel dari ketaterbatasan, meski tak bakal 
pernah ia akan menjadi ketaterbatasan itu sendiri. Ketakterbatasan adalah puncak 
dari segala ilmu pengetahuan. 

Antusiasme adalah kenikmatan yang mendalam dari apa yang kita lakukan 
dan ditambah dengan elemen dari tujuan atau visi dari apa yang kita lakukan. 
Ketika kita menambahkannya, akan bertambahlah intensitas energi di belakang apa 
yang kita lakukan. Inilah mungkin yang disebut oleh guru Rendra sebagai ‘untuk 
mencapai kehendak Allah’. 

Pendapat guru Rendra, tentang presence, tentang sadar dan kesadaran, 
ketika Rendra berusia 5 tahun - yang artinya pelajaran tersebut terjadi pada tahun 
1940, secara substansi dan esensinya adalah sama dengan pendapat Eckhart Tolle, 
guru spiritual yang dituliskan dalam bukunya pada tahun 2005. Artinya terdapat 
rentang waktu hampir 65 tahun antara kedua penemuan tersebut. Hal tersebut 
relevan untuk menjawab pertanyaan tentang peran ‘Ego’ dan ‘Kesadaran’ dalam 
mempengaruhi sikap mental dan gerakan konservasi alam di Indonesia. 

Ego manusia lah yang telah membawa kehancuran sumber-sumber daya 
alam Indonesia dan juga negara-negara bekas jajahan. Oleh karena itu, diperlukan 
cara pandang atau paradigma baru, yaitu bekerja dengan kesadaran. Karena hanya 
dengan kesadaran (awareness) saja maka akan dapat dicapai kondisi ‘beyond ego’ 
atau ‘post human’. Kondisi dimana kita tidak sekadar mementingkan diri sendiri dan 
kelompoknya. Berhenti mengambil sebatas yang diperlukan. Melakukan sesuatu 
untuk kepentingan publik, kemaslahatan manusia, bahkan akan bermanfaat bagi 
mahluk penghuni bumi lainnya-yang memiliki hak hidup pula. Sikap yang dapat 
disebut sebagai ‘beyond human’. 

Berkaca Dari ‘A New Earth’ 

Mempertimbangkan beratnya kerja di bidang konservasi, menyelamatkan hutan-
hutan, lautan, danau, bukan hanya untuk kepentingan manusia, tetapi juga untuk 
mahluk penghuni bumi ini, maka patut kita renungkan pendapat Eckhart Tolle, 
tentang ‘Ego dan Kesadaran’. 
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Ego akan lebih banyak membawa kerusakan, karena ia selalu meminta, 
terus merasa kekurangan. Eksploitasi sumber daya alam yang terjadi secara terus 
menerus dalam skala yang semakin meningkat untuk memenuhi energi, 
pertumbuhan ekonomi, dengan mengatasnamakan demi pembangunan, telah 
terbukti dapat menghabiskan sumber daya alam kita. Cadangan batubara 
Indonesia akan habis dalam waktu 20 tahun ke depan; hutan hujan tropis dataran 
rendah Sumatera dan Kalimantan sudah menipis dan cenderung habis tidak 
sampai tahun 2015-2020; kini kita telah menjadi net importer minyak, adalah 
sebagian dari cerita-cerita nyata tentang merebaknya keyakinan akan faham 
antroposentrisme untuk mendukung developmentalisme-yang sudah usang dan 
banyak dikritik itu. 

Ideologi pembangunan yang mengutamakan pertumbuhan dengan akibat 
kehancuran sumber-sumber daya alam baik yang dapat diperbaharui (hutan) 
maupun yang tidak dapat diperbaharui (tambang), yang disebut sebagai ‘ekonomi 
cowboy’ semestinya harus dihentikan. Manusia-manusia yang bekerja di 
konservasi alam, dan para penyelamat-penyelamat lingkungan, telah lama bekerja 
atas dasar kesadaran. Prof Yohanes menyatakan apabila kita bekerja dengan 
kesadaran maka terjadilah apa yang ia sebut sebagai ‘mestakung’ atau ‘semesta 
mendukung’. Ide, kerja, dan niat baik kita akan mendapatkan dukungan dari 
semesta alam, sebagaimana diuraikan oleh Eckhart Tolle, akan connected to 
universal intelligent, akan mendapatkan berkah dari Tuhan, yaitu bekerja dengan 
modal tiga hal: acceptance, enjoyment, dan enthusiasm.*** 

 

*Artikel ini telah dipublikasikan di www.konservasiwiratno.blogspot.com pada tanggal 6 
Juni 2011 
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Apa Hubungannya Resort-Based Management dengan 
Revolusi Cina 

 

 

Resort-Based Management (RBM), “jargon” atau “icon” baru dalam 
pengelolaan kawasan konservasi, khususnya taman nasional di Indonesia. Jargon 
yang pernah saya tulis dalam suatu artikel (tahun 2007) ketika bekerja di TN 
Gunung Leuser pada periode 2005-2007. Setelah 2 tahun, pada tahun 2009 RBM 
diusulkan masuk ke dalam program prioritas di Direktorat Kawasan Konservasi 
dan Bina Hutan Lindung - Ditjen PHKA, menjadi program nasional. Pada tahun 
2010, mulai digarap RBM dan dilanjutkan di 2011 sampai dengan 2014. 

Mengapa RBM? 

RBM hanya sekadar menjadi jargon apabila tidak segera dilaksanakan. RBM adalah 
konsep lama yang ditinggalkan oleh kita semua, para pekerja konservasi.  Di masa 
lalu, orang konservasi dikenal sebagai “orang PPA” yang bekerja menjaga “hutan 
PPA”. Mengapa mereka demikian dikenal sebagai “orang PPA?”. Jawabannya 
hanya satu. Mereka secara rutin ada di lapangan, bekerja di lapangan. 

Dalam perkembangannya, semakin sedikit staf yang bekerja di lapangan. 
Ke lapangan ketika ada kegiatan patroli. Maka, hutan-hutan menjadi semakin tidak 
terjaga, batasnya tidak jelas. Mulailah terjadi bibrikan, perambahan sedikit demi 
sedikit, dan seiring dengan perkembangan waktu, kawasan konservasi yang 
mengalami kerusakan menjadi semakin meluas, dan sulit untuk 
diselesaikan. “Paper park” sindiran yang ditujukan pada taman nasional yang hanya 
ada di peta, tetapi di lapangan tidak eksis, menjadi semakin terungkap. Banyak 
pedoman, arahan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan yang tidak nyambung 
dengan fakta di lapangan. Separuh dari 523 kawasan konservasi (luas 27,23 juta Ha 
atau 6,8 kali luas negeri Belanda) yang telah dicek kondisi tutupan lahannya, 
diperkirakan seluas 500.000 Ha telah mengalami berbagai tingkat kerusakan. 
Dengan pengalaman selama 30 tahun terakhir, maka ke depan, tidak ada pilihan 
lain kecuali kembalikan sarjana untuk bekerja di lapangan, bekerja di hutan, 
menjaga hutan, dan sekaligus menemukenali berbagai persoalan dan potensi-
potensi yang dapat dikembangkan dari pengelolaan kawasan konservasi di satu sisi 
dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sisi yang lainnya. 

Belajar dari Cina? 

Menurut E.F. Schumacher, penulis buku terkenal “Small is Beautiful” (1980), 
menguraikan tentang sejarah kebangkitan China sejak tahun 1920-1930, apabila 
dibandingkan dengan saat ini merupakan keajaiban Abad 20. Masa ini melahirkan 
tokoh perubahan besar seperti Mao dan Chou En-lai. 
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Salah satu ide Mao yang dikembangkan adalah mengambil tiga puluh 
petani bekerja bertahun-tahun untuk membiayai seorang pemuda di universitas 
selama 1satu tahun. Ketika ia lulus dalam waktu lima tahun, ia telah menghabiskan 
tahun kerja 150 petani. Mao tua yang kejam mengatakan, “Baiklah orang muda, apa 
yang akan diterima petani. Anda telah dididik atas biaya petani. Sebagai ganti pergi 
ke distrik modern di Shanghai, anda akan pergi ke desa yang jauh dan 
mengembalikan sesuatu kepada petani dari apa yang telah anda pelajari. Mereka 
pergi ke sana, dan mendapati apa yang telah mereka pelajari sama sekali tidak 
relevan. Mereka bahkan tidak dapat menimbang bayi tanpa timbangan bayi yang 
biayanya jauh lebih besar daripada seluruh pendapatan desa itu. Mereka kembali 
dan berkata, kami tidak mempelajari apapun yang berguna di universitas. Hal ini 
mempunyai efek magis dalam kurikulum. Mereka sampai langkah berikutnya dan 
berkata, Kami harus bekerja dan sekaligus belajar. Berjalan di atas dua kaki: suatu 
konsep yang khas Cina. Suatu periode kecil belajar, kemudian periode kecil kerja. 
Jika mereka tidak bekerja, mereka tidak tahu apapun tentang kenyataan; mereka 
hanya tahu apa yang ditulis dalam buku-buku. Transformasi Cina ini didasarkan 
pada ide mempelajari dengan praktik. Menurut Mao, manajer dan intelektual harus 
pergi dan belajar dari para pekerja. Kemudian dia harus membawa kembali ke 
dalam studinya apa yang telah dia pelajari, membuat teori tentangnya, lalu pergi 
dan mengajarkannya kepada para pekerja. Itulah proses yang tepat. Jika prosesnya 
hanya separuh darinya, baik belajar hanya dari pekerja atau belajar hanya dari 
manajer, teori itu mungkin tidak berguna. 

Yang menarik, analisis dalam buku E.F. Shcumacher pada tahun 1980 ini, 
dalam 30 tahun kemudian ditemukan dan diungkap kembali oleh futurist John 
Naisbitt dalam bukunya Mega Trend China (2010). Ajaran Mao itu diterjemahkan 
menjadi 2 pilar dari 8 pilar keberhasilan Cina, yaitu “Emansipasi Pikiran” dan 
Kombinasi “Top-down dengan Bottom-up”. Dua pilar di antara delapan pilar inilah 
yang mendasari dan menentukan keberhasilan Cina saat ini. 

Refleksi RBM 

Belajar sedikit saja dari uraian tentang keberhasilan Cina itu, sungguh 
mencerahkan, minimal apabila dikaitkan dengan penyusunan pedoman RBM, 
yaitu: 

1. Proses dalam penyusunan pedoman dimulai dari dialog yang melibatkan para 
pihak, termasuk para pihak yang bekerja di lapangan, beberapa dosen muda, 
LSM. Suatu model baru yang dikembangkan untuk membangun suasana yang 
kondusif bagi suburnya proses “intellectual exercise”, debat yang konstruktif, adu 
argumentasi yang bukan pokrol bambu. Dalam konteks Cina, ini disebut 
sebagai “emansipasi pikiran”. Yang menarik, diwadahinya berbagai pengalaman 
lapangan untuk diadu dengan teori-teori dari menara gading universitas. Hal ini 
diperkaya dengan kedatangan Tim penyusun RBM pusat untuk 
melakukan “sensing” di beberapa taman nasional untuk mengetahui apa yang 
sebenarnya terjadi di lapangan, di hutan sana. Mirip dengan model pengiriman 
sarjana Cina ke pelosok pedesaan. 
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2. Proses tersebut di atas, juga secara tidak langsung mengadopsi kombinasi 
proses top-down (Renstra Ditjen PHKA 2010-2014) yang memerintahkan kepada 
50 UPT taman nasional untuk menerapkan RBM), dengan proses-proses dari 
bawah (bottom-up), yang diwadahi dalam ruang-ruang dialog selama proses 
penyusunan RBM tersebut. 

Kedua proses tersebut diharapkan dapat memberikan dampak psikologis 
untuk tumbuh suburnya rasa memiliki (sense of ownership) dari semua pihak yang 
terlibat dalam seluruh proses penyusunan pedoman RBM tersebut. Apabila hal ini 
dapat terjadi, maka kita sudah mulai membangun tradisi baru untuk 
menjembatani gap yang terlalu lebar dan semakin melebar antara kebijakan (policy) 
dengan fakta-fata atau kebutuhan di tingkat lapangan. 

Suatu cultural leap, lompatan budaya yang harus kita kawal bersama, terkait 
dengan reformasi dan sikap mental birokrat dan birokrasi di bidang pengelolaan 
kawasan-kawasan konservasi. Sumber daya alam yang termasuk dalam 
kategori common pool resources. Dari collective awareness menuju collective action. 
RBM diharapkan menjadi kendaraan untuk mewujudkan impian yang mulia 
tersebut. 

Maka, sudah waktunya sarjana-sarjana khususnya kehutanan, untuk 
kembali ke hutan. Turun di desa-desa sekitar hutan, jaga kawasan-kawasan 
konservasi. Dan tidak terjebak sekedar menjadi administrator konservasi duduk 
manis di belakang meja-meja birokrasi. Dalam konteks RBM, sarjana-sarjana harus 
bekerja mulai dari resort, mejadi staf atau kepala resort. Agar bisa mengetahui 
dengan pasti persoalan-persoalan dan fakta-fakta konkrit di lapangan. Sebuah 
revolusi pengelolaan kawasan hutan dan kawasan-kawasan konservasi dapat 
dimulai apabila sikap mental kita minimal dapat bercermin dan belajar dari 
pengalaman Cina. Tidak perlu malu.*** 

 

*Artikel ini telah dipublikasikan di www.konservasiwiratno.blogspot.com pada tanggal 24 
Mei 2011 

Rujukan: 
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Relokasi dan Rezonasi TN Gunung Merapi 
 

Oleh :Wiratno, Petrus Gunarso, Nurman Hakim 

 

 

Wilayah Indonesia memiliki 128 Gunung Api tersebar merata mengikuti 
garis lempeng mulai dari sisi Barat Sumatra, selatan Jawa, Bali Nusa Tenggara 
hingga Maluku Utara dan sulawesi utara (Smithsonian Institution-Global 
Volcanism Program). Oleh karena itu, Indonesia disebut juga sebagai negara dalam 
ring of fire, negara kepulauan yang bersabukkan gunung-gunung api aktif. 
Sebanyak 46 Gunung Api (36%) berada pada 35 wilayah kawasan konservasi. 
Hanya di Kalimantan dan Papua yang tidak ada gunung api. Beberapa kawasan 
memiliki lebih dari satu gunung api seperti Taman Hutan Raya Bukit Barisan 
(Sibayak, Sinabung), Taman Nasional Kerinci Seblat, TN Bukit Barisan Selatan 
(Sekincau Belirang, Suoh), CA Krakatau (Anak Gunung Krakatau), TN Gunung 
Halimun Salak (Gunung Salak dan Perbakti), CA Gunung Papandayan (Gunung 
Papandayan), TN Bromo Tengger Semeru (Gunung Bromo dan Tengger), TWA 
Ruteng (Poco Leok, Ranakah). Bahkan TN Kerinci Seblat yang terletak di 4 provinsi 
memiliki 6 gunung api, yaitu Gunung Belirang-Beriti, Hutapanjang, Kerinci, 
Kunyit, Sumbing, Pendan. 

Selain itu, terdapat 81 kawasan konservasi yang namanya diawali kata 
gunung atau pegunungan. Meski tidak selalu berarti memiliki gunung api namun 
fakta ini menggambarkan lansekap yang rentan terhadap ancaman longsor dan 
banjir bandang sebagaimana yang baru-baru ini terjadi Wasior yang berada tepat 
di bawah Cagar Alam Pegunungan Wondiboy. 

Letusan Gunung Merapi, yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan sebagai 
taman nasional pada tahun 2004, melebihi letusan tahun 1872. Letusan tersebut 
telah menyebabkan korban jiwa, harta benda, dan kerusakan lahan pertanian serta 
gelombang pengungsian ratusan ribu jiwa, sedemikian menghentak kesadaran kita 
bersama. Radius bahaya yang mencapai 15-20 Km atau kawasan seluas 76.650 - 
125.600 hektare. Luas kawasan TN Gunung Merapi yang hanya 6.410 Ha tersebut 
ketika letusan besar terjadi ternyata tidak berarti bagi perlindungan masyarakat 
yang tinggal di wilayah penyangga taman nasional. Letusan kali ini ternyata 
berdampak terhadap kawasan penyangga di 3 kabupaten di sekitarnya yang 
luasnya 12-20 kali lipat dari luas TN Gunung Merapi. 

Pertanyaan yang mengemuka kemudian adalah - apa sebenarnya peran 
besar penetapan Gunung Merapi sebagai sebuah taman nasional? Karena Gunung 
Merapi merupakan salah satu gunung berapi paling aktif di dunia, maka 
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pertimbangan penetapan Merapi sebagai taman nasional adalah karena keunikan 
akibat gejala geologi kegunungapian tersebut. Keunikan tersebut tentu akan 
berdampak pada kunjungan turis dan peneliti. Namun demikian, jika terjadi 
letusan yang besar seperti yang terjadi saat ini, manfaat konservasi apa yang dapat 
kita rasakan? 

Implikasi ke Depan 

Pengalaman letusan Merapi ini membawa beberapa konsekuensi. Pertama, 
pengelolaan TN Gunung Merapi harus dilakukan secara terpadu lintas disiplin 
keilmuan dan kepakaran. Walaupun skala geologi antar letusan mencapai ratusan 
tahun, namun kasus seperti Merapi ini membuktikan bahwa para pihak dengan 
berbagai disiplin ilmu perlu melakukan antisipasi dini terhadap kemungkinan 
letusan eksplosif pada periode tertentu. Ahli Vulkanologi, Ahli Geologi, Ahli 
Geomorfologi, Ahli Gerakan Tanah, Ahli Ekologi Hutan, Ahli Hidrologi, Ahli 
Daerah Aliran Sungai, Ahli Tata Air, Ahli Klimatologi, Ahli Kesehatan Lingkungan, 
dan berbagai kepakaran harus dilibatkan dalam melakukan antisipasi atau lebih 
tepat bagaimana mempersiapkan diri ketika letusan terjadi dan pasca letusan 
tersebut. 

Kedua, rehabilitasi kawasan Merapi, bukan hanya terbatas di kawasan 
Taman Nasional Gunung Merapi yang luasnya hanya 6.410 Ha saja, tetapi juga 
ribuan hektare lahan-lahan masyarakat yang hancur akibat awan panas (wedus 
gembel), abu vulkanik, dan lahar dingin. Oleh karena itu diperlukan rencana jangka 
panjang rehabilitasi TN Gunung Merapi dan kawasan terkena dampak di 
sekitarnya yang cukup luas itu. 

Ketiga, konsep penataan ruang zonasi dan rencana-rencana pengelolaan di 
kawasan konservasi yang memiliki gunung api aktif harus dilakukan secara 
terpadu lintas disiplin dan kepakaran. Penataan ruang atau zonasi kawasan 
konservasi tidak sekadar mempertimbangkan keragaman hayati di tingkat spesies, 
habitat, ekosistem, atau lansekap, namun juga mempertimbangkan zona-zona 
Kawasan Rawan Bencana (KRB) yang ditetapkan oleh Pusat Vulkanologi dan 
Mitigasi Bencana. 

Keempat, di kawasan-kawasan konservasi yang memiliki gunung api aktif, 
perlu segera dipermudah perijinan untuk pemasangan peralatan pemantau 
aktivitas gunung api, seperti seismograf. Pemantauan aktivitas gunung api melalui 
seismograf ini sangat efektif untuk memantau tingkat aktivitas gunung api serta 
menjadi bagian dari pengelolaan pengunjung. Apakah suatu waktu, pengelola 
harus menutup kawasan taman nasional dari kunjungan wisata, seperti yang terjadi 
saat ini di TN Bromo Tengger Semeru. 

Kelima, aktivitas gunung api dapat pula menjadi objek wisata yang sangat 
menarik, seperti yang terjadi Mauna Loa (4,170 meter) dan Kilauea (1,250 meter) di 
TN Gunung Berapi Hawaii. Aktivitas gunung berapi lebih dari jutaan tahun telah 
menciptakan lansekap yang unik. Alam dan kehidupan yang dipelihara dan 
dikembangkan untuk ekosistem yang luar biasa. Terdapat burung langka, spesies 
endemik dan/atau menjadi raksasa ferns. Sejak 1987 Taman Nasional Hawaii 
Gunung Berapi ini oleh UNESCO didaftar sebagai Monumen Alam. 
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Para peneliti gunung api juga tidak akan melewatkan kejadian letusan 
besar yang berskala ratusan tahun itu, sebagai bagian dari pengembangan ilmu 
pengetahuan, yang sangat penting bagi kemanusiaan dalam arti luas. J.A. Katili 
(Harta Bumi Indonesia, 2007), menyatakan kebanggaannya ketika ia bersama ahli 
Vulkanologi mampu memprediksi adanya potensi letusan besar Galunggung pada 
tahun 1982-1983 dan Gunung Colo tahun 1983, dan ternyata terbukti benar, 
sehingga ribuan jiwa selamat karena peringatan dini yang tepat tersebut. 

Keenam, banyak khalayak tidak mengetahui bahwa potensi vulkanologi, 
seperti magma di perut bumi itu juga bermanfaat dalam pengembangan 
geothermal, untuk menghasilkan energi listrik ramah lingkungan. Pengembangan 
ini telah berjalan seperti TN Gunung Halimun Salak oleh Chevron Indonesia dan 
Pertamina Panas Bumi, di CA Papandanyan, CA Kamojang, dataran Tinggi Dieng, 
dan masih banyak lokasi lainnya di sepanjang jalur gunung api, mulai dari 
Sumatera Utara (Kompleks Gunung Sinabung, Dolok Sibual-buali) sampai ke TN 
Gunung Rinjani di Lombok. Panas bumi ini juga dapat dikembangkan ketika hutan-
hutan alam di kawasan tersebut dalam kondisi baik. 

Relokasi dan Zonasi 

Rencana Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melakukan relokasi 
penduduk perlu disinergikan dengan zonasi ulang Taman Nasional Gunung 
Merapi. Berdasarkan Citra SPOT 10 November 2010, pasca letusan telah 
menghancurkan ekosistem hutan pegunungan lebih dari 2000-2500 Ha atau 31-39% 
dari luas TN Gunung Merapi. Namun demikian zonasi bukan hanya terbatas pada 
kawasan TN Gunung Merapi seluas 6.410 Ha saja, tetapi juga menetapkan Zona 
Terlarang (tidak layak huni) yaitu kawasan terdampak akibat letusan 2010 
sebagaimana diusulkan oleh Sudibyakto - pakar di Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana (Kompas 12/11/10), zona ini ke depan hanya akan 
diperbolehkan dimasuki untuk kepentingan pemantauan dan riset kegunungapian. 
Zona selanjutnya adalah pada kawasan di bawah Zona Terlarang, yang dapat 
dimanfaatkan secara terbatas, sampai ke kawasan di bawahnya meliputi kawasan 
sampai radius sebagai zona aman 20 Km atau pada kawasan seluas 125.600 Ha di 3 
kabupaten. Zonasi ulang ini perlu dilakukan untuk kepentingan keselamatan 
ratusan ribu jiwa penduduk sekitar Merapi dan untuk kepentingan ilmu 
pengetahuan-yaitu pemantauan secara terus menerus aktivitas Merapi di masa 
mendatang. 

Zonasi ulang dilakukan untuk mengantisipasi perubahan vegetasi, satwa, 
dan ekosistem pasca letusan. Pemahaman mengenai perubahan ekologis pasca 
letusan yang berinterval puluhan atau ratusan tahun ini perlu dipelajari untuk 
melakukan quick response atas meningkatnya aktivitas Merapi yang 
membahayakan di masa mendatang. Revisi zonasi TN Gunung Merapi seluas 6.410 
Ha dan kawasan di sekitarnya seluas 125.600 Ha harus dimasukkan dalam revisi 
tata Ruang Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. Prosesnya harus 
melibatkan masyarakat khususnya yang tinggal di lereng Merapi dan daerah 
terdampak, serta melibatkan pakar dari berbagai disiplin keilmuan, sehingga hasil 
tata ruang yang baru tersebut dapat ditaati oleh semua pihak. Kemungkinan 
relokasi tidak kurang dari 6.242 kepala keluarga harus menjadi pertimbangan 



Catatan Wisata Intelektual (2005-2020) 

393 
  

pertama dalam proses tersebut. Yang perlu dipikirkan adalah di Sultan Ground, 
atau ke luar Jawa. Relokasi masyarakat korban bencana juga perlu pula 
memperhitungkan budaya masyarakat yang sudah terbiasa dengan perubahan 
ekologis akibat letusan - yang memang tidak sebesar kali ini. Jika proses relokasi ini 
dilakukan dengan cara terbuka dan konsultatif dengan para korban bencana, maka 
dapat dipastikan hasilnya akan lebih baik dibandingkan dengan relokasi secara 
paksa. 

Relokasi dan re-zonasi harus berjalan beriringan dan melibatkan para pihak 
yang berada di dalam bentang alam Gunung Merapi. Semoga upaya yang akan 
dilakukan dapat melibatkan para pihak - terutama para pihak yang hidup dan 
tinggal dalam bentang alam, karena merekalah penerima manfaat langsung, 
sekaligus menjadi korban pertama perubahan bentang alam akibat letusan.*** 

-------------------------------------------------------------- 

Ir.Wiratno, MSc dan Nurman Hakim (Staf pada Ditjen PHKA, Kementerian Kehutanan) 
Petrus Gunarso, PhD (Programme Director); Tropen Bos Indonesia, Indonesia Programme 
Jakarta, 12 November 2010 
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Solusi Banjir Jakarta dan Peran Ciliwung 
 

 

Menarik membaca seri laporan Ekspedisi Ciliwung 2009, dan pendapat 
Arkeolog senior UI tentang perlunya Museum Ciliwung (Kompas 24/01/09). 
Ekspedisi yang memotret situasi dari hulu sampai hilir Ciliwung itu seolah 
menyampaikan pesan kepada publik gradasi kualitas lingkungan yang nyata 
semakin ke hilir dan betapa dampak dari pembangunan dan pertumbuhan kota 
serta penduduk di Jabotabek dan sekitarnya membuat Ciliwung menjadi tempat 
sampah raksasa, dengan segala dampak lingkungan dan sosialnya. Namun 
demikian, publik perlu mendapatkan fakta-fakta kuantitatif dan bukan sekadar 
gambaran kualitatif tentang Ciliwung dan dalam hubungannya dengan banjir 
Jakarta. Beberapa fakta berikut akan mencoba memberikan gambaran tentang 
fakta-fakta sehingga publik tidak terjebak pada berita yang ternyata hanya mitos. 

Mitos Banjir Jakarta 

Banjir Jakarta akibat kerusakan hutan di Hulu Ciliwung. Berita-berita di koran 
seringkali melansir pernyataan ini. Mitos atau fakta? Penelitian Balai Pengelolaan 
DAS Citarum-Ciliwung memberi gambaran kepada kita bahwa terdapat 8 daerah 
aliran sungai (DAS) yang mengalir ke Jabotabek. Luas kawasan hutan di ke delapan 
DAS tersebut hanya 12%. Fakta ini menunjukkan bahwa peranan hutan wilayah 
hulu di 8 DAS, termasuk Ciliwung yang membelah kota Jakarta, dalam 
pengendalian banjir memang sudah sangat terbatas. Pertanyaan selanjutnya 
adalah, apa yang menyebabkan banjir Jakarta tersebut? Apakah curah hujan 
sebagai faktor alam bisa kita pakai sebagai kambing hitam? Kajian dari Balai 
Pengelolaan DAS Ciliwung, Departemen Kehutanan, menunjukkan bahwa pola 
hujan sepanjang 100 tahun (1886-2002) ternyata tidak mengalami perubahan dan 
relatif menunjukkan pola yang sama. Oleh sebab itu, jawaban perlu dicari dari 
perubahan-perubahan yang disebabkan oleh faktor manusia. Beberapa human 
factors tersebut adalah: 

Pertama. Meningkatnya pembangunan di Jakarta, mendorong percepatan 
masuknya penduduk-saat ini 11 juta jiwa, yang berimplikasi pada menjamurnya 
ribuan perumahan baru untuk pemukiman, pembangunan gedung-gedung 
pencakar langit - hotel, perkantoran, perumahan mewah, jalan tol. Seluruh faktor 
tersebut telah mendorong eksploitasi ait tanah dalam yang berlebihan, pemadatan 
tanah akibat, pemukiman kelompok miskin di sepanjang bantaran sungai, 
pembuangan sampah dan limbah pabrik ke sungai, buruknya sistem drainase, 
penurunan muka air tanah di Jakarta, dan lain sebagainya. Ketika hujan lokal 
dengan intensitas yang tinggi, sebagian besar air menjadi aliran permukaan (run-
off) dan tidak sampai 1 jam sebagian besar Jakarta akan terendam. “Penurunan 
permukaan tanah disebabkan terlalu agresifnya eksploitasi wilayah dan air tanah 
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di Jakarta. Lalu banjir kiriman dari selatan serta naiknya tinggi muka air laut, 
tingginya curah hujan, membuat banjir menjadi langganan datang ke Jakarta setiap 
tahun” papar Ketua Program Studi Meteorologi Institut Teknologi Bandung Armi 
Susandi. Armi menambahkan, selain itu 40% wilayah Jakarta saat ini memang 
berada di bawah tinggi muka air laut rata-rata (www.seputar-indonesia.com). Versi 
banjir yang seperti ini tentu tidak ada hubungannya dengan kondisi hutan di 
daerah hulu Ciliwung. Luas DAS Ciliwung 37.472 Ha, dengan luas hutannya hanya 
3.709 Ha atau 9,8% dari luas DAS tersebut. 

Kedua. Hujan yang besar di daerah hulu sekitar Gadog, misalnya, memang 
mendorong meningkatnya kubah air yang sangat besar, tenaga kinetik air ini 
diperbesar dengan penyempitan badan DAS di daerah Bogor, yang bisa dipantau 
dari debit di Pintu Air Katulampa (Bogor) dan Pintu Air Manggarai (Depok). 
Namun, sesampainya di wilayah Jakarta, meluapnya air Ciliwung lebih disebabkan 
oleh penyempitan dan pendangkalan badan sungai yang disebabkan oleh 
genangan semua jenis sampah. Sekali lagi ini faktor manusia. 

Ketiga. Penyelesaian banjir Jakarta seringkali dilakukan secara parsial-
sektoral, dan reaktif. Mempertimbangkan persoalan banjir dengan mengetahui 
relasi antar banyak faktor, antara lain kondisi geografis cekungan Jakarta, 
pemadatan tanah akibat pembangunan infrastruktur dan pemukiman, eksploitasi 
berlebihan air tanah dalam, polusi air di seluruh badang Sungai Ciliwung, serta 
pemukiman liar di sepanjang bantaran sungai, mengharuskan kita berfikir ulang 
dengan pola yang lebih komprehensif. Persoalan ini tidak bisa diselesaikan oleh 
Pemda DKI, oleh pihak swasta apalagi oleh masyarakat, termasuk lembaga 
swadaya masyarakat. Yang menarik, pemerintah-swasta-masyarakat belum pernah 
bertemu. Banyak publik tidak mengetahui bahwa seluruh air baku yang dikelola 
oleh PT PAM Lyonnaise Jaya (PALYJA) untuk menyuplai 50% kebutuhan air 
minum penduduk Jakarta harus diambil dari ‘tabungan’ air di Waduk Jatiluhur 
yang bersumber dari Sungai Citarum, Jawa Barat. Seluruh sungai yang mengalir di 
Jakarta tidak layak baik secara kesehatan maupun ekonomi untuk diolah dan 
menjadi layak konsumsi. 

Solusi Multi Pihak 

Mempertimbangkan persoalan yang sangat kompleks tersebut. Banyak pihak telah 
melakukan berbagai kajian teknis, namun tidak pernah dikomunikasikan kepada 
pihak lain, sehingga terkesan parsial, seringkali tidak berkelanjutan bahkan 
sebelum diperoleh hasil yang memadai. Balai Pengelolaan DAS Citarum-Ciliwung 
telah melakukan kajian dari sampai pada kesimpulan bahwa salah satu solusi 
adalah dibangunnya minimal 261.622 unit sumur resapan di wilayah Jabotabek. 
Dengan biaya Rp 2,5 juta, maka diperlukan dana Rp 654 milyar. Saat ini baru 1 % 
yang telah direalisasikan. Satu buah sumur resapan mampu menyerap air limpasan 
(run-off) sebesar 6 m3/jam atau 83,3 liter/haa. Sementara kemampuan penyerapan 
dari penanaman pohon 1 ha hanya 20 liter. Maka sumur resapan memiliki 
kemampuan menyerap air 4 kali lipat lebih besar. Apabila kita mampu membangun 
261.852 sumur resapan di Jakarta, maka sebanyak 1,56 juta m3 air limpasan (dari 
hujan) dapat diserap setiap jamnya. Betapa besarnya kita dapat mengembalikan air 
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hujan kembali ke tanah menjadi tabungan air tanah dan sekaligus mengurangi atau 
mencegah potensi air limpasan menjadi banjir. 

Program ini sesuai untuk membantu penyerapan air tanah di perkotaan. 
Sedangkan penanaman pohon menjadi prioritas reboisasi di daerah hulu Ciliwung. 
Pembangunan sumur resapan harus menjadi gerakan bersama, dan bukan terbatas 
dilakukan oleh Departemen Kehutanan. 

Departemen Pekerjaan Umum perlu bekerja sama dengan Pemprov DKI 
dan jajaran dinas terkaitnya, dalam program normalisasi dan revitalisasi Sungai 
Ciliwung, dibarengi dengan upaya hemat air. Bagaimana program gerakan 
kepedulian terhadap air tanah yang dicanangkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 
dengan konsep 5R yakni reduce (menghemat), reuse (menggunakan kembali), recycle 
(mengolah kembali), recharge (mengisi kembali), dan recovery (memfungsikan 
kembali), dapat direalisasikan dan mendapatkan dukungan yang luas dari semua 
pihak, khususnya masyarakat dan pihak swasta. 

Pekerjaan besar ini tentu saja harus dilakukan secara terpadu dengan pihak 
swasta, LSM, dan masyarakat luas. Pendekatan sektoral yang bias pemerintah 
harus diperbaiki dengan membangun kesepahaman bersama, agar revitalisasi 
Ciliwung menjadi ‘Agenda Bersama’ dan ‘Kesepakatan Bersama’ lintas batas. Tiga 
pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu pemerintah-swasta-masyarakat harus 
dipraktikkan dalam proses membangun Gerakan Revitalisasi Ciliwung tersebut. 
Lembaga yang dapat melakukan pekerjaan lintas lembaga itu mungkin berupa 
Otorita. Otorita Ciliwung akan menembus sekat-sekat komunikasi dan kolaborasi 
sektoral yang seringkali sangat birokratis, dan mendorong melibatkan sepenuhnya 
pihak swasta dan masyarakat, termasuk pakar perguruan tinggi, dan praktisi 
lingkungan secara luas dan substansial. 

Pertanyaan akhirnya tertuju pada bagaimana membangun kesepakatan 
dan menyusun skala prioritasnya. Membangun Museum Ciliwung mungkin 
memang diperlukan, sebagai bagian dari gerakan yang lebih besar dan 
komprehensif. Gerakan bersama yang terpadu dan sinergis, menyelesaikan 
persoalan Ciliwung secara konkrit dan komprehensif, termasuk menata 
pemukiman di sepanjang bantaran Ciliwung itu yang tentu akan berdampak sosial 
dan finansial yang tidak kecil. Revitalisasi Ciliwung dapat kita jadikan cermin 
seberapa efektifnya kerja bareng lintas batas itu dapat direalisasikan. Melalui proses 
multi pihak tersebut, diharapkan dapat dibangun proses ‘learning organisation’. 

Peran pemerintah masih sangat diharapkan namun demikian dukungan 
pihak swasta dan masyarakat tidak kalah pentingnya dalam upaya kita 
mewujudkan mimpi bersama, menyaksikan kembali Sungai Ciliwung yang bersih, 
tertata, dan asri. Keberhasilan ini akan menjadikan Kota Tua Jakarta tampil lebih 
cantik alami, kembali seperti masa 100 tahun yang lalu. Semoga saja dapat 
diwujudkan.*** 

 

Ditulis oleh: Wiratno dan Emil Sumirat 
Makalah telah dimuat di AgroIndonesia Vol V Nomor 235 3-9 Februari 2009. 
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Sindrom Antroposentrisme 
 

 

 

Dengar pendapat Komisi III DPR dengan Menteri Kehutanan sebagaimana 
dimuat di Kompas tanggal 6 September 2002 semakin menegaskan masih 
mewabahnya sindrom antroposentrisme di kalangan Komisi III DPR. Permintaan 
peninjauan ulang terhadap kebijakan soft-landing Departemen Kehutanan. 
Kebijakan ini tentu saja akan secara bertahap mengurangi setoran sektor kehutanan 
kepada Negara sebesar 60,94%, yaitu dari 3,03 triliun rupiah (2002) anjlok ke 1,18 
triliun rupiah (2003). Sangat disesalkan bahwa ternyata wakil rakyat kita tidak 
memahami sepenuhnya latar belakang kebijakan soft landing process, yang 
dimaksudkan untuk segera “mengistirahatkan secara bertahap” sumber daya 
hutan Indonesia setelah “sakit parah” diperas habis-habisan dengan sistem HPH 
selama 30 tahun ini 

Tidak Belajar dari Sejarah 

Pada awal abad 19, Raffles memperkirakan 85% daratan Pulau Jawa masih ditutupi 
hutan lebat. Dari 10,6 juta ha pada abad 18 menjadi tinggal 3,3 juta ha pada akhir 
abad 19 atau kehilangan lebih dari 70%-nya, dalam jangka waktu 100 tahun. 
Penyebab pokoknya adalah konversi kawasan hutan menjadi perkebunan 
monokultur besar tebu di dataran rendah dan kopi di dataran tinggi, yang dimotori 
oleh Cultuurstelsel Belanda yang menggunakan modal besar dan alat-alat modern. 
Hal ini diperparah dengan tekanan penduduk yang meningkat 8 kali lipat dalam 
periode 100 tahun tersebut., yang menyebabkan tingginya kebutuhan akan kayu 
bakar untuk keperluan subsisten maupun mendukung industri gula. Di masa Orde 
Baru, revolusi hijau telah menyebabkan pula distorsi penguasaan lahan pertanian 
produktif pada sekelompok petani kaya, menciutnya kepemilikan lahan pertanian 
akibat pertambahan penduduk yang akhirnya berakumulasi pada meningkatnya 
ke kawasan hutan alam dataran tinggi. Proses konversi kawasan hutan ini terus 
berlanjut sampai akhir dekade 1980-an. 

Kecelakaan sejarah ini pun tampaknya diulangi lagi di era Orde Baru 
terhadap hutan Sumatera dan Kalimantan. Di Sumatera yang luasnya 3 kali lebih 
besar dari Jawa, hutan alam dataran rendahnya menjelang punah tahun 2005 
(taksiran World Bank), yakni dengan dihabiskannya sumber daya hutan itu melalui 
sistem HPH penuh monopoli sekaligus tidak bertanggung jawab. Pada tahun 1990-
an, 9 raksasa konsesi kayu memonopoli dan mengontrol lebih dari 14 juta ha 
kawasan hutan produksi (Wiratno, dkk., 2002). Kerusakan hutan tersebut juga 
dipicu oleh konversi lahan untuk monokultur sawit, hutan tanaman industri miskin 
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jenis pendukung industri pulp, pertambangan terbuka, perambahan oleh 
masyarakat, pertambangan, pembangunan jaringan jalan, kebakaran hutan dan 
kebun, dan sebagainya. Praktis, dalam tempo 30 tahun sejak tahun 1970-an, hutan 
hujan tropis di Sumatra tinggal kurang dari 10% luas semula. Ini berarti, kerusakan 
10 kali lebih cepat dari apa yang pernah terjadi di Jawa. Taksiran yang sama oleh 
World Bank, hutan hujan tropis di Kalimantan akan habis tahun 2010. 

Kesimpulan yang bisa kita ambil untuk sementara adalah bahwa kita, 
khususnya pemerintah di masa orde baru tidak pernah belajar dari sejarah 
kehancuran hutan di Jawa, dengan segala konsekuensinya terhadap lingkungan 
hidup, serta kemunduran kualitas hidup masyarakat. Pertanyaan selanjutnya 
adalah apakah pemerintahan di bawah Presiden Megawati di era reformasi ini akan 
dipaksa mengulangi lagi kesalahan di masa lalu itu. Tentu saja, selalu dengan 
kedok demi penerimaan negara, pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, atau 
jargon yang sekarang sedang popular, demi pendapatan asli daerah? 

Sindrom Antroposentrisme 

Kondisi carut marut lingkungan hidup Indonesia, khususnya sumber daya hutan 
nasional yang seperti itu memang sangat dipengaruhi oleh politik ekonomi kita 
yang didesain mendewakan pertumbuhan ekonomi yang akhirnya disusul dengan 
kegagalan trickle down effect-nya. Sebagai konsekuensinya adalah selalu 
mengajukan justifikasi perlunya sumber daya alam dieksploitasi, dikuras, dan 
kalau perlu dihabiskan. Keraf (2002) dalam bukunya Etika Lingkungan, secara 
runut memberikan jawaban atas situasi di atas, dengan menguraikan apa yang 
menjadi latar belakang kebijakan tersebut karena etika yang dipakai memang etika 
antroposentisme. 

Etika antroposentrisme yang dilatarbelakangi oleh tradisi pemikiran barat 
yang liberal. Dalam etika ini manusia diposisikan sebagai pusat dari alam semesta, 
dan hanya manusia yang memiliki nilai, sementara alam dan segala isinya sekadar 
alat bagi pemuas kepentingan dan kebutuhan hidup manusia. Manusia dianggap 
berada di luar; di atas dan terpisah dari alam. Bahkan, manusia dipahami sebagai 
penguasa atas alam yang boleh melakukan apa saja. Menurut Keraf (2002), cara 
pandang inilah yang melahirkan sikap dan perilaku eksploitatif. 

Permintaan anggota DPR, khususnya Komisi III agar Departemen 
Kehutanan meninjau ulang kebijakan soft landing, sangat mungkin karena 
disebabkan ketidaktahuan latar belakang secara menyeluruh lahirnya kebijakan 
tersebut. Di samping itu juga pemahaman yang keliru bahwa sumber daya hutan 
sering di-indentik-kan dengan kayu semata. Dalam kenyataannya bahwa nilai kayu 
hanya kurang dari 5% nilai keseluruhan sumber daya hutan itu. Hal ini tentunya 
sangat disesalkan mengapa sampai terjadi. Sebagai wakil rakyat, DPR harus 
memiliki fungsi kontrol dan semestinya justru mendukung kebijakan untuk 
mengistirahatkan sumber daya hutan nasional kita yang memang sedang “sakit” 
parah. Kemungkinan lain, memang sindrom antroposentrisme masih lekat, bukan 
saja anggota Dewan yang terhormat, tetapi juga sebagian besar komponen 
masyarakat Indonesia, khususnya para pengusaha perkayuan yang tidak mau tahu 
tentang kondisi hutan Indonesia kecuali hanya mengejar keuntungan semata. 
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Terhadap maraknya penebangan haram (illegal logging), Komisi III DPR 
juga tampaknya kurang memahami fakta lapangan bahwa: Pertama, keberhasilan 
penanggulangan penebangan haram juga ditentukan oleh keseriusan dan 
konsistensi bukan hanya Departemen Kehutanan, tetapi juga kepolisian, kejaksaan, 
dan kehakiman. Kedua, isu penebangan haram ini juga harus dikaitkan dengan isu 
regional, di mana Cina, Malaysia, Thailand, dan Filipina telah lama melakukan 
moratorium penebangan hutan alam mereka. Oleh karena itu, permintaan kayu 
lingkup regional menjadi meningkat pesat. Saat ini, banyak terjadi penyelundupan 
dimana kayu-kayu dari Papua diangkut ke Filipina, mendapatkan surat-surat sah, 
lalu diangkut ke Cina; kayu dari Kalimantan Barat mendapatkan surat dari 
Malaysia atau Singapura, dan banyak kasus-kasus serupa. 

Oleh karena itu, akan sangat sulit mengatasi hal ini apabila diplomasi 
regional tidak berhasil meyakinkan negara-negara sahabat, agar bersama-sama 
melakukan penegakan hukum. DPR dapat mengambil perannya yang strategis 
dalam meyakinkan negara-negara sahabat itu, ketika melakukan kunjungan 
kerjanya. Karenanya, sangat diperlukan keterbukaan antara eksekutif (Departemen 
Kehutanan) dengan legislatif (DPR), tentunya dalam menyuarakan kepentingan 
publik dan kelestarian lingkungan yang lebih luas bukan kepentingan jangka 
pendek menjelang 2004. 

Ke depan, akan sangat bagus apabila Departemen Kehutanan juga secara 
proaktif menjelaskan kepada masyarakat luas tentang upaya penegakan hukum 
terhadap penebangan haram, program-program kehutanan ke depan yang saat ini 
lebih condong pada upaya rehabilitasi dan konservasi. Demikian juga dengan sikap 
Departemen Kehutanan terhadap pola-pola pengelolaan hutan di era otonomi 
daerah. Kesepakatan dengan pemerintah Inggris dalam bentuk MoU 
penanggulangan penebangan haram, dan sebentar lagi dengan ASEAN dan Cina, 
Operasi Wanalaga dan Wana Bahari, dan upaya-upaya penegakan hukum yang 
telah dilakukan sebaiknya secara regular dan terbuka disampaikan kepada 
masyarakat. Misalnya progres penanganan kasus penangkapan tiga kapal asal Cina 
di Perairan Pangkalan Bun yang mengangkut 25.000 meter kubik kayu, juga perlu 
dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat, termasuk Mabes Polri yang 
menangani dari segi penyidikannya. 

Penutup 

Pembangunan yang berpusat pada pertumbuhan ekonomi sudah waktunya 
dirubah. Paradigma pembangunan ini telah nyata-nyata menghancurkan sumber 
daya alam di Indonesia selama hampir 30 tahun terakhir ini. Visi pembangunan 
yang berdasarkan pertumbuhan ekonomi ini digambarkan oleh Kenneth Boulding 
dalam Korten (2001), sebagai “ekonomi koboi”. Visi ekonomi koboi adalah dunia 
yang bisa dilukiskan sebagai padang terbuka tanpa batas yang menyediakan 
sumber daya dan jasa pelayanan pembuangan limbah tanpa batas. Ekonomi koboi 
diarahkan untuk menggali sumber daya - sumber daya yang paling mudah tersedia 
dari lingkungan hidupnya dan mengubahnya menjadi produk apa saja untuk 
memenuhi kebutuhannya. 
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Model pembangunan ke depan harus dirubah dari nafsu antroposentrisme 
dan ekonomi koboi menuju pembangunan berkelanjutan. Keraf (2002) juga 
mengajukan ide tentang “keberlanjutan ekologis”. Prinsip yang diajukan dalam 
paradigma keberlanjutan maupun keberlanjutan ekologis adalah integrasi secara 
proporsional ketiga aspek, yaitu aspek ekonomi, aspek pelestarian social-budaya, 
dan aspek lingkungan hidup. Etika antroposentrisme harus ditinggalkan dan 
diganti dengan etika lingkungan hidup yang bertumpu pada teori biosentrisme dan 
ekosentrisme, dengan perpegang pada sikap hormat terhadap alam, prinsip 
tanggung jawab, solidaritas kosmis, prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap 
alam, prinsip “no harm”, prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam, prinsip 
keadilan, prinsip demokrasi, dan prinsip integritas moral. 

Namun harus diingat, karena etika tidak bisa dipaksakan, kita memerlukan 
perangkat hukum yang memungkinkan prinsip-prinsip tersebut bisa dihayati dan 
dilaksanakan dalam kehidupan bersama di tengah masyarakat. Oleh karena itu, 
kita memerlukan kemauan politik pemerintah dan juga legislatif, untuk 
menjadikan lingkungan hidup sebagai agenda utama yang menjadi pilar 
pembangunan nasional. Apabila niat politik dan perangkat hukum tidak ada, 
kehancuran sumber daya alam, khususnya hutan di Indonesia tinggal menunggu 
waktu dalam hitungan tahunan saja.*** 

 

Rujukan: 

Keraf, A.Sonny., 2002. Etika Lingkungan. Kompas, Jakarta Juli 2002; 

Korten, D.C., 2001. Menuju Abad ke-21.Tindakan Sukarela dan Agenda 
Global.Yayasan Obor Indonesia. Jakarta, 2001. 

Wiratno, dkk., 2002. Berkaca di Cermin Retak.Refleksi Konservasi dan Implikasi 
bagi Pengelolaan Taman Nasional. Yayasan Gibbon, Pusat Informasi Lingkungan 
Indonesia, FoREST Press., Jakarta, 2002. 
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Kawasanku Amanahku (Sebelas Prinsip Pengelolaan) 
 
 
 
 

Pengelola kawasan konservasi perlu memahami dan menghayati prinsip-
prinsip minimal dalam mengemban mandat pengelolaan kawasan konservasi. 
Prinsip-prinsip tersebut adalah: 

Prinsip Kesatu: Siapkan Prakondisi Internal 

Pembenahan internal dimulai dari membangun komunikasi informal-formal 
dengan seluruh staf agar dapat dimulai proses pemahaman dan penyamaan 
persepsi tentang status: kondisi saat ini, dan arah pengelolaan atau kondisi yang 
diharapkan. Kesepahaman dan keterbukaan agar didorong untuk dapat 
dibangunnya nilai-nilai organisasi (akuntabilitas, keterbukaan, tanggung jawab, 
kerja kolektif/teamwork, kebersamaan). 

Prinsip Kedua: Penataan Kawasan 

Kawasan harus ditata ke dalam unit-unit kelola yang lebih kecil, mulai dari 
Bidang/Seksi Wilayah sampai ke tingkat unit kelola terkecil yang disebut dengan 
resort. Penataan kawasan ini harus dikaitkan dengan zonasi, potensi, dan persoalan 
yang dihadapi, sehingga dapat ditetapkan tipologi Bidang/Seksi Wilayah dan 
tipologi resort. 

Prinsip Ketiga: Menyiapkan Sistem Kerja 

Dibangun sistem kerja berbasis resort, termasuk mekanisme komunikasi ke 
Bidang/Seksi Wilayah dan ke Balai dan dukungan pelatihannya. Kerja berbasis 
resort meliputi kerja internal ke dalam kawasan-patroli, monitoring habitat, survei 
potensi, dan sebagainya dan kerja eksternal-ke desa-desa dan daerah penyangga, 
agar lebih memahami tipologi desa/masyarakat terkait interaksi masyarakat-
kawasan. Sistem kerja resort akan mendorong dilaksanakannya bottom-up planning 
secara bertahap. Yang dikoordinasikan di tingkat seksi wilayah, dan berlanjut ke 
Balai/ Balai Besar. Nanti dapat diarahkan ke ‘perencanaan berbasis kinerja’. 

Prinsip Keempat: Data dan Informasi yang Scientific Based 

Data spasial dan non spasial yang dikumpulkan harus didasarkan pada tujuan 
yang spesifik. Data dianalisis harus didasarkan pada teknik atau metode yang 
dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (scientifically sound). Dengan 
demikian, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan 
kualitas perencanaan, yang didukung dengan pendekatan lintas disiplin ilmu. Data 
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dan informasi yang valid harus dijadikan dasar pembangunan baseline data dan 
informasi. 

Prinsip Kelima: Penyiapan SDM dan Sarpras 

Berdasarkan tipologi kawasan dan khususnya tipologi resort dan ‘sistem kerja 
resort’, dapat ditetapkan jumlah, jenis keahlian, kualitas, dan atau kompetensi staf 
serta dukungan sarana dan prasarana minimal agar Resort dapat bekerja di 
lapangan, sesuai dengan tipologi setiap resort. Penyiapan SDM termasuk yang 
memiliki wawasan tentang bagaimana membangun network, kerja team, 
administrasi proyek, penyiapan tim survei, kerja kolektif, dan sebagainya. 

Prinsip Keenam: Membangun Jejaring Kerja 

Balai secara bertahap segera membangun komunikasi dengan para pihak luar, 
khususnya pemkab, pemprov, LSM, pakar, praktisi, pusat studi/kajian, dan 
sebagainya. Tujuannya adalah untuk membangun sinergitas program/kegiatan di 
daerah penyangga, sehingga pengelolaan kawasan konservasi dapat lebih 
dipahami dan mendapat dukungan yang memadai dari para pihak-sektor lain, 
swasta, dan masyarakat di sekitar atau di dalam kawasan konservasi. 

Prinsip Ketujuh: Penyelesaian Masalah secara Komprehensif 

Berbagai persoalan atau masalah di kawasan konservasi harus diselesaikan 
berdasarkan kajian sejarah kawasan dan masalah, dengan melakukan pendekatan 
penyelesaian yang komprehensif serta berpegang pada keseimbangan antara asas 
keadilan, kemanfaatan, pelestarian, sosio-kultural, dan legalitas. Prinsip ini 
mengutamakan kajian komprehensif masalah kawasan yang akan menjadi fondasi 
penyelesaiannya secara sistematis dan multiyear. Penegakan hukum diberlakukan 
secara selektif pada aktor intelektual penyebab utama munculnya masalah. 

Prinsip Kedelapan: Penghormatan pada Hak Masyarakat Adat 

Sepanjang keberadaan dan eksistensinya masih ada, maka masyarakat adat harus 
dilibatkan dalam seluruh proses pengelolaan kawasan secara terpadu dan 
bertahap, dengan berpegang pada prinsip’masyarakat adat sebagai bagian dari 
solusi’ pengelolaan kawasan. Masyarakat setempat yang tinggal berbatasan dengan 
kawasan, walaupun bukan masyarakat hukum adat, harus diberlakukan sebagai 
mitra dalam pengelolaan kawasan, termasuk dalam menjaga kawasan. 

Prinsip Kesembilan: Pengelolaan Kawasan Sebagai Amanah 

Apabila pengelola kawasan konservasi bersikap amanah dalam mengelola 
kawasan, maka ia harus memegang teguh mandat pengelolaan. Mandat tersebut 
seharusnya dilaksanakan untuk mencapai tujuan pengelolaan yang telah 
ditetapkan, dan dengan mempertimbangkan ”8 prinsip good governance”, yaitu 
konsensus, taat hukum yang berlaku, partisipatif, transparan, akuntabel, efektivitas 
dan efisiensi, responsif, dan kesetaraan. 

Prinsip Kesepuluh: Pemantauan dan Evaluasi 

Dibangun Flying Team yang bertugas untuk memantau secara periodik terhadap 
kegiatan di tingkat Bidang Wilayah/Resort, sehingga perbaikan dapat terus 
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dilakukan, termasuk evaluasi tahunannya yang melibatkan seluruh staf inti, untuk 
proses pembelajaran bersama. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan secara 
periodik, untuk memastikan bahwa suatu kegiatan yang dilakukan dapat mencapai 
output yang telah ditetapkan. Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan pada akhir 
tahun untuk mengetahui seri dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan 
mencapai output yang telah ditetapkan. 

Prinsip Kesebelas: Kebijakan yang Konsisten 

Kesepuluh prinsip tersebut dapat dilaksanakan oleh UPT di seluruh Indonesia, 
apabila Pusat secara terus menerus mendukung dengan kebijakan yang konsisten, 
antara lain di bidang rasionalisasi anggaran-berbasis resort dan kondisi spesifik 
UPT (daerah terpencil, perairan, daerah perbatasan negara), dukungan penyediaan 
SDM yang memadai, evaluasi kinerja UPT, diberlakukannya mekanisme reward and 
punishment, dukungan peningkatan profesionalisme SDM, dan melakukan 
pendampingan kepada UPT yang memerlukan bantuan teknis maupun non teknis 
secara khusus.*** 

 

*Artikel ini telah dipublikasikan di www.konservasiwiratno.blogspot.com pada tanggal 4 
Agustus 2010 
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Kawasan Konservasi dalam Dunia yang Berubah 
 

 

 

Konsep pembangunan di negara-negara dunia ketiga (termasuk Indonesia) 
telah terjebak pada sekadar pembangunan fisik, dengan fokus utama pertumbuhan 
ekonomi. Strategi ini tidak dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas 
kehidupan manusia. Pembangunan dengan capaian utama pertumbuhan ekonomi 
dan asumsi trickle down effects adalah konsep pembangunan yang usang. 
Pembangunan yang sejati, menurut Arif Budiman adalah pembangunan manusia 
(Ibrahim 2004). Pembangunan bukan sekadar mengadakan proyek-proyek. Konsep 
pembangunan harus dicurahkan pada investasi di bidang human capital, karena 
manusia adalah sumber daya yang paling penting. Manusia adalah makhluk yang 
paling kreatif. Untuk bisa kreatif, manusia harus merasa aman dan bebas dari rasa 
takut. Hanya manusia kreatif yang bisa menyelenggarakan pembangunan dan 
memecahkan masalah yang dihadapinya. Soedjatmoko menyebut pembangunan 
yang baik adalah pembangunan yang mendinamisasikan kekuatan-kekuatan 
masyarakat tanpa rasa takut (Ibrahim 2004). Korten dan Sjahrir (1988) menyebut 
pembangunan yang berpusat pada manusia sebagai paradigma berpusat pada 
rakyat (people center development). 

Sebagaimana dikutip oleh Ibrahim (2004), Soedjatmoko, seorang intelektual 
terkemuka Indonesia, menyatakan bahwa usaha pembangunan dan modernisasi 
yang kita jalani sebagai sebuah bangsa telah menghadapkan kita secara langsung 
dengan masalah kebudayaan Indonesia. Masalah pembangunan dan kebudayaan 
ini memunculkan diskusi yang sangat penting mengenai perlunya 
mempertahankan kepribadian dalam menghadapi perubahan-perubahan sosial 
yang sangat luas dan mendalam. Kebudayaan juga harus menghadapi implikasi-
implikasi pembangunan seperti pengaruh dari luar dalam berbagai bentuk, 
termasuk gaya hidup, pola konsumsi, teknologi dan ilmu pengetahuan serta 
dampak komunikasi massa. 

Implikasi paling besar dari pembangunan yang dirasakan adalah faktor 
lingkungan. Dalam 4 dekade terakhir, pembangunan Indonesia ditopang oleh 
ekstraksi sumber daya alam yang tinggi. Ini mencerminkan persoalan yang lebih 
global. Indrawan dkk (2007) telah menguraikan persoalan kerusakan massal di 
Bumi akibat pembangunan ini dengan baik. Ia menyatakan bahwa kepunahan jenis 
tumbuhan dan hewan saat ini berbeda dengan kepunahan di masa-masa geologi 
yang lalu. Di masa lalu, kepunahan massal terjadi akibat faktor non-manusia seperti 
tumbukan asteroid dengan bumi, perubahan temperatur yang drastis, atau bencana 
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besar. Saat ini, kepunahan hampir sepenuhnya dipengaruhi oleh manusia. 
Kerusakan lingkungan dalam beberapa abad terakhir disebabkan oleh mahluk 
paling pandai, memiliki akal-budi pekerti, serta pemikiran bebas sebagai sifat unik 
dan khas manusia. Tekanan terhadap lingkungan dan keanekaragaman hayati 
dipicu juga oleh peningkatan populasi manusia. 

Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dunia berdiri di atas 
pengurasan sumber daya alam (minyak bumi, batu bara, emas, nikel, tembaga, 
kayu, perak). Sebagian besar sumber daya tersebut merupakan sumber daya yang 
tidak terbaharukan. Ekstraksi dan eksploitasi terhadap sumber daya alam telah 
sampai pada titik yang sangat mengkhawatirkan. Senge (2008) menguraikan bahwa 
saat ini lebih dari 50 juta manusia setiap tahun bermigrasi ke kota-kota. Sumber-
sumber perekonomian tradisional di desa telah hancur. Kondisi lingkungan, 
khususnya lahan dan perikanan, terdegradasi. Hal ini menyebabkan ketimpangan 
ketimpangan dalam distribusi sumber daya dan sekaligus dalam ‘gaya hidup’ 
antara penduduk kota dan desa. Indonesia sedang mengalami masalah ini dan akan 
terus berakumulasi di masa depan. 

Lebih jelas mengenai ketimpangan tersebut di atas, kita menyimak bukti-
bukti yang dipaparkan James Martin melalui bukunya The Meaning of the 21 
Century (2007). Ia menyatakan bahwa 7% penduduk dunia mengkonsumsi 80% 
energi yang tersedia. Bila kita hitung, konsumsi energi, air, dan sumber daya alam 
lainnya satu orang di negara maju setara dengan konsumsi 140 orang Afganistan 
atau Ethiopia. James Martin menguraikan ada tiga macam penyebab kehancuran 
sumber daya alam: penurunan kuantitas sumber daya alam, pertumbuhan 
penduduk, dan pola konsumsi. Amerika adalah negara yang memberi kontribusi 
tertinggi bagi pelepasan gas carbon dioksida di atmosfer. Pernyataan James Martin 
tersebut mungkin dapat mengonfirmasi adanya asumsi determinan mengenai 
ledakan penduduk dan batas-batas pembangunan sejak tahun 1970-an. 

Sebuah dokumen penting dari Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Club of 
Rome berjudul The Limits to Growth (1972), menyatakan bahwa menipisnya 
sumber daya alam di dunia diakibatkan ledakan penduduk dunia. Bukti dari Senge 
(2008) dapat kita gunakan untuk mengkritik pandangan deterministik ini. Sebuah 
komisi minyak yang dibentuk pemerintah dan industri minyak Amerika 
menyatakan bahwa cadangan minyak dan gas dunia tidak akan mampu menyuplai 
permintaan global 25 tahun ke depan. Ini mendorong naiknya harga minyak dari $ 
25/barrel menjadi $ 100/barel antara tahun 2000 sampai akhir 2007. United States 
mengkonsumsi 20 juta barrel minyak per hari (25% dari konsumsi minyak dunia); 
China mengkonsumsi 6 juta; Jepang 5 juta. Diperkirakan 80% konsumsi minyak 
Amerika Serikat adalah impor. Ledakan penduduk yang melesat tinggi di negara-
negara berkembang sering dipandang sebagai faktor tunggal bagi masalah 
pembangunan. Namun demikian, ini tidak bisa menjadi faktor tunggal yang 
menyebabkan habisnya sumber daya alam. Gaya hidup dan pola konsumsi negara 
maju juga menjadi faktor utama. Sementara akibat langsung dari krisis sumber 
daya alam, pastilah penduduk di negara berkembang. Panel antar pemerintah 
untuk perubahan iklim di Kopenhagen 13 Maret 2009, memperkirakan pada akhir 
abad ini permukaan air laut akibat pemanasan global akan naik 18-59 sentimeter. 
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Jutaan hektare dataran rendah akan banjir dan serta ratusan juta orang mengungsi. 
Pemanasan global yang disebabkan industri di negara maju akan ditanggung oleh 
penduduk negara-negara miskin (Sinar Harapan, 13/02/09). 

Pola hidup dan konsumsi dalam pemakaian sumber daya alam ini telah 
menimbulkan ‘eksploitasi’ dalam bentuk baru. Sementara negara-negara maju 
melindungi kawasan hutan dan sumber daya alamnya, mereka mengarahkan 
usaha eksploitasi ke negara berkembang yang berbiaya lebih murah. Contoh paling 
bagus tentang paradoks ini adalah mengenai hutan tropis kita. Kebutuhan kayu 
regional dan global telah menyebabkan hutan Indonesia rusak parah dalam tempo 
35 tahun terakhir. Di Indonesia, kelangkaan sumber daya kayu sudah sangat 
dirasakan lebih dari 10 tahun yang lalu. Di ujung yang lain, Swedia telah 
mendeklarasikan bebas dari ketergantungan energi dari fosil tahun 2020. Tren di 
atas menunjukkan kepada kita arah baru yang sangat mengkhawatirkan. Negara-
negara maju di Utara menguras sumber daya alam dari Selatan dan sekaligus 
menuntut negara-negara Selatan, termasuk Indonesia untuk melindungi sumber 
daya alamnya, termasuk sumber daya hutan. 

Tantangan Pengelolaan Kawasan Konservasi 

Bagaimana sikap Indonesia? Kawasan hutan yang relatif tidak mengalami 
kerusakan menjadi pilihan politik yang kontroversial. Kawasan ini umumnya 
dilindungi, karena statusnya kawasan konservasi. Sampai dengan 2008, luas 
kawasan konservasi ini mencapai 28,2 juta hektare. Selain kawasan konservasi, 
terdapat kawasan yang memiliki lanskap dataran tinggi yang disebut sebagai 
kawasan hutan lindung—untuk kepentingan perlindungan hidrologi dan tata air 
seluas 20 juta hektare. Kawasan ini dianggap sebagai beban karena tidak 
memberikan kontribusi ekonomi secara langsung dan banyak diperebutkan karena 
potensi tambangnya. 

Pemerintah yang mendapatkan mandat dari undang-undang untuk 
melakukan pengaturan, fasilitasi, dan kontrol dalam pengelolaan kawasan-
kawasan konservasi menghadapi persoalan-persoalan mendasar. Baik persoalan 
internal maupun tekanan dari eksternal dan dinamika sosial budaya, ekonomi, dan 
politik di sekitar kawasan konservasi. Masalah-masalah tersebut beragam mulai 
dari, misalnya: di luar Jawa, keberadaan masyarakat adat yang memiliki klaim hak 
ulayat di dalam kawasan konservasi terus menjadi perdebatan; pembangunan 
membutuhkan ruang budidaya; penyediaan sarana dan prasarana, seperti 
pembangunan jalan dan pemukiman baru; kebijakan desentralisasi yang 
memungkinkan munculnya kabupaten atau provinsi baru di dalam kawasan 
konservasi; semuanya menjadi tantangan bagi upaya mempertahankan kawasan 
konservasi sebagai sistem penyangga kehidupan. Belum lagi potensi tambang 
(minyak bumi, gas alam, berbagai bahan mineral-emas, batu bara, tembaga, perak, 
nikel, dan sebagainya) di dalam kawasan konservasi. Potensi tambang tersebut 
menjadi komoditas politik kelompok elite yang memiliki kekuasaan sangat besar. 
Tidak mengherankan apabila kawasan konservasi menjadi titik temu berbagai 
kepentingan lintas sektor sehingga memunculkan, misalnya undang-undang 
sektoral yang dipenuhi kontroversi. 
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Di Sumatra dan Kalimantan hutan-hutan alam yang berstatus hutan 
produksi telah mulai habis. Hutan itu berubah menjadi hutan-hutan miskin dan 
terbuka serta diduduki oleh masyarakat untuk kebun sawit, karet, atau digunakan 
untuk kepentingan spekulasi tanah. Studi yang dilakukan oleh WWF tentang 
kondisi hutan Riau menunjukkan data sebagai berikut: tutupan hutan alam 1988 
(5,6 juta ha), tahun 2000 (3,3 juta ha), dan tahun 2005 (2,7 juta ha). Hampir 50% hutan 
alam di Provinsi Riau lenyap dalam tempo 17 tahun, atau rata-rata kehilangan 
hutan alam seluas 170.590 ha/tahun. Walaupun studi ini masih diperdebatkan 
keabsahannya, tetapi apabila benar, sungguh suatu keadaan yang mengerikan. 
Contoh lain di kawasan konservasi di Provinsi Riau, yaitu TN Tesso Nilo. Pada 
periode 2005-2006, di kawasan TN Tesso Nilo dan areal rencana perluasannya (eks 
HPH PT Nanjak Makmur), telah terjadi penambahan luas perambahan dari 18.162 
ha (2005) menjadi seluas 35.600 ha (2006) atau terjadi penambahan seluas 17.438 ha 
dalam setahun. Areal perambahan ini dikuasai oleh lebih dari 2.300 KK perambah. 
Menurut informasi, sebagian besar berasal dari Sumatera Utara. 

Tata Kelola Pemerintahan dan Kawasan Konservasi 

Perubahan pola penggunaan lahan yang sedemikian hebatnya di luar kawasan 
konservasi telah mengancam secara langsung eksistensi kawasan-kawasan 
konservasi, sehingga tekanan bagi usaha pelestarian menjadi semakin meningkat. 
Dalam konteks perkembangan sosial-ekonomi, pembangunan, pertambahan 
jumlah penduduk, dan perubahan geopolitik juga ikut andil dalam mendorong 
meningkatnya kompleksitas tantangan dalam pengelolaan kawasan konservasi. 
Proses otonomi daerah yang tidak didesain secara sistematis dan tanpa masa 
transisi melahirkan banyak kekacauan. Seringkali dengan retorika ”kepentingan 
masyarakat”, elit-elit politik lokal memanfaatkan proses otonomi untuk 
membangun dan melanggengkan jaringan kekuasaan. Meningkatnya konflik satwa 
liar (gajah, harimau, orang utan) dengan masyarakat di sekitar kawasan konservasi 
(kasus di TN Gunung Leuser, di sebagian besar Provinsi Jambi, dan Riau) menjadi 
indikator putusnya ”rantai ekosistem” akibat meningkatnya kerusakan, perusakan 
habitat satwa liar tersebut. 

Tugas pemerintah (di pusat dan di daerah) seharusnya dapat menjaga 
pendulum pembangunan agar tidak terjatuh dalam kutub ekonomi 
(antroposentris) dan juga tidak terpuruk ke kutub ekologi (ekosentris). Pemerintah 
memiliki mandat untuk melakukan tiga peranan sentral yakni sebagai pengatur, 
fasilitator, dan kontrol. Mandat ini harus mampu menjaga keseimbangan dua kutub 
tersebut. Kepemimpinan (leadership) yang efektif dan konsisten dibutuhkan untuk 
membuat keseimbangan itu terjadi. Kepemimpinan efektif hanya dapat dibangun 
dari komunikasi efektif. Komunikasi ini didasari atas dasar rasa saling percaya 
bersama (mutual trust). Selama lebih dari 30 tahun, pemerintah lebih dominan 
memainkan peranan sebagai pengatur dan mengabaikan peranan pihak lainnya. 
Watak pengatur ini sampai sekarang masih menjadi ciri dari pemerintah. Ini 
menjadi kendala internal terbesar bagi organisasi pemerintah pengelola kawasan-
kawasan konservasi. Hal ini diperparah dengan selalu munculnya tiga macam 
konflik: konflik kepentingan (ekonomi vs ekologi), konflik manajemen (tertutup-
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ekslusif vs terbuka-inklusif), dan konflik di tingkat legislasi nasional (UU berbasis 
sektor, misalnya UU Migas/Pertambangan Vs UU Kehutanan). 

Tantangan pengelola kawasan konservasi saat ini dan ke depan adalah 
bagaimana membangun manajemen dan mekanisme keseimbangan pengelolaan. 
Pengelola kawasan dituntut untuk mampu menjembatani kepentingan ekonomi 
dan kepentingan penyelamatan lingkungan. Ini sesuai dengan tuntutan bagi 
pemerintah yang harus menyeimbangkan 3 peranan di atas. Hal ini tercapai apabila 
terdapat inti sari dari manajemen yakni seni kepemimpinan, the art of leadership. 
Kalau diperas lagi, intisari dari leadership adalah komunikasi. Komunikasi yang 
efektif akan melahirkan leadership yang efektif. 

Suhariyanto - mantan Inspektur Jenderal Dephut, melalui beberapa seri 
diskusi informal menyatakan kepada penulis bahwa pemerintah harus mengubah 
strategi dan perannya dari layanan konvensional menuju layanan prima. Fokus 
layanan harus digeser dari mementingkan birokrasi ke layanan berbasis 
kepentingan publik; orientasinya sikap perlu digeser dari kebanggaan institusi ke 
fungsi dan manfaat; basisnya dari sekadar dokumen atau formalitas administrasi 
menuju basis informasi; dan mengubah sifatnya dari eksklusif menjadi inklusif. 
Perubahan tersebut memerlukan komunikasi efektif baik di lingkungan internal 
pemerintah dan lingkungan eksternal di publik yang lebih luas. Lebih lanjut 
Suhariyanto menyimpulkan bahwa pemerintah sebagai unsur ‘sebab’ dan publik 
sebagai unsur ‘akibat’, bukan sebaliknya. Pemerintah dengan mandat dari negara 
dapat menciptakan hukum dan kebijakan, yang apabila tidak dapat dilaksanakan 
dengan benar dapat memberi dampak yang besar. Kebijakan pengelolaan sumber 
daya alam, yang dimandatkan oleh rakyat kepada pemerintah seringkali berakibat 
negatif dan berskala besar baik langsung maupun tidak langsung kepada rakyat. 
Banyak produk hukum dan kebijakan yang disusun lembaga legislatif dan 
dilaksanakan oleh pemerintah berbenturan dengan berbagai kepentingan publik. 
Oleh karena itu pemerintah harus sangat hati-hati menyusun kebijakan dan produk 
hukum. Produk hukum yang diciptakan seharusnya ditinjau dan disusun 
berdasarkan pada aspek yang lengkap baik aspek ekonomi, sosial atau budaya. 
Sehingga di kemudian hari, pelaksanaannya memberi rasa keadilan bagi 
masyarakat. 

Pengelola kawasan konservasi sudah seharusnya memperhatikan secara 
cermat berbagai persoalan, wacana, dan perkembangan geopolitik, sosial ekonomi, 
dan aspek kesejarahan yang panjang dan kompleks tersebut di atas. Para pengelola 
Kawasan Konservasi, sebagai perwakilan pemerintah, harus dapat mengemban 
minimal tiga aspek: pengaturan, fasilitasi, dan kontrol. Peran ini dimainkan dengan 
berusaha secara kontinyu membangun transisi dari layanan konvensional menuju 
layanan prima. Pembangunan karakter dan budaya berorientasi kepada rakyat ini 
perlu dibangun oleh pemerintah agar dapat dibangun visi dan arah yang jelas, 
dengan capaiannya adalah terjadinya keseimbangan antara kutub 
antroposentrisme dan ekosentrisme. 

Jaman ‘kayu’ telah hampir usai. Pengelola kawasan-kawasan konservasi 
adalah ujung tombak dan garda depan penyelamatan sumber daya hutan tropis 
Indonesia yang masih tersisa, terlepas dari apapun latar belakang sejarah, motif 
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politik, kepentingan dan konteks sosial di balik penetapan kawasan konservasi 
tersebut. Kesadaran diri sebagai garda depan penyelamat hutan tropis juga harus 
diimbangi dengan keinginan untuk mengubah paradigma dan strategi 
pengelolaan. Tanpa perubahan tersebut, kehancuran kawasan konservasi 
Indonesia bukan hanya soal menunggu waktu. 

Renungan Konservasi 

Wacana dan praktik pengelolaan kawasan konservasi harus dimulai dari kesadaran 
aktor-aktornya (manusia) untuk memahami konservasi sebagai sebuah gerakan 
(movement) bersama. Bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. 
Pengelolaan kawasan konservasi harus menjadi gerakan baru lintas disiplin 
keilmuan dan kepentingan. Hal ini karena dimulai dari penemuan dan perjumpaan 
diri seseorang (on self) terhadap kesadaran konservasi. Kesadaran diri terhadap 
konservasi akan menghindarkan seseorang dari perasaan kewajiban atau 
keterpaksaan atau mentalitas birokrat yang pasif. Kesadaran diri ini menentukan 
arah pengelolaan menuju tujuan yang ditetapkan secara inklusif dan 
mengakomodasi berbagai kepentingan saat ini maupun lintas generasi. 

Ini membawa kita kepada sebuah diskusi tentang pengelolaan kawasan 
konservasi yang bukan hanya pekerjaan belaka atau kesempatan kerja. Ini 
menandai bahwa konservasi jauh melampaui hal-hal teknis. Konservasi dapat 
digunakan sebagai sebuah jalan untuk menemukan pengabdian. Sebuah usaha 
pencarian identitas yang sangat menarik dan menantang. Masih adakah para 
pekerja konservasi, baik di jajaran pemerintah, di lingkungan lembaga swadaya 
masyarakat, NGO international, praktisi, dan pengamat konservasi, memiliki 
kesadaran akan arah baru seperti ini? Pertanyaan diskursif dan praksis yang layak 
kita renungkan, agar kita semua tidak terjebak hanya sekadar menjadi tukang-
tukang konservasi, bahkan menjadi parasit konservasi karena menjadikan 
konservasi sebagai lahan untuk hidup tanpa dapat memberikan makna yang 
mendalam membawanya menuju kemenangan, dan sekaligus menyerahkan 
tongkat estafet kepada generasi mendatang, sebagian dari bumi yang masih relatif 
masih utuh.*** 
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‘Harakiri’ di Bumi 
 

 

“Kita sekarang tahu bahwa galaksi kita hanyalah satu dari beberapa ratus ribu juta galaksi 
yang dapat diamati dengan menggunakan teleskop modern…” 

Stephen W. Hawking 
(penulis Buku “Teori Segala sesuatu: Asal-usul dan Kepunahan Alam Semesta”) 

 

Planet bumi yang mengitari matahari itu ternyata hanya salah satu warga 
dari Galaksi Andromeda. Sementara di alam semesta yang membentang luas seolah 
tanpa ujung itu, berserakan beberapa ratus ribu juta galaksi, sebagaimana yang 
dinyatakan oleh Stephen W. Hawking di atas, manusia di atas bumi ini hanya 
sekadar ‘zarah’. Merenungkan hal makro seperti ini seolah memang the sky has no 
limit. Namun apabila kita mencermati keseharian cara hidup manusia di bumi, 
ternyata, nafsu manusia juga bisa tak terbatas, dalam hubungannya dengan tingkat 
laku dan aliran politiknya dalam menguras isi perut bumi-hutan, tambang, pasir, 
air, sumber daya laut dengan segala isinya, dan seterusnya. Dengan teknologi kita 
dapat dengan mudah memeriksa stok sumber daya hutan di seluruh muka bumi 
ini. GoogleSat adalah program baru yang diluncurkan oleh Google, di mana kita 
dapat melihat penutupan hutan di seluruh dunia dari atas, seperti layaknya naik 
pesawat di atas hutan-hutan itu. Tampilan tiga dimensi juga membuat kita 
tercengang karena menjadi tahu akan kehancuran hutan-hutan Indonesia saat ini, 
termasuk kerusakan hutan tropis dataran rendah di TN Gunung Leuser wilayah 
Besitang, Langkat. Citra tersebut dapat dengan mudah dilihat dengan 
menggunakan program GoogleSatellite (GoogleSat) ini. Kita seperti ditelanjangi 
saja. Dapat dikatakan sebagai ”No one can hide the depletion of our forest resources”. 
Tak seorangpun kini dapat menyembunyikan fakta kerusakan hutan Indonesia. 
Tidak juga oleh siapapun termasuk pejabat di Jakarta. 

Sejauh ilmu pengetahuan dan teknologi manusia mampu mengeksplorasi 
alam semesta, belum terdapat satu bukti pun adanya planet-planet lain yang layak 
huni seperti planet bumi-yang memancarkan citra biru bila dilihat dari bulan. Satu 
fakta yang tidak terbantahkan. Sehingga World Conservation Congress yang diadakan 
di Bangkok pada 17-25 Nopember 2004 yang memilih tema “People and Nature: Only 
One World” sungguh sangat tepat menggambarkan bahwa bumi kita inilah satu-
satunya “world” yang layak huni. Jangan mimpi akan ada bumi lain di belantara 
alam semesta yang maha luas itu, walaupun fenomena UFO dengan “manusia” 
kerdilnya, telah dideteksi berabad lalu, sejak jaman Mesir kuno. 
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Dengan latar belakang seperti itu, sebenarnya patutlah kiranya kita 
“menyayangi”, “merawat”, dan “memperlakukan” tempat tinggal manusia ini 
dengan sebaik-baiknya. Ternyata cara pandang ini hanya utopia. Realitas 
menunjukkan keadaan yang justru sebaliknya. Eksploitasi dan degradasi sumber 
daya alam mengalami proses percepatan yang semakin meningkat, dan 
mengerikan dampak berantai yang ditimbulkannya. Sumber daya alam terrestrial 
yang hanya 1/3 luas bumi dikuras habis-habisan. Hal ini juga disebabkan 
ketimpangan sebaran sumber daya ditambah dengan gaya hidup masyarakat di 
negara-negara maju yang boros-lalu malahan dijiplak dan menjadi trend 
modernitas, menyebabkan aliran energi tersedot dari selatan ke utara, sementara 
limbah dibuang ke Selatan bahkan memang sengaja diimpor ke Selatan. Wabah 
antroposentrisme menggejala di Utara dan menyebarkan virusnya ke Selatan. 
Dengan teknologi satelitnya yang canggih, Utara setiap saat dapat mengintip “isi 
perut” bumi negara-negara Selatan, hampir tanpa batas. 

Neokolonialisme telah lahir dan menemukan bentuknya ketika globalisasi 
mengganas-menyergap bumi selatan. Saat ini bumi dikuasai oleh Trans National 
Corporation (TNC). Hampir 100 TNC yang tergabung dalam WTO yang didirikan 
pada tahun 1995, saat ini mulai memonopoli 75% dari perdagangan dunia. 

Hutan merupakan salah satu sumber daya strategis yang diperebutkan 
dalam setting globalisasi yang seperti itu. Banyak Negara-negara Utara melindungi 
sumber daya hutan alamnya, sementara kebutuhan akan kayu dipenuhi dari 
Selatan. Di tingkat regional-Asia Tenggara di mana demand akan produk kayu 
semakin meningkat. Ambil contoh Cina, misalnya, di mana tahun 2002 telah 
mengimpor kayu sebanyak 95 juta m3 (lebih banyak impor kayu daripada plywood; 
lebih banyak impor pulp daripada kertas), untuk lebih banyak lapangan kerja di 
negaranya. Cina juga sudah stop logging, sehingga sumber kayunya dari Rusia, 
Indonesia, Malaysia, dan Kanada. Tingkat impor kayu Cina meningkat 75% 
dibandingkan dengan tahun 1997. Sepuluh tahun yang lalu merupakan importir ke 
tujuh terbesar di dunia, sekarang meningkat menjadi importir kedua terbesar. Hal 
ini tentu berdampak pada meningkatnya illegal logging dan kerusakan hutan 
(Kaimowitz, 27 Agustus 2004 - CIFOR’s Forest Policy Expert Listserver). Demand akan 
kayu ini tampaknya masih akan tinggi, misalnya dipertegas oleh FAO (2003) yang 
melaporkan bahwa manfaat ekonomi sumber daya hutan di negara-negara Asia 
Tenggara ternyata masih didominasi oleh kayu (1.462 spesies), dan medicinal plants 
(1.135 spesies). 

Negara-negara yang masuk blok G8 misalnya menyatakan perhatiannya 
akan pentingnya sustainable forest management, sambil meneruskan impor kayu 
ilegal. Pada tahun 1998 menurut catatan EIA (2001), kelompok G8 ditambah dengan 
EU mengimpor 280 juta m3 produk kayu atau setara dengan 74% impor kayu dan 
produk kayu dunia. Amerika Serikat saja mengimpor kayu lebih dari $ USD 450 
juta pada tahun 2002. Apabila didasarkan tingkat illegal logging sebesar 70% di 
Indonesia saat itu, maka Amerika Serikat mengimpor kayu curian senilai $ USD 330 
juta dari Indonesia. EU mengimpor kayu tropis sebesar 10 juta m3 pada tahun 1999, 
di mana hampir separuh berasal dari tiga Negara pengekspor-Indonesia, Brazil, 
dan Kamerun. Dengan menganalisis tingkat illegal logging di ketiga negara 
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pengekspor tersebut dapat dinilai bahwa separuh kayu yang masuk ke EU adalah 
dari sumber-sumber ilegal, senilai $ USD 1,5 milyar per tahunnya (EIA, 2001). 

Ketika stok kayu di hutan-hutan produksi mulai menipis, illegal logging 
mengarah pada kawasan-kawasan konservasi, antara lain taman-taman nasional 
dan juga mengarah ke Indonesia bagian timur: Papua. Taman Nasional Tanjung 
Puting di Kalimantan Tengah merupakan contoh paling nyata bagaimana illegal 
logging terhadap ramin menghancurkan taman nasional yang juga ditetapkan 
sebagai salah satu dari 6 cagar biosfer di Indonesia itu. Sehingga sempat 
dikeluarkan Instruksi Presiden No.5 tahun 2001 tentang pemberantasan illegal 
logging di TN Leuser dan TN Tanjung Puting. Kasus Tanjung Puting khususnya 
menjadi mengglobal dan akhirnya Senat US mengirimkan surat kepada Presiden 
Megawati pada tanggal 22 Nopember 2002, apresiasi terhadap upaya-upaya 
penanggulangan illegal logging oleh Pemerintah Indonesia, tetapi Senat masih 
meminta perhatian khusus tentang penegakan hukum bagi pelaku illegal logging di 
TN Tanjung Puting dan Leuser malahan terkesan ditinggalkan. Ini menarik untuk 
ditelaah nantinya. Mengapa Inpres yang diamanatkan untuk melindungi 2 Cagar 
Biosfer, Leuser terkesan ditinggalkan. 

Data dari Departemen Kehutanan yang dianalisis oleh Putro (2004) 
menunjukkan bahwa kondisi hutan di Indonesia tahun 2000 adalah sebagai berikut: 
hutan produksi seluas 18,4 juta ha telah mengalami kerusakan, menjadi hutan 
sekunder atau non hutan sebesar 55%; sedangkan 58% dari total luas kawasan 
konservasi atau seluas 10,8 juta ha, mengalami kerusakan sebesar 38%. Mencari 
penyebab kerusakan hutan di areal hutan produksi, Greenomic dan ICW (2004) 
melakukan analisis terhadap kinerja 44 pemegang HPH (sekarang disebut 
IUPHHK). Fakta membuktikan bahwa lebih dari 80% dari 44 perusahaan berkinerja 
sedang (38,6%) dan buruk (51,5%) dalam pemenuhan 3 indikator tingkat 
pemanenan lestari. Wajar apabila sampai dengan saat ini dari sekian ratus HPH 
yang beroperasi di Indonesia selama 30 tahun, hanya 1 pemegang HPH yang 
mendapatkan sertifikat Ekolabel maupun FSC, yaitu PT. Diamond Raya Timber 
(Putro, H.R., 2004). 

Dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa Sustainable Forest Management 
(SFM) hanya impian belaka. Sekedar menjadi utopia. Oleh karena itu, akhir-akhir 
ini banyak kelompok NGO di Amerika Serikat tidak percaya terhadap SFM. 
Menurut mereka, satu-satunya cara untuk menyelamatkan hutan tropis adalah 
dengan menetapkannya sebagai kawasan konservasi. Hectare Saved atau berapa 
hektare hutan tropis yang masih asli yang dapat diselamatkan, merupakan salah 
satu strategi yang sedang dikembangkan saat ini, dan sangat mewarnai dialog-
dialog pada World Park Congress ke X di Durban Afrika Selatan pada tahun 2003 
lalu. Implikasi dari kutub pemikiran ini adalah bagaimana kemudian mengelola 
kawasan-kawasan hutan tropis yang masih tersisa itu secara lebih efektif. Muncul 
pemikiran membangun koridor-koridor yang menghubungkan antar kawasan 
konservasi, sebagai respon dari semakin terfragmentasinya kawasan-kawasan 
hutan habitat satwa liar. Contoh kasus ini sangat jelas terjadi di Riau, Jambi, dengan 
indicator semakin meningkatkan kejadian konflik gajah dan harimau dengan 
manusia. 
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Tanpa kita sadari, Indonesia tengah melakukan “harakiri” terhadap 
sumber daya hutannya. Suharyanto (komunikasi pribadi, 5 Maret 2009) 
menyatakan kita yang dipaksa melakukan “harakiri”. Jadi diindikasikan terjadi 
proses hegemoni Utara terhadap Selatan, dan “harakiri” merupakan desain dari 
Utara. Hampir 30 tahun proses eksploitasi hutan nasional, yang bahkan skalanya 
semakin meningkat sejak era otonomi lima tahun silam. Masihkah ada harapan? 

Thanks God, ternyata kita masih memiliki kawasan-kawasan konservasi 
termasuk hutan-hutan lindung yang lumayan luas. Apakah ada grand design yang 
mengalokasikan kawasan-kawasan hutan untuk tidak dieksploitasi? Apa latar 
belakang ideologisnya? Bagaimana ke depan strategi save it (dalam bentuk 
penetapan kawasan-kawasan konservasi) itu akan mampu bertahan terhadap 
hantaman dari meningkatnya demand kayu global dan regional serta kebutuhan 
akan lahan akibat intervensi sawit dan dilanjutkan dengan tambang pada skala 
nasional? Adakah terobosan (breakthrough) yang dilakukan ketika era otonomi tiba? 
Atau malahan pengelolaan kawasan-kawasan konservasi juga mengalami 
kebuntuan. Mengalami deadlock? Semoga kita segera menghentikan kesengajaan 
untuk “harakiri” terhadap sumber daya hutan Indonesia, yang berarti juga harakiri 
bagi masyakat khususnya yang tinggal dan hidup bergantung pada sumber daya 
hutan itu. Bahkan kehancuran kebudayaan masyarakat telah mulai menjadi gejala 
yang semakin meluas. Bahkan dampak kerusakan hutan terbukti juga dapat terjadi 
jauh melewati batas-batas negara, seperti bencana banjir, tanah longsor, konflik 
manusia-satwa liar, kebakaran dan pembakaran lahan dan (sebagian) kawasan 
hutan beserta kabut asapnya. Hal ini belum terhitung dampak berantai yang 
menjadi ikutannya - menurunnya kesuburan tanah, hama, penyakit, bencana 
kekeringan, dan seterusnya. 

Tanpa pemerintahan yang legitimate dan kuat, proses “harakiri” akan terus 
berlangsung. Politik nasional harus berpihak pada konservasi dan rehabilitasi 
sumber daya hutan, seperti telah dicanangkan oleh Departemen Kehutanan bahwa 
mulai tahun 2002-2020, hutan Indonesia harus dikelola dengan nuansa investasi 
untuk rehabilitasi dan konservasi. Selama para pendompleng (free riders) masih 
bermain dan memainkan perannya dalam menentukan kebijakan nasional 
pengelolaan sumber daya hutan, sulit kita punya harapan, sulit kita punya mimpi, 
bahwa sisa hutan Indonesia mampu kita selamatkan, dan kita kelola dengan sebaik-
baiknya. Kemudian, konservasi tidak pernah akan lahir menjadi gerakan nasional, 
menjadi gerakan sosial, atau menjadi bagian dari gaya dan pilihan hidup 
masyarakat Indonesia. Bila ini terjadi, maka doom- day seperti yang diramalkan 
Holmes (2002) terhadap nasib hutan tropis dataran rendah di Sumatra-yang akan 
habis pada tahun 2005 dan di Kalimantan pada tahun 2010, tampaknya bukan 
hanya prediksi semata, tetapi akan segera terwujud. Diskusi terhadap nasib hutan-
hutan produksi tersebut akan lebih lengkap apabila kita memeriksa, bagaimana 
nasib kawasan-kawasan konservasi yang secara teoritis memang tidak untuk 
ditebang.*** 

 

Catatan: Paper telah dimuat di AgroIndonesia. Paper bagian dari Sub Bab Buku: Tersesat 
di Jalan yang Benar: Refleksi 1000 Hari Mnegelola Leuser. 
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Deadlock Pengelolaan Kawasan Konservasi 
 
 
 
 
 

Tipologi Kawasan 

Setiap kawasan konservasi memiliki sejarah pembentukan yang berbeda-beda. 
Banyak kawasan konservasi di masa lalu merupakan warisan dari kawasan 
konservasi yang telah ditetapkan oleh Belanda, di awal Abad 19, dengan ciri-ciri 
umum ukuran kawasan yang hanya beberapa hektare (misalnya Cagar Alam Arca 
Domas - 2 hektare; CA Malabar - 8 hektare; CA Depok - 6 hektare, kini jadi taman 
hutan raya; (Jawa Barat); CA Getas - 1 hektare (Jawa Tengah); dan beberapa CA 
yang melindungi Refflesia arnoldi di Bengkulu. Beberapa kawasan cagar alam 
tersebut ada yang masih tetap dipertahankan statusnya sampai dengan saat ini, 
seperti CA Celering di Jawa Tengah, tetapi ada pula yang dirubah fungsinya dan 
digabung menjadi bagian dari taman nasional, misalnya CA Cimungkat yang dan 
beberapa kawasan hutan lindung lainnya yang dirubah fungsi menjadi Taman 
Nasional Gunung Gede Pangrango. 

Perubahan Tata Guna Lahan 

Pada awal Abad 19, sebagian besar Indonesia masih ditutupi dengan hutan 
perawan. Keadaannya tidak demikian pada Abad 21 ini. Land use di sekitar 
kawasan konservasi sudah berubah menjadi berbagai tipe penggunaan lahan yang 
umumnya non kehutanan, seperti perkebunan, pemukiman, jaringan jalan, lahir 
dan berkembangnya kota-kota baru dan meningkatnya konsentrasi dan 
pertambahan penduduk yang memerlukan dukungan infrastruktur, dan 
sebagainya. Banyak kawasan konservasi menjadi terisolasi di antara land use yang 
telah berubah sama sekali, semakin terbukanya akses masuk ke dalam kawasan, 
dan bahkan akhirnya perambahan tak terkendali mengubah total beberapa dan 
banyak kawasan konservasi. Di Jawa, beberapa kawasan cagar alam di Jawa Tengah 
diduga telah hilang, karena tidak ditemukan lagi tapaknya di lapangan, hanya ada 
di atas peta saja. CIFOR sedang melakukan penelitian status kawasan cagar 
alam/suaka margasatwa di Pulau Jawa, Akan menarik untuk mengetahui hasil 
studi ini nantinya. 

Disorientasi Pengelolaan 

Selama ini, pengelolaan kawasan konservasi terjebak pada sekadar membangun 
fisik (physical infrastructure) dan melupakan membangun system pengelolaan. 
Ketika saya mengajukan konsep dengan icon “resort-based management”, sejak tahun 
2006 ketika saya bertugas di TN Gunung Leuser, pada Rakernis PHKA 2010 yang 
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lalu ditanggapi dengan sekadar “membangun kantor resort”. Beberapa Balai TN di 
Jawa, misalnya TN Gunung Gede Pangrango yang dibangun oleh senior kita 
Wahjudi Wardojo, telah menerapkan kerja berbasis resort, kini malahan dibangun 
beberapa resort model. TN Gunung Halimun dibantu JICA selama 15 tahun dan 
kita bisa melihat bagaimana taman nasional dikelola di tingkat lapangan. TN Alas 
Purwo kini bisa jadi contoh sebagai pengelolaan taman nasional berbasis resort dan 
malahan dijadikan contoh untuk pengembangan konsep KPHK. 

Secara umum, pengelola kawasan konservasi tidak mampu memotret 
perubahan-perubahan lingkungan di luar kawasan, termasuk di luar organisasi 
yang berdampak pada disorientasi pengelolaan. Pengelolaan yang tidak 
didasarkan pada upaya merespons persoalan-persoalan strategis, kekakuan 
menerjemahkan rencana strategis Ditjen PHKA, yang semestinya diinterpretasikan 
dalam konteks lokal spesifik, ketakutan melakukan inovasi karena kekakuan sistem 
keproyekan. Akhirnya sampai pada tingkat kebingungan, tahun depan akan 
mengalokasikan anggaran untuk apa? Dimana? Berapa besar? 

Keluar dari Deadlock 

Menyikapi berbagai persoalan dan tipologi kawasan dan interaksi kawasan dengan 
perubahan pola-pola penggunaan kawasan, aksesibilitas, dampak pembangunan, 
dan dinamika politik otonomi daerah, maka para pengelola kawasan konservasi 
harus mengambil sikap, dengan terlebih dahulu memahami prinsip-prinsip 
pengelolaan kawasan (periksa makalah: “Sebelas Prinsip Pengelolaan Kawasan 
Konservasi”). Prinsip-prinsip ini sedang terus dikembangkan dan dikaji apakah 
memang ke sebelas prinsip tersebut tepat untuk diresapi dan dijadikan acuan 
pengelola kawasan mendapatkan kejelasan dalam mengelola kawasan-kawasan 
konservasi yang menjadi tanggung jawabnya. 

Hal mendasar yang harus dipahami oleh para pengelola kawasan konservasi 
adalah: 

1. Pengelola harus memahami dan mengetahui “isi” kawasan, kondisi kawasan, 
dinamika perubahan “isi” dan kawasan serta mendapatkan jawaban mengapa 
terjadi perubahan-perubahan, termasuk pola-pola interaksi lingkungan 
eksternal-dinamika perubahan penduduk, perkembangan social, ekonomi, 
budaya, infrastruktur, kebijakan-kebijakan lokal, kelembagaan masyarakat, dan 
lain sebagainya. Untuk mengetahui dan memahami hal-hal tersebut di atas, tidak 
lain jawabannya adalah bahwa pengelola harus terjun ke lapangan. Pengelolaan 
kawasan konservasi tidak dapat dilakukan dengan menggunakan remote control. 

2. Untuk dapat memahami dinamika interaksi kawasan dan daerah penyangga di 
sekitarnya, pengelola harus memiliki sikap mental seorang leader yang memiliki 
prinsip-prinsip kerja dengan dukungan keilmuan multidisiplin dan mentalitas 
kerja berjaringan dan kolaborasi. Scientific-based decision making merupakan 
prasyarat mutlak bagi pengelola kawasan konservasi dalam memilih opsi-opsi 
pengelolaan. Tidak ada ruang pengambilan keputuan berdasarkan feeling atau by 
accident. Ini hal yang sangat memalukan bagi pengelola kawasan dan melanggar 
kode etik pengelola kawasan konservasi (catatan: kode etik ini belum ada, dan 
masih menjadi pemikiran penulis). Silakan bertanya pada diri sendiri, 
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bagaimana pengambilan keputusan-keputusan selama ini kita lakukan? 
Bagaimana usulan kegiatan tahun yang akan dating kita susun? Dan lain 
sebagainya. Scientific judgment tidak selalu berasal dari pakar dan perguruan 
tinggi, tetapi juga harus dilandasi dengan sikap mental ilmiah, didasarkan pada 
fakta-fakta lapangan, dengan analisis yang secara ilmiah relatif dapat 
dipertanggungjawabkan. Tidak berarti pula pengelola hanya mengontrakkan 
berbagai pekerjaan pada konsultan (siapa pun mereka). Seluruh staf kunci harus 
terlibat dalam proses kreatif dan proses kajian ilmiah tersebut, sehingga 
merasakan proses pembelajaran bersama. Sesekali meminta bantuan pakar 
untuk memberikan masukan apakah suatu metodologi atau teknik pengambilan 
data yang digunakan secara ilmiah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. 
Kepala Balai TN/KSDA harus figur yang memiliki sikap mental selalu ingin 
tahu, selalu ingin menambah ilmu, selalu gelisah bila suatu masalah belum dapat 
dipecahkan, termasuk pertanyaan, “Kok saya belum tahu persis ya apa tujuan 
awal penetapan suatu kawasan? Apa isi sebenarnya di dalamnya, apakah ada 
hal-hal yang bermanfaat bagi keilmuan dan kemanusiaan? Siapa tahu ekstrak 
kimiawinya mengandung unsur-unsur sebagai materi pengobatan penyakit 
modern yang belum ada obatnya. Mohon maaf, pertanyaan-pertanyaan seperti 
itu sekarang ada di kepala para peneliti asing. Seorang peneliti orangutan di 
Stasiun Riset Ketambe - TN Gunung Leuser, mengatakan setelah hampir 40 
tahun seri penelitian orangutan di Ketambe, itu hanya 30% dari kemungkinan-
kemungkinan ditemukannya fenomena ilmiah orangutan bagi kemanusiaan! 
Sementara Kepala Balai-nya hampir tidak pernah mengunjungi stasiun riset 
tertua dan terpenting di dunia itu. Tim Peneliti yang melibatkan Conservation 
International berkantor di Washington DC bekerja sama dengan LIPI 
menemukan banyak spesies baru di CA Foja-Mamberamo, dan diduga masih 
akan ditemukan spesies-spesies baru di belantara Papua tersebut (penulis 
bertanya-tanya, apakah staf Balai Besar KSDA Papua juga terlibat dalam 
penelitian tsb?). Celakanya, Pusat juga tidak mengetahui bahwa Kepala Balai-
nya tidak pernah mengunjungi lapangan. Kondisi ini sangat membahayakan 
untuk hanya kita biarkan. 

3. Perubahan struktural dan “revolusi” pengelolaan kawasan konservasi harus 
segera dilakukan, agar pengelola tidak sekadar menjadi administrator ijin bagi 
peneliti asing, atau sekedar menjadi “penjaga kawasan” (kerjaan ini pun juga 
tidak dilakukan, kecuali patroli), tetapi menjadi garda depan penelitian “isi” 
kawasan konservasi, menjaga dan memanfaatkan kawasan, untuk kepentingan-
kepentingan jangka panjang sesuai tujuan yang telah ditetapkan. 

Untuk Kita Renungkan 

Menyikapi berbagai ungkapan tersebut di atas, marilah kita diskusikan secara 
terbuka dan dengan hati yang jernih, apakah workshop ini bisa kita jadikan 
momentum untuk melakukan “perjalanan spiritual” menuju sikap mental baru, 
bagaimana kita akan mengelola kawasan konservasi. Kawasan 27 juta hektare yang 
relatif masih ‘utuh’ dan berhutan itu, sebagai mandat dari titipan generasi 
mendatang yang belum lahir. 
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Marilah kita mulai dari diri sendiri, dan sejak hari ini! Dan terima kasih 
untuk Kepala KSDA Yogyakarta, yang mengundang saya-mungkin untuk 
mengingatkan “hutang” saya yang sebagian belum saya lunasi sebagaimana 
tertuang dalam Rencana Strategis KSDA Yogyakarta (2000-2004), yang sudah 
selayaknya kita evaluasi bersama: Bagaimana kelanjutan budidaya rusa-timor 
(Cervus timorensis) dengan inseminasi buatannya? bagaimana dengan perbanyakan 
Vanda tricolor dengan kultur jaringannya? Bagaimana nasib Pak Rudjito - pelestari 
penyu di Bantul? Bagaimana Kompleks Bunder (Tahura) dikembangkan dengan 
Pemda dan para pihak? Bagaimana kawasan Karst Gunung Sewu dapat 
dikembangkan bersama-sama sebagai asset kebanggaan Provinsi DI Yogyakarta? 
Dan masih banyak pertanyaan hipotesis lainnya, untuk kita sama-sama kaji dan 
cermati kembali. 

Rencana Strategis Balai KSDA (2000-2004) yang disusun dengan semangat 
multi pihak itu, kini telah diadopsi prosesnya, sebagaimana diatur dalam SK 
Menteri Kehutanan Nomor 41 tahun 2008, di mana proses penyusunan suatu 
Rencana Pengelolaan KSA an KPA perlu dilakukan melalui proses konsultasi 
publik dan mendapatkan dukungan dari Pemprov/Pemkab.*** 

 

 
  



Catatan Wisata Intelektual (2005-2020) 

418 
  

 
 
 

Bencana Ekologi dan Krisis Kebudayaan 
 
 
 
 

Seorang ahli fisika terkenal, Fritjof Capra, menguraikan dengan gamblang 
bagaimana Barat dikuasai oleh pemahaman tentang fenomena alam yang 
mekanistik, yang dikembangkan oleh Descartes selama 3 Abad. Pandangan filsuf 
ini menyatakan bahwa alam semesta adalah sebuah sistem mekanis, telah 
memberikan persetujuan “ilmiah” pada manipulasi dan eksploitasi terhadap alam. 
Tujuan ilmu adalah penguasaan dan pengendalian alam, yang menegaskan bahwa 
pengetahuan ilmiah dapat digunakan untuk “mengubah kita menjadi tuan dan 
pemilik alam”. 

Sebelum Abad 15, pandangan dunia yang dominan di Eropa dan sebagian 
besar peradaban lain bersifat organik. Manusia hidup dalam komunitas-komunitas 
kecil dan erat, dan menjalani kehidupan alam raya dalam pengertian hubungan 
organik, yang ditandai oleh saling ketergantungan antara fenomena spiritual 
dengan fenomena material dan prinsip kebutuhan masyarakat umum lebih utama 
daripada kepentingan pribadi. Model matematika yang dikembangkan Descartes-
lah yang kemudian memungkinkan NASA mengirim manusia ke bulan. Kerja 
Descartes ini dilanjutkan oleh Isaac Newton pada abad 18, yang teorinya mampu 
menjelaskan gerak planet, bulan, komet, aliran gelombang, dan sebagainya. 

Walaupun demikian, pandangan yang menempatkan alam sebagai 
fenomena mekanistik itu pula yang mendorong Barat mengembangkan Etika 
Antroposentrisme. Etika antroposentrisme ini dilatarbelakangi oleh tradisi 
pemikiran barat yang liberal. Dalam etika ini manusia diposisikan sebagai pusat 
dari alam semesta, dan hanya manusia yang memiliki nilai, sementara alam dan 
segala isinya sekadar alat bagi pemuas kepentingan dan kebutuhan hidup manusia. 
Manusia dianggap berada di luar; di atas dan terpisah dari alam. Bahkan, manusia 
dipahami sebagai penguasa atas alam yang boleh melakukan apa saja. Menurut 
Keraf (2002), cara pandang yang melahirkan sikap dan perilaku eksploitatif. 

Bencana Ekologi 

Senge, P (2008) menguraikan bahwa saat ini lebih dari 50 juta manusia setiap tahun 
bermigrasi ke kota-kota, yang disebabkan oleh ekonomi tradisional yang hancur 
dan kondisi lingkungan yang terdegradasi, khususnya lahan dan perikanan. Kita 
mengetahui secara global terjadi ketimpangan dalam distribusi sumber daya dan 
sekaligus dalam “gaya hidup”. James Martin-penulis buku “The Wired Society”, 
menuliskan dalam buku “The Meaning of the 21 Century” (2007), menyatakan bahwa 
7% penduduk dunia mengkonsumsi 80% energi yang tersedia. Pola konsumsi 
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energi, air, dan sumber daya alam lainnya setara dengan konsumsi 140 orang 
Afganistan atau Ethiopia. Dinyatakan oleh James Martin tiga macam penyebab 
kehancuran sumber daya alam, yaitu: penurunan kuantitas sumber daya alam, 
pertumbuhan penduduk, dan pola konsumsi. Terbukti pula Amerika adalah negara 
yang duduk pada peringkat teratas yang memberikan kontribusi gas 
karbondioksida secara global. Pernyataan James Martin tersebut mungkin dapat 
mengoreksi pernyataan dari Club of Rome yang menerbitkan buku The Limits to 
Growth pada tahun 1972, diterjemahkan ke dalam 30 bahasa dan terjual lebih dari 
30 juta kopi. Dinyatakan dalam buku tersebut tentang semakin menipisnya sumber 
daya alam di dunia yang mereka asumsikan sebagai akibat negatif dari pesatnya 
pertumbuhan penduduk dunia. Tiga puluh enam tahun kemudian, asumsi itu 
dipatahkan: 80% sumber daya alam dunia dihabiskan oleh 7% atau segelintir 
penduduk dunia-mereka yang hidup “sangat” boros di negara-negara Utara. 
Senge, P (2008) menambahkan bahwa Komisi yang dibentuk oleh pemerintah US, 
dan industri minyak US melaporkan bahwa suplai minyak dan gas dunia tidak 
akan mampu menyuplai permintaan global 25 tahun ke depan, yang akan 
mendorong naiknya harga minyak dari $ 25/barrel menjadi $ 100/barel antara 
tahun 2000 sampai akhir 2007. 

Sikap eksploitatif negara-negara Utara inilah yang menjadi salah satu 
faktor penyebab dan menyeret Indonesia ke dalam bencana lingkungan. Eksploitasi 
sumber daya hutan, bahan tambang mineral, minyak, gas, dan air selama 30 tahun 
telah menghasilkan dampak nyatanya saat ini. Banjir, tanah longsor, kekeringan, 
pencemaran tanah, penurunan kesuburan tanah, fragmentasi habitat satwa liar, 
kebakaran lahan, polusi air, pendangkalan waduk, situ, pencemaran udara; konflik 
sosial, marginalisasi masyarakat adat, terancamnya kebudayaan mengelola hutan 
masyarakat adat, dan seterusnya. Telah terjadi penurunan kualitas lingkungan 
hidup yang sangat besar. Kalau hutan alam dataran rendah di Pulau Jawa habis 
dalam tempo 100 tahun antara Abad 18-19, hutan alam dataran rendah Pulau 
Sumatera lenyap dalam hitungan 30 tahun. Proses lenyapnya hutan alam Sumatera 
diprediksi sepuluh kali lebih cepat daripada masa kolonial. 

Capra menyatakan bahwa kesadaran ekologis akan tumbuh hanya jika kita 
memadukan pengetahuan rasional kita dengan intuisi untuk hakikat lingkungan 
kita yang nonlinear. Fakta yang kita hadapi saat ini adalah bahwa telah terjadi 
ketimpangan yang luar biasa antara perkembangan kekuatan intelek, pengetahuan 
ilmiah, dan keterampilan teknologi di satu sisi, dengan perkembangan kebijakan, 
spiritualitas, dan etika di sisi yang lain, yang menyebabkan ketidakseimbangan 
budaya yang menjadi akar-akar dari krisis multidimensional peradaban manusia 
saat ini. 

Krisis Kebudayaan 

Oleh karena, itu patut kita renungkan pendapat Keraf (2002), yang mengajukan 
sebuah ide tentang “keberlanjutan ekologis”. Prinsip yang diajukan dalam 
paradigma keberlanjutan maupun keberlanjutan ekologis adalah integrasi secara 
proporsional ketiga aspek, yaitu aspek ekonomi, aspek pelestarian sosial-budaya, 
dan aspek lingkungan hidup. Etika antroposentrisme harus ditinggalkan dan 
diganti dengan etika lingkungan hidup yang bertumpu pada teori biosentrisme dan 
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ekosentrisme, dengan berpegang pada sikap hormat terhadap alam, prinsip 
tanggung jawab, solidaritas kosmis, prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap 
alam, prinsip “no harm”, prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam, prinsip 
keadilan, prinsip demokrasi, dan prinsip integritas moral. 

Menarik apa yang dikemukakan oleh Sonny Keraf tentang sikap 
eksploitatif yang menghasilkan krisis ekologis sebagai dampak negatif dari 
‘pembangunan’ di satu sisi dan Fritjof Capra tentang persoalan ketidakseimbangan 
budaya sebagai akar dari krisis manusia dewasa ini, di sisi yang lain. Persoalan 
mendasar tersebut telah dikemukakan oleh salah satu cendekiawan terkemuka 
Soedjatmoko pada tahun 1976. Soedjatmoko menyatakan bahwa usaha 
pembangunan dan modernisasi yang kita jalani sebagai sebuah bangsa telah 
menghadapkan kita secara langsung dengan masalah kebudayaan Indonesia dan 
dengan proses kebudayaan, kita memperbarui diri dalam kita menjawab tantangan 
kehidupan modern. Pembangunan menurut Soedjatmoko (1984) dalam Ibrahim 
(2004) tidak lain daripada mendinamisasikan kekuatan-kekuatan masyarakat. Dia 
bukan sekadar mengadakan proyek-proyek. Inilah yang disebut oleh Korten dan 
Sjahrir (1988) sebagai paradigma pembangunan yang disebut sebagai people-
centered development atau pembangunan yang berpusat pada rakyat. Sikap ini 
juga didukung oleh Arief Budiman (1985) yang menekankan tujuan pembangunan 
untuk membangun manusia. Manusia yang dibangun adalah manusia yang kreatif. 
Untuk bisa kreatif, manusia tersebut harus merasa aman dan bebas dari rasa takut. 
Hanya manusia seperti inilah yang bisa menyelenggarakan pembangunan dan 
memecahkan masalah yang dihadapinya. 

Agenda Siapa? 

Adakah pergulatan pemikiran tentang pentingnya perubahan paradigma 
pembangunan kental dengan nuansa eksploitatif selama ini yang telah 
mengakibatkan meningkatnya krisis ekologis. Bagaimana calon pemerintahan baru 
menyikapi hal ini? Minimal pemerintahan mendatang perlu mempertimbangkan 
berbagai persoalan pembangunan tersebut, secara lebih serius, komprehensif, dan 
mendalam. Pembangunan bukan sekadar disederhanakan menjadi angka-angka 
pertumbuhan ekonomi, realisasi proyek-proyek, penanaman modal asing, 
penciptaan lapangan kerja, kesejahteraan masyarakat, dan sebagainya. Di mana 
posisi aspek lingkungan, kelestarian sumber daya alam dan faktor ekologi. 

Pemerintahan baru di bawah Presiden SBY dalam bendera KIB II ini, telah 
membentuk Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Di bidang lingkungan 
hidup, dii bawah koordinasi tokoh lingkungan hidup Prof Emil Salim. Wantimpres 
ini seyogianya merumuskan Strategi Kebudayaan dan Pembangunan Indonesia 
yang baru, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Termasuk dalam 
konteks Indonesia sebagai anggota baru kelompok G-20. 

Strategi pembangunan tersebut perlu disiapkan dengan proses dialog 
publik yang cukup mendalam-komprehensif, yang melibatkan bukan hanya 
ekonom, dan teknokrat sebagaimana desain di masa lalu, tetapi juga budayawan, 
pakar ekonomi lingkungan, pakar biologi, sosiolog, antropolog, sejarawan, serta 
putra-putra terbaik dari seluruh Indonesia. Hal ini merupakan pekerjaan rumah 
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bagi pemerintahan baru nantinya. Yaitu membuka ruang publik untuk dialog 
konstruktif tentang masa depan Indonesia, dalam konteks perubahan geopolitik di 
tanah air di era otonomi daerah, di tataran ASEAN, maupun internasional. 
Bagaimana mengurangi dominasi negara-negara Utara, dan menciptakan strategi 
kemandirian secara bertahap di segala bidang kehidupan dan pengelolaan sumber 
daya alam strategis nasional (minyak bumi, gas alam, mineral, air), sebagaimana 
Malaysia, misalnya, mulai berhasil mewujudkannya. Untuk itu, diperlukan sikap 
mental dan sikap politik seorang negarawan bagi seluruh jajaran birokrasi 
pemerintahan-termasuk pemerintah daerah dan parlemen, untuk mewujudkan 
Indonesia yang lebih baik, mandiri, dan menyejahterakan rakyatnya tanpa (terlalu) 
mengorbankan lingkungan dan sumber daya alamnya. Suatu tantangan jangka 
panjang yang harus mulai disikapi dengan serius dari saat ini. Artikel "Indonesia 
Alignment" karangan Rheinald Khasali (Kompas 21/07/10) sangat tepat untuk 
menguraikan kondisi Indonesia yang cenderung jalan di tempat karena konflik atau 
tidak sinergis nya kerja -kerja lintas sektor, yang dicontohkan seperti "ekonomi 
bandara" yang carut marut itu....*** 

 
*Artikel ini telah dipublikasikan di www.konservasiwiratno.blogspot.com pada tanggal 4 
Agustus 2010 
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Transisi Kepemimpinan 
 

 

Setiap organisasi akan mengalami masa yang disebut sebagai “masa 
transisi kepemimpinan”. Pemimpin yang lama digantikan dengan yang baru. Hal 
ini sebenarnya suatu tour of duty yang biasa dalam tubuh suatu organisasi, tidak 
terkecuali dengan Balai TN. Gunung Leuser (TNGL). Yang tidak biasa di TNGL 
adalah bahwa perkembangan dan kinerja pengelolaan TNGL dipantau oleh 
komunitas global. Hal ini karena label yang ditetapkan pada TNGL sebagai 
Warisan Dunia, dengan nama “Tropical Rainforest Heritage of Sumatra”, bersama-
sama dengan TN. Kerinci Seblat dan TN. Bukit Barisan Selatan. 

Sejak Februari 2007, Balai TNGL telah ditingkatkan statusnya menjadi Balai 
Besar TNGL. Kepala Balai yang semula berstatus Eselon IIIa ditingkatkan menjadi 
Eselon IIb. Hal ini merupakan salah satu bukti komitmen Departemen Kehutanan 
untuk meningkatkan manajemen TNGL ke depan. Struktur organisasi TNGL 
diperkuat. Walaupun dalam konsep dan teori pengembangan organisasi, perbaikan 
atau peningkatan struktur suatu organisasi hanya merupakan salah satu dari upaya 
perbaikan kinerja organisasi tersebut. 

Dua hal lain yang masih harus dibenahi adalah peningkatan dan 
penguasaan teknologi, serta peningkatan kualitas dan atau kuantitas sumber daya 
manusianya. Ketiga hal tersebut sebenarnya merupakan satu kesatuan yang utuh 
dan padu. Apabila hal ini terjadi, maka kita dapat berharap organisasi tersebut 
mampu mengemban mandatnya, menuju tujuan atau visi yang telah ditetapkan. 

Organisasi Balai Besar TNGL segera mendapatkan seorang pemimpin baru. 
Di wilayah, akan dikawal oleh 3 orang Kepala Bidang Pengelolaan Taman Nasional 
(BPTN) yang akan berkedudukan di Tapaktuan dengan wilayah kerja di Kab. Aceh 
Selatan dan Kab. Blang Pidie; di Kutacane dengan wilayah kerja di Kab. Aceh 
Tenggara dan Kab. Gayo Lues; di Stabat dengan wilayah kerja Kabupaten Langkat. 
Kepala BPTN tersebut adalah pejabat setingkat Eselon IIIb. Di kantor Balai Besar, 
akan dipimpin seorang Direktur (Eselon IIb), dibantu oleh seorang Kepala Bidang 
Konservasi dan seorang Kepala Bagian Tata Usaha (Eselon IIIb). 

Di masa lalu, seorang Kepala TNGL harus melakukan koordinasi keliling 
di seluruh kabupaten tersebut. Kini, peran itu diambil alih oleh Kepala BPTN yang 
akan menetap di ibukota kabupaten sehingga intensitas koordinasi dan kerja sama 
akan semakin meningkat kuantitas dan kualitasnya. Harapannya, kawasan TNGL, 
seluas 1.094.692 hektar dengan panjang batas luar 1.022 Km itu akan lebih terjaga 
dan lebih intensif dikelola dengan melibatkan para pihak di berbagai lini dan 
tingkatan. 
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Pada periode 2005-pertengahan 2007, telah disusun Rencana Strategis 
(Renstra) Balai TNGL untuk periode 2006-2010. Penyusunan yang melibatkan para 
pihak melalui 2 kali dialog formal ini masih akan diuji dan dipertajam di beberapa 
kabupaten, untuk menambah keyakinan bahwa kami sedang membangun sistem 
pengelolaan taman nasional dengan serius. Resort-resort sebagai unit pengelolaan 
terkecil harus dibangun kembali, kantor-kantor resort direnovasi, dibangun, 
ditempati, dan komunikasi mulai dari Kantor Resort, Kantor Seksi Pengelolaan 
Taman Nasional (SPTN), Kantor BPTN Kantor, hingga Balai Besar dapat dilakukan. 
Dengan demikian perkembangan lapangan dapat dipantau setiap saat. Kepala-
kepala Taman Nasional di India telah lama melakukan mekanisme seperti ini. 
Prinsip yang dikembangkan adalah "mencegah (perambahan, illegal logging, 
perburuan satwa) lebih baik daripada mengobati-menegakkan hukum, 
menyelesaian kasus-kasus”. Maka tawaran pengelolaan taman nasional berbasis 
Resort menjadi hal yang tidak dapat ditawar lagi: ’’kembalikan staf taman nasional 
ke lapangan; back to basic”.  

Kekhawatiran banyak pihak yang menyatakan bahwa pimpinan baru akan 
membelokkan atau merubah arah organisasi yang dibangun lebih dari 2,5 tahun ini 
tentu sebagai hal yang wajar namun juga tidak perlu dibesar-besarkan. Renstra 
merupakan pegangan bersama, bukan saja oleh staf Balai TNGL tetapi juga 
merupakan pegangan bersama para mitra untuk ’’menagih” hal-hal yang sudah 
disepakati di dalam dokumen Renstra tersebut. Oleh karena itu, dokumen Renstra 
merupakan salah satu tool bagi para pihak untuk memantau apakah arah investasi 
Balai Besar TNGL tetap sesuai dengan arah yang telah ditetapkan sebelumnya. 
Pekerjaan rumah yang belum sempat diselesaikan antara lain sosialisasi Renstra 
kepada seluruh staf Balai TNGL. Kebiasaan yang terjadi, dokumen Renstra hanya 
menjadi sekedar ’’proyek” membuat dokumen Renstra. Setelah dicetak tidak 
pernah dibaca. Sedangkan tujuan utama penyusunan Renstra adalah agar semua 
elemen organisasi berpedoman pada garis dan arah yang telah ditetapkan dalam 
dokumen Renstra tersebut. Bagi manajemen baru, dengan membaca Renstra akan 
mengetahui secara menyeluruh situasi lingkungan internal-baik kondisi SDM, 
kawasan, upaya-upaya yang telah dan sedang dilakukan, perkembangan 
lingkungan eksternal - dampak otonomi daerah, pilkada, lahimya kabupaten-
kabupaten baru, perubahan tata guna lahan, dinamika kemitraan; taktik dan 
strategi organisasi Balai untuk mencapai tujuannya, dan sebagainya. Maka 
dokumen Renstra sangat membantu dalam proses transisi kepemimpinan yang 
baru. Tentu saja taktik dan style kepemimpinan tidak akan sama bagi setiap orang. 
Strategi di tingkatan aksi (strategic action) sangat mungkin berbeda untuk setiap 
pemimpin. Yang terpenting proses yang dilakukan oleh pimpinan baru akan 
membawa hasil kerja (output) dan dampak (outcome) yang mengarah untuk 
mencapai tujuan-tujuan strategis yang telah ditetapkan. 

Hal-hal yang memang dikhawatirkan lebih kepada pekerjaan-pekerjaan 
yang sedang berjalan, seperti penegakan hukum kasus perambahan di SKWIV 
Besitang, yang memang harus segera ditindaklanjuti, agar konsistensi penegakan 
hukum dapat dirasakan di tingkat lapangan; penyelesaian kasus pendudukan 
kawasan oleh pengungsi asal Aceh di Besitang-yang perlu koordinasi intensif 
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dengan Menko Kesra; penyelesaian perambahan sawit yang telah diuji coba untuk 
dimusnahkan; rehabilitasi kawasan Besitang dengan melibatkan masyarakat, 
adalah beberapa hal yang memang tidak bisa ditawar-tawar lagi untuk tetap 
dilanjutkan dengan serius. 

TNGL sebagai Warisan Dunia terancam untuk dimasukkan ke dalam list in 
danger. Setelah dilakukan evaluasi oleh Tim IUCN dan UNESCO pada bulan Maret 
2007, disimpulkan adanya kemajuan yang signifikan di TNGL, sehingga evaluasi 
baru akan dilakukan lagi pada tahun 2009. TNGL diwajibkan untuk menyelesaikan 
persoalan laten kawasan, terutama perambahan dan illegal logging. Tentu bila hal 
ini terjadi akan memalukan Pemerintah Indonesia di mata masyarakat 
internasional. Upaya penegakan hukum yang konsisten sejak akhir 2005, 
pembenahan sistem kerja, tim kerja, dan dukungan dari jajaran penegak hukum, 
dan dukungan dari Ditjen PHKA dalam menyiapkan Emergency Action Plan, 
merupakan hal-hal yang dapat melepaskan TNGL dari status keterancaman 
tersebut. Namun harus diingat bahwa TNGL akan dievaluasi lagi oleh Tim yang 
sama pada tahun 2009 yang merupakan evaluasi terakhir dan apabila tidak ada 
perubahan yang berarti di bidang perambahan, illegal logging, dan pendudukan 
kawasan secara ilegal, dapat dipastikan TNGL akan masuk ke dalam klasifikasi 
Warisan Dunia Terancam Punah. 

Hal-hal tersebut di atas merupakan tantangan bagi manajemen baru dan 
sekaligus juga peluang untuk lebih bekerja keras dengan dukungan para mitra, 
seperti Pemerintah Spanyol melalui UNESCO, WHC, FFI, YLI, SOCP, OIC, Walhi, 
Pemerintah Daerah, dan mitra-mitra lokal, seperti Konservasi Leuser (KONSER), 
Gepal, Opel, dan Lembaga Pariwisata Tangkahan. Juga orang-orang biasa dari 
kalangan masyarakat dan staf TNGL yang menurut kami adalah tokoh-tokoh 
pendekar konservasi nyata di lapangan, antara lain Sdr. Yashut di Kutacane, Sdr. 
Saiful Bahri, Pak Okor - pencetus ide dan OC Konferensi Rakyat Tangkahan, Sdr. 
Wahdi Azmi, Edy, Diding, Selamat-FFI, Sdr. Panut-OIC, Sdr. Budiman- Kepala 
Resort Sekoci, Sdr. Jokas-Kepala Resort Sei Betung, Sdr. Tagor Nainggolan-Kepala 
Resort Sei Lepan, Sdr. Maraenggan-Kepala Seksi Lembah Alas, Sdr. Gunawan Alza 
- Kepala Seksi Tapaktuan, Sdr. Olo Simbolon - Kepala Seksi Bukitlawang, Sdr. 
Subhan - Kepala Seksi Besitang, Sdr. Ujang Wisnu Barata - penggerak Besitang, Pak 
Piyu, Pak Karman, Sdr. Samsul - Gepal, Sdr. Gandhi - Simphoni FM, Datuk Besitang 
- Oka Hamzah, Datuk Sei Lepan - Oka Abdul Hamid, Sdr.Asril - Waspada Medan, 
dan teman-teman lainnya, yang selama ini dengan penuh semangat membangun 
komunikasi, koordinasi, kerja sama, dan sinergitas bersama Balai TNGL, selama 
hampir 2,5 tahun secara konsisten, yang hanya mengemban satu tujuan mulia: ingin 
menyaksikan Leuser yang lebih baik dan terjaga. Konservasi ternyata bukan sekedar 
‘pekerjaan’. Bagi mereka, dan bagi kami, konservasi adalah panggilan hidup. 
Konservasi adalah tujuan kami bertahan dan bekerja sekuat tenaga. Kami mencoba 
memposisikan diri untuk melihat dan menyikapi konservasi bukan sekedar 
’’proyek”. Sikap mental dan moralitas ini patut dihargai. Patut dilanjutkan. 

Akhirnya, kami mengucapkan ’’Selamat Bertugas” kepada Mas Nurhadi 
Utomo - kakak seperguruan di Fakultas Kehutanan UGM dan timnya. Diharapkan 
para mitra tetap mendukung bekerja bahu membahu menyelesaikan ”sisa” 
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pekerjaan rumah, membangun TNGL menuju pengelolaan yang lebih baik, seperti 
yang diamanatkan dalam Visi Balai TNGL,” Pengelolaan TNGL yang efektif, didukung 
dan bermanfaat bagi para pihak". 

Dan kami memohon maaf kepada semua pihak-rekan, sahabat, kolega, 
mitra, tokoh masyarakat, para staf Balai TNGL yang bekerja di lapangan, atas 
kekhilafan dan kekurangan selama bertugas menjadi Kepala Balai TNGL sejak 
Januari 2005. Semoga semua kerja kolektif yang telah kita bangun bersama selama 
ini-walaupun hanya setitik, akan membuahkan hasil yang baik dan bermanfaat 
untuk kemaslahatan masyarakat dan kelestarian hutan tropis di Sumatera bagian 
Utara. Agar kita dapat mewariskan kepada generasi mendatang, suatu sumber 
daya hutan yang tidak terlalu rusak. Sumber daya hutan itu bukanlah ’’milik” kita 
generasi saat ini. Kita sekedar diserahi tugas untuk menjaganya, sehingga kelak 
mereka-generasi yang belum lahir itu-mendapatkan kesempatan yang sama untuk 
menikmatinya. Oleh karena itu, sebaiknya kita jauhi sikap dan mentalitas 
antroposentrisme-suatu sikap yang selalu ingin menaklukan dan menguasai alam 
untuk kepentingan greedy  -keserakahan sesaat manusia. 

Tanggung jawab melindungi alam dari kepunahan yang berskala lintas 
generasi ini tentu teramat berat, namun juga merupakan tugas mulia. Tugas yang 
sesungguhnya adalah mandat yang diberikan Tuhan-Sang Pencipta Alam Semesta 
ini, kepada para utusan-Nya. Tugas mulia untuk siapa? Apakah hanya Departemen 
Kehutanan, atau Balai TNGL saja? Jawabannya adalah bukan. Mandat 
menyelamatkan lingkungan, dengan isu sentral yang paling hangat saat ini, global 
warming, pemanasan global itu menjadi tanggung jawab bersama. Di Indonesia, 
tanggung jawab bersama ini dipelesetkan menjadi ”sama-sama tidak bertanggung 
jawab”. Untuk TNGL, tidak ada titik balik lagi kecuali kita harus bahu membahu 
menyelamatkan sisa hutan tropis ini dari kepunahan. Dan sebagian tanggung 
jawab itu dipikul oleh Balai TNGL yang kini telah menjadi Balai Besar TNGL.*** 

 

Tulisan ini dimuat dalam Jejak Leuser edisi Vol. 3 No. 7 Tahun 2007 
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Mencari Format Pengelolaan Taman Nasional Berbasis 
Resort 

 

 

Dalam Rapat Koordinasi Teknis Direktorat Jenderal PHKA tanggal 16-19 
Juli 2007 di Bogor, Sekretaris Direktorat Jenderal PHKA menyatakan dukungan 
terhadap upaya-upaya untuk mengembalikan pengelolaan taman-taman nasional 
ke tingkatan paling bawah, yaitu resort. Kita bersama mengetahui bahwa banyak 
resort-resort di lapangan yang tidak ada petugasnya. Kalaupun ada petugasnya, 
mereka tidak memiliki kejelasan sistem kerja. 

Tim di Balai Besar TN. Gunung Leuser menyadari sepenuhnya makna dari 
pemyataan Sekditjen PHKA tersebut, mengingat TNGL juga mengalami situasi 
yang serupa. Tim yakin bahwa hal-hal seperti ini juga terjadi di taman-taman 
nasional di seluruh Indonesia yang belum dikelola secara efektif. Efective 
management ini telah menjadi pemicu penting dan telah dijadikan salah satu kritikan 
pedas olehberbagai kalangan, terhadap performa pengelola taman-taman nasional 
tersebut. Fenomena tidak hadirnya pengelola di lapangan mengarah pada sinisme 
bahwa kita mengelola "paperpark”. Kritik seperti ini tidak perlu ditanggapi dengan 
counter critic, tetapi justru dijadikan titik balik untuk melakukan auto-critic. Siapkah 
birokrat pengelola taman-taman nasional melakukan perubahan yang mendasar? 
Pertanyaan yang perlu dijawab dengan melakukan banyak perubahan-perubahan 
mendasar dari sistem pengelolaan taman-taman nasional. Perubahan yang bersifat 
paradigmatik maupun sampai pada tataran strategis dan teknis. 

Implikasi ’’Paper Park” 

Kita sering  kali lupa bahwa dari jajaran Eselon I Departemen Kehutanan, yang 
memiliki mandat ’’pemangkuan” kawasan hanya Ditjen PHKA. Ditjen BPK tidak 
mengelola langsung hutan produksi, para pemegang HPH, HTI, dan IPK lah yang 
melakukan intervensi langsung di lapangan. Ditjen RLPS juga demikian, bergerak 
di tataran hutan rakyat dan hutan kemasyarakatan tentu tidak melakukan 
pemangkuan langsung, tetapi hanya melalui mekanisme kebijakan di lahan-lahan 
masyarakat. 

Ditjen PHKA melalui UPT-nya, Balai Taman Nasional dan Balai Konservasi 
Sumber Daya Alam, wajib melakukan pengelolaan di tingkat lapangan. Ini mandat 
yang disebutkan dalam UU No.5 tahun 1990. Namun sampai dengan saat ini, 
mandat tersebut belum diterjemahkan ke dalam bahasa teknis pengelolaan, seperti 
halnya sistem Resort Polisi Hutan (RPH) dalam pengelolaan hutan jati di Pulau 
Jawa. Satuan-satuan pengelolaan pun belum jelas. Yang lebih mengerikan lagi, 
banyak taman nasional yang tidak memiliki peta-peta dasar yang dijadikan acuan 
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untuk melakukan pengelolaan taman nasional berbasis kawasan, berbasis 
kewilayahan dan teritorial, dengan sistem zona- zona sebagai basis pengelolaan di 
wilayah tertentu sesuai dengan zonasinya. Maka sangat wajar apabila di lapangan 
banyak kawasan taman nasional dirambah, diduduki, diklaim, diserobot, dan 
ditebangi oleh berbagai pihak yang tidak bertanggungjawab. Apalagi batas-batas 
kawasan tidak jelas, hanya ada patok yang digambarkan di atas peta saja. Hal-hal 
mendasar seperti inilah yang sebenarnya perlu segera dibenahi. 

Implikasi dari tidak hadirnya petugas di lapangan, di tingkat resort antara lain 
adalah: 

a. Perkembangan persoalan di tingkat lapangan tidak pernah diketahui dengan 
pasti; berapa luas kawasan yang dirambah, siapa yang merambah atau 
membalak kayu, siapa saja tokoh intelektualnya, jaringan pemasarannya, dan 
seterusnya. Apabila kondisi akut ini terjadi untuk waktu yang lama, maka dapat 
dipastikan bahwa skala persoalan menjadi sedemikian besar, sehingga kawasan 
akan dikuasai kelompok- kelompok terorganisir, dan petugas semakin tidak 
berani memasuki kawasannya. Kasus kerusakan seluas 4.000 Ha {deforested) dan 
17.000 Ha {degraded) di SKW IV Besitang, Kab. Langkat merupakan contoh proses 
’’pembiaran” yang terjadi 3-5 tahun berlalu. ’’Pembiaran” ini merupakan istilah 
Menteri Kehutanan, terhadap sikap mental pengelola yang tidak pernah 
melaporkan kasus-kasus di wilayahnya. Perambahan di kawasan-kawasan 
konservasi yang semakin tidak terkendali merupakan buah dari proses 
pembiaran ini. 

b. Di mata penegak hukum, polisi - jaksa - pengadilan, kita juga menjadi tidak 
punya harga diri. ’’Salahnya punya kawasan tidak dijaga, wajar bila diserobot”. 
Sindiran-sindiran seperti ini juga harus dilihat sebagai auto-critic kepada 
pengelola untuk segera merubah sistem pengelolaan, agar tidak hanya sekedar 
di belakang meja saja. Maka, komitmen jangka panjang dengan jajaran penegak 
hukum tersebut harus dibangun agar hukum dapat ditegakkan di lapangan. 
Apabila di suatu wilayah, jika selama bertahun-tahun tidak ada hukum yang 
mampu ditegakkan, maka kelompok-kelompok yang tidak bertanggungjawab 
itu akan melenggang dengan santainya untuk melakukan perambahan secara 
terorganisir. Ini situasi yang sangat membahayakan. Pada situasi seperti ini, 
hukum harus ada, harus ada perambah atau penebang haram yang diproses 
hukum, sampai masuk ke dalam penjara. 

c. Ketiadaan petugas di lapangan, juga mengakibatkan batas taman nasional dan 
tujuan pengelolaan taman nasional tidak pernah dipahami oleh masyarakat. 
Dengan demikian, maka jangan harap kita akan mendapatkan dukungan dari 
mereka. Sementara itu, dengan keterbatasan dana, sarana prasarana, dan 
luasnya kawasan yang harus dikelola, maka hampir mustahil mampu 
melakukan pengelolaan secara soliter tanpa dukungan dari masyarakat atau 
mitra lainnya. Maka, lengkaplah sudah situasi dimana taman nasional menjadi 
barang yang asing dan bahkan dipandang aneh bagi masyarakat dan pemerintah 
daerah. Dukungan pasti tidak akan pernah terjadi pada keadaan yang seperti ini. 
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d. Akumulasi dan resultante dari ketiga aspek tersebut di atas, maka kerusakan 
semakin meluas, sampai pada skala yang hampir mustahil untuk ditangani 
dalam beberapa tahun ke depan. Apabila hal ini terjadi, maka kawasan taman 
nasional akan mengarah pada situasi yang disebut sebagai "open access”, yaitu 
situasi suatu sumber daya yang tidak dimiliki oleh siapa pun, tetapi sekaligus 
juga dimiliki setiap orang (yang kuat). Yang berlaku dalam kawasan seperti ini 
adalah ’’hukum rimba”: siapa yang kuat ia yang dapat dan berkuasa. Negara 
(baca: pemerintah) tidak hadir pada situasi sumber daya seperti ini. Dan ini 
merupakan awal dari kehancuran hutan-hutan tropis kita menuju padang alang-
alang dan kerusakan sumber daya hutan, tanah, dan air yang berkepanjangan. 

Leuser Berbenah 

Sejak tahun 2005, manajemen Balai TNGL (sekarang menjadi Balai Besar), telah 
memahami situasi di atas dengan baik. Oleh karena itu, investasi harus diarahkan 
untuk kembali menata pola-pola pengelolaan dan arah pengelolaan yang fokus dan 
ditetapkan skala prioritasnya. 

Untuk kawasan taman nasional yang sangat luas seperti TNGL, lebih dari 
1 juta hektar dan panjang batas luas 1.022 Km, maka teknologi GIS dan remote 
sensing harus dipergunakan. Pada tahun 2006, Balai TNGL telah memiliki 
Laboratorium GIS dan expert GIS didukung oleh Pemerintah Spanyol melalui 
Program UNESCO. Sedangkan data yang diperlukan didukung oleh berbagai 
mitra; Yayasan Leuser Intemasional (YLI), Sumatran Orangutan Conservation 
Programme (SOCP), Wildlife Conservation Society (WCS), Conservation 
International (Cl), dan Orangutan Conservation Service Programme (OCSP). 

Dengan beroperasinya Lab. GIS tersebut, maka Balai TNGL telah berhasil 
melakukan kajian spasial terhadap berbagai faktor manajemen, antaralain: 

1. Pemetaan luas kawasan, 
2. Usulan zonasi, 
3. Usulan Penataan Balai Pengelolaan Taman Nasional (BPTN), Seksi Pengelolaan 

Taman Nasional (SPTN), Resort, 
4. Kajian luas perambahan per DAS, per Resort, 
5. Prediksi panjang batas luar kawasan per Resort, per SPTN, per BPTN, 
6. Kajian DAS, kerentanan lahan, potensi banjir, dsb. 

Pada saat ini, sedang disusun suatu database untuk seluruh TNGL yang 
berbasis resort. Tujuan dari pembangunan database ini tidak lain adalah untuk 
membangun: ”Pola Pengelolaan Taman Nasional Berbasis Resort”. Setiap resort 
akan dikaitkan ke dalam 2 (dua) hal. Pertama, secara intern akan dapat diakses 
semua tentang kawasan, misalnya panjang batas, jumlah dan kondisi pal batas, 
persoalan di sepanjang batas ke dalam kawasan (perambahan, illegal logging, 
perburuan liar), peta pemain dan aktor intelektual, kondisi sarana dan prasarana 
kantor resort, keadaan pegawai-polhut, PEH, non struktural, dsb. Kedua, secara 
eksternal akan dikaitkan dengan desa- desa yang berbatasan dengan Resort yang 
bersangkutan, yang meliputi profil desa, lembaga- lembaga formal dan informal di 
setiap desa, tokoh formal dan informal, potensi desa, keadaan tata guna lahan, 
komoditas unggulan setempat, dan seterusnya. 
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Dari database tersebut dapat dilakukan kajian tentang gap, antara besaran 
problem, potensi yang dapat dikembangkan, dengan kondisi kapasitas, motivasi 
kerja, dan sarana prasarana di tingkat resort. Dengan mengetahui besarnya gap 
tersebut, maka dapat diprediksi dua hal. Pertama, kebutuhan pelatihan dan atau 
pendampingan bagi kepala resort dan stafnya. Kedua, kebutuhan pelatihan dan 
pendampingan bagi kelompok-kelompok masyarakat desa di sekitar resort tersebut 
agar dapat mengembangkan berbagai komoditas unggulan setempat, baik yang 
berasal dari lahan desa maupun dari dalam kawasan taman nasional. 

Kondisi profil desa-desa di setiap resort akan berbeda dengan resort 
lainnya. Dengan demikian, usulan kegiatan setiap tahun untuk setiap resort akan 
sangat tergantung kepada potensi dan problema yang dihadapi. Perbedaan ini akan 
mendorong kompetisi antar resort, sehingga dapat dikawal proses pembelajaran 
antar resort, dalam hal penyelesaian masalah maupun dalam pengembangan 
potensi-potensi lokal yang bernilai ekonomi dan dapat mendorong penciptaan 
lapangan kerja berbasis kawasan taman nasional. 

Profil Resort TNGL 

Berdasarkan kajian awal, diperoleh kondisi atau profil resort-resort di wilayah 
TNGL seperti tergambar pada tabel di bawah ini: 

 

Tabel 1. Profil Resort di Balai Besar TNGL 

No BPTN Wilayah SPTN Wilayah Resort Luas 

(Ha) 

Pj Bts 

(Km) 

Luas Kerusakan 

(Ha) (%) 

1 
I/TAPAKTUAN I (Blang Pidie) Babahrot 25.153 13 0 0 

2 Alur Sungai Pinang 22.092 19 62 0,3 

3 Tangan-tangan 23.973 18 5 0 

 Total Wilayah SPTN I / Blang Pidie 71.218 51 67 0,1 

 

4  II (Kluet Utara) 
Krueng Baro 63.650 41 5 0 

5 Menggamat 50.174 39 19 0 

6 Kluet Selatan 23.592 49 395 1,7 

7 Bakongan 38.168 84 1086 2,8 
 

Total Wilayah SPTN II / Kluet Utara 175.584 212 1504 0,9 

Total Wilayah BPTN I / TAPAKTUAN 246.802 263 1571 0,6 

 

8 
II / KUTACANE III (Blangkejeren) Tongra 6.691 26 0 0 

9 Kedah 45.688 24 9 0 

10 Agusan 27.093 14 215 0,8 

11 Sangir 29.785 11 186 0,6 

12 Pinding 35.501 33 112 0,3 

13 Lesten 24.488 27 9 0 

14 Jambur Gele 37.588 20 1353 3,6 

15 Marpunge 40.839 21 1146 2,8 
 Total Wilayah SPTN III / Blangkejeren 247.673 176 3030 1,2 

 

16 
 IV (Badar) Lawe Gurah 16.271 7 429 2,6 

17 SP. Ketambe 46.375 3 106 0,2 

18 Lawe Mengkudu 20.554 24 1111 5,4 

19 Lawe Mamas 36.646 9 182 0,5 

20 Pulo Gadung 45.604 8 491 1,1 

21 Lawe Alas 55.577 17 330 0,6 
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No BPTN Wilayah SPTN Wilayah Resort Luas 

(Ha) 

Pj Bts 

(Km) 

Luas Kerusakan 

(Ha) (%) 

22 Lawe Malum 45.048 23 418 0,9 

23 Muara Situlen 98.810 61 6791 6,9 

24 Mardingding 23.395 45 432 1,8 
 Total Wilayah SPTN IV / Blangkejeren 388.281 196 10289 2,6 

Total Wilayah BPTN II / KUTACANE 635.954 372 13319 2,1 

 

25 III / STABAT V (Bohorok) Bukit Lawang 27.604 9 8 0 

26 Bohorok 31.629 123 515 1,6 

27 Marike 12.880 70 251 1,9 

28 Bekancan 13.994 79 212 1,5 

 Total Wilayah SPTN V / Bohorok 86.107 281 985 1,1 
 

29  VI (Besitang) Trenggulun 7.659 26 666 8,7 

30 Sei Betung 9.734 19 1114 11,4 

31 Sekoci 21.995 12 1362 6,2 

32 Sei Lepan 23.513 15 455 1,9 

33 Cinta Raja 25.706 14 224 0,9 

34 Tangkahan 37.222 20 74 0,2 
 

Total Wilayah SPTN VI / Besitang 125.829 105 3894 3,1 

Total Wilayah BPTN III / STABAT 211.936 386 4879 2,3 

Total Wilayah BALAI BESAR TNGL 1.094.692 1022 19769 1,8 

Sumber : Analisis Batas TNGL sesuai Keputusan Menbut No.276/kpts-II/1997 (Lab. GIS BTNGL, 
April 2007) Luas lahan rusak/terbuka didasarkan perhitungan perubahan penutupan hutan 1990-
2000 (WCS, 2007) 

 

Data dari tabel tersebut menunjukkan bahwa beban kerusakan berturut-
turut terjadi pada BPTN II Kutacane (13.319 Ha) , BPTN III Stabat (4.879 Ha), BPTN 
I Tapaktuan (1.571 Ha). Dengan demikian, fokus investasi dalam bentuk penegakan 
hukum penyelesaian perambahan, illegal logging perlu disesuaikan dengan besaran 
kerusakan tersebut. Namun demikian, perlu digarisbawahi bahwa penanganan 
persoalan-persoalan kawasan tentu harus dipertimbangkan aspek sejarah 
kerusakan, sejarah penataan batas kawasan, konflik- konflik ekstemal antara 
masyarakat dengan pihak Balai TNGL di masa lalu, kondisi dan situasi dinamika 
politik lokal-misalnya untuk seluruh wilayah BPTN di Nanggroe Aceh Darussalam, 
adalah sangat nyata dan harus disikapi dengan bijaksana. 

Kesimpulan Awal 

Berdasarkan kajian spasial yang telah dilakukan, kajian yang dilakukan melalui 
penyusunan Rencana Strategis, analisis data-data dari upaya penegakan hukum 
dan pemantauan kondisi lapangan yang didukung dengan Laboraturium GIS/ 
remote sensing, dapat diambil beberapa kesimpulan awal yang menarik, dengan 
uraian sebagaiberikut; 

Luas setiap resort, besaran persoalan, panjang batas, aksesibilitas, keadaan 
tata guna lahan di sekitar resort, tipe daerah penyangga, profil desa-desa di sekitar 
resort dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan: 

• Jumlah dan kapasitas Kepala Resort dan stafnya; 
• Usulan revisi zonasi di resort dengan mempertimbangankan resort di 

sekitamya; 
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• Fokus dan prioritas investasi internal berupa peningkatan kapasitas staf, sarana 
prasarana; 

• Usulan fokus dan prioritas kegiatan baik yang tahunan maupun yang 
berjangka menengah-panjang, dan 

• Identifikasi dan analisis kapasitas mitra di berbagai tingkatan dan keahlian. 

Ke depan, apabila kapasitas manajerial resort sudah cukup mumpuni, 
maka resort-resort akan menjadi unit terkecil yang mandiri. Seksi Pengelolaan 
Taman Nasional (SPTN) bertugas mengkoordinasikan persoalan-persoalan atau 
upaya-upaya pengembangan potensi yang lintas resort, sehingga peningkatan 
kinerja resort tidak menimbulkan pengkotak-kotakan atau menimbulkan kontra 
kerjas ama antar resort, mengingat banyak persoalan yang dapat diselesaikan 
hanya apabila resort-resort bekerja sama secara sinergis. 

Koordinasi lintas SKW perlu dilakukan oleh BPTN khususnya yang 
menyangkut persoalan dan pengembangan potensi yang terjadi pada lintas SKW 
baik yang menyangkut aksesibilitas antar kabupaten maupun ke provinsi. 
Pengembangan kemitraan di tingkat kabupaten dan lintas kabupaten, termasuk 
upaya-upaya kampanye dan komunikasi konservasi. 

Tugas pokok Kepala Balai Besar yang setingkat direktur atau Eselon IIb 
lebih kepada upaya-upaya mensinergikan perencanaan-perencanaan dari bawah 
tersebut, dengan agenda-agenda pembangunan di kabupaten, provinsi, dan 
nasional. Kampanye program-program kerja pembangunan TNGL di tingkat 
global, mengingat TNGL sebagai Warisan Dunia, juga sebaiknya dilakukan oleh 
direktur pada Balai Besar TNGL tersebut, agar mendapatkan dukungan pendanaan 
dan jaringan kerja global. 

Untuk mewujudkan manajemen yang efektif di tingkatan resort tersebut 
bukanlah hal yang mudah. Diperlukan 3-5 tahun upaya yang konsisten untuk 
mengawal proses peningkatan kapasitas dan sistem kerja berbasis resort tersebut. 
Hal ini perlu didukung oleh Ditjen PHKA dengan pengawalan dan pemantauan 
perkembangan lapangan yang tegas dan lugas, agar proses pembelajaran dapat 
didokumentasi dan dapat ditularkan kepada UPT Taman Nasional lainnya di 
seluruh tanah air.*** 

 

Tulisan ini dimuat di Jejak Leuser Vol. 3 No. 7 Tahun 2007 
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Global Network 
 

 

Globalisasi dunia telah menjadi kenyataan, bukan lagi, sekedar wacana. 
Dunia yang menjadi ‘big village' ini juga menjangkiti penggerak konservasi global. 
Apa saja yang terjadi di Leuser, misalnya, dapat langsung dipantau dari negara 
mana pun di seluruh dunia. Sebagai contoh, dengan adanya teknologi yang 
dikembangkan oleh GoogleEarth, kita bukan saja seolah-olah "ditelanjangi", namun 
kita sudah tidak bisa bersembunyi di mana pun dan kapan pun. Illegal logging dan 
perambahan di TNGL akan dengan mudah diketahui, kecepatan kerusakannya pun 
juga bisa dihitung, dan seterusnya. Namun, kita juga dapat memanfaatkan 
teknologi satelit itu, tentunya dikombinasi dengan memobilisasi tim reaksi cepat, 
untuk meningkatkan pemantauan lapangan yang menjadi bagian dari strategi 
operasi memberantas pelaku-pelaku perusakan taman nasional. Dengan 
menggunakan citra Econos, nomor truk pengangkut kayu ilegal pun dapat dibaca. 
Luar biasa! 

Namun apakah teknologi canggih seperti ini juga mampu memberikan 
solusi terhadap upaya penegakan hukum? Jawabannya belum tentu. Upaya 
penegakan hukum terhadap pelaku, khususnya otak pelaku illegal logging dan 
perambahan masih belum maksimal sehingga mereka sering kali lepas dari jerat 
hukum. Teknologi canggih seperti itu masih harus dikombinasi dengan ground 
check dalam rangka pemetaan persoalan, penelusuran alur sejarah kerusakan, dan 
membangun forum komunikasi dengan aparat penegak hukum untuk memulai 
komitmen bersama dalam memerangi mafia perusak hutan dengan lebih efektif 
dan konsisten. 

Balai TNGL memiliki pengalaman yang menarik dalam upaya penegakan 
hukum. Proses hukum terhadap 11 perambah di Besitang, Langkat memerlukan 
waktu setengah tahun. Pengembangan penyidikan mengarah pada salah satu aktor 
intelektual dan kini telah dihukum penjara selama 3 tahun. Diprediksi perlu waktu 
lebih dari 1 tahun untuk memproses hukum 1 tokoh intelektual perusak TNGL. 
Proses hukum tersebut juga harus dikawal, mulai dari pemberkasan di kepolisian 
dan terutama di kejaksaan dan pengadilan. 

Seperempat Abad sejak Leuser ditunjuk sebagai taman nasional, telah 
banyak terjadi perubahan-perubahan geopolitik dan tata guna lahan akibat 
intervensi pembangunan di seluruh kabupaten sekitar Leuser. Di wilayah Sumatera 
Utara, Leuser dikepung oleh perkebunan sawit. Peningkatan luas perkebunan 
sawit tersebut cukup signifikan. Pada tahun 1992, luas perkebunan sawit rakyat, 
swasta, dan milik pemerintah tersebut 513.101 Ha dan meningkat pada tahun 1998 
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menjadi seluas 697.553 Ha, dengan demikian peningkatannya rata-rata 30.742 Ha 
per tahun! 

Data pada tahun 2000 menunjukkan bahwa luas perkebunan sawit telah 
mencapai angka 905.000 Ha. Perubahan pola tata guna lahan dan semakin 
sempitnya lahan yang dapat ditanami, serta stabilnya pasar dan harga sawit, 
mendorong masyarakat untuk masuk ke dalam kawasan TNGL. Tekanan yang 
terjadi di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara, lebih disebabkan oleh perluasan 
kebun- kebun rakyat untuk penanaman berbagai komoditi dan perluasan tersebut 
mengarah ke kawasan dengan kelerengan yang curam. Pertambahan penduduk 
dan kurangnya teknologi pertanian mendorong masyarakat cenderung melakukan 
perluasan ladangnya dan bukan intensifikasi. Apalagi lahan pertanian juga terbatas 
karena lebih dari 60% kawasan kabupaten sebenarnya merupakan wilayah TNGL. 

Mempertimbangkan kompleksitas persoalan di luar taman nasional yang 
tentu saja berdampak langsung pada kelestariannya, maka kita memerlukan 
kolaborasi multi pihak. Global network seharusnya dapat mendukung taman 
nasional dalam upaya penyelesaian masalah, termasuk kelemahan manajemen dan 
kapasitas staf taman nasional. Melalui perbaikan manajemen dan arah organisasi 
Balai TNGL, kini mulai masuk dukungan global, seperti masuknya dukungan 
World Heritage Center UNESCO di Paris dan dukungan pendanaan dari 
pemerintah Spanyol. Beberapa mitra yang telah lama bekerja dengan TNGLjuga 
terus menunjukkan komitmennya, seperti Fauna Flora International (FFI), Yayasan 
Leuser International (YLI), OIC dan Sumatran Orangutan Conservation Program 
(SOCP). Ke depan, segera menyusul Wildlife Conservation Society (WCS), Save 
Tiger Fund (STF), dan beberapa mitra lainnya. Bahkan Universitas Syiah Kuala 
bekerja sama dengan BRR Aceh Nias telah menunjukkan dukungannya untuk 
membangun program di Stasiun Riset Ketambe dan Suaq Belimbing. Mitra strategis 
lainnya adalah Walhi di NAD dan Sumatera Utara yang bersama-sama melakukan 
kampanye konservasi dengan melibatkan masyarakat, serta advokasi kebijakan di 
berbagai tingkatan. Dukungan dari berbagai mitra ini bukan saja dalam bentuk 
dana, tetapi yang juga sangat penting adalah alih teknologi, knowledge and skill dari 
kepakaran mereka. 

Semoga globalisasi di bidang konservasi tidak terjebak ke dalam dominasi 
dan kooptasi konservasi. Globalisasi konservasi tidak boleh dibelokkan menjadi 
semacam diskursus pembangunan yang kemudian menjadi alat dominasi, seperti 
yang telah terjadi selama empat dekade pembangunan sebagai alat dominasi. 
Globalisasi konservasi justru harus dimanfaatkan untuk memperkuat jaringan 
kepakaran yang multi disiplin, untuk dapat memecahkan berbagai persoalan 
konservasi dan manajemen taman nasional secara lebih sistematis, komprehensif 
serta arif sesuai dengan kondisi sumber daya dan ragam aspirasi dan modal sosial 
di tingkat lokal.*** 

 

Tulisan ini dimuat pada Jejak Leuser Vol 2. Nomor 6 Tahun 2006 
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Leuser Warisan Dunia 
 

 

“Harta” yang terpendam di bumi Leuser akhirnya diakui sebagai Warisan 
(Alam) Dunia oleh UNESCO (United Nations Educational, Scientific, and Cultural 
Organization) pada tahun 2004. Proses untuk menjadi Warisan Dunia (atau disebut 
sebagai World Heritage) ini dilakukan atas usulan pemerintah Indonesia kepada 
salah satu PBB yang bermarkas di Paris tersebut. Seperti biasanya, banyak 
pertanyaan kritis dan sebagian juga sinis mengenai diakuinya Leuser ini sebagai 
Warisan Dunia. Untuk apa dan apa manfaatnya bagi Indonesia? Apakah kebijakan 
ini sekedar “ikut-ikutan’’trend global, yang berlomba-lomba untuk mendapatkan 
pengakuan global? Atau ada cerita di balik kebijakan pemerintah ini? Penunjukan 
Leuser dilakukan dalam satu paket bersama Taman Nasional Kerinci Seblat, dan 
Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, dengan nama: ‘Tropical Rainforest Heritage of 
Sumatra. Dengan menjadi Warisan Dunia, maka Leuser sejajar dengan Yellowstone 
dan Grand Canyon National Park di Amerika yang terkenal itu, Galapagos di 
Equador, The Great Wall di China, Taj Mahal di India, dan seterusnya. 

Sejarah 

Konvensi Warisan Dunia mengenai Perlindungan Warisan Budaya dan Alam 
diadopsi dari Konferensi Umum pada Sidangnya yang ke-17 yang diselenggarakan 
di kantor pusat UNESCO di Paris, Perancis pada tanggal 16 November 1972, dan 
berlaku efektif sejak tanggal 17 Desember 1975. Konvensi tersebut melengkapi 
program-program konvensi di tingkat nasional dan mendukung pembentukan 
Komite Warisan Dunia dan Dana Warisan Dunia. Sampai dengan bulan Maret 2005, 
Konvensi Warisan Dunia telah diratifikasi oleh lebih dari 180 negara. Dan pada Juli 
2005, terdapat 812 properti yang telah tercantum di dalam Daftar Warisan Dunia, 
terdiri dari 628 situs budaya, 160 situs alami dan 24 situs campuran yang berasal 
dari 137 negara anggota. 

Pengertian 'Warisan Dunia' menurut UNESCO (2004) memuat hal-hal 
sebagai berikut: (1) Warisan dunia dapat terdiri dari Warisan Alam dan Warisan 
Budaya, (2) Melestarikan warisan yang tidak dapat digantikan dan warisan yang 
memiliki “Nilai Universal Istimewa”, (3) Perlu melindungi Warisan yang tidak 
dapat dipindahkan, dan (4) Menjadi tanggung jawab kesadaran dan kerja sama 
kolektif internasional. 

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Warisan Dunia melalui Keputusan 
Presiden Nomor 29, pada bulan Juli 1989. Sampai saat ini, Indonesia telah memiliki 
9 situs yang tercantum dalam Daftar Warisan Dunia. Candi Borobudur (1991), 
Candi Prambanan (1991), dan situs arkeologis Sangiran (1996) termasuk dalam 
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Situs Warisan Budaya. Untuk Situs Warisan Alam, ditetapkan TN. Ujung Kulon 
(1991), TN. Komodo (1991), TN. Lorentz (1999) dan Tropical Rainforest Heritage of 
Sumatra, yaitu hutan hujan tropis Sumatera yang terdiri dari tiga taman nasional, 
yaitu TN. Gunung Leuser, TN. Kerinci Seblat dan TN. Bukit Barisan, pada tahun 
2004. Ketiga kawasan ini tercantum dalam Daftar Kelompok Situs Warisan Dunia 
pada Sidang ke 28 Komite Warisan Dunia di Suzhou, Cina, pada tanggal 27 Juni 
sampai 7 Juli 2004. 

Nilai Leuser 

a. Keragaman Hayati 

Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) merupakan suaka tropis terbesar dan 
terkaya di dunia. MacKinnon dan MacKinnon (1986) menilai TNGL memiliki skor 
tertinggi di antara kawasan konservasi di seluruh Indo-Malaya. TNGL merupakan 
habitat dari sejumlah besar spesies fauna mulai dari mamalia, burung, reptil, 
amfibi, ikan, dan invertebrata. Kawasan ini memiliki daftar spesies burung yang 
panjang, dimana dari 380 spesies burung yang ada (65% dari total jumlah spesies 
burung di seluruh Pulau Sumatera), 350 di antaranya tinggal di kawasan ini. Di 
TNGL juga terdapat 36 dari 50 jenis burung endemik di Sundaland. Hampir 65% 
atau 129 spesies mamalia dari total 205 spesies (mamalia besar dan kecil) di 
Sumatera tercatat tinggal di taman nasional ini. TNGL merupakan habitat dari 
orang utan sumatra (Pongo abelii), harimau Sumatran (Panthera tigris), badak suma-
tra (Dicerorhinus sumatrensis), tapir (Tapirus indicus), gajah sumatra (Elephas maximus 
sumatranus), siamang (Hylobathes lar), leaf monkey (Presbytis thomasi) dan lain-lain. 

Stasiun Riset Orang utan di Ketambe, Aceh Tenggara merupakan stasiun 
riset tertua di dunia (didirikan pada tahun 1971) dan tempat paling penting untuk 
penelitian primata khususnya orang utan. Dari Ketambe yang dibangun pertama 
kali oleh H.D. Rijksen itulah kemudian lahir beberapa tokoh dan pakar orang utan 
dunia, antara lain C.P. van Schaik, J. Sugardjito, Jatna Supriatna, Barita O 
Manullang, dan Suci Utami. Selanjutnya van Schaik membangun stasiun riset 
orangutan Suaq Belimbing di Aceh Selatanpada tahun 1998. 

Pentingnya kawasan ini dibuktikan dengan ekspedisi van Steenis tahun 
1937, dan dilanjutkan dengan ekspedisi- ekspedisi lainnya, membuktikan kayanya 
keragaman hayati taman nasional ini. Tidak kurang dari 4.000 spesies tumbuhan 
dapat dijumpai, termasuk yang paling fenomenal adalah ditemukannya 3 dari 15 
tanaman parasit yang terkenal, yaitu jenis Rafflesia. TNGL juga habitat jenis bunga 
tertinggi di dunia yaitu Amorphophalus titanum (Whitten et al., 1997). Komposisi 
vegetasinya tersebar dalam beberapa zonasi (menurut ketinggian dari permukaan 
laut), yaitu Coastal Vegetation, Tropical Zone (0 – 1.000 m), Colline Sub - Zone, (500 – 
1.000 m), Submontane Zone (1.000 – 1.500 m), Montane Zone (1.500 – 2.400 m), 
Subalpine Zone (2.400 - 3.400 m), Mountain Blang Vegetation (2.600 - 3.000 m), dan 
Anthropogenic Vegetatinon. Selain itu, taman nasional ini juga tempat yang penting 
sebagai habitat tumbuhan obat (Brimacombe & Elliot, 1996). 

 

b. SumberdayaAir 
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TNGL merupakan hulu dari 10 daerah aliran sungai (DAS), yaitu Sei Wampu, Sei 
Lepan, Sei Besitang di Propinsi Sumut; Lawe Alas, Kr. Kluet, A. Simpang Kanan, 
Kr. Tripa, Kr. Baru, Kr. Susok, dan Kr. Batee di Propinsi Nangroe Aceh Darusalam 
(NAD). Kesepuluh DAS ini menyediakan suplai air bagi sekitar 4 juta masyarakat 
yang tinggal di NAD maupun Sumatera Utara. 

Hampir 11 kabupaten tergantung pada jasa lingkungan TNGL, yaitu jasa 
berupa ketersediaan air konsumsi, air pengairan, penjaga kesuburan tanah, 
pengendali banjir, dan sebagainya. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh 
Beukering, dkk (2003), Nilai Ekonomi Total TNGL dihitung dengan suku bunga 4% 
selama 30 tahun adalah USD 7.0 milyar (bila terdeforestasi), USD 9.5 milyar (bila 
dikonservasi), dan USD 9.1 milyar (bila dimanfaatkan secara lestari). 

Posisi Strategis Leuser di Tataran Global 

Berdasarkan Studi Myers, suatu kawasan bisa disebut sebagai hotspot bila memiliki 
minimal 1.500 spesies tumbuhan endemik. Studi ini menggunakan 0,5% dari total 
tumbuhan vaskuler endemik di seluruh dunia. Perhitungan lain penentuan hotspot 
adalah; bila suatu kawasan memiliki habitat alami kurang dari 30% dari kondisi 
awal tumbuhan tersebut, maka kawasan itu termasuk hotspot. Di samping 
tumbuhan, informasi mengenai hewan juga dimasukkan sebagai faktor penentu 
dan yang paling lengkap informasinya adalah burung, mamalia, reptil, dan amfibi. 

Saat ini, Conservation International telah mengidentifikasi 25 kawasan 
hotspot di seluruh dunia. Semula, kawasan ini merupakan habitat alami seluas 17 
juta km2 atau 11,8% dari permukaan bumi. Sekarang, kawasan ini telah kehilangan 
habitat alaminya hingga 88% dan hanya tersisa seluas 2,13 juta km2 atau 1,4% dari 
luas permukaan bumi. Walaupun luasannya terbatas, kawasan ini merupakan 
habitat bagi 43,8% seluruh spesies tumbuhan endemik di bumi dan merupakan 
habitat 35,4% dari seluruh vertebrata non ikan endemik. 

Secara global, hanya 884.904 km2 hotspot (0,7% dari luas permukaan bumi) 
terletak di kawasan yang dilindungi. Hal ini berarti lebih dari 50% kawasan 
bervegetasi yang masih utuh di kawasan hotspot saat ini tidak memperoleh berbagai 
bentuk perlindungan. Di kawasan hotspot ini ditemukan lebih dari 57% endangered 
mammals dan lebih dari 81% endangered bird. Lima belas dari 25 hotspot terdapat di 
kawasan hutan hujan tropis. Dua hotspot terdapat di Indonesia, yaitu Sundaland 
Hotspot dan Walacea Hotspot. Kawasan Sundaland Hotspot meliputi Sumatra, Jawa, 
Kalimantan. Kawasan TNGL dan kawasan lindung di sekitamya (yang disebut 
sebagai Ekosistem Leuser), merupakan salah satu dari kawasan Hotspot di Sumatra. 
Inilah posisi strategis TNGL dalam kancah konservasi global. 

Warisan Dunia sebagai Global Network 

Kembali pada pertanyaan awal tentang manfaat ditetapkannya TNGL sebagai salah 
satu dari 812 Warisan Dunia yang tersebar di 180 negara di seluruh dunia. Salah 
satu manfaat yang sangat strategis adalah kita harus dapat memanfaatkan jaringan 
global ini untuk upaya pelestarian TNGL. Dan hal ini sangat tergantung pada 
tingkat keseriusan site manager untuk menggalang dukungan internasional. Dengan 
perubahan-perubahan yang dilakukan sejak awal tahun 2005 misalnya, Balai TNGL 
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telah berhasil mendapatkan dukungan dari World Heritage Center di Paris dan 
Pemerintah Spanyol, melalui UNESCO Jakarta Office. Semua dukungan tersebut 
diinvestasikan ke dalam TNGL dalam berbagai bentuk penguatan kapasitas 
kelembagaan dan dukungan infrastruktur yang selama ini sangat lemah. 

Nampaknya, taman-taman nasional yang secara global diakui dan masuk 
ke dalam jaringan global, seperti Cagar Biosfer atau Warisan Dunia ini harus 
dikelola secara profesional, dengan menggunakan network sebagai kendaraan 
untuk mendorong terbangunnya leadership dan manajemen yang lebih efektif. Oleh 
karena itu, Balai TNGL akan terus membangun berbagai inisiatif kolaborasi di 
seluruh tingkatan. Ditunjuknya TNGL sebagai salah satu dari 20 Taman Nasional 
Model di seluruh Indonesia, yang akan dimulai tahun 2007, merupakan bukti 
komitmen pemerintah, c.q. Departemen Kehutanan, dalam merespons 
perkembangan pengelolaan TNGL dan terkait dengan status TNGL sebagai 
Warisan Dunia. 

Jaringan global yang terdiri dari berbagai pakar ini juga dapat dijadikan 
kendaraan untuk negosiasi kebijakan, khususnya kebijakan yang kurang memihak 
atau bertentangan dengan kebijakan konservasi. Jaringan global juga dapat 
berfungsi sebagai sarana kampanye global yang sangat efektif sekaligus juga 
watchdog terhadap persoalan-persoalan di site, untuk diangkat ke skala global, agar 
menjadi perhatian komunitas global. Pembangunan jalan Ladiagalaska yang 
memotong Ekosistem Leuser, misalnya, segera menjadi perbincangan global karena 
diperkirakan dampaknya merusak dan berpengaruh langsung pada keselamatan 
TNGL. Ratusan pakar primata alumni Stasiun Riset Ketambe sejak 30 tahun lalu, 
yang tersebar di seluruh dunia, sampai saat ini masih peduli akan keselamatan dan 
kelestarian bukan saja stasiun risetnya, tetapi juga isu-isu seputar TNGL. Global 
network dan collective awareness seperti inilah yang harus dijadikan sebagai sarana 
untuk mempertahankan TNGL di masa depan. Kolaborasi dan network merupakan 
modal sosial dan kendaraan organisasi untuk menyongsong masa depan 
konservasi,yang semakin penuh dengan tantangan dan ketidakpastian. *** 

 

Rujukan: 

Van Schaik, C. Jatna,S. 1996. Leuser, A Sumatran Sanctuary. Yayasan Bina Sains 
Hayati Indonesia. Jakarta. 

Government of Indonesia. 2004. Sumatran Tropical Rainforests Cluster 
Nomination. PHKA. Jakarta 

 

Tulisan ini dimuat pada Jejak Leuser Vol 2. nomor 6 Tahun 2006 

  



Catatan Wisata Intelektual (2005-2020) 

438 
  

 

 

Reposisi Peran Lembaga-lembaga Konservasi ke Depan: 
Beberapa Catatan Pemikiran 

 

 

Menyikapi perubahan konstelasi geo-politik yang terjadi di Indonesia sejak 
reformasi delapan tahun yang lalu, dan terus berlangsungnya ketidakpastian 
situasi tersebut lima-sepuluh tahun ke depan, serta menyikapi perubahan-
perubahan hubungan global Utara-Selatan, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, 
politik, dan lingkungan; peranan organisasi konservasi baik nasional maupun 
global akan atau terpaksa berubah hanya dengan melakukan evaluasi, refleksi, dan 
kontemplasi diri dengan lebih mendalam dan serius. Apabila tidak, maka lembaga-
lembaga konservasi akan kehilangan fokus, tidak dapat 
mempertanggungjawabkan akuntabilitas lembaganya maupun kepada publik, dan 
akhirnya terjebak hanya sekedar melaksanakan “proyek” konservasi belaka. 
Apabila hal ini terjadi, sudah bisa diduga, tidak akan banyak perubahan secara 
substansial tentang upaya konservasi di Indonesia. Hutan alam semakin rusak 
dengan kecepatan yang semakin menggila. Kecepatan menaman hutan tanaman 
tidak juga dapat mengejar melejitnya kerusakan hutan alam. Kawasan-kawasan 
konservasi mengalami penggerogotan sedikit demi sedikit baik akibat illegal logging 
maupun perambahan. Penebangan haram dan perambahan di banyak tempat 
dilakukan dengan sangat rapi dan menggunakan kendaraan jaringan yang sangat 
rumit, terstruktur rapi dan yang menjurus pada pola-pola organized crime yang 
sangat berbahaya. 

Beberapa pemikiran awal dari reposisi “roles and responsibility ” lembaga 
konservasi, baik itu pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat di tingkat 
nasional maupun pada tataran akar rumput sebaiknya perlu mempertimbangkan 
perubahan-perubahan yang tidak dapat diprediksi tersebut di atas. Dengan 
demikian, diharapkan lembaga-lembaga konservasi tersebut dapat memberikan 
kontribusi optimalnya dalam penyelesaian persoalan-persoalan strategis, baik di 
tingkat kebijakan maupun pada tataran “akar rumput” di lapangan. 

Perannya dalam menentukan persoalan-persoalan strategis akan 
membantu lembaga konservasi dalam melakukan investasi yang cost-effective 
sekaligus membangun diskursus baru tentang ideologi konservasi menjelang 
Abad-21, yang lentur tetapi memiliki prinsip yang jelas dalam menghadapi 
perubahan-perubahan politik praktis dan kecepatan kerusakan alam di Indonesia. 

Karakteristik Gerakan Konservasi  

Sebelum masuk ke dalam kancah pemikiran-pemikiran serta kristalisasi peran dan 
tanggung jawab lembaga konservasi, karakteristik gerakan konservasi alam dan 
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lingkungan secara global, termasuk apa yang sedang terjadi di Indonesia, secara 
ideal sebaiknya memiliki karakter sebagai berikut: 

 Konservasi memerlukan pendekatan yang multidisipliner. Dengan demikian, 
efektivitas keberhasilan gerakan konservasi sangat ditentukan dengan seberapa 
besar tingkat sinergitas antar disiplin ilmu baik mumi maupun terapan dalam 
mendukung upaya konservasi. 

 Keberhasilan upaya konservasi oleh karena itu adalah keberhasilan kolektif. 
Sangat jarang terjadi konservasi merupakan buah dari kerja individu maupun 
institusi. Keberhasilan kolektif hanya dapat dilakukan ketika telah 
mengkristalnya kesadaran kolektif dari para pelaku konservasi; 

 Kesadaran kolektif konservasi adalah kesadaran akan "common agenda” yang 
merupakan agenda bersama pelaku konservasi. Tanpa disepakatinya agenda 
bersama yang terbuka, maka gerakan kolektif konservasi tidak akan pemah 
terjadi; Konservasi akan menjadi sekedar buih dan tidak akan pernah melahirkan 
gelombang gerakan yang dapat merubah paradigma manusia dalam 
hubungannya dengan pengelolaan sumber daya alam; 

 Agenda bersama itu hanya bisa dibangun atas dasar trust di antara pelaku 
konservasi. Tanpa adanya trust, maka konservasi tidak akan pernah memiliki 
fondasi yang mengakar pada tataran grass-root sekaligus menggantung pada 
tataran kebijakan. Trust hanya bisa dibangun melalui proses komunikasi dan 
kolaborasi yang mencerdaskan dan membebaskan, yang dibangun secara 
bertahap dan konsisten; 

 Konservasi mensyaratkan pendekatan yang lintas institusi yang multi layer. 
Oleh karena itu, konservasi perlu bergerak di tataran praktis sampai dengan 
tataran kebijakan; dari lokal ke nasional dan global. Sebagai konsekuensinya, 
konservasi sebaiknya dilakukan oleh jaringan praktisi-profesional di seluruh 
layer secara sinergis dan saling menguatkan, pada tataran horizontal; 

 Untuk membuktikan keberhasilan konservasi, diperlukan waktu yang panjang. 
Oleh karena itu, investasi di bidang konservasi harus dapat menjamin 
keberlanjutan jangka panjang, tetapi yang memandirikan. Tantangan gerakan 
konservasi adalah konsistensi investasi dalam jangka panjang dengan 
memandirikan kapasitas lokal, dalam jangka yang relatif pendek; 

 Keberhasilan upaya konservasi skala kecil di lapangan sebaiknya diangkat dan 
dikomunikasikan serta di back-up pada tataran kebijakan secara bertahap dalam 
rangka menyebarkan lesson-learned dan proses difusi multi-arah yang 
mencerahkan dan mencerdaskan. Proses seperti ini sangat jarang dilakukan, 
sehingga kita tidak pernah belajar dari pengalaman (baik yang berhasil maupun 
yang gagal) dari suatu intervensi konservasi. Peran media massa sangat strategis 
dalam membangun opini publik tentang konservasi agar tersebar luas, layak 
baca dan mudah dicema publik; 

 Upaya konservasi merupakan proses pembelajaran yang terus menerus yang 
bersifat multidisipliner dan dilakukan oleh pelaku konservasi multi-etnik. 
Kemampuan untuk mendengarkan (listening skill) menjadi bagian yang penting 
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dari proses pembelajaran multi pihak tersebut; 

 Sangat urgen untuk membangun entry and exit strategy baik di tataran akar 
rumput maupun di tataran konsep atau kebijakan pada berbagai institusi baik 
pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat. Hal ini penting mengingat 
phobia di tingkat masyarakat yang selama ini hanya dijadikan obyek proyek-
proyek pembangunan dan konservasi; 

 Sampai dengan saat ini, kita belum menemukan kisah sukses gerakan konservasi 
di Indonesia. Beberapa indikasi keberhasilan dicatat namun terbatas pada skala 
kecil yang tingkat keberlanjutannya masih dalam pemantauan. Oleh karena itu, 
diperlukan sikap ksatria para pelaku konservasi untuk melakukan evaluasi 
terhadap keberhasilan maupun kegagalan upaya konservasi. 

 Ke depan, bagi organisasi pemerintah, akuntabilitas program/proyek tidak 
cukup dilakukan hanya dilakukan secara vertikal (kepada atasan di Jakarta), 
tetapi sebaiknya dimulai akuntabilitas horizontal (bersama mitra kunci) dimana 
organisasi pemerintah tersebut bekerja (sama) atau berkolaborasi. Hal ini 
berlaku pula dengan LSM, dan pelaku konservasi lainnya. Diperlukan political 
will dan perubahan paradigma bagi pemerintah dan LSM untuk dapat 
melakukan perubahan seperti ini. 

 Konservasi tidak pernah bisa masuk dalam main stream gerakan politik dan 
pembangunan di Indonesia, dan hanya mampu menjadi isu-isu pinggiran, yang 
sekali-kali dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis sesaat. Konservasi, 
oleh karenanya harus mampu menjadi “movement" dari seluruh lapisan 
masyarakat. Konservasi akan bisa menjadi gerakan apabila konservasi mampu 
memberikan manfaat jangka pendek-konkret kepada masyarakat di sekitar 
kawasan konservasi. Manfaat cash ekonomi ini yang selama ini tidak pernah 
dapat disajikan oleh para pelaku konservasi. 

 Peranan pemerintah selama 30 tahun terakhir yang sangat dominan 
mengakibatkan dominasi wacana dan praktik konservasi. Peran sentral ini akan 
semakin berkurang dengan menguatnya peran lembaga swadaya masyarakat 
dengan prioritas isu-isu antara lain: penguatan masyarakat sipil, hak-hak adat, 
land reform, hutan kemasyarakatan, community-based development, pengelolaan 
multi pihak, konservasi alam, perlindungan spesies, animal rights, intelectual 
property rights, dan lain sebagainya; 

 Baik pemerintah maupun lembaga konservasi dan lembaga swadaya masyarakat 
sering terjebak pada cara berfikir generik, seragam, yang sangat kontra produktif 
dengan kondisi spesifik sumber daya alam setiap lokasi, keragaman sosial-
ekonomi-budaya dan aspirasi masyarakat, latar belakang keragaman etnis, 
tingkat perkembangan budaya, ekonomi, sosial, dan lain-lain; 

 Bekerja di bidang konservasi alam maupun lingkungan akan membawa 
konsekuensi pada pertanggungjawaban moral dan intelektual, dan oleh karena 
itu sangat urgen untuk selalu memberikan yang terbaik dan mampu 
mengobarkan spirit konservasi dengan cara menemukan kembali „roh“ 
konservasi, sehingga setiap tindakan dan laku konservasi dapat memberikan 
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makna yang dalam bagi tumbuhnya kesadaran konservasi di seluruh layer 
masyarakat. Dengan demikian diharapkan bisa menjadi suatu gerakan di 
seluruh lapisan masyarakat. 

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka lembaga-lembaga 
konservasi baik pemerintah maupun LSM perlu menemukan kembali ruang yang 
strategis dalam menentukan 'niche' yang cocok dalam rangka memberikan 
kontribusi nyata di bidang pembangunan konservasi dan masyarakat di Indonesia. 

Mitos-mitos Konservasi 

Banyak sekali mitos tentang banyak hal yang kemudian terbukti tidak dapat 
dipertanggungjawabkan kebenarannya. Beberapa mitos penting seputar 
konservasi dan pengelolaan sumberdaya alam, antara lain: 

Mitos: Kenyataan: 

Masyarakat dipahami sebagai satu 
entitas yang seragam, lemah, tidak 
memiliki survival strategy, sangat 
tergantung pada bantuan dari luar, dan 
berbagai romantisme lainnya; 

Masyarakat sangat beragam dan di dalamnya 
terdapat berbagai lapisan kepentingan, 
aspirasi, kebutuhan, dan keinginan yang 
beragam dan dinamis. Kelemahannya sering 
kali dimanfaatkan oleh berbagai pihak luar 
(atau dengan perpanjangan tangan sebagian 
kelompok masyarakat) untuk keuntungan 
sebesar-besarnya bagi pihak yang 
memanfaatkannya. 

LSM adalah lembaga yang berpihak pada 
masyarakat, dan sering kali menjadi 
tumpuan harapan dan ketergantungan 
masyarakat dalam menyelesaikan 
berbagai permasalahannya; 

LSM memiliki dan menghadapi berbagai 
keterbatasan baik dalam hal strategi, sumber 
daya manusia, dukungan pendanaan; LSM 
seringkali mengatasnamakan masyarakat 
untuk kepentingan pencarian pendanaan 
yang sebenarnya sebagian besar untuk 
kepentingannya sendiri dan dalam waktu 
yang bersamaan menciptakan 
ketergantungan yang tinggi dari masyarakat 
binaan; 

Pemerintah dipukul rata identik dengan 
pihak yang tidak bisa berubah, penuh 
dengan mentalitas KKN, dan pada 
umumnya tidak mau berdialog, apalagi 
bekerja sama dengan LSM, 
mendengarkan aspirasi masyarakat, dan 
sebagainya; 

Pemerintah juga bukan entitas yang seragam. 
Akan selalu terdapat individu yang masih 
memiliki idealisme yang tinggi dan tidak 
puas dengan sistim yang ada di 
birokrasi.Kelompok minoritas ini selalu ada 
baik di tingkat pusat sampai di daerah; 
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Media massa merupakan salah satu pilar 
demokrasi yang bersikap netral dan tidak 
berpihak; 

Media massa merupakan entitas yang sangat 
berpengaruh namun memiliki keterbatasan, 
antara lain tidak selalu mampu memberikan 
pencerahan, bersikap netral, dan 
menunjukkan fakta dan kebenaran kepada 
masyarakat; antara lain karena sering kali 
tidak melakukan jurnalisme investigatif dan 
atau melakukan crosscheck 

Korporat (misalnya: pertambangan), 
semuanya atau sebagian besar merusak 
sumber daya alam. 

Kegiatan pertambangan sangat beragam dan 
memberikan dampak lingkungan yang 
beragam pula. Penambangan emas 
underground berdampak lingkungan kecil; 
Demikian pula dengan eksploitasi panas 
bumi untuk energi listrik, dengan dampak 
yang relatif kecil dan terkendali; 

Kerusakan Hutan Indonesia adalah bukti 
ketidakmampuan pemerintah Indonesia, 
dalam berbagai aspek termasuk 
penegakan hukum; 

Kerusakan hutan Indonesia disebabkan 
faktor internal (pemerintah) dan faktor 
eksternal (permintaan kayu yang semakin 
tinggi dari pasar regional dan global) dan 
trend-nya telah mengarah pada organized 
crime, dengan rantai yang panjang; tanggung 
jawab sebaiknya dipikul bersama, bukan 
hanya oleh pemerintah, tetapi juga oleh 
negara- negara pengimpor kayu tropis. 

 

Peran-peran Strategis Ke Depan: 

Mitos-mitos tersebut muncul antara lain disebabkan oleh berbagai penyakit 
intelektual. Misalnya, cara berpikir generik (semua pegawai pemerintah corrupt’, 
semua unsur pemerintah terlibat KKN; semua hutan Indonesia rusak; semua taman 
nasional Indonesia rusak, dan sebagainya). Penyakit ini dapat dikurangi apabila 
kita mau legawa dengan cara biarkanlah 'ahlinya' yang berbicara, berikanlah 
kesempatan mereka yang lebih mengetahui atau memiliki pengalaman, yang 
menyampaikan fakta. Karena kalau semua pihak menjadi ahli untuk semua hal, 
maka kekacauan dan kerancuan informasi yang akan terjadi. Akibatnya, 
masyarakat tidak pernah mendapatkan informasi dan fakta yang benar. 

Dengan memperhatikan berbagai mitos tersebut di atas yang tidak sepenuhnya 
benar, peran-peran yang sudah, sedang, dan sebaiknya akan dilakukan oleh 
pemerintah maupun LSM, barangkali mencakup beberapa hal sebagai berikut: 

- Menjadi agen pencerahan dan pencerdasan melalui proses fasilitasi bertemunya 
para pihak baik pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, sektor 
swasta, perguruan tinggi, pakar, praktisi, politikus, media massa, dan 
sebagainya. 
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- Proses pencerahan tersebut didasarkan pada analisis scientific-based yang 
menjadi ciri LSM konservasi, sehingga proses fasilitasi maupun pendampingan 
tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara publik dan ilmiah- atas dasar 
ilmu sekolahan. Hal ini dilakukan dengan tanpa meninggalkan sumber-sumber 
kebenaran yang berasal atau digali dari intelektual organik yang mendapatkan 
ilmunya dari praktik langsung hidup bersama alam secara harmonis dan telah 
berlangsung lama. 

- Fokus pendampingan dapat dilakukan dalam tataran kebijakan, proses 
pengambilan keputusan-keputusan pembangunan yang mempertimbangkan 
kepentingan konservasi di satu sisi, lebih rasional, aspiratif, dan kepentingan 
pembangunan kesejahteraan masyarakat di sisi yang lain. Bahkan 
pendampingan juga dapat dilakukan secara konkret di tingkat lapangan; dengan 
contoh-contoh upaya konservasi yang nyata dan membumi, bukan hanya teori 
saja. 

- Level pendampingan dapat dilakukan multi-layer approach, tergantung pada 
kondisi dan situasi spesifik setempat; mulai dari tingkat akar rumput, 
kecamatan, kabupaten, propinsi, nasional, dan global. Pendampingan akan 
berhasil apabila pemerintah melakukan reposisi perannya untuk lebih bersikap 
'tut wuri handayani', mendorong tumbuhnya dialog dan kesepahaman yang 
sehat dan mencerdaskan. 

- Cara melakukan pendampingan sejauh mungkin dilakukan dengan pola 
partnership multi pihak dengan berpegang pada prinsip-prinsip saling 
menghormati, saling menghargai, dan saling menguntungkan dalam rangka 
mencapai tujuan bersama. Agenda kemitraan ini merupakan salah satu hal yang 
sangat strategis harus dimulai bersama-sama antara pemerintah, lembaga 
swadaya masyarakat, maupun langsung dengan masyarakat itu sendiri. 

- Dalam pendampingan dapat sekaligus dilakukan dengan cara uji coba proyek-
proyek skala kecil atas dasar perencanaan bersama stakeholder. Proses dipantau 
dan hasilnya dievaluasi secara bersama yang diharapkan akan bermanfaat untuk 
proses pembelajaran multi pihak agar mampu saling menguatkan dan 
mencerahkan. Keberhasilan skala kecil kemudian perlu didesiminasi melalui 
jaringan kerja multi layer. Pola-pola shared-learning yang seperti ini yang mulai 
dikembangkan oleh PILI dan CIFOR beberapa waktu lalu dan mendapatkan 
sambutan yang sangat positif dari banyak pihak. 

- Mengembangkan konsep-konsep baru strategi pendanaan konservasi melalui 
trust-fund konservasi, baik di skala nasional maupun propinsi, atau 
pengembangan inisiatif- inisiatif baru pendanaan konservasi melalui lobi 
intemasional untuk menjamin ketersediaan pendanaan konservasi jangka 
panjang. Ide-ide pengembangan kabupaten konservasi atau provinsi konservasi 
sebaiknya didasarkan pada pemikiran-pemikiran tersebut di atas. Kebijakan 
nasional harus memberikan suasana yang kondusif untuk berkembangnya 
inisiatif di berbagai kabupaten/provinsi yang nyata-nyata mulai ada yang 
berpihak konservasi. 
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- Pengembangan sistim reward and punishment bagi pelaku konservasi baik di 
pemerintah maupun di LSM merupakan hal yang sangat penting untuk segera 
dilakukan. Khususnya bagi pemerintah, insentif yang jelas dan transparan akan 
memacu pelaku-pelaku konservasi di Balai Taman Nasional maupun di Balai 
Konservasi Sumber daya Alam untuk melakukan yang terbaik di bidang 
tugasnya. Di tingkat LSM, pola inipun semestinya juga dilakukan, sehingga 
diharapkan akan mengkristal menjadi butir-butir ‘kode etik’ pelaku konservasi 
yang semoga suatu saat dapat diberlakukan di seluruh Indonesia. 

- Khusus bagi pemerintah, investasi pada pengembangan sumber daya manusia 
konservasi perlu dilakukan dengan lebih terstruktur dan terbuka, mulai dari 
proses recruitment, pembinaan, serta pola karier yang jelas. Inisiatif “Magang di 
Kawasan Konservasi” bagi 200 calon pegawai negeri sipil Departemen 
Kehutanan pada tahun 2004-2005, merupakan awal yang baik. Setelah magang, 
biasanya mereka mendapatkan pengalaman spiritual dan teknis betapa 
rumitnya mengelola hutan-hutan di kawasan konservasi. Ini bekal dan 
pengalaman penting bagi masa depan mereka. 

- Konservasi merupakan pertarungan perebutan ruang publik dalam jangka 
panjang. Tantangan akan selalu berubah sesuai dengan dinamika perkembangan 
politik, sosial, ekonomi, dan lingkungan di berbagai tingkatan. Oleh karena itu, 
perlu dibangun strategi pendanaan konservasi yang melibatkan berbagai 
kepentingan baik pemerintah maupun LSM. Pendanaan harusnya dibangun 
bukan saja pada tataran nasional maupun global, tetapi perlu dibangun 
mekanisme pengumpulan pendanaan yang mandiri dan bersifat lokal, dan 
dikelola oleh stakeholder setempat. Ketergantungan pada pendanaan nasional 
dan bahkan pada tataran global sering kali menjadi jebakan konservasi, yang 
membuat masyarakat manja dan bergantung pada pendanaan dari luar. Hal 
yang tidak sehat dan telah kita buktikan bersama dari kasus-kasus proyek 
konservasi yang didanai oleh World Bank dan Asian Development Bank (ADB) 
di Indonesia. Large-scale and high cost investment di konservasi haruslah sudah 
ditinggalkan, karena terbukti tidak berhasil dan menimbulkan efek 
ketergantungan sekaligus penolakan yang tinggi.*** 

 

Tulisan ini dimuat pada Jejak Leuser Vol 2. Nomor 5 Tahun 2006 
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Tantangan Melakukan Kolaborasi 
 

 

Oleh banyak pejabat Ditjen PHKA diakui bahwa dana pemerintah dalam 
membangun kawasan-kawasan konservasi semakin terbatas. Sementara itu, 
persoalan pengelolaan kawasan konservasi semakin kompleks dan rumit. 

Perubahan tata guna lahan 30 tahun misalnya telah membuat kawasan-kawasan 
konservasi dikepung oleh perkebunan skala besar (sawit) dan skala kecil (karet, 

kopi), serta perambahan oleh masyarakat untuk kepentingan jangka pendek. Citra 
Landsat Pulau Sumatera 2006, menunjukkan kawasan-kawasan hutan alam yang 

masih tersisa tinggal di kawasan-kawasan konservasi. Perubahan-perubahan ini 
termasuk kebijakan khususnya selama otonomi daerah sejak 1998, telah pula 
merubah pola-pola pengelolaan kawasan konservasi. Dengan keadaan yang 

demikian akan semakin berat untuk hanya bekerja sendiri tanpa mitra. Walaupun 
sudah agak terlambat, dengan diterbitkannya Permenhut P.19 tentang Kolaborasi 

merupakan suatu langkah awal yang cukup strategis. Yang kita perlukan 
jawabannya adalah apakah para pengelola kawasan konservasi sudah mulai 

berubah mindset-nya? Beberapa pemikiran tentang kolaborasi, oleh karenanya, 
akan diulas pada tulisan berikut ini. 

 

Definisi yang cukup bagus dari “kolaborasi” adalah sebagai berikut, “Suatu 
hubungan kerja sama yang saling menguntungkan dalam mencapai tujuan bersama 
dengan saling memberikan tanggung jawab, otoritas, dan tanggung gugat untuk 
mencapai hasil”. Dengan demikian kolaborasi bukan sekedar bekerja sama atau 
sama-sama bekerja, tetapi di dalamnya terkandung common vision atau tujuan 
bersama. Hal ini dapat dilakukan melalui proses shared vision, yang dalam 
praktiknya tidak mudah dilakukan. Tujuan tersebut juga saling menguntungkan 
bagi para pihak yang bekerja  sama. Dalam konteks kerja sama tersebut harus ada 
kejelasan pembagian tanggung jawab, kewenangan, dan tanggung gugat. 

Dalam pembangunan dan pengembangan organisasi, maka kolaborasi 
menjadi satu langkah yang sangat strategis, khususnya untuk membangun “Visi 
Bersama”. Banyak organisasi yang secara internal menghadapi perbedaan 
pendapat, pandangan, prioritas, ukuran keberhasilan, dan bahkan ke mana 
organisasi harus dibawa. Kolaborasi ini hanya bisa dibangun melalui proses kerja 
sama yang menumbuhkan kepercayaan (trust) atau sebaliknya, dengan adanya 
trust, maka kerja sama akan meningkat dan selanjutnya menumbuhkembangkan 
tingkat-tingkat kepercayaan yang semakin tinggi. Grafik di bawah menunjukkan 
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hasil resultan antara semakin tingginya kerja sama dengan semakin dalamnya 
tingkat kepercayaan. 

 

Pada grafik di atas dapat dilihat, pada tahap awal, dimana tingkat 
kerjasama rendah dan rendahnya tingkat kepercayaan akan membuahkan situasi 
defensif (atau seringkali disebut sebagai situasi “menang”- “kalah” atau “kalah”-
“menang”). Pada tahapan berikutnya ketika situasi kerja sama membaik dan mulai 
menumbuhkan rasa saling kepercayaan yang semakin membaik akan mengarah 
pada tumbuhnya rasa saling percaya, saling menghormati, dan saling menghargai. 

Networking 

Di samping kolaborasi dalam rangka membangun kemitraan, suatu mekanisme 
yang lebih luas adalah dengan membangun jaringan atau network,. Network dalam 
konteks konservasi alam dan lingkungan mungkin memang belum didefinisikan 
secara konkrit. Apalagi, bila network itu merupakan multilevel stakeholders, seperti 
antara Pemerintah –NGO - Masyarakat, sampai kini pun masih dalam tahapan trial 
and error, dan dalam tahapan mencari identitas bersama. Merupakan suatu yang 
tidak pernah terbayangkan dapat terjadi di masa lalu. Jaringan ini dapat dipakai 
sebagai kendaraan oleh organisasi dalam melaksanakan kegiatan- kegiatan yang 
telah disepakati dalam rencana strategis yang telah disusun bersama. 

Namun demikian, kita perlu mulai mendefinisikan apa yang disebut 
network itu. Dalam konteks konservasi alam dan lingkungan, network didefinisikan 
sebagai berikut: “Sistim kolaborasi multi-level stakeholder yang didasarkan pada 
kesamaan titik pandang tentang tujuan bersama yang hendak dicapai dan cara 
mencapainya, atas dasar kesadaran kolektif, dengan bertumpu pada semangat 
kebersamaan, saling pengertian, kesetaraan peran, saling menghormati dan 
menghargai, serta kemanfaatan bersama”. 

a. Mengapa Network 
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Banyak alasan kita perlu mulai membangun network, terutama mereka yang 
bergerak di bidang konservasi alam dan lingkungan. Beberapa latar belakang dan 
alasan dapat dikemukakan sebagai berikut;  

 Terbukti bahwa di masa lalu, upaya konservasi alam dan penyelamatan 
lingkungan gagal dilakukan secara parsial oleh pemerintah, lembaga swadaya 
masyarakat, dan masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah kompleksitas 
permasalahan konservasi alam, dan segala keterbatasan (sumber daya 
manusia, teknis, dana, sistim perencanaan, sistim kerja, komitmen) lembaga 
pemerintah yang ditugasi pengelola sumber daya alam. Akibat dari kegagalan 
itu, masyarakat yang paling dekat dengan sumber daya alam itulah yang 
pertama menanggung akibatnya (banjir, tanah longsor, pencemaran air, tanah, 
eksplosi hama dan penyakit), selain juga ditanggung oleh masyarakat luas baik 
nasional maupun internasional (punahnya berbagai spesies satwa liar yang 
dilindungi, habitat alami yang rusak dan tidak bisa dipulihkan, dan 
sebagainya); 

 Pemerintah di masa lalu sering meragukan kemampuan masyarakat akan 
upaya konservasi alam dan  perlindungan lingkungan hidup. Dari sebagian 
besar pemenang Kalpataru adalah para individu anggota masyarakat biasa; 
seringkali korelasi antara tingkat pendidikan dengan kesadaran lingkungan 
tidak selalu linear;  

 Permasalahan konservasi alam dan lingkungan terlalu kompleks untuk 
ditangani secara parsial, baik di tingkat bawah maupun di level advokasi. 
Penanganan di tataran policy maupun di level lapangan perlu melibatkan 
multidisipliner dan multi-level stakeholders. Pengalaman melakukan sistim kerja 
seperti ini belum pernah dilakukan oleh pihak pemerintah, namun pada skala 
tertentu telah dimulai justru dari lembaga swadaya masyarakat; 

 Dengan menggunakan kendaraan bemama network, maka dapat mulai 
dibangun kesadaran kolektif yang nantinya diarahkan pada membangun 
agenda bersama yang menjadi komitmen untuk collective actions. Yang 
diharapkan adalah terbangunnya sinergi antar stakeholder dalam menyelesaikan 
masalah maupun mengembangkan potensi-potensi yang ada untuk 
kesejahteraan masyarakat di level akar rumput; 

 Secara tidak langsung, proses pencerahan atau enlightment dapat dilakukan di 
dalam simpul-simpul network. Hal ini Dapat dilakukan karena keran 
komunikasi asertif dikembangkan oleh fasilitator dalam network. Pencerahan 
perlu dilakukan karena dalam menangani isu-isu lingkungan banyak terjadi 
distorsi informasi, manipulasi informasi, sehingga masyarakat secara perlahan 
mengalami proses pembodohan, tidak pernah memperoleh informasi yang 
benar dari pihak-pihak yang berkompeten. Dengan demikian proses 
“penyuluhan yang mencerahkan” secara terus menerus berlangsung di dalam 
network, dalam rangka membangun tingkat kesadaran baru dengan tata nilai 
baru, yang merupakan awal dari tahapan “tangga koneksi”, untuk menuju 
pada tingkatan “komitmen”. 

 Dalam perspektif ekonomi, dengan keberhasilan membangun network, maka 
biaya dan waktu akan dialokasikan sangat efektif dan efisien. Namun 
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demikian, diperlukan komitmen dan semangat yang tinggi dalam memulai 
membangunnya. Demikian juga, diperlukan waktu yang cukup lama agar 
proses interaksi dan komunikasi asertif itu berlangsung. 

b. Langkah Membangun Network 

Dalam membangun network, dapat ditempuh berbagai cara dan tahapan. 
Pengalaman membangun network konservasi alam di Yogyakarta, selama hampir 
satu tahun, memberikan beberapa pelajaran yang sangat berharga. Tahapan yang 
dapat dipertimbangkan untuk dilalui adalah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi Simpul Network 

Yang dimaksud dengan simpul sebenarnya adalah para stakeholder itu. Identifikasi 
dapat dilakukan secara internal oleh organisasi di mana kita bekerja. Data dan 
informasi sekunder akan sangat membantu pada tahapan awal ini. Data dan 
informasi sekunder dapat diperoleh dari beberapa stakeholder yang telah dikenal, 
baik melalui forum formal maupun informal. Dari daftar stakeholder itu, maka mulai 
dilakukan sortir untuk mengelompokkan ke dalam beberapa kelompok, 
berdasarkan minat dan pengalaman. Dapat pula berdasarkan level 
kepentingannya, misalnya ada yang aktif di grass-root, ada yang membatasi diri di 
tingkat advokasi, ada yang keduanya. 

Pengelompokan awal mi kemudian dilakukan pendalaman dengan cara 
membangun dialog awal dengan mereka. Pengalaman menunjukkan bahwa dialog 
tidak mudah. Kita hanya bisa membangun komunikasi setelah beberapa kali 
pertemuan. Seminar, lokakarya, diskusi-diskusi perlu diikuti karena pada forum-
forum seperti itu kita dapat mencatat banyak hal dari calon simpul dari network 
yang akan kita bangun. Terkadang banyak terjadi bahwa figur NGO maupun 
pecinta alam sangat tergantung pada pimpinannya. Kesulitan kadang timbul 
karena interest yang sangat beragam dan berubah-ubah, sehingga kita sulit 
mengelompokkannya. Modal awal untuk mendapatkan informasi adalah hanya 
mendengarkan (listening skill). Namun hal ini sering sulit, karena secara tidak sadar 
kita ingin menunjukkan eksistensi kita di forum dengan banyak bicara. Penyakit 
lama birokrat adalah dalam hal-hal seperti ini. 

Hasil pengelompokan ini penting dalam hubungannya dengan 
kemungkinan kita akan masukan mereka pada simpul primer dalam network yang 
akan dibangun itu. Simpul-simpul mana yang sekiranya cukup strategis dalam 
mendukung gagasan kita itu. Sangat sering terjadi, hasil interpretasi kita ternyata 
tidak benar dan harus dikoreksi ulang. Diperlukan kemampuan melakukan banyak 
dinamika, review, dan seterusnya sampai kita menemukan simpul-simpul yang 
sudah cukup mengkristal dan berperan strategis. 

2. Membangun Komunikasi Asertif Antar Simpul 

Setelah melakukan identifikasi simpul-simpul mana yang potensial dan strategis 
untuk bersama-sama membangun network, langkah selanjutnya adalah mencoba 
mengetahui lebih dalam tentang kiprah dan potensi-potensi yang dimiliki masing-
masing simpul. Melalui komunikasi yang asertif, yang saling menghargai dan 
mendorong berkembangnya dialog yang setara dan mendalam, maka potensi dan 
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pokok perhatian masing-masing simpul itu akan terdata. Komunikasi dapat 
dikembangkan melalui forum-forum dialog bulanan atau berdasarkan topik-topik. 
Tidak selalu pihak pemerintah yang mengundang. Setiap kesempatan di mana 
berbagai simpul berkumpul, kita dapat secara tidak langsung melakukan 
identifikasi, pendekatan, dan dialog secara terbuka tetapi intens dengan beberapa 
simpul yang potensial. Dalam mengembangkan dialog asertif itu, diperlukan 
kemampuan komunikasi dalam hal listening skill, dan yang lebih penting adalah 
membangun iklim dialog yang kondusif untuk tumbuhnya saling percaya atau 
trust building. Membangun kepercayaan ini merupakan modal awal 
berkembangnya hubungan yang lebih mendalam. Tanpa adanya kepercayaan dan 
frekuensi komunikasi yang tinggi, maka tidak akan pernah tercapai situasi menang- 
menang. 

Kesadaran Kolektif 

Melalui komunikasi yang asertif dan penuh dengan empati, akan dibangun suatu 
kesadaran kolektif, yaitu kumpulan dari kesadaran-kesadaran individu, kelompok, 
atau institusi sebagai hasil dari komunikasi asertif tersebut, yang telah 
berakumulasi dan mengkristal. Kesadaran kolektif adalah kesadaran bersama dari 
berbagai komponen masyarakat di berbagai level. Kesadaran tentang apa? Yaitu 
kesadaran tentang kerusakan lingkungan hidup, kerusakan kawasan- kawasan 
konservasi, kesadaran tentang perlunya usaha bersama dalam mengatasinya, 
kesadaran bahwa bila dilakukan secara parsial terbukti tidak akan membawa 
manfaat yang substansial dan cukup signifikan. 

Kesadaran kolektif ini merupakan awal dari berkembangnya suatu 
collective actions, suatu gerakan bersama yang tentunya akan memberikan dampak 
yang sering luar biasa dan dampak bergandanya juga sering tidak terduga. 
Kesadaran kolektif ini juga dipicu dan didorong oleh suatu fakta bahwa di mana-
mana ternyata banyak orang yang merasakan hal yang sama, dan melakukan hal 
yang sama pula, tetapi belum ada sinergi, dan efek dari usaha-usaha yang parsial 
itu, sangat kecil. Sehingga, di sana-sini mulai timbul kekecewaan. Banyak dicetak 
sarjana, pasca sarjana, doktor; banyak dibangun pusat-pusat studi, namun juga 
diketahui tidak ada relevansinya dengan peningkatan kesadaran masyarakat, 
perbaikan kualitas lingkungan hidup dan konservasi alam. 

Sinergi 

Salah satu hasil dari proses kolaborasi dan networking tersebut adalah sinergi. 
Sinergi adalah suatu keadaan dimana secara keseluruhan lebih besar daripada 
jumlah bagian- bagian penyusunnya. Sinergi merupakan intixsari dari 
kepemimpinan yang berpusat pada prinsip. Ia juga merupakan jalan tengah atau 
jalan yang lebih tinggi, seperti puncak dari sebuah segitiga. Perbedaan merupakan 
inti sari dari apa yang disebut sebagai “sinergi”.  

Ternyata, sinergi merupakan situasi menang-menang. Dalam konsepsi 
tingkatan komunikasi seperti yang disajikan dalam gambar di atas tadi, posisi 
“sinergi” menduduki peringkat paling atas. Sinergi ini merupakan suatu keadaan 
yang ditimbulkan dari resultante tingginya tingkatan kerja sama (saya lebih 
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menyukai “tingkatan kolaborasi”) yang secara bertahap meningkatkan 
kepercayaan atau trust. 

Dalam pengembangan organisasi, shared vision hanya bisa dibangun 
apabila pemimpin dalam organisasi itu mampu mendorong tumbuhnya kerja sama 
di antara komponen dalam organisasi itu atau dengan pihak luar sehingga minimal 
dapat menumbuhkan situasi saling percaya. Tetapi fakta menunjukkan tidak 
mudah membangun situasi yang seperti itu. Diperlukan seorang yang memiliki 
kapasitas leadership yang cukup untuk dapat melakukannya. 

Tantangan Kolaborasi 

Secara teoritis, membangun kolaborasi dan jaringan seakan- akan mudah. Namun 
dalam kenyataannya, banyak sekali hambatan dan tantangan yang harus diatasi. 
Pertama, sering kali tahapan membangun kolaborasi tidak dilakukan dengan 
benar. Mitra menyusun proposal untuk suatu proyek tertentu tanpa melakukan 
cukup konsultasi dengan pengelola kawasan konservasi. Ketika proposal telah 
didanai dan baru dilakukan pertemuan dengan pengelola kawasan konservasi, 
terjadi perbedaan pandangan atau prioritas investasi. 

Dalam kasus di atas, common vision atau common goal tidak dibangun 
bersama, dan kemudian pihak pengelola kawasan seolah-olah ditodong untuk 
bekerja sama. Akibat lanjutan dari pola ini, tentu saja dukungan menjadi sangat 
minimal. Pengelola enggan mengalokasikan pendanaan sebagai dana pendamping. 
Ketika mitra kehabisan dana, kegiatan yang mungkin sangat bagus akan berhenti 
sama sekali atau stagnan. Apabila sejak awal sudah dibangun kesepahaman, maka 
dana dan staf dapat dialokasikan secara bertahap, sehingga terjadi transfer of 
knowledge and skill dari mitra ke pengelolaan kawasan. Ketika mitra telah 
menghentikan proyeknya, pengelola sudah siap melanjutkan kegiatan-kegiatan 
tersebut secara mandiri. Kedua, kolaborasi dibangun dalam kondisi antara mitra 
dan pengelola kawasan konservasi tidak dalam posisi yang seimbang-sejajar. 

Pengelola kawasan konservasi dalam kondisi lemah dan mati suri, dengan 
berbagai alasannya. Dalam kondisi seperti ini, mitra sebaiknya menarik dan 
memberikan motivasi agar pengelola “bangun dari tidur” panjangnya. Hal ini 
tentunya sangat tidak mudah. Diperlukan political will, energi dan waktu yang tidak 
sedikit. Biasanya mitra tidak sabar dan meninggalkannya. Dalam kondisi ini 
kemitraan atau kolaborasi hanya lip service saja, dan hanya sekedar kerja sama di 
atas kertas. Faktanya, mitra bekerja sendiri dan pihak pengelola kawasan 
konservasi menjadi sekedar penonton. Akibat lanjutannya, dan sering kali hal ini 
lebih parah adalah bahwa seolah-olah mitra yang berkibar benderanya dan 
pengelola kawasan konservasi tenggelam dalam ketidakjelasan peran dan otoritas. 

 

Salah satu dari upaya untuk menjawab tantangan ini antara lain adalah 
dengan memilih leader pengelola kawasan konservasi yang memiliki kapasitas 
leadership yang cukup, sehingga mampu membangun komunikasi dan proses 
belajar yang terus menerus. Leader yang kuat juga akan mampu membangun kinerja 
staf pada tingkatan kedua atau second layer staff. Kebuntuan kolaborasi dapat 
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disiasati dengan mendorong kolaborasi pada tataran teknis staf level kedua, 
khususnya staf fungsional. 

Upaya lain adalah dengan mendorong upaya kolaborasi menjadi bagian 
dari penilaian kinerja pengelola kawasan konservasi. Selama ini, kinerja pengelola 
kawasan konservasi juga tidak jelas bagaimana dievaluasi. Pengelola yang berhasil 
membangun kolaborasi multi pihak seolah-olah sama saja dengan pengelola yang 
bekerja sendiri. Hal ini merupakan tugas Jakarta, khususnya untuk melakukan 
pemantauan lapangan secara mendadak, dengan menggunakan prinsip triangulasi. 
Kinerja pengelola kawasan konservasi di-cross check dengan para mitra atau melalui 
staf level 2 dan 3. Dengan demikian, akan semakin dapat dibangun penilaian 
kinerja pengelola kawasan konservasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan 
credible. Penilaian ini kemudian dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan 
dalam menerapkan reward and punishment. Suatu tantangan yang tidak mudah 
namun bukan tidak mungkin dilakukan secara bertahap dan konsisten.*** 

 

Tulisan ini dimuat pada Jejak Leuser Vol 1. Nomor 4 Tahun 2005 
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Rencana Strategis TN Gunung Leuser 
 

 

Pertanyaan pertama yang muncul adalah mengapa masih perlu menyusun 
Rencana Strategis (Renstra) di Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL)? Apakah 
Rencana Pengelolaan TNGL yang berjangka panjang (20-25 tahun), dan menengah 
(5 tahun) yang telah disusun, bahkan telah pula di-review tidak dapat digunakan 
lagi? Jawaban untuk pertanyaan tersebut adalah benar. Rencana-rencana yang 
disusun di masa lalu sebagian sudah tidak layak dipakai sebagai acuan untuk 
membuat rencana tahunan saat ini. 

Perkembangan geopolitik dan perubahan tata guna lahan, kebijakan 
nasional dan daerah di era otonomi yang sedemikian cepat yang mengepung 
TNGL, memaksa pihak pengelola saat ini untuk mengkaji ulang, khususnya isu-isu 
strategis baru dalam kaitannya dengan peningkatan efektivitas pengelolaan taman 
nasional saat ini dan ke depan. Atas perubahan keadaan inilah maka Renstra perlu 
disusun kembali, agar dapat menjadi koridor kerja dan menentukan arah kerja 
organisasi. Dalam bahasa yang sederhana, Renstra harus bisa menjawab minimal 
empat pertanyaan fundamental, yaitu: 

1. Kemana kita akan pergi (vision- mission), 
2. Bagaimana kita sampai ke sana (strategies), 
3. Resource apa yang kita miliki untuk melakukan aktivitas (SDM dan budget), 
4. Bagaimana kita tahu bahwa kita pada jalur yang benar (pemantauan, control, 

evaluasi). 

Menyikapi perubahan-perubahan peta seperti itu, maka Renstra TNGL 
akan disusun melalui proses-proses bertahap, dengan mempertimbangkan secara 
detail dan melakukan analisis terhadap Lingkungan Eksternal (Ancaman dan 
Peluang), yaitu perkembangan geopolitik dan perubahan tata guna lahan di 
seluruh kabupaten sekitar TNGL; Lingkungan Internal (Kekuatan dan Kelemahan) 
yang ada di dalam Balai TNGL. Renstra berbeda dengan perencanaan 
konvensional, minimal dari hal-hal sebagai berikut: tahapan penyusunan, 
konsultasi dan pelibatan para pihak, kajian isu-isu strategis, dan strategi bagaimana 
Balai TNGL bersikap terhadap berbagai isu strategis yang diidentifikasi tersebut. 
Renstra hanya menunjukkan bagaimana isu-isu strategis pada saat ini yang 
tertuang dalam kajian “Keadaan Saat Ini” dapat dikelola, digarap, dan 
ditransformasikan ke “Keadaan Yang Diinginkan”, minimal dalam tempo lima 
tahun ke depan. Keadaan yang diinginkan itulah yang disebut sebagai Visi atau 
“impian” organisasi yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan. 

Proses penyusunan Renstra yang lebih terbuka, lebih transparan, lebih 
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akomodatif, dengan melibatkan para pihak kunci bukan tanpa maksud. Proses 
komunikasi multi arah seperti itu diharapkan dapat membangun kesepahaman 
tentang banyak hal. Perencanaan taman nasional yang tertutup harus sudah 
ditinggalkan. Paling tidak, para pihak dapat mengetahui ruang lingkup kegiatan 
atau program-program TNGL. Kelebihan dan kekurangan masing-masing pihak. 
Kesepahaman tentang perlunya melakukan upaya bersama dalam bidang 
konservasi. Hal lain yang perlu diperhatikan juga adalah menepiskan ego sektoral 
dan kelembagaan serta bagaimana meningkatkan rasa saling menghargai (mutual 
respect) antar lembaga atau antar instansi. 

Apabila prinsip transparan dan keterbukaan tersebut dapat dicapai dalam 
rangkaian proses penyusunan Renstra, maka tahapan berikutnya adalah 
bagaimana secara internal, Balai TNGL membangun visi-nya. Visi adalah 
representasi keyakinan kita tentang bagaimana seharusnya bentuk dan mandat 
organisasi ke depan dalam pandangan staf dan masyarakat. Visi Balai TNGL ini 
diarahkan dan harus mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana 
ditetapkan dalam surat keputusan menteri kehutanan. Menurut Harefa (2000), visi 
harus bisa memberikan inspirasi, menggugah emosi, membangkitkan entusiasme, 
dan menyuntikkan motivasi. 

Ketika visi telah ditetapkan, langkah selanjutnya adalah membangun misi 
organisasi. Misi adalah garis besar langkah-langkah yang harus dilalui untuk 
waktu tertentu oleh organisasi dalam mencapai visi. Misi juga menunjukkan daftar 
“ruang lingkup” kegiatan utama organisasi. Pakar perencanaan G.L. Morrisey 
(1997) menyatakan bahwa Misi sekurang-kurangnya memuat: konsep organisasi, 
alasan keberadaan organisasi, pihak-pihak yang dilayani, prinsip dan nilai 
organisasi yang menjadi pegangan ketika menjalankan organisasi. 

Pernyataan tentang Misi memiliki dua fungsi. Pertama, ia menetapkan 
sasaran organisasi. Kedua, ia mengkoordinasikan tindakan dan usaha. Lebih 
lengkap lagi apabila pernyataan Misi tersebut ditambah dengan kemampuan 
pemimpin menjawab empat pertanyaan B. Wall (1999), mengenai organisasi: 

1. Siapa kita? 
2. Apa yang kita lakukan? 
3. Untuk siapa kita melakukannya? 
4. Mengapa kita melakukannya? 

Tahapan penting setelah menetapkan Visi dan Misi secara bersama, adalah 
tahapan menyusun strategi. Strategi digunakan oleh organisasi untuk mencapai 
Visi dan Misi Organisasi. Cukup menarik apa yang diuraikan oleh ahli manajemen 
dari Filipina, yaitu Prof Eduardo A. Marato. Ia mengidentifikasi 14 ciri-ciri strategi 
yang efektif. Strategi dapat dikatakan efektif bila: 

1. Dapat mengenali trend dan arah dari lingkungan dominan, apa yang organisasi 
dapat/ tidak dapat lakukan; apa yang organisasi miliki/tidak dimiliki; 

2. Mampu menentukan skenario ke depan yang paling mungkin terjadi dalam 
kaitannya dengan reposisi organisasi; 

3. Mengidentifikasi strategi berdasarkan visi, nilai, dan preferensi; 
4. Menembak sasaran terpilih, tidak menghamburkan sumber daya; 
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5. Organisasi mengarahkan sumber dayanya untuk melaksanakan strategi 
terpilih; 

6. Seluruh komponen organisasi harus bergerak mendukung tercapainya strategi 
terpilih; 

7. Mampu menghindari mismatch antara alokasi sumber daya manusia, struktur 
organisasi, sistem, tujuan, strategi terpilih, dan tugas dari organisasi; 

8. Mampu menetapkan tujuan yang terjangkau dalam durasi waktu tertentu; 
9. Harus do-able atau dapat dilaksanakan oleh organisasi; 
10. Diantara variabel yang dipekerjakan harus saling mendukung, bukan saling 

menjatuhkan; 
11. Mampu memantau apakah “action” bergerak menuju tujuannya; 
12. Strategi harus diterjemahkan ke dalam impact yang dapat dirasakan atau 

dikenali; 
13. Perlu melakukan perubahan, modifikasi, atau merubah seluruh strategi terkait 

dengan perubahan lingkungan; 
14. Organisasi harus bertanggung jawab terhadap hasil dan bertanggung gugat 

bagi target grup. Organisasi tidak berorientasi pada inputs dan tasks. Harus 
yakin bahwa inputs dan tasks mengarah pada outputs dan outcomes. 

Demikianlah, strategi sangat menentukan efektivitas dan efisiensi 
organisasi dalam mencapai tujuannya, yaitu mencapai “keadaan yang diinginkan” 
untuk lima tahun ke depan. Dalam penyusunan Renstra TNGL ini, telah dilakukan 
orientasi lapangan ke tiga Seksi Konservasi Wilayah (SKW) di Lembah Alas-Gayo, 
Besitang, dan Bukitlawang. Sementara SKW IV Tapaktuan di Aceh Selatan belum 
dapat ditempuh karena aspek keamanan. Keempat Seksi Wilayah tersebut memiliki 
karakter biofisik, sosial, ekonomi, budaya, dan geopolitik yang berbeda-beda. 

Unsur eksternal lainnya adalah perkembangan tekanan terhadap kawasan 
TNGL paska gempa bumi dan tsunami 26 Desember 2004, akan sangat berpengaruh 
terhadap upaya-upaya pelestarian Leuser. Bahkan perkembangan politik lokal 
seperti pilkada akan sangat berpengaruh terhadap bagaimana ke depan upaya 
pelestarian ini mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah. 

Oleh karena itu, Renstra TNGL diharapkan menjadi dokumen perencanaan 
yang selalu diacu dan dijadikan pedoman oleh seluruh staf dalam melaksanakan 
tugas. Dengan jumlah staf sebanyak 217 orang yang tersebar di 4 SKW pada 9 
kabupaten, maka upaya membangun Visi, Misi, dan Strategi bersama bukanlah hal 
yang mudah. Ketidakjelasan arah organisasi di masa lalu dan faktor keamanan 
khususnya kabupaten Aceh Selatan, Gayo Lues, dan Aceh Tenggara menjadi 
hambatan dalam membangun sinergitas kerja dan kesepahaman. Mobilitas sumber 
daya ke semua SKW yang terdiri dari 27 Resort dan 2 stasiun penelitian 
memerlukan pendanaan yang besar. Oleh karena itu, penggunaan teknologi 
penginderaan jauh, Geographic Information System dan Remote Sensing merupakan 
keharusan untuk dapat melakukan pemantauan detil dan periodik di tingkat 
lapangan. 

Renstra juga merupakan dokumen terbuka yang harus dilakukan evaluasi 
setiap tahunnya untuk menentukan arah dan identifikasi isu-isu strategis yang 
harus ditangani pada tahun-tahun ke depan. Evaluasi oleh para pihak diharapkan 
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akan membangun kesepahaman dan proses pembelajaran multi pihak yang efektif. 
Keterbukaan bukan tanpa risiko, yang justru dapat mengarah pada konflik internal 
dan eksternal di antara berbagai pihak yang mengklaim ikut melestarikan atau 
mendapatkan berbagai manfaat dari TNGL selama ini. Hal tersebut memerlukan 
seorang pemimpin (leader) yang dapat mengawal proses pelaksanaan Renstra 
tersebut untuk kepentingan semua pihak.*** 
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